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ABSTRAK

Kesimpulan disertasi ini, intervensi pemerintah terhadap harga pasar
(tas ir) dilakukan untuk mewujudkan mashlahah ‘dmmah bagi penjual
maupun pembeli. Hal kontradiktif terjadi ketika Nabi Muhammad melarang
tas ‘ir yang terdapat dalam Hadis Sunan Abl Dawad No. 3451 dikarenakan
pasar dalam keadaan normal dan tidak adanya indikasi kecurangan dan
penimbunan (iktikdar). Beberapa kebijakan yang diterapkan di Indonesia untuk
mewujudkan mashlahah ‘Gmmah dalam tas ir adalah penetapan HET (Harga
Eceren Tertinggi)/ ceiling price apabila harga pasar sedang dalam keadaan
tidak stabil untuk melindungi konsumen. Selain HET, juga ada floor price
(harga terendah) untuk melindungi penjual, subsidi, dan kebijakan impor untuk
menjaga harga supaya tetap stabil. Hal tersebut sesuai dengan kaidah figh
“Jalb al-mashalih wa dar’ al-mafdsid”.

Kesimpulan ini diperoleh dengan mengidentifikasi kebijakan dan
intervensi pemerintah terhadap harga pasar untuk meraih mashlahah ‘dGmmah
meliputi: 1) Al-Qur’an secara eksplisit tidak menetapkan formula harga pasar,
tetapi menekankan pada prinsip keadilan dan penghapusan kemadharatan; 2)
Diperlukan pemetaan sistematis bagaimana mashlahah ‘dmmah  dapat
dijadikan kerangka etis dan aplikatif dalam tas 7r; 3) Regulasi harga sering
diambil karena pertimbangan ekonomi makro atau tekanan pasar global, tanpa
adanya keterkaitan dengan kemaslahatan, keadilan; 4) Minimnya kajian yang
secara langsung menghubungkan antara teks al-Qur’an dengan fas ‘ir; dan 5)
Konsep mashlahah hanya dijadikan justifikasi moral, spiritual, bukan hanya
sebagai instrumen analisis kebijakan ditetapkan dalam regulasi.

Temuan disertasi ini terletak pada integrasi teks normatif dan mashlahah
bukan dipandang sebagai dua kutub yang saling bertentangan, melainkan
sebagai dua sumber hukum yang saling melengkapi dalam kebijakan tas ‘ir
oleh pemerintah. Teks (Hadis) memberikan landasan normatif yang bersifat
transenden yang melarang fas ir secara langsung oleh Nabi, sedangkan
konteks (wdgi’) merupakan realitas sosial ekonomi sebagai faktor penting
dalam penetapan hukum atas dasar mashlahah ‘Gmmah. Keseimbangan disini
diartikan tidak memahami teks secara terpisah dari realitas tetapi juga tidak
mengabaikan teks demi alasan pragmatis, karena kebijakan fas 7r didasarkan
pada konsep keadilan yang terdapat dalam Q.S al-Nahl (16): 90, dan larangan
kezhaliman dalam bertransaksi yang terdapat dalam al-Hasyr (59): 7, al-
Mutaffifin (83): 1-3, al-Baqgarah (2): 275, al-Nisad’ (4): 29, dan Hadis Shahih
Riwayat Bukhari No. 2142.

Disertasi ini mendukung pandangan Nurasiah Ahmad (2019), Ziyadatus
Shofiyah & M. Lathoif Ghozali (2021), Nurhasnah, dkk (2020) dan Ainiah
Abdullah (2019), bahwa kebijakan intervensi harga (price fixing) hanya
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berlaku bagi pasar dalam kondisi tidak normal dan terjadi distorsi pasar,
sehingga kebijakan harus diambil untuk menciptakan keadilan dan mencegah
kemafsadatan. Intervensi harga bersifat dinamis dan bisa berubah jika sudah
tidak adanya indikasi kecurangan dan juga penimbunan di pasar.

Disertasi ini berbeda dengan pandangan Jamaluddina, Sofyan Nurb dan
Muhammad Taufan Djafri (2023), Alif Mujiyana Eka Bella, dkk (2024), yang
menjelaskan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah tidak boleh melakukan
intervensi harga, karena peren pemerintah hanya sebagai Hisbah (pengawas
pasar) dan tidak berperan aktif dalam menentukan harga pasar. Jika hal itu
tetap dilakukan maka akan menzhalimi salah satu pihak, yaitu penjual atau
pembeli. Jika penetapan harga lebih mahal dari harga pasar maka akan
menzhalimi pembeli, dan apabila penetapan harga lebih murah dari harga pasar
maka akan menzhalimi penjual.

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah adalah
“Kualitatif Normatif” yang bersifat kepustakaan (/ibrary research) dan analitis
konseptual, dengan pendekatan interdisipliner antara studi keislaman (tafsir
dan ushiil al-figh) dan kebijakan publik berupa intervensi harga.
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ABSTRACT

The conclusion of this dissertation is that government intervention in
market prices (fas ir) is carried out to realize the benefits for both sellers and
buyers. A contradictory situation occurred when the Prophet Muhammad
prohibited fas ir as stated in Hadith Sunan Abl Dawid No. 3451 because the
market was in normal condition and there were no indications of fraud or
hoarding (ihtikar). Several policies implemented in Indonesia to realize the
benefits in fas 7r include setting a Highest Retail Price (HRP)/ ceiling price
when market prices are unstable to protect consumers. In addition to the HRP,
there is also a floor price (lowest price) to protect sellers, subsidies, and import
policies to maintain price stability. This is in accordance with the Islamic
jurisprudence principle “Jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid.”

This conclusion was reached by identifying government policies and
interventions on market prices to achieve mashlahah ‘dmmah, including: 1)
The Qur’an explicitly does not establish a market price formula, but
emphasizes the principles of justice and the elimination of harm; 2) A
systematic mapping is needed to determine how mashlahah ‘dmmah can be
used as an ethical and applicable framework in fas 7r; 3) Price regulations are
often taken due to macroeconomic considerations or global market pressures,
without any connection to mashlahah or justice; 4) There is a lack of studies
that directly connect the Qur’anic text with fas ir; and 5) The concept of
mashlahah is only used as a moral and spiritual justification, not merely as an
instrument for policy analysis stipulated in regulations.

The findings of this dissertation lie in the integration of normative texts
and mashlahah, not seen as two opposing poles, but as two complementary
sources of law in the government's tas ir policy. The text (Hadith) provides a
transcendent normative basis that prohibits zas ir directly by the Prophet, while
the context (wdgi’) is the socio-economic reality as an important factor in
determining the law based on mashlahah ‘dmmah. Balance here means not
understanding the text separately from reality but also not ignoring the text for
pragmatic reasons, because the tas ir policy is based on the concept of justice
contained in Q.S al-Nahl (16): 90, and the prohibition of injustice in
transactions contained in al-Hasyr (59): 7, al-Mutaffifin (83): 1-3, al-Baqarah
(2): 275, al-Nisa’ (4): 29, and Hadith Shahih Bukhari No. 2142.

This dissertation supports the views of Nurasiah Ahmad (2019),
Ziyadatus Shofiyah & M. Lathoif Ghozali (2021), Nurhasnah et al. (2020), and
Ainiah Abdullah (2019), who argue that price intervention (price fixing) only
applies to markets under abnormal conditions and where market distortions
occur. Therefore, policies must be implemented to create fairness and prevent



misuse. Price intervention is dynamic and can change if there are no indications
of fraud or hoarding in the market.

This dissertation differs from the views of Jamaluddina, Sofyan Nurb,
and Muhammad Taufan Djafri (2023), and Alif Mujiyana Eka Bella et al.
(2024), who explain that under no circumstances should the government
intervene in prices, as the government's role is only as a market supervisor and
does not play an active role in determining market prices. Failure to do so
would be detrimental to one of the parties, namely the seller or the buyer. If
the price is set higher than the market price, it will be unfair to buyers, and if
the price is set lower than the market price, it will be unfair to sellers.

The research method used in this dissertation is “Qualitative Normative,”
which is library research and conceptual analysis, with an interdisciplinary
approach combining Islamic studies (tafsir and ushiil al-figh) and public policy
in the form of price intervention.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu kepada Pedoman
Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Maret 1988.

Arab Latin Arab Latin Arab Latin
\ ‘ 5 Z é Q
< B o S 4 K
< T 5 sy J L
< Ts o° sh ¢ M
z J P dh o N
C H J” th 3 W
c Kh b zh » H
2 D ¢ ¢ s A
3 Dz ¢ gh S Y
D) R < F
Catatan:

Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya: <. ditulis
rabba.

. Vokal panjang (mad) fathah (baris di atas) ditulis d atau A, kasrah (baris di
bawah) ditulis 7 atau 7, serta dhammah (baris di depan) ditulis dengan i atau U.
Misalnya; 4= @ ditulis al-gdri’ah; oS ditulis al-masdkin; dan os=~kd) ditulis
al-muflihin.

Kata sandang alif + lam (J') apabila diikuti oleh huruf gamariyah ditulis al,
misalnya: o4 ditulis al-kdfirin. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf
syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: Jdws_l
ditulis ar-rijal, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi al-
qamariyah ditulis al-rijal, dengan syarat ditulis dengan konsisten dari awal
sampai akhir.

Ta’ marbithah (3), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan /4, misalnya:
&l ditulis al-Bagarah. Bila di tengah kalimat ditulis dengan ¢, misalnya: 3\<)
JuW ditulis zakadt al-madl, atau <L s, ditulis siirat an-Nisa’. Penulisan kata
dalam kalimat menurut tulisannya, misalnya: ¢80 s s ditulis wa huwa
khayr ar-Razigin.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia global dalam bidang ekonomi dan kebijakan umum
menunjukkan bahwa isu-isu yang menjadi perhatian pemerintah seperti,
kesejahteraan masyarakat, perlindungan kepada kelompok rentan, keadilan
dalam distribusi sumber daya, terjadi di setiap negara baik yang berideologi
sekuler maupun religious. Fenomena ini menandai terjadinya pergeseran
dalam sistem pasar bebas menuju pendekatan yang lebih intervensif yang
berorientasi pada “public interest” atau “kemaslahatan umum”.! Dalam konsep
Islam public interest disebut sebagai mashlahah ‘dmmah yang hadir sebagai
pilar normatif dalam diskursus kebijakan hukum yang menggabungkan antara
teks normatif al-Qur’an dengan realita sosial. Mashlahah dmmah mempunyai
sifat universal yang tidak hanya terjadi atau berlaku bagi kelompok atau
Negara Muslim saja, tetapi memiliki resonansi global, karena sejalan dengan
nilai-nilai moral yang universal seperti menciptakan keadilan, kesejahteraan,
solidaritas, perlindungan terhadap hak-hak manusia yang sesuai dengan
magqdshid al-syari‘ah.?

Dalam praktik global, negara-negara sepeti Indonesia, Malaysia, Turki,
Mesir dan komunitas Muslim di barat mencoba mengintegrasikan mashlahah
dalam kebijakan publik mereka. Kebijakan publik seperti pengaturan harga

! An-Na’im and Abdullahi Ahmed, Islam and the Secular State: Negotiating the Future
of Shari’a, Cambridge: Harvard University Press, 2008, hal. 521.

2 John L Esposito, Islam and Politics, New York: Syracuse University Press, 1998, hal.
376.



energi, subsidi bahan-bahan pangan, hingga regulasi keuangan syariah, adalah
contoh bagaimana kemaslahatan digunakan sebagai justifikasi intervensi
negara terhadap dinamika pasar yang dianggap tidak selalu membawa
keadilan. Intervensi dianggap suatu keadilan di tengah arus kapitalisme global
yang menimbulkan ketimpangan, eksploitasi sumber daya dan krisis
kemanusiaan yang menyebabkan kesenjangan perekonomian, yang kaya
semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.>

Lebih jauh lagi tantangan global seperti inflasi, pandemi, konflik
geopolitik memperlihatkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu menjamin
keadilan dalam ekonomi. Hal ini memicu perlunya penguatan legitimasi
normatif terhadap intervensi pemerintah, baik melalui hukum positif maupun
moral keagamaan. Dalam hal ini mashlahah dmmah dapat berperan sebagai
prinsip etis sekaligus epistemologis dalam merancang kebijakan yang adil dan
berkelanjutan. Meskipun memiliki nilai universal, penerapan mashlahah
dalam skala global juga menghadapi tantangan metodologis dan politik. Di
satu sisi, mashlahah harus mampu berdialog dengan prinsip-prinsip modern
dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik (public policy). Di sisi lain,
ia harus tetap bersumber dari al-Qur’an sebagai wahyu transenden yang
menjadi fondasi normatif umat Islam.*

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama
Islam, terdapat 87,18% warga Muslim dari total keseluruhan jumlah warga
Negara Indonesia yaitu 284.438.800 juta jiwa, jadi tidak heran ketika Indonesia
dijadikan negara kiblat pusat halal terbesar dunia, namun Indonesia bukan
negara Islam yang seluruh sistemnya harus sesuai dengan syariah Islam.’
Agama diturunkan kepada manusia untuk menjawab persoalan-persoalan baik
skala mikro maupun makro, ajaran agama digunakan dalam segala aspek
kehidupan, baik dalam beribadah maupun ber-mu ‘amalah. Kehadiran inovasi
dalam bertransaksi di era modern saat ini lebih didasarkan pada kemaslahatan,
dapat dikatakan bahwa segala kegiatan, transaksi dan aktivitas dalam ekonomi
acuannya adalah mashlahah, secara sederhana jika di dalamnya terdapat
kemaslahatan maka hal tersebut dibenarkan secara syariah, tapi jika di
dalamnya terdapat kemadharatan maka hal tersebut tidak dibenarkan secara
syariah.

Manusia sebagai makhluk sosial karena untuk memenuhi seluruh
kebutuhannya pasti memerlukan orang lain, baik dalam urusan ibadah maupun
mu ‘dmalah karena keterikatan inilah manusia tidak bisa sepenuhnya menjadi

3 Al-Farugi and Ismail Raji, Islamization of Knowledge: General Principles and
Workplan, Herndon: III'T, 1982, hal. 37-38.

4 Doi and Abdur Rahman I, Syariah: The Islamic Law, London: Ta Ha Publishers, 1984,
hal. 98.

5 Nadiah Hidayati et al., KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah),
Jakarta: KNEKS, 2022, hal 7.



makhluk individu yang seluruh kebutuhannya cukup dilakukan sendiri.
Transaksi jual beli terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu penjual pembeli
dan pemerintah, penjual dan pembeli adalah pihak utama yang melakukan
transaksi jual beli, sedangkan pemerintah mempunyai peran pasif dalam hal
tersebut. Terdapat suatu keadaan dimana pemerintah hanyalah sebagai
fasilitator penyediaan tempat untuk melaksanakan jual beli (pasar) juga
menetapkan iuran pajak, adakalanya pemerintah juga sebagai pemeran aktif
dalam transaksi jual beli, yaitu menetapkan harga barang di pasar.

Kriteria pasar yang sehat ketika pasar mempunyai persaingan bebas bagi
siapapun bebas berjualan dan siapapun juga bisa menjadi pembeli, produk
yang dijual juga bersifat homogen sehingga harga barang di pasar ditentukan
dari banyaknya permintaan dan penawaran di pasar. Pasar yang sehat juga
terdapat hukum demand (permintaan) dan supply (penawaran) yang
menyatakan bahwa “Semakin mahal harga suatu barang, maka permintaan
akan menurun dan penawaran akan meningkat, berbeda jika harga suatu barang
murah, maka jumlah permintaan akan meningkat dan penawaran akan
menurun”.®

Dalam penelitian yang ditulis oleh Toni Aspromourgos tentang harga
pasar menurut Adam Smith yang berjudul “Adam Smith’s Treatment of Market
Prices and Their Relation to Supply and Demand” yang menyimpulkan bahwa
harga pasar saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya supply dan
demand saja, melainkan bersifat elastis yang bisa dipengaruhi oleh faktor
eksternal maupun internal, faktor eksternal yang berpengaruh terhadap harga
pasar adalah persaingan, kekuatan industri tertentu, harga faktor-faktor
produksi yang berfluktuasi. Sedangkan faktor internal yang dapat
mempengaruhi supply dan demand yang dapat menyebabkan tinggi atau
rendahnya suatu harga barang adalah naik atau turunnya income konsumen,
sehingga kecenderungan mengkonsumsi barang inferior maupun barang
superior akan berubah, penelitian ini membuktikan bahwa elastisitas demand
dan supply yang dapat mempengaruhi harga pasar bisa berubah menjadi
inelastis karena adanya faktor-faktor tertentu.’

Penetapan harga pasar adalah penetapan harga barang-barang di pasar
oleh penguasa/ pemerintah, yang mana penjual tidak boleh melebihkan atau
mengurangi harga barang yang ditetapkan dan akan mendapatkan sanksi jika
melanggar ketentuannya, di daerah atau wilayah kabupaten harga barang-
barang pokok ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

¢ Abdurrohman Kasdi, “Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar (Studi
Kasus di Pasar Bintoro Demak),” dalam Jurnal BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam,
Vol. 4 No. 2 Tahun 2013, hal. 18.

" Tony Aspromourgos, “Adam Smith’s Treatment of Market Prices and Their Relation
to Supplay and Demand,” dalam Jurnal Accademia Editoriale, Vol. 15 No. 3 Tahun 2007, hal.
27-57.



sedangkan penetapan harga di pusat ibu kota dan daerah sekitarnya, yang
menentukan harga adalah Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Daerah
dan Peraturan Menteri, penentuan harga pasar hanya terjadi pada waktu-waktu
tertentu, terutama ketika di bulan Ramadhan dan mejelang hari raya.®
Penetapan harga pasar dalam Islam disebut dengan tas ir, secara konseptual
tas ‘ir merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan harga di pasar
supaya tidak memberatkan konsumen, biasanya pengendalian harga ini hanya
terbatas pada barang-barang pokok (kebutuhan primer)’ yang biasanya dibeli
oleh masyarakat, seperti minyak, beras, gula, kopi, cabai, bawang merah,
bawang putih, daging, ayam, dan kebutuhan pokok lainnya.

Kenaikan harga barang-barang di pasar bisa dikarenakan keadaan alami
suatu pasar dan bisa juga karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
yang telah mengeksploitasi pasar sehingga terjadi ketidakstabilan harga-harga
pasar. Sebagai contoh kenaikan harga secara alami dikarenakan kondisi alam
yang menyebabkan padi tidak panen, cabai terkena penyakit, bawang merah
diserang hama, sehingga stok barang-barang semakin sedikit dan tidak sesuai
dengan jumlahnya permintaan di pasar, sehingga harga barang menjadi mahal,
harga yang mahal juga membawa konsekuensi bagi penjual atau petani yang
panennya semakin sedikit tetapi membawa harga yang mahal, jika harga mahal
disebabkan oleh hal tersebut, pemerintah akan menzhalimi petani jika ikut
mengintervensi harga pasar dengan mengendalikan harga yang tinggi. Jika
kenaikan harga barang di pasar dikarenakan ulah manusia, seperti adanya
penimbunan (iktikar), adanya ribd, penipuan, suap dan eksploitasi lainnya,
pemerintah harus mendatangkan kebijakan sehingga masyarakat (penjual dan
pembeli) tidak terzhalimi akan hal itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah
biasanya mendatangkan barang dari luar negeri (import), mengendalikan
harga, membuat inovasi barang serupa dan lain sebagainya.

Rasulullah Saw, dalam perjalanannya pernah menjadi seorang pedagang
yang sukses dan selalu didukung oleh istrinya Khadijah, r.a dalam suka

8 Zahratul Amal, “Hukum Tas'ir dalam Tinjauan Fikih Mu'4malah (Studi Pendapat
Madzhab Maliki),” dalam Skripsi Tahun 2022, hal. 1-55.

® Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, terdapat tiga kebutuhan yang dikenal
dalam ilmu ekonomi, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan skunder dan kebutuhan tersier.
Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sehari-hari seperti sandang,
pangan dan papan. Kebutuhan sekunder adalah, kebutuhan prioritas kedua yang tidak harus
dipenuhi setiap hari seperti tas, sepatu, buku dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan tersier adalah
kebutuhan prioritas ketiga seperti rumah mewah, mobil, makan di restoran dan lain-lain. Rd.
Ajeng Adistya Medina, “Pola Spesial Pemilihan Lokasi Belanja Kebutuhan Primer Penduduk
Kecamatan Bogor Tengah,” dalam & th Industrial Research Workshop and National Seminar
Politeknik Negeri Bandung, Juli 26-27, 2017, hal. 527-535.



maupun duka,'® dalam suatu perjalanan, Nabi Muhammad pernah ditanya
sahabat: Siapakah yang paling berhak menentukan harga komoditas
perdagangan dalam suatu daerah atau harga pasar? Nabi Muhammad
menjawab, yang paling berhak menentukan harga di pasar adalah Allah Swt,
jawaban tersebut oleh beberapa ahli diartikan sebagai “kekuatan pasar”,
kekuatan pasar disini merupakan harga ditentukan oleh banyaknya permintaan
dan juga penawaran.

Harga barang-barang di pasar yang penetapannya terdapat intervensi
pemerintah pasti tidak luput dari hal-hal yang tidak normal di pasar sehingga
pemerintah harus turun tangan sehingga keadaan perekonomian tetap
terkendali, hal ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari
kemafsadatan. Hal-hal yang tidak normal di pasar disebut dengan distorsi
pasar, distorsi pasar terjadi ketika moral dan etika sudah dianggap sebagai hal
yang penting sehingga keuntungan, kapitalisme!!, liberalisme, individualisme
sebagai tujuan utama dalam berbisnis.

Penetapan harga pasar biasanya terjadi di setiap daerah, wilayah,
kabupaten dan kota yang masing-masing berbeda-beda dalam penentuan
harganya, karena di masing-masing wilayah banyaknya jumlah demand dan
supply-nya berbeda-beda. Harga yang menentukan permintaan, harga juga
yang menetukan penawaran, semakin mahal harga barang maka akan semakin
tinggi jumlah penawaran dan semakin rendah jumlah permintaan, begitu pula
sebaliknya jika harga barang murah maka permintaan akan barang semakin
tinggi dan penawaran di pasar semakin rendah, begitu hukum yang terjadi di
pasar kecuali ada hal-hal yang tidak terduga sehingga hukum pasar tidak
berlaku dalam kondisi tertentu.

Nabi Muhammad menolak melakukan tas7r, karena akan terjadi
ketidaknaturalan harga pasar, karena pasar yang sehat adalah pasar yang
harganya tercipta karena proses permintaan dan penawaran, selain melarang
tas ‘ir, Nabi Muhammad juga melarang talaqqi al-rukban'?, bay  al-hdadhir li-

19 Een Mardiani, “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang,
Harga dan Pasar (Telaah Dari Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah),” dalam Tesis Institut Agama
Islam Negeri Bengkulu, 2021, hal. 1-110.

! Kapitalisme disebut sebagai sistem ekonomi yang meyakini atas kepemilikan secara
individu, nama lain dari sistem ini adalah sistem liberalisme, individu, yang dibawa oleh Adam
Smith yang disebut sebagai “Bapak Ekonomi Klasik” yang dalam teorinya yang fenomenal
mengatakan bahwa, “Dalam berbisnis kita harus mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya
dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar besarnya”, sistem ini dapat
mengeksploitasi para buruh yang bekerja untuk para kapitalis, tetapi tidak diberi gaji yang
sesuai dengan tenaga yang diberikannya. Syamsul Effendi, “Perbandingan Sistem Ekonomi
Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis,” dalam Jurnal Riset Akuntansi
Multiparadigma (JRAM), Vol. 6 No. 2 Tahun 2019, hal. 147-158.

12 Talaqqi berasal dari kata lagiya yang berarti melihat atau menemui, rukbdn berasal
dari kata rakbun yang berarti segerombolan penunggang unta atau kuda yang jumlahnya lebih
dari 10, jadi talaqqi al-rukbdn merupakan segerombolan orang yang menemui pedagang untuk



[-bddi 3, ihtikdr dan berbagai kegiatan manipulasi yang menyebabkan harga
pasar tidak menjadi alami.

Penetapan harga pasar (tas 7r) merupakan konsep yang dilarang oleh
Nabi Muhammad tapi diperbolehkan oleh sebagian Ulama karena
perkembangan situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan pada masa Nabi
Muhammad. Hal ini belum dikaji mashlahah ‘Gmmah, karena mashlahah yang
terjadi kepada pembeli, belum tentu penjual juga mendapatkan mashlahah-
nya, begitupun sebaliknya. Sebagai ilustrasi contoh peristiwa yang terjadi di
lapangan, ketika harga cabai menjulang tinggi dan sangat mahal, banyak
masyarakat yang mengeluh terhadap harga cabai, lalu pemerintah menetapkan
standar maksimal harga cabai di suatu daerah dengan tujuan tidak
memberatkan masyarakat/ pembeli, berbeda dengan seorang petani sekaligus
sebagai produsen cabai yang kemungkinan mengalami penurunan jumlah
panenan yang disebabkan karena cuaca, biaya produksi, atau faktor lain
sehingga penetapan harga oleh pemerintah satu sisi menguntungkan pembeli
tapi di sisi lain bisa merugikan petani.

Indonesia merupakan negara yang tidak sepenuhnya menganut pasar
bebas seperti Negara Amerika'4, adakalanya pasar berjalan dengan harga alami
yang harganya menurut banyaknya jumlah permintaan dan penawaran, sisi lain
Indonesia menganut pasar persaingan tidak bebas (monopoli) karena tidak
semua orang bisa bersaing dengan pasar monopoli yang dikuasai oleh

membeli dagangannya sebelum sampai pasar, jika dilihat dalam konteks zaman saat ini,
dilarangnya falaqqi al-rukbdn karena penjual/ pedagang yang belum sampai pasar, secara
otomatis belum tau harga yang berlaku di pasar, sehingga pembeli bisa mengelabuhi penjual
dengan membeli barang-barangnya dengan harga yang murah, ataupun sebaliknya. Faiz
Abdillah Junedi, “Tinjauan Maqashid al-Syari‘ah dalam Pengharaman Jual Beli dengan Cara
Talagqi Rukban,” dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), Vol. 4
No. 1 Tahun 2023, hal. 557-565.

3 Bay ‘ al-hddhir li-I-badi terjadi ketika penjual yang berasal dari kota datang ke desa
untuk membeli barang-barang hasil produksi orang desa dengan harga yang relatif murah,
karena orang desa tradisional tidak mengetahui harga yang berlaku di kota, tujuan dari
pembelian barang kepada orang desa tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat
ganda, jual beli ini hukumnya sah, namun pelaksanaannya dilarang dalam agama, karena
merugikan pemilik barang yang relatif mendapatkan untung kecil, bahkan bisa juga mengalami
kerugian. Nurhafni Nurhafni, “Hukum Bay‘ al-Hadhir li-1-Badi pada Petani Menurut
Madzhab al-Syafi‘1 (Studi Kasus di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten
Asahan)” Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017, hal. 79.

14 Amerika merupakan negara adidaya yang sistem perekonomiannya menggunakan
sistem kapitalisme/ liberalisme/ individu/ pasar bebas, di sini semua orang bisa menjadi
pencipta, pemilik, pengelola atas inovasi yang telah dibuatnya. Peran pemerintah dalam sistem
ekonomi di Amerika sangat pasif, mereka hanya mengawasi pasar dan mengatur jumlah pajak
dagang yang harus dibayar, bahkan di Amerika yang mencetak dan mengedarkan uang adalah
perusahaan swasta yaitu The Fed. Ema S Widodo, “Ideologi Utama dalam Ekonomi Politik
Global Antara Merkantilisme dan Liberalisme,” dalam Majalah Manajemen dan Bisnis
Ganesha, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 12-24.



pemerintah, pasar monopoli adalah pasar yang dimana hanya terdapat satu
penjual dan banyak pembeli, satu penjual disini adalah pemerintah sebagai
pemilik dan pengatur sepenuhnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), seperti
PT. Pertamina dan PT. KAI yang siapapun ingin membeli atau menggunakan
produknya, harus membayar dengan harga yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.

Permintaan dan penawaran merupakan dua kegiatan yang dilakukan
secara bersama karena tidak ada transaksi jual beli jika tidak adanya
permintaan dan penawaran. Permintaan adalah kegiatan meminta atau
membeli suata barang/ jasa dengan harga yang sudah ditentukan dan disepakati
oleh kedua belah pihak, sedangkan penawaran merupakan kegiatan
menawarkan/ menjual barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam
konsep Islam maupun konvensional, konsep ini tidak ada perbedaan, namun
yang membedakan adalah etika dan moral yang dilakukan oleh penjual atau
pembeli sesuai syariah, seperti tidak adanya ribd dalam transaksi, tidak adanya
zhalim, Erma S Widodo, “Ideologi Utama dalam Ekonomi Politik Global
Antara Merkantilisme dan Liberalisme, dan transaksi lain yang dilarang dalam
Islam.

Al-Qur’an tidak menjelaskan secara langsung tentang fas ir/ penetapan
harga pasar oleh pemerintah, namun al-Qur’an menjelaskan secara detail
tentang transaksi-transaksi yang dilarang dalam pasar yang menyebabkan
distorsi pasar sehingga pemerintah ikut mengintervensi pasar, atau melakukan
upaya sehingga harga pasar menjadi normal yang tetap menguntungkan
penjual dan tidak memberatkan pembeli, seperti larangan mengambil ribd
yang berlibat ganda, larangan melakukan penipuan, penimbunan, pengurangan
timbangan, rekayasa permintaan, rekayasa penawaran, dan transaksi lainnya
yang dapat mempengaruhi harga pasar dan dilarang dalam al-Qur’an."

Kegiatan transaksi dalam ber-mu ‘dmalah menunjukkan kompleksitas
dan penyimpangan etika, moral yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli
dan tentunya berbeda dengan kegiatan transaksi jual beli pada masa Nabi
Muhammad, oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk mengatasi dan
membuat kebijakan-kebijakan untuk kebaikan bersama, terutama kebijakan
dalam menentukan harga barang untuk mengurangi permasalahan distorsi
yang ada di pasar.'® Distorsi pasar yang menyebabkan ketidaknormalan pada
harga-harga barang seperti adanya penimbunan, penipuan, tidak adanya

5 Moh. Asep Zakaria Ansori et al., “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam
Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar,” dalam Economic Reviews Jurnal, Vol. 3 No. 1
Tahun 2024, hal. 146—-160.

16 Fachrounissa Zein Vitadiar and Tika Widiastuti, “Analisis Faktor Penyebab Distorsi
Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal
Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8 No. 1 Tahun 2023, hal.
256-274.



transparansi dalam transaksi, mengurangi timbangan, korupsi, ribd, dan
transaksi lain yang melanggar aturan syar 7 seperti yang terdapat dalam al-
Qur’an Strah al-Nisa’ Ayat 29 dan Surat al-Bagarah Ayat 188 tentang larangan
mengambil harta orang lain secara bdthil dan bertransaksi atas dasar saling
ridha seperti yang terdapat dalam Kitab Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-
Syari‘ah wa al-Manhaj" karya Wahbah az-Zuhayli.

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian dialakukan oleh Ainiah
Abdullah tentang mashlahah dalam tas ‘ir (penetapan harga) menurut Ibnu
Qayyim al-Jawziyyah yang terdapat dalam kitabnya al-Thurug al-hukmiyyah,
yang isinya tentang kemaslahatan yang terdapat dalam tas ir yaitu jalb al-
mashalih wa daf"al-mafasid, dalam konteks tertentu tas 7r memang diperlukan
untuk tujuan kemaslahatan,!” namun kemaslahatan yang dibahas tidak
dijelaskan secara khdshshah, maupun ‘dmmabh.

Dari latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis
akan mengkaji dan menganalisis terkait “Al-Qur’an dan Kebijakan Umum:
Mashlahah ‘Ammah dalam Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar” yang
di dalam penelitian-penelitian terdahulu belum pernah dibahas mashlahah
‘ammah nya, karena dalam konteks harga pasar, mashlahah ‘dmmah harus
terjadi pada pembeli (konsumen), penjual (produsen) dan pemerintah.
Mashlahah ‘dmmah dapat terjadi ketika mashlahah khdshshah pada subjek
pelaku pasar dipenuhi semua. Integrasi dari prinsip magdshid al-syari‘ah yang
berupa mashlahah ‘dmmah dari pendekatan tekstual ayat-ayat al-Qur’an dan
Hadis terkait dengan kebijakan fas 7r dengan menggunakan pendekatan tafsir
al-mawdhii ‘i, yaitu pendekatan penafsiran al-Qur’an yang meghimpun dari
beberapa ayat al-Qur’an dengan tema distorsi pasar yang menyebabkan
intervensi pasar dengan analisis yang mendalam dan komprehensif dari
beberapa buku dan kitab tafsir.

B. Identifikasi Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada upaya menemukan
legitimasi normatif intervensi pemerintah terhadap harga pasar (zas'ir) melalui
pendekatan Tafsir al-Qur’an dan konsep mashlahah ‘dGmmah, dalam konteks
tersebut, maka identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Tumpang tindih antara prinsip pasar bebas dan intervensi pemerintah.
Dalam sistem ekonomi Islam maupun modern menimbulkan perdebatan,
al-Qur’an secara eksplisit tidak menetapkan formula harga pasar, tetapi
menekankan pada prinsip keadilan dan penghapusan kemadharatan, hal
ini menimbulkan pertanyaan bagaimana teks al-Qur’an dijadikan sebagai
landasan normatif dalam intervensi harga pasar (fas'ir).

7 Ainiah Abdullah, “Mashlahah dalam Pelegalan Tas‘ir Menurut Ibnu Qayyim Al-
Jauziyyah,” dalam Jurnal Al Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1 Tahun
2019, hal. 70-73.



C.

Konsep mashlahah ‘dmmah sebagai dasar kebijakan publik yang bersifat
teoritis dan fragmentaris, khususnya ketika dihadapkan pada kebijakan
pemerintah yang memerlukan pendekatan praktis dan teknokratis.
Diperlukan pemetaan sistematis bagaimana mashlahah ‘ammah dapat
dijadikan kerangka etis dan aplikatif dalam intervensi ekonomi.

Belum ditemukannya integrasi secara langsung antara prinsip-prinsip
magqdshid al-syari‘ah dengan praktik kebijakan harga oleh pemerintah.
Regulasi harga sering diambil karena pertimbangan ekonomi makro atau
tekanan pasar global, tanpa adanya keterkaitan dengan kemaslahatan,
keadilan, dan penghilangan mafsadah.

Minimnya kajian yang secara langsung menghubungkan antara teks al-
Qur’an dengan kebijakan pemerintah terutama dalam intervensi harga,
menjadikan argumen normatif al-Qur’an kurang terdengar dalam
diskursus publik kebijakan modern.

Belum ditemukannya metodologi buku yang mengukur atau menilai
kebijakan harga pasar berdasarkan pendekatan mashlahah, sehingga
konsep ini hanya dijadikan justifikasi moral, spiritual, bukan hanya
sebagai instrumen analisis kebijakan yang tersturtur yang ditetapkan
dalam regulasi.

Pembatasan Masalah
Agar penelitian bisa terfokus dan terarah, serta dapat dikaji secara

mendalam, maka penelitian hanya terbatas pada hal-hal berikut:

1.

Pendekatan normatif dan konseptual, yakni menelaah prinsip mashlahah
‘ammah berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an yang relevan serta penafsiran
ulama klasik dan kontemporer, tanpa membahas secara teknis aspek
ekonomi mikro atau statistik pasar secara mendalam.

Fokus utama terletak pada kebijakan intervensi pemerintah terhadap harga
pasar, seperti contoh bentuk intervensi ekonomi lainnya, seperti subsidi,
pajak, distribusi barang, ekspor impor, dan kebijakan moneter lainnya,
intervensi pemerintah terhadap harga yang dimaksud adalah tas 7r, yakni
penetapan dan pengendalian harga terhadap komoditas yang menyangkut
hajat dan kehidupan orang banyak.

Konteks intervensi harga yang dikaji dalam kerangka modern dengan
melakukan studi perbandingan pada negara-negara yang mayoritas
berpenduduk Muslim seperti Indonesia, Arab Saudi, Turky, dengan
negara-negara yang dipandang maju oleh dunia seperti Amerika Serikat,
Cina, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip universal mashlahah
‘ammah/ public good.

Mashlahah yang dibahas difokuskan pada jenis mashlahah ‘ammah
(publik), tetapi mashlahah ‘dmmah tidak akan terwujud tanpa adanya
mashlahah khashshah, sehingga konseptualisasi mashlahah khdshshah
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D.

tetap dibahas dengan pembahasan yang tidak bertentangan dengan dalil
qath ‘T dalam syariat.

Teks al-Qur’an yang dianalisis terbatas pada ayat-ayat yang relevan
dengan nilai-nilai keadilan ekonomi, larangan penimbunan, kezhaliman
dalam transaksi perdagangan, dan perlindungan kepentingan umum,
bukan seluruh ayat-ayat ekonomi atau transaksi mu ‘dmalah secara
menyeluruh.

Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan masalah di atas,

maka rumusan masalah utama dalam disertasi ini adalah: bagaimana
mashlahah ‘ammah dalam intervensi pemerintah terhadap harga pasar
berdasarkan al-Qur’an dan kebijakan umum? Adapun rumusan masalah utama
tersebut dapat diperinci ke dalam rumusan masalah minor sebagai berikut:

1.

2.

3.

E.

Bagaimana diskursus tentang mashlahah ‘Gmmah dalam kebijakan umum
dan intervensi harga?

Bagaimana realisasi intervensi harga pasar dalam kebijakan publik
sehingga menghasilkan mashlahah ‘aGmmah?

Bagaimana telaah al-Qur’an dan Hadis tentang keadilan dalam pasar, dan
realisasinya dalam ekonomi kontemporer?

Bagaimana model atau pendekatan integratif yang dapat dibangun antara
teks normatif al-Qur’an dengan prinsip mashlahah ‘ammah dalam
intervensi harga (tas ir)?

Tujuan Penelitian
Secara keseluruhan tujuan penelitian dalam disertasi adalah untuk

menganalisis bagaimana mashlahah ‘ammah dalam intervensi pemerintah
terhadap harga pasar berdasarkan al-Qur’an dan kebijakan umum, dan dapat
diperinci sebagai berikut:

1.

2.

Menjelaskan bagaimana diskursus tentang mashlahah ‘dmmah dalam
kebijakan umum dan intervensi harga.

Menguraikan bagaimana realisasi intervensi harga pasar dalam kebijakan
publik sehingga menghasilkan mashlahah ‘dmmah dalam konteks klasik
maupun modern.

Menganalisis legitimasi telaah al-Qur’an dan Hadis tentang keadilan
dalam pasar dan realisasinya dalam ekonomi kontemporer.

Menganalisis bagaimana model atau pendekatan integratif yang dapat
dibangun antara teks normatif al-Qur’an dengan prinsip mashlahah
‘ammah dalam intervensi harga (tas r).
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F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan
keilmuan dalam tafsir tematik (maudhi 7) dan fikih kebijakan publik,
khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai al-Qur’an dengan
praktik intervensi harga oleh pemerintah.

b. Memperkaya kajian magdshid al-syari‘ah dengan pendekatan
kebijakan kontemporer, khususnya dalam menjelaskan konsep
mashlahah ‘Gmmah yang dapat dioperasionalisasikan dalam konteks
intervensi harga.

c. Menghadirkan pendekatan baru dalam hermeneutika al-Qur’an
dengan menempatkan ayat-ayat terkait keadilan dalam transaksi
mu ‘dmalah dalam konteks regulasi negara modern.

d. Memberikan fondasi normatif dan filosofis bagi integrasi nilai-nilai
al-Qur’an dan prinsip tata kelola ekonomi modern berbasis keadilan,
menolak kerusakan, dan menjaga kemaslahatan.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi rujukan bagi pemerintah dan pembuat regulasi dalam
merumuskan kebijakan intervensi harga, yang sejalan dengan prinsip
keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok yang
rentan.

b. Memberikan kerangka konseptual berbasis al-Qur’an dan hukum
Islam bagi institusi ekonomi syariah, organisasi keagamaan, serta
pemangku kebijakan di bidang pangan, energi, dan kebutuhan pokok.

c. Mendorong terciptanya model regulasi penetapan harga pasar yang
adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya terfokus pada sisi ekonomi
teknis, namun juga berdasarkan nilai noral dan etika dalam Islam.

d. Menjadi bahan pertimbangan dalam bidang studi Islam
interdisipliner, terutama dalam bidang tafsir al-Qur’an, ekonomi
Islam, dan kebijakan publik.

G. Kerangka Teori
Teori Mashlahah dalam Hukum Islam
a. Konsep Mashlahah dalam Hukum Islam

Mashlahah secara etimologi adalah bentuk kata tunggal dari al-
mashdlih, yang menpunyai arti sama dengan kata shalah, yang
mempunyai arti mendatangkan kebaikan, terdapat istilah lain yaitu al-
istishlah yang mempunyai arti mencari kebaikan. '® Sering sekali kata
Mashlahah dengan kata istislah disertai dengan kata al-munshib yang

—

18 Salma Salma, “Mashlahah dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam Jurnal Ilmiah Al-
Syir’ah, Vol. 10 No. 2 Tahun 2016, hal. 23.
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mempunyai arti, sesuatu yang cocok, tepat guna, dan sesuai. Dari beberapa
pengertian dan persamaan terkait mashlahah, yaitu segala sesuatu yang
mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, serta menolak kemadharatan
atau mafsadah. Takaran mashlahah tidak relatif subjektif yang dibatasi
pada ruang dan waktu, tetapi harus sesuai dengan petunjuk syard°,
mashlahah juga tidak hanya tentang rasa enak atau tidak enak secara
jasmani, melainkan juga dalam artian kebaikan mental maupun spiritual.'’

Al-Syathibi menyatakan bahwa, tidak ada satupun hukum Allah
yang tidak punya tujuan, semua hukum yang ditentukan secara syara
mempunyai tujuan mashlahah yang mendatangkan kebaikan.?° Menurut
al-Syathibi, terdapat tiga jenis kebutuhan yang mendasari terciptanya
tujuan syariah yang mendatangkan kemaslahatan, yaitu dhariariyyat
(kebutuhan primer), hdjiyyat (kebutuhan sekunder), tahsiniyydt
(kebutuhan tersier).

Pertama, dhaririyyat (kebutuhan primer), yaitu sesuatu yang harus
dipenuhi eksistensinya, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka
rusaklah kehidupan seseorang, dharuriyyat disini terdapat lima perkara
yang disebut juga sebagai dhariiriyydtul khamsah (darurat lima), yaitu al-
muhdfazhah ‘ald al-din (menjaga agama), al-muhdfazhah ‘ald al-mal
(menjaga harta), al-muhdfazhah ‘ald al-nas! (menjaga keluarga), al-
muhdfazhah ‘ald al-‘aql (menjaga akal), dan al-muhdfazhah ‘ald al-nafs
(menjaga jiwa).?!

Kedua, hdgjiyyat (kebutuhan sekunder), merupakan kebutuhan
prioritas kedua yang apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan
kesulitan bagi seseorang, kebutuhan ini tidak bersifat dhariri namun
apabila dipenuhi, akan menghilangkan kesulitan dalam diri seseorang.
Sebagai contoh dua orang perempuan sama-sama penyuka mangga, satu
perempuan sudah lama tidak makan mangga dan ingin sekali makan
mangga tersebut, pemenuhan terhadap mangga bagi perempuan tersebut
termasuk kebutuhan Adjiyydt. Satu perempuan lain sedang mengandung
dan ingin sekali makan mangga, apabila keinginannya itu tidak terpenuhi,
maka akan kecewa dan mengganggu kesehatan diri dan janinnya, bahkan
mengancam nyawanya, pemenuhan kebutuhan terhadap makan mangga

19 Sahibul Ardi, “Konsep Mashlahah dalam Perspektif Ushuliyyin,” dalam Jurnal An-
Nahdhah, Vol. 10 No. 20 Tahun 2017, hal. 233-258.

20 Kara Muslimin, “Pemikiran Al-Syathibi Tentang Mashlahah dan Implementasinya
dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” dalam Jurnal Assets, Vol. 2 No. 2 Tahun 2012, hal.
173-184.

2 Muslimin, “Pemikiran Al- Syathibi Tentang Mashlahah dan Implementasinya dalam
Pengembangan Ekonomi Syariah.” hal. 32.
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untuk perempuan ini merupakan dharari. Jadi dhaririyydt ataupun
hdjiyyat tergantung kondisi dari masing-masing seseorang.??

Ketiga, tahsiniyydt (kebutuhan tersier), merupakan kebutuhan
prioritas ketiga yang apabila tidak dipenuhi maka tidak akan menimbulkan
kerusakan (dharuri) taupun kesulitan (hdjiyyadr), kebutuhan ini biasanya
dipenuhi karena gengsi, dipenuhi tidak hanya karena prestasi, namun
prestise, seperti contoh handphone merupakan kebutuhan Adjiyyat bagi
seseorang yang sibuk akan pekerjaan maupun pendidikannya untuk
kepentingan interaksi sosial, namun pemenuhan handphone yang trendy,
mahal dan bermerek merupakan salah satu bentuk kebutuhan
tahsiniyyat.?

Sedangkan berdasarkan validitasnya dalam syariah terdapat tiga
jenis mashlahah, yaitu mashlahah mu’tabarah, mashlahah mursalah, dan
mashlahah mulghah. Mashlahah mu’tabarah yaita mashlahah yang
diakui secara eksplisit oleh syariah karena terdapat dalam dalil-dalil baik
secara langsung (shdrih) maupun secara tidak langsung (mafhum) yang
terdapat dalam al-Qur’an, al-Hadis, [jma‘ maupun Qiyas, sebagai contoh:
larangan mencuri dengan alasan untuk menjaga harta seseorang.’*
Menurut al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat bahwa mashlahah itu
dapat diwujudkan, karena hukum itu datang untuk mewujudkan
mashlahah dan menolah mafsadah.

Menurut Ghazali, mashlahah mu’tabarah merupakan mashlahah
yang sesuai dengan syard ‘ dan sejalan dengan magdshid al-syari ‘ah, jika
tidak sesuai maka tertolak, mashlahah mu tabarah merupakan magqashid
al-syari‘ah dalam menjaga 5 aspek maqdshid, yaitu: din, mal, nafs, ‘aql,
dan nasl. Sedangkan mashlahah mursalah yaita mashlahah yang tidak di
atur secara spesifik di dalam al-Qur’an maupun Hadis, tetapi tidak
bertentangan dengannya, mashlahah ini diperdebatkan oleh para Ulama,
seperti contoh: adanya lampu merah lalu lintas untuk ketertiban
pengendara, catatan pernikahan di kantor sipil, pencatatan identitas
kependudukan, dan lain sebagainya.

Al-Malik adalah Madzhab yang menggunakan dalil mashlahah
mursalah dan dapat dipahami sebagai berikut: Pertama, tidak boleh
menegaskan dalil lain yang bertentangan dengan dalil gath i maqdshid al-
syari‘ah. Kedua, harus memiliki sifat dan pemikiran rasional dan dapat
diterima. Ketiga, dalil mashlahah hanya digunakan untuk menghilangkan

2 Khodijah, “Magdshid al-Syari‘ah dan Mashlahah dalam Ekonomi dan Bisnis
Syariah,” dalam Jurnal limiah lImu Ekonomi Kita, Tahun 2014, hal. 659-673.

2 Muslimin, “Pemikiran Al-Syathibi Tentang Mashlahah dan Implementasinya dalam
Pengembangan Ekonomi Syariah.” hal. 78.

24 Al-Ghazali and Abu Hamid, “Al-Mustashfd min ‘Ilm al-Ushil,” in Vol 2, Madinah:
Universitas Islam Madinah, 1991, hal. 189.
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kesulitan yang mesti terjadi (raf‘u al-khardj al-lazim). Dan mashlahah
mulghah adalah mashlahah yang bertentangan dengan prinsip dan nash-
nash yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis, seperti contoh: bunga bank
atau ribd yang mungkin saja secara rasional bermanfaat bagi sebagian
orang, dapat menumbuhkan perekonomian suatu negara, tetapi
diharamkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena
merugikan pihak lain.

Kemaslahatan merupakan magqdshid al-syari‘ah yang mempunyai
tujuan mewujudkan manfaat dan mencegah madharrat. Dalam ushil al-
figh mashlahah merupakan dasar rasional dalam proses istinbdth hukum
(penggalian hukum), khususnya dalam isu-isu yang tidak ditemukan
secara eksplisit dalam nash (al-Qur’an dan Hadis).?® Selain itu mashlahah
juga menempati posisi yang penting ketika hukum lama yang perlu dikaji
ulang karena perubahan konteks zaman, dan untuk menjawab isu-isu
kontemporer yang belum dikenal di masa klasik. Mashlahah digunakan
sebagai dalil atau metode untuk menentukan hukum terutama dalam
bentuk: Mashlahah mursalah, sadd al-dhard’i ‘, istihsan dan istislah. al-
Ghazali dan al-Syathibi menekankan bahwa seluruh hukum Islam
bermuara pada mashlahah, dan al-Shathibi dalam kitab al-Muwafaqgat
mengatakan bahwa “Tujuan syariat tidak lain kecuali untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat”.*® Banyak kebijakan
hukum di negara-negara Muslim, mengambil dasar mashlahah untuk
keperluan pajak, vaksinasi, pengaturan lalu lintas, larangan merokok
sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena mashlahah berperan
sebagai jembatan antara teks normatif al-Qur’an dan realitas kehidupan
yang terus berubah yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan
aplikatif.

Relevansi mashlahah dalam tata kelola ekonomi dan sosial yaitu
mashlahah harus mempunyai sifat keadilan dalam distribusi sumber daya
dan kekayaan, dan ini merupakan tanggung jawab negara untuk mencegah
akumulasi kekayaan pada kelompok elit tertentu. Oleh karena itu adanya
kebijakan negara berupa subsidi, zakat, larangan penimbunan dan
intervensi harga merupakan manifestasi prinsip dalam menciptakan
kemaslahatan.”” Intervensi pemerintah dalam praktik penimbunan,
spekulasi, monopoli, gharar, dilakukan untuk menciptakan mashlahah
ammah, sebagai bentuk tanggung jawab syar 7. Islam sangat mengakui

25 Yasin Dutton, The Origins of Islamic Law, London: Routledge, 1999, hal. 549.

26 Al-Shathibi and Aba Ishaq, Al-Muwdfaqat Fi Ushiil Al-Syari‘Ah, Beirut: Dar al-
Ma‘rifah, 2005, hal. 379-380.

27 Asyraf Wajdi Dusuki and Bouheraoua, The Framework of Magasid Al-Syari’ah and
Its Implications for Islamic Finance: Islamic Finance: Principles and Practice, ISRA, 2011,
hal. 430.
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hak individu, namun mashlahah menekankan bahwa kebebasan ekonomi
harus dibatasi jika membahayakan masyarakat luas karena Islam
mempunyai prinsip “la dharar wa la dhirdar”. Mashlahah juga menuntut
agar kebijakan publik tidak diskriminatif dan bersifat inklusif terhadap
seluruh lapisan masyarakat demi menjaga kemaslahatan umum.
Mashlahah juga menjadi landasan dalam menetapkan kebijakan sosial,
seperti jaminan sosial, wakaf produktif, dan bantuan sosial lainnya yang
bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera.
Teori mashlahah menjembatani antara teks normatif (nash) dengan realita
dinamis masyarakat, dalam kebijakan publik modern, mashlahah sejalan
dengan prinsip public interest, social justice, dan welfare state.”®

b. Mashlahah Ammah (Kepentingan Umum)

Mashlahah merupakan lawan kata dari mafsadah yang berati
kejelekan, keburukan atau kerusakan osalis;39.2 Mashlahah ‘Gmmah
(kepentingan umum) yang merupakan kebaikan secara umum, dalam hal
ini kebaikan yang terjadi oleh seseorang tidak mengganggu atau
mengurangi kebaikan orang lain. Secara terminologi terdapat beberapa
pendapat Ulama tentang kemaslahatan, menurut al-Ghazali (Madzhab
Syafi‘1) dikatakan mashlahah bila bisa mengambil kebaikan dari suatu
perkara dan meninggalkan keburukan dalam rangka untuk memerihara
tujuaan syariat, terdapat 5 bentuk perkara yang harus dipelihara dan
diambil kebaikannya untuk tujuan syard‘ yaitu memelihara akal, jiwa,
agama, keturunan dan harta.

Jalaluddin Abdur Rahman mendefinisan mashlahah sebagai segala
sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, baik manfaat itu untuk
mendatangkan kemanfaatan yang lain maupun untuk menghilangkan
suatu keburukan, kesusahan atau kesulitan untuk suatu tujuan syariat dan
tetap berbagi kebaikan sesuai dengan kemampuan yang tidak hanya
berorientasi pada nafsu dunia belaka. Sedangkan pendapat paling simpel
namun tetap dalam maknanya yaitu menurut al-Khawarizmi menjelaskan
bahwa mashlahah  yaitu memelihara tujuan syariat dengan cara
menghindarkan sesuatu yang mendatangkan kemafsadatan bagi manusia.

Mashlahah ‘dmmah dalam konsep ekonomi modern disebut sebagai
public interest atau public welfare yaitu kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan yang menjadi tujuan utama ekonomi pemerintah.
Kesejahteraan ini mencakup upaya memastikan bahwa kebutuhan dasar
warga masyarakat terpenuhi, ketimpangan ekonomi berkurang, kesehatan
dan pendidikan adalah prioritas, dan kualitas hidup meningkat terutama

28 Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge:
Islamic Texts Society, 2003, hal. 653-655.

29 Marzuki, “Penerapan Mashlahah dalam Penetapan Harga Penjualan pada Minimarket
di Kabupaten Bone.” Dalam Tesis, hal. 92-101.
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bagi kelompok-kelompok yang rentan dan berpenghasilan rendah.
Mashlahah ‘ammah (public interest) yang melibatkan intervensi
pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif,
bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu saja. Public
interest menjadi dasar legitimasi bagi intervensi pemerintah dalam pasar
yaitu meliputi: regulasi harga, redistribusi pendapatan’’, perlindungan
lingkungan, pengawasan monopoli, dan menyediakan barang-barang
kebutuhan publik.

Mashlahah ~ ‘dmmah  (kemaslahatan = umum)  merupakan
kemaslahatan bagi pelaku transaksi jual beli, yaitu: konsumen/ pembeli,
produsen/ penjual dan juga pemerintah. Kemaslahatan merupakan segala
kegiatan yang mengandung manfaat dan berkah yang diformulasikan:*!

M=F+B
Keterangan:
M = Mashlahah
F = Manfaat
B = Berkah

Manfaat bisa dirasakan bagi setiap orang termasuk pembeli, penjual
dan juga pemerintah. Manfaat bagi konsumen/ pembeli bersifat subjektif
dan bisa dirasakan bagi setiap orang, karena manfaat bersifat nyata, seperti
manfaat ketika merasakan kenyang setelah makan, maka kegiatan makan
bagi orang tersebut memberi manfaat berupa “kenyang”. Berbeda dengan
seorang penjual, manfaat bagi seorang penjual adalah untung, keuntungan
merupakan salah satu tujuan utama dalam berdagang. Jika seorang
mengalami kerugian, maka pedagang tersebut tidak mendapatkan manfaat
dari dagangannya, tapi jika mendapatkan “keuntungan”, maka manfaat
dari kegiatan berdagangnya sangat jelas terlihat. Manfaat bagi pemerintah
juga merupakan hal-hal yang terlihat sangat jelas dalam mematuhi
peraturan, misi dan juga tujuan.’”> Pemerintah merupakan seseorang yang
ditunjuk untuk membantu negara dalam mewujudkan kesejahteraan,
ketentraman dan juga keadilan, jika hal-hal itu tidak terealisasi maka tidak

30 Bentuk dari redistribusi pendapatan bisa melalui pajak progresif dan program
bantuan sosial, negara mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok
miskin demi keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Barr Nicholas, The Economics of the
Welfare State, Oxford University Press, 2012, hal 389-392.

31 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Ekonomi Islam (P3EI) and Bank Indonesia, Ekonomi Islam, 8th ed, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2019, hal. 26.

32 Khodijah, “Magéshid al-Syari‘ah dan Mashlahah dalam Ekonomi dan Bisnis
Syariah.” hal. 30-33.
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adanya manfaat bagi kegiatan atau hal-hal yang dilakukan oleh
pemerintah. Mashlahah ‘Gmmah dapat diilustrasikan sebagai berikut:*?

y y
Mashlahah Khashshah Mashlahah Khdashshah Mashlahah Khashshah
Konsumen/ Pembeli Produsen/ Penjual Pemerintah

Bagan 1.1: Mashlahah ‘Ammah Bagi Tiga Pelaku Pasar

Mashlahah terjadi jika pembeli, penjual dan juga pemerintah
mendapatkan manfaat dari kegiatan jual beli yang harga barang-barangnya
ditetapkan oleh pemerintah, tidak hanya mendapatkan manfaat dari
kegiatanya, namun juga mendapatkan keberkahan dari transaksi jual
belinya. Berkah merupakan hal yang abstrak, tidak semua orang percaya
akan keberkahan karena tidak terlihat dan terasa secara nyata. Seperti
halnya “Manfaat”, keberkahan bagi penjual, pembeli dan pemerintah itu
berbeda, keberkahan bagi pembeli/ konsumen itu ketika mengkonsumsi
barang, seseorang itu mempunyai tujuan kebaikan, sedangkan keberkahan
untuk produsen/ penjual ketika menyisihkan sebagian hartanya untuk
ditasharufkan berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf), untuk
keberkahan pemerintah itu terletak pada ketentraman, kebaikan warga
negaranya, moralitas terjaga dan keimanan meningkat.

Dalam buku karangan Jasser Auda, yaitu Maqashid al-Syari‘ah yang
bertujuan memaksimalkan mashlahah dan meminimalkan mafsadah
mempunyai kritik-kritik terhadap magdshid klasik, diantaranya yaitu: 1)
Dalam magdshid al-syari‘ah secara klasik tidak menjelaskan klasifikasi
mashlahah secara variatif sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam
mengklasifikasikan jenis magdshid al-syari‘ah. Untuk menghindari hal
tersebut Jasser Auda mengklasifikasikan magqdshid menjadi 3 macam,
yaitu mashlahah ‘dmmah (umum), mashlahah khashshah (khusus) dan
parsial magdshid ‘ammah yang terletak mencakup semua komponen
agama bersifat universal seperti kebebasan, keadilan, persamaan, dan
kenyamanan.>* Mashlahah khdshshah mempunyai karakteristik yang

33 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, Ekonomi
Islam. hal 12-13.

34 Achmad Baihaqi, “KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 dalam
Praktek Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong dalam Perspektif
Mashlahah,” dalam Jurnal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2
Tahun 2020, hal. 346-363.
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unik, misalnya perlindungan diri dari monopoli dalam Undang-undang
moneter, pemenuhan kebutuhan bayi dalam Undang-undang rumah
tangga. 2) Kritik kedua tentang magdshid klasik yaitu hanya mengarah
pada permasalahan mikro, sedangkan magqdshid kontemporer menarik
permasalahan dalam wilayah makro khususnya untuk kebaikan
masyarakat, bangsa dan umat manusia. 3) Magdshid klasik sumbernya
dari literatur figh, sedangkan magqashid kontemporer diekstrak dari teks
yang datang dari Allah.
2. Teori Intervensi Pasar dalam Figh Mu ‘dmalah

a. Intervensi Harga (7as 'ir) dalam Perspektif Klasik

Penetapan harga oleh penguasa atau pemerintah disebut dengan
istilah sl secara etimologi yang berasal dari fi'il mdadhi-nya s yuc
I yang mempunyai arti “mempersulit”, sedangkan al-tas ‘ir secara
terminologi mempunyai arti: penetapan suatu harga oleh pemerintah yang
bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan jual beli dengan cara tidak
menzhalimi penjual dan tidak mempersulit pembeli.*> dalam Masa’il Figh
Mugarin, bahwa al-tas‘ir merupakan perintah dari penguasa atau
wakilnya kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya
kecuali dengan harga yang telah ditentukan, tidak berkurang maupun
berlebih dari ketetapan dengan tujuan terciptanya kemaslahatan.

Pengertian yang senada terhadap al-tas‘ir al-jabaryy yaitu
penetapan harga oleh pemerintah terhadap pedagang supaya bisa
bekerjasama dengan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kestabilan
harga barang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya tas 7r yaitu:
1) Intervensi harga menyangkut kepentingan penjual dalam hal profit
margin, dan dalam hal purchasing power bagi pembeli. 2) Ketika tidak
adanya intervensi bisa jadi penjual menjual barang dagangannya dengan
harga yang sangat mahal, fas 7r dapat mencegah adanya iktikdar dan juga
al-ghabn al-fahish. 3) Intervensi dapat melindungi kelompok masyarakat
yang lebih luas yaitu penjual dan pembeli. 7as ‘ir merupakan hal yang
lumrah yang terjadi di suatu negara, baik negara yang maju, berkembang,
negara Islam maupun non-Islam yang lebih jelasnya melihat dari beberapa
pendapat Ulama tentang tas 7r.

Ibnu Taymiyyah dalam Kitdb al-Hisbah mengatakan bahwa,
kenaikan harga-harga barang di pasar tidak selalu dikarenakan ulah
manusia, tetapi dikarenakan kondisi alamiah yang dialami di suatu pasar,
sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Dalam Kitab al-Hisbah
fi al-Islam Ibnu Taymiyyah juga mengatakan bahwa “Apabila orang-
orang menjual barang-barang dengan harga yang masih dalam tingkat

35 Nurasiah Ahmad, “Penetapan Harga Oleh Pemerintah dalam Pandangan Fuqaha,”
dalam Jurnal Mau’izhah, Vol. 9 No. 1 Tahun 2019, hal. 165-182.
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kewajaran, sedangkan harga tersebut mengalami kenaikan akibat dari
konsekuensi kelangkaan barang di pasar (qillah al-syay’), maka
sesungguhnya naiknya harga barang tersebut karena Allah”3® Dalam
Kitabnya Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa, penetapan atau regulasi
harga pasar oleh pemerintah terdapat dua jenis yaitu penetapan harga yang
adil dan penetapan harga yang tidak adil (zhdlim).3” Penetapan harga yang
adil oleh pemerintah adalah penetapan harga yang menguntungkan bagi
penjual, namun tidak merasa keberatan atas kenaikan harga bagi si
pembeli.

Mekanisme pasar menurut al-Ghazali hubungan antara harga
dengan jumlah permintaan dan penawaran berbeda dengan hukum positif,
yaitu bukan harga yang mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran
melainkan jumlah permintaan dan panawaran di pasar itu yang
menciptakan suatu harga, selain itu dalam pandangan al-Ghazali transaksi
jual beli mempunyai tujuan terciptanya kesejahteraan dunia dan akhirat
melalui pertumbuhan ekonomi secara riil. Peran negara dan keuangan
publik menurut al-Ghazali bahwa negara mempunyai peranan penting
dalam suatu perekonomian yaitu terciptanya kesejahteraan secara umum
bagi seluruh rakyatnya dengan menerapkan perekonomian yang aman,
jujur, adil untuk menjaga stabilitas ekonomi yang kuat, apabila ada
tindakan-tindakan zhdlim maka akan menciptakan ketidakstabilan dalam
perekonomian.

Dalam gqa ‘idah fighiyyah dikatakan “al-aslu fi al-mu‘dmalat al-
ibdhah”, yaitu hukum asal dari mu ‘dmaldh adalah kebolehan, kecuali jika
ada dalil (rnash) yang melarang atau mengharamkannya. Berdasarkan
prinsip “al-aslu fi al-mu ‘dmalat al-ibahah” dalam konteks harga dalam
jual beli ditentukan secara bebas oleh penjual dan pembeli selama tidak
ada unsur kezhaliman, manipulasi, atau penipuan.®® Dalam hal ini negara
atau pemerintah tidak diperbolehkan dalam mengintervensi harga kecuali
jika ada indikasi bahaya atau mafsadah yang dapat merusak kemaslahatan
umum. Di antaranya bahaya yang dapat merusak kemaslahatan umum
adalah inflasi yang tidak terkendali, praktik monopoli, penimbunan
(ihtikar), dan ketimpangan antara daya beli dan harga barang-barang

36 Junia Farma, “Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu
Taymiyyah,” dalam Jurnal Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 13 No. 2 Tahun 2018, hal.
182-193.

37 Apriliana and Ariyadi, “Kenaikan Harga Ayam pada Masa Covid-19 di Kota
Palangkaraya (Analisis Pemikiran Ibnu Taymiyyah Tentang Regulasi Harga).” hal. 210-220.

38 Jasser Auda, Magdshid al-Syari‘ah as Philosophy of Islamic Law, London: IIIT,
2008, hal. 374.
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kebutuhan pokok. Karena dalam pengecualian tersebut terdapat dasar
qa ‘idah yaitu: “al-dhararu yuzal ”, yaitu kerusakan harus dihilangkan, dan
“tasharruf al-imam manithun bi al-mashlahah”, yang mempunyai arti
tindakan pemerintah harus didasarkan pada kemaslahatan.®

b. Hisbah dan Institusi Pengawasan Pasar

Hisbah berasal dari kata hasaba—yahsibu yang mempunyai arti
“menghitung” atau “memperkirakan”. Hisbah mempunyai tugas amar
ma riif nahi munkar yang dilaksanakan oleh otoritas publik dalam rangka
menjaga kepentingan dan ketertiban umum, mencegah kemungkaran,
serta melindungi hak-hak masyarakat dalam aspek sosial, moral dan
ekonomi.*® Dalam konteks klasik Hisbah adalah lembaga pengawasan
pasar dan perilaku sosial yang dijalankan oleh Mubhtasib, yaitu petugas
negara yang diberi wewenang untuk menjaga norma syariat di ruang
publik. Wilayat al-Hisbah meliputi: mencegah monopoli, iktikdr, dan
manipulasi harga, memberikan hukuman bagi penipu kuantitas dan
kualitas barang, dalam kondisi tertentu Muhtasib dapat melakukan fas 'ir
dengan harga yang masih wajar. Muhtasib juga melindungi hak-hak
konsumen sebagai pembeli seperti transparansinya harga, produk,
kehalalan dan jenis barang, serta menerapkan prinsip keadilan dan
kejujuran dalan bertransaksi.*!

Dalam sistem Islam, negara (dawlah) tidak hanya berperan sebagai
regulator pasif, tapi juga menjamin keaadilan (hdfiz al- ‘adl) dalam seluruh
aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pendistribusian sumber
daya dan juga pengaturan harga, hal ini didasarkan pada prinsip keadilan
sosial (al-‘adadlah al-ijtima ‘iyyah) dan juga kepentingan umum (al-
mashlahah al-‘aGmmah). Dalam literatur figh, fungsi ini disebut sebagai
wewenang pemerintah untuk bertindak atas nama kepentingan umum
(wildyat al-tasharruf bi al-mashlahah), karena segala kebijakan negara
harus menjamin kemaslahatan publik dan tidak hanya tertuju pada
kelompok tertentu.

c. Kebijakan Publik dan Ekonomi Pasar

Intervensi pasar yang dilakukan oleh negara dalam otoritas ekonomi
adalah: penetapan harga (tas’ir/ price control), distribusi barang dan
sumber daya, stabilisasi permintaan dan penawaran serta regulasi

39 Abdul Wahhab Khallaf, Zlmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam, ed. Ma’ruf Asrori,
Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hal. 310-311.

40 Abdel and Hamid El-Affendi, Who Needs an Islamic State?, London: Grey Seal,
1991, hal. 510-511.

41 Mustafa Al-Khin and Et Al, Al-Figh Al- Manhdji, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000,
hal. 390-393.
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perdagangan. Intervensi ini bersifat langsung dan tidak langsung, yang
bersifat langsung seperti penetapan harga, pemberian subsidi dan
pembatas impor/ ekspor, sedangkan yang bersifat tidak langsung seperti
aturan regulasi perdagangan, pajak, dan insentif.

Ekonomi modern (Aliran Neoklasik) pasar dianggap mampu
menyeimbangkan dirinya sendiri melalui mekanisme permintaan dan
penawaran dan pemerintah sangat minim intervensi (laissez-faire) dan
kegagalan pasar (market failure) adalah justifikasi dari intervensi.
Sedangkan aliran Keynesian berpendapat bahwa, pemerintah harus aktif
mengintervensi pasar ketika terjadi krisis permintaan, pengangguran
masal, inflasi dan deflasi yang sangat ekstreem. Hal tersebut dilakukan
karena negara mempunyai tujuan redistribusi kekayaan, perlindungan
konsumen dan UMKM, stabilisasi harga dan inflasi, pencegahan
monopoli dan kartel, serta ketersediaan barang-barang kebutuhan
publik.*?

Ekonomi pasar dalam sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa
ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran tanpa
adanya intervensi pemerintah secara signifikan disebut sebagai pasar
bebas (free market). Ini berbeda sekali dengan pasar terkendali (controlled
market), di mana pemerintah ikut aktif menetapkan harga, mengatur
distribusi, dan mengintervensi kegiatan ekonomi demi tujuan tertentu
yaitu keadilan sosial, stabilitas dan ketersediaan barang-barang kebutuhan
pokok. Sedangkan Islam sangat mengakui pasar bebas selama tidak
adanya transaksi-transaksi yang melanggar syard’, ketimpangan akses,
dan juga kenaikan harga sehingga membebani konsumen, terutama untuk
barang-barang kebutuhan pokok.*’

3. Al- Qur’an sebagai Sumber Normatif Intervensi Harga
a. Al-Qur’an dan Mashlahah

Mashlahah yang diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan
manfaat dan menolak kerusakan, diartikan juga dalam ekonomi
kontemporer sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan
keberkahan. Sumber normatif al-Qur’an terkait mashlahah terdapat dalam
1) Sarah al-Baqarah Ayat 143 tentang ummatan wasathan, 2) Strah al-
Baqarah Ayat 205 menolak mafsadah (kerusakan) yang merupakan
prinsip mashlahah, 3) Strah al-Hashr Ayat 7 tentang distribusi kekayaan
yang adil, yaitu intervensi harga menjadi sah untuk mencegah

42 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Role of the State in the Islamic Economic System,
Leicester: The Islamic Foundation, 1980, hal. 421-422.

4 Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, Economics, McGraw: Hill Education,
2010, hal. 490-492.
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ketimpangan distribusi , 4) Strah al-Nisd’ Ayat 58 tentang keadilan (‘adl)
menjadi dasar normatif semua kebijakan publik termasuk dalam
penetapan harga, dan 5) Sarah al-A‘raf Ayat 85 tentang menegakkan
keadilan dalam takaran dan timbangan. Dalam hal ini pendekatan yang
dipakai adalah pendekatan tafsir tematik (mawdhii 7) terhadap nilai-nilai
mashlahah.
b. Nilai-Nilai Etika Ekonomi Qur’ani

Pasar yang berjalan atas hukum yang berlaku antara supply dan
demand dan tidak akan adanya intervensi jika nilai-nilai etika ekonomi
Qur’ani diterapkan dalam sebuah pasar. Sumber normatif yang yang
berkaitan dengan etika Qur’ani dalam pasar yaitu: 1) Strah al-Muthaffifin
(83) Ayat 1-3 tentang larangan penimbunan (ihtikdr), 2) Strah al-Rahmah
(55) Ayat 7-9 tentang keadilan dalam timbangan, dan Strah al-Baqarah
Ayat 177 tentang prinsip tanggung jawab sosial penguasa dan
kepemimpinan. Mashlahah dan etika ekonomi Qur’ani juga dijelaskan
oleh Ibn Taymiyyah dalam Kitab Majm‘ al-Fatawa, 28/78 yang artinya:
“Apabila harga meningkat bukan karena sebab alami, melainkan karena
kezhaliman atau penimbunan, maka pemerintah boleh menetapkan harga
demi keadilan”. Hal ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk
menjaga mashlahah ammah (kepentingan umum), karena al-Qur’an
sebagai sumber normatif untuk menjaga prinsip keadilan (‘adl),
kemudahan (7ifq), kasih sayang sosial (rahmah) dan tanggung jawab
(amdnah).**

4. Integrasi Teoritis: Mashlahah Ammah dalam Kebijakan Publik

a. Integrasi Mashlahah ‘Ammah dalam Al-Qur’an dan Tas ‘ir

Sebagai manifestasi dari prinsip keadilan (al-‘adl), perlindungan
dari kerugian (daf" al-mafasid), dan pemenuhan kebutuhan dasar (jalb al-
mashalih) dalam konteks ekonomi Islam, fas '7r menjadi isu penting dalam
menjaga keadilan sosial dalam menjaga keseimbangan pasar, yang
digunakan untuk menggabungkan antara teks normatif al-Qur’an dengan
praktik kebijakan ekonomi kontemporer semata-mata untuk menciptakan
mashlahah dmmah. Mashlahah ‘Gmmah sebagai jembatan hermeneutik
antara teks al-Qur’an dan realitas sosial yang terus berkembang, termasuk
intervensi pemerintah terhadap harga pasar (tas’ir).*> Meskipun secara
eksplisit tidak ada dalam teks al-Qur’an tentang perintah atau larangan
tas’ir, namun ayat-ayat al-Qur’dn yang menekankan pada prinsip
keadilan, penghapusan kezhaliman dan perlindungan kepada masyarakat
terdapat dalam al-Qur’an Strah al-Hadid (57) Ayat 25, Strah al-Bagarah
(2) Ayat 279, dan al-Muthaffifin (83) Ayat 1-3. Ayat-ayat tersebut

4 Jasser Auda, Magqdshid al-Syari ‘ah as Philosophy of Islamic Law, hal. 390-392.
4 Wael B Hallaq, 4 History of Islamic Legal Theories, Cambridge: Cambridge
University Press, 1997, hal. 280-283.
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menunjukkan prinsip keadilan dan larangan terhadap penipuan serta
larangan dalam pengambilan keuntungan yang berlebih, sehingga menjadi
dasar pijakan dalam kebijakan intervensi pasar jika terdapat harga yang
eksploitatif.

Dalam situasi di mana fluktuasi harga membahayakan stabilitas
ekonomi dan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau, tas’ir menjadi
solusi yang diperlukan sehingga menciptakan mashlahah dmmah yang
merupakan aktualisasi magqdshid al-syari‘ah khususnya hifzh mal
(perlindungan harta) dan hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), terutama
kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tidak wajar dapat
mengancam kelangsungan hidup masyarakat miskin. Mashlahah ammah
terbukti berfungsi sebagai prinsip penghubung teks al-Qur’an yang
bersifat umum menjadi dasar untuk kebijakan tas ir, hal ini menunjukkan
fleksibilitas hukum Islam dalam merespon kebutuhan zaman dengan tetap
berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariat, yaitu keadilan,
perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.*

b. Penggunaan Teori Mashlahah Sebagai Alat Ukur Kebijakan Publik

Penggunaan mashlahah sebagai alat ukur kebijakan publik yang
berupa intervensi harga oleh pemerintah dapat mendatangkan mashlahah
dmmah dan menghindari mafsadah yang sesuai dengan prinsip magqdashid
al-syari ‘ah yaitu berupa hifzh din, hifzh nafs, hifzh nasl, hifzh ‘aql, dan
hifzh mal. Karena kelima magqashid al-syari ‘ah ini merupakan kebutuhan
primer (dharuriyydt) umat manusia untuk menuju kehidupan yang hakiki
(faldh).r’

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari Disertasi dan
beberapa artikel yang terpublish dalam jurnal yang bereputasi untuk
menunjukkan perbedaan, persamaan serta relevansinya dengan disertasi ini
adalah sebagai berikut:
1. Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Buku

Karya Ibn Taymiyyah yang berjudul “Al-Siyasah Al-Syar‘iyyah i Ishlah
Al-Réa‘1 wa Al-Ra‘iyyah” yang membahas kebijakan syariah (politik Islam)
dan bagaimana penguasa harus berlaku adil dan mengusahakan kemaslahatan
rakyat.*® Intervensi pasar dan harga bisa ditelusuri dari konsep “politik
syariah” dan Hisbah dalam karya ini. Buku ini merupakan risalah Ibn
Taymiyyah yang membicarakan fungsi pemerintahan Islam, etika dan
tanggung jawab, baik dari pihak penguasa (ra 7 = pemimpin/ pemerintah)

46 Al-Syathibi and Ishaq, 4I-Muwdfaqdt Fi Ushiil Al-Syari ‘ah. hal. 290.

47 M. Amin Suma, Ushul Figh, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 97-99.

“ Ibn Taymiyyah. Al-Siydsah Al-Syar‘iyyah Fi Ishldh AI-RG‘T Wa Al-Ra ‘lyyah.
Damaskus: Ministry of Islamic Affairs, 1418 H., hal. 136
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maupun rakyat (ra yyah). Ibn Taymiyyah menyebut bahwa pemimpin perlu
memiliki dua syarat utama: al-quwwah (kekuatan) dan al-amdnah (kejujuran).
Kekuatan agar mampu menegakkan hukum dan menjaga keamanan, dan
kejujuran agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Negara wajib melakukan
regulasi agar masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan
menegakkan hukum publik, menagakkan norma sosial dan moral, dan
mengatasi deviasi syariah. Intervensi pemerintah dibenarkan jika untuk
memelihara kemaslahatan rakyat dan mencegah kemudharatan.

Buku karya Ali Salman yang berjudul “Islam and Economics: A Primer
on Markets, Morality” mengulas tentang perekonomian Islam, moralitas dan
keadilan di pasar yang sangat relevan untuk memahami dasar teoritis intervensi
pasar dalam perspektif Qur’ani.*’ Penulis menekankan bahwa sistem ekonomi
Islam tidak hanya tentang pertumbuhan dan efisiensi, tapi juga moralitas,
keadilan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti kepemilikan
(ownership), penciptaan kekayaan (wealth creation), dan sirkulasi kekayaan
(wealth circulation) dibahas sebagai landasan moral yang harus mendasari
sistem ekonomi. Buku ini membahas keseimbangan antara kebebasan harga
dan perdagangan pasar, serta kebutuhan untuk regulasi jika pasar tidak
menghasilkan keadilan, misalnya ketika ada ketidakadilan akibat monopoli,
manipulasi harga, atau kegagalan pasar yang merugikan masyarakat.

Buku yang berjudul “The Principles of State and Government in Islam”
karya Muhammad Asad, membahas tentang prinsip kenegaraan dalam Islam,
termasuk bagaimana pemerintahan seharusnya bertindak dengan adil dan
melayani masyarakat dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum.*® Buku ini
juga menjelaskan tentang kebutuhan akan prinsip politik dan pemerintah yang
bersumber pada Islam, bukan hanya sebagai bentuk ritual keagamaan tetapi
sebagai struktur moral dan sosial. la mempertanyakan bagaimana negara Islam
bisa diformulasikan dalam masa modern. Penulis buku juga bersifat realistis,
dia mengakui tantangan zaman modern, seperti kebutuhan Kkonstitusi,
pluralisme, serta kebutuhan untuk menyesuaikan struktur pemerintahan Islam
dengan konteks kontemporer. Namun penulis juga menekankan bahwa prinsip
dasar yang tidak boleh dilanggar, yaitu supremasi hukum Tuhan, norma etika
moral, keadilan dalam musyawarah.

Buku karya Ahmad ibn ‘Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, yang diterjemah
oleh Muhtar Holland yang berjudul “Public Duties in Islam: The Institution of
the Hisba” ini merupakan buku klasik tentang institusi Hisbah, yaitu
pengawasan pasar, etika pasar dan peranan otoritas publik dalam melindungi

4 Ali Salman. Islam and Economics: A Primer on Markets, Morality and Justice.
Lahore: Aks Publications, 2021, hal. 160.

50 Muhammad Asad. The Principles of State and Government in Islam. Barkeley:
University of California Press, 1961, hal. 128.
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kemaslahatan umum.>! Buku ini membahas teori, filosofi, praktek klasikal dari
institusi Hisbah dalam Islam, khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Ibn
Taymiyyah, termasuk bagaimana prinsip “amar ma rif wa nahy munkar”
diimplementasikan dalam pengaturan sosial dan ekonomi. Ibn Taymiyyah
menekankan bahwa institusi Hisbah bukan hanya tanggung jawab individu,
tapi juga tanggung jawab negara atau pemerintah untuk memastikan Muhtasib
dapat bekerja, yaitu menyediakan struktur hukum dan regulatif, memberikan
wewenang legal, menyetujui intervensi pemerintah apabila diperlukan, dan
memastikan Muhtasib tidak disalahgunakan atau terbebani.

M. Nejatullah Siddiqi dalam buku karyanya yang berjudul “The Role of
the State in the Economy: An Islamic Perspective” berbicara tentang peran
negara dalam ekonomi menurut perspektif Islam, serta membahas kapan dan
bagaimana intervensi negara dibenarkan.>? Penulis juga mengkritik keyakinan
bahwa pasar bebas bisa menyelesaikan semua masalah sendirian. Ia
mengajukan bahwa dalam Islam, pasar memiliki peran besar, tapi bukan satu-
satunya mekanisme, dan negara tetap memiliki peran penting ketika terjadi
kegagalan pasar atau kebutuhan moral dan sosial yang tidak terpenuhi oleh
mekanisme pasar. Penulis juga memaparkan bahwa tidak semua fungsi atas
kesejahteraan dan distribusi berada di tangan negara, karena sektor sukarela
seperti charity, wakaf, zakat, serta lembaga kemasyarakatan juga memiliki
peran penting dalam melengkapi intervensi negara, terutama dalam konteks
moralitas dan kepedulian sosial.

Raja M. Almarzoqi, dkk. dalam karyanya yang berjudul “Islamic
Macroeconomics: A Model for Efficient Government, Stability and Full
Employment” membahas tentang model makroekonomi Islam, peran kebijakan
publik, stabilitas dan bagaimana negara sebaiknya menyeimbangkan intervensi
dan kebebasan.’* Penulis mengusulkan bahwa pemerintah seharusnya dibatasi
hanya pada tugas-tugas alami (natural duties), yang meliputi: pertahanan,
keadilan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, regulasi, serta perlindungan
terhadap kelompok rentan. Intervensi yang tidak diperlukan dan dapat
menghambat pasar bebas dapat dicegah. Penulis juga mengulas bagaimana
sektor swasta menjadi penggerak utama roda pertumbuhan ekonomi jika
diperlakukan secara adil dan bebas dari distorsi. Pemerintah harus
menciptakan kerangka institusi yang mendukung perusahaan swasta agar dapat
tumbuh dan menyerap tenaga kerja.

5! Ahmad ibn ‘Abd al-Halim Ibn Taimiyyah. Public Duties in Islam: The Institution of
the Hisba. Leicester: Islamic Foundation, 1982, hal. 192.

52 M. Nejatullah Siddiqi, The Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective.
Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1996, hal. 202.

3 Raja M. Almarzoqi, Walid Mansour, and Noureddine Krichene. Islamic
Macroeconomics: A Model for Efficient Government, Stability and Full Employment.
Routledge: Taylor & Francis Group, 2020, hal. 301.
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M. Umer Chapra dalam karyanya yang berjudul “Islam and the
Economic Challenge” membahas visi Qur’ani tentang tujuan ekonomi,
kesejahteraan dan kebijakan publik sangat berguna untuk landasan magqdashid
atau mashlahah dalam praktik kebijakan harga.>* Penulis juga meninjau sistem
ekonomi kapitalisme, sosialisme, economic liberalism, welfare state, dan
aspek-aspek masalah yang muncul yaitu, ketidakadilan sosial, distribusi
kekayaan yang timpang, eksploitasi, krisis moral, dan kegagalan sistem pasar
murni dalam menjamin kesejahteraan semua orang. Buku menelusuri
bagaimana negara Muslim dapat secara bertahap mengimplementasikan
ekonomi Islam, termasuk melalui reformasi sosial, legislatif, institusional dan
melalui kebijakan publik. Termasuk di dalamnya pengaturan regulasi pasar,
pembatasan unsur ribd, dan memperkuat mekanisme kesejahteraan sosial
seperti zakat atau instrumen redistribusi lainnya.

Muhammad Akram Khan dalam bukunya yang berjudul “An
Introduction to Islamic Economics” menjelaskan secara ringkas konsep-
konsep ekonomi Islam, termasuk prinsip pasar, keadilan, dan peran negara.>
Buku ini bertujuan memperkenalkan pembaca, baik yang awam maupun yang
sudah memiliki latar belakang ekonomi kepada gagasan, prinsip dan praktek
ekonomi Islam. Penulis membandingkan sistem ekonomi kapitalisme,
sosialisme dengan ekonomi Islam, dan menunjukkan mengapa sistem Islam
dipandang memiliki kelebihan dalam hal keadilan, distribusi dan etika sosial.
Buku mencoba mengkaitkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tantangan
ekonomi modern seperti inflasi, distribusi pendapatan, kesejahteraan sosial,
stabilitas moneter, dan bagaimana ekonomi Islam bisa memberikan alternatif
terhadap kelemahan sistem ekonomi barat atau sistem lain.

Buku yang berjudul “Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah
(Upaya Islami Mengatasi Inflasi)” karya Ahmad Mukri Aji, dkk, ini
menjelaskan apa itu inflasi secara umum dan dalam konteks di Negara
Indonesia, serta membedakan jenis-jenisnya seperti inflasi inti vs non-inti,
serta yang disebabkan faktor internal maupun eksternal.’® Buku ini juga
memaparkan bagaimana ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis
menyediakan prinsip-prinsip seperti keadilan ekonomi, larangan riba (bunga),
etika bisnis, pemerataan kekayaan, tanggung jawab sosial, dan peranan negara
untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter.

Buku yang berjudul “Essential Perspectives in Islamic Economics and
Finance” karya Haniza Khalid, dkk, ini membahas definisi dan ruang lingkup

% M. Umer Chapra. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic
Foundation & International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992, hal. 428.

55 Muhammad Akram Khan. An Introduction to Islamic Economics. Islamabad:
International Institute of Islamic Thought (IIIT) & Institute of Policy Studies, 1994, hal. 93.

5% Ahmad Mukri Aji and Syarifah Gustiawati Mukri. Strategi Moneter Berbasis
Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi). Yogyakarta: Depublish, 2000, hal. 210.
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ekonomi dan keuangan Islam, serta membedakannya dengan ekonomi
konvensional.’’ Termasuk konteks historis dan gagasan moral dan etika yang
mendasari sistem Islam seperti keadilan, larangan ribd, dan prinsip berbagi
risiko. Dalam buku ini juga dijelaskan apa tujuan akhir syariah dalam ekonomi
dan keuangan, termasuk kemaslahatan (benefit), keadilan sosial, pemerataan,
dan kesejahteraan umum. Bab ini membantu pembaca memahami kenapa
sistem Islam memandang regulasi pasar atau intervensi pemerintah sebagai
sesuatu yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan kemaslahatan.
2. Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Disertasi

Disertasi yang ditulis oleh Ayman Ibrahim Alshelfan yang berjudul
“Maslaha: A New Approach for Islamic Bonds” yang menganalisis obligasi
syari‘ah dengan pendekatan baru yaitu mashlahah.”® Mashlahah sebagai salah
satu prinsip magqdshid al-syari ‘ah dijadikan indeks pengukuran kemaslahatan
dalam instrumen keuangan obligasi syariah. Penelitian dengan pengambilan
data beberapa obligasi syariah yang ada di Negara Dubai, UEA dan Saudi
Arabia menyebutkan bahwa indikator kemaslahatan dari obligasi atau sukuk
yang mengandung mashlahah adalah sukuk yang yang tidak mengandung ribd,
penipuan, gharar, dan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip
syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor
akan instrumen keuangan syariah yang benar-benar memenuhi standar
kemaslahatan.

Disertasi yang ditulis oleh Aksoy Nuri pada Tahun 2024 yang berjudul
“Market Dinamics in Islamic Economics and Their Effects and Social
Welfare” menganalisis bahwa dinamika pasar dalam Islam tidak hanya tentang
mekanisme ekonomi dan perputaran uang, namun juga memiliki dimensi
moral dan sosial.> Selain berdasarkan hukum permintaan dan penawaran yang
terjadi di pasar, dinamika pasar dalam Islam harus terbebas dari transaksi yang
mengandung iktikar, ribd, najasy dan penipuan lainnya. Selain itu pemerintah
tidak mempunyai peran aktif dalam penentuan sebuah harga, karena
pemerintah hanya berperan sebagai pengawas (Hisbah) untuk menjaga
keadilan dan memastikan tidak adanya kezhaliman di pasar. Dikatakan
indikator pasar dalam keadaan normal jika semua orang atau badan usaha bisa

7 Haniza Khalid, Nizar Barom, and Nasim Shah Shirazi. Essential Perspectives in
Islamic Economics and Finance, Selangor: ITUM and Islamic Research and Training Institute
(IRTT), 2016, hal. 588.

8 Ayman Ibrahim Alshelfan, "Maslaha: A New Approach for Islamic Bonds, M.Fin.
(RMIT)", Disertasi. Victoria University Melbourne, 2014, hal. 1-283.

5 Nuri Aksoy, "Market Dynamics in Islamic Economics and Their Effects on Social
Welfare", Disertasi. Istanbul Sabahattin Zaim University, 2024, hal. 1-146
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bersaing secara sehat dengan menjual barang-barang homogen sehingga harga
yang adil dapat terjadi.

Disertasi yang berjudul “A Perspective on Islamic Legal Methodology
in Terms of Objectives of Law: (A Comparative Analysis With Special
Reference to English Equity and Istihsan)” yang ditulis oleh Mohamed Haniffa
Mohamed Razik pada Tahun 2010.%° Menjelaskan tentang istiksdn sebagai
metodologi hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis beberapa surat
berharga ekuitas. Metodologi istinbdth hukum tidak hanya berdasarkan
sumber nash saja melainkan jua berdasarkan istihsdn, yaitu menggali dalil
qiyds jali (analogi kaku) menuju dalil yang lebih kuat dan mashlahah. Istihsan
sebagai salah satu prinsip dalam magashid al-syari‘ah yang bertujuan untuk
memberikan keadilan dalam transaksi ekuitas yang ada di pasar modal.
Penelitian ini bersifat kualitatif ini merupakan menggali kasus yang tidak
terdapat di dalam nash dengan tetap berpedoman pada magqdshid al-syari‘ah
yang terdapat dalam instrumen investasi dan keuangan.

Disertasi yang berjudul “The Making of Islamic Economics: An
Epistemological Inquiry into Islam’s Moral Economic Teachings, Legal
Discourse, and Islamization Process” yang ditulis oleh Sami Al-Daghistani,
pada Tahun 2017 di Universiteit Leiden.®! Disertasi ini mempunyai relevansi
kajian yang mendalam tentang epistemologi ekonomi Islam dan bagaimana
norma-norma yang diterapkan dalam syariah, termasuk konsep mashlahah dan
landasan tekstual yang membentuk wacana ekonomi yang sangat berguna
untuk teori hubungan al-Qur’an dengan mashlahah dan bagaimana kebijakan
ekonomi itu diambil.

Disertasi yang berjudul “Utility in Classical Islamic Law: the Concept of
Mashlahah in Ushil al-Figh” yang ditulis oleh Thsan Abdul Wajid Bagby
Tahun 2020.%? Dalam disertasi ini dijelaskan bahwa posisi mashlahah dalam
ushil figh, serta hubungan mashlahah dengan dalil-dalil normatif, apakah ia
berdiri sendiri atau hanya pelengkap giyds saja. Aspek Utilitarian terletak pada
apakah mashlahah bisa dipahami sebagai “utility” (kemanfaatan) dalam
kerangka filsafat hukum modern, dan bagaimana bisa dipadankan dengan
prinsip moral atau etika dalam Islam. Jadi disertasi ini tentang peran dan

% Mohamed Haniffa Mohamed Razik, "A Perspective On Islamic Legal Methodology
In Terms of Objectives of Law: (A Comparative Analysis With Special Reference To English
Equity And Istihsan)", Disertasi. University of Wales Lampeter, 2010, hal. 1-279

1 Sami Al-Daghistani, "The Making of Islamic Economics: An Epistemological
Inquiry into Islam’s Moral Economic Teachings, Legal Discourse, and Islamization Process",
Disertasi. Leiden University, 2017, hal. 1-206

62 Thsan Abdul Wajid Bagby, "Utility in Classical Islamic Law: The Concept of
Mashlahah in Ushil Figh", Disertasi. University of Michigan, 2020, hal. 1-193.
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kedudukan konsep mashlahah sebagai dasar pembentukan hukum dalam ushiil
figh Klasik, serta bagaimana ia bisa dipahami sebagai bentuk “utility” atau
kemanfaatan hukum dalam Islam.

Dalam disertasi yang berjudul “Just Money and Interest: Moving Beyond
Islamic Banking By Reframing Discourses” yang ditulis oleh Jibril Latif pada
Tahun 2016.% Disertasi ini sangat cocok untuk menggabungkan ide
mashlahah dalam konteks keuangan dan pasar, karena melalui magadshid.
Penulis menilai apakah praktik ekonomi Islam saat ini benar-benar efektif
dalam menjaga kemaslahatan sosial, bukan hanya kepatuhan formal kepada
hukum. Wacana intervensi pasar muncul secara implisit dalam mengkritik
struktur IBF (Islamic Banking and Finance), serta dorongan alternatif untuk
menyiratkan bahwa intervensi pasar mungkin diperlukan agar pasar keuangan
memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Mashlahah dapat dijadikan tolak
ukur jika praktik keuangan Islam yang sekarang gagal menciptakan “public
interest” atau keadilan, maka mashlahah menghendaki perubahan struktur,
regulasi, atau bahkan model keuangan baru.

Disertasi yang ditulis oleh Harun Kapetanovic pada Tahun 2017 yang
berjudul “Islamic Finance and Economic Development: The Case of Dubai”.®*
Disertasi ini menjelaskan tentang ide mashlahah dalam magdshid al-syari ‘ah
muncul dalam pembahasan tentang keadilan sosial, kesejahteraan, kestabilan
ekonomi, distribusi manfaat dari keuangan Islam. Disertasi menilai sejauh
mana praktik keuangan Islam di Negara Dubai mampu mempromosikan
kemaslahatan publik. Dubai sebagai entitas menyediakan ruang regulasi dan
kebijakan publik yang memungkinkan “Intervensi Positif” seperti
pembangunan infrastruktur, regulasi finansial, promosi produk keuangan
Islam, dan pengaturan institusi untuk memfasilitasi keuangan Islam. Ini bisa
dianggap sebagai bagian dari intervensi pasar atau intervensi kebijakan publik
untuk menjaga kemaslahatan.

Disertasi yang ditulis oleh Tanvir Uddin pada Tahun 2023 yang berjudul
“Islamic Law and Development: Examining the law and practice of Islamic
microfinance”.®> Lokasi penelitian ada di Negara Bangladesh dan Indonesia
sebagai bagian dari praktik lapangan. IMF (International Monetery Fund)
memiliki potensi konstruktif dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi

83 Jibril Latif, "Just Money and Interest: Moving Beyond Islamic Banking by Reframing
Discourses", Disertasi. University of Birmingham, 2016, hal. 1-220.

 Harun Kapetanovic, "Islamic Finance and Economic Development: The Case of
Dubai", Disertasi. King’s College London, 2017, hal. 1-159.

85 Tanvir Uddin, "Islamic Law and Development: Examining the Law and Practice of
Islamic Microfinance", Disertasi. University of Sydney, 2023, hal. 1-310.
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di negara yang mayoritas beragama Muslim melalui pemberdayaan penerima
manfaat, pengurangan kemiskinan, inklusi keuangan. Namun terdapat
hambatan yang nyata tentang regulasi dan hukum, yaitu ketidakjelasan dalam
definisi produk syariah, kepatuhan syariah (sharia compliance) yang lemah,
kurangnya regulasi impor yang mengatur keuangan mikro Islam, mungkin
infrastruktur hukum dan kelembagaan yang belum kuat.

Disertasi yang ditulis oleh Waleed Abdulaziz Abdullah Abalkhil yang
berjudul “Islamic Finance in Saudi Arabia: Developing the Regulatory
Framework” pada Tahun 2018.°® Merupakan reformasi regulasi yang
diusulkan dan diarahkan untuk memastikan praktik keuangan Islam memberi
manfaat sosial ekonomi (stabilitas, keadilan, perlindungan konsumen), yang
secara normatif terkait erat dengan tujuan mashlahah dan magqdshid al-
syari‘ah. Dalam disertasi terdapat beberapa implikasi regulatif yang relevan
bagi intervensi pasar yaitu: peran regulator dalam mengatur instrumen
pembiayaan yang dapat mempengaruhi biaya modal dan harga barang dan jasa,
serta mekanisme perlindungan konsumen yang dapat melibatkan kebijakan
harga, subsidi, atau pembatasan praktik yang dianggap merugikan.

Disertasi yang berjudul “An Enhanced House Price Index Model in
Malaysia: Maqasid Sharia Perspectives” yang ditulis oleh Nik Nor Amalina
Nik Mohd Sukrri pada Tahun 2023. Pembahasan disertasi ini tentang indeks
harga rumah di Malaysia atau Malaysian House Price Index (MHPI) adalah
indikator penting untuk mengukur indeks harga perumahan. Tujuan utamanya
yaitu membangun model HPI yang ditingkatkan dalam memasukkan variabel
supply dan demand, serta menyelaraskannya dengan perspektif magdshid al-
syari‘ah, terutama yang terkait dengan keadilan, kesejahteraan dan
keterjangkauan warga. Penelitian ini mengaitkan indikator ekonomi dengan
tujuan keadilan, fasilitasi kebutuhan dasar (perumahan) dan kesejahteraan
masyarakat yang inti dari mashlahah dalam konteks pemenuhan kebutuhan
standar hidup.%” Dengan memperbaiki HPI agar mencerminkan realitas sosial
ekonomi dan mendukung mashlahah karena membantu kebijakan yang lebih
tepat sasaran.

3. Penelitian Terdahulu dalam Bentuk Jurnal

Nurasiah Ahmad, 2019, Penetapan Harga Oleh Pemerintah dalam

Pandangan Fuqaha’.®® Penelitian ini mengatakan bahwa penetapan harga

% Waleed Abdulaziz Abdullah Abalkhil, "Islamic Finance in Saudi Arabia: Developing
the Regulatory Framework", Disertasi. University of Exeter, 2018, hal. 1-187.

67 Nik Nor Amalina Nik Mohd Sukrri, An Enhanced House Price Index Model in
Malaysia: Maqasid Sharia Perspectives, Disertasi. Universiti Utara Malaysia, 2023, hal. 1-
313.

68 Nurasiah Ahmad, “Penetapan Harga Oleh Pemerintah dalam Pandangan Fuqaha,”
dalam Jurnal Mau’izhah, Vol. 9 No. 1 Tahun 2019, hal. 165-182.
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disebut dengan tas 7r yang sebenarnya sumber hukum utama berasal dari al-
Qur’an dan Hadis, sedangkan dalam kasuistik seperti ini pendapat Ulama multi
tafsir. Pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, Nabi Muhammad pernah
ditanya oleh sekelompok pelaku jual beli karena berfluktuasinya harga-harga
di pasaran, maka Nabi Muhammad membolehkan intervensi pemerintah demi
kemaslahatan umum. Sedangkan Ulama Sunni®® terbagi menjadi dua pendapat,
pendapat yang pertama, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam
urusan harga pasar, sedangkan pendapat kedua, pemerintah membolehkan ikut
campur tangan ketika ada distorsi pasar’® yang mengharuskan adanya
intervensi pemerintah untuk kebaikan bersama. Persamaan terletak pada jenis
penelitian yang ditulis adalah penelitian kualitatif dengan pembahasan tentang
penetapan harga pasar (fas ir) oleh pemerintah, sedangkan perbedaannya
terletak pada kemaslahatan yang dibahas. Penulis membahas tentang
mashlahah ‘dmmah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan harga
(market price), yaitu kemaslahatan bagi pembeli, kemaslahatan bagi penjual
dan kemaslahatan bagi pemerintah. Selain membahas pendapat para Fuqaha,
penulis menggunakan perspektif al-Qur’an dengan metode tafsir tematik
dalam menganalisis permasalahan tersebut.

Ziyadatus Shofiyah & M. Lathoif Ghozali, 2021, Implementasi Konsep
Mashlahah Mursalah dalam Mekanisme Pasar.”! Artikel ini menjelaskan
tentang konsep mashlahah mursalah dalam mekanisme pasar. Pada masa Nabi
Muhammad, pemerintah memang tidak diperbolehkan menetukan harga pasar,
harga pasar itu berdasarkan banyaknya permintaan dan penawaran barang yang
ada di pasar, jadi penentuan harga barang-barang di pasar merupakan suatu

% Ulama Sunni yang dimaksud dalam artikel adalah dibagi menjadi dua golongan,
Ulama yang tidak membolehkan penetapan harga oleh pemerintah (fas 7r) dan Ulama yang
membolehkan penetapan harga oleh pemerintah. Ulama yang mengharamkan penetapan harga
oleh pemerintah yaitu: Syafi’iyah, Hanabilah, Ibn Taymiyyah, Asy-Syaukani, Ibn Qudamah.
Ulama Sunni yang membolehkan penetapan harga pasar yaitu: Hanafiyah dan Malikiyah,
awalnya Ibn Taymiyyah mengharamkan penetapan harga oleh pemimpin/ pemerintah, tapi
dikecualikan untuk barang-barang kebutuhan pokok diperbolehkan dengan tujuan untuk
kemaslahatan bersama. Nurasiah Ahmad, “Penetapan Harga Oleh Pemerintah dalam
Pandangan Fuqaha,” hal. 185.

0 Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi di pasar sehingga
menyebabkan ketidakseimbangan harga akibat terjadinya permintaan dan penawaran. Jenis-
jenis penyimpangan yang menyebabkan adanya distorsi pasar adalah sebagai berikut: 1)
Ihtikdr (penimbunan), 2) Bai’ Najasy (pura-pura adanya tawar menawar untuk menipu pembeli
dengan menaikkan harga barang), 3) Tadlis (penipuan), 4) Taghrir (ketidakjelasan/
ketidakpastian transaksi maupun barang yang diperjualbelikan). Lukmanul Hakim, “Distorsi
Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam,” dalam Jurnal Ekomadania: Journal of Islamic
Economic and Social, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 1-15.

"l Ziyadatus Shofiyah and M. Lathoif Ghozali, “Implementasi Konsep Mashlahah
Mursalah dalam Mekanisme Pasar,” dalam Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum
Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 2 Tahun 2021, hal. 135.
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tindakan yang menyalahi keadaan alamiah di suatu pasar. Namun, Ibn
Taymiyyah memperbolehkan intervensi pemerintah dalam menetukan harga
barang di pasar ketika terjadi keadaan kolusi’? yang menyebabkan distorsi
pasar sehingga harga barang-barang di pasar tidak stabil, hal itu dilakukan
untuk kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli. Persamaan terletak pada
jenis penelitian yang merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif
dengan membahas tentang konsep mashlahah dalam intervensi pemerintah
dalam menetapkan harga pasar. Sedangkan perbedaan terletak pada jenis
mashlahah yang penulis tulis adalah mashlahah ‘dmmah yang merupakan
kemaslahatan bagi penjual, pembeli dan juga pemerintah, selain itu metode
tafsir tematik yang penulis lakukan dalam menganalisis ayat-ayat yang
berkaitan dengan penetapan harga oleh pemerintah. Penetapan harga oleh
pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah, Undang-Undang, maupun hal-
hal yang berkaitan dengan campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga
pasar (market price).

Jamaluddina, Sofyan Nurb & Muhammad Taufan Djafri (2023) dalam
penelitian yang berjudul “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih
Mu ‘Ggmalah (Studi Komparasi Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i)”.”?
Artikel menjelaskan bahwa hukum asal penetapan harga oleh pemerintah tidak
diperbolehkan dalam konsep fikih mu ‘dmalah, namun pendapat Maliki
dianggap penulis sangat cocok dalam konteks saat ini. Menurut Maliki,
pemerintah sebagai pengawas pasar mempunyai peran pasif dalam transaksi
jual beli di pasar, tapi terdapat beberapa barang yang harganya harus tetap
ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan harga tetap stabil dan untuk
kemaslahatan bersama. Sedangkan pendapat Syafi’i untuk konteks zaman saat
ini, penetapan harga oleh pemerintah tetap tidak diperbolehkan karena
mengacu pada masa Nabi Muhammad, walaupun harga barang di pasar
melambung tinggi maupun menurun sangat drastis. Persamaan dengan artikel
teletak pada pembahasan tentang penetapan harga pasar oleh pemerintah dalam
transaksi jual beli, selain itu jenis penelitian dengan model deskriptif kualitatif
yang data-datanya diambil dari library research. Sedangkan perbedaan
terletak pada konsep mashlahah ‘Gmmah yang digunakan untuk menganalisis
transaksi jual beli yang harga barang-barangnya ditentukan oleh pemerintah.

2 Kolusi merupakan kerjasama persekongkolan antara dua orang atau lebih untuk
perbuatan yang tidak baik, perbuatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan salah satu pihak
dan merugikan pihak yang lain. Dalam dunia bisnis, kolusi dikenal sebagai kerjasama antara
para pengusaha dalam hal menaikkan barang-barang sehingga mematikan persaingan bebas
yang ada di pasar. Rahman, “Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi
Pendekatan Tafsir Tematik)” Vol. 14 No. 2 Tahun 2018, hal. 5-22.

73 Muhammad Taufan Djafri Jamaluddin, Sofyan Nur, “Penetapan Harga dalam Jual
Beli Perspektif Fikih Mu‘amalah (Studi Komparasi Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i),”
dalam Jurnal Al-Khiyar: Jurnal Bidang Mu ‘amalah dan Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1 Tahun
2023, hal. 18-40.
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Selain itu pendekatan tafsir tematik juga digunakan dalam menganalisis data-
data yang diperoleh dari pustaka, lapangan maupun peraturan pemerintah dan
juga literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Penelitian ditujukan untuk mengetahui mashlahah, yaitu segala sesuatu yang
mengandung manfaat dan berkah.

Nurhasnah, Fikri, Rusdaya Basri & Aris, 2020, “Analisis Mashlahah
Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca
Lautan Kabupaten Sidrap”.”* Penelitian lapangan ini merupakan penelitian
untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang penetapan harga
tertinggi LPG 3 Kg setelah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 12, Tahun
2014 memang dinilai sangat efektif, karena penjual tidak bisa semena-mena
menjual harga gas LPG dengan harga yang tinggi kisaran Rp. 16.000-17.000,
hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen mendapat LPG subsidi
dengan harga terjangkau, namun ada beberapa daerah yang menjual harga LPG
tinggi karena dianggap rantai penjualan yang panjang dan biaya distribusi yang
tinggi sehingga mereka menjual LPG melebihi dari harga yang ditetapkan oleh
Perda No. 12 Tahun 2014. Peraturan daerah dibuat untuk kemaslahatan dan
perlindungan masyarakat/ konsumen. Persamaan terletak pada pembahasan
tentang mashlahah dalam penetapan harga oleh pemerintah, serta jenis
penelitian kualitatif. Perbedaan terletak pada objek dalam artikel hanya satu
yaitu LPG 3 Kg, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah harga-harga
barang secara umum, terutama harga barang-barang pokok dan tidak terfokus
pada satu daerah, sehingga bukan peraturan daerah yang digunakan untuk
menganalisis data lapangan. Perbedaan lain terletak pada jenis kemaslahatan,
dalam artikel pembeda, analisis mashlahah hanya terfokus pada kemaslahatan
konsumen/ pembeli, dan tidak menganalisis kemaslahatan penjual atau
produsen, padahal sudah diketahui produsen yang rantai penjualannya semakin
banyak dan proses distribusinya sulit, maka akan membutuhkan biaya produksi
yang lebih tinggi.

Ainiah Abdullah, 2019, “Mashlahah dalam Pelegalan Tas ir Menurut
Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah”.”> Penelitian pustaka yang terbatas hanya pada
pembahasan mashlahah menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah terkait
tas ‘ir ini mengambil dari Kitdb A¢-Thurug al-Hukmiyyah fi al-Siydsah al-
Syar ‘iyyah yang kaitannya dengan penetapan harga oleh pemerintah yaitu jalb
al-mashalih wa daf* al-mafasid, kaitan mashlahah dalam tas ir adalah ketika
terjadi monopoli, penimbunan barang-barang sehingga harga tidak terkendali
dan dapat menzhalimi salah satu pihak maka fas 7r diperlukan dalam hal ini

4 Nurhasnah, Fikri, and Rusdaya Basri, “Analisis Maslahat Terhadap Praktek
Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidrap,” dalam
Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18 No. 1 Tahun 2020, hal. 129-153.

5 Abdullah, “Mashlahah dalam Pelegalan Tas‘ir Menurut Ibnu Qayyim Al-
Jawziyyah.” hal. 23.
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untuk mencegah huru-hara yang yang di pasar. Persamaan terletak pada jenis
penelitian deskriptif kualitatif yang dan juga pembahasan mashlahah dalam
penetapan harga oleh pemerintah. Perbedaan terletak pada terbatasnya kajian
tokoh di dalam artikel hanya menrut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
tentang pelegalan fas 7r demi kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan,
selain itu metode tafsir tematik yang digunakan oleh penulis untuk menganasis
data terdapat perbedaan dalam artikel pembeda, dan pembahasan tentang
mashlahah ‘ammah juga tidak terdapat dalam artikel.

Nahara Eriayanti, 2020, “Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam
Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Mashlahah (Studi Pendapat Yusuf al-
Qardhawi)”.”® Dalam penelitian kualitatif menjelaskan bahwa dalam pendapat
jumhur ulama price fixing tidak diperbolehkan bagaimanapun keadaannya,
sedangkan Yusuf al-Qardhawi berbeda dalam hal ini, beliau membolehkan
intervensi pemerintah dalam menetapkan harga pasar (price fixing) untuk
menjaga kemaslahatan bersama. Beliau berpendapat bahwa price fixing/ tas ‘ir
adakalanya diperbolehkan disebut dengan fas ir masyru’ karena adanya
penimbunan, monopoli’’ dan permainan harga oleh kelompok-kelompok
tertentu sehingga harga barang-barang di pasar tidak terkendali dan
memerlukan intervensi pemerintah dalam hal ini. Selanjutnya ada tas 7r
mamnu’, yaitu price fixing yang tidak diperbolehkan, karena tinggi rendahnya
harga barang di pasar dikarenakan tinggi atau rendahnya permitaan/ demand
dan penawaran/ supply. Ketidakbolehan price fixing menurut Yasuf al-
Qardhawi berdasarkan QS. al-Nisd’ (4) Ayat 29 dan Hadis Riwayat Abl
Dawid.

Abdul Manan Ismail, 2015, “Mashlahah dalam Penetapan Harga
Barang”.”® Penelitian yang dilakukan di Malaysia terkait dengan penetapan

76 Nahara Eriayanti, “Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut
Tinjauan Teori Mashlahah (Studi Pendapat Ydasuf al-Qardhawi),” dalam Jurnal Al-
Mudharabah, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 175-199.

"7 Monopoli merupakan penguasaan terhadap suatu barang secara individu, sehingga
pihak yang menguasai barang tersebut bebas menentukan harga yang dikehendaki. Di
Indonesia penguasaan barang-barang secara monopoli dan legal sudah diatur dalam UUD 1945
Pasal 33, di antara barang-barang yang dikuasai secara monopoli adalah, produk PT.
Pertamina, PLN, PT. Kereta Api Indonesia, dll. Selain barang-barang yang dianggap vital
sehingga harus dimonopoli pemerintah, barang-barang lain seperti kebutuhan pokok tidak bisa
dimonopoli oleh siapapun, karena sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Beberapa pandangan Ulama dalam kasus pasar monopoli diperbolehkan dengan catatan tidak
adanya ihtikdar (penimbunan) dan dilakukan supaya tidak adanya huru-hara di pasar, namun
dalam konsep pasar Islam pasar monopoli tidak diperbolehkan karena dapat merusak hukum
permintaan dan penawaran di pasar yang seharusnya berjalan secara alamiah. Didik Kusno
Aji, “Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” dalam Rumah Jurnal IAIN Metro,
Vol. 15 No. 1 Tahun 2019, hal. 48-60.

8 Abdul Manan Ismail, “Mashlahah dalam Penetapan Harga Barang,” dalam Journal
of Fatwa Management and Research, Vol. 5 No. 1 Tahun 2015, hal. 141-151.
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harga barang-barang oleh pemerintah kerajaan Malaysia diperbolehkan
berdasarkan peraturan pemerintah untuk kemaslahatan bersama. Dalam artikel
dijelaskan bahwa yang menentukan harga adalah Kementerian Perdagangan
dan Koperasi terutama untuk barang-barang pokok ketika harga barang sedang
tidak terkendali. Kebijakan penentuan harga diambil ketika ada salah satu
pihak dari penjual atau pembeli yang tidak mendapatkan keadilan dari
transaksi tersebut, keputusan diambil untuk penjual agar tetap mendapatkan
keuntungan dan pembeli tidak merasa keberatan terhadap harga yang
ditetapkan. Persamaan terletak pada jenis penelitian lapangan kualitatif dengan
mempertimbangkan peraturan pemerintah terhadap harga-harga barang secara
umum, pembahasan kemaslahatan bagi semua, yaitu pembeli dan penjual juga
dipertimbangkan dalam penentuan penetapan harga, selain itu penentuan harga
berdasarkan musyawarah dan pendapat Ulama di Malaysia. Perbedaan terletak
pada tempat penelitian dan kebijakan pemerintah berbeda negara dengan yang
penulis lakukan. Kemaslahatan umum tidak hanya bagi penjual dan pembeli
saja, melainkan kemaslahatan untuk pemerintah sebagai pihak yang
menentukan kebijakan harga pasar.

Artikel yang berjudul “Market Intervention Policy in The Case of Rising
Rice Prices in Indonesia From The Perspective of Ibn Taimiyah” yang ditulis
oleh Alif Mujiyana Eka Bella, dkk, yang terbit di Tahun 2024.” Merupakan
penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research)
berdasarkan studi kasus. Penelitian yang dilatarbelakangi oleh keadaan dimana
harga beras terus mengalami kenaikan, dan pemerintah melakukan berbagai
intervensi dalam komoditas ini. Menurut Ibn Taimiyah, kenaikan harga beras
sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan pasar (market forces), bukan karena
intervensi harga semata. Artinya, faktor-faktor penawaran dan permintaanlah
yang menjadi penyebabnya. Meski Ibn Taimiyyah tidak menyetujui price
ceiling dalam kondisi pasar yang normal, penelitian ini menyebut bahwa
pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi pasar sebagai berikut:
Memperkuat program bantuan sosial (social assistance) untuk masyarakat
yang terdampak kenaikan harga, melakukan operasi pasar melalui program
SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) untuk menjaga pasokan dan
menstabilkan harga, dan memperkuat CBP (Cadangan Beras Pemerintah) agar
tersedia stok ketika pasar kekurangan.

Artikel lain yang berjudul “Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar
dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)” yang

" Alif Mujiyana Eka Bella, Lilik Rahmawati, and Mahafizur Rahman Jim, “Market
Intervention Policy in The Case of Rising Rice Prices in Indonesia From The Perspective of
Ibn Taimiyah,” dalam Journal of Islamic Economic Laws (JISEL), Vol. 7 No. 1 Tahun 2014,
hal. 36-55.
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ditulis oleh Santi Merlinda. dkk.%® Penelitian ini bertujuan untuk memahami
bagaimana peranan pemerintah dalam intervensi pasar (market intervention)
dilihat dari perspektif Islam khususnya dalam kasus kenaikan harga BBM di
Indonesia. Inflasi BBM memiliki efek berganda (multiplier effect) ke berbagai
sektor transportasi, produksi dan secara keseluruhan terhadap inflasi.
Pemerintah boleh melakukan intervensi pasar dalam kasus kenaikan harga
BBM dari perspektif Islam, selama intervensi itu dilakukan dengan tujuan
untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan rakyat. Intervensi yang
menetapkan harga semata sulit dibenarkan tanpa pertimbangan kondisi pasar
atau akibat yang mungkin timbul. Intervensi harus redaksional yaitu menyasar
menstabilkan harga, melindungi masyarakat miskin atau rentan, menyediakan
subsidi atau pengaturan harga agar barang penting tetap terjangkau.

Artikel yang berjudul “Ibn Taimiyyah’s Thought on Price Regulation in
Housing Affordability”, yang ditulis oleh Hafirda Akma Musaddad, Zairy
Zainol, dan Selamah Maamor.®! Artikel ini menghasilkan bahwa, menurut Ibn
Taimiyyah regulasi harga dalam konteks housing affordability itu
diperbolehkan dan kadang diwajibkan, asalkan situasinya adalah pasar telah
terjadi distorsi yang merugikan publik. Regulasi harus dilakukan dengan adil,
yaitu tidak memaksakan harga bila pasar berjalan normal, tetapi pemerintah
punya tanggung jawab dalam memastikan bahwa harga yang terjangkau
apabila sektor perumahan menjadi beban bagi masyarakat. Artikel
merekomendasikan agar pemerintah Malaysia terus melakukan pengawasan
dan pengaturan dalam sektor perumahan, yaitu dengan cara: mengontrol
praktek spekulasi, memastikan perusahaan tidak menaikkan harga secara
berlebihan, menetapkan kebijakan harga minimum/ maximum bila perlu, dan
membuat regulasi yang transparan dan dapat diterima oleh stakeholders.

Artikel yang berjudul “Price Control in an Islamic Economy” yang
ditulis oleh Muhammad Lawal Ahmad Bashar, pada Tahun 1997.% Penelitian
yang menggunakan metode kepustakaan ini berdasarkan teks-teks klasik figh
ekonomi, pendapat para Fuqaha, juga dihubungkan dengan teori ekonomi

80 Santi Merlinda, Riqa Aniqa Helma Alam, and Qorry Anggita Rishaq, “Peranan
Pemerintah Melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM
di Indonesia),”dalam Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 20 No. 1 Tahun 2022,
hal. 114-134.

81 Hafirda Akma Musaddad, Zairy Zainol, and Selamah Maamor, “Ibn Taimiyyah’s
Thought on Price Regulation in Housing Affordability,” dalam International Journal of
Islamic Thought, Vol. 22 No. 1 Tahun 2022, hal. 32-39.

82 Muhammad Lawal Ahmad Bashar, “Price Control in an Islamic Economy,” dalam
Journal of King Abdulaziz University — Islamic Economics, Vol. 9 No. 2 Tahun 1997, hal. 13—
38.
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kontemporer. Price control diperbolehkan dalam ekonomi Islam jika situasi
memperlihatkan distorsi pasar dan dampak negatif terhadap masyarakat,
khususnya kaum yang lemah. Pengendalian harga tidak boleh menjadi
kebiasaan tetap karena bisa mengurangi motivasi produksi, merusak
mekanisme pasar yang sehat, dan menimbulkan efek samping lain jika tidak
hati-hati. Regulasi harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi jenis
barang, apakah urgensinya terhadap kebutuhan pokok, dampak terhadap rantai
produksi, distribusi dan kesejahteraan keseluruhan masyarakat.

Artikel “Government Intervention in Determining Prices According to
Ibn Taimiyah’s” yang ditulis oleh Khanifah Nurfaizah.®® Artikel tersebut
membahas bahwa menurut Ibn Taimiyyah, intervensi pemerintah dalam
menentukan harga diperbolehkan bahkan perlu dilakukan dalam situasi di
mana pasar tidak mampu menjaga keadilan dan kestabilan barang maupun
harga. Tapi intervensi bukanlah norma tetap, ketika pasar berjalan normal dan
tidak ada distorsi atau penyalahgunaan, maka sebaiknya harga dibiarkan
mengikuti mekanisme supply dan demand. Institusi seperti Hisbah disebut
penting sebagai alat pengawasan dan regulasi dalam praktik intervensi untuk
mencegah penyimpangan, manipulasi atau tindakan spekulatif yang merugikan
kemaslahatan umum.

Dalam artikel yang berjudul “Ibn Taimiyah’s View on Government
Intervention in Pricing” yang ditulis oleh Ali Mujahidin, dkk.** Merupakan
penelitian yang menggunakan metode tinjauan literatur dengan data primer dan
sekunder (kitab, tesis, artikel, website), dan didukung oleh dalil-dalil dari al-
Qur’an dan Hadis. Ibn Taimiyyah tidak absolut menolak intervensi negara
karena intervensi dianggap sah dan diperlukan dalam kondisi tertentu.
Fokusnya adalah keadilan, kemaslahatan umum dan perlindungan konsumen
terhadap praktik yang merugikan seperti monopoli, hoarding, spekulasi dan
distribusi tidak merata. Intervensinya bersifat preventif dan regulatif, bukan
dominatif sepanjang waktu, dan lembaga Hisbah menjadi institusi utama
dalam mengawasi pasar dari praktik tidak adil.

Artikel yang berjudul “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah: Konsep
Mekanisme Pasar, Harga Adil dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi” yang

8 Khanifah Nurfaizah, “Government Intervention in Determining Prices According To
Ibn Taimiyah’S,” dalam Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance,
Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal. 97-109.

84 Ali Mujahidin, Rika Pristian Fitri Astuti, and Ifa Khoiria Ningrum, “Ibn Taimiyah’s
View on Government Intervention in Pricing,” dalam Jurnal Istigro, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021,
hal. 163-177.
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ditulis oleh Farah Qalbia, dkk.®> Dalam artikel menyatakan bahwa price
ceiling/ HET sudah sesuai dengan logika Ibnu Taimiyyah, penetapan harga
maksimum untuk barang pokok dapat dibenarkan sementara bila ada bukti
penimbunan/ monopoli. Artikel ini menyebutkan peran infrastruktur dan
regulasi distribusi, namun harus disertai langkah distribusi dan supply agar
tidak menimbulkan distorsi. Kebijakan komprehensif terkait dengan intervensi
pasar harus adanya pengaturan yang mengkombinasikan intervensi langsung
dan kebijakan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, target
subsidi dan edukasi pasar.

Artikel yang berjudul “Analisis Harga Obat dan Alat Kesehatan di Masa
Pandemi Covid-19 (Studi Literatur Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Abl
Yisuf)” yang ditulis oleh Zuhrotun Nisa’, dkk.%¢ Hasil penelitian dari penulis
menyimpulkan bahwa kenaikan harga obat dan alat kesehatan selama pandemi
memang terdapat unsur ketidakadilan yang menurut Ibnu Taimiyyah dan Abl
Yisuf harus adanya intervensi negara. Regulasi pemerintah sebagian sudah
ada namun kurang tegas dan menyeluruh dalam menetapkan harga, terutama
untuk menjaga harga agar tetap wajar dan tidak adanya eksploitasi. Relevansi
pemikiran klasik terhadap prinsip keadilan, larangan penimbunan, pentingnya
pengaturan moral ekonomi, dan peran negara dalam menjaga kemaslahatan
umum.

Dalam disertasi ini yang berjudul “Al-Qur’an dan Kebijakan Umum:
Mashlahah ‘Ammah dalam Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar”
merupakan penelitian kualitatif dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an
tentang keadilan dan mashlahah, serta bagaimana implikasinya dengan
kegiatan ekonomi yang berupa kebijakan pemerintah dalam intervensi harga
(tas ‘ir). Intervensi harga yang terjadi tidak murni karena kemauan pemerintah,
melainkan untuk menciptakan mashlahah ‘dmmah bagi tiga pelaku ekonomi,
yaitu penjual, pembeli dan pemerintah. Penelitian dengan pendekatan tafsir
tematik ini mengintegrasikan antara teks normatif al-Qur’an dengan melihat
realita dan regulasi pemerintah tentang intervensi harga sehingga
mencipatakan mashlahah ‘ammah, dengan tetap memperhatikan mashlahah
khashshah bagi penjual, pembeli, dan pemerintah. Penelitian ini melihat
kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dalam intervensi harga, apakah
dapat mencipatakan mashlahah atau menimbulkan kemafsadatan, karena

85 Farah Qalbia and M Reza Saputra, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah: Konsep
Mekanisme Pasar, Harga Adil dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi,” dalam Jurnal
MASMAN: Master Manajemen, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hal. 1-20.

86 Zuhrotun Nisa, Lilik Rahmawati, and Maulana Firdaus, “Analisis Harga Obat dan
Alat Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Literatur Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan
Abl Yisuf),” dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 13 No. 1 Tahun 2022, hal. 10-25.
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mashlahah dapat terjadi apabila mampu memenuhi magdshid al-syari‘ah,
terkhusus dalam tas 7r adalah perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal) dan
perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs).

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah “Kualitatif Normatif” yang
bersifat kepustakaan (library research) dana analitis konseptual, dengan
pendekatan interdisipliner antara studi keislaman (fafsir dan ushiil al-figh) dan
kebijakan publik berupa intervensi harga. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah gabungan dari: 1) Pendekatan tafsir tematik (mawdhii 7),
yang digunakan untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur’an, terkait konsep keadilan
dalam transaksi, harga pasar, peran pemerintah. 2) Pendekatan magdshid al-
syari‘ah dan mashlahah ‘dmmah, untuk menganalisis landasan etis-filosofis
terkait intervensi pemerintah dalam perspektif Islam. 3) Pendekatan ekonomi
Islam dan kebijakan publik, sebagai alat analisis kebijakan harga dari sudut
pandang syariah.

Penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu sumber data primer dan
sumber data sekunder. Sumber data primer (utama) deperoleh dari ayat-ayat
al-Qur’an dan Hadis yang terkait dengan mu ‘dmalah, terutama tentang
keadilan transaksi, harga pasar, dan pemerintahan, selain itu sumber primer
juga dapat diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti
Tafsir al-Qurthubi, al-Mishbah, al-Munir, Kitab Ushil al-Figh dan Maqashid,
seperti al-Shathibi, Ibn ‘Asydr, al-Ghazali, selain itu sumber data primer juga
diperoleh dari Undang-Undang kebijakan dan regulasi ekonomi terkait dengan
harga seperti Fatwa DSN-MUI, UU Perdagangan, dan regulasi lain yang
berkaitan dengan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder dapat diperoleh
dari jurnal-jurnal akademik yang bereputasi baik dalam skala nasional maupun
internasional terkait ekonomi Islam, kebijakan harga, magdshid, dan intervensi
pasar, selain itu data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumen pemerintah
terkait kebijakan harga, UU, Perpres, dan studi penelitian terdahulu yang
mempunyai kesamaan dengan disertasi ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan
(library research), analisis teks (textual analysis) terhadap ayat-ayat tafsir, dan
studi komparatif antar pendapat Ulama dan antar kebijakan negara.®” Teknik
analisis data dilakukan adalah: 1) Analisis tematik (thematic content analysis),
analisis digunakan untuk mengelompokkan ayat-ayat narasi mashlahah,
keadilan ekonomi, dan kepemerintahan. 2) Analisis maqashid al-syari‘ah,
digunakan untuk memahami nilai dan maksud di balik perintah/ larangan
dalam intervensi harga. 3) Analisis kebijakan normatif, yang digunakan untuk

87 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:
Rineaka Cipta, 2012, hal. 34.
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menilai kebijakan intervensi harga berdasarkan prinsip mashlahah dan
keadilan dalam ekonomi serta mengintegrasikan antara teks literal (nash)
dengan mashlahah dalam intervensi pemerintah terhadap harga pasar (fas r).
4) Analisis pendekatan integratif yang menghubungkan antara teks-teks
normatif dengan prinsip mashlahah terhadap intervensi harga oleh pemerintah
(tas’ir).

Sedangkan langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai
berikut: 1) Identifikasi ayat-ayat al-Qur’an yang relevan dengan keadilan
ekonomi, dan intervensi harga. 2) Mengkaji tafsir ayat-ayat dari berbagai
Ulama klasik dan Ulama kontemporer. 3) Analisis menggunakan teori
magqdshid khususnya dalam aspek mashlahah ‘ammah, hifzh al-mal, hifzh din,
dan hifzh al-nafs. 4) Membandingkan prinsip-prinsip intervensi harga dalam
teori ekonomi klasik, modern, dan kebijakan publik. 5) Menyimpulkan
bagaimana teks al-Qur’an mendukung atau mengarahkan bentuk intervensi
harga untuk menciptakan keadilan yang akan mendatangkan mashlahah
‘ammah.



BAB 11
DISKURSUS TENTANG MASHLAHAH ‘AMMAH DALAM
KEBIJAKAN UMUM DAN INTERVENSI HARGA

A. Konseptualisasi Mashlahah dalam Islam
1. Pengertian Mashlahah Secara Etimologis dan Terminologis

Secara etimologis (bahasa) berasal dari kata mashlahah (Asl=d) dari
akar kata Arab ¢ J u= (sh-I-h), yang mempunyai arti lurus, baik, layak, atau
berguna. Kata mashlahah sendiri merupakan bentuk isim (kata benda) yang
berarti kebaikan, kemanfaatan, atau hal-hal yang membawa perbaikan. Kata
kerjanya adalah ashlaha (zl<!) yang berarti memperbaiki atau menjadikan
sesuatu yang baik.! Secara bahasa, mashlahah berarti segala sesuatu yang
mendatangkan kebaikan, manfaat, atau menghindarkan kerusakan (mafsadah).
Lawan dari kata mashlahah adalah mafsadah yang mempunyai arti keburukan
atau kerusakan. Dalam konteks ushiil al-figh, mashlahah didefinisikan sebagai
“Segala sesuatu yang mengandung manfaat dan mendatangkan kebaikan bagi
manusia serta menghindarkan mereka dari madharrah, yang sejalan dengan
tujuan utama syariat (maqdshid al-syari‘ah). Mashlahah dijadikan dasar
pertimbangan hukum ketika tidak ada nash (teks eksplisit) dari al-Qur’an dan
Hadis. Selain itu mashlahah juga merupakan bagian dari dalil ijtihdd, seperti
istihsan, ‘urf, dan istishlah. Konsep dasar mashlahah didasarkan pada al-
Qur’an Strah al-Baqarah (2) Ayat 185 Allah Berfirman:

' Al-Ghazali and AbG Hamid, Al-Mustashféd min ‘Ilm al-Ushil, in Vol 2, Madinah:
Universitas Islam Madinah, 1991, hal. 420.
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Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.

Selain ayat tentang kemudahan, terdapat ayat tentang menolak
kemafsadatan juga terdapat dalam Strah al-Baqarah (2) Ayat 195 Allah
Berfirman:

..... & D) K e Y
Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari ‘Amr bin Yahya al-
Mazini, dari ayahnya Yahya bin ‘Amr Nabi Muhammad Saw Bersabda:
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”* Al-Ghazali dan
Al-Syathibi mengartikan mashlahah sebagai tujuan dari hukum Islam
(magdshid al-syari‘ah), dan penerapan mashlahah dalam hukum Islam itu
berdasarkan Qiyds 3, Istihsan®, dan Sadd al-Dzard’i.>
2. Klasifikasi Mashlahah

Para Ulama membagi mashlahah menjadi 3 tingkatan berdasarkan
urgensi kebutuhan manusia, yaitu:

a. Mashlahah Dhaririyyah (Primer)

Mashlahah  dhaririyyah (Aos»al  uadl)  adalah kebutuhan
pokok yang harus dipenuhi untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan
hidup manusia. Jika kebutuhan ini diabaikan, akan terjadi kerusakan
(mafsadah) dalam kehidupan individu dan masyarakat. Menurut Ulama
Ushiil al-Figh, dhaririyyah mencakup lima prinsip dasar (al-kulliyat al-
khams) yang dilindungi syariat: 1) hifzh ad-din (menjaga agama), 2) hifzh
al-nafs (menjaga jiwa), 3) hifzh al-‘aql (menjaga akal), 4) hifzh al-
nasl (menjaga keturunan), 5) hifzh al-mal (menjaga harta).

1) Hifzh al-Din

Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam menjaga agamanya
yang merupakan salah satu kebutuhan primer adalah, melaksanakan
kewajiban shalat, puasa, zakat, larangan murtad dan penodaan agama.

2 Al-Muwaththa’ Malik, Kitdb al-Aqdhiyah, Hadis No. 1413, dalam Cahya Wulandari
and Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan
Distorsinya,” dalam Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1 No. 1 Tahun
2020: 82.

3 Qiyds merupaan analogi hukum, seperti contoh: jika minuman keras diharamkan
karena memabukkan, maka narkoba juga haram dengan alasan yang sama. Al-Syathibi and
Abi Ishaq, Al-Muwdfaqdt Fi Ushul Al-Syari‘ah, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2005, hal. 345.

4 Istihsdn merupakan preferensi hukum, yakni memilih solusi yang lebih adil dalam
kasus tertentu. Jasser Auda, Maqdshid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law, London:
IIIT, 2008, hal. 530.

5 Sadd al- Dzaré i adalah menutup jalan menuju kemudharatan, yakni melarang sesuatu
yang bisa mengarah pada dosa. Al-Ghazali, A/-Mustashfa Fi ‘Ilm Al-Ushil, Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
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hifzh al-din atau muhdfazhah ‘ald al-din yaitu menghindarkan adanya
fitnah dan keselamatan dalam agama serta mendorong hawa nafsu untuk
tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkan agama,
karena Allah telah berfirman dalam al-Qur’an Strah al-Baqarah (2) Ayat

256: 5 -

e BERECR
Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sedangkan dalam
Q. S al Ha ] (22) Ayat 41 Allah Berﬁrman

JuY\ ‘\_\s\.c. AJJ J 5 )S.\.d\ \ 50
(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi,

mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang
makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah
kesudahan segala urusan.

Dalam Zubdatu al-Tafsir min Fath al-Qadir yang ditulis oleh
Muhammad Sulaiman Al-Asyqar yaitu Mudarris Tafsir Universitas Islam
Madinah, pada lafadz alladzina immdkannahum fi al-ardhi, yakni mereka
yang ditolong oleh Allah adalah mereka yang mau menolong agamanya,
yang dimaksud golongan ini adalah mereka yang tidak menjajah negeri
orang lain dengan mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya
alamnya. Dalam ayat tersebut juga diperintahkan untuk mengerjakan
kebaikan dan melarang perbuatan yang tidak baik (amar ma rif wa nahy
munkar) bagi mereka yang diberi kekuasaan untuk menjalankan peran
tersebut.® Terdapat empat poin yang ada dalam al-Qur’an Stirah al-Hajj
Ayat 41 tentang penegakan atau menjaga agama, yaitu:

Pertama, (EJLZJ\ \)16/\) yaitu “menegakkan shalat”, shalat merupakan

ibadah wajib dan salah satu rukun Islam dan merupakan tiang agama,
sepertl yang terdapat dalam Hadis:

d}\u\elm}‘\_llc \‘_;mw\ej Bt dksmm\w)o}ﬁ@\
u\jé\lqc }mcjmu;Lauﬁ")uA\uhﬂ\ a5 M\Ma_m@u ¢l
(2 A o\}J)7«3\4m: il 204
Dari Abui Hurayrah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya
amal yang di hisab pertama kali di hari kiyamat adalah shalat, apabila

shalatnya baik maka baik pula seluruh amalnya, jika shalatnya buruk,
maka buruk pula amal perbuatannya”. (HR. At-Tirmidzi)

® https://Tafsirweb.com/5777-surat-al-hajj-ayat-41.html, Diakses pada 17 April 2025.
7 Sunan at-Tirmidzi, Kitdb Ash-Shaldh, No. 413.
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Jadi shalat merupakan tolak ukur amal seseorang, dari amalan wajib
seseorang bisa menambah dengan amalan-amalan sunah untuk
memperkuat keyakinan dan agamanya.

Kedua (éjfjl\ 1$15) yaitu “menunaikan zakat”, zakat merupakan

ibadah finansial wajib sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan
merupakan tanggung jawab seorang Muslim terhadap rezeki atau
penghasilan yang telah diterimanya. Zakat juga merupakan rukun Islam
yang wajib ditunaikan bagi orang yang mampu dan hartanya sudah
mencapai nishdb, biasanya bentuk zakat seperti ini adalah zakat mal yang
ditujukan kepada orang-orang kaya (muzakki) dan ditasharrufkan kepada
orang-orang miskin (mustahiq), zakat adalah penegak agama secara sosial
maupun spiritual dan merupakan pelanggaran serius bagi orang yang tidak
menunaikannya, seperti dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim, dari Abli Hurayrah r.a berkata Rasulullah Saw bersabda: “Islam
dibangun atas 5 perkara: syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat,
puasa ramadhan dan pergi haji ke Baitullah”® Zakat sebagai betuk
solidaritas antarumat Islam yang merupakan ketaatan terhadap Allah,
penegak agama secara zhdhir dan bdthin dan bermanfaat untuk
mengurangi kesenjangan perekonomian.

Ketiga (q;;;ﬂ\i \3}{\3) yaitu mengajak kebaikan, menjaga agama

salah satunya adalah mengajak untuk kebaikan, baik yang berupa syariah
maupun mu ‘amaldh. Mengajak kebaikan dalam syariat seperti mengajak
shalat, membayar zakat, mengajak untuk berpuasa dan haji apabila sudah
mampu secara fisik maupun finansial, serta memberitahu faedah-faedah
yang terkandung dalam ibadah hablun min Alldh. Sedangkan mengajak
kebaikan untuk ibadah mu ‘dmaldh seperti mengajak untuk tidak berbuat
curang dalam bertransaksi, tidak menipu orang lain, tidak melakukan judi,
tidak mengadu domba, tidak memfitnah orang lain, tidak iri dengki, dan
hal-hal lain yang dapat merugikan orang lain. Mengajak kebaikan
sangatlah luas karena banyak sekali hal-hal yang dilakukan seseorang
yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah saja, seperti kebaikan dalam
bekerja, tidak korupsi, kebaikan dalam rumah tangga, terhadap orang tua,
tentangga, bahkan kebaikan terhadap makhluk hidup lainnya, seperti
hewan dan tumbuhan. Untuk mengajak kebaikan identik dengan orang
yang mempunyai kuasa (uli al-amr) karena mereka mempunyai
wewenang untuk mengajak warganya, rakyatnya atau umatnya, karena

$ Shahih al-Bukhari, Kitdb al-Imdn, No. 8. Dalam Al-Ghazali, 4l-Mustashfd Min ‘IIm

Al-Ushil, n.d.
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pemimpin yang berkuasa tidak hanya sekedar memerintah saja melainkan
menegakkan sebuah agama (hifzh al-din).’

Keempat ( Jid\ o¢ 1593 yang berarti mencegah kemungkaran

merupakan salah satu bentuk dakwah dalam menegakkan agama Islam
yang biasanya bergandengan dengan amar ma’rif. Ketika seorang
Muslim diberikan kekuasaan untuk memimpin sebuah kekuasaan, maka
tujuan utamanya adalah bukan duniawi melainkan alat untuk menegakkan
agama Allah, mengajak untuk berbuat baik sesuai dengan nilai-nilai al-
Qur’an dan Hadis, dan juga mencegah kemungkaran.!® Jadi dalam hifzh
al-din seseorang harus mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, pergi haji
ke Baitullah dan melakukan amar ma riif nahy munkar.

2) Hifzh an-Nafs

Hifzh an-nafs atau al-muhdfazhah ‘ald al-nafs yaitu jaminan
keselamatan jiwa, yang meliputi jaminan untuk hidup secara aman,
terhormat dan mulia, termasuk juga jaminan keselamatan nyawa,
keselamatan anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia.
Kehormatan manusia mempunyai hak dan diberi kebebasan dalam
menenetukan profesi, kebebasan berfikir, mengeluarkan pendapat,
kebebasan berbicara dan kebebasan dalam menetukan tempat tinggal,
dalam Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 195 Allah Swt Berfirman:

Cond &3l AT ) 2l V38 Y 40 i o3 158

RNERY]

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam

kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik”.

Dalam kaliamat Wald tulqii bi’aydikum ila at-tahliikah yang artinya
“Jangan menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan” diartikan sebagai
pencegahan terhadap “Self~-Harm” (menyekiti diri sendiri), karena
menjaga jiwa merupakan bentuk dari magdshid al-syari ‘ah. Dalam Tafsir
al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, pada Q.S al-Baqarah Ayat 195
merupakan perintah untuk berinfaq di jalan Allah, karena infaq merupakan
sebuah kebaikan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, terlebih jika
harta infaq ditasharufkan untuk kebaikan di jalan Allah, dengan
melakukan kebaikan seseorang tidak akan terjerumus di dalam

° Dina Taflilah, “Pengaruh Lingkungan Pendidikan Keluarga dalam Pembentukan
Karakter Anak Perspektif Islam dalam Sarah Thaha Ayat 132 dan Al-Hajj Ayat 41,” dalam
Jurnal Al-Burhan, Vol. 23 No. 02 Tahun 2023, hal. 254-262.

19 Fakhri Putra Tanoto, “Tafsir Tarbawi Q.S. Al-Hajj Ayat 39-41: Penguatan Sistem
Pertahanan,”  dalam  Research Gate, No. 2 June 2022, hal. 1-17.
https://www.researchgate.net/publication/361542521%0ATafsir. Diakses pada 5 Januari
2025.
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kebinasaan, orang yang melakukan kebaikan tentu mereka percaya akan
keesaan Allah serta terdapat nilai-nilai positif yang melekat di dalam
dirinya, karena mereka mendapatkan ketenangan lahir dan batin.!!

Dalam perspektif hermeneutika Abdullah Saeed pemaknaan yang
terdapat dalam kalimat wala tulgui bi’aydikum ild at-tahliikah, dimaknai
sebagai larangan berprilaku destruktif yaitu self-harm karena dapat
merusak jiwa dan menghancurkan potensi manusia, pelarangan terhadap
self-harm akan berdampak terhadap psikologis seseorang, sehingga
mengharuskan mereka untuk mencari solusi untuk mengobati mental dan
emosional yang kurang stabil.!?> Perilaku self-harm dilakukan karena
seseorang tidak bisa mengungkapkan secara verbal permasalahan yang
menyebabkan emosional dan mental terganggu sehingga mereka
melampiaskan keadaan tersebut dengan cara menyakiti dirinya sendiri
baik dengan cara memotong anggota tubuh, meminum racun, mencakar,
menjambak yang menyebabkan dirinya sendiri terluka bahkan meninggal
dunia. Jika hal ini dilakukan seseorang yang secara mental dan emosional
kurang stabil, maka dapat merusak hifzh nafs, salah satu magashid al-
syari ‘ah yang perlu dijaga karena merupakan kebutuhan dharuriyyat.

Pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional dengan
melakukan keseimbangan hidup, yaitu secara material maupun secara
spiritual. Islam menganjurkan seseorang harus menjaga hati, pkiran, dan
perasaan dari rasa bersedih yang berlebihan karena perasaan tersebut dapat
memicu ketidaksehatan mental dan emosional yang dapat menyebebakan
seseorang dapat melukai fisiknya karena keputusasaan terhadap masalah
yang sedang menimpanya.'’ Kontekstualisasi dalam pencegahan self-
harm yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 195 yaitu dengan
cara: Pertama, menyadari bahwa tubuh merupakan anugrah [l1ahi yang
perlu dijaga, dirawat, karena memotong, merusak atau melukai diri sendiri
merupakan merupakan tindakan yang dapat merusak mental yang
bertentangan dengan prinsip magqdshid al-syari‘ah. Kedua, ayat ini
mengingatkan seseorang untuk berbuat baik tidak hanya terhadap orang
lain, melainkan juga berbuat baik terhadap dirinya sendiri sehingga tidak
sampai terjerumus dalam perbuatan self~harm, kesedihan merupakan
manusiawi, tetapi seseorang harus bisa mengendalikan kesedihan biar

"' M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbéh Stirah Al-Fatihah, Siirah Al-Bagarah, Volume

1, Edisi Baru, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hal. 564-566.

12 Putri Ning Kautsar, “Dampak Self-Harm (Menyakiti Diri Sendiri) Dalam Al-Qur’an

Analisis Terhadap QS. Al-Bagarah Ayat 195 Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed” dalam
Disertasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2025, hal. 67.

13 Fenti Zahara Nasution and Selly Angraini, “Gambaran Perilaku Self-Harm pada

Remaja,” dalam Jurnal JRIK, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 121-137.
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tidak berlebihan, karena dalam QS. al-Taubah (9) Ayat 40 Allah
Berfirman:

e 5L

Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.

Jika kita berpikir kalau masalah kita sebesar kapal, kita juga harus
berpikir bahwa pertolongan dan Rahmat Allah seluas samudra, karena
Allah selalu membersamai orang-orang yang beriman. Semua orang di
dunia ini tidak ada yang tidak mempunyai masalah, ada yang dicoba
dengan tetangganya yang usil, ada yang dicoba dengan mertuanya yang
selalu ikut campur tangan dalam rumah tangganya, ada yang dicoba
dengan suaminya, anaknya, saudaranya, perekonomiannya, teman
kerjanya, dan lain sebagainya. Rasulullah Saw, seseorang yang paling
disayangi Allah Swt diberikan cobaan dan ujian yang bertubi-tubi, tapi
beliau bisa melewatinya karena keyakinannya terhadap Tuhannya yang
selalu membersamainya. Seperti dalam Sarah al-Insyirah (94) Ayat 5-6

Allah Berfirman: A ) Ly . L

50 pldll gz O 1500 lall aa (e
Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
beserta kesulitan ada kemudahan.

Penggalan ayat tersebut juga berkaitan dengan penggalan ayat lain
yang terdapat dalam Q.S. Yasuf (12) Ayat 87 “wd ld tay'asii min riihi
llah” yang berarti janganlah putus asa terhadap Rahmat Allah. Jika
seseorang mampu memahami penggalan ayat-ayat al-Qur’an tentang
motifasi, larangan untuk bersedih secara berlebihan, dibalik banyaknya
masalah pasti ada solusi yang akan datang, pasti tidak ada umat manusia
di muka bumi ini yang melakukan self~-harm, sehingga hifzh nafs dapat
terjaga dengan baik.!'

3) Hifzh al-‘Aql,

Hifzh al-‘aql atau al-muhdfazhah ‘ald al-‘aql yaitu jaminan
keselematan akal yaitu terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang
menyebabkan terjadinya kejahatan di masyarakat, kerusakan akal dapat
disebabkan oleh minum-minuman keras, khamr, narkoba atau sejenisnya
yang menyebabkan hilangnya kesadaran bagi yang mengkonsumsinya,
bahkan dampak terburuk dari rusaknya akal yang disebabkan oleh khamr
adalah pembunuhan, pemerkosaan bahkan kematian.!> Allah Berfirman
dalam al-Qur’an Sdrah al-Bagarah (2) Ayat 219:

14 M. M Amiruddin and M. R Ab. Aziz, “Mashlahah as an Islamic Source and Its
Application in Financial Transactions,” dalam Quest Journals: Journal of Research in
Humanities and Social Science, Vol. 5 No. 2 Tahun 2014, hal. 23-40.

15 Shihab, Tafsir Al-Mishbdh Sirah Al-Fétihah, Sirah Al-Bagarah, hal. 564-566.
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W /w.

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi.
Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat
bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada
manfaatnya.

Sebab turunnya ayat ini berkenaan ketika ada seorang sahabat
datang dan mereka bertanya tentang khamr dan judi, turun berkenaan
dengan Umar bin Khaththab, Mu‘adz bin Jabal, dan beberapa orang
Anshar, mereka mendatangi Rasulullah Saw dan berkata: “Beritahulah
kami tentang hukum arak dan judi, sebab arak melenyapkan akal dan judi
melenyapkan harta”, maka Allah Swt menurunkan Ayat 219 dari Strah al-
Bagarah tersebut. !¢

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan minuman keras (khamr)
disusul dengan berjudi, karena dulu pada zaman jahiliyah sering minum
sambil berjudi. Yang disebut khamr adalah sesuatu yang memabukkan
terlepas dari bahan baku apa yang dibuatnya, minuman yang berpotensi
memabukkan jika diminum oleh orang normal dalam jumlah yang normal
dan tidak menyebabkan mabuk maka tetap disebut sebagai khamr, jadi
bukan karena bahan bahan pembuatannya dari alkoholik melainkan dari
potensi yang menyebabkan orang mabuk ketika meminumnya. Hal ini
dibantah oleh Hanafi, mereka menilai bahwa khamr merupakan minuman
yang memabukkan yang terbuat dari anggur. Adapun minuman yang
terbuat dari kurma, gandum, yang berpotensi memabukkan jika
dikonsumsi dalam jumlah yang tidak wajar maka tidak disebut sebagai
khamr, dan tidak haram jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar,
menjadi khamr jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak sampai
menyebabkan orang tidak waras.!”

Selain khamr ayat tersebut juga menjelaskan tentang larangan
berjudi “maysir”’ yang berarti gampang, kasudnya adalah harta hasil judi
dapat diperoleh dengan gampang, tanpa usaha, kecuai menggunakan
undian yan dibarengi dengan faktor untung-untungan, tindakan ini dapat
menyebabkan hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan,
kebohongan, memperoleh harta tanpa hak, benih-benih permusuhan, dan
juga terdapat manfaat duniawi bagi hanya segelintir orang saja seperti
keuntungan materi dan kesenangan sementara saja. Ada juga Riwayat

16 Wahbah Az-Zuhaill, Tafsir Al-Munir: ‘Aqidah, Syari‘ah, Manhaj (Sirah Al-Fatihah

& Surah Al-Bagarah), Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 494-498.

7 R. P. F Astuti, A Mujahidin, and I. K Ningrum, “Ibn Taimiyyah’s View on

Government Intervention in Pricing,” dalam Jurnal Istigro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi
dan Bisnis, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021, hal. 163-171.
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yang menceritakan bahwa pada masa jahiliyah harta hasil judi
disumbangkan kepada fakir miskin, semua itu adalah manfaat duniawi
sedangkan dosa yang diperoleh lebih besar. Minum khamr dan judi
merupakan kegiatan yang dapat merusak akal sehat manusia, sehingga
perbuatan ini sangat dikecam dalam al-Qur’an. Selain tidak bisa al-
muhdfazhah ‘ala al-‘aql, khamr dan judi juga tidak dapat memenuhi
magqdshid al-syari‘ah perlindungan terhadap harta (4l-muhdfazhah ‘ald
al-mal), dalam al-Qpr’/e}n Strah a!:Mﬁidah (5) Ayat 90: ‘ .
Jae (s G a3V Qe Sudalls Sadd) W) 155 Gl gl
O30 aSIal s 30A i)
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak
panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka,
Jjauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Salah satu cara dalam hifzh agl (menjaga akal) adalah tidak minum
khamr.'® Dalam Tafsir al-Munir khamr adalah minuman dari hasil anggur
yang direbus dengan sangat panas dan berbusa, menurut jumhur Ulama
segala macam jenis khamr yang yang memabukkan dapat merusak akal
sehat dan kewarasan.'” Menurut Ulama Hanafiyah, karena khamr adalah
berasal dari anggur yang direbus, mereka mengatakan bahwa khamr dari
anggur saja yang diharamkan, dan segala sesuatu yang memabukkan tetapi
tidak berasal dari anggur tidak disebut khamr, pendapat tersebut dibantah
oleh jumhur Ulama, karena keharaman khamr tidak terbentuk terbentuk
dari giyds. Keharaman berlaku untuk segala jenis yang memabukkan, dan
segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram, karena dapat merusak
akal, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Umar, Hadis
No. 2003, Rasulullah Saw Bersabda:

S K J6 ali g asle 4 a1 e agie Wl o 5 il e

(..\AA\ a\}‘)) 20 é\‘}iggfmfa de 3.2;

Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang
memabukkan adalah haram. (HR. Ahmad)

18 Dalam Tafsir Al-Mishbah, Khamr merupakan segala sesuatu yang memabukkan,

salah satu hal yang dapat merusak harta, akal kewarasan adalah meminum minuman yang
memabukkan, disusul dengan pelarangan berjudi yang secara nyata dapat memusnahkan harta,
setelah itu disusul dengan pelarangan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala karena
dapat merusak agama dan keimanan. Ayat tersebut memerintahkan umat manusia untuk Aifzh
aql, hifzh mal dan hifzh din secara beriringan, 3 tujuan syariah dalam satu ayat termaktub dalam
al-Qur’an Stirah al-Maidah Ayat 90. M. Quraish Shihab, Tafsir AI-Mishbdah Siirah Al-Mdidah
Strah Al-An’am, Volume 3, 15th ed., Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 234-237.

19 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir AI-Munir (‘Agidah Syari‘ah Manhaj), Jilid 4, Jakarta:

Gema Insani, 2016, hal. 58—62.

20 Abu Al Husein, Shahih Muslim, Juz 3, Kairo: Dar Al-Kutub, 1918, hal. 265.
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Betapa sangat jelas disebutkan dalam al-Qur’an maupun Hadis
tentang larangan minum-minuman yang memabukkan (khamr), baik
dalam jumlah sedikit maupun banyak, bahkan minum-minuman khamr
disebut sebagai ummul khabd’its (induk keburukan atau kejahatan),
karena orang yang hilang akal sehatnya dapat melakukan kejahatan-
kejahatan lainnya, seperti membunuh, memperkosa dan kemaksiatan
lainnya, karena orang yang tidak punya akal sehat tidak akan bisa
mengontrol dirinya sendiri, sehingga kejahatan dan kemaksiatan dapat
dilakukan tanpa adanya kendali, seperti dalam Hadis yang diriwayatkan
oleh an-Nas&’1 dalam Sunan al-Kubrd No. 5666 <sGall & 5230 &) yang
berarti “Sesungguhnya khamr itu adalah induk dari keburukan” '

Selain merusak moral khamr juga dapat merusak kesehatan dan
mengganggu keamanan sosial. Salah satu field reseach yang dilakukan
oleh Aprianus Arnoldus Tes, kebiasaan minum-minuman keras (khamr)
dilakukan oleh semua kalangan, dari yang mulai remaja hingga bapak-
bapak yang sudah tua. Mereka menganggap hal itu bukanlan kejahatan,
melainkan kebiasaan untuk merayakan hari atau momen-momen tertentu,
seperti pernikahan, ulang tahun, anniversary dan lain sebagainya. Miras
sudah menjadi kebiasaan yang dianggap bukan perkara yang tabu lagi,
faktor lain yaitu lingkungan yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus
dan terbiasa meminum-minuman keras. >* Alasan lain yang menyebabkan
orang memutuskan untuk terbiasa minum miras adalah karena individu itu
sendiri, sudah terbiasa jika mendengar seseorang minum miras untuk
mengatasi badan yang capek, lelah, stres, bahkan miras disebut sebagai
obat atau jamu untuk menghilangkan kepenatan.

Dalam kajian magqdashid al-syari‘ah, hifzh al-‘aql (menjaga akal)
merupakan salah satu dari lima tujuan utama. Hadis yang sering dijadikan
dalil tentang pentingnya menjaga akal, khususnya yang berkaitan dengan
larangan minuman keras, adalah Hadis tentang keharaman khamr, karena
khamr merusak akal. Khamr diharamkan karena merusak akal, sehingga
menunjukkan bahwa akal adalah sesuatu yang dijaga oleh syariat.
Larangan ini menunjukkan perlindungan terhadap fungsi intelektual dan
moral manusia, salah satu aspek utama dalam magqgdashid al-syari ‘ah.

4) Hifzh an-Nasl,

Hifzh an-nasl atau al-muhdfazhah ‘ald al-nasl yaitu jaminan
keselamatan keturunan merupakan upaya untuk mendapatkan keturunan
dengan cara yang halal (pernikahan) dengan tujuan untuk

2! Sunan Ibn Majah, Kitab Al-Ashribdn (Minuman), n.d.

22 Aprianus Arnoldus Tes, Theresia Puspitawati, and V Utari Marlinawati, “Fenomena
Perilaku Mengkonsumsi Minuman Keras Mahasiswa Program Studi S-1 Kesehatan
Masyarakat Universitas Respati Yogyakarta,” dalam Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas
Respati, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 26.
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mempertahankan populasi manusia yang berkualitas dengan cara
mengasuh dan mendidiknya dengan baik sehingga menghasilkan
keturunan yang cerdas, shalih dan shalihah serta berbudi perkerti dan
berakhlaqul karimah. Dalam al-Qur’an Strah al-Isrd’ (17) Ayat 31 Allah
Berfirman: o \ N ) \

1538 s (IS a8 51 EUI 268555 BA5 5ol Aana A&ay 51 5EE v
Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah
vang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya
membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Dalam Tafsir al-Mishbah Karya Quraish Shihab ayat itu turun
berkenaan dengan kebiasaan orang jahiliyah yang membunuh anak-anak
perempuan karena faktor kekhawatiran kemiskinan, kekhawatiran
diperkosa dan juga berzina, dan Allah memerintahkan untuk menghindari
segala kekhawatiran seperti itu, Allah lah yang memberi rizqi pada setiap
hambanya yang mau berikhtiar untuk mencarinya, karena sesungguhnya
membunuh itu adalah dosa besar.?* Allah yang memberi rizqi pada setiap
anak yang lahir, Allah juga yang memberi rizqi pada setiap orang tua dan
semua orang, dan perintah Allah adalah untuk berkerja dengan
semaksimal mungkin dengan mensyukuri setiap hasil yang diperolehnya,
seperti terdapat kata-kata bijak yang mengatakan: “Bekerjalah untuk
duniamu seakan kau hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu
seakan kau besok akan tiada”. Larangan membunuh dalam ayat tersebut
untuk melindungi jiwa-jiwa yang tidak bersalah yang sudah dijamin
rizqinya oleh Allah yang merupakan bentuk dari Aifzh al-nasl, bentuk hifzh
al-nasl juga terdapat dalam al-Qur’an Sarah al-Isra’” (17) Ayat 32:

St sl 5 anald G A3 15858 Y
Janganlah kamu mendekati zina.** Sesungguhnya (zina) itu adalah
perbuatan keji dan jalan terburuk.

Ayat tersebut adalah larangan untuk mendekati zina, mendekati hal-
hal yang memicu untuk berbuat zina, dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka,
hal-hal yang dapat memicu perzinahan seperti mempunyai hubungan baik
dengan laki-laki yang bukan mahramnya, memandangnya, menyentuh
tangannya, meraba, mencium, serta berkhalwat yang disertai dengan
syahwat. Hamka juga mengutip Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad
dalam Tafsirnya: “Janganlah seorang pria berkhalwat dengan seorang

23 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbdh: Pesan Kesan dan Keserasian, Volume 7,
Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 77-79.

24 Zina merupakan memasukkan alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan
tanpa adanya ikatan pernikahan. Yahya Fathur Rozi, “Penafsiran ‘La Taqrabl Al-Zinad’ dalam
QS. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir
Al-Mishbah Karya M.Quraish Shihab),” dalam Jurnal QiST: Journal of Qur’an and Tafseer
Stidies, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 65-77.
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wanita (tanpa disertai mahramnya), karena sesungguhnya yang ketiga
adalah setan”.

Larangan mendekati zina yang memicu perbuatan zina salah satu
bentuk hifzh al-nas! (menjaga keturunan) dari nasab yang tidak jelas, di
era yang serba modern, hamil di luar nikah dianggap hal yang biasa, aborsi
dilegalkan, pacaran, check in adalah hal yang lumrah, kekerasan seksual,
pemerkosaan hingga menyebabkaan IMS (Infeksi Menular Seksual),
bahkan kehamilan yang tidak jelas siapa bapaknya, padahal prilaku
tersebut dapat mebahayakan kesehatan, emosional, hukuman sosial dan
juga hukuman spritual.

M. Quraish Shihab merujuk pada pendapat Sayyid Quth bahwa
perzinahan menyebabkan beberapa pembunuhan yang menyebabkan Aifzh
al-nasl tidak dapat tercapai, yaitu: Pertama, sperma yang ditempatkan
pada rahim perempuan (bukan istri), menyebabkan keinginan untuk
menggugurkan atau membunuh janin yang terdapat dalam kandungan,
kegiatan aborsi tidak hanya membunuh janin saja, melainkan juga
membahayakan nyawa perempuan, seperti pendarahan, infeksi,
eklampsia, hingga dampak terburuk dapat menyebabkan kematian.?
Kedua, jika anak yang dilahirkan tidak jelas nasab bapaknya maka akan
membunuh kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan anak tersebut,
hal ini menyebabkan kematian terhadap umat. Selain kedua jenis
pembunuhan tersebut, orang yang melakukan perzinahan secara syariat
dapat dihukum rajam (dilempari batu sampai mati) bagi pezina muhshan
(pezina yang sudah mempunyai suami/ istri), dan dihukum cambuk 100
kali serta diasingkan dari wilayahnya bagi pezina ghayru muhshan (pezina
yang tidak mempunyai suami/istri).>* Menjaga keturunan untuk menjadi
dhurriyyah yang baik supaya salah satu magashid al-syari ‘ah yang berupa
hifzh al-nasl yang terdapat dalam Q.S al-Isrda’ Ayat 31 dan 32 dapat
terpenuhi adalah dengan cara tidak melakukan perzinahan, tidak
membunuh keturunan karena takut miskin dan tidak bisa memberinya
makan, dalam QS. al-Nisd’ (4) Ayat 3 Allah Berﬁrman

uhj‘fuow\uaeﬁu&u\j)‘;&b@ﬂ\ \}La.us.\Y\e.:s;u\j
\}yu‘}!\u_m\db eS.ILA.\\Q—\SLQLAJ\/DSA\ﬁ\)jJ’—\Y e.:s;u\ﬁcc‘.\f)j

% Miftahul Jannah, “Analisis Larangan Abosi pada Tafsir Al-Azhar: Studi Magashid
al-Syari‘ah Surat Al-Isrd’ Ayat 31,” dalam Jurnal El-Warogoh: Jurnal Ushiiluddin dan
Filsafat, Vol. 9 No. 1 Tahun 2025, hal. 1-19.

26 Rozi, “Penafsiran ‘LA Tagrabli Al-Zina’ dalam QS. Al-Isrd’ Ayat 32 (Studi
Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbadh Karya
M.Quraish Shihab).” hal. 324.
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Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih
dekat untuk tidak berbuat zhalim.
5) Hifzh al-Mal

Hifzh al-mal atau al-muhdfazhah ‘ald al-mal atau jaminan
keselamatan harta benda yaitu meningkatkan kekayaan dengan cara yang
halal dan tidak mencari kekayaan dengan menzhalimi atau mencurangi
orang lain, dalam al- Qur an Shrah al-Nisd’ (4) Ayat 29

ol 55 e 858 (58 1Y) gl 28 oK 5 \)xsuwju\wqm@u
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang bdthil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Ayat tersebut ditujukan untuk semua orang dalam bentuk larangan
memakan harta secara bdthil, dalam Tafsir al-Munir harta dalam kalimat

(E)ﬁ/\}’:\) adalah harta milik sendiri maupun harta milik orang lain, karena

sesungguhnya harta yang dimiliki seseorang adalah harta milik umat dan
memiliknya hanya bentuk nisbi (titipan) sehingga harus mempergunakan
harta titipan Allah dengan baik dan bermanfaat. Tidak bdthil terhadap
harta milik sendiri seperti, tidak mempergunakan harta untuk
kemaksiatan, berjudi, meminjamkan kepada seseorang dengan syarat
mengembalikannya disertai dengan ribd, dan mentasyarrufkan sebagian
harta untuk bersedekah, berinfaq dan juga berzakat. Tidak bdthil terhadap
harta orang lain seperti tidak menipu dalam ketika berdagang, tidak
mengurangi timbangan, tidak gharar, jujur dan transparan dalam ber-
mu ‘dmaladh.

Selain larangan bdthil terhadap harta, ayat tersebut juga
menganjurkan untuk melakukan perniagaan yang bertujuan untuk
melangsungkan kehidupan, bukan tujuan utama dalam hidup, karena
sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang kekal. Berniaga dengan baik,
jujur dan saling ridhd bertujuan untuk persiapan dalam melangsungkan
kehidupan di akhirat.>” Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir
menambahkan keterangan untuk memperkuat ayat tersebut dalam Hadis
Nabi yang diriwayatkan oleh al-Asbihani Rasulullah Saw Bersabda:

27 Al-Ashbahani, At-Targhib Wa at-Tarhib, 3/116. Dalam Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir
Al-Munir: ‘Aqidah, Syari‘ah, Manhaj, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 135-144.



g_uL\u\dlﬂm--;L;\.d\ur_ggw‘;\\ucwaj\uca‘).q;@\ uu;u;,;-_

e 1305 185 118 5130515 2018 13 ¢l - A G i
86558 aetle IS 303 15505 15200 195154 150500 13051 45,45
(Sleiall ol 5 3)8) 5 hmns o aa e e 248 GR35 ) sl

Sebaik-baiknya pekerjaan adalah pedagang yang apabila dia berbicara
tidak berbohong, jika dia berjanji tidak mengingkari, jika berbicara tidak
berhianat, jika dia membeli tidak mencela (barang dagangan yang akan
dibeli), jika dia menjual tidak memuji (barang dagangannya), jika dia
punya utang tidak menunda-nunda (untuk membayarnya) dan jika dia
punya piutang tidak akan mempersulit orang yang behutang kepadanya.
(HR. Al-Ashbahani)

M. Quraish Shihab dalam karya Tafsir Al-Mishbah dalam
menafsirkan Q.S al-Nisd’ (4) Ayat 29, diawali dengan menyebutkan
tentang sebuah pernikahan yang membutuhkan harta, setidaknya untuk
mas kawin dan juga untuk memenuhi kehidupannya setelah pernikahan.
Islam mengakui kepemilikan harta secara pribadi, namun harta yang
sesungguhnya dimiliki oleh individu adalah harta bersama (terdapat hak-
hak orang lain) yang dititipkan dalam harta seseorang.’’ Dalam hal
duniawi, harta adalah salah satu kelemahan seseorang selain tahta dan
wanita. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting setelah nyawa,
bahkan seseorang rela mempertaruhkan nyawanya untuk memperoleh
harta. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang larangan membunuh orang
lain, apalagi hanya disebabkan oleh harta, karena sesungguhnya
membunuh orang sama dengan membunuh diri sendiri, karena hak orang
lain sama dengan hak kita, jika orang lain terbunuh karena kita maka kita
juga terancam terbunuh karena perbuatan kita.

Tafsir Kementerian Agama RI pada Strah al-Nisd’ Ayat 29
menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang seseorang untuk mengambil
harta orang secara bdthil kecuali dalam kegiatan perdagangan saling
ridhd, mengambil harta orang lain secara bdthil secara umum dapat
diklasifikasikan menjadi 3 poin yaitu: Pertama, Islam sangat mengakui
hak pribadi, jadi harta milik pribadi bisa mendapatkan perlindungan
kepemilikan dan orang lain tidak dapat mengganggu kepemilikannya,
perlindungan kepemilikan pribadi dapat berupa sertifikat hak milik
kekayaan sehingga orang lain tidak dapat mengganggu atau
menggugatnya. Kedua, kepemilikan pribadi yang sudah mencapai batas
jumlah kekayaan yang disyariatkan, adanya pentasyarrufan harta berupa

28 Al-Baihaqi, Syu’ab al-Iman. No. 4513.
2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbdh: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’dn

(Siirah Al 'Imrén, Siirah Al-Nisa’), Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 584-585.
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Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang akan digunakan untuk
kepentingan agama dan kepentingan bangsa. Ketiga, kepemilikan atau
harta pribadi yang dikuasai oleh seseorang dalam jumlah banyak, dan
sebagian orang disekitar membutuhkan harta tersebut, maka tidak bisa
diambil semena-mena tanpa seizin yang mempunyai harta.>* Terdapat
juga dalam Hadis.?! Dari Ab( Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah
Bersabda; , )
Gl Alla (31 Gy QB 5 -0 e gie ) oy 5 a8 ci ) 2 (e
(ol ol 5 )2 54

Barang siapa yang didatangi (dirampas) hartanya, maka hendaklah ia
melawannya. Jika ia terbunuh (karena mempertahankannya), maka ia
adalah syahid. (HR. Bukhar?)

Tingkatan mashlahah dhaririyydt dalam Hukum Islam merupakan
tingkat tertinggi, karena Jika satu dari lima prinsip ini terancam, syariat
memberikan dispensasi (rukhshah), seperti: Boleh makan bangkai saat
darurat kelaparan (QS. al-Baqarah (2) Ayat 173), boleh meninggalkan
jihad jika nyawa terancam (QS. al-Nisd’ (4) Ayat 97). Hukum bisa
berubah jika berkaitan dengan dhaririyydt, contoh: ketika sedang darurat
perang, boleh memakan makanan haram jika tidak ada pilihan. Contoh
lain dalam darurat medis, yaitu boleh transfusi darah meski ada unsur
najis.>> Mashlahah dhaririyyat adalah pondasi utama syariat Islam untuk
menjaga hak-hak dasar manusia. Jika prinsip ini dilanggar, stabilitas
masyarakat akan runtuh. Oleh karena itu, hukum Islam fleksibel dalam
keadaan darurat selama tetap berpegang pada magdshid al-syari ‘ah.>*

b. Mashlahah Hdjiyyah (Sekunder)

Mashlahah hdjiyyah (i) uad) adalah kebutuhan sekunder yang
bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan,
meskipun tidak sampai mengancam eksistensi manusia seperti
dharuriyyat. Jika hdjiyvah diabaikan, manusia akan menghadapi
kesempitan (haraj), tetapi tidak sampai kehancuran total. Ulama
seperti asy-Syathibi ~ menjelaskan ~ bahwa  hdjiyyah  berfungsi
sebagai pelengkap (takmilah) bagi dharuriyydt, memastikan kehidupan
berjalan dengan lebih mudah dan teratur. Sebagai salah satu bentuk

30 Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir Stirah Al-Nisa' Ayat 29 Sebagai
Landasan Hukum Akad Bai' Assalam dalam Praktek Jual Beli Online,” dalam Jurnal Rayah
Al-Islam, Vol. 7 No. 1 Tahun 2023, hal. 271-287.

31 Wahbah Zuhaili, Ushiil Al-Figh Al-Islami, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998, hal. 96.

32 Shahth al-Bukhari, Kitab al-Mazalim (Kitab tentang Kezaliman), Hadis No. 2480.

33 Kamali and Mohammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence, Cambridge:
Islamic Texts Society, 2003, hal. 296-297.

34 S Al-Daghistani, “Beyond Mashlahah: Adab and Islamic Economic Thought,” dalam
American Journal of Islam and Society, Vol. 39 No. 3 Tahun 2022, hal. 57-86.



56

kemaslahatan, ciri-ciri mashlahah hdjiyyah yaitu: 1) Bersifat kebutuhan

praktis, yaitu memudahkan pelaksanaan ibadah atau mu ‘dmalah. 2) Tidak

vital tapi penting, jika tidak terpenuhi, tidak mengancam nyawa atau
agama, tetapi memberatkan. 3) Diberi keringanan (rukhshah), dan syariat
memberikan dispensasi dalam kondisi tertentu.

Contoh penerapan mashlahah hdjiyyah dalam hukum Islam, seperti
dalam bidang ibadah yaitu bolehnya jama /gashr shalat saat bepergian,
bolehnya tayammum jika tidak ada air. Seperti yang terdapat dalam al-
Qur an Sarah al-Nisa’ (4) Ayat 101,

?“hu\ DJLA\UA\})AL)\CM;?SJLUAJEUAJY\@?MP\AU
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Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk

mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur.

Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Memaksakan diri keluar dari mashlahah hdjiyyah merupakan
tindakan yang tidak akan memberikan kemaslahatan. Jadi mashlahah
hdjiyyah berfungsi untuk memperluas maqdshid dan menghilangkan
kesulitan, walaupun secara krusial kerusakan mashlahah hdjiyyah tidak
merusak seluruh mashlahah, sebagaimana dalam mashlahah dhaririyyat.
Adalapun tujuan dari mashlahah hdjiyyah dari segi penetapan hukumnya
dikelompokkan menjadi 3 yaitu:*

1) Hal-hal yang deperintah dalam syara‘, seperti mendirikan sekolah
dalam dukungannya untuk menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas
akal, maka mendirikan sekolah merupakan hal yang penting, namun
jika sekolah tidak didirikan tidak berarti menghalangi seseorang
dalam mencari ilmu, karena mencari ilmu dapat dilakukan dimanapun
di luar sekolah. Kebutuhan akan pemenuhan tempat untuk mencari
ilmu “sekolah” berada dalam tingkat mashlahah hdjiyyah dalam
konteks hifzh ‘aql.

2) Hal-hal yang dilarang dalam syara® untuk melakukannya, yaitu
menghindarkan secara tidak langsung terhadap salah satu unsur
dharuriy. Contoh pelarangn zina itu adalah untuk menjaga mashlahah
dharuriyydt, namun segala perbuatan yang menjurus kepada
perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini menpunyai tujuan untuk
menutup pintu supaya tidak terjadi perzinahan, misalnya adalah
khalwah, merupakan pelarangan dalam tingkat menjaga mashlahah
hajiyyah dalam konteks hifzh nasl.>®

35 Salma Salma, “Mashlahah dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam Jurnal llmiah Al-

Syir’ah, Vol. 10 No. 2 Tahun 2016, hal. 67-80.

36 Anon, “Tas’ir (Price Control) in Islamic Law,” dalam Asian Journal of Islamic Social

Sciences, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, hal. 341-360.
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3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk adalah hukum rukhshah
(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia.
Sebenarnya tidak ada rukhshah pun tidak akan hilang unsur yang
terdapat dalam mashlahah dhariariyydt, tetapi manusia akan
mengalami kesulitan. Adapun rukhshah yang berlaku untuk hukum
ibadah seperti shalatnya seorang musafir boleh di jama /qashr,
rukhshah dalam bidang mu ‘dmalah seperti contoh jual beli dengan
metode salam (pesanan), dalam bidang jindydt seperti contoh
memaafkan atau membatalkan gishdsh bagi pembunuh dan diganti
dengan diyah (denda) ataupun dengan tanpa diyah sama sekali.
Kemudahan-kemudahan tersebut merupakan mashlahah dalam
tingkat hdjiyyah. Terdapat dalam Strah al-Ma’idah (5) Ayat 6 tenteng
rukhshah bagi seseorang yang berada dalam perjalanan.

‘;M\M‘j\hw\uﬂéﬂh\déj\‘)mé‘;j\@d ?l‘su\)----
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Jika kamu sakit,>’ dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air
(kakus), atau menyentuh perempuan®®, lalu tidak memperoleh air,

bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan
tanganmu dengan (debu) itu.”

Selain itu rukhshah dalam bidang mu ‘dmalah adalah, kebolehan jual
beli salam (pesanan) untuk kebutuhan perdagangan, sewa-menyewa
(yarah) dalam Hadis Nabi Muhammad Saw:
r"'“j’ )‘C&: M\L;m:;\ﬂ\ J@ -6 Wie “\ijwu, u;\
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Dari Ibnu Abbasr.a., ia berkata: Ketika Nabi Saw datang ke Madinabh,
mereka terbiasa melakukan salam (jual beli pesanan di muka) untuk
buah-buahan satu tahun atau dua tahun sebelumnya. Maka
Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa melakukan salam dalam
suatu barang, hendaknya dengan takaran yang jelas, timbangan yang
jelas, dan waktu yang jelas. (HR. Bukhar?)
Hadis ini menjadi landasan utama kebolehan jual beli salam,
khususnya dalam kebutuhan perdagangan (terutama pertanian atau

37 Maksudnya, sakit yang membuatnya tidak boleh terkena air. Muhammad Sulaiman
Al Asyqar, Zubdatu al-Tafsir min Fath al-Qadir.

38 Dalam Siirah al-Nisd’ Ayat 43, menurut jumhur, kata menyentuh pada ayat ini adalah
bersentuhan kulit, sedangkan sebagian Mufassir mengartikannya sebagai berhubungan suami
istri. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, hal. 520.

39 Shahih al-Bukhari, Kitdb as-Salam, No. 2239. Dalam Musthafa Dieb al-Bugha, al-
Wafi fi Sharh al-Arba ‘Tn al-Nawawiyyah, Dar al-Kalim al-Thayyib, hal. 654.
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industri). Syarat utama: jenis, takaran/ukuran, harga, dan waktu
penyerahan harus jelas.* Dalam bidang pidana (jindyah) diyah
(denda) sebagai pengganti gishdsh untuk meredam konflik, dalam al-
Qur’an Strah al-Baqarah (2) Ayat 178.

@.ﬁl\ ua\.,.asl\ eS.‘lr_ u.\S \).m\ u.ml\ L@.\L\
Wahai  orang-orang yang beriman, diwajibkan  kepadamu

(melaksanakan) qishdsh berkenaan dengan orang-orang yang
dibunuh.

Dasar hukum Allah terhadap mashlahah hdjiyyah juga terdapat
dalam QS. al-Bagarah (2) Ayat 286: “Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai kesanggupannya”. Selain itu juga terdapat dalam Hadis
tentang kemudahan dalam beragama, sebagai bentuk Islam adalah

“rahmatan lil- ‘dlamin”, Nabi Muhammad bersabda:

us:g_u...ml\u.ad.\u@).\;\d&&ﬁ)\ucc_umhﬁ\uw\y\uh
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Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak ada yang mempersulit agama
kecuali dikalahkan. (HR. Bukhari)

Sedangkan dasar dalam gawd ‘id al-fighiyyah dalam mashlahah
hdjiyyah adalah sVl las 3854 (kesulitan mendatangkan kemudahan).*?
Mashlahah hdjiyyah adalah bukti fleksibilitas syariat Islam dalam
menghadapi realitas kehidupan. Kebutuhan ini tidak bersifat mutlak
seperti dharuriyyat, tetapi sangat penting untuk menjaga keseimbangan
dan kemaslahatan umat.

c. Mashlahah Tahsiniyyah (Tersier)

Mashlahah tahsiniyyah (sl =luadl) merupakan tingkat ketiga
dalam hierarki kebutuhan mashlahah setelah dhaririyyat dan hdjiyyah.
Tahsiniyyah bersifat pelengkap dan berkaitan dengan nilai-nilai etika,
estetika, serta penyempurnaan dalam kehidupan manusia. Secara
terminologis, tahsiniyyah didefinisikan sebagai: “Kebutuhan yang
bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia secara moral dan
estetis, serta meningkatkan kualitas ibadah dan mu ‘dmalah sesuai dengan
nilai-nilai Islam.” Mashlahah tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang
bersifat pelengkap yaitu berupa keleluasaan yang dapat melengkapi
kemaslahatan sebelumnya, yaitu dhaririyyat dan hajiyyat, dapat

40 Departemen Agama RI, Terjemah dan Syarah Shahih Bukhdri, Pustaka Azzam,
Jakarta.

41 HR. Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab Al-Tmém, Bab ad-Din Yusru, No. 39

4 Yosuf al-Qardhawi, Madkhal Li Dirdsah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Kairo:
Maktabah Wahbah, 2007, hal. 330-331.
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dikatakan sebagai suatu kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan
lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan
tahsiniyyah tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan
terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai
menimbulkan kemadharatan dan kebinasaan dalam hidup, keberadaan
mashlahah tahsiniyyah dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan
kebaikan tata tertib pergaulan.*’

Karakteristik mashlahah tahsiniyyah yaitu, bersifat
penyempurna (takmili), bukan kebutuhan pokok, menyangkut etika dan
adab dalam beribadah dan ber-mu ‘amalah, meningkatkan kualitas
hidup secara spiritual dan sosial, dan fleksibel dalam penerapannya. Jenis-
jenis mashlahah tahsiniyyah beserta penerapannya dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1) Mashlahah Tahsiniyyah dalam Ibadah

Contoh penerapan mashlahah tahsiniyyah, dalam bidang ibadah
yaitu, mengenakan pakaian terbaik saat Shalat Jum’at, memakai
wewangian ke Masjid, membersihkan gigi (siwak) sebelum shalat,
terdapat dalam Strah al-A’raf (7) Ayat 31 Allah Berfirman:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap
(memasuki) Masjid.
2) Mashlahah Tahsiniyyah dalam Mu ‘dmalah

Untuk memenuhi magqgdshid al-syari‘ah dalam mashlahah
tahsiniyyah terkait dengan bidang mu ‘dmalah, terdapat dalam Hadis
Riwayat Bukhari Muslim, tentang etika dalam jual beli (kejujuran,

transparansi), larangan menimbun barang (ihtikdr), anjuran memberi
hadiah. Al-Qur’an Surah&gl Muthaffifin Ayat 1-3 Allah Swt Berfirman

2h 355 5 25K a5 G8a Gl e 15 \J\u;ﬂ\umk.qﬂd.u

U}J“"m
Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)
1). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari
orang lain, mereka minta dipenuhi 2). (Sebaliknya) apabila mereka
menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi 3) Beliau
menjawab, itu lebih buruk (asyarr) atau lebih jelek (akhbath).

3) Mashlahah Tahsiniyyah dalam Pelestarian Lingkungan
Hadis Riwayat Bukhari dalam bidang lingkungan terdapat banyak
bentuknya, yaitu: menanam pohon sebagai sedekah, membersihkan jalan

M. S. I. B. Ishak, “The Principle of Mashlahah and Its Application in Islamic Banking
Operations in Malaysia,” dalam ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 11 No. 4
Tahun 2019, hal. 104-120.
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dari gangguan, larangan buang air kecil di tempat umum, karena menjaga
lingkungan adalah salah satu magashid al-syari‘ah kontemporer yang
berupa hifzh al-bi’ah seperti dalam Hadis diriwayatkan dari Musaddad,
dari Yahya (bin Sa‘id al-Qaththan), dari Syu‘bah, dari Qatadah, dari Anas
b1n Mahk dar1 Nabl Muhammad Saw

44&3;44\_34\Ju15‘)[\4\4u€_1‘5\ub.u.\\‘j\‘).\k‘\_mdsul.c)‘)&)}}\
(Lé‘)lé_}j‘c\}))

Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau pohon, lalu burung,
manusia, atau binatang memakan darinya, kecuali itu menjadi sedekah
baginya. (HR. Bukhar?)

Hadis membersihkan jalan dari gangguan, seperti menyingkirkan
sampah dan menaruhnya di dalam tempat sampah, menyingkirkan kulit
pisang supaya tidak mencelakai orang yang lewat, seperti yang terdapat
dalam Hadis leayat Ahmad, Muslim.*

Q.\)H\usdd\ﬁ\.kwjd\ﬁﬁiéw\d)u)u\ c‘\.\cnm\u_m)afﬁ ‘_,’_1\ur_
(AA;U o\jJ)4643M
Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. (HR. Ahmad)

Selain menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu pejalan kaki,
mashlahah tahsiniyyah dalam bidang lingkungan juga melarang seseorang
buang air kecil sembarangan, terlebih di tempat yang biasa digunakan
seseorang berteduh, seperti dalam Hadis: “Nabi Muhammad Saw
bersabda: “Hati-hatilah terhadap dua perbuatan yang mengundang
laknat.” Para sahabat bertanya: “Apakah dua perbuatan itu, wahai
Rasulullah?” Beliau menjawab: “(Yaitu) orang yang buang air di jalan
umum atau di tempat berteduh manusia. ¥’

Terdapat beberapa tingkatan mashlahah tahsiniyyah, yaitu: 1)
Tahsiniyyah dalam ibadah, seperti memakai baju yang bagus dan wangi-
wangian ketika memasuki Masjid, memperindah bacaan al-Qur’an
(tajwid), menghias Masjid tanpa berlebihan. 2) Tahsiniyyah dalam
mu ‘dmalah, seperti etika dalam bertetangga, sopan santun dalam
bermasyarakat. 3) Tahsiniyyah dalam akhlak, yaitu berbicara dengan
lemah lembut, menjaga kebersihan diri dan lingkunga. Dasar Hukum
mashlahah tahsiniyyah terdapat dalam Hadis:

4 HR. al-Bukhari (2320) dan Muslim (1553), Shahih al-Bukhari, Kit4b al-Harth wa al-
Muzara‘ah, Bab Ghars al-Nabi (No. 2320).

4 Yasuf al-Qardhawi, Figh Al-Aulawiyyat (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006).

46 Bukharl meriwayatkan dari ‘Abdullah bin Yhsuf, dari Malik bin Anas, dari Abi az-
Zinad, dari al-A‘raj, dari Abi Hurairah. Shahih al-Bukhéri, Kitab al-Jihad, No. 2989; juga
Kitab al-Adab, No. 6021.

47 HR. Muslim (269) dan Ahmad (8323).
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800l Sand Jaea A0 &) #8200 06 0B dlie 4 a2 520 () (2
(elumj a\}))
Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. (HR. Muslim)

Terdapat Hadis Riwayat Muslim terkait dengan kebersihan, Nabi
Muhammad bersabda: . j
Sl sl # 40 Jsl 08 08 aie 4l i s pi) el i (e
(plse s ol 55) a0y
Kebersihan adalah sebagian dari iman. (HR. Muslim)

Kaidah Figh yang terdapat dalam mashlahah tahsiniyyah adalah:
“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat” (244a)) ¢ )
Aladl Qs e o0i0) dan “Adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan
hukum” (ASss 32Y). Mashlahah tahsiniyyah merupakan aspek penting
dalam menyempurnakan kehidupan Muslim. Meskipun tidak sepenting
dharariyyat dan hdjiyydt, tahsiniyyah berperan dalam meningkatkan
kualitas ibadah, memperindah mu ‘dmalah, dan menyempurnakan akhlak.
Penerapannya yang fleksibel memungkinkan penyesuaian dengan budaya
lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syari‘ah. Tahsiniyyah
menjadi bukti bahwa Islam bukan hanya mengatur hal-hal pokok, tetapi
juga memperhatikan aspek estetika dan etika dalam kehidupan.>®

3. Mashlahah Berdasarkan Validitasnya dalam Syariah
a. Mashlahah Mu tabarah (Diakui)

Mashlahah mu ‘tabarah (382 4sladll) adalah kemaslahatan yang
diakui syariat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, karena sejalan
dengan magqdshid al-syari ‘ah (tujuan utama syariat), baik secara eksplisit
maupun melalui kaidah-kaidah umum yang digariskan syariat dan bisa
dijadikan hujjah. Mashlahah mu’tabarah juga diartikan sebagai
mashlahah yang dapat diterima secara hakiki yang memiliki lima jaminan,
yaitu keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta harta
benda. Kelima jaminan keselamatan itu merupakan tiang penyangga bagi
manusia untuk hidup aman, sentosa dan sejahtera.’!

8 Dari rawi sahabat ‘Abdullah bin Mas‘(d r.a. Muslim meriwayatkannya dari Zuhair
bin Harb, dari Jarir, dari al-A‘mash, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, dari ‘Abdulldh bin Mas‘d,
dari Nabi. Shahih Muslim, Kitab al-iman, Bab Tahrim al-Kibr. No. 91.

49 Shahih Muslim, Kitab Thaharah. No. 223.

0 Al-Ghazali and Ab Hamid, Ihyd' Uliim Ad-Din, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2000, hal.
341.

SI'A. W. Dusuki and N.I Abdullah, “Magqdshid al-Syari‘ah, Mashlahah, and Corporate
Social Responsibility,” dalam American Journal of Islam and Society, Vol. 24, No. 1 Tahun
2017, hal. 25-45.
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Dasar Hukum mashlahah mu'tabarah didasarkan pada al-Qur’an
dan Sunnah yang mendorong kemaslahatan manusia, dalam QS. al-
Anbiyad’ (21) Ayat 107 Allah Berfirman: ) )

bt Y1 i U
Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat
bagi seluruh alam.

Ijma‘ Ulama tentang pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan
dalam hukum. Magdshid al-syari‘ah (tujuan syariat), terutama
perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-
dharuriyyat al-khams). Menurut Ulama Ushl, khususnya al-Ghazali dan
al-Syathibi, ada syarat-syarat agar suatu mashlahah dinilai mu ‘tabarah: 1)
Sejalan dengan magqdshid al-syari ‘ah (dharuriyyat, hdjiyyat, tahsiniyyar).
2) Tidak bertentangan dengan nash syar i (al-Qur’an dan Sunnah). 3)
Bersifat umum dan kolektif, bukan hanya untuk individu tertentu. 4) Dapat
dipastikan secara rasional dampaknya positif, bukan dugaan lemah. 5) Ada
kebutuhan nyata (hdjah/dhariirah) untuk diterapkannya. Sebagai contoh
mashlahah mu ‘tabarah adalah menetapkan larangan merokok karena
merusak jiwa (hifzh al-nafs) adalah bentuk mashlahah mu ‘tabarah, karena
mendukung magqdshid syari‘ah. Kebijakan karantina kesehatan (seperti
dalam pandemi) demi menjaga nyawa (hifzh al-nafs). Pembatasan
poligami dengan syarat adil untuk melindungi keadilan.

Al-Ghazali (w. 505 H) dalam al-Mustashfa, “Mashlahah
mu ‘tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil syar i, baik
dalam bentuk ijmd‘ atau nash, serta tidak bertentangan dengannya.”
(al-Mustashfa, Juz 1, hal. 286). Al-Syathibi mengembangkan konsep
magqashid dengan menjadikan mashlahah sebagai ruh dari syariat. (al-
Muwafaqat, Juz 2, hal. 9-10). Contoh aplikasi mashlahah mu ‘tabarah
dalam Fikih Kontemporer: 1) Fatwa haramnya narkoba dan rokok,
merusak jiwa (hifzh al-nafs). 2) Asuransi syariah, menjaga harta (hifzh al-
mal). 3) Vaksinasi, melindungi kesehatan (hifzh al-nafs). 4) Penggunaan
teknologi keuangan digital syariah, memperluas kemaslahatan ekonomi.
Konsep mashlahah mu'tabarah menjadi landasan penting dalam ijtihdd
kontemporer, terutama untuk menjawab masalah baru dengan tetap
berpegang pada prinsip syariah.

b. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah (Aw sl 4sladl) adalah kemaslahatan yang
tidak memiliki dalil khusus (nash) yang mendukung atau menolaknya,
tetapi secara rasional sejalan dengan tujuan syariat (magqdashid al-
syari‘ah). Konsep ini digunakan sebagai dalil hukum ketika tidak ada
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ketentuan eksplisit dalam al-Qur’an, Sunnah, atau Ijma’.>? Dalam bahasa
sederhana, mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak
ditegaskan oleh nash, namun dibolehkan selama mendukung tujuan
hukum Islam. Adapun syarat mashlahah mursalah yang sah yang bisa
dijadikan istinbdth hukum menurut para Ushlliyyin adalah: 1) Sesuai
dengan maqgashid al-syari ‘ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. 2) Tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an, Hadis, [jma°,
atau Qiyas. 3) Mashlahah tersebut bersifat umum dan nyata, bukan
spekulatif. 4) Dibutuhkan oleh masyarakat secara mendesak atau
darurat.>

Adapun jenis-jenis mashlahah mursalah ada 3, yaitu: 1) Mashlahah
mursalah dhaririyydt (primer), yaitu menyangkut kebutuhan mendasar,
sebagai contoh: kebijakan lockdown saat wabah Covid-19, karena jika
kebijakan lockdown tidak diterapkan akan akan membahayakan
kehidupan orang banyak (hifzh al-nafs). 2) Mashlahah mursalah
hdjiyyah (sekunder), yaitu bertujuan untuk memudahkan kehidupan,
sebagai contoh: pembuatan SIM berkendara. 3) Mashlahah mursalah
tahsiniyyah (pelengkap), yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas
hidup, seperti contoh: larangan merokok di tempat umum. Meskipun tidak
didukung nash secara langsung, mashlahah mursalah memiliki landasan
syar T yaitu: QS. al-Baqarah (2) Ayat 185:

Jf...éd\ ?S" kY ).\ N5 3....‘.&\ ?S" A

Allah menghendaki kemudahan baglmu bukan kesulitan.

Selain 1tu Juga terdapat Hadis Nabi Muhammad Saw:

?L“JM \émdﬂ\d)u)u\c} \GAAJQ_\ALAMUJGJL\QUQ
(aale (ol ol 5 ) )l pua V3 H i ¥ (b
Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. (HR. Ibnu
Majah)
Magashid  al-syari’ah (tujuan  syariat), terutama menjaga
kemaslahatan manusia (mashlahah ‘ammah).> Sedangkan kehujjahan
mashlahah mursalah mempunyai 3 alasan, yaitu:

2 M. Y. Ahmad, A. F. Omar, Abdullah M. Mu’izz, et al., “The Application of
Mashlahah Mursalah Principle in Resolving Inheritance Claims by Non-Muslim Heirs of
Converts at Baitulmal,” dalam International Journal of Academic Research in Business and
Social Sciences, Vol. 14 No. 8 Tahun 2014, hal. 3098-3110.

33 T. Khoir and E. Sulaiman, “Mashlahah Mursalah: A Substantial Effort to Overcome
Income and Wealth Inequality in Indonesia.,” dalam Jurnal Shirkah: Journal of Economics
and Business, Vol. 9 No. 3 Tahun 2024, hal. 360-377.

% Tbnu Majah, Sunan Ibni Mdjah, Kitdb al-Ahkdm, Bab man Bana fi Haqqihi ma
Yadhurru bi Jarihi. No. 2340.

55 Muhammad Abi Zahrah, Ushiil Figih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2019, hal. 98-
102.
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1) Praktik para sahabat yang menggunakan mashlahah mursalah di
antaranya: Pertama, Sahabat yang mengumpulkan al-Qur’an ke dalam
beberapa mushhaf, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi
sebelumnya, alasan para sahabat melakukannya adalah menjaga al-
Qur’an dari kepunahan, meninggalnya para Tahfizh dan menjaga
kemutawatirannya, seperti yang terdapat dalam al-Qur’an Strah al-
Hijr (15) Ayat 9 Allah Swt Berfirman:

Gsaad Al B &0 G5 sl

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an dan
sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Kedua, Khalifah ‘Umar bin al-Khaththab memerintahkan kepada
penguasa/ pegawai untuk memisahkan harta miliknya dengan milik
negara/ harta rampasan perang, hal ini dilakukan bertujuan untuk
mengindari penguasa untuk memanipulasi harta milik negara dengan
harta miliknya sendiri, serta bertujuan untuk menjaga kemaslahatan
umat.>¢

2) Adanya mashlahah sesuai dengan maqdshid al-syari‘ah yang artinya
menjalankan mashlahah sama dengan menjalankan magqdshid al-
syari ‘ah, menolak mashlahah sama dengan menolak magdshid al-
syari‘ah, berarti terdapat sinkronisasi antara mashlahah dengan
magqashid al-syari‘ah.

3) Seandainya mashlahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas
mengandung mashlahah selama berada dalam konteks mashlahah
syar Tyyah, maka orang-orang mukalaf akan mengalami kesulitan dan
kesempitan dalam menghadapi persoalan, Allah berfirman dalam Q.S
Al-Bagarah (2) Ayat 185: .

....... SRl 8555 5 Y5 Al 6K 0 Y
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki
kesukaran.

Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah meriwayatkan Hadis dari al-
Bukhari, dari Ishaq, dari Ya‘q(b bin Ibrahim, dari Ibnu ‘Ulayyah, dari
Yahya bin Sa‘id, dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari “Urwah bin
al-Zubayr, dari Alsyah Nabi Muhammad Saw:

i Al adle A0 L i iy 554 e 6 Lgle i (pmy Rtle
((sl..ma\jj)”uﬂu&fdumﬂ\h\y‘udf\

6 S. Rahmah and S. Z. Agam, Darwis, “Mashlahah Mursalah in Islamic Economic
Philosophy,” dalam International Journal of Sharia Business Management (IJSBM), Vol. 4
No. 1 Tahun 2015, hal. 11-16.

57 Shahih al-Bukhari, Kitdb al-Mandqib, Bab Shifat an-Nabi Saw. No. 3560 .
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Bahwasanya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali
beliau memilih yang mudah/ ringan selama bukan perbuatan dosa. (HR.
Muslim)

Itu merupakan beberapa alasan yang dikemukakan oleh Madzhab
Maliki, sedangkan alasan bagi golongan yang tidak menerima mashlahah
mempunyai alasan sebagai berikut:>8
1) Mashlahah tidak didukung oleh dalil khusus yang dianggap hanya

mencari keenakan syariat atas hawa nafsu belaka, Imam Ghazali
mengatakan bahwa “Terdapat hawa nafsu tanpa memandang dalil
dalam penetapan hukum syar‘ disebut sebagai istihsan, ketika
mashlahah mursalah tidak ditopang dengan kekuatan dalil syar* maka
disebut sebagai istihsan » 39

2) Mashlahah yang dapat diterima disebut sebagai mu ’tabarah, ia
termasuk giyds dalam arti umum, andaikan bukan mu tabarah maka
disebut dengan giyds.

3) Mengambil dalil mashlahah tanpa berpegang pada nash terkadang
berakibat pada penyampingan dari hukum syariat dan tindakan
kelalaian terhadap masyarakat dengan dalih mashlahah. Hal tersebut
menyebabkan Ibn Taymiyyah mengungkapkan pendapatnya: “Ketika
suatu hal ditinjau dari segi agama maka akan menimbulkan
kegoncangan terhadap agama, karena mengambil tanpa berpegang
pada nash, di antara mashlahah-mashlahah mursalah tersebut
terkadang ada yang berupa larangan syar‘ dan terkadang hukum-
hukum faklifi yang sudah dikethui kejelasan dalil nash-nya”.

4) Ketika kita menggunakan mashlahah sebagai pokok suatu hukum,
niscaya akan terdapat perbedaan hukum ketika berada di negara atau
wilayah lain. Misalkan di suatu negara mengharamkan suatu hal
karena dipandang mengandung madharrah, sedangkan negara lainnya
membolehkan suatu perkara karena terdapat manfaat yang ada di
dalamnya, bahkan perbedaan dapat terjadi antar individu karena suatu
hal dianggap subjektif, sehingga terdapat perbedaan hukum, karena
sesungguhnya syariat itu berlaku universal sepanjang zaman.

Jumhur Fuqaha sepakat bahwa mashlahah dapat diterima dalam figh
Islam, dan mashlahah harus diambil sebagai sumber hukum selama bukan
sebagai dorongan hawa nafsu semata dan tidak bertentangan dengan
maqashid al-syari‘ah, namun Syafi‘lyah dan Hanafiyah memperketat
mashlahah mursalah dan harus mengacu pada giyds yang mempunyai

8 U. Hadi and A Peristiwo, “Application of Mashlahah Mursalah Rules in Business
Transactions in Islamic Banking,” dalam Asian Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 7
No. 3 Tahun 2019, hal. 290-315.

3 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushil Fikih: Kaidah Hukum Islam, ed. Ma’ruf Asrori,
Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hal. 56.
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‘illat yang jelas batasannya (mundhabithah).® Mashlahah mursalah
banyak dibicarakan di beberapa Kitab, Al-Asnawi menuturkan hal itu
dengan beberapa catatan, begitupula dengan Al-Syathibi. Berkenaan
dengan mashlahah mursalah para Ulama mengemukakan empat
pandangan yaitu: Pertama, menolak mashlahah mursalah selama tidak
berdasarkan kepada sumber yang pokok (ashl) yang kuat yaitu al-Qur’an
dan Hadis, maka jika berdasarkan pada ashl/ yang kuat maka disebut
dengan giyas. Kedua, Mashlahah mursalah dapat diterima asalkan sesuai
dengan magashid al-syari‘ah dan tidak bertentangan dengan ashl/ yang
thabit (kuat), mashlahah-mashlahah yang dapat diterima bisa terbebas
dari gayd (batasan) kecuali dua qayd tersebut. Ketiga, Mashlahah
mursalah dapat diterima apabila mendekati dari makna ashl thabit
(sumber pokok yang kuat yaitu al-Qur’an dan Hadis), meskipun secara
langsung tidak bersandar pada sumber pokok yang berdiri sendiri.
Keempat, Al-Ghazali berpendapat bahwa mashlahah mursalah dapat
diterima apabila merupakan dharirah yang pasti (qathi).%!

c. Mashlahah Mulghah

Mashlahah mulghdh (34l 4aladl) merupakan bagian dari konsep
mashlahah dalam wushil al-figh (ilmu wshil hukum Islam), yaitu
merupakan mashlahah yang secara lahir tampak mengandung
kemaslahatan, tetapi ditolak oleh nash (dalil syar 7) yang eksplisit. Maka,
ia tidak sah dijadikan dasar penetapan hukum. Mashlahah mulghdh
mempunyai ciri-ciri: 1) Bertentangan dengan nash syar 7 yang qath’t
(jelas dan tegas). 2) Tidak sesuai dengan magdshid al-syari‘ah. 3)
Mendasarkan hukum pada logika manusia semata, bukan pertimbangan
wahyu.

Sebagai contoh, orang bisa berargumen bahwa bunga bank (riba)
baik untuk ekonomi modern karena dapat membantu sirkulasi uang dan
investasi, namun ribd secara tegas diharamkan dalam al-Qur’an dan
Hadis. Meskipun terdapat kemaslahatan yang tampak, mashlahah ini
ditolak oleh syariat. Contoh lain yaitu melegalkan minuman keras karena
memberikan pajak yang besar sehingga bisa menambah pendapatan
negara, walaupun bermanfaat bagi negara namun kegiatan tersebut
diharamkan karena miras merupakan minuman yang diharamkan secara
syari. Pengaturan warisan sama rata sama rasa terhadap ahli waris
perempuan dan laki-laki juga termasuk mashlahah mulghdh karena
bertentangan dengan al-Qur’an yang seharusnya pembagian warisan bagi

0 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Ushiil al-Figh, Jakarta: Bulan Bintang, n.d.,
hal. 245.

81 Al-Ghazali, AI-Mustashfd Min ‘Ilm Al- Ushil, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
n.d., hal. 398.
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laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Contoh lain yaitu, menghalalkan
pernikahan sesama jenis karena alasan kebebasan individu dan
kebahagiaan, meskipun seseorang bisa berargumen tentang hak dan
kebebasan, ini berlawanan dengan fitrah dan hukum Islam yang
mengharamkan homoseksualitas. Menghapus hukuman hudiid, karena
dianggap tidak sesuai HAM (Hak Asasi Manusia). Beberapa contoh
mashlahah mulghdh dia atas dapat diklaim sebagai bentuk keadilan sosial,
tetapi bertentangan dengan hukum tetap dalam syariah Islam.

Mashlahah mulghdh menurut jumhur Ulama ditolak karena
bertentangan dengan nash yang sudah terdapat dalam al-Qur’an, Hadis,
dan juga jma‘. Ulama Ushdl seperti: Al-Ghazali, dalam Kitabnya Al-
Mustashfa, menyatakan bahwa mashlahah yang bertentangan dengan
nash tidak bisa dijadikan hujjah (argumentasi hukum). Asy-Syathibi,
dalam Al-Muwafaqat, menekankan bahwa mashlahah yang diakui
hanyalah yang sejalan dengan magqdshid al-syari ‘ah.%*

Terdapat contoh kasus yang terjadi pada raja sekaligus penguasa
dari Andalusia Abdul Rahman Ibnu Hakim yang berhubungan badan
dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadhan, setelah sadar terhadap
kesalahannya ia mengumpulkan para Ulama dan meminta fatwanya terkait
kejadian tersebut tentang kaffarah apa yang dijalankan. Ulama bernama
Al-Qadhi Yahya bin Yahya al-Layts menetapkan kaffdrah berupa
berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan bukan memerdekakan budak
sesuai yang ditetapkan oleh nash, menurut al-Qadhi Yahya
memerdekankan budak bagi Abdul Rahman Ibnu Hakim adalah sesuatu
yang dianggap mudah dan takutnya digampangkan sehingga tidak
menghormati bulan Ramadhan, oleh sebab itu al-Qadhi Yahya
menetapkan kaffarah puasa selama dua bulan berturut-turut dinggap
pilihan terbaik yang mampu mencapai kemaslahatan sebagaimana tujuan
dalam hukum Islam. Penetapan kaffdrah tersebut dianggap sebagai
mashlahah mulghdh karena tidak sesuai dengan hirarki yang ditetapkan
oleh nash. Mustafa Said Al-Kind mengatakan bahwa Madzhab Maliki
dalam hal ini boleh memilih 3, yaitu kaffarah yang ditentukan oleh nash
tanpa memprioritaskan mana yang harus dilakukan, karena kaffarah yang
disebutkan dalam nash tidak diharuskan sesuai dengan urutan. Keputusan
Yahya bin Yahya al-Layts merupakan keputusan berdasarkan
kemaslahatan yang dinilai lebih tepat dan adil, sikan menolak mashlahah
mulghdh menurut jumhur Ulama memang beralasan, namun sesuai

2 Mohammad Sulthon, “Peranan Mashlahah Mursalah dan Mashlahah Mulghah dalam
Pembaruan Hukum Islam,” dalam Jurnal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan
Hukum Islam, Mashlahah, Vol. 25 No. 1 Tahun 2022, hal. 59-70.
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dengan tujuan agama fatwa tersebut layak dipertimbangkan yakni
memutuskan hukum tersebut harus berurutan atau boleh memilih.

Najmuddin al-Tufi lebih mengutamakan mashlahah dari nash yang
gath’t jika diantara keduanya tidak sama atau bertentangan. Dalam
mengutip Hadis Arba’in karya al-Nawawi yang artinya: “Tidak boleh
kemadharratan dan dimudharatkan”, di antara pendapat yang popular
terkait mashlahah mulghdh yang tidak boleh dijadikan sumber hukum,
tapi menurutnya bahwa mashlahah mulghah bisa dijadikan sebagai dalil
hukum terkait dengan permasalahan mu ‘Gmalah, bukan tentang ibadah,
mugaddarat®® dan sejenisnya. Tufi mempunyai pandangan bahwa
mashlahah mempunyai empat prinsip: Pertama, Bahwa akal bisa
membedakan antara mashlahah dengan mafshadah, tanpa bantuan nash
bisa menentukan yang baik dan buruk. Kedua, Mashlahah merupakan
dalil independen yang tidak membutuhkan nash dalam menetapkan
hukum, hanya cukup dengan hukum adat saja. Ketiga, Cakupan
mashlahah hanya sebatas untuk hal-hal yang bersifat mu ‘dmalah dan
hukum adat saja tanpa adanya hukum muqaddarat. Keempat, Mashlahah
merupakan sumber hukum yang paling kuat. Pendapat Tufi banyak sekali
dikecam oleh para Ulama karena dianggap terlalu berani dan maju tanpa
memperhatikan aturan-aturan yang telah ada yang akan mengancam
eksistensi hukum Islam, peranan mashlahah dalam hukum Islam sangat
stategis sehingga akan membawa hukum Islam yang eksis sesuai dengan
kaidah: “hukmu al-Islam shalih likulli makan wa zaman”.

Terdapat contoh yang berkaitan dengan mashlahah ‘dmmah
(kemaslahatan umum) terutama yang berkaitan dengan mashlahah
mulghah, di antaranya: tidak memberikan zakat kepada mualaf, tidak
menerapkan hukum pengasingan bagi pezina, menyimpan barang-barang
kebutuhan logistic dengan tujuan supaya harga di pasar tetap stabil.
Berdasarkan beberapa contoh tersebut mashlahah mulghdah dapat
dijadikan alternatif bahkan bisa dijadikan landasan dalil untuk
menetapkan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman.®* Mashlahah
mulghdh adalah kemaslahatan semu yang tidak bisa dijadikan dasar
hukum karena berlawanan dengan dalil syar 7. Meskipun terlihat logis
atau bermanfaat secara duniawi, syariat memiliki otoritas tertinggi dalam

8 Mugadddrat adalah bagian atau ketentuan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’4n
terkait dengan pembagian harta warisan. Efi Ariyanti, “Tinjauan Mashlahah Mursalah
Terhadap Praktik Utang Piutang di Bank Titil (Studi Kasus Desa Semen Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang),” Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2025, hal. 98.

% Hamzah K, “Urgensi Mashlahah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global,”
dalam Jurnal Sustainability (Switzerland), Vol. 11 No. 1 Tahun 2019, hal. 1-14,
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penetapan hukum. Dalam Islam, manfaat sejati adalah manfaat yang
sejalan dengan wahyu, bukan semata-mata logika manusia.
4. Mashlahah dalam Magdshid al-Syari‘ah

Mashlahah adalah hal yang mendatangkan manfaat atau menolak
madharrat yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (magqdshid al-syari‘ah).
Magashid al-syari‘ah adalah nilai-nilai dasar dan tujuan utama dari hukum
Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia. Mashlahah adalah
substansi utama dari magqdshid al-syari ‘ah, dengan kata lain magdshid adalah
“Visi Syariat”, sementara mashlahah adalah “Metode Aplikatif” dari visi
tersebut dapat disempulkan bahwa: Tanpa mashlahah, magashid hanya jadi
konsep normatif, maka pemahaman terhadap magdshid harus selalu
mempertimbangkan mashlahah sebagai dasar penerapan hukum Islam dalam
konteks kontemporer.

Ulama kontemporer seperti Jasser Auda mengembangkan magdshid
menjadi lebih fungsional dan sistemik dan memandang bahwa: Mashlahah
hari ini bukan hanya tentang hukum individu, tapi juga keadilan sosial, HAM,
lingkungan, kebebasan, dan transparansi, konsep ini disebut sebagai magashid
syari ‘ah kontemporer dengan penekanan konseptual dalam:

a. Menekankan Prinsip Keadilan (al- ‘Adl)

Al-‘Adl (keadilan) adalah nilai fundamental dalam Islam dan
menjadi pilar utama dalam magdshid al-syari‘ah kontemporer. Allah
berfirman dalam QS. al-Nahl (16) Ayat 90: .

L ORAY gl Kl A )
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan.

Keadilan sangat penting karena keadilan adalah fondasi dalam relasi
sosial dan hukum, tanpa adanya keadilan, penerapan syariah bisa bersifat
eksploitatif dan bertentangan dengan tujuan-tujuan magqdshid itu sendiri.
Keadilan menjamin kesetaraan hak, distribusi sumber daya yang adil, serta
penghapusan diskriminasi.®® Keadilan bersifat universal dan berlaku bagi
siapapun, tidak adanya diskriminasi kelompok tertentu, menjaga
kelestarian lingkungan, dan tidak mengeksploitasi alam. Keadilan dalam
bentuk sosial dan ekonomi dapat berupa: mendorong distribusi kekayaan
yang adil, penghapusan kemiskinan, dan perlindungan terhadap kaum
lemah. Selain itu transaksi bisnis yang menerapkan konsep zakat, wakaf,

5 Ahmad Al-Raysuni, Nazariyyat Al-Maqgdshid ‘Inda Al-Imdm Al-Sydthibi, Beirut: Dar
al-Kalimah, 1992, hal. 482.
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dan larangan riba adalah bagian dari penerapan keadilan dalam
ekonomi.®

Dalam Tafsir al-Munir, bahwa ‘adl adalah suatu kewajiban,
sedangkan ihsdn tidak sekedar melaksanakan kewajiban, bahkan kebaikan
untuk kerabat atau siapapun karena Allah melarang hambanya berbuat keji
maupun kemungkaran. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad
bin Ka’b Al-Qurazhi, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz memanggilku lalu
aku berkata “Tolong jelaskan kepadaku tentang keadilan, lalu aku berkata:
sungguh anda bertanya kepada hal yang serius. Jadilah anda sebagai bapak
dari seorang anak kecil, jadilah anak dari seorang ibu yang sudah tua renta,
sebagai saudara yang mempunyai keimanan yang sepadan, dan jadilah
sebagai kaum perempuan, setelah itu tetapkan hukuman bagi mereka
sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat, sungguh kamu jangan
memukul seseorang dengan cemeti karena suatu amarahmu, karena itu
semua akan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang melampaui
batas. /hsdn yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada ‘adl dalam
Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari
Umar r.a adalah: )

g adle d e @ (5 08 QB A 4 oy haall (ioak e

(plese o) 5,)07 &3 438 5155 (&G 21 ()6 8155 GLIK 4 25 ) 5 Hlaay)
Ihsan adalah, ketika kamu menyembah Allah kamu melihat-Nya, apabila
kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. (HR.
Muslim)

Jadi ‘adl merupakan Al-Inshdf (sesuatu yang berada di tengah-
tengah, moderat, objektif, tidak ke kanan maupun ke kiri), sedangkan al-
Ihsan melebihi dari ‘adl, yaitu sesuatu yang dikerjakan secara
professional, akurat, sempurna, seperti berbuat baik dan mengerjakan
amal-amal saleh di luar amal-amal fardhu, membalas kebaikan dengan
kebaikan yang lebih banyak, membalas keburukan dengan balasan yang
sedikit dan ringan.®

b. Hak Asasi Manusia (Hugqiiq Al-Insan)

Hak asasi manusia (hugqiiq al-insdn), yaitu hak-hak fundamental
yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, atau
status sosial. Pendekatan ini menjadikan maslahah sebagai landasan

% Abdullahi Ahmed An-Na‘im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of
Shari‘a, Cambridge: Harvard University Press, 2008, hal. 56.

67 Shahih Muslim, Kitdb Al-Imdn, No. 8.

8 Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir; ‘Aqgidah Syari ‘ah Manhaj (Yiisuf an-Nahl) Juz 13 dan
14, hal. 290-300.
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dalam menjawab tantangan kemanusiaan modern. Dengan demikian,
mashlahah menjadi jembatan antara nilai-nilai universal HAM dan
prinsip-prinsip Islam.®* Banyak prinsip dalam HAM sejalan dengan
magqdshid, seperti: hak hidup (hifzh al-nafs), kebebasan berpikir (hifzh al-
‘aql), hak berkeluarga (hifzh al-nasl), hak kepemilikan (hifzh al-mal),
kebebasan beragama (hifzh al-din)

Magashid tidak eksklusif untuk Muslim; pendekatannya bersifat
universal. Oleh karena itu, hak-hak dasar manusia juga harus dipenuhi
untuk kepentingan umum (mashlahah ‘dmmah), bukan hanya mashlahah
umat Islam saja. Hak asasi manusia dilandaskan pada kemanusiaan yang
adil dan beradab. Dalam Islam, manusia dimuliakan sejak penciptaannya,
Allah Berfirman dalam QS. al-Isrd’ (17) Ayat 70 ‘ )

..... Al 20 Ba R Al
Dan sungguh telah Kami muliakan anak cucu Adam.

Ini menguatkan bahwa setiap bentuk penghinaan, diskriminasi, atau
perampasan hak bertentangan dengan magqadshid al-syari‘ah. Sebagian
ulama konservatif masih menolak penerapan HAM karena dianggap
sebagai produk barat, namun pendekatan magdshid yang dinamis
memungkinkan reinterpretasi hukum agar tetap berakar pada Islam, tetapi
menjawab realitas global.”

c. Pembangunan Berkelanjutan (Tanmiyah Mustaddmah)

Konsep pembangunan berkelanjutan (tanmiyah mustadamah)
menekankan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa
mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi
kebutuhan mereka. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan,
magqashid diperluas untuk mencakup kelestarian lingkungan, keadilan
sosial, dan keseimbangan ekonomi sebagai bagian dari kemaslahatan
umum (mashlahah ‘Gmmah).”!

Penerapan mashlahah terhadap pembangunan berkelanjutan adalah
dengan cara melestarikan lingkungan (himayat al-bi’ah), karena
lingkungan adalah amdnah dari Allah. Eksploitasi berlebihan melanggar
prinsip mashlahah karena merusak keberlangsungan hidup. Dalam Al-
Qur’an Allah Berfirman dalam Q.S. al-A’raf (7) Ayat 56:

8 Farid Esack, Qur’dn, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of
Interreligious Solidarity Against Oppression, Oxford: Oneworld, 1997, hal. 210-225.

0 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition,
Chicago: University of Chicago Press, 1982, hal. 391-410.

" Yasuf al-Qardhawi, Ri’ayat Al-Bi’ah fi Al-Syari‘ah Al-Islamiyyah, Kairo: Maktabah
Wahbah, 2001, hal. 461-470.
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e DUl 5 (Y1 (8 )50 Y
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah Allah
memperbaikinya.

Terhadap  pembangunan  berkelanjutan  adalah  keadilan
antargenerasi. Dalam Islam, tanah, air, dan udara adalah milik bersama
yang tidak boleh dimonopoli atau dirusak. Ekonomi etis dan inklusif juga
merupakan mashlahah terhadap pembangunan berkelanjutan, karena
pembangunan berkelanjutan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga soal pemerataan manfaat. Syariat menekankan prinsip anti-
eksploitasi dan perlindungan terhadap yang lemah, melalui mekanisme
zakat, wakaf, larangan ribd, dan larangan penimbunan (ihtikar).”*

Konsep tanmiyah mustaddmah dalam magdshid mendukung
Sustainable Development Goals (SDGs) secara moral dan etis. Ulama
kontemporer seperti Jasser Auda dan Ahmad al-Raysuni menegaskan
bahwa magdshid harus mengintegrasikan dimensi ekologi dan
keberlanjutan agar syariat tetap relevan dengan tantangan zaman.
Mashlahah dalam magashid al-syari‘ah memberikan dasar teologis dan
etis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.”® Islam tidak hanya
mendukung pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan, keadilan, dan
keseimbangan lingkungan. Konsep tanmiyah mustaddmah adalah bagian
dari misi syariat dalam mewujudkan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan
li al-‘dlamin).”

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), atau dikenal sebagai
tujuan global, adalah seruan universal untuk bertindak guna mengakhiri
kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang
menikmati kedamaian dan kesejahteraan. SDGs dirancang sebagai agenda
global yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam
berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. SDGs secara implisit
berorientasi pada kemaslahatan, yaitu terwujudnya kondisi kehidupan
yang baik dan sejahtera bagi seluruh umat manusia. Tujuan-tujuan SDGs
mencakup berbagai aspek yang esensial bagi kemaslahatan, seperti
penghapusan kemiskinan dan kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan
berkualitas, kesetaraan gender, serta akses terhadap air bersih dan
sanitasi. SDGs menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya

2 Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man, ABC

International Group, 1997, hal. 320-325.

3 Auda, Magqdshid al-Syari‘ah as Philosophy of Islamic Law, hal. 300.
4 Shaikh Ali, “Islam and Environmental Ethics: Theory and Practice,” dalam Journal

of Islamic Environmental Studies, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hal. 78-99.
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mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial
dan lingkungan. Tujuan-tujuan SDGs dirancang untuk memastikan bahwa
pembangunan saat ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi
mendatang.”

SDGs bersifat terpadu, artinya berbagai tujuan dan target dalam
SDGs saling terkait dan tidak dapat dicapai secara terpisah. Misalnya,
peningkatan pendidikan akan berdampak pada peningkatan kesehatan,
pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan. SDGs
menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah,
masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu, dalam mewujudkan tujuan-
tujuan tersebut. SDGs juga menekankan prinsip “Leave No One Behind”
(tidak meninggalkan siapapun), yang berarti bahwa upaya pembangunan
harus difokuskan pada kelompok-kelompok yang paling rentan dan
terpinggirkan, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam
menikmati manfaat pembangunan.’®

Contoh implementasi SDGs dalam kemaslahatan dalam bidang
pendidikan adalah mendorong penyediaan pendidikan berkualitas untuk
semua orang, termasuk pendidikan inklusif dan kesempatan belajar
sepanjang hayat. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan pemberdayaan individu, yang pada akhirnya meningkatkan
kemaslahatan sosial. SDGs dalam bidang kesehatan adalah bertujuan
untuk menjamin kesehatan yang baik dan mendukung kesejahteraan bagi
semua orang di segala usia. Upaya dalam bidang kesehatan, seperti
pencegahan penyakit, peningkatan akses layanan kesehatan, dan promosi
kesehatan mental, secara langsung berkontribusi pada peningkatan
kemaslahatan masyarakat.”” SDGs dalam bidang pengentasan kemiskinan
adalah memiliki tujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala
bentuknya di seluruh dunia. Program-program pengentasan kemiskinan,
seperti pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan akses
terhadap modal usaha, dapat membantu masyarakat yang membutuhkan
untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kemaslahatan
mereka. SDGs dalam bidang kesetaraan gender adalah mendorong
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya untuk mencapai

> W. Aldhaheri, “Islamic Green Finance: Shariah-Compliant Pathways towards
Sustainable Development Goals (SDGs),” dalam Open Journal of Applied Sciences, Vol. 15
No. 5 Tahun 2025, hal. 1294-1309.

76 Aziz A. Abdul et al., “SDG’s and Magashid Syari‘ah Principles: Synergies for Global
Prosperity,” dalam SDGs Review, Vol. 4 No. 1 Tahun 2014, hal. 78-89.

"7B. H. Gosselink et al., “Al in Action: Accelerating Progress Towards the Sustainable
Development Goals,” dalam Jurnal arXiv, Vol. 9 No. 1 Tahun 2014, hal. 294-313.
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kesetaraan gender, seperti penghapusan diskriminasi, kekerasan berbasis
gender, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan
keputusan, berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan
inklusif.”®

d. Partisipasi Sosial (Musyarakah Madaniyyah)

Partisipasi sosial atau musydrakah madaniyyah dalam konteks Islam
adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kehidupan
masyarakat, seperti dalam kegiatan kemasyarakatan, pengambilan
kebijakan, pemberdayaan komunitas, dan pengawasan publik. Dalam
maqashid al-syari‘ah, partisipasi sosial tidak hanya dianjurkan, tetapi
merupakan bagian dari upaya menegakkan kemaslahatan umum
(mashlahah ‘dmmah) dan menjaga tatanan sosial yang adil serta
seimbang.

Musyarakah madaniyyah mengandung nilai-nilai: keterlibatan aktif
warga (civic engagement), musyawarah (syurd), amar ma ‘rif nahi
munkar, dan kepedulian terhadap kesejahteraan kolektif. Partisipasi aktif
masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mendukung terwujudnya
magqdshid, khususnya: hifzh al-nafs karena partisipasi memperkuat
solidaritas sosial dan keselamatan warga, hifzh al-‘aql dengan
mengembangkan dialog dan pendidikan masyarakat, hifzh al-mal dengan
pengawasan sosial terhadap korupsi dan kezhaliman ekonomi. ”® Dalil dan
landasaI} syariah dalam SﬁrahD‘Ali-‘ImDrén 3) :Ayat 104: .. ]
Lo R e (56 cayHaall (5545 Al ) ¢ se i Aal aKis (S
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma ’riif, dan mencegah dari yang
munkar.

Tokoh kontemporer seperti Jasser Auda mendorong reinterpretasi
magqashid ke dalam aspek tata kelola masyarakat, termasuk partisipasi
warga, transparansi, dan demokrasi partisipatif sebagai nilai-nilai yang
sejalan dengan magqgdashid syari ‘ah yang dinamis dan kontekstual. Konsep
musydrakah madaniyyah adalah cerminan langsung dari penerapan
mashlahah dalam magqashid al-syari‘ah, karena memungkinkan umat
terlibat secara aktif dalam mewujudkan kehidupan yang adil, partisipatif,
dan mashlahah. Dengan mendorong partisipasi sosial, Islam tidak hanya

8 0. B. Ogutu and E. J. Oughton, “He Role of Broadband Connectivity in Achieving
Sustainable Development Goals (SDGs),” dalam Jurnal arXiv, Vol. 12 No. 4 Tahun 2014, hal.
540-556.

7 M Fakhruddin, Partisipasi Politik dalam Perspektif Islam, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007, hal. 320-321.
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membina hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga tanggung jawab

secara horizontal antar manusia sebagai khalifah di muka bumi.®°

Mashlahah adalah elemen inti dari magashid al-syari‘ah, semua hukum
Islam sejatinya bertujuan untuk menjamin, melindungi, dan merealisasikan
kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dalam konteks modern,
pendekatan magdshid berlandaskan mashlahah sangat penting untuk
menjawab tantangan baru tanpa keluar dari prinsip syariat.

5. Urgensi dan Posisi Mashlahah dalam [jtihdd Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ijtihdd adalah usaha para mujtahid untuk menggali
dan merumuskan hukum berdasarkan dalil-dalil syar 7 ketika tidak ada nash
yang eksplisit. Dalam konteks ini, mashlahah memainkan peran kunci sebagai
salah satu landasan rasional dan syar 7 dalam membentuk hukum yang relevan
dengan kondisi zaman. Urgensi mashlahah dalam ijtihad adalah sebagai
berikut:

a. Mengisi Kekosongan Nash, dalam banyak persoalan kontemporer
(teknologi, ekonomi, bioetika, dll), tidak ditemukan dalil eksplisit dalam
al-Qur’an dan Hadis, mashlahah berfungsi sebagai alat untuk mengisi
kekosongan hukum (manthiq al-faragh) secara syar 1.

b. Menyesuaikan Hukum dengan Realitas, jika realitas sosial berubah,
sementara prinsip-prinsip syariat tetap, maka mashlahah memungkinkan
hukum fleksibel namun tetap dalam koridor syar 1.

c. Menjaga Tujuan Syariat (Magqdshid al-Syari‘ah), ijtihdd  berbasis
mashlahah membantu menjaga lima prinsip dasar magdshid: agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta.

d. Mewujudkan Keadilan dan Kebaikan Umum, karena tujuan utama syariah
adalah rahmat dan keadilan (‘addlah), maka mashlahah menjadi dasar
untuk merealisasikan nilai-nilai ini.

Adapun posisi mashlahah dalam kerangka ijtihdd yaitu: 1) Sebagai
sumber hukum tambahan, yaitu mashlahah bukan sumber hukum independen,
tapi alat ijtihdd ketika tidak ada nash qath’i, tidak bertentangan dengan
magqashid, dan didukung oleh hikmah syariat secara umum. 2) Sebagai prinsip
dalam istinbdth (penggalian hukum), mashlahah menjadi dasar dalam kaidah:
“Al-hukm yadiiru ma‘a al-mashlahah wujidan wa ‘adaman.” (Hukum itu
bergantung pada keberadaan mashlahah; ada mashlahah ada hukum, hilang
mashlahah gugur hukum). 3) Dalam ijtihdd tertutup vs terbuka, dalam sistem
klasik, mashlahah digunakan oleh Ulama seperti Malik dan al-Syathibi, seperti
dalam sistem kontemporer, mashlahah jadi rujukan utama ijtihdd kolektif

80 Malik Badri, Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study, 1IIT, 2000, hal.
587-599.
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(ijtihad jamd T) seperti dalam fatwa MUI, Majma‘ al-Figh al-Islami, dIl.

Adapun teori-teori mashlahah dalam ijtihdad :

a. Al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya al-Mustashfa fi ‘I[lm al-Ushl,
menyatakan bahwa mashlahah sebagai dasar syariat, dapat membedakan
antara mashlahah mu ‘tabarah, mursalah, dan mulghdh, serta menolak
mashlahah yang bertentangan dengan nash."!

b. Al-Shathibi (w. 790 H) dalam karyanya al-Muwafaqat, Memformalkan
magqdshid al-syari ‘ah, menganggap bahwa semua hukum syariat bertujuan
mewujudkan mashlahah, dan menyatakan bahwa: “Al-magshid min al-
taklif: ikhraj al-mukallaf min da ‘wa al-hawd ila al-ibtidal bi ‘ubidiyyat
Allah fi nizham mashlahatihi.”*

c. Ibn ‘Ashir (w. 1973) dalam karyanya Maqashid al-Syari‘ah al-
Islamiyyah, yang menekankan bahwa pentingnya kebebasan berpikir dan
kebebasan beragama sebagai bagian dari magqashid. Mashlahah harus
bersifat universal dan manusiawi, tidak terikat semata-mata pada adat atau
budaya lokal.®?

d. Jasser Auda (kontemporer) dalam bukunya Magqgashid al-Syari‘ah as
Philosophy of Islamic Law, yaitu menawarkan pendekatan sistemik dan
multi-dimensi dalam memahami mashlahah, serta menjadikan prinsip-
prinsip seperti kebebasan, keadilan, partisipasi, dan transparansi sebagai
bentuk baru mashlahah.®*

B. Intervensi Harga (7as‘ir) dalam Perspektif Figh
1. Pengertian Tas ‘ir

Kata tas ‘ir (') berasal dari akar kata Arab | Jsid — Jais — J2i yang
mempunyai arti menentukan harga, menetapkan nilai suatu barang atau jasa,
bisa juga mrmpunyai arti “menyalakan” atau “mengobarkan” dalam konteks
lain (seperti api), namun dalam konteks ekonomi, makna yang diambil adalah
penetapan harga. Secara terminologi fas ‘ir adalah penetapan harga suatu
barang atau jasa oleh otoritas (pemerintah) secara paksa kepada pelaku pasar,
baik penjual maupun pembeli, untuk mengatur stabilitas harga demi
kemaslahatan umum. Dalam fikih Islam, fas 7r adalah tindakan penguasa atau
pithak berwenang untuk mengintervensi harga pasar, terutama ketika terjadi

81 Al-Ghazali, Al-Mustashfd Fi ‘Ilm Al-Ushiil, hal. 542.

82 Al-Shathibi and Ishaq, Al-Muwdfaqdt fi Ushiil Al-Syari‘ah, hal. 76.

8 Tbn ‘Ashr, Magashid Al-Syari‘ah Al-Islamiyyah, Tunis: Dar Sahil, 1996, hal. 658.

84 Jasser Auda, Magdshid Al-Syari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach, London: IIIT, 2008, hal. 290.
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kezhaliman harga, monopoli, atau krisis ekonomi yang merugikan masyarakat
secara luas.®

Salah satu Khulafa al-Rasyidin yaitu Umar bin Khaththab berpendapat
bahwa “Untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan adanya
intervensi harga oleh pemerintah apabila ketidakseimbangan harga barang di
pasar disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan, bahkan Umar bin
Khaththab pernah menegur penjual anggur kering yang bernama Habib ibn Abi
Balta’ah karena menjual anggur kering di bawah standar pasar, dan umar
berkata: “Naikkan harga daganganmu atau kau tinggalkan pasar ini”.

Dalam Kitab Al-Thuruq al-Hukmiyyah f1 al-Siyasah al-Syar‘iyyah yang
mengungkapkan bahhwa fas ‘7r itu sama saja dengan al-si 'r yang berarti harga
dasar (price rate) yang berlaku di kalangan pedagang. Menurut Ibnu Qayyim
pembagian tas ‘ir terdapat dua jenis yaitu tas ‘ir yang adil dan tas 7r yang
zhalim. Contoh tas ‘ir yang dianggap adil oleh Ibnu Qayyim yaitu: ketika ada
penjual yang menolak menjual barang dagangannya karena terjadi kelangkaan,
sedangkan banyak orang yang membutuhkannya, penjual mau menjual
barangnya dengan syarat pedagang menaikkan harga, dalam kejadian seperti
ini pemerintah wajib ikut campur tangan untuk mengendalikan harga barang
atau mengembalikan ke harga normal supaya tetap stabil seperti semula.
Penetapan harga yang adil oleh pemerintah ketika siatuasi pasar mengalami
kekacauan, sehingga menimbulkan madharrah bagi pelaku pasar, hal ini
menjadi peran pemerintah dalam wildyat al-hisbah untuk mengurusi pasar dan
mengintervensi harga komoditas di pasar demi terwujudnya mashlahah secara
‘Ammah.%®

Harga biasanya merupakan hak penjual untuk menentukan nilai dari
sebuah barang yang dijualnya dan sebagai ganti atas apa yang mereka
keluarkan, baik materi, tenaga, dan juga waktu dan tidak seorangpun yang bisa
membatasinya. Semua orang mempunyai hak atas kepemilikan dan nilai dari
sebuah barang dagangannya, dalam hal ini tas 7 membatasi kebebasan dan
hak seorang penjual dalam menentukan nilai dari suatu komoditas yang akan
menyebabkan semangat penjual melemah dalam berkreasi maupun berinovasi
dalam memproduksi barang karena kebebasannya dibatasi sehingga
menyebabkan kelangkaan suatu komoditas dan masyarakat mengalami
kesulitan dalam mendapatkan barang. Jika fas7r yang ditetapkan oleh
pemerintah melebihi biaya produksi harga normal, maka penjual

85 Ibn Al-Qayyim, [ ‘ldm Al-Muwagqqi ‘in, Kairo: DAar al- Hadis, 2002, hal. 612.

8 A. Rio Makkulau Wahyu, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep
Tas’ir,” dalam Jurnal DIKTUM: Jurnal Syari ‘ah dan Hukum, Vol. 16 No. 2 Tahun 2018, hal.
230-263.
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mendapatakan reward lebih dari barang dagangannya, jika sebaliknya maka
penjual akan mengalami kerugian.®’
2. Jenis-Jenis Intervensi Harga

Harga merupakan salah satu variabel dalam transaksi jual beli, harga
adalah besaran nilai yang terdapat dalam suatu barang terhadap kualitas
maupun kuantitas sebuah barang dengan alat tukar berupa uang. Ulama figh
mengartikan harga sebagai as-samn, terjadinya harga suatu barang akibat
transaksi jual beli adalah karena kepuasan penjual maupun pembeli. Seorang
penjual yang baik tidak mengambil keuntungan yang berlebih hanya untuk
memenuhi kepuasan baginya, begitupun bagi seorang pembeli juga akan
membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Penetapan harga dalam
transaksi jual beli dikarenakan jumlah demand dan supply, dalam hukum
permintaan dikatatakan bahwa “Semakin tinggi harga suatu barang maka
jumlah permintaan akan menurun, begitupun sebaliknya semakin rendah harga
suatu barang, maka jumlah permintaan akan naik”. Hukum permintaan
berbanding terbalik dengan hukum penawaran yang mengatakan bahwa
“Semakin tinggi harga suatu barang maka jumlah penawaran akan naik, begitu
pula sebaliknya semakin rendah harga suatu barang maka jumlah penawaran
juga akan semakin menurun”. Dalam hal ini harga terjadi bukan ditetapkan
oleh siapapun, baik itu pemerintah, penguasa, maupun individu yang kaya,
melainkan harga ditetapkan oleh keadaan alamiah suatu pasar, banyaknya
barang yang dijual, banyaknya barang yang dibeli.?® Dalam penetapan atau
intervensi harga oleh pemerintah dalam konteks klasik maupun kontemporer
adalah sebagai berikut:
a. Intervensi Harga dalam Konteks Klasik

1) Tas‘ir al-Jabari (Penetapan Harga Wajib)

Secara etimologis, tas ir berarti menetapkan harga, dalam konteks
ini, tas ir merujuk pada tindakan pemerintah untuk mengatur harga. “al-
Jabari” berarti memaksa atau mengikat, menunjukkan adanya campur
tangan pemerintah dalam menentukan harga. Tas'ir al-Jabdri (penetapan
harga oleh pemerintah) membahas intervensi pemerintah dalam
menentukan harga barang atau jasa. Dalam konteks ini, tas'ir al-jabdri
mengacu pada tindakan pemerintah untuk menetapkan harga jual suatu
komoditas, baik dengan menurunkan harga yang terlalu tinggi atau
menaikkan harga yang terlalu rendah, demi kepentingan masyarakat dan
mencegah praktik monopoli atau penimbunan. Tas 7r al-jabdri dalam
perspektif Islam merujuk pada intervensi pemerintah atau penguasa dalam

8 Yusnaidi Kamaruzzaman, ‘“Price Determination According to Figh,” Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry (n.d.), hal. 1-14.

8 Khodijah Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal
STIE Syari ‘ah Bengkalis, Vol. 01 No. 01 Tahun 2017, hal. 35-49.
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penetapan harga barang dan jasa, terutama dalam situasi darurat atau

ketika terjadi ketidakadilan pasar.®

Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga, melindungi
konsumen dan produsen, serta mencegah praktik monopoli, eksploitasi
pedagang dan penimbunan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks
klasik, tas ‘ir al-jabari berkaitan dengan penetapan harga oleh pemerintah
secara paksa yang harus diikuti oleh semua pedagang yang biasanya
melalui kekuasaan.”® Pemerintah dapat melakukan intervensi jika harga
yang berlaku di pasar tidak mencerminkan harga yang adil, misalnya
karena adanya penimbunan atau praktik monopoli. Jika harga yang
berlaku di pasar sudah mencerminkan harga yang adil dan sesuai dengan
mekanisme pasar, maka pemerintah sebaiknya tidak melakukan
intervensi. Pemerintah tidak boleh menetapkan harga yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menetapkan harga yang
terlalu rendah yang dapat merugikan penjual. Dalam pengertian tas 7r al-
Jjabdri terdapat unsur-unsur pokok yaitu:’!

a) Tas ‘ir ir al-jabari dilakukan oleh pejabat yang berwewenang.

b) Mencakup segala sesuatu barang yang dibutuhkan oleh manusia,
hewan dan negara.

c) Pada hakikatnya tas‘ir al-jabari disebutkan secara sempurna dan
bertujuan untuk menjelaskan pengertian tas 7 dan membatasi
hakikatnya secara syara ‘.

d) Adanya unsur memaksa karena larangan untuk menaikkan harga tanpa
adanya perintah dari penguasa.

e) Tidak khusus bagi pedagang saja, melainkan bagi semua orang yang
mempunyai atau menyimpan sesuatu yang dibutuhkan oleh umat dan
juga negara.

Tujuan utama tas ‘ir al-jabdri adalah untuk menjaga stabilitas harga,
melindungi konsumen dari eksploitasi harga tinggi, dan melindungi
produsen dari kerugian akibat harga yang terlalu rendah. Selain itu, tas ‘ir
al-jabari juga bertujuan untuk mencegah praktik-praktik curang seperti
monopoli dan  penimbunan barang yang dapat merugikan
masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah biasanya dilakukan dalam
kondisi darurat, seperti kelangkaan barang, bencana alam, atau situasi

8 A. Patuti, A. Hafizah, and A. Aisyah, “The Position of Al-Tas’ir Al-Jabari in the
View of the Rule of Yutahammal Al-Dharar Al-Khash 1i Daf* Al-Dharar Al-‘Am. Al-Khiyar,”
dalam Jurnal Muamalah dan Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, hal. 1083—-1098.

% Didin Baharudin, “Relevansi Hadis Tas’ir (Penetapan Harga) Terhadap Sistem
Perekonomian di Indonesia,” dalam Jurnal Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 7 No. 2 Tahun
2021, hal. 367-384.

°l E Willya, “Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas’ir Al-Jabari,” dalam Jurnal
Ilmiah Syari’ah (JIS), Vol. 11 No. 2 Tahun 2013, hal. 390-410.
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perang yang menyebabkan harga melonjak tinggi dan tidak
terkendali. Dalam melakukan tas‘ir al-jabari, pemerintah harus
memastikan keadilan bagi semua pihak. Harga yang ditetapkan harus
mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan yang wajar bagi
produsen, serta terjangkau oleh konsumen.’? Dalil dari al-Qur’an
digunakan untuk mendukung konsep tas ‘ir al-jabari adalah ayat tentang
ketaatan pada pemimpin dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan
umat menjadi dasar pemikiran bahwa pemerintah memiliki wewenang
untuk campur tangan dalam masalah harga jika diperlukan, terdapat dalam
al-Qur’an Sﬁr'ccﬂ} al-Ni/saét’ (4) }Ayat 59 ) ) ‘ .
Ot B P PR TR JOR R P T JERR N R (NP
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi
Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Contoh penerapan tas ‘ir al-jabdri yaitu, pemerintah menetapkan
HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk barang-barang kebutuhan pokok
untuk mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali. Dalam hal
pengawasan pasar, pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktik-
praktik perdagangan yang mencurigakan, seperti penimbunan barang atau
praktik monopoli. Pemerintah juga berupaya menyediakan barang
kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup untuk menjaga stabilitas harga
dan mencegah kelangkaan. Beberapa ulama dan ekonom Islam mengkritik
tas ‘ir al-jabari, dengan alasan bahwa intervensi harga dapat merusak
mekanisme pasar yang alami dan menghambat pertumbuhan
ekonomi. Mereka berpendapat bahwa pasar yang bebas dan kompetitif
akan menghasilkan harga yang paling adil dan efisien dan tidak ada pihak
yang terzhalimi. Semua itu ditujukan untuk masyarakat yang bertujuan
untuk menciptakan kemaslahatan umum, yaitu bagi penjual, pembeli dan
juga pemerintah.”?

2) Tasir al-Irsyadi (Harga Anjuran)

Tas ir al-irsyddi atau penetapan harga secara irsydd (petunjuk),
adalah intervensi negara atau otoritas dalam menetapkan harga batas
atas/bawah. Tas’ir ini digunakan untuk mengendalikan harga dan
mencegah kerusakan pasar, tanpa menghilangkan fungsi pasar secara
keseluruhan. Tas ir al-irsyddi (penetapan harga secara persuasif) dalam
perspektif ekonomi Islam berkaitan dengan upaya pemerintah untuk
mempengaruhi harga pasar tanpa melakukan intervensi langsung untuk

°2 Q. Qusthoniah, “Tas’ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) dalam Koridor
Figh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi,” dalam Jurnal Syari’ah, Vol. 2 No. 2
Tahun 2014, hal. 21-40.

%3 S. Bashar, “Price Control in an Islamic Economy,” dalam Journal of King Abdul Aziz
University—Islamic Economics, Vol. 9 No. 2 Tahun 1997, hal. 13-38.
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mencapai stabilitas harga dan kemaslahatan bersama. Ini berbeda dengan
tas ‘ir al-jabari (penetapan harga paksa), yang melibatkan intervensi
langsung oleh pemerintah. Tas ir al-irsyadi lebih mengarah pada
pendekatan persuasif, edukatif, dan kerjasama dengan pelaku pasar untuk
mencapai harga yang adil dan stabil. Tas Tr al-irsyddi juga melibatkan
edukasi kepada pelaku pasar tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam,
transparansi harga, dan pentingnya menjaga stabilitas pasar.*

Dalam tas ‘ir al-irsyadi, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan
pengawas, bukan diktator harga. Pemerintah bisa memberikan informasi,
mengadakan musyawarah antara produsen dan konsumen, serta
memberikan insentif untuk praktik bisnis yang adil dan menekankan pada
keseimbangan kepentingan antara produsen dan konsumen, sehingga tidak
ada pihak yang dirugikan.”® Pemerintah hanya memberikan arahan dan
pendekatan persuasif, tanpa memaksakan harga, sedangkan pelaku pasar
tetap memiliki kebebasan untuk menentukan harga, tetapi dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kepentingan
bersama.

Mekanisme pasar yang menggunakan intervensi tas ir al-irsyddi
yaitu: fas ir al-Irsyadi bersifat sementara dan hanya untuk barang
strategis/esensial (misal pangan), tujuan utama adalah menghilangkan
kharaj (kesulitan) akibat fluktuasi harga yang tidak wajar. Jika intervensi
gagal menormalkan harga melalui hukum urus pasar dan pengawasan,
maka tas Tr diambil sebagai solusi ultima ratio. Contoh penerapan fas ‘ir
al-Irsyadi: 1) Pemerintah mengadakan pertemuan dengan pelaku pasar
untuk membahas kondisi pasar dan mencari solusi bersama terkait harga
yang fluktuatif. 2) Pemerintah memberikan informasi tentang harga rata-
rata suatu komoditas di pasar lain untuk memberikan referensi harga yang
adil. 3) Pemerintah memberikan insentif kepada pedagang yang menjual
barang dengan harga wajar dan tidak menimbun barang untuk
mendapatkan keuntungan berlebihan. Tas ir al-Irsyddi merupakan
pendekatan yang lebih moderat dan berkelanjutan dalam mengatur pasar
dibandingkan  tas‘ir  al-jabari. Pendekatan ini  mengutamakan

% K. A. Kusuma, “The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and
Reasons for Applying It in Islamic Market Operation,” dalam Proceedings of the 5th
International Conference on Accounting and Finance, Tahun 2019, hal. 782-799.

5 M. H. Kamali, “Tas’ir (Price Control) in Islamic Law,” dalam American Journal of
Islam and Society, Vol. 11 No. 1 Tahun 1994, hal. 25-37.
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musyawarah, transparansi, dan kerjasama antara pemerintah dan pelaku
pasar untuk mencapai stabilitas harga dan kemaslahatan bersama.’®
b. Itervensi Harga dalam Konteks Modern

Intervensi harga yang bisa tertuan dalam bentuk regulasi pasar oleh
pemerintah daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
daerah untuk mengawasi, mengontrol dan menjaga kestabilan pasar, baik
terhadap harga maupun pasokan barang yang masuk dalam pasar supaya
tidak adanya monopoli oleh pihak-pihak tertentu, tidak adanya
kecurangan pasar, serta keseimbangan antara banyaknya permintaan
maupun penawaran. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah
daerah dalam menjaga kestabilan pasar, termasuk alasan ketika terjadinya
regulasi pasar. Pemerintah tidak ikut campur tangan ketika pasar dalam
kondisi yang stabil, tetapi pemerintah ikut turun tangan ketika terjadi
monopoli dalam pasar, harga barang di pasar yang terlalu mahal atau
terlalu murah, terdapat kecurangan di pasar, dan hal-hal lain yang harus
diselesaikan oleh pemerintah,

Intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat
melindungi hak-hak konsumen dari barang-barang yang tidak berkualitas
tanpa diketahui oleh konsumen tersebut, jadi intervensi menyebabkan
penjual harus lebih hati-hati dan transparan dalam memasarkan
produknya. Adanya ekonomi politik juga mengharuskan pemerintah
dalam memutuskan intervensi pasar, seperti contoh adanya keputusan
harga suatu barang dipasar ditentukan karena adanya tekanan dari pelaku
bisnis, penguasa kapital sehingga harga di pasar tidak murni karena jumlah
permintaan maupun penawaran. Ada beberapa hal yang dilakukan
pemerintah untuk kepentingan publik dalam hal intervensi harga
diantaranya:

1) Penetapan harga, misalnya pemerintah dapat menetapkan harga
minimum dan maksimum suatu barang, ini sudah dilakukan oleh
pemerintah Indonesia dalam menetapkan harga barang.”’ Harga
barang tidak dipatok secara mutlak, melainkan pemerintah
memberikan kisaran harga supaya penjual atau produsen tidak
semena-mena dalam menetapkan harga, begitu juga tidak
menanggung risiko kerugian karena rendahnya suatu harga barang,

% Ainiah Abdullah, “Mashlahah dalam Pelegalan Tas’ir Menurut Ibnu Qayyim Al-
Jauziyyah,” dalam Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syari‘ah, Vol. 4 No. 1 Tahun
2019, hal. 70-73.

97 Charles M Tiebout, “A Pure Theory of Local Expenditures,” dalam Journal of
Political Economy, Vol. 64 No. 5 Tahun 1956, hal 589-590.
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khusunya harga barang-barag sembako yang merupakan kebutuhan
primer masyarakat.”®

2) Pengaturan zonasi pasar, dalam hal ini pemerintah mengatur zona
pasar yang strategis dan memadai sehingga pembeli dan penjual dapat
melaksankan transaksi dengan bahagia, namun tidak mengganggu
pengguna jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Zonasi pasar ini
biasanya terjadi di perkotaan yang, sedangkan zonasi pasar tidak
terjadi di pedesaan, orang desa bebas membuat tempat menjadi pasar,
di pinggir jalan, depan Masjid, perempatan, karena di pedesaan tidak
terlalu banyak pengendara sehingga dengan adanya pasar tidak
menyebakan kemaceten, bahkan masyarakat lebih senang karena
mereka bisa menjual barang juga membeli barang dengan bebas di
pasar manapun.”’

3) Izinusaha dan perizinan pasar, bentuk dari adanya regulasi pasar yaitu
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), regulasi tentang SIUP ini
berbeda-beda tergantung dari dari jenis usaha besaran aset yang
dimiliki oleh pedagang barang maupun jasa. SIUP wajib dimiliki oleh
pelaku usaha, pemilik koperasi, firma, mapun PT (Perseroan
Terbatas). Semakin besar aset yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka
pengurusan dan katagori SIUP juga semakin mahal.

4) Pengawasan kualitas produk, terdapat lembaga yang mengawasi
kualitas produk, terutama produk makanan, kosmetik dan juga obat
yaitu BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Pengawasan
kualitas produk tidak hanya dilakukan oleh BPOM, melainkan juga
kewajiban untuk sertifikasi halal untuk produk makanan, obat dan
kosmetik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal
(JPH) yang mewajibkan semua pelaku usaha makanan minuman,
kosmetik, dan obat wajib tersertifikasi halal oleh MUI terakhir
pengurusan pada tanggal 17 Oktober 2024, apabila produk belum
tersertifikasi halal, maka akan dikenakan sanksi, dan pengurusan bisa
dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya. Apabila produk
yang dijual mengandung babi atau tidak halal, produsen wajib

% George J. Stigler, “The Theory of Economic Regulation,” dalam He Bell Journal of
Economics and Management Science, Tahun 1971, hal. 231-233.

% James M. Buchanan and Gordon Tullock, “The Calculus of Consent: Logical
Foundations of Constitutional Democracy,” dalam Jurnal University of Michigan Press,
Tahun 1962, hal. 209-211.
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mencantumkan keterangan ketidakhalalan produk pada kemasan

secara jelas.
3. Pandangan Ulama Klasik Terhadap 7as ‘ir

Tas ‘ir adalah penetapan harga oleh pemerintah atau otoritas terhadap

barang dan jasa di pasar. Dalam sejarah figh Islam, tas ‘7r menjadi perdebatan
di antara para Ulama, ada yang membolehkannya dan sebagian Ulama tidak
memperbolehkan fas ‘ir, terutama bila dilakukan secara otoriter dan tidak
berdasarkan kebutuhan yang mendesak. '
a. Ulama yang Melarang Tas ‘ir

Ulama yang tidak memperbolehkan tas 7r berargumen bahwa
intervensi terhadap harga pasar adalah bentuk kezhaliman dan
bertentangan dengan prinsip kebebasan mu ‘dmalah yang diajarkan dalam
Islam. Tokoh-tokoh yang memiliki pandangan terkait dengan larangan
tas ‘ir adalah: Asy-Syafi’i, Malik, Ibn Taymiyyah (dalam kondisi normal),
dan Ibnu Qudamah.

Tas ir merupakan penentuan harga pasar oleh pemerintah atau
pemimpin dalam suatu wilayah, tas ‘ir bukan konsep baru dalam dunia
mu ‘dmalah. Nabi Muhammad Saw sangat menghargai mekanisme harga
pasar, bahkan Nabi Muhammad Saw menolak untuk menetapkan harga di
suatu pasar (intervensi pasar). Pada suatu hari di Madinah sedang terjadi
kenaikan harga yang sangat tinggi yang terjadi secara alami bukan karena
ada campur tangan pihak-pihak lain, kejadian ini terdapat dalam Hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Dawad, (W. 275 H), Ibnu Majah, (W. 275
H), Tirmidhi, (W. 279 H), dan lainnya sebagai berikut: Anas Bin Malik
(W. 93 H) menuturkan bahwa pada masa Nabi Muhammad pernah terjadi
kenaikan harga yang tinggi, para sahabat lalu berkata pada Nabi
Muhammad, dalam Hadis AbG Hurairah r.a, Abu Dawiid meriwayatkan
dari al-Hasan bin ‘Ali, dari ‘Abdurrazzaq, dari Ma‘mar, dari Hammam bin
Munabbih dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad Saw Bersabda:
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100 payl A. Samuelson, “The Pure Theory of Public Expenditure,” Review of Economics
and Statistics, Tahun 1954, hal. 509-511.

101 Berdasarkan penelusuran dengan berbagai metode Takhrij Hadis, Hadis tersebut
terdapat dalam mashddir ashliyyah-nya yaitu Musnad Al-Rabi, Musnad Abi Ya‘la,
Mushannaf ‘Abd al-Razzaq, Musnad Ahmad, Sunan al-Darim1i, Sunan al-Tirmidhi, Musnad
al-Bazzar, Sunan Abl Dawiid, Sunan Ibn Majah, Shahih Ibn Hibban, Sunan al-Bayhaqi, dan
Mu‘jam al-Thabarani. Hadis tentang larangan intervensi pemerintah terhadap harga pasar
secara umum dapat disimpulkan sebagai Hadis Makbul dengan katagori Shahih, karena
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Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang
mengulurkan, dan yang maha pemberi rizqi, sungguh aku berharap dapat
menjumpai Allah tanpa ada seorangpun yang menuntutku atas
kezhaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam
masalah harta. (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut menyatakan bahwa Allah merupakan dzat yang
berhak menentukan harga pasar, dzdt yang berhak memberi dan mencabut
sesuatu. Jika menelisik dari kisah yang dialami pada waktu itu, harga
barang yang ada di pasar, terutama bahan makanan melonjak tinggi karena
barang-barang didatangkan dari luar Madinah yang otomatis biaya
distribusi yang ditanggung oleh pedagang juga lebih tinggi.'*

Islam menjunjung tinggi prinsip kebebasan dalam transaksi
ekonomi selama tidak melanggar syariat. Menetapkan harga bertentangan
dengan prinsip ini. Harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan
penawaran. Jika pemerintah menetapkan harga, maka hal ini mengganggu
mekanisme pasar alami yang adil. Pemerintah bisa jadi tidak adil atau
tidak objektif dalam menentukan harga, sehingga merugikan salah satu
pihak, baik produsen maupun konsumen. Bila tas ‘ir dibiasakan, para
pelaku pasar akan terbiasa bergantung pada intervensi pemerintah, bukan
pada inovasi dan efisiensi. Sedangkan alasan sosial tidak
diperbolehkannya menetapkan harga adalah, jika pasar dibiarkan berjalan
secara alami, maka pelaku ekonomi akan berkompetisi secara sehat dan
menciptakan harga yang wajar. Alasan lain yaitu penetapan harga secara
sepihak bisa menyebabkan kerugian pada pedagang kecil yang tak mampu
menyesuaikan struktur biaya mereka. Alasan sosial yang terakhir yaitu
tas ‘ir berisiko menguntungkan konsumen tetapi merugikan produsen,
terutama jika harga yang ditetapkan tidak mempertimbangkan biaya
produksi yang dikeluarkan oleh produsen.

b. Ulama yang Membolehkan 7as ‘ir

Sebagian Ulama membolehkan tas‘ir dalam kondisi tertentu,
terutama jika terjadi monopoli, penimbunan barang, atau ketidakadilan
harga yang merugikan masyarakat umum. 7as ‘ir dipandang sebagai alat
untuk menegakkan keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi pasar.
Tokoh-tokoh yang membolehkan tas ‘ir (dengan syarat) adalah: Ahmad
bin Hanbal, Malik (dalam sebagian riwayat), Ibn Taymiyyah (dalam
kondisi pasar tidak adil), Ibnu al-Qayyim, Yasuf al-Qardhawi

diriwayatkan oleh perawi yang tsigah, yang sanadnya muttashil (ligd’), matannya marfii
(idhdfah pada Nabi Muhammad Saw, tidak ada f%llah (penambahan, pengurangan dan
penggantian), dan tidak adanya kejanggalan yang bertentangan dengan al-Qur’an, Hadis
Shahih dan akal sehat. Sunan Abi Dawid, Kitdb al-Buyii‘, Bab fi Tas ‘ir. No. 3451.

192 Mabarroh Azizah, “Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah
dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal Unisia, Vol. 34 No. 76 Tahun 2012, hal. 74-85.
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(kontemporer), dan Wahbah al-Zuhayli, dalil yang digunakan oleh Ulama

yang memperbolehkan fas ‘ir adalah:'%

1) Prinsip Amar Ma ‘riif Nahy Munkar dan Hisbah. Tas ‘ir merupakan
bentuk pengawasan pasar yang termasuk tugas pemerintah dalam
institusi Hisbah untuk mencegah kemungkaran ekonomi, terdapat
dalam al-Qur’an Strah al-Ma’idah (5) Ayat 2: L

O3 Y e 135 Y 5 Gl ll e 1305
Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

2) Qd‘idah Fighiyyah: “Tasharrufu al-imam ‘ala al-ra ‘iyyah mantithun
bi al-mashlahah.” (Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya
bergantung pada kemaslahatan). Berdasarkan ini, penetapan harga
diperbolehkan jika terdapat kemaslahatan umum (al-mashlahah al-
‘ammah), seperti mencegah kelaparan atau eksploitasi harga oleh
pedagang besar.!%

Logika dan argumen kebolehan fas 7r adalah, Jika pelaku pasar
menyimpang (fasdd al-siiq), misalnya dengan kartel atau penimbunan,
maka harga tidak mencerminkan keadilan. Dalam kondisi ini, fas ‘ir
menjadi solusi untuk menegakkan keadilan. Selain itu Hadis Nabi tidak
bersifat mutlak, karena Hadis Nabi yang menolak fas 7r dipahami dalam
konteks pasar yang masih sehat. Jika pasar menjadi sumber kezhaliman,
maka Hadis itu tidak berlaku secara mutlak. Argumentasi lainnya yaitu
melindungi kepentingan umum, karena tujuan syariat (magdshid al-
syari‘ah) adalah melindungi jiwa, harta, dan ketentraman publik,
sedangkan harga yang mencekik bisa mengganggu stabilitas sosial dan
mengancam nyawa rakyat miskin.

Alasan dalam bidang sosial dan ekonomi yaitu: 1) Mencegah
eksploitasi konsumen, dalam pasar oligopoli atau monopoli, penjual bisa
menetapkan harga seenaknya, dan tas 7r mencegah hal ini. 2) Menjamin
akses rakyat ke barang pokok, dalam kondisi darurat seperti bencana,
konflik, atau inflasi tinggi, tas ir diperlukan agar masyarakat tetap bisa
memperoleh kebutuhan dasar. 3) Mengatur pasar demi stabilitas nasional,
negara mempunyai kewajiban menjaga ketertiban dan stabilitas ekonomi,
dan tas ir menjadi salah satu instrumen negara untuk mengontrol gejolak
harga.!%

103 Kahf Monzer, Islamic Economics: Analitical Study of the Functioning of the Islamic
Economic System, ed. Plainfield, Islamic Teaching Center, 1980, hal. 99.

104 Zahrah, Ushiil Figih, hal 290.

195 Yisuf al-Qardhawi, Figh Al-Zakéh dan Figh Al-Daulah, Kairo: Maktabah Wahbah,
n.d., hal. 367-368.
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4. Analisis Hadis tentang Penolakan Nabi Terhadap 7as ‘ir

Dalam HR. Abu Dawid No. 3451, HR. Tirmidzi No. 1314, HR. Ahmad
(Musnad Ahmad) 3/286, dan dinyatakan shahih oleh Albani dalam Shahih Abu
Dawid: Harga-harga naik pada masa Rasulullah Saw, lalu orang-orang
berkata: Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami, maka beliau
bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan,
yvang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Aku sungguh berharap dapat
berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian
yvang menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.”

Konteks historis Hadis tersebut adalah ketika terjadi kenaikan harga pada
masa Nabi Muhammad Saw di Madinah, dan para sahabat meminta tas 7r
kepada Nabi karena merasa kesulitan, dan waktu itu Nabi Muhammad Saw
menolak intervensi harga, dan menyandarkan fluktuasi pasar kepada ketentuan
Allah. Alasan Nabi Muhammad tidak mau mengintervensi dan menetapkan
harga waktu itu karena, Nabi menunjukkan sikap menjaga keadilan dan tidak
ingin berbuat zhdlim kepada para pedagang dengan memaksa harga tertentu
yang bisa merugikan penjual. Selain itu penolakan tas‘7r menunjukkan
pentingnya prinsip kejujuran dan keadilan pasar tanpa paksaan.!'%

Pada dasarnya Nabi Muhammad menolak tas 7r karena tidak sesuai
dengan syariat, dan Nabi menolak fas 7r karena tidak adanya kezhaliman
dalam pasar saat itu. Selain itu harga adalah mekanisme alami pasar yang
ditentukan oleh Allah Swt melalui supply (penawaran) dan demand
(permintaan). Tetapi keadaan berbeda ketika harga melonjak karena adanya
spekulasi, penimbunan, monopoli, maka tas ir boleh bahkan wajib untuk
menghilangkan mafsadah (kerusakan sosial), berdasarkan gd ‘idah fighiyyah
daliadlly e e 50 e ey a’iad (kebijakan pemerintah terhadap rakyat
bergantung pada kemaslahatan).'"’

5. Pandangan Kontemporer Terkait Intervensi Harga dan Regulasi Pasar oleh
Pemerintah

Nabi Muhammad menolak untuk menetapkan harga karena
sesungguhnya harga di pasar itu yang menentukan adalah Allah, jika Nabi
menetapkan harga di pasar, bisa jadi Nabi menzhalimi salah satu pihak, baik
penjual maupun pembeli. Teori ekonomi Islam kontemporer mengadopsi
teorinya Adam Smith, seseorang yang dianggap sebagai bapak ekonomi
kapitalis yang disebut sebagai teori “invisible hand” yaitu penetapan harga di
pasar dikarenakan adanya campur tangan dari tangan-tangan yang tidak

196 Wahbah al-Zuhayli, AI-Figh Al-Isldmi Wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.,
hal. 303.
197 Imam Nawawi, Al-Majmii * Syarh Al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, n.d., hal. 40.
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terlihat, bahkan teori invisible hand ini juga disebut dengan teori God hands,
yang berarti tangan-tangan Tuhan. Dalam teori invisible hand maupun God
hands ini dapat diartikan bahwa hanya karena jumlah permintaan dan
penawaran saja yang dapan mempengaruhi sebuah harga barang di pasar.'®

Penetapan harga oleh pasar karena jumlah permintaan dan penawaran
tidak mutlak begitu saja dalam Islam, pada masa pemerintahan
Khulafaurrasyidin terdapat price intervention terhadap barang baik dari sisi
supply maupun demand, dari sisi supply, pada masa pemerintahan Umar Bin
Khaththab pernah mengimpor gandum karena terdapat kelangkaan gandum
yang ada di pasar, sedangkan dalam sisi demand, mereka dianjurkan untuk
tidak bersifat konsumerisme terhadap suatu barang, sehingga tidak
menimbulkan kemubadziran terhadap barang maupun makanan, etika-etika
tersebut diterapkan pada masa pemerintahan sahabat Umar, dan intervensi
terhadap pengawasan pasar (Hisbah), dan menunjuk Sayyid ibn Sa‘id Ibn al-
‘Ash sebagai kepala pusat pengawasan pasar (Muhtasib).!%

Secara umum tugas pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia adalah
sebagai pengawas pasar, selain itu dalam menentukan harga pasar pemerintah
mempunyai dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dalam
menentukan harga barang di pasar secara langsung dengan cara: 1) Penetapan
Harga Minimun (floor price), yaitu bertujuan untuk melindungi produsen yang
barangnya dibeli oleh tengkulak, karena sering terjadinya pembelian barang
yang terlalu murah dan tidak masuk akal oleh tengkulak, khusus dalam bidang
logistik, apabila tidak ada yang membeli barang milik produsen, maka
pemerintah langsung turun tangan untuk membeli langsung barangnya melalui
Badan Usaha Logistik (BULOG) dan didistribusikan kepada konsumen
melalui pasar. 2) Penetapan Harga Maksimum (ceiling price), bertujuan untuk
melindungi konsumen, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya
produsen atau penjual tidak menjual barangnya kepada konsumen dengan
harga yang tinggi sehingga memberatkan konsumen, walaupun barang tersebut
terjadi kelangkaan di pasar, pemerintah tetap menetapkan harga maksimum
barang supaya harga di pasar tetap stabil yang disebut sebagai HET (Harga
Eceran Tertinggi), dan produsen tidak boleh menatapkan harga di atas HET,
contoh barang yang ditetapkan HET adalah BBM (Bahan Bakar Minyak), tarif
angkutan, harga obat-obatan di apotek, dan lain sebagianya.!!°

108 Syamsul Effendi, “Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam” n.d., hal. 26—
35.

109 Tis’at Afriyandi, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Harga Jual
dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Atau Bangunan,” dalam Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 1
No. 2 Tahun 2018, hal. 28-40.

110 K. Nurfaizah, “Government Intervention in Determining Prices According to Ibn
Taymiyyah’s,” Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 2 No.
2 Tahun 2020, hal. 97-104.
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Untuk campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga yang secara
tidak langsung yaitu, menetapkan kebijakan pajak dan pemberian subsidi.
Menetapkan kebijakan pajak dapat berupa penetapan pajak yang sangat tinggi
terhadap barang impor, hal ini dilakukan untuk melidung barang-barang dalam
negeri dengan harga yang murah, sehingga konsumen tidak ada pilihan untuk
mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Sedangkan kebijakan pemerintah
dalam hal pemberian subsidi terhadap barang diutamakan untuk barang-barang
pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, seperti beras, minyak, pupuk
pertanian dan sebagainya. Kebijakan subsidi juga dilakukan oleh pemerintah
yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan baru dengan tujuan perusahaan
tetap bisa eksis, dapat berkembang dan bisa bersaing dengan barang-barang
ekspor.

C. Relasi Antara Mashlahah dan Tas ‘ir
1. Mashlahah Menjadi Dasar Justifikasi bagi Kebijakan 7as ‘ir

Tas ‘ir sebagai Instrumen mashlahah ‘Gmmah ketika mekanisme pasar
rusak dan merugikan masyarakat, maka intervensi negara menjadi penting
demi keadilan. Ketika pasar dalam kondisi di mana harga barang kebutuhan
pokok melonjak tanpa sebab wajar yang akan menyebabkan kelaparan dan
keresahan sosial, maka penetapan harga (tas ‘ir) yang wajar dapat menciptakan
perlindungan kepada orang miskin.!'! Apabila terjadi penimbunan barang
(ihtikar) sehingga menciptakan kelangkaan buatan yang disebabkan oleh
kelompok tertentu, maka intervensi harga dengan cara penetapan harga
maksimum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keterjangkauan. Ketika
terjadi monopoli oleh beberapa pelaku pasar yang menyebabkan eksploitasi
konsumen, maka pemerintah dapat melakukan pembuatan regulasi yang resmi
yang dapat dditerapkan oleh penjual dan pembeli sehingga menciptakan
pemerataan ekonomi secara adil dan sejahtera.

Mashlahah adalah prinsip yang merujuk pada upaya mendatangkan
manfaat dan menolak madharrah, yang dianggap sah secara syar 7 jika: Tidak
bertentangan dengan nash (al-Qur’an dan Sunnah), Sejalan dengan magqdshid
al-syari‘ah (tujuan utama syariat). Dalam al-Muwafaqat, al-Syathibi
menegaskan:  “Syariat  seluruhnya  diturunkan  untuk  mewujudkan
kemaslahatan manusia.” Contoh mashlahah yang terkait dengan intervensi
harga adalah: Mashlahah dhaririyyah, milsalnya dalam bentuk kebijakan
pemerintah dalam menstabilkan harga beras agar masyarakat miskin tidak

1I'B, M. M. Lutfi, “Justifications for Price Intervention: Between Capitalism and
Islamic Economics: A Comparative Study,” dalam Journal of College of Sharia and Islamic
Studies, Vol. 32 No. 2 Tahun 2014, hal. 657-671.
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kelaparan.!'>  Mashlahah hdjiyyah, bentuk intervnsi yang dilakukan
pemerintah yaitu mencegah keresahan sosial akibat inflasi barang-barang
kebutuhan pokok. Mashlahah tahsiniyyah, dengan cara mendorong etika
dagang yang jujur dan adil.
2. Tas ‘ir Dibolehkan demi Mashlahah ‘Ammah
Dalam konteks ekonomi Islam, tas 7 adalah isu yang sensitif karena
berkaitan dengan prinsip keadilan, kebebasan pasar, dan intervensi negara.
Secara umum, tas ir dibolehkan demi mashlahah ‘dmmah (kemaslahatan
umum) jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:
a. Prinsip Mashlahah Mursalah
Mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara
eksplisit disebut dalam (al-Qur’an dan Sunnah), namun tetap sejalan
dengan tujuan syariat (magdshid al-syari ‘ah). Jika tas ‘ir dilakukan untuk
mencegah kerugian besar terhadap masyarakat (seperti kelaparan karena
harga makanan melambung), maka tas 7r termasuk mashlahah yang sah
untuk dijaga, karena mempunyai tujuan untuk menjaga al-nafs (jiwa) dan
al-mal (harta), dua dari lima magashid al-syart ‘ah.
b. Qd‘idah al-Fighiyyah
Dalam gqd ‘idah al-fighiyyah yang berbunyi “Tasharruf al-imam
mantithun  bi  al-mashlahah” (tindakan penguasa terikat pada
kemaslahatan masyarakat).!"> Qd‘idah lain yang berkaitan dengan
intervensi pemerintah yaitu: “Ddar’ al-mafasid muqaddam ‘ald jalb al-
mashalih” (mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih
kemaslahatan). Maka, jika harga pasar mengakibatkan kerusakan (seperti
eksploitasi, penimbunan, atau ketidakmampuan rakyat membeli
kebutuhan pokok), tindakan fas ‘ir oleh pemerintah bisa dibenarkan.
c. Dalil dari Hadis
Nabi Muhammad Saw bersabda ketika para sahabat meminta beliau
menetapkan harga dan beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah yang
menentukan harga...” (HR. Abli Dawi(id). Namun, Ulama memahami
bahwa ini berlaku saat pasar berjalan normal, tapi bila terjadi kezhaliman,
penimbunan (ihtikar), atau krisis yang menyengsarakan rakyat, maka
intervensi negara menjadi dibolehkan, bahkan diwajibkan.
d. Pendapat Ulama
Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa tas ‘ir
dibolehkan bila produsen/penjual melakukan kezhaliman (ghabn fahish,

112 A, Ahmad and Ali M. H., “Arguments of Mashlahah and Mafsadah in Modem
Islamic Economic Law,” dalam Jurnal Iqtishad: Jurnal llmu Ekonomi Syariah, Vol. 15 No. 2
Tahun 2023, hal. 399-418.

13 Monzer, Islamic Economics: Analitical Study of the Functioning of the Islamic
Economic System, hal. 435-452.
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penimbunan, dll), dan untuk mengembalikan keadilan dan kestabilan
ekonomi. Al-Syatibi dalam al-Muwafagat menyatakan bahwa syariat
bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, dan pemerintah berhak bertindak
jika terjadi ketidakseimbangan pasar yang merugikan rakyat.!''*
Syarat-syarat tas 7r yang dibolehkan yaitu ketika pasar tidak berfungsi
secara adil atau normal karena terjadi manipulasi, kartel, penimbunan, dan
dapat dilakukan dengan:''®> 1) Penetapan harga dilakukan untuk melindungi
masyarakat dari ketidakadilan harga dan memastikan akses terhadap
kebutuhan pokok. 2) Tujuannya bukan untuk merugikan pihak tertentu, tapi
untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan umum. 3) Bersifat sementara dan
akan dihentikan ketika kondisi pasar kembali sehat. Tas 7r dibolehkan dalam

Islam ketika pasar mengalami kegagalan dan masyarakat terancam oleh

gejolak harga atau praktik ekonomi yang merugikan.

3. Kiriteria dan Batasan Intervensi yang Dibenarkan dalam Magdshid

Pemerintah tidak bisa semena-mena melakukan tindakan intervensi,
karena landasan dasar intervensi harga itu adalah kemaslahatan, maka kriteria
dan batasan intervensi dalam magqdshid al-syari ‘ah berfungsi sebagai panduan
untuk menilai kapan dan sejauh mana fas ‘ir dapat dibenarkan dalam syariat

Islam. Dalam kerangka ini, intervensi tidak dilakukan secara sewenang-

wenang, tapi berdasarkan prinsip dan tujuan syariat (magqdshid), terutama

dalam menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. Intervensi
dibenarkan jika bertujuan untuk menjaga salah satu atau lebih dari magdshid
ini, yaitu: hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-mal, hifzh al-nasl.

Adapun kriteria intervensi yang dibenarkan dalam magdshid:''®

a. Adanya mashlahah yang nyata dan urgen, intervensi harus dilakukan
untuk kemaslahatan yang rii/, bukan spekulatif, contoh: penetapan harga
beras agar rakyat miskin tetap bisa makan.

b. Mencegah madharrah (kerusakan atau kezaliman), jika pasar
menghasilkan eksploitasi, ketimpangan, atau penindasan, negara wajib
bertindak, hal ini didasarkan pada kaidah: “dar’ al-mafdsid muqaddam
‘ald jalb al-mashalih”

c. Tidak bertentangan dengan nash syar ‘i, intervensi tidak boleh melanggar
larangan syar 7 yang eksplisit.

14 Yisuf al-Qardhawi, Bayna Al-Syari‘ah Wa Al-Haydh, Kairo: Maktabah Wahbah,
1993, hal. 190.

151, Rosyadi et al., “Syathibi’s Thoughts on Mashlahah Mursalah and Its Impact on
the Development of Islamic Law,” dalam Journal of World Thinkers, Vol. 1 No. 1 Tahun 2024,
hal. 63-74.

116 M. S. L. Ishak and N. S. M. Nasir, “Maqashid Al-Syari‘ah in Islamic Finance:
Harmonizing Theory and Reality,” dalam Journal of Muamalat and Islamic Finance Research,
Vol. 18 No. 1 Tahun 2021, hal. 108-119.
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d. Sesuai dengan g¢d ‘idah: al-dharirah tuqaddar bi qadarihd, yaitu
intervensi harus bersifat proporsional, tidak melebihi kadar kebutuhan.

e. Menghindari ketergantungan dan permanensi, yaitu intervensi harus
bersifat sementara dan tidak permanen, dan jika masalah pasar bisa
diserahkan kembali ke mekanisme alami, intervensi harus dihentikan.

f. Dilakukan oleh otoritas yang sah (wildyah), tidak sembarang pihak boleh
menetapkan kebijakan fas 7r, harus melalui pemerintah atau otoritas sah.

g. Melibatkan pertimbangan profesional atau pakar, karena kebijakan
intervensi harus berdasarkan data, riset, dan masukan para ahli (misalnya
ekonom, Ulama), bukan emosi atau tekanan politik semata.'!”

Terdapat beberapa batasan intervensi harga jika kebijakan tersebut harus

di evaluasi, apakah kebijakan tersebut berdampak pada kesejahteraan atau

malah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat, karena intervensi harga

dapat dilakuakan jika:

a. Tidak menyebabkan madharrah yang lebih besar, karena jika intervensi
justru menciptakan krisis yang lebih parah, misalnya pasar gelap,
kelangkaan, maka harus dievaluasi.

b. Tidak menyita hak wajar individu, misalnya, fas ir yang terlalu rendah
sehingga melanggar hak pedagang mendapat keuntungan wajar (ghabn
yasir).

c. Tidak menjadi alat politik atau kepentingan kelompok dan harus
berprinsip untuk menjaga kemaslahatan umum, bukan untuk
mempertahankan kekuasaan atau menguntungkan golongan tertentu.

d. Bersifat adaptif dan fleksibel, intervensi harus dievaluasi secara berkala
dan bisa disesuaikan jika keadaan berubah, contoh dalam praktik tas 7r
harga pokok, jika harga sembako melonjak akibat penimbunan,
pemerintah menetapkan harga wajar.!'®

Berdasarkan hifzh al-nafs (melindungi jiwa) dan hifzh al-mal (menjaga
harta rakyat), penetapan harga harus melalui konsultasi ahli ekonomi, terbatas
pada masa krisis, dan tidak merugikan secara ekstrem para produsen/pedagang.

4. Keadilan, Stabilitas Sosial, dan Perlindungan Masyarakat dalam Bingkai
Mashlahah

Keadilan, stabilitas sosial, dan perlindungan masyarakat merupakan
prinsip yang terdapat dalam bingkai mashlahah terutama dalam tas 'ir. Dalam

7 Anas Malik, “Profit Maximization Versus Price Ceiling from Magéashid Al-Syari‘ah
Perspective,” dalam Journal of Muamalat and Islamic Finance, Vol. 12 No. 2 Tahun 2024,
hal. 546-561.

18 Inceif Research Team, “Understanding the Concept of Mashlahah and Its Parameters
When Enacting Syari‘ah Rules,” International Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1 Tahun
2009, hal. 91-110.
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teori maqdshid al-syari ‘ah, ketiga nilai tersebut termasuk dalam kemaslahatan
yang dijaga dan dijadikan tujuan utama syariat.

a.

Keadilan (al- ‘Adl) dalam Bingkai Mashlahah

Keadilan (a/- ‘adl) adalah pilar utama syariat, dan merupakan tujuan
maqashid dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam
maqashid al-syari ‘ah, keadilan bukan hanya tujuan moral, tapi juga tujuan
hukum dan kebijakan syariah.'"” Sejatinya mashlahah yang tidak pernah
bertentangan dengan keadilan, karena mashlahah mempunyai fungsi: 1)
Menghindari eksploitasi dan penindasan ekonomi, seperti 7ibd, monopoli,
atau manipulasi harga. 2) Menjamin distribusi kekayaan yang adil, adil
tidak berarti harus rata dan sama, tapi proporsional dan berkeadilan. 3)
Melindungi hak setiap individu dan kelompok secara seimbang. Terdapat
dalam al-Qur’an Strah al-Nahl (16) Ayat 90: .

..... Sea 5 Jaall el dn &)
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan.

Ulama magqashid seperti al-Syathibi menyebut bahwa syariat
seluruhnya dibangun di atas asas keadilan, dan sesungguhnya kezhaliman
bertentangan langsung dengan magdshid, karena penegakan keadilan
adalah bentuk perlindungan terhadap hak (hugiiq).'*°
Stabilitas Sosial sebagai Tujuan Mashlahah

Stabilitas sosial (istigrar ijtimd7) adalah kondisi di mana
masyarakat hidup damai, tidak terjadi kegaduhan sosial, kerusuhan, atau
kecemburuan ekstrem akibat ketimpangan, dan merupakan bagian penting
dari hifzh al-nafs, hifzh al-mal, dan hifzh al-din. Stabilitas sosial
mempunyai peranan penting dalam menciptakan kemaslahatan karena
ketimpangan sosial yang tajam bisa memicu krisis, kerusuhan, dan
kehancuran tatanan masyarakat. Selain itu Islam menekankan pentingnya
kesetaraan peluang dan distribusi akses, termasuk melalui zakat, larangan
penimbunan, dan intervensi harga jika perlu.

Adapun mashlahah dalam stabilitas sosial mencakup: 1) Pemenuhan
kebutuhan dasar rakyat berupa makanan, tempat tinggal, kesehatan. 2)
Pencegahan kemiskinan ekstrem yang dapat merusak kehormatan
manusia yang disebut sebagai karamah. 3) Penguatan ukhuwwah dan

119 Abdel. D. Kader, “Modernity, the Principles of Public Welfare (Mashlahah), and the

End Goals of the Syari‘ah (Maqgashid) in Muslim Legal Thought,” dalam Jurnal Slam and
Christian-Muslim Relations, Vol. 14 No. 2 Tahun 2003, hal. 164-174.

120 D. A. Abdulkarim and M. Munawar, “The Role of Magéashid Al-Syari‘ah and

Mashlahah in Ethical Decision-Making: A Study of Professionals in Indonesia,”dalam

Journal of Islamic Business and Ethics, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, hal. 46-50.
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solidaritas sosial yang berbasis kasih sayang dan tanggung jawab kolektif.
Stabilitas sosial merupakan salah satu indikator mashlahah dalam
intervensi harga (fas ‘ir) karena, stabilitas sosial menjamin kelangsungan
hidup kolektif (hifzh al-nafs), ketimpangan ekonomi, kezhaliman, atau
kelangkaan bisa memicu instabilitas. Oleh karena itu, tas‘ir, subsidi,
redistribusi zakat adalah bentuk intervensi magqdshidiyah demi stabilitas
sosial.!?!
c. Perlindungan Masyarakat dalam Perspektif Mashlahah

Perlindungan masyarakat (himayah al-mujtama ) yaitu dengan cara
melindungi kelompok rentan, seperti fakir, miskin, anak-anak, dan
pekerja. Bentuk perlindungan lain seperti menjaga akses terhadap
kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Untuk mencapai kemaslahatan, syariat mewajibkan negara dan
masyarakat untuk melindungi rakyat dari bahaya dan kerusakan, baik fisik
maupun ekonomi. Keterkaitan perlindungan terhadap masyarakat dengan
mashlahah adalah, perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs) dan harta
(hifzh al-mal) sangat ditekankan, misalnya: jika harga pangan naik tajam
dan membahayakan keselamatan masyarakat, maka fas 7r atau kontrol
harga adalah bentuk perlindungan syar 7.

Dalam kerangka magdshid al-syari‘ah, keadilan, stabilitas sosial, dan
perlindungan masyarakat bukan sekadar nilai etis, tetapi tujuan hukum yang
konkret, yang dapat dijadikan dasar bagi kebijakan dan intervensi negara.
Ketiganya merupakan bentuk realisasi dari mashlahah mursalah, terutama
ketika tidak ada nash yang eksplisit, namun urgensinya jelas demi menjaga
kehidupan sosial dan kesejahteraan publik.!??

D. Mashlahah ‘Ammah sebagai Prinsip Kebijakan Publik
Mashlahah merupakan tujuan dari maqdshid al-syari‘ah, dalam hal ini
al-Syathibi mengatakan:

Ol b aalling o8 3 g Lal) aualia (3835 Gia | A o2
e WAl g

Sesungguhnya syariah itu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
(kebaikan) manusia di dunia dan akhirat.

121'S, Samidi, F. R. Karnadi, and D. Nurfadilah, “The Role of Maqashid Al-Syari‘ah
and Mashlahah in Ethical Decision-Making: A Study of Professionals in Indonesia,” dalam
International Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 91-110.

122 H.S. Shah and A. Susilo, “E-Commerce on the Study of Mashlahah Mursalah: A
Review from an Islamic Economic Perspective,” dalam Jurnal Tasharruf: Journal of
Economics and Business of Islam, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022, hal. 17-28.
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Berdasarkan jelas dan samarnya jenis mashlahah, al-Ghazali membagi
mashlahah menjadi tiga macam, yaitu mashlahah ‘ammah, mashlahah
ghalibah dan mashlahah khashshah nddirah.'>® Mashlahah ‘Gmmah adalah
kemaslahatan yang menyangkut kepentingan manusia secara umum, tidak
untuk seseorang maupun kelompok tertentu. Sedangkan mashlahah ghalibah
adalah kemaslahatan yang terkait dengan kepentingan mayoritas secara umum,
tidak untuk kemaslahatan secara keseluruhan, tidak untuk juga untuk
kemaslahatan perorangan. Sedangkan mashlahah khashshah nadirah adalah
kemaslahatan yang menyangkut kepentingan seseorang tertentu pada kejadian
tertentu, dalam Kitab Syifd’ al-Ghalil, al-Ghazali berkata:

Gl e Lgkad (oladl a3l A el 5z Uj\ ABLRYL oA Aals A
&;&L}wﬁum\j@um&;;“ gﬁu@j‘uhy\umm
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Dalam pembagian lain berdasarkan ]elas dan samarnya mashlahah, terdapat
mashlahah yang terkait dengan kepentingan mayoritas dan ada yang terkait
dengan mashlahah dalam kepentingan individu atau orang tertentu dalam
kejadian tertentu. Perbedaan tingkat mashlahah ini berdasarkan perbedaan,
lebih jelasnya mashlahah tersebut dan semuanya dinilai sebagai dalil dengan
syarat mashlahah tersebut dapat diterima, tidak bertentangan dengan nash
dan tidak bisa berubah”.

Dari pernyataan al-Ghazali tersebut menuntukkan kejelasan bahwa al-
Ghazali dalam menilai kehujjahan mashlahah ‘dmmah, ghdalibah, dan
mashlahah khdashshah nadirah dengan syarat tidak bertentangan dengan nash,
maka mashlahah tersebut tidak akan berubah. al-Ghazali juga mengakui
kehujjahan mashlahah khdshshah nddirah, walaupun hanya menyangkut
individu, atau seseorang tertentu dalam suatu kejadian atau waktu tertentu.'?*
1. Mashlahah ‘Ammah (Umum) & Mashlahah Khédshshah (Khusus)

Mashlahah ‘dmmah merupakan kemaslahatan umum, yaitu kebaikan
atau manfaat yang mencakup masyarakat luas, sedangkan mashlahah
khdshshah adalah kemaslahatan khusus yang hanya dinikmati oleh individu,
kelompok tertentu, atau segmen terbatas masyarakat. Keduanya merupakan
bagian dari konsep mashlahah dalam Islam, tetapi berbeda dari segi cakupan,

123 Mohammad Hadi Sucipto and Khotib, “Perdebatan Mashlahah Mursalah dalam
Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali ,” dalam Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum
Islam, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, hal. 1-17.

124 Henry Hermawan Adinugraha and M. Mashudi, “Al-Mashlahah Al-Mursalah in
Determining Islamic Law,” dalam Scientific Journal of Islamic Economics, Vol. 4 No. 1 Tahun
2018, hal. 63-75.
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penerapan, dan kekuatan hujjah dalam pengambilan hukum.'?* Perbedaan
ruang lingkup mashlahah ‘dmmah diperuntukkan untuk masyarakat secara
luas (publik, kolektif), seperti contoh stabilitas harga pangan, sistem
pendidikan nasional, dan pengelolaan lingkungan, selain itu mashlahah
‘ammah juga diutamakan dan dijadikan dasar dalam jjtihdd hukum. Sedangkan
mashlahah khdashshah diperuntukkan untuk kalangan terbatas (individu/
komunitas), seperti contoh keuntungan usaha pribadi, kenyamanan gaya hidup
seseorang, dan hak waris keluarga, selain itu mashlahah khdshshah tidak bisa
dijadikan landasan hukum kecuali jika mashlahah khdshshah tidak
bertentangan dengan mashlahah ‘Gmmah.'*°

Dalam prinsip maqdshid, mashlahah vmum harus lebih diprioritaskan
daripada mashlahah khusus, seperti dalam ga ‘idah “yutahammal al-dharar al-
khashsh li daf*i al-dharar al-‘am” (kerugian individu dapat ditanggung demi
menghindari kerugian masyarakat umum). Contoh aplikatif mashlahah
‘ammah adalah: Pemerintah menetapkan batas harga beras agar seluruh rakyat
bisa membelinya, mewajibkan vaksinasi demi mencegah wabah, dan melarang
pembalakan liar agar lingkungan tetap lestari. Sedangkan contoh aplikatif
mashlahah khdshshah adalah: Pedagang ingin menjual beras dengan harga
tinggi agar mendapat untung besar, seseorang tidak mau divaksin karena alasan
pribadi, dan pemilik lahan ingin menebang pohon secara bebas untuk
kepentingan bisnisnya. Dalam semua contoh itu, mashlahah khashshah tidak
bisa mengalahkan mashlahah ‘dmmah, kecuali jika ada pertimbangan syar ‘7
yang sangat kuat.!?’

Jika suatu kebijakan hanya menguntungkan sebagian kecil tapi
membahayakan masyarakat umum, maka secara maqdshid, kebijakan itu harus
ditolak. Sebaliknya, jika suatu tindakan membatasi kebebasan pribadi demi
kemaslahatan umum, maka itu dibenarkan syariat, selama tidak melanggar
nash eksplisit. Mashlahah ‘dmmah lebih utama, mencerminkan magqdshid
syari ‘ah, dan bisa dijadikan landasan ijtihdd, dan mashlahah khdshshah harus
tunduk pada kemaslahatan umum dan tidak boleh merugikan masyarakat,
karena prinsip dasar syariat Islam memprioritaskan perlindungan dan
kesejahteraan masyarakat secara luas.

125 Ahmad Bin Muhammad Husni, “The Importance of Maqashid Syari‘ah in Siyasah
Syar‘iyyah,” dalam SAS Publishers Journal, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hal. 1-14.

126 N Nurhadi, “The Importance of Maqashid Syari‘ah as a Theory in Islamic Economic
Business Operations,” International Journal of Islamic Business and Economics, Vol. 3 No. 2
Tahun 2019, hal. 130-145.

127 M. N. Alias, “A Review of Mashlahah Mursalah and Maqashid Syari‘ah as Methods
of Determining Islamic Legal Ruling,” dalam Turkish Journal of Computer and Mathematics
Education (TURCOMAT), Vol. 12 No. 3 Tahun 2021, hal. 2994-3001.
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2. Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Kebijakan Ekonomi

Integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi adalah bagian dari
wacana besar dalam ekonomi Islam kontemporer yang berusaha menjadikan
prinsip-prinsip syariat sebagai fondasi, nilai dan arah dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan ekonomi negara. Teori ini berakar pada magqashid al-
syart ‘ah, hukum Islam, dan teori mashlahah. Integrasi nilai-nilai syariah dalam
kebijakan ekonomi berarti menggabungkan prinsip moral, hukum, dan tujuan
syariat Islam ke dalam sistem dan instrumen kebijakan ekonomi negara, baik
pada level mikro maupun makro. Tujuannya adalah menciptakan keadilan,
keberkahan, keseimbangan, dan keberlanjutan ekonomi dalam kerangka nilai-
nilai I1ahiyyah.!'?®

Landasan teologis dan normatif nilai-nilai syari‘ah dalam kebijakan
ekonomi terdapat dalam al-Qur’an Strah al-Baqarah (2) Ayat 275 tentang
larangan riba dan perintah jual beli yang adil Allah Swt Berfirman:

\j{)j\e‘)ﬁj@-‘”‘wdé\j
Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribad.

Larangan ribd jika diterapkan dalam sistem ekonomi bisa berbentuk
sistem moneter dan keuangan yang bebas bunga dan spekulasi. Selain itu Allah
juga memerintahkan agar harta tidak beredar di kalangan orang yang kaya saja
terdapat dalam al-Qur’an Sarah al- Hasyr (5 9) Ayat 7 Allah Swt Berfirman:

) é-mcl_\.u:‘ﬁ\uu AJ}JU)S.\Y‘_é
(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu.

Allah melarang harta hanya beredar dalam kalangan orang-orang kaya
saja karena dalam Islam terdapat tanggung jawab sosial berupa kewajiban
untuk mengeluarkan zakat, anjuran berinfaq dan redistribusi kekayaan negara,
karena dalam pengelolaan fiskal (pajak) harus dilakukan dengan amdnah dan
transparansi. Allah juga memerintahkan keadilan (‘adl), ihsan, dan memberi
kepada kerabat yang terdapat dalam Strah al-Nahl (16) Ayat 90 Allah
Berfirman:

oA 2 s ey sl el &)
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan
memberikan bantuan kepada kerabat.

Perintah untuk berlaku adil yang dimasksud adalah menghapus
kesenjangan dan ketimpangan dan mendistribusikan kekayaan secara adil.
Sedangkan bentuk dari iksdn (kebajikan) dalam ayat tersebut merupakan

128 M. P. Midlaj, “The Role of Sharia Principles in Promoting Sustainable Economic
Development: A Comparative Analysis of Islamic and Non-Islamic Economies,” dalam Jurnal
Al-Fadilah: Islamic Economics Journal, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025, hal. 146-168.
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mengedepankan etika dalam berbisnis dan kebijakan dalam ekonomi. Selain
terdapat dalam al-Qur’an, integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan
ekonomi terdapat dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim: |

£ B st ) (sl Sl 1 JE ele ) (o)) 28 (i ) e (e
(alose 5 s )il o) 5 ) 129 aie 5 (e J sl KI5
Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari dan Muslim)
Pada dasarnya integrasi ini bertujuan menjaga lima tujuan utama dalam
syariah yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Adapun integrasi nilai
syariah dalam kebijakan ekonomi adalah: Kebijakan Fiskal Syari‘ah,!'?°
Kebijakan Moneter Syariah,'?! Intervensi Pasar,'*> Pemberdayaan UMKM dan
Ekonomi Rakyat,'*® dan Instrumen Kesejahteraan Sosial.!** Sedangkan
tantangan yang dihadapi dalam integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan
ekonomi adalah ketidaksinkronan antara sistem hukum positif dan syariah,
minimnya SDM dan lembaga yang kompeten dalam ekonomi syariah, serta
resistensi pasar terhadap regulasi berbasis moral/ agama. Selain tantangan
peluang yang harus diadapai adalah potensi besar ekonomi halal global karena
kebutuhan atas barang jasa yang tersertifikasi halal, kebangkitan kesadaran
etika dalam bisnis, dan penerimaan luas terhadap keuangan syariah secara

129 Shahih Muslim, Kitdb al-Imdrah, No. 1829.

130 Kebijakan fiskal syari‘ah yaitu bentuk dari optimalisasi zakat, wakaf, dan pajak
halal, selain itu juga penggunaan anggaran negara untuk sektor kemaslahatan umum. E. T. P.
Saratian, I. R. Aysa, and U. Sudiana, “Sharia Economic Law on Stock Investment in the
Capital Market,” dalam International Journal of Financial Economics (IJEFE), Vol. 4 No. 2
Tahun 2025, hal. 72-85.

131 Kebijakan moneter syariah adalah sistem keuangan yang bebas ribd, penggunaan
sukuk (obligasi syariah), dan pengendalian inflasi tanpa adanya bunga. M. Chadi, Mursid, Aziz
F. Aminudin, and D. Anjani, “The Role of Sharia Economics in Realizing Sustainable Green
Economic Development,” dalam Journal of Infrastructure, Policy and Development, Vol. 8
No. 5 Tahun 2024, hal. 5012.

132 Indikator dari intervensi pasar yaitu: penetapan harga dasar untuk barang pokok
(tas ir), larangan penimbunan (iktikdr) dan monopoli (iktisar), serta perlindungan konsumen
dan produsen. M. Y. Ahmad, A.F. Omar, Muhammad Mu’izz Abdullah, et al., “The
Application of Mashlahah Mursalah Principle in Resolving Inheritance Claims by
Non-Muslim Heirs of Converts at Baitulmal,” dalam Infternational Journal of Academic
Research in Business and Social Sciences, Vol. 14 No. 8 Tahun 2014, hal. 3098-3110.

133 Pemberdayaan UMKM yaitu berupa akses modal melalui microfinance syariah,
Pelatihan berbasis nilai Islam (jujur, amdnah). Agus Sunaryo. “Moderatisme Mashlahah:
Rereading the Concept of Mashlahah At-Tufi and Al-Butl in Answering Contemporary
Issues,” dalam International Journal of Social Science Research and Review, Vol. 5 No. 3
Tahun 2022, hal. 389-403.

134 K esejahteraan sosial yaitu dapat berupa subsidi tepat guna untuk kelompok miskin,
peran aktif baitul mal dalam distribusi kekayaan. Hamzah, K, “Urgensi Mashlahah dalam
Pembaruan Hukum Islam di Era Global.” hal. 98.
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internasional. Integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi
merupakan upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai kerangka kerja
moral dan struktural, selain itu juga untuk mewujudkan keadilan,
keseimbangan, dan keberkahan ekonomi dan juga membangun sistem
ekonomi yang berbasis pada magdshid, bukan sekadar pertumbuhan angka.

3. Peran Pemerintah sebagai Hamil Al-Mashlahah

Peran pemerintah sebagai hdamil al-mashlahah (penanggung jawab
kemaslahatan) merupakan salah satu fondasi dalam siyasah syar ‘iyyah (politik
dan tata kelola Islam) dan magdshid al-syari‘ah, yang menegaskan bahwa
negara atau pemimpin memiliki tanggung jawab syar’7 untuk menjaga dan
mewujudkan kemaslahatan umat. Hamil al-mashlahah secara harfiah berarti
“pembawa” atau penanggung jawab kemaslahatan, dalam konteks
pemerintahan Islam, istilah ini merujuk kepada Negara (pemerintah), yang
berfungsi sebagai pelindung, pengatur, dan penjamin terwujudnya
kemaslahatan umat dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu: ekonomi, sosial,
politik, hukum, dan agama.'** Landasan teoritis al-Qur’an terdapat dalam
Stirah al-Nis@’ (4) Ayat 58 Allah Swt Berfirman: . )

Cledal b enia ) 3% ) ?Sj)jot_\.. a ;)
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amdnah kepada
pemiliknya.

Amdnah merupakan sebuah kepercayaan yan diberikan oleh masyarakat
kepada pemegang kuasa (pemerintah), dalam hal ini masyarakat mempunyai
harapan besar kepada pemerintah untuk mengatur negara dengan baik,
membuat masyarakat semakin sejahtera dengan kejujuran dalam suatu
kepemerintahan, dan masyarakat menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan
kepada pemerintah atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Hal ini
terdapat dalam dalam Strah al-Nisa’ (4) Ayat 58: .

A o3 U Y) 505 e Bl
Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, kecuali untuk ditaati dengan izin
Allah.

Rasul (Nabi Muhammad) selain sebagai pemimpin agama juga
merupakan pemimpin dalam pemerintahan, dan dalam ayat tersebut Allah Swt
mengutusnya untuk ditaati umatnya. Selain dalam al-Qur’an, landasan teoritis
juga terdapat dalam Hadis Nabi di atas “Pemimpin adalah penggembala, dan
ia bertanggung jawab atas gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Landasan teoritis juga terdapat dalam ga ‘idah fighiyyah yang berbunyi:
“Tasharruf al-imdm manithun bi al-mashlahah” (kebijakan seorang

135 1. A.-W. Bagby, “Utility in Classical Islamic Law: The Concept of ‘Mashlahah’ in
Ushil Al-Figh”, University of Michigan, 1986, hal. 342.
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pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan).!* Dalam hal ini pemerintah

sebagai hamil al-mashlahah harus bertanggun jawab atas kemaslahatan umat/

masyarakatnya dengan tetap berprinsip pada kemaslahatan umum yang tidak
mengorbankan prinsip-prinsip normatif yang sudah tertuang dalam nash (al-

Qur’an dan Hadis Nabi). Adapun fungsi pemerintah sebagai hdmil al-

mashlahah adalah:'’

a. Sebagai penjaga  magqdashid  al-syari‘ah, karena  menjamin
keberlangsungan lima aspek primer dalam kehidupan manusia, termasuk
keamanan, pendidikan, dan kesehatan.

b. Sebagai regulator ekonomi, dalam hal ini yang dilakukan pemerintah
adalah mencegah monopoli dan ketimpangan, mengatur pasar melalui
tas ‘ir jika diperlukan, dan mendistribusikan zakat, wakaf, dan sumber
daya alam untuk kesejahteraan umum.

c. Sebagai pembuat hukum berbasis mashlahah, dalam hal ini pemerintah
menyusun Undang-Undang dan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah dan kebutuhan kontekstual masyarakat.

d. Sebagai penegak keadilan, melalui sistem peradilan yang adil, bebas dari
korupsi, dan responsif terhadap kezhaliman.

e. Sebagai pelayan publik, yaitu menyediakan akses terhadap pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial.

Terdapat pemikiran Ulama tentang hdmil al-mashlahah di antaranya
yaitu: Al-Mawardi, dalam Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, beliau
berpendapat bahwa pemerintah bertugas menegakkan agama dan mengatur
dunia berdasarkan agama. Al-Ghazall juga berpendapat bahwa, pemerintah
diperlukan untuk menghilangkan kekacauan dan menegakkan maqdshid.
Ulama Ibn Taymiyyah juga mempunyai pendapat bahwa, negara kafir yang
adil lebih baik daripada negara Muslim yang zhdlim. Al-Syathibi berpendapat
bahwa siyasah harus berorientasi pada realisasi mashlahah mursalah bagi
umat. Ibn ‘Ashir mempunyai pendapat bahwa, pemerintah berfungsi sebagai
pelindung sistem magqdshid al-syari‘ah, bukan hanya administrator. Contoh
implemetasi nyata hdmil al-mashlahah dalam bidang ekonomi adalah subsidi
pangan, penetapan upah minimum, larangan ribd, intervensi harga, regulasi
perdagangan, mencegah penimbunan dan monopoli.

Hamil al-mashlahah adalah konsep penting yang menempatkan
pemerintah sebagai aktor utama dalam realisasi nilai-nilai syariah secara
kolektif, karena negara bukan hanya alat kekuasaan, tapi penjamin

136 A Rosidin, R. Andriani, and F. Fitriani, “The Role of Government in Implementing
Mashlahah Mursalah: A Policy-Based Evaluation,” dalam Semantic Scholar Journal of
Islamic Law and Policy, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021, hal. 45-60.

B7H. Amir Mu’allim, “Islamic Bureaucracy in Public Administration: Government as
Holder of Mashlahah Mursalah,” dalam Journal of Namibian Islamic Studies, Vol. 11 No. 2
Tahun 2023, hal. 620-639.
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kemaslahatan umum, pelindung hak rakyat, dan pelaksana magdshid al-

syari‘ah. Teori ini mendorong agar semua kebijakan publik selalu mengacu

pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan dari kerusakan, karena
pemerintah dalam Islam bukan hanya entitas administratif, tetapi juga lembaga
moral dan magdshidiyah (berorientasi tujuan syariah).!3®

4. Contoh-Contoh Kebijakan 7as 7r Kontemporer yang Berlandaskan
Mashlahah ‘Ammah

Berikut adalah contoh-contoh kebijakan fas ‘ir (penetapan harga oleh
pemerintah) kontemporer yang berlandaskan pada mashlahah ‘dmmah

(kemaslahatan umum):'*°

a. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk bahan pokok, pemerintah
Indonesia menetapkan HET untuk beras, minyak goreng, gula, dan LPG,
yang mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari harga yang
melonjak tak terkendali dan menjamin keterjangkauan kebutuhan pokok.
Landasan mashlahah yang terdaat dalam penetapan HET adalah
menjamin akses kebutuhan dasar bagi semua lapisan masyarakat.

b. Subsidi dan penetapan harga energi, subsidi harga BBM dan listrik
diperuntukkan untuk masyarakat ekonomi lemah dan mempunyai tujuan
untuk menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi nasional.
Landasan mashlahah yang terdapat dalam pemberian subsidi dan
penetapan penetapan harga energi adalah, mencegah kesenjangan sosial
dan gejolak ekonomi akibat fluktuasi harga energi global.

c. Penetapan tarif transportasi umum seperti KAI, penetapan harga KAI
merupakan salah satu bentuk monopoli yang dilakukan oleh BUMN
(Badan Usaha Milik Negara) dan tidak ada satupun perusahaan individu
atau swasta yang dapat bersaing dengan KAI. Tarif yang sudah ditetapkan
KAI bervariatif tergantung dari jarak tempuh dan jenis kelas yang dipilih,
terdapat beberapa jenis kelas yang ditawarkan oleh PT. KAI yaitu: kelas
ekonomi, bisnis, eksekutif, dan luxury. Penetapan harga atau tarif
transportasi yang menjadi primadona masyarakat pulau jawa ini
mempunyai tujuan untuk menjaga kenyamanan penumpang, kepastian
harga yang stabil, juga jaminan keselamatan, sehingga kepercayaan
penumpang KAI kebih banyak dibanding transportasi-transportasi lain
yang dikelola oleh swasta.

d. Pemerintah menetapkan tarif ojek online, bus transjakarta, dan KRL
mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen dari tarif berlebihan
sekaligus menjamin kelayakan bagi penyedia jasa. Landasan mashlahah

138 1. Alfian et al., “Islamic Bureaucracy in Public Administration Philosophy,” dalam
Journal of Namibian Studies, Vol. 33 No. 1 Tahun 2023, hal. 1501-1513.

139 M. Elkafrawy, “Price Control in an Islamic Economy,” dalam Jurnal MPRA Paper
(Munich Personal RePEc Archive), Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 19-41.
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yang terdapat dalam penetapan tarif transportasi umum adalah, keadilan
bagi penumpang dan pengemudi serta kelancaran layanan publik.

e. Intervensi harga obat dan alat kesehatan, penetapan harga eceran
maksimal untuk obat generik dan alat kesehatan tertentu, hal ini bertujuan
untuk mencegah komersialisasi berlebihan atas layanan kesehatan.
Landasan mashlahah dalam intervensi harga obat dan alat kesehatan
adalah hak dasar, dan aksesibilitasnya wajib dijaga.

f.  Penetapan harga gabah/padi melalui Bulog, pemerintah menetapkan harga
pembelian gabah agar petani tidak dirugikan oleh tengkulak, ini dilakukan
oleh pemerintah karena mempunyai tujuan untuk menjamin stabilitas
pendapatan petani dan ketahanan pangan nasional. Landasan mashlahah
didasarkan pada keseimbangan antara produsen dan konsumen demi
kemaslahatan bersama.'*

g. Pembekuan harga dalam situasi krisis atau bencana, yaitu dilakukan
dengan cara melarang menaikkan harga barang pokok saat terjadi bencana
alam atau pandemi ini mempunyai tujuan untuk mencegah penimbunan
dan eksploitasi dalam situasi darurat. Landasan mashlahah-nya adalah
menjaga keadilan dan solidaritas sosial saat kondisi genting. Kebutuhan
pokok merupakan kebutuhan umum yang setiap hari dalam jangka waktu
yang pendek seseorang membutuhkannya, seperti beras, minyak, telur,
gula, dll. Jika kebutuhan pokok dinaikkan disaat masyarakat mengalami
krisis financial maka ini disebut sebagai kezhaliman yang dapat
mengancam hifzh al-nafs seseorang. Namun hal ini tidak terjadi di Negara
Indonesia, ketika suatu wilayah mengalami dan terdampak bencana alam,
maka banyak sekali distribusi bantuan baik dari perusahaan pemerintah,
swasta, atau individu mereka ikut andil bersama-sama membantu
meringankan beban sodara setanah air, terutama dalam hal pemenuhan
kebutuhan pangan dan kesehatan.

Kebijakan fas ir dalam konteks kontemporer tetap relevan dalam figh
mu ‘dmalah, terutama apabila: dilakukan untuk mencegah dharar (kerugian
besar), menghindari eksploitasi pasar, dan menjaga keadilan sosial
berdasarkan prinsip mashlahah ‘dmmah. Contoh-contoh di atas merupakan
implikasi nyata yang terdapat dalam Negara Indonesia dengan segala
kebijakannya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya.'*' Semua
kebijakan yang ada di negara, khususnya Negara Indonesia mempunyai tujuan
yaitu menciptakan keadilan yang sesuai dengan Pancasila sila kelima:

140 A, Al-Tahawi and M. Ramadan, “Price Control in an Islamic Economy: A
Contemporary Perspective,” dalam SSRN Working Paper, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 1—
26.

141§, Al-Mahdi, “Islamic Economic System and the Role of State Mechanisms in
Protecting Consumers,” dalam International Journal of Islamic Economics, Vol. 12 No. 2
Tahun 2024, hal. 561-580.
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"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sebagai negara yang
mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, negara harus
bisa memberikan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi
masyarakatnya, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Ini dilakukan
untuk menjaga kesenjangan perekonomian supaya tidak terlalu curam dengan
tetap mengedepankan etika dan moralitas sebagai landasan kejujuran dalam
penentuan kebijakan.

E. Konseptualisasi Kebijakan Umum Atas Kenaikan Harga

Kebijakan umum dapat terjadi dalam bentuk intervensi pemerintah
Ketika harga barang kebutuhan pokok naik di pasar. Dalam ilmu ekonomi,
naiknya harga barang di pasar dijelaskan dengan hukum permintaan dan
penawaran (supply demand law), yaitu: Jika permintaan naik sementara
penawaran tetap, maka harga cenderung naik. Jika penawaran turun sementara
permintaan tetap, maka harga juga cenderung naik. Jika permintaan naik dan
penawaran turun sekaligus, maka harga akan naik lebih tajam. Adapun faktor-
faktor kenaikan harga yang disebabkan oleh keadaan perekonomian global
tanpa adanya kecurangan dan intervensi dari pihak manapun adalah sebagai
berikut:

1.  Demand Pull Inflation

Demand pull inflation adalah kenaikan harga dikarenakan adanya
dorongan permintaan barang dan jasa lebih banyak daripada yang tersedia.
Demand pull inflation merupakan jenis inflasi yang terjadi ketika permintaan
agregat dalam suatu perekonomian meningkat lebih cepat dibanding kapasitas
produksi yang tersedia. Kondisi ini muncul ketika konsumsi rumah tangga,
investasi swasta, belanja pemerintah, atau permintaan ekspor mengalami
lonjakan signifikan, sementara kemampuan produksi domestik tidak mampu
menyesuaikan diri dengan cepat. Pada tahap awal, kenaikan permintaan
mungkin masih direspons oleh peningkatan output, namun jika kapasitas
produksi sudah terbatas, dorongan permintaan lebih lanjut akan terefleksi pada
kenaikan harga semata. Dengan demikian, demand pull inflation sering disebut
sebagai inflasi “tarikan permintaan” karena berasal dari daya beli masyarakat
dan pemerintah yang melampaui kemampuan produksi.

Faktor-faktor yang biasanya memicu kondisi ini antara lain kebijakan
fiskal ekspansif (kenaikan belanja negara atau penurunan pajak), dan kebijakan
moneter longgar (suku bunga rendah, peningkatan jumlah uang beredar),
peningkatan kepercayaan konsumen, serta ledakan permintaan ekspor. Secara
praktis, inflasi jenis ini ditandai oleh terjadinya positive output gap, yaitu
produksi riil melebihi kapasitas potensial, tingkat pengangguran rendah, dan
kenaikan upah yang sejalan dengan peningkatan permintaan. Dalam jangka
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pendek, demand pull inflation dapat meningkatkan output dan kesempatan
kerja, tetapi dalam jangka panjang hanya akan menghasilkan kenaikan harga
yang berkelanjutan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas
produksi.'*? Oleh karena itu, bank sentral biasanya merespons fenomena ini
dengan kebijakan moneter kontraktif, seperti menaikkan suku bunga atau
mengurangi jumlah uang beredar, untuk menahan laju permintaan dan
menstabilkan harga.

Contoh fenomena demand pull inflation di Indonesia dapat terlihat pada
periode menjelang hari raya Idul Fitri atau perayaan hari besar lainnya. Setiap
tahun, pola konsumsi masyarakat meningkat tajam karena adanya tradisi
mudik, belanja pakaian baru, kebutuhan pangan, serta pemberian Tunjangan
Hari Raya (THR) yang meningkatkan daya beli rumah tangga. Lonjakan
permintaan agregat ini terjadi dalam waktu singkat, sementara kapasitas
produksi barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, telur, dan minyak
goreng, serta layanan transportasi relatif tetap. Akibatnya, harga barang-
barang konsumsi utama tersebut terdorong naik. Situasi serupa juga terlihat
pada periode stimulus fiskal besar pasca-pandemi COVID-19, ketika
pemerintah menggelontorkan bantuan sosial tunai, subsidi upah, serta insentif
pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi. Permintaan domestik yang
meningkat secara cepat menciptakan tekanan inflasi meskipun di sisi lain
pasokan barang masih terhambat oleh gangguan rantai distribusi. Kedua
kondisi ini menggambarkan mekanisme khas demand pull inflation, yaitu
kenaikan harga yang disebabkan oleh daya beli masyarakat dan pemerintah
yang melampaui kapasitas produksi yang tersedia.

2. Cost Push Inflation

Cost push inflation merupakan kenaikan harga barang yang disebabkan
oleh naiknya biaya produksi. Cost push inflation merupakan inflasi yang
terjadi akibat kenaikan biaya produksi, sehingga produsen terpaksa menaikkan
harga jual barang dan jasa untuk menutup biaya yang lebih tinggi. Berbeda
dengan demand pull inflation yang dipicu oleh lonjakan permintaan, inflasi
jenis ini bersumber dari sisi penawaran (supply side).'** Faktor penyebab
utama antara lain kenaikan harga bahan baku, misalnya: minyak, gas, pupuk,
atau komoditas impor, kenaikan upah buruh di atas produktivitas, depresiasi
nilai tukar yang membuat barang impor lebih mahal, serta gangguan distribusi
yang meningkatkan biaya logistik.

142 N. Gregory Mankiw, Principles of Economics. Boston: Cengage Learning, 2021,
hal. 305.

43 Werner Baer, The Brazilian Economy: Growth and Development. Boulder: Lynne
Rienner Publishers, 2008, hlm. 204.
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Seperti yang dialami oleh banyak negara pada era krisis minyak 1970-
an. Secara praktis, cost push inflation ditandai oleh naiknya harga barang
meskipun permintaan masyarakat tidak meningkat secara signifikan, bahkan
bisa menurun akibat daya beli yang tertekan. Contoh nyata di Indonesia adalah
ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yang langsung
mendorong kenaikan biaya transportasi dan distribusi, kemudian merembet ke
harga barang-barang pokok lainnya. Untuk mengendalikan inflasi jenis ini,
kebijakan moneter konvensional memainkan peran penting dengan cara
menaikkan suku bunga, yang sering kali kurang efektif, karena akar
masalahnya berada pada sisi penawaran. Oleh karena itu, strategi yang
biasanya ditempuh adalah kombinasi kebijakan harga energi yang lebih stabil,
subsidi tepat sasaran, efisiensi logistik, serta peningkatan produktivitas
produksi domestik.

3. Quantity Theory of Money

Quantity theory of money adalah naiknya harga barang atau jasa
dikarenakan jumlah uang beredar lebih banyak dibanding jumlah barang yang
tersedia. Quantity theory of money menjelaskan bahwa tingkat harga suatu
barang sangat ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Teori ini paling
terkenal melalui persamaan MV = PQ, di mana M adalah jumlah uang beredar,
V adalah kecepatan peredaran uang (velocity), P adalah tingkat harga umum,
dan Q adalah output riil."** Inti dari teori ini adalah bahwa jika V dan Q
dianggap konstan dalam jangka pendek, maka kenaikan jumlah uang beredar
(M) akan berbanding lurus dengan kenaikan harga (P). Dengan kata lain,
inflasi pada dasarnya adalah fenomena moneter, yaitu terlalu banyak uang
yang beredar untuk jumlah barang dan jasa yang relatif tetap.

Pandangan ini banyak dipopulerkan oleh kaum monetaris, terutama
Milton Friedman, yang menyatakan bahwa “inflasi selalu dan di mana pun
merupakan fenomena moneter.” Implikasi kebijakan dari teori ini adalah
pentingnya pengendalian pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai instrumen
utama untuk menjaga stabilitas harga. Jika pemerintah atau bank sentral
membiarkan ekspansi moneter terlalu besar tanpa diimbangi peningkatan
kapasitas produksi, maka perekonomian akan menghadapi inflasi yang
persisten.

Salah satu contoh penerapan quantity theory of money di Indonesia dapat
dilihat pada periode hiperinflasi pada tahun 1960-an pada masa Orde Lama.
Pada saat itu, pemerintah melakukan ekspansi moneter besar-besaran dengan

144 David Laidler, The Golden Age of the Quantity Theory. Princeton: Princeton
University Press, 1991, hlm. 295.
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mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran negara, terutama akibat
tingginya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan proyek mercusuar dan
pembiayaan politik. Jumlah uang beredar (M) meningkat sangat cepat,
sementara kapasitas produksi nasional (Q) tidak bertambah secara signifikan
karena lemahnya infrastruktur, keterbatasan teknologi, dan ketergantungan
impor. Akibatnya, sesuai dengan persamaan MV = PQ, kenaikan M berujung
pada lonjakan tajam tingkat harga (P). Data historis mencatat bahwa inflasi
Indonesia pada tahun 1965 mencapai lebih dari 600%, sehingga nilai rupiah
jatuh drastis dan daya beli masyarakat anjlok. Kasus ini menjadi contoh klasik
dari teori kuantitas uang, di mana inflasi yang ekstrem muncul bukan karena
lonjakan permintaan riil atau biaya produksi, melainkan karena kebijakan
moneter yang tidak terkendali. Situasi baru dapat dipulihkan setelah pergantian
pemerintahan dan diterapkannya kebijakan moneter ketat pada era Orde Baru,
yang fokus pada pengendalian uang beredar untuk menstabilkan harga.

4. Teori Struktural dan Geopolitik

Kenaikan harga barang di pasar dikarenakan adanya masalah struktural
dalam distribusi, produksi, atau ketergantungan impor. Teori struktural
menjelaskan bahwa inflasi bukan hanya disebabkan oleh faktor moneter atau
permintaan yang berlebihan, tetapi juga akibat adanya ketidakseimbangan
dalam struktur ekonomi, khususnya pada sektor produksi, distribusi, dan
ketergantungan impor. Menurut teori ini, naiknya harga barang di pasar karena
adanya keterbatasan kapasitas produksi domestik yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga barang menjadi langka dan harga
terdorong naik.'*® Selain itu, hambatan distribusi seperti infrastruktur
transportasi yang buruk, biaya logistik tinggi, atau rantai pasok yang panjang
dapat menyebabkan perbedaan harga yang besar antara produsen dan
konsumen.

Ketergantungan pada impor bahan pokok atau energi juga menjadi faktor
penting, karena ketika nilai tukar melemah atau harga internasional naik, biaya
impor meningkat dan harga dalam negeri ikut terdorong naik. Teori struktural
banyak digunakan untuk menjelaskan inflasi di negara berkembang, termasuk
Indonesia, di mana inflasi sering muncul akibat masalah pasokan pangan,
keterbatasan produksi dalam negeri, serta tingginya ketergantungan pada
barang impor. Dengan demikian, solusi inflasi dalam perspektif struktural
bukan hanya sekadar mengendalikan jumlah uang beredar, tetapi juga

145 Milton Friedman, The Quantity Theory of Money: A Restatement. Chicago:
University of Chicago Press, 1956, hlm. 195.
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memperbaiki sektor produksi, distribusi, dan kemandirian ekonomi agar
ketahanan harga lebih stabil dalam jangka panjang.

Salah satu contoh nyata teori struktural dalam inflasi dapat dilihat pada
kenaikan harga pangan di Indonesia. Misalnya, saat musim paceklik, produksi
beras dalam negeri menurun karena keterbatasan lahan, iklim, dan
produktivitas petani yang masih rendah. Akibatnya, pasokan beras menjadi
terbatas sementara permintaan tetap tinggi, sehingga harga melonjak. Masalah
distribusi juga memperburuk keadaan, misalnya biaya transportasi yang tinggi
dari daerah sentra produksi ke kota besar menyebabkan disparitas harga yang
tajam antara wilayah produsen dan konsumen. Selain itu, ketergantungan
Indonesia pada impor komoditas seperti gandum dan kedelai membuat harga
dalam negeri sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar
rupiah. Ketika kurs melemah, biaya impor meningkat, dan harga bahan
makanan pokok berbasis gandum atau kedelai ikut naik di pasar domestik.
Kondisi ini sesuai dengan pandangan teori struktural, bahwa inflasi di negara
berkembang sering kali muncul akibat masalah fundamental dalam sektor
produksi dan distribusi, bukan hanya karena kelebihan permintaan atau
kebijakan moneter.

Faktor geopolitik juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
fluktuasi harga pasar karena kondisi ekonomi global saling terhubung melalui
perdagangan, energi, dan investasi. Konflik atau perang di negara produsen
utama, seperti di kawasan Timur Tengah, dapat mengganggu pasokan minyak
dan gas dunia sehingga harga energi melonjak dan memicu kenaikan biaya
produksi maupun transportasi di banyak negara. Demikian pula, sanksi
ekonomi atau embargo terhadap suatu negara, misalnya terhadap Rusia akibat
perang Ukraina, menyebabkan gangguan ekspor gandum, pupuk, dan gas yang
mendorong kenaikan harga pangan serta energi global.'*¢ Ketidakpastian
politik dalam negeri, seperti kudeta atau gejolak pemilu, juga dapat
melemahkan nilai tukar sehingga harga barang impor meningkat. Selain itu,
kebijakan perdagangan internasional seperti perang dagang AS dengan
Tiongkok menimbulkan tarif impor tinggi, yang pada akhirnya membuat harga
barang di pasar global semakin mahal. Dengan demikian, faktor geopolitik
berperan penting dalam menciptakan kelangkaan, meningkatkan biaya
produksi, dan memengaruhi distribusi barang, sehingga harga pasar menjadi
tidak stabil.

146 Taylor Lance, Macro Models for Developing Countries. New York: McGraw-Hill
Education, 1979, him. 320.
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BAB III
REALISASI INTERVENSI HARGA PASAR DALAM KEBIJAKAN
PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN MASHLAHAH ‘AMMAH

A. Mekanisme Pasar dan Peneapan Harga
1. Permintaan dan Penawaran dalam Hukum Pasar

Hukum permintaan (demand) dan penawaran (supply) dalam pasar
berbanding terbalik karena harga. Ketika harga murah, maka jumlah barang
yang diminta atau dibeli akan naik, begitupun sebaliknya jika harga mahal
maka jumlah barang yang diminta akan menurun, ini merupakan hukum
permintaan di pasar. Sedangkan hukum penawaran mengatakan berbeda,
ketika harga barang di pasar naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan
naik pula, begitupula sebaliknya ketika harga barang di pasar turun maka
jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Tapi Abl Yasuf
membantah pemikiran itu, karena pada kenyataannya di pasar tidak selalu
seperti itu, terkadang ketika harga suatu barang murah, tetapi permintaan juga
sedikit dan terkadang pula suatu harga mahal tetapi permintaan di pasar tetap
melimpah. Jadi permintaan dan penawaran diibaratkan satu koin yang
mempunyai dua sisi, jadi tidak hanya salah satu hukum saja yang berlaku,
yaitu hukum permintaan maupun hukum penawaran saja.*

' M. Arif Hakim, “Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam
Perspektif Isam,” dalam Jurnal Igtishadia, Vol. 8 No. 1 Tahun 2015, hal. 19-40.
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Hukum permintaan dan penawaran di pasar tidak mutlak selamanya
berlaku, terdapat beberapa pengecualian yang menyebabkan hukum demand
dan supply tidak berlaku, yaitu disebut sebagai elastisitas. Elastisitas
merupakan keadaan dimana hukum penawaran dan permintaan yang biasanya
berlaku, seperti contoh elastisitas pendapatan terhadap tiga jenis barang, yaitu
barang inferior, barang normal, dan barang superior. Barang inferior adalah
barang berkualitas rendah, yang mana ketika harga barang semakin murah,
seseorang yang berpendapatan tinggi tidak akan melakukan jumlah
permintaan terhadap barang tersebut, seperti contoh beras miskin (raskin).
Jenis barang kedua yaitu barang normal, adalah bukan barang yang berkualitas
rendah maupun berkualitas tinggi, barang-barang ini tidak mempengaruhi
permintaan seseorang walaupun pendapatan seseorang semakin tinggi,
sebagai contoh barang normal adalah, buku, bolpoin, laptop. Jenis barang yang
ketiga adalah barang superior, merupakan barang mewah yang ketika
pendapatan seseorang semakin meningkat, maka permintaan akan barang
superior juga semakin meningkat, walaupun barang superior semakin mahal,
contohny HP mewah, mobil, tas bermerek, dan lain sebagainya.?

Dalam ilmu ekonomi Islam modern, hukum permintaan dan penawaran
berlaku ketika mashlahah yang terkandung dalam suatu barang tersebut tidak
berkurang.® Misalkan dihadapakan dengan dua jenis beras kualitas sama, yang
satu beras lokal dan yang satu lagi beras impor, kedua beras yang mempunyai
harga dan kualitas yang sama tersebut mengandung berkah lebih banyak beras
lokal, karena dengan membeli beras lokal, secara tidak langsung kita juga ikut
mensejahterakan perekonomian petani lokal atau tetangga. Permintaan dan
penawaran selalu terjadi di pasar, karena pasar merupakan tempat bertemunya
penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, yakni penjual menawarkan
barangnya untuk dijual dan pembeli meminta barangnya untuk dibeli.
Simbiosis mutualisme inilah yang terjadi dalam transaksi yang sama-sama
membutuhkan, penjual membutuhkan keuntungan dari barang yang dijual, dan
pembeli membutuhkan barang yang dijual untuk dikonsumsi.

2 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Ekonomi Islam (P3EI) and Bank Indonesia, Ekonomi Islam, 8th ed., Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2019, hal. 14.

3 I Niankara, “Empirical Analysis of the Global Supply and Demand of Entrepreneurial
Finance: A Random Utility Theory Perspective,” dalam Journal of Open Innovation:
Technology, Market, and Complexity, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal. 26.

4 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, Ekonomi
Islam, hal. 18.
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2. Mekanisme Pasar dan Intervensi Harga di Era Awal Islam dan Abad
Pertengahan
a. Mekanisme Pasar dan Intervensi Harga pada Masa Nabi Muhammad

Nabi Muhammad adalah salah satu pembisnis yang dikenal dengan
kejujurannya dalam berdagang, namun di awal Islam Nabi Muhammad
masih fokus berdakwah untuk mengajak kaum Kafir Quraisy untuk
mengikutinya menyembah Allah Swt dan tidak menyembah berhala.
Keadaan seperti ini bertahan sampai kaum Muslimin pindah ke Kota
Madinah untuk hijrah dan menetap di sana, hingga berjalannya waktu
Nabi Muhammad mendirikan al-Hisbah, yaitu sebuah lembaga yang
bertugas untuk mengawasi pasar (market controller).’ Selian itu Nabi
Muhammad juga membentuk Bayt al-Mal, yaitu sebuah institusi yang
bertugas untuk mengelola keuangan negara yang bertujuan untuk
mensejahterakan masyarakat, dan beliau juga diberi tugas untuk menjadi
Mubhtasib (pengawas pasar).

Mekanisme pasar pada masa Nabi Muhammad sangat dihargai
sekali pada waktu itu, hingga suatu saat ketika di Kota Madinah
mengalami pelonjakan harga, seorang sahabat datang kepada Nabi untuk
menetapkan harga barang di Kota Madinah, namun Nabi Muhammad Saw
menolak permintaan tersebut karena harga murni tercipta karena keadaan
di pasar, permintaan dan penawaran di pasar, dan sesungguhnya yang
menentukan harga suatu barang adalah Allah Swt, oleh karena itu
intervensi Nabi Muhammad tidak diperlukan dan membiarkan harga
barang tercipta karena keadaan alamiah yang dialami suatu negara.®

Ilmu ekonomi sebagai studi modern yang baru muncul sejak tahun
1970 sebagai displin ilmu yang mulai dikaji, dipelajari dan muncul teori-
teori baru yang terus berkembang dan menjadi kajian hangat yang
diperbincangkan oleh para ilmuan, tetapi ilmu ekonomi Islam sudah
muncul sejak abad ke 6 dan 7 M melalui al-Qur’dn dan Hadis serta
dikembangkangkan oleh Khulafaurrasyidin, para Ulama dan Mujtahid
seiring dengan adanya transaksi-transaksi baru yang tidak ada pada masa
Nabi Muhammad Saw. Perekonomian sederhana ketika masih di Kota
Makah tetapi Nabi Muhammad mempunyai komitmen dan pemegang
prinsip yang tinggi terhadap perekonomian, khususnya tentang etika dan
moral dalam berbisnis, beliau juga menyatakan bahwa “Kekayaan tidak

3 Nazri, “Globalization’s Market Convergence in a Hadis: Assessing Economic Impact
of Globalization and Islamic Business Perspective,” dalam Advanced International Journal
of Business, Entrepreneurship and SMEs, Vol. 5 No. 18 Tahun 2023, hal. 205-217.

6 Edi, Saputra, and Husna, “Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam.” hal. 220-234.
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hanya terpusat pada satu atau beberapa orang, sedang yang lain
mengalami kefakiran”. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa
adanya pemerataan kekayaan bagi masyarakat supaya tidak terjadi
ketimpangan dalam kepemilikan kekayaan, karena sesungguhnya
seseorang dititipi kekayaan oleh Allah untuk digunakan dengan sebaik-
baiknya. Pemerataan tersebut bisa berupa distribusi pendapatan berupa
Zakat, Infak, Sedekah maupun Wakaf yang diberikan oleh orang kaya
kepada para fugard’ dan masdkin, sehingga kekayaan tidk terpusat pada
beberapa pihak, walaupun ketimpangan harta benda yaitu adalah sesuatu
yang wajar, distribusi bertujuan untuk menjadikan ketimpangan itu tidak
terlalu tinggi dan berbeda.’

Pada Masa Nabi Muhammad pasar memiliki kedudukan penting
dalam perekonomian, tetapi pemerintah dan masyarakat harus
mempunyai peran aktif dalam mewujudkan perekonomian yang
mashlahah dan berkeadilan. Keadilan dalam bertransaksi dalam kegiatan
mu ‘dmalah antara penjual dan pembeli yang akan menghasilkan transaksi
saling ridhd, transparan dan tidak adanya kezhaliman.® Menetapkan harga
pasar tanpa adanya suatu alasan adalah prilaku zAdlim yang menciptakan
ketidakadilan bagi salah satu pihak, boleh jadi ketika harga barang mahal,
ada hal-hal yang harus dibayar oleh penjual, apakah biaya produksi
meningkat, apakah mengalami kegagalan panen atau hal-hal lain yang
diluar prediksi yang menyebabkan harga barang mengalami kenaikan,
karena dalam suatu pasar harus tercipta saling ridha dan suka sama suka,
sedangkan nilai moralitas yang harus dibangun dalam pasar adalah,
persaingan bebas, kejujuran, keterbukaan dan keadilan.’

Jauh sebelum Islam datang, bangsa Arab sudah berniaga untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya karena Wilayah Jazirah Arab yang
terkenal dengan gurun pasir dan pegunungan dengan bebatuan yang
tandus sehingga masyarakat memilih untuk melakukan perniagaan dalam
aktifitas perekonomiannya. Sedangkan penduduk Kota Yatsrib (Madinah)
memilih untuk bercocok tanam selain menjadi pengrajin besi dan
berniaga sebagai sumber pencaharian utamanya karena Kota Madinah
terkenal dengan tanahnya yang subur dengan curah hujan yang cukup
sehingga mereka dapat bercocok tanam dengan baik. Dalam

7 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia, Ekonomi
Islam, hal. 156-170.

8 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir: 'Aqidah Syari'ah Manhaj (Al-Nisa’, Al-Mdidah
Juz 5 & 6), Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 320-329.

9 Edi, Saputra, and Husna, “Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam.” hal. 89-90.
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melaksanakan perniagaan, bangsa Arab juga mengambil riba dari jenis-

jenis transaksi yang dilakukan yaitu dengan cara:

1) Penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan sistem
pembayaran di belakang, apabila pembeli tidak bisa membayar sesuai
dengan tempo yang diberikan, maka pembeli harus membayar lebih
atas pemunduran waktu pembayaran.

2) Seseorang meminjamkan uang dengan jangka waktu yang telah
ditentukan, dan peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman
plus riba yang telah ditetapkan di awal perjanjian.

3) Peminjam dan pemberi pinjaman melakukan kesepakatan terkait 7ibd
yang telah ditetapkan di awal ketika peminjam tidak bisa
mengembalikan pinjamannya, maka pemberi pinjaman memberikan
tambahan waktu atas tambahan/ ribd yang dibebankan kepada
peminjam.*°

Kota Madinah lebih subur daripada Kota Makah, oleh karena itu

Nabi Muhammad memulai pembangunan perekonomian dengan

bercocok tanam, beternak dan juga berdagang lebih banyak dilakukan di

Kota Madinah. Nabi Muhammad memulai pembangunan tanpa adanya

sumber keuangan yang pasti, sedangkan Kaum Muh4jirin meninggalkan

harta bendanya di Kota Makah dan Nabi Muhammad menyuruh Kaum

Muhajirin untuk menjalin persaudaraan dengan Kaum Anshar supaya

terjadi redistribusi kekayaan dan kerjasama, sehingga pembangunan

perekonomian dapat terjadi.’* Bentuk-bentuk kerjasama yang mereka
lakukan seperti mudhdrabah, muzdra ‘ah, musdqah, dapat meningkatkan
perekonomian dan taraf hidup Kaum Muhgjirin. Seiring dengan
berjalannya waktu umat Islam semakin bertambah dan berdampak positif
terhadap pendapatan negara seiring dengan meningkatnya produktifitas,
peternakan, pertanian maupun perdagangan, terutama pendapatan negara
yang berupa Zakat dan ‘Ushr. Jenis-jenis pendapatan Negara dari kaum

Muslim maupun non-Muslim pada masa Nabi dapat digolongkan dalam

tabel sebagai berikut:

10 Nurul Huda et al., Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Edisi
Pertama, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012, hal. 56-57.

! Nejatullah Siddiqi, “Market Mechanism and Fair Pricing in Islam: The Thoughts of
Nejatullah Siddiqi,” dalam Journal of Economics and Islamic Studies, Vol. 6 No. 1 Tahun
2023, hal. 89.
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Tabel II1.1: Jenis-jenis Pendapatan pada Masa Nabi Muhammad

Dari Kaum Muslim Dari Kaum non- Umum
Muslim
1. Zakat 1.  Ghanimah
2. ‘Ushr(5-10 %) 2. Fay’
3. ‘Ushr(2,5%) 3. Uang Tebusan
4. Zakat Fitrah 1. Jizyah 4. Pinjaman dari kaum
5. Wakaf 2.  Khardj Muslim maupun non-
6. Amwal fadhlah 3. ‘Ushr (5 %) Muslim
7. Nawd'ib 5. Hadiah dari
8.  Khumus pemimpin  maupun
9. Sedekah yang lain pemerintah  negara
lain

Sumber: Sabzwari, 1984

Sampai tahun ke-4 Hijriyah pendapatan negara masih sedikit, yang
menyumbangkan kekayaan cukup besar adalah kelompok Bani Nadhir
yaitu suku yang tinggal di pinggiran Kota Madinah, kelompok ini masuk
dalam piagam Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian dan harus
meninggalkan kekayaan dan tempat tinggalnya, semua kekayaan milik
Banti Nadhir diserahkan kepada kaum Anshar dan Muh4jirin yang miskin.
Salah satu Banli Nadhir yang telah masuk Islam menyumbangkan tujuh
kebunnya dan Nabi Muhammad menjadikannya tanah wakaf, dan
merupakan kekayaan orang Muslim pertama di Kota Madinah.
Pendapatan yang hampir serupa yaitu berupa tanah Khaibar yang dikuasai
pada tahun ke-7 Hijriyah, tanah dikuasai karena penduduk setempat
memusuhi dan memerangi orang Muslim, namun mereka menyerah dan
memberikan tanahnya kepada kaum Muslim.*

Sejak belia Nabi Muhammad sudah berkecimpung dalam dunia
bisnis untuk memenuhi kehidupannya. Pada usia 12 tahun beliau ikut
pamannya Ab( Thalib ke Syiria, sejak itu beliau tahu kalau pamannya
mempunyai keluarga besar dengan keadaan perekonomian yang lemabh,
setelah itu Nabi Muhammad mulai berbisnis dan berdagang dalam jumlah
yang kecil di Kota Makah.”® Dalam berdagang beliau menggunakan
modal dari janda kaya dan juga harta anak yatim yang tidak bisa
mengelola uangnya, dari kerjasama tersebut Nabi Muhammad

12 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia,
Ekonomi Islam, hal. 78-90.

13 1. I. Hadhari, “Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam: Pasar Anshar di Madinah
pada Masa Rasulullah Saw,” dalam Jurnal Bisnis Net, Vol. 8 No. 1 Tahun 2025, hal. 403—
420.
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mendapatkan bagi hasil sebagai mitra dalam mengelola modal yang

digunakan untuk usaha. Oleh karena itu beliau dijuluki amdnah (dapat

dipercaya) dan shiddig (jujur). Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi

Muhammad juga masih menjalankan usaha dagangnya, beliau menjadi

manajer sekaligus mitra bisnis dengan sang istri. Perjalanan dagangnya

ke berbagai pusat perdagangan di Semenanjung Arab di Negeri
perbatasan Yaman, Bahrain, Irak dan Syiria, beliau juga terlibat dalam
perdagangan besar festifal dengan Ukaz dan Dzul Majaz selama musim
haji, sedangkan pada musim-musim lain beliau mengurusi perdagangan

besar dan grosir di pasar-pasar Kota Makah. *

Setelah mendapatkan perintah dari Allah Swt, Nabi Muhammad
hijrah ke Kota Madinah dan disambut hangat oleh penduduk Madinah.
Mulai dari sini kekuatan politik dimulai, ajaran-ajaran Islam juga banyak
turun di Madinah, beliau juga diangkat sebagai kepala negara sekaligus
sebagai pemimpin agama di Kota Madinah. Beliau juga mulai membuang
tradisi-tradisi yang dilarang oleh agama, dan beliau meletakkan dasar
kehidupan dalam bermasyaakat, yaitu:*®
1) Membangun Masjid sebagai Islamic Centre.

2) Menjalin ukhuwah Islamiyah antara Kaum Muh4jirin dengan Kaum

Anshar.

3) Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.

4) Menjalin kedamaian dalam negara.

5) Membuat konstitusi negara.

6) Menyusun sistem pertahanan.

7) Melatakkan dasar-dasar keuangan negara.

Setelah menyelesaikan pembangunan politik, Nabi Muhammad
mengubah sistem ekonomi dan pembangunan sesuai dengan perintah-
perintah Allah yang tertuang dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut:

1) Allah adalah penguasa tertinggi dan pemegang absolut alam semesta
secara mutlak.

2) Manusia adalah khalifah bukan pemelik sebenarnya.

3) Semua yang dimiliki manusia atas kehendak dan izin Allah Swt, oleh
karena itu ada sebagian manusia yang beruntung diamanahi kekayaan
Allah untuk dijaga dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

4) Kekayaan tidak boleh ditimbun dan harus diputar.

5) Segala macam eksploitasi harus dilenyapkan dari muka bumi.

4 A. D. Herfiana, “Mekanisme Pasar dalam Islam: Studi Kasus Masa Rasulullah Saw,”
dalam Jurnal Taraadin, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 39-53.
15 Huda et al., Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah, hal. 90-93.
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6) Menerapkan sistem warisan dan redistribusi kekayaan.
7) Menetapkan kewajiban untuk semua individu termasuk orang-orang
miskin.*®

Apa yang menjadi bangunan dasar bernegara pada masa Nabi masih
relevan dengan bangunan dasar bernegara saat ini, konsep pertahanan
negara berupa militer, pembangunan perekonomian, kekuatan sosial
dalam masyarakat adalah yang dipakai Nabi Muhammad untuk
menciptakan negara digdaya. Oleh karena itu Malik pernah perpendapat
bahwa dasar pembangunan negara itu terletak pada tiga hal, yaitu: militer,
tanah air dan SDM (Sumber Daya Manusia) termasuk orang-orang yang
berkompeten yang bisa memanfaatkan skill nya untuk menciptakan
kemajuan dalam perekonomian, pendidikan dan lain-lain yang bisa
berfikir strategis. Dalam Islam tidak hanya menjaga dasar pembangunan
negara saja melainkan ada din yang menjadikan petunjuk dan arahan batin
bagi pemeluknya, jika Islam adalah suatu sitem maka akan menjadi sistem
yang paling unggul di dunia, seperti yang dijalankan oleh Nabi Daud a.s,
Nabi Sulaiman, a.s, Nabi Yusuf a.s yang membawa kemenangan dalam
kedigdayaan dalam menjalankan pembangunan negerinya.’

Aktifitas perekonomian pada masa Nabi Muhammad tidak hanya
dilakukan di pasar saja, melainkan secara tidak langsung sudah
melaksanakan fungsi perbankan secara umum, yaitu menerima titipan
kekayaan, meminjam uang dan menggunakan jasa untuk mengirim uang
ke luar negeri, walaupun fungsi ini tidak terjadi di lembaga yang resmi
seperti perbankan modern saat ini.®* Nabi Muhammad dikenal dengan
julukan al-amin (seseorang yang dapat dipercaya) dipercaya oleh
masyarakat Kota Makah menerima simpanan harta, hingga pada suatu
hari sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Kota Madinah, beliau meminta
Sayyidina Ali r.a untuk mengembalikan semua titipan harta kepada
pemiliknya, dalam konsep ini yang dititipi harta tidak memanfaatkan
harta tersebut sama sekali. Salah satu sahabat Nabi Muhammad, Zubair
bin al-Awwam memilih tidak menerima titipan harta, melainkan
menerimanya dalam bentuk pinjaman, hal yang dilakukan Zubair ini
berbeda dengan yang dilakukan Nabi Muhammad, karena Zubair berhak
memanfaatkan  pinjaman tersebut dan  berkewajiban  untuk

16 Tbnudin Ibnudin, “Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad,” dalam

Jurnal Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 5 No. 1 Tahun 2019, hal. 51-61.

17 Huda et al., Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah, hal. 89-90.
18 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, Edisi Kedua, Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 195-200.
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mengembalikannya dengan keadaan dan jumlah yang utuh. Sahabat lain
Ibnu Abbas juga melaksanakan salah satu fungsi perbankan yaitu
mengirim uang kepada adiknya yang berada di Kufah yaitu Misab bin
Zubair yang tinggal di Irak.*®

Penggunaan cek dalam transaksi perdagangan juga sudah dikenal
pada masa Nabi Muhammad, bahkan perdagangan internasional ke Syam
dan Yaman pada masa Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab juga
menggunakan cek, mereka juga mengambil gandum hasil impor dari
Mesir di Baitul Mal juga menggunakan cek. Istilah cek (Inggris: check;
Perancis: cheque) yang diambil dari istilah shaqq (shuqug), dalam Bahasa
Arab shuqug adalah pasar, sedangkan cek merupakan alat yang digunakan
transaksi perdagangan di pasar.?

Ghanimah atau harta rampasan perang juga mempunyai peranan
penting dalam menambah pendapatan negara, walaupun jumlah
ghanimah lumayan besar tetapi tidak sebanding dengan biaya perang
yang keluarkan Nabi Muhammad, dan hanya cukup untuk membiayai
beberapa keluarga saja. Dalam menyumbang pendapatan negara,
ghanimah memberikan tidak lebih dari 2 % dari total keseluruhan
pendapatan yang diperoleh pada masa Nabi Muhammad. Zakat dan ‘ushr
merupakan pendapatan pokok negara dan zakat sudah mulai diwajibkan
kepada kaum Muslim pada tahun ke-9 H, sedangkan untuk pendapatan
lain pengeluarannya sesuai dengan perintah Nabi Muhammad.
Pendistribusian zakat harus diperuntukkan untuk kaum Muslim, hal ini
sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur’an Sdrah al-Taubah (9) Ayat
60:

‘_113)!\@) )EAAS}U\)L@_\S;:UMUUMU;\M;&M\LM\
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk omng-omng faklr orang omng
miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu’allaf),
untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-
orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang

sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai
kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

9 A. A. Islahi, “Market Mechanism in Islam: A Historical Perspective,” dalam
International Journal of Economics, Management and Accounting, Vol. 21 No. 1 Tahun 2013,
hal. 32-42.

20 Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, hal. 202.
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Sedangkan untuk besaran pembayaran jizyah (pajak yang
dibebankan kepada kaum non-Muslim) adalah 1 Dinar per tahun bagi
masyarakat yang mampu, sedangkan anak kecil, wanita, orang yang
lemah, sakit dan pendeta tidak dibebankan atas pengeluaran ini. Terdapat
pendapatan-pendapatan lain yang menyumbang tidak terlalu besar
terhadap negara yaitu: pinjaman dari kaum muslimin, tebusan tawanan
perang, khumus atau rikaz (harta karun atau harta temuan), amwal
fadhilah (harta kaum muslimin yang meninggal dan tidak mempunyai ahli
waris, nawad 'ib (pajak tambahan yang dibebankan oleh orang kaya untuk
menutupi kekekurangan negara), kaffarah (denda bagi kaum Muslim
yang melanggar ritual keagamaan), dan sedekah-sedekah lain yang masuk
dalam pendapatan Negara pada masa Nabi Muhammad Saw.*

Berdagang dan berbisnis di pasar merupakan kegiatan mu ‘dmalah
dimana pedagang dan pembeli sama-sama saling membutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam berdagang terdapat suatu harga
barang yang tercipta karena keadaan pasar yang menentukan nilai dan
harga barang tersebut.?? Suatu hari di Madinah terdapat kelangkaan
terhadap barang tertentu dan salah satu sahabat datang kepada Nabi
Muhammad untuk menetapkan harga barang tersebut karena melonjak
tinggi dan pembeli merasa keberatan atas hal itu. Sehubungan dengan
penetapan harga oleh pemerintah, waktu itu Nabi Muhammad menjadi
pemimpin Negara sekaligus pemimpin agama, beliau bersabda:

e.\.:;uadb\ ur_db\u.uu!\ S 1m~ L;a\\m«jwu.xm\mui””tm;
(J}\J‘y\a\)J)23dLAy‘3eJGA4AXLA.\G_\JLJeS.\AL\M}&\Gﬂ\u\

Allah-lah yang menentukan sebuah harga, yang mencabut yang
meluaskan dan yang memberikan rezeki. Saya berharap ingin bertemu
Allah sedang tidak ada seorangpun di antara kamu yang meminta saya
supaya berbuat zhdlim baik terhadap darah maupun harta benda. (HR.
Abl Dawud)

Makna harfiyyah dari Hadis tersebut yaitu seolah-olah Nabi
Muhammad lepas tangan terhadap apa yang terjadi di Kota Madinah saat

2l Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia,
Ekonomi Islam, hal. 209-300.

22 Noorwahidah, “An Analysis of Economic Policies Implemented by Prophet
Muhammad,” dalam Jurnal At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 5
No. 1 Tahun 2023, hal. 1-15.

23 Sunan Abi Dawud, Kitdb al-Buyii ‘, Bab fi al-Tas ‘ir. No. 3451.
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orang-orang sulit memenuhi kebutuhanya ketika barang di pasar naik

tinggi. Pandangan pemahaman para sahabat dan Ulama Sunni terkait

Hadis di atas yaitu:**

1) Khulafaurrasyidin ‘Umar ibn al-Khaththdb dalam memaknai Hadis
tersebut menyatakan bahwa, mewajibkan pemerintah mengintervensi
harga pasar ketika pasar terjadi distorsi yang disebabkan oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti terjadi penimbunan
barang, pengurangan timbangan, penipuan, gharar, ribd dan
sebagainya.”® Bahkan ‘Umar ibn al-Khaththab pernah menugur salah
satu pedagang yang bernama Habib ibn Abi Balta‘ah karena menjual
anggur kering di bawah rata-rata harga pasar dan beliau berkata:
“Naikkan harga daganganmu atau engkau tinggalkan pasar kami”.

2) Abul Hanifah dan Malik ibn Anas dalam memahami Hadis tersebut
bahwa, adanya intervensi dari pemerintah dalam menyetandarkan
harga barang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak dalam
melindungi kepentingan hajat orang banyak, baik bagi penjual
maupun pembeli.

3) Syafi‘l dan Ahmad ibn Hanbal dalam memahami Hadis tersebut
menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan
harga pasar dengan alasan: Pertama, Nabi Muhammad tidak pernah
menetapkan harga walaupun saat itu penduduk Kota Madinah sangat
menginginkannya untuk kepentingan orang banyak, Kedua, penetapan
harga oleh pemerintah adalah suatu ketidakadilan (zAulm) karena
berkaitan dengan hak milik seseorang dan harga tercipta karena
kesepakatan antara penjual dan pembeli atau terciptanya hukum
permintaan dan penawaran di pasar.

Dari ketiga kelompok pendapat tentang Hadis Nabi Muhammad di
atas terbagi menjadi dua katagori, yaitu: Pertama, Syafi‘l dan Ahmad ibn
Hanbal mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk
mengintervensi harga barang di pasar. Kedua, ‘Umar ibn al-Khaththab,
Abl Hanifah dan Malik ibn Anas berpendapat bahwa pemerintah boleh
mengintervensi harga barang di pasar ketika terjadi ketidakseimbangan
harga, hal ini dilakukan untuk memenuhi hajat orang banyak dan menjaga

24 Khodijah Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam,” STIE Syari ‘ah
Bengkalis, Vol. 01 No. 01 Tahun 2017, hal. 35-49.

25 Y. Permana, “Market Mechanism and Price Levels in Islamic Microeconomics
Perspective,” dalam International Journal of Nusantara Islam, Vol. 7 No. 2 Tahun 2019, hal.
167-175.
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kemaslahatan antara penjual maupun pembeli.?® Hadis tersebut secara
tekstual menjelaskan larangan intervensi pemerintah dalam menetapkan
harga pasar, karena murah dan mahalnya harga di pasar ada faktor-faktor
lain yang menyebabkan harga itu tercipta.

Ketika harga mahal bisa jadi karena mahalnya biaya produksi dan
faktor-faktor alamiah lainnya, hal ini akan menzhalimi penjual jika harga
barang yang mahal akan diturunkan oleh pemerintah. Begitupula
sebeliknya, jika harga barang murah bisa jadi karena melimpahnya jumlah
barang dengan biaya produksi yang murah, apabila pemerintah
menaikkan harga dalam keadaan seperti ini maka akan menzhalimi
pembeli, apalagi untuk barang-barang kebutuhan pokok. Umumnya pada
masa periode Nabi Muhammad dan para sahabat untuk mengatasi
kelangkaan suatu barang yang menyebabkan naiknya harga barang
dengan cara mengimpor barang dari luar negeri sehingga permintaan
masyarakat terpenuhi, selain itu mengawasi dan memberantas bagi pihak-
pihak yang melakakukan penimbunan, monopoli, dan praktik-praktik
terlarang lainnya sehingga harga pasar dapat tercipta atas kekuatan
permintaan dan penawaran di pasar.”’

Seperti yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khaththab ketika di
Madinah terjadi kelangkaan barang yang menyebabkan harga naik yang
disebabkan oleh faktor genuine, ‘Umar ibn al-Khaththab melakukan
market intervention dengan cara mengimpor barang dari mesir sehingga
harga barang menjadi normal kembali. Nabi Muhammad juga pernah
mengimpor gandum dari Mesir ketika di Madinah terjadi kelangkaan
alamiah tanpa adanya distorsi dari pihak manapun, tetapi Nabi
Muhammad menolak untuk price intervention, dan harga tercipta karena
kesepakatan antara penjual dan pembeli, hal ini sama dengan pendapat
Ibnu Khaldin yang menyatakan bahwa:?® “Ketika barang-barang yang
tersedia di pasar sedikit maka harga akan mahal, namun apabila jarak
antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan maka akan
banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan
melimpah dan harga menjadi turun”.

Dalam kalangan ilmuan barat, Hadis Nabi terkait penetapan harga
merupakan teori invisible hands (tangan-tangan yang tidak terlihat),
karena Nabi Muhammad menyatakan bahwa Allah-lah yang menentukan

26 Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam.” hal. 94-95.
7 Ibnudin, “Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad.” hal 164-170
28 Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam.” hal. 210-211.
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harga suatu barang di pasar, maka harga ditentukan karena adanya supply
dan demand dari penjual dan pembeli. Islam sudah mengenal teori
tersebut 1160 tahun lebih dulu daripada teori Adam Smith yang disebut
sebagai bapak ekonomi yang mengadopsi dari teori Ekonomi Islam pada
masa Nabi Muhammad Saw, dalam Islam teori invisible hands lebih
tepatnya disebut dengan God hands (tangan-tangan Allah).”® Karakter
perekonomian pada masa Nabi Muhammad, komitmennya tinggi
terhadap etika dan norma serta perhatian yang tinggi terhadap keadilan
dan etis, seperti sumber kekayaan tidak boleh menumpuk hanya dikuasai
oleh beberapa pihak saja, melainkan harus beredar kepada seluruh
masyarakat bisa memanfaatkannya, selain itu pasar juga memiliki
kedudukan penting dalam pembangunan perekonomian, sedangkan
pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerjasama untuk mewujudkan
kesejahteraan yang bermartabat.

b. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taymiyyah

Salah satu pemberharu Islam yang mempunyai banyak karya yang
berkontribusi dalam perekonomian Islam adalah Ibnu Taymiyyah, dalam
salah satu karyanya yang berjudul Al-Hisbah fi al-Isldm (lembaga Hisbah
dalam Islam) banyak membahas tentang mekanisme pasar dan intervensi
pemerintah terhadap pasar. Taqiy ad-Din Ahmad bin ‘Abd al-Halim atau
sering disebut dengan Ibnu Taymiyyah, yang lahir di Kota Harran pada
tanggal 22 Januari 1263 M/ 10 Rabi‘ al-Awwal 661 H. Merupakan Ulama
besar Madzhab Hanbali yang sejak muda sudah belajar ilmu Tafsir, Figh,
Hadis, Filsafat, dan terlihat lebih unggul dibandingkan teman-temannya,
beliau mempunyai 200 guru di antaranya Syams ad-Din al-Maqdisi, Ibnu
Abi al-Yusr, Kamal ibn ‘Abdul Majid ibn Asakir, dan Ahmad ibn Abd al-
Khayr. Dengan pemikiran yang revolusioner dan berkemajuan, karya dan
pemikirannya sangat terkenal di seluruh dunia. Di kehidupan dan
perpolitikan, beliau pernah dipenjara 4 kali karena karya dan pemikiran-
pemikirannya dianggap bertentangan dengan pemerintah waktu itu,
dipenjara beliau menghabiskan waktunya dengan mengajar dan menulis,
dan beliau menghembuskan nafasnya pada 26 September 1128 M, atau 20
Dhiilqa‘dah 728 H.

Hukum permintaan dan penawaran yang mengatakan bahwa: Jika
harga barang di pasar mahal maka jumlah permintaan suatu barang
menurun, begitu pula sebaliknya. Tetapi berbeda dengan hukum
penawaran, jika harga barang mahal maka jumlah barang yang ditawarkan

2 Ibnudin, “Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Nabi Muhammad.” hal. 109-111.
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akan naik, begitu pula sebaliknya.’® Naiknya harga barang di pasar
disebabkan karena ketersediaan barang yang sedikit sehingga tidak sesuai
dengan jumlah permintaan, ketersediaan barang yang sedikit bisa
disebabkan karena faktor cuaca, gagal panen, naiknya biaya faktor-faktor
produksi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah
produksi, jadi tidak ada faktor ketidakadilan, atau kezhaliman dalam
kondisi-kondisi tersebut.

Ibnu Taymiyyah juga menjelaskan bahwa naiknya jumlah
permintaan yang tidak disertai dengan naiknya jumlah penawaran, maka
harga suatu barang di pasar juga akan meningkat karena kurangnya
ketersediaan barang akibat naiknya permintaan. Apabila penjual atau
produsen menaikkan harga terhadap barang-barang dan bisa diterima oleh
semua pihak, dan naiknya harga tidak menzhalimi pembeli maka itu
adalah murni dari konsekuensi akibat kelangkaan suatu barang. Kenaikan
harga-harga barang yang tidak dikarenakan campur tangan manusia,
kemungkinan disebabkan karena naiknya harga-harga faktor produksi,
terjadi kelangkaan pada produsen, terjadi inflasi, dan jenis mata uang
yang digunakan. Hal itu menyebabkan keadaan pasar persaingan tidak
sempurna karena ada hal-hal yang harus di bayar lebih yang berakibat
naiknya harga-harga barang di pasar.’!

Walaupun pada kenyataannya ketika penjual tahu harga suatu
barang naik, biasanya penjual akan menaikkan barang yang dijual di atas
harga yang telah ditetapkan, di sini pendapat para Ulama sangat
dipertimbangkan, mereka menyepakati bahwa hal itu tidak
diperbolehkan. Sedangkan penetapan harga yang tidak adil (zhdlim)
merupakan penetapan harga yang menguntungkan salah satu pihak, dan
merugikan bagi pihak yang lain.**> Sebagai contoh, pemerintah
menetapkan kenaikan harga suatu barang di pasar yang besar
kemungkinan penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih,
sedangkan bagi pembeli atau konsumen merasa keberatan karena
kenaikan harga yang tinggi menyebabkan mereka susah untuk membeli
dan mengatur keuangan sebisa mungkin.

30 Fajaruddin et al., “Pemikiran Ibnu Taymiyyah Tentang Mekanisme Pasar dan

Regulasi Harga di Indonesia Masa Pandemi Covid-19.” hal. 107-113.

31 Islahi, “Ibn Taymiyyah’s Concept of Market Mechanism,” dalam Journal of

Research in Islamic Economics, Vol. 2 No. 2 Tahun 1985, hal. 51-60.

32 K Nurfaizah, “Government Intervention in Determining Prices According to Ibn

Taymiyyah’s Perspective,” dalam Airlangga International Journal of Islamic Economics and
Finance, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hal. 97-104.
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Ibnu Taymiyyah juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad juga
pernah menetapkan harga dengan adil untuk beberapa kondisi sebagai
berikut: 1) Kasus pembebasan budak pada zaman Nabi Muhammad,
ketika menebus budak tidak adanya penambahan atau pengurangan harga
yang disepakati, mereka membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan
di awal kesepakatan. 2) Ketika terjadi suatu perselisihan antara dua
sahabat yang satu orang sebagai pemilik pohon, satu lainnya sebagai
pemilik tanah. Suatu hari pemilik tanah mengadu kepada Nabi karena
pohon milik tetangga sangat mengganggunya, lalu Nabi Muhammad
memberikan pilihan kepada pemilik pohon untuk memberikannya secara
sukarela kepada pemilik tanah, atau menjualnya kepada pemilik tanah.
Dalam keadaan seperti apapun Nabi Muhammad selalu mencari keadilan
dan solusi dalam setiap masalah, termasuk dalam masalah
bermuamalah.?* Dalam Strah al-le 4) Ayat 58
\).aS;_'u\ u.nu\u.\.ie.ms;\.l\jl.éﬁ\ uj\ c_u.a‘ﬂ\ \jjyu\ eSJAl.\‘dJ\ u\
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampalkan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.

Sebab turunnya Strah al-Nisa’ Ayat 58 ini Ibnu ‘Abbas berkata
“Ketika Nabi Muhammad berhasil beliau mengundang ‘Utsméan ibn
Thalhah dan Nabi berkata: berikan kunci Ka’bah itu kepadaku, dan
‘Utsméan mengambil kunci serta hendak menyerahkannya kepada Nabi
dan Al-"Abbas berkata: saya bersumpah, pasrahkan kunci tersebut dan
berikan tugas menyediakan air zam-zam untuk para jamaah haji
kepadaku, mendengar perkataan Al-*Abbas, ‘Utsman menggenggam lagi
kunci yang dipegangnya, lalu Nabi berkata: Wahai ‘Utsméan berikan kunci
itu kepadaku, lalu ‘Utsman memberikan kunci itu kepada Nabi dan
berkata: “Ini kuncinya saya serahkan atas dasar amdnah Allah”, lalu Nabi
mengambil kuncinya dan membuka pintunya kemudian keluar lagi dan
melakukan Thawaf, lalu setelah itu turunlah malaikat Jibril dan menyuruh
mengembalikan kunci tersebut kepada ‘Utsman ibn Thalhah, lalu Nabi
memanggil ‘Utsman ibn Thalhah dan mengembalikan kunci kepadanya
sembari membaca Ayat 58 dalam Siarah al-Nisa’ tersebut.®*

33 Igbal Ichsan, “Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar,” dalam
Jurnal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies, Vol. 2 No. 1 Tahun 2012, hal. 1-15.

3 S Hafirda, “Ibn Taymiyyah’s Thought on Price Regulation in Housing
Affordability,” dalam Jurnal Istiqgro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 2
Tahun 2021, hal. 163—-171.
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Ayat tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis amal yang mulia yaitu
menyampaikan amdnah, menetapkan hukum yang adil, taat kepada Allah,
Rasul, dan Uli al-Amr. Pentingnya menjaga amdnah yang dimaksud
dalam ayat tersebut baik amdnah terhadap diri sendiri, terhadap orang
lain, dan juga amdnah terhapap Allah. Jenis dan bentuk menjaga amdnah
terhadap Allah yaitu dengan cara menjalankan perintah-Nya dan
menjauhi larangan-Nya, dalam Hadis Marfi‘ yang diriwayatkan oleh
Ibnu Mas 0d di mana Nabi Muhammad bersabda:

(o DR A e 8 il 0 5 O 085 phe o i S G

(elua.ﬂ a\jJ)355\3LAY\ ‘2\
Mati di jalan Allah dapat menghapus semua dosa kecuali amanah. (HR.
Muslim)

Oleh karena itu shalat, puasa, zakat, menjaga lisan merupakan salah
satu bentuk menjaga amdnah terhadap Allah. Dalam Hadis tersebut
bahwa Allah tidak memberikan keringanan terhadap masalah amanah,
baik kepada orang yang susah maupun kepada orang yang senang. Ibnu
‘Umar juga berkata: Allah telah menciptakan kelamin manusia dan Ia
berkata “Ini adalah amdnah yang saya sembunyikan dari diri kamu, oleh
karena itu jagalah dan pergunakanlah untuk jalan yang benar dan
diridhai” ¢

Sedangkan bentuk amdnah terhadap diri sendiri yaitu melakukan
sesuatu yang bermanfaat, meninggalkan pekerjaan yang mengandung
madharrah, menjaga kesehatan terhadap diri sendiri supaya terhindar dari
penyakit. Terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan
oleh Bukhari, Muslim, Ahmad Abl Dawi(id dan At-Tirmidhi, dari Ibnu
Umar yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

e dwéﬁjtbéﬁd‘ﬁ%‘éﬁwﬂ‘ peladie Al (manas il e

(Lg‘)la.d\ ab))” &\J ELAYIA ‘\_M;J

Setiap  kalian —adalah  pemelihara, dan setiap dari kalian
bertanggungjawab kepada apa yang dipelihara. (HR. Bukhar?)

Setiap pemimpin negara (Imam) bertanggung jawab atas rakyatnya:
keamanan, keadilan, kesejahteraan, serta menjaga agama. Jika ia adil,
mendapat pahala besar, tapi jika zAdlim ia menanggung dosa besar. Setiap
laki-laki (pemimpin rumah tangga) bertanggung jawab mendidik istri dan

35 Musnad Ahmad, No. 6589, riwayat ‘Abdullah bin ‘Amr. Juga diriwayatkan oleh al-
Hakim dalam al-Mustadrak No. 2487.

36 . Pusvisasari, Y. Janwari, and A. H. Ridwan, “Price Mechanism in Islamic
Economics: Comparative Study of Yahya Bin Umar and Ibn Taymiyyah,” dalam Afkar
Journal, Vol. 6 No. 4 Tahun 2023, hal. 67-80.

37 Al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Juz 12, him. 213.
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anak-anak, memberi nafkah halal, mengajarkan agama, serta menjaga
akhlak mereka. Setiap perempuan (istri/ ibu) bertanggung jawab menjaga
rumah suami, mengurus anak, serta mengelola urusan rumah tangga
sesuai syariat. Setiap hamba (pembantu rumah tangga) bertanggung
jawab menjaga harta dan amanah majikannya, saat ini dapat diperluas
pada pegawai atau karyawan dalam pekerjaan yang diemban. Dalam
sebuah Hadis Nabi Muhammad Bersabda:

‘_;dlﬁ dﬁu@bm\@ajjﬂwﬂ\mw)wudc&cuc
(MJ@J\AJ\@UJ)”\A;&M&\%«U\

Sesungguhnya diri kamu mempunyai hak atas diri kamu yang wajib kamu
penuhi. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Hadis tersebut menjelaskan bahwa pentingnya menjaga
amdnah, karena amanah merupakan tanggungjawab, pemenuhan atas hak
dan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan.?* Adapun bentuk
amdnah terhadap orang lain di antaranya yaitu mengembalikan barang
pinjaman atau titipan kepada orang yang meminjaminya, tidak menipu
dalam bertransaksi, berjihad, memberi nasihat, tidak menyebarkan aib
orang lain. Banyak ayat maupun Hadis yang menerangkan tentang
kewajiban menjaga amdnah terhadap orang lain, di antaranya yaitu
terdapat dalam al-Qur’an Strah al-Ahzab (33) Ayat 72 Allah Berfirman:
Qﬁé.m’\j L@_\Lu_\ & Gols d\.ﬂ;j\j uaj)(\j «_UL‘QLJ\ ‘:Js: ay) L\m G

RYEQW )LL. O 43 :)L..uY\ ERFEN
Sesungguhnya Kami telah menawarkan amdnah kepada langit, bumi, dan
gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amdnah itu dan
mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat
itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zhalim lagi sangat
bodoh.

Terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhéari, Muslim,
at-Tirmidhi, dan an-Nasd’1 meriwayatkan dari Abli Hurayrah yang
menceritakan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

uh\d\u);gﬁ\_;d\‘u\ d\a%@u&\us ‘A_c‘w\@.a)a}ﬁ@\

AM}LSJM\"\JJ)A‘OUBU‘“}\ \A\jul;\ J.C}\J\j&_ms

38 Shahih al-Bukhari, Kitdb al-Shawm, Bab: Haqq al-Jasad fi al-Shawm, No. 1968.

3 A. S. Pancarini, “Market Mechanism in the View of Ibn Taymiyyah,” dalam MPRA
Paper, No. 87024, Tahun 2018, hal. 90.

40 Shahih al-Bukhari, Kitdb al-Imdn, Bab: Ayatu al-Mundfig, No. 33.
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Tanda-tanda orvang munafik ada tiga yaitu: Apabila berbicara
berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amdnah dia
berhianat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan sifat-sifat orang munafik dalam amal
perbuatan, bukan berarti setiap pelaku dosa itu kafir. Jika sifat ini ada pada
seseorang, ia menyerupai orang munafik, tetapi masih dianggap mukmin
selama tidak disertai keyakinan kufur. Dalam dunia kerja dan politik, sifat
ini sangat relevan. Pemimpin yang berbohong, ingkar janji dan berkhianat
terhadap amdnah rakyat jelas terkena ancaman Hadis ini. Dalam lingkup
kecil, keluarga dan pergaulan pun membutuhkan prinsip amdnah, jujur,
dan konsisten. Selain itu perintah untuk menjaga amdnah juga terdapat
dalam al-Qur’an Strah al-Mu’mini{n (23) Ayat 8 Allah Berfirman: .

O30 e 5 agiiaY b (il
Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji
mereka.

Dalam Tafsir al-Qurthubi ayat ini menjadi dalil wajibnya menjaga
amdnah. Amdnah itu mempunyai arti yang luas luas, bisa dari menjaga
rahasia, menunaikan titipan, melaksanakan janji, hingga melaksanakan
perintah Allah. Orang yang berkhianat terhadap amdnah adalah munafik,
sebagaimana disebut dalam Hadis tentang tanda orang munafik di atas.
Juga terdapat dalam Q.S al-Anfal (8) Ayat 27 Allah berfirman:

Soo Ser A |+ . y ; 20805 (o4t cend &7

O3l 5 2R 35405 50505 40 153545 Y ) sl ¢l i
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Amdnah merupakan tanggungjawab yang besar, apabila seseorang
dititipi barang sedangkan barang tersebut rusak karena kecerobohannya
maka yang diberi titipan wajib mengganti atas barang yang rusak karena
kecerobohannya.”* Amdnah merupakan prinsip yang sangat penting
sehingga setiap Muslim harus mempunyai karakter amdnah. Selain
amdnah seorang Muslim harus mampu bersikap adil, keadilan adalah
dasar utama dalam suatu kepemerintahan, dengan adanya keadilan maka
akan terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan pembangunan
lebih terarah dengan adanya keadilan. Dengan adanya keadilan, orang
lemah (miskin) akan memperoleh haknya dan orang yang kuat (kaya) baik
yang sebagai penguasa atau bukan, tidak akan menzhalimi yang lemabh.
Agama-agama samawi sepakat dalam hal keadilan, keadilan tidak

4 Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir: ‘Agidah Syari‘ah Manhaj (Al-Nisd’, AlI-Ma idah Juz 5
& 6), Jilid 3, hal. 280-290.
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diartikan sebagai sesuatu yang sama rasa sama rata, melainkan
memberikan hak orang sesuai dengan porsinya, karena setiap orang
mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan bersifat subjektif.*

Dimisalkan seperti contoh, Bapak Andy mempunyai 3 orang anak
yaitu si A, B, dan C, si A kelas 1 SMA, si B kelas 5 SD dan si C, masih di
TK A. Dalam memenuhi uang saku ketiga anaknya, Bapak Andy tidak
mungkin memberikan uang saku dengan jumlah yang sama kepada
anaknya, karena kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Bapak Andy akan
memberikan uang saku sesuai dengan porsi kebutuhan jajan yang
dibutuhkan oleh ketiga anak-anaknya. Tidak hanya terjadi dalam
kehidupan, keadilan juga harus ditegakkan dalam peradilan, hakim
merupakan seseorang yang diberi wewenang sepenuhnya untuk
menegakkan peradilan bagi orang-orang yang bersengketa tanpa
memandang status sosial, hubungan dan juga kekayaan. Ayat-ayat Al-
Qur’an yang membahas tentang peradilan terdapat dalam al-Qur’an Strah
al-Nahl Ayat 90, al-An‘dm 152, al-M&’idah Ayat 8, dan Shad Ayat 26.
Selain ayat-ayat al-Qur’an, dari Anas juga meriwayatkan bahwa Nabi
Muhammad Bersabda

ae—éﬁ» e@&uﬂ%u—*ﬂ‘u&u@mwjda;ﬁ u-u)i\uswauf—
(e ol 5 ) 41505 e

Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah berada
di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil
dalam hukum mereka, dalam keluarga mereka, dan terhadap orang-orang
vang berada di bawah kekuasaan mereka. (HR. Muslim)

Jadi, hadis ini menekankan bahwa keadilan bukan hanya dalam
pengadilan atau hukum negara, tetapi juga dalam rumah tangga dan
semua urusan yang diamanahkan kepada seseorang.

Sedangkan lawan dari sikap adil adalah sikap zhalim, ayat-ayat
tentang sifat zhdlim terdapat dalam al-Qur’an Strah Ibrahim Ayat 42, ash-
Shaftat Ayat 22, dan lain sebagainya. Pelajaran kehidupan yang diambil
dari SGrah al-Nisa’ ayat 58 tentang: 1) Menjalankan amdnah dengan baik
yaitu dengan cara menyampaikan titipan atau pesan yang dititipkan oleh
pemberi amdnah kepada penerima amdnah dengan jujur dan transparan,
2) Menetapkan hukum yang adil bagi hakim, yaitu bersifat objektif
kepada masyarakat yang meminta keadilan dengan tidak memihak pihak-

4 F. Qalbia and M. R. Saputra, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah: Konsep
Mekanisme Pasar, Harga Adil, dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi,” dalam Jurnal
MASMAN: Master Manajemen, Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, hal. 1-20.

43 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim, Kitdb al-Imédrah, Bab Fadhl al-
Iméam al-*Adil, No. 1827.
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pihak tertentu karena lebih mempunyai kekuasaan dan harta, sehingga
dapat membeli hukum dengan mudahnya.* Menjalankan amdnah dengan
baik terutama menjaga amdnah barang titipan merupakan hal yang berat
dan sering dilupakan oleh orang. Sedangkan untuk keadilan tidak hanya
dikhususkan untuk kegiatan sidang yang sedang berlangsung diperadilan,
melainkan juga dalam kegiatan bertransaksi jual beli dan berbisnis dengan
cara berlaku jujur baik bagi penjual maupun pembeli, tidak menipu, tidak
melakukan penawaran dan permintaan palsu, tidak sumpah serapah
mengatasnamakan Allah Swt untuk barang yang dijualnya, dalam Sarah
al-Hadid (57) Ayat 25 Allah Berﬁrman _ L .

.Lusll_awl_d\ e)ﬁg\ﬂ\juﬁ\;@gmf\jdggmjm;\ al
Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan
bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan
neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.

Dalam Tafsir al-Munir Jilid 14 menjelaskan bahwa titik korelasi dan
relevansi yang menjelaskan bahwa agama memiliki dua aspek yaitu aspek
‘aqgidah dan mu ‘amalah atau disebut juga sebagai aspek pokok dan aspek
cabang.”® Aspek pokok atau aspek akidah tidak bisa terwujud tanpa
adanya kitab-kitdb Samawi,* terlebih apabila itu berbentuk mu Jiz.
Sedangkan aspek cabang atau aspek mu ‘dmalah tidak akan bisa terwujud
dengan baik tanpa adanya neraca (keadilan) yang menyertai kegiatan
mu ‘dmalah, disini harus ada yang menopang, menjamin atau melindungi
kegiatan syariah tersebut yaitu besi. Ibarat naraca atau timbangan
(keadilan), satu sisi adalah aspek pokok (‘agidah), sisi yang lain adalah
aspek cabang (mu ‘dmalah), besi tersebut untuk mendisiplinkan kedua
aspek supaya tetap berjalan dengan seimbang. Ini mengisyaratkan bahwa
al-Kitdb merepresentasikan kekuasaan fasyri’ (legislatif), keadilan
merepresentasikan  kekuasaan  peradilan  (yudikatif) dan  besi
merepresentasikan kekuasaan eksekutif.

Al-Qur’an Strah al-Hadid Ayat 25 menjelaskan bahwa Allah
mengutus Nabi dan Rasul untuk berbuat keadilan dalam kebenaran
berdasarkan kitab-kitab Samawi yang diturunkan Allah Swt, jika
kebenaran dan keadiln ditegakkan baik dalam urusan ibadah maupun
mu ‘dmalah, mereka akan menjunjung tinggi syariah dan menghormati

4 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir: ‘Aqidah Syari‘ah Manhaj, Jilid 14, Jakarta:

Gema Insani, 2010, hal. 200.

4 Ain Rahmi, “Mekanisme Pasar dalam Islam,” dalam Jurnal Ekonomi Bisnis dan

Kewirausahaan, Vol. 4 No. 2 Tahun 2015, hal. 177.

46 Kitab-kitdb Samawi adalah al-Qur’an, Injil, Tawrah dan Zablir. Wahbah Az-Zuhaili,

Tafsir al-Munir: ‘Aqidah Syari‘ah Manhaj, Jilid 14, Jakarta: Gema Insani, 2010, hal. 190-

196.
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para Rasul sebagai pembawa risalah kebaikan dan keadilan dari semua
aspek, tujuan dari kebaikan dan keadilan ini adalah supaya mereka mau
mengikuti Rasul, mengikuti syariah dengan berpedoman pada kitab-kitab
yang sudah diturunkan Allah Swt, untuk para umatnya.*”” Ayat tersebut
menerangkan tentang konstitusi masyarakat Islam yaitu masyarakat yang
berpegang teguh pada syariah Allah dan berpegang pada manhaj dalam
keadilan, kebenaran dan persamaan, dan akan memberikan hukuman jika
ada yang melanggar atau merendahkan syariah dengan berlandas al-
Qur’an al-Karim yaitu Kitab Samaw1i yang terakhir diturunkan oleh Allah
Swt. Kata “Besi” yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan
penyangga dan pemberi keadilan bagi yang berbuat kejahatan atau
keburukan yang melanggar hak-hak orang Muslim.
c. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Abli Yasuf

Abl Yusuf atau Abl Yusuf Ya‘qib bin Ibrahim bin Habib al-
Anshari al-Jalb1 al-Kifi al-Baghdadi lahir pada tahun 113 H/ 731/ 732 M
di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad dan meninggal pada tahun 182
H/ 798 M, ia berasal dari Suku Bujailah yaitu salah satu suku di Arab,
keluarganya disebut Anshari karena dari pihak ibu masih ada
hubungannya dengan kaum Anshar (pemeluk Islam pertama dan
penolong Nabi Muhammad Saw) ketika masa hidupnya di Kufah yang
dikenal sebagai daerah pusat pendidikan yang diwariskan oleh ‘Abdullah
ibn Mas‘d yaitu seorang sahabat besar Nabi Muhammad Saw. Abt YGsuf
juga belajar bersama Abl Hanifah selama 17 tahun, karena semangatnya
menuntut ilmu, Abi Hanifah juga membiayai pendidikan Abl Yasuf.*®

Salah satu karya fenomenal milik Abt Ysuf adalah Kitab al-Khar3j
atau dikenal sebagai kitab yang membahas masalah-masalah perpajakan,
tetapt sesungguhnya al-Khar3j tidak hanya membahas perpajakan
melainkan pendapatan-pendapatan negara yang berupa ghanimah, fay’,
Jjizyah, shadaqah, infaq, zakah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
negara dan perekonomian. Dalam Kitab al-Khardj karya AbG Ylsuf
mengatakan bahwa negara mempunyai andil yang amat penting dalam
aktifitas ekonomi, seperti kewajiban negara atau pemerintah untuk
bertanggungjawab dengan fasilitas-fasilitas umum seperti pembangunan
taman kota, pembangunan tembok dan bendungan, membangun saluran

47 Ria Tifanny Tambunan, “Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah dalam
Konsep Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Terhadap Perekonomian Islam,” dalam
Jurnal Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, Vol. 10 No. 3 Tahun 2023, hal. 654-662.

4 M. Rosana, “Abll Yisuf’s Thoughts on Islamic Economics: Principles,
Methodologies, and Relevance to Modern Governance,” dalam Jurnal Al-Muamalat: Jurnal
Ekonomi Syari‘ah, Vol. 8 No. 2 Tahun 2023, hal. 117-123.
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irigasi, dan hal-hal lain yanga berkaitan dengan kepentingan rakyat dan
negara.*

Ab Ytsuf merupakan seorang ahli figh yang beraliran A/ ar-Ra’y,
Abl Yisuf mengemukakan pemikirannya dengan menggunakan analisis
qiyas yang tentu melakukan kajian yang mendalam terhadap al-Qur’an,
Hadis Nabi, Atsar Shahabi, serta praktik para penguasa yang shaleh,
landasan pemikirannya adalah terwujudnya mashlahah ‘dmmah untuk
semua pihak yaitu pembeli, penjual maupun pemerintah atau negara.

Pasar merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran,
menurut AbG Yasuf mekanisme pasar memberikan kebebasan penuh
kepada pelaku pasar, yaitu penjual dan pembeli dan harga barang
ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yang ada di dalamnya. Transaksi
jual beli di pasar harus terjadi saling ridha dan tidak ada keterpaksaan
terhadap harga yang sudah ditentukan. Pasar merupakan sarana
bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi perdagangan
barang atau jasa yang bisa dilakukan melalui sarana elektronik, e-
commerce, telephone, internet dan juga faksimile. Abl Yisuf berpendapat
bahwa ada hubungan yang erat yang terdapat dalam terciptanya harga
dengan jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, jika barang banyak
maka harga akan murah, dan jika barang sedikit maka harga akan mahal
yang akan digambarkan dalam grafik berikut:*

Harga %

P2 }|----2

P1

I MY —

»
»

Ql Q2 Jumlah
Q adalah Quantity (jumlah barang yang dijual), P adalah Price
(harga), digambarkan dalam grafik di atas merupakan hubungan antara
harga dan jumlah barang yang dibeli, jika harga murah maka jumlah
permintaan akan tinggi, begitupula sebaliknya jika harga tinggi maka

4 Haniatul Mukaromah and Fitra Rizal, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abi
Yasuf dengan Mekanisme Pasar Modern,” dalam Journal of Islamic Economics and
Philantrhropy (JIEP), Vol. 04 No. 01 Tahun 2021, hal. 1063—1079.

50 Moh Agus Sifa’, “Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran AbG
Ysuf),” dalam Journal of Sharia Economics, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, hal. 29-46.
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jumlah yang diminta akan turun.”* Abt Ytsuf tidak sependapat dengan
hukum tersebut, karena pada kenyataannya ketika barang sedikit tetapi
harga murah dan barang banyak harga tetap mahal, karena murah dan
mahalnya harga tidak hanya tergantung dari jumlah permintaan saja,
melainkan sinergi dari jumlah dan banyaknya permintaan dan penawaran
di pasar.>> Dalam Kitdb al-Khardj karangan Abl YGsuf mengatakan
bahwa: “Murah dan mahanya sebuah harga merupakan ketentuan Allah,
terkadang barang banyak tetap mahal dan barang sedikit tetap murah”.
Pernyataan Abi Yasuf dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Harga
P4

P3

Q3 Q4 Jumlah
Pada grafik di atas permintaan tetap banyak walau harga mahal, dan
permintaan sedikit walau harga murah, karena keseimbangan di pasar
dapat berlaku jika dibarengi dengan jumlah barang yang ditawarkan. Abl
Yisuf dalam Kitéb Al- Kharaj mengatakan

m&.}dhs} 233l e glass ¥ s di m’;jg;,a;jx\j
gM\mex\wx}d)huM‘qn@dﬂ ;u:z’ié;emﬂ\
U"‘-‘SJ )Au_uSL;JJ.\Y;L\d\UA \)zl.o.a\cé\..\lce\s.\\}fjc‘uﬂ)m\JA
mj‘ajujmfuhw‘mwagky}‘e@m)ﬁwu&)\
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Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat
dipastikan, hal tersebut sudah ada yang mengaturnya, pada dasarnya
tidak dapat diketahui. Murah bukan karena melimpah ruahnya makanan

begitupun juga mahal bukan karena sedikitnya makanan. Murah atau

31 Rosana, “Abi Yisuf’s Thoughts on Islamic Economics: Principles, Methodologies,
and Relevance to Modern Governance.” hal. 67-70

52 Islahi, “Market and Pricing Mechanism in Pre-Classical Literature: Ab{ Y{suf, Al-
Ghazali, Ibn Taymiyyah, and Ibn Khaldln,” dalam MPRA Paper No. 22793, Tahun 1991, hal,
651-660.
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mahal merupakan Sunnatullah, terkadang makanan yang tersedia sedikit
tetapi harganya tetap murah.>

Pernyataan Abl Ylsuf yang menyatakan bahwa tidak mesti hukum
permintaan dan penawaran berlaku di pasar, terkadang adanya distorsi
pasar seperti penimbunan menyebabkan daya beli masyarakat dan
kemampuan memproduksi barang oleh produsen semakin menurun.
Selain penimbunan yang menyebabkan harga di pasar tidak stabil, jumlah
uang yang beredar juga mempengaruhi sebuah harga barang atau jasa di
pasar. Ketika terjadi distorsi pasar pemerintah harus ekstra menjadi
pengawas yang handal yang tetap menjamin kebebasan di pasar sehingga
harga tidak ditentukan oleh oknum-oknum tertentu.>* Aba Yasuf sangat
menentang penentuan harga oleh pemerintah, jumlah panen yang banyak
bukan alasan untuk menurunkan harga dan jumlah panen yang sedikit
tidak memberinya hak untuk menaikkan harga panen, karena fakta di
lapangan terkadang hasil panen yang melimpah dibarengi dengan harga
yang mahal, begitu juga jumlah penen yang sedikit harga tetap terpantau
murah.

Pemikiran Abl Yusuf berbalik dengan hukum-hukum permintaan
dan penawaran yang banyak terdapat dalam pemikir ekonom modern,
tetapi AbG Yusuf mempunyai tujuan yang sama dalam pemikiran-
pemikiran yang tertuang dalam salah satu karyanya yaitu al-Kharaj adalah
keadilan dan kemaslahatan secara umum, selain harga keadilan juga
melibatkan orang-orang kaya yang mempunyai harta untuk membayar
khardj (pajak) untuk memenuhi kepentingan umum, pajak merupakan
pengeluaran yang wajib dibayarkan oleh seseorang, lembaga, perusahaan,
atau instansi lainnya untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya dalam
rangka memenuhi kewajibannya kepada negara sebagai bentuk rasa cinta
dan pemenuhan tanggung jawab kepada negara atas kekayaan-kekayaan
yang kita punyai.” Terdapat beberapa jenis harta benda yang perlu
dipajaki dan akan masuk ke dalam pendapatan negara adalah: ghanimah
(harta rampasan perang), zakat, harta fay’ (semacam ghanimah tetapi

3 1. R. M. Teteng, I. Royhana, and D. K. Yusup, “Mekanisme Pasar Menurut Islam
dan Konvensional (Market Mechanism in Islamic and Conventional Perspectives),” dalam
Jurnal Igtishadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 3 Tahun 2015, hal. 25.

>4 Putri Diesy Fitriani, “Penentuan Mekanisme Pasar Ekonom Muslim Klasik,” dalam
Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syari‘ah) (n.d.), hal. 1-9.

55 Lily Astrin Agustiana and Khusniati Rofiah, “Mengupas Pemikiran Ab{ Ysuf pada
Zaman Klasik dan Implementasinya Terhadap Ekonomi di Indonesia,” dalam Jurnal
JIMESHA: Jurnal llmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, hal. 169—
178.
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belum terjadinya peperangan), jizyah (pajak non-Muslim yang bertempat
tinggal di tanah Muslim), ‘ushr (bea cukai).>®

Abi Ylsuf merupakan salah satu tokoh yang sangat peduli dengan
anggaran pendapatan dan belanja negara terutama dengan perpajakan,
karena jika suatu negara memperoleh banyak pendapatan dari pajak,
negara akan mampu mensejahterakan rakyatnya dan menyelesaikan
permasalahan-permasahan dan kepentingan orang banyak, termasuk
memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu jika terjadi
pelonjakan harga terhadap barang-barang pokok yang biasa dikonsumsi,
salah satu pemikirannya yaitu mengganti wazifah (fixed tax) dengan
mugqasamah (proporsional tax). Wazifah adalah pajak tetap yang
ditetapkan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang besar kecilnya
pendapatan mereka, sedangkan mugdsamah adalah pajak yang tidak tetap
yang dibebankan kepada masyarakat dengan melihat besar kecilnya
pendapatan mereka, sehingga pengeluaran pajak tidak memberatkan
masyarakat secara financial. Sistem mugdsamah dalam pemungutan
pajak ini telah dipraktikan pada masa Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab,
sistem ini bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan kelebihan sistem
mugdsamah ini adalah sebagai berikut:

1) Negara akan mendapatkan pemasukan setiap kali petani panen.

2) Sistem ini juga mendorong sektor perekonomian dengan tetap
mengontrol dan mengawasi pertanian yang dijalankan.

3) Sistem ini dapat mewujudkan untuk memenuhi kebutuhan negara
karena pemasukan yang stabil dapat mendukung pengalokasian
anggaran untuk memenuhi hajat orang banyak demi kemaslahatan.

Proporsional tax sangat memudahkan pelaku usaha tau petani
karena disetiap musim atau penghasilan biaya-biaya produksi sangat
diperhatikan. Jika hasil panen diperoleh ketika musim panas maka
besaran wajib pajak yang diberikan ke nagara seberat 25 %, apabila hasil
pertanian diperoleh dengan sistem irigasi maka besaran pajak yang
diberikan sebesar 30 %, dan jika hasil pertanian diperoleh dari curah hujan
maka besaran pajak yang wajib dikeluarkan untuk negara sebesar 40 %.

Pajak proposional ini menunjukkan keadilan bagi setiap masyarakat

karena mereka mengeluarkan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya,

% Martina Nofra Tilopa, “Pemikiran Ekonomi Abd Ydsuf dalam Kitdb al-Kharaj,”
dalam Jurnal Al-Intaj, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, hal. 154-171.
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jika petani mengalami gagal panen maka tidak ada kewajiban hukum
dalam mengeluarkan pajak.*’

Kalau diterapkan di Indonesia jenis pemungutan pajak tanah ini
disebut dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), namun PBB yang
diterapkan di Indonesia tidaklah sama dengan konsep pajak menurut Abl
Yusuf karena proposional tax melihat produkstifitas tanah yang
mengahasilkan panenan, sehingga besaran pajak yang diberikan kepada
negara tergantung dari jumlah panen yang dihasilkan. Sedangkan PBB
tidak melihat hal itu, Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Indonesia
melihat luasnya tanah dan bangunan yang didirikan, semakin luas tanah
dan semakin besar bangunan maka akan semakin besar juga pajak yang
dikeluarkan untuk negara.

Problematika juga muncul pada masa pemerintahan Har(in Ar-
Résyid dan AbG Yasuf merupakan salah satu kepercayaannya yaitu
permasalahan Muslim dan non-Muslim terkait kewajibah hukum dalam
membayar pajak. Menurut Abl Yhsuf bahwa pajak dibebabankan kepada
seluruh masyarakat baik Harbi,>® Musta’min,> dan juga Dzimmi,®
persamaan pajak yang dibebankan kepada ketiga golongan tersebut
disebut dengan jizyah. Hal tersebut membuktikan bahwa persamaan
hukum berlaku bagi semua masyarakat yang bertempat tinggal di suatu
wilayah, baik bagi Muslim maupun non-Muslim. Aba Yusuf juga
menolak pendapat yang melarang bahwa pedagang Muslim berjualan di
wilayah kaum Harbi, karena hal tersebut akan menghalangi peluang
kerjasama internasional antar negara dan perluasan wilayah

7 Agustiana and Rofiah, “Mengupas Pemikiran Abf Y{isuf Pada Zaman Klasik dan
Implementasinya Terhadap Ekonomi di Indonesia.” hal. 237-240.

8 Harbi adalah orang non-Muslim yang memerangi orang Muslim, Harbi juga disebut
Kafir Muhdrib atau Ahl al-Harb, menurut syariat orang Muslim bisa memerangi orang Harbi
sesuai dengan kemampuan mereka. Muh Maksum, “Ekonomi Islam Perspektif Abl Yisuf,”
dalam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 104—
121.

% Musta’min adalah orang asing non-Muslim yang tinggal sementara di wilayah
Muslim dan berhak memperoleh tempat dan keamanan yang terjamin, mereka tidak
dibebankan untuk membayar jizyah karena sudah dijamin oleh kaum dzimmi. Tilopa,
“Pemikiran Ekonomi Abi Yisuf dalam Kitab Al-Khar4j.”, hal. 65.

80 Dzimmi merupakan orang non-Muslim yang tidak memerangi orang Muslim, mereka
juga bertempat tinggal di wilayah kaum Muslim dan berkewajiban untuk membayar zakat
berupa jizyah. Agustiana and Rofiah, “Mengupas Pemikiran Abl Y{suf pada Zaman Klasik
dan Implementasinya Terhadap Ekonomi di Indonesia.”
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perekonomian, juga untuk antisipasi jika suatu saat mebutuhkan barang-
barang kebutuhan pokok ketika terjadi kelangkaan.5!

Pemikiran Abl Yisuf merupakan sebuah pemikiran otonom yang
tidak melibatkan pemerintah terhadap transaksi yang terjadi di pasar,
terdapat dua faktor intern dan ekstern yang mempengaruhinya. Faktor
intern yang mempengaruhi pemikirannya yaitu AbG  Yisuf
mengedepankan rasionalisme untuk tidak bertaqlid tanpa mengetahui
dasar dan sumber-sumber yang jelas, sedangkan faktor ekstern yaitu tidak
melibatkan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan mu ‘dmalah karena
beliau berpikir bahwa tokoh agama dan tokoh pemerintah tidak akan
pernah bertemu karena mereka mempunyai tujuan dan jalan yang
berbeda. Jika ditinjau secara mendalam pemikiran Abl Yasuf berkaitan
dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau disebut
dengan kebijakan fiskal yang sangat memperdulikan darimana negara
memperoleh anggaran dan untuk apa anggaran tersebut dipergunakan,
yang tertuang dalam karya fenomenalnya yaitu Al-Khar3;.

d. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali merupakan Ulama besar yang lahir pada abad ke-5
Hijriyah tepatnya 450 H yang bertepatan pada tahun 1058 M di Ghazalah
yaitu sebuah kampung kecil di pinggir perkotaan bernama Tusi (sekarang
Mashed) yang merupakan kota kedua di Khurasan (Sekarang Iran) setelah
Naysabur salah satu kota di Khurasan yang didominasi oleh mayoritas
Islam Sunni, sebagian Islam Syi‘ah dan sebagian kecil penduduk yang
yang beragama Kristen. Nama lengkap al-Ghazali adalah Abti Hamid
Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ghazali al-
Tusi, ia memperoleh banyak gelar kehormatan yang belum pernah
diberikan Ulama sebelumnya.®?

Terdapat perbedaan gelar al-Ghazali yang diberikan, sebagian
memberikan gelar “Al-Ghazali” dengan alasan tempat kelahiran beliau
ada Desa Ghazalah, sebagian lain memberinya gelar “Al-Ghazali” dengan
alasan pekerjaan orang tua beliau adalah tukang pintal benang yang
disebut dengan ghazzdl. Karir pendidikan dimulai dengan beliau yang
berguru pada seorang sufi sahabat ayahnya yang bernama Ahmad ibn
Muhammad al-Rizkani dan Al-Ghazali banyak belajar ilmu tentang

6 Muh Maksum, “Ekonomi Islam Perspektif Abd Yisuf,” dalam Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 104-121.

2 Anisah Luthpi Adawiyah et al., “Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap
Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal Pendidikan
dan Konseling, Vol. 4 No. 6 Tahun 2022, hal. 3309-3316.
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Bahasa Arab, Nahwu, I[lmu Hisab, Ilmu Figh, juga belajar tentang mebaca
dan menulis al-Qur’an, Al-Ghazali adalah Ulama yang menciptakan
Kitab Thya’ ‘Ulimuddin, yang merupakan kitdb fenomenal yang sangat
berkontribusi dalam kegiatan ‘agidah maupun mu ‘dmalah.®

Ketika berumur 15 tahun, al-Ghazali pindah ke Gurgan (Jurjan) dan
berguru pada Syekh Abl Nashr Isma‘il ibn Sa‘adah al-Isma‘il ibn Imam
ibn Bakr Ahmad ibn Ibrahim al-Isma‘1li al-Jurjani, selama di Jurjan beliau
berguru pada Yusuf al-Nasaj dalam bidang tashawwuf selama lima tahun,
setelah itu beliau memutuskan pulang ke kampungnya dan menetap
selama 3 tahun. Setelah itu beliau tetap belajar tentang ilmu filsafat,
teologi, logika, tashawwuf, dan juga ilmu ushiil al-figh pada seorang alim
yang bernama Dhiyad’ al-Din Abi al-Ma‘ali al-Juwayni yang terkenal
dengan nama al-Imdam al-Haramain pada tahun 478 H. Kehausan akan
ilmu pengetahuan sejak intelektualnya berkembang dan cenderung
mengetahui permasalahan-permasalahan dan mampu memahamkan dan
mengatasi permasalahan diterangkan dalam Kitab Sejarah Perkembangan
Pemikiran, Al-Ghazali berkata: “Kehausanku untuk menggali hakikat
segala sesuatu persoalan telah menjadi kebiasaanku dan tertanam dalam
diriku semanjak aku masih belia, hal ini merupakan tabiat dan fitrah yang
diberikan oleh Allah untuk diriku, bukan karena usahaku”.**

Al-Ghazali adalah Ulama yang tidak hanya konsen terhadap satu
permasalahan saja, tetapi permasalahan mu ‘dmalah dan perekonomian
Islam terdapat dalam kitdb karyanya lhya’ ‘Ulim ad-Din, At-Tibr al-
Masbiik fi Nashihat al-Mulk, Al-Mustashfa dan Mizan al- ‘Amal. Konsep
pemikiran ekonomi al-Ghazali harus bertujuan pada kesejahteraan sosial
yang hakikatnya adalah magqdshid al-syari‘ah (tujuan syariah) yaitu
memelihara atau menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Al-
Ghazali juga membagi jenis-jenis kebutuhan berdasarkan prioritas yaitu,
dharariyyat, hdjiyyat dan tahsiniyyat. Konsep kebutuhan al-Ghazali
hampir sama dengan konsep kebutuhan menurut Aristoteles yaitu disebut
dengan ordinal, dimana jenis-jenis kebutuhan dibagi menjadi tiga yaitu:
1) Kebutuhan dasar yaitu kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus

9 Indra Hidayatullah, “Pemikiran Al-Ghazzili Tentang Mekanisme Pasar dan
Penetapan Harga,” dalam JES (Jurnal Ekonomi Syari‘ah), Vol. 5 No. 1 Tahun 2020, hal. 42—
54.

% Moh. Asep Zakaria Ansori et al., “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam
Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar,” dalam Economic Reviews Jurnal, Vol. 3 No. 1
Tahun 2024, hal. 146-160.
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dipenuhi, 2) Kebutuhan eksternal yaitu kebutuhan diluar kebutuhan
pokok, dan 3) Kebutuhan psikis.®

Menurut Al-Ghazali pasar merupakan elemen keselarasan kejadian
secara alamiah antara permintaan dan penawaran sehingga menciptakan
suatu harga. Dalam Kitab lhyd’ ‘Ulimuddin, al-Ghazali mengatakan
bahwa pasar merupakan sarana yang sangat penting untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Filosofi al-Ghazali mengatakan bahwa
terciptanya pasar diibaratkan ketika terdapat dua orang dalam suatu
wilayah, si A adalah tukang pande besi, si B adalah petani, si A
membutuhkan makan sehingga harus membeli atau menukar barang yang
dimiliki petani dengan karya besi hasilnya, sedangkan si B tidak
membutuhkan hal itu, ketika dua orang itu saling membutuhkan barang
satu sama lain, kegiatan barter dapat dilakukan, tetapi ketika salah satunya
tidak membutuhkan maka mereka membutuhkan pasar untuk sarana
penukaran barang yang mereka punya dengan barang-barang yang
mereka butuhkan. Apabila barang yang mereka jual tidak ada yang
membeli atau menukar, mereka bisa menjual barang dagangannya kepada
pedagang yang akan dijual kembali dengan harga yang lebih murah,
supaya mereka bisa membeli barang-barang yang mereka butuhkan.
Mengurangi margin keuntungan bagi penjual dapat menambah volume
penjualan, sehingga keuntungan bagi penjual juga semakin banyak.®

Penentuan harga dan laba menurut al-Ghazali tidak ditentukan oleh
sepihak dari penjual, pembeli, bahkan juga bukan pemerintah tetapi
karena kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar yang
dilandasi oleh etika dan moral dalam ber-mu ‘dmalah sehingga terjadi
harga yang adil (al-tsaman al-‘ddil) yang menghasilkan keseimbangan
harga (equilibrium price). Berkaitan dengan laba yang diambil oleh
penjual, al-Ghazali menentukan besaran laba yang diambil kisaran 5-
10%, karena laba yang sesungguhnya itu diperoleh ketika di akhirat kelak.

Sedangkan dalam konsep evolusi uang terjadi ketika kesulitan alam
transaksi barter ketika barang yang ditukar tidak sama nilainya, sehingga
munculnya uang dapat mempermudah transaksi dan mengatasi kesulitan
tersebut, tetapi terdapat dosa besar ketika ada pihak-pithak yang

%5 Sisi Ade Linda, “Al-Mawardi and Al-Ghazali’s Thoughts on the Role of the State in
Islamic Economic Law,” dalam Jurnal MEDIASAS: Media IImu Syari‘ah dan Ahwal al-
Syakhsyiyyah, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, hal. 1-13.

% Ria Tifanny Tambunan, “Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah dalam
Konsep Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Terhadap Perekonomian Islam,” dalam
Jurnal Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, Vol. 10 No. 3 Tahun 2023, hal. 654-662.
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menciptakan dan mengedarkan uang palsu untuk memanipulasi penjual,
karena uang mempunyai 3 fungsi yaitu: sebagai alat satuan hitung (unit of
account), sebagai penyimpan kekayaan (store of value) dan sebagai alat
untuk bertransaksi (medium of oxchange), tetapi fungsi uang sebagai store
of value dianggap sebagai penimbunan uang yang menyebabkan
pengangguran dan penurunan kesejahteraan dan tindakan tersebut
dianggap zhalim.*

Penentuan keuntungan atau laba tidak hanya berdasarkan tujuan
dunia saja melainkan bertujuan untuk kebaikan dunia dan akhirat,
keuntungan di dunia berdasarkan laba yang diproleh dari hasil penjualan,
sedangkan keuntungan akhirat dapat diperoleh melalui kebaikan untuk
memudahkan dan tidak menzhalimi pembeli di antaranya, yaitu dengan
cara mengambil laba yang tidak berlipat ganda dari modal awal yang
dikeluarkan, karena berdagang merupakan sikap ta‘dwun (tolong
menolong) untuk memperoleh kebutuhan bagi pembeli dan memperoleh
untung bagi pedagang, dan berdagang merupakan salah satu bentuk
ibadah hablumminannas. Sedangkan prinsip dalam penetapan harga harus
berdasarkan prinsip saling ridhd, prinsip keterbukaan, prinsip kejujuran
dan prinsip keadilan. Dalam Kitdb Thya’ ‘Ulim al-Din al-Ghazali
mengatkan bahwa “Barang siapa yang puas dengan jumlah keuntungan
vang sedikit maka akan banyak bentuk mu ‘amalah untuknya, dan
kegiatan mu ‘dmalah akan mendatangkan banyak keuntungan”. Dalam
hal ini mengambil keuntungan dari penjualan makanan pokok bukan
termasuk sunnah, karena makanan merupakan sumber utama untuk
menopang kehidupan.®® Oleh karena itu laba tidak boleh diambil dari hasil
penjualan kebutuhan pokok, diantara kebutuhan pokok yaitu: pangan,
papan, sandang dan pendidikan.

Dalam pernyataan lain mengatakan bahwa “Jika petani tidak
menenukan pembeli untuk hasil penenannya maka petani dapat
menurunkan harga jualnya supaya meningkatkan hasil penjualannya”.
Dalam hal ini pedagang yang menjual barang-barang kebutuhan pokok
tidak diperkenankan mengambil laba yang banyak agar tidak membebani

7 Linda, “Al-Mawardi and Al-Ghazali’s Thoughts on the Role of the State in Islamic
Economic Law.” hal. 290-301.

%8 Siswadi Sululing, Alimuddin, and Amiruddin, “Thoughts of Al-Ghazali and Thomas
Aquinas: Price Justice,” Jurnal Mutidisiplin Manadi (MUDIMA), Vol. 2 No. 3 Tahun 2022,
hal. 1315-1330.



139

masyarakat.®® Al-Ghazali adalah cendekiawan yang lebih dulu hidupnya
700 tahun sebelum Adam Smith (Bapak Ekonomi Modern), walapun al-
Ghazali tidak menggunakan istilah-istilah modern dalam teorinya tapi
beliau mengungkapkan bahwa terdapat elastisitas penawaran karena jika
penjualan tidak laku, maka penjual dapat mengurangi harga jual supaya
meningkatkan volume penjualannya sehingga menambah keuntungan
penjual juga. Keuntungan menurut al-Ghazali adalah nilai dari harga
barang yang disebabkan oleh faktor-faktor risko, perjalanan, biaya impor,
meningkatnya pesaing dan faktor-faktor lain yang dapat memepengaruhi
harga barang.”

Terdapat beberapa prinsip yang dipegang ketika bertransaksi
mu ‘amalah di pasar yaitu keimanan, kepemimpinan dan keadilan, ketika
3 prinsip itu diterapkan di pasar tidak akan ada distorsi pasar yang
menyebabkan pemerintah ikut menentukan harga barang di pasar dan
mengawasi setiap transaksi yang terjadi. Tauhid dan ‘agidah merupakan
2 hal yang sangat penting dalam mengiringi terciptanya transaksi yang
adil dan tidak ada kezhaliman. Dalam penerapan ‘agidah dalam ekonomi
Islam terdapat dua konsep yaitu:

1) Ekonomi Islam [Z/@hiyyah, yakni berpedoman pada hit ulithiyyah
yakni mempunyai keyakinan atas ke-Esaan Allah, dan segala sesuatu
yang ada di bumi ini adalah milik Allah Swt.

2) Ekonomi Islam Rabbdniyyah, yakni berpedoman pada ajaran Tauhid
Rabbdniyyah, mempunyai keyakinan bahwa Allah Swt yang
memberikan rizqi pada setiap umatnya dan Allah juga yang
memberikan kesuksesan bagi yang dikehendaki.

Sedangkan konsep tauhid merupakan konsep yang sangat penting
dalam transaksi jual beli, karena konsep tauhid ini meyakini bahwa
transaksi jual beli merupakan pekerjaan tujuan memperoleh keuntungan
bagi penjual dan pembeli dapat membeli kebutuhannya dari penjual
bukan tempat ibadah, maka dari itu konsep tauhid dalam ber-mu ‘dmalah
adalah sebagai berikut:”*

% Nur Syamsu, “Tinjauan Sejarah Mekanisme Pasar dalam Islam,” dalam Jurnal
Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Syari‘ah, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal. 1-14.

70 Tambunan, “Perspektif Imdm Al-Ghazili dan Ibn Taymiyyah dalam Konsep
Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Terhadap Perekonomian Islam.” hal. 201-204.

" Academia Source, “Traditional Market Insight from Imam Al-Ghazali’s Islamic
Economic Perspective. Annuals of the University of Craiova for Journalism,” dalam Journal
of Communication and Management, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal. 56.
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1) Jujur, beberapa bentuk kejujuran dalam berdagang yaitu tidak
mengurangi timbangan, tidak mengambil keuntungan yang berlebih
sehingga memberatkan pembeli, tidak menyembunyikan cacat yang
terdapat dalam barang dagangannya. Jika pedagang yang jujur dan
menerapkan konsep tauhid maka kecurangan-kecurangan tidak akan
terjadi, karena mereka meyakini bahwa dengan bersikap jujur maka
keberkahan yang melimpah akan mendatanginya.

2) Kebebasan, yakni tidak memaksa pembeli untuk membeli barang
dagangannya atau memberi kebebasan bagi pembeli untuk
menentukan barang yang mau dibeli, terkadang banyak kejadian di
pasar penjual memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya
dengan cara memuji barang dagangannya dan menjatuhkan barang
dagangan penjual lain.

3) Adil, dalam menerapkan keadilan dalam bertransaksi yaitu tidak
adanya diskriminasi kepada pembeli baik pembeli yang kaya maupun
yang miskin karena kebaikan penjual ketika bisa melayani semua
pembeli tanpa membedakan kasta mereka.

4) Tolong menolong, jika terdapat pembeli yang kekurangan atau tidak
punya uang untuk membeli kebutuhan pokok maka penjual
diharapkan untuk memberi atau meminjami barang-barang yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembeli, kalau hal ini
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka prinsip keseimbangan
dalam ekonomi Islam dapat terpenuhi.

Al-Ghazali menyadari bahwa dalam proses perdagangan pasti
melalui perjalanan dan perjuangan yang sangat sulit, baik itu terkait
dengan risiko yang dihadapi dan juga risko keselamatan, oleh karena itu
motivasi utama dalam berbisnis adalah keuntungan walaupun yang
dimaksud keuntungan yang sesunguhnya adalah diperoleh di akhirat.”
Karena tujuan utama dalam berbisnis adalah mashlahah yakni menarik
manfaat dan menolak madharrah.

Menurut al-Ghazali pasar mempunyai kedudukan yang sangat
penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, menurutnya pasar harus
berjalan berdasarkan kadar yang tidak emosional melalui perhitungan-
perhitungan realistis mempertimbangkan biaya-biaya produksi yang
dikeluarkan dan tidak ditujukan untuk meminta-minta, karena penjualan
di pasar bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk

72 Saleh, “Pasar Syari‘ah dan Keseimbangan Harga.” hal. 320-322.
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bersedekah.” Pasar merupakan tempat terjadinya kegiatan perekonomian
timbal balik antara permintaan dan penawaran, antara penjual dan
pembeli dan merupakan anugerah dan karunia Allah yang menimbulkan
kasih sayang karena dua pihak yang saling membutuhkan (mutual
goodwill), dimana pembeli membutuhkan barang-barang untuk
memenuhi  kebutuhan dan  keinginannya, sedangkan penjual
menginginkan keuntungan atas barang yang dijualnya. Dalam al-Qur’an
Stirah al Anfal (8) Ayat 63 Allah Swt berfirman:

m\usx”@_,)xa”'usx\uum;u‘,ﬂ\@u;@:me@_@'°'us\}
a8 e A R Gl

Dia (Allah) mempersatukan hati mereka (orang yang beriman).
Seandainya engkau (Nabi Muhammad) menginfagkan semua (kekayaan)
yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati
mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya
Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pemikiran ekonomi positif mengatakan bahwa ketika harga murah
maka permintaan akan naik dan ketika harga mahal maka permintaan
akan turun, begitu pula sebaliknya dengan penawaran ketika harga murah
maka penawaran akan turun dan ketika harga mahal maka penawaran
akan naik. Penetuan harga menurut al-Ghazali atas kekuatan permintaan
dan penawaran di pasar dan tidak ada campur tangan pemerintah (price
intervention), supaya terjadi persaingan yang sehat (fair play), kejujuran
(honesty), keadilan (justice) dan keterbukaan (fransparency), peran
pemerintah hanyalah sebagai Muhtashib yang mengawasi pasar bila
terjadi ketidakseimbangan dan hal-hal lain yang menyebabkan persaingan
pasar menjadi tidak sempurna. Menurut al-Ghazali dalam sistem pasar
konvensional penawaran dan permintaan hanya terjadi untuk memenuhi
utility (kepuasan) semata yang membuat manusia sangat menikmati
materi tanpa terkendali.”* Anomaly terjadi ketika hari-hari dan momen
tertentu yang disebut sebagai elastisitas di mana hukum permintaan dan

penawaran tidak berlaku karena harga tinggi dan permintaan meningkat.”

73 Yahanan, “Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali,” dalam Jurnal
Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Tahun 2014, hal. 195-209.

74 Suprihatin, Ibdalsyah, and Hendri Tanjung, “Analisis Pemikiran Imdm Al-Ghazali
Mengenai Mekanisme dan Etika Perilaku Pasar,” dalam Jurnal Kasaba: Jurnal Ekonomi
Islam, Vol. 11 No. 1 Tahun 2019, hal. 42-57.

75 A. Putra, “Theory of Exchange and the Evolution of Markets: Perspective of
Al-Ghazali,” dalam Jurnal MPRA Paper, No. 87292 Tahun 2018, hal. 89.
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Kapasitas al-Ghazali sebagai Sufi menyatakan bahwa mekanisme
pasar yang terjadi tidak menjadikan manusia lupa akan kedudukannya
sebagai makhluk Tuhan dan melakukan kerusakan-kerusakan sehingga
mengorbankan etika dan moral yang mengalahkan rasionalitas, di
antaranya:

1) Mekanisme pasar hanya untuk makan dan bekerja.

2) Transaksi di pasar hanya untuk memenuhi kebutuhan perut dan
syahwat seks semata.

3) Penjual hanya bertujuan memperbanyak harta.

4) Mencari popularitas dan kekuasaan saja.

Etika perilaku pasar al-Ghazali yaitu berdasarkan paham
Asy ‘ariyyah yakni mempunyai keyakinan bahwa kelak akan bertemu
Allah di akhirat serta menolak hubungan sebab akibat dalam moralitas,
paham 4sy ‘ariyyah meyakini bahwa akal tidak mengenal kebaikan, tetapi
wahyu yang mengenalkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pasar.
Dalam memahami wahyu al-Ghazali membaginya lima bentuk yaitu:
Wujud Esensi, Indrawi, Khayal, Rasional dan Metafora. Sedangkan
landasan etika dalam pasar berdasarkan al-Qur’an, Hadis, Atsar Sahabat
yang dijelaskan dengan argumentative berdasarkan akal dan intuisi
sehingga menghasilkan gagasan-gagasan yang religious dan spiritual.
Secara konseptual etika pasar menurut al-Ghazali terdapat beberapa
aspek, yaitu:’®
1) Aspek Kognitif (pengetahuan tentang nilai yang terdapat dalam

kebaikan-kebaikan pasar), yaitu keadilan yang terjadi di pasar
merupakan lawan kemadharratan yang menyebabkan kerugian orang
banyak di antaranya penimbunan, peredaran uang palsu, menimbun
ketika terjadi barang langka, promosi palsu, menyembunyikan cacat
pada barang dagangan, tidak jujur pada pembeli, mengurangi
timbangan. Sedangkan manusia dianjurkan untuk berbuat ihsdn
(berbuat baik) di antaranya yaitu: Mecegah permaian harga dengan
membentuk lembaga Hisbah (pengawas pasar) untuk menjalankan
tugas amar ma ‘rif nahy munkar, pembeli mentolerir pedagang kecil
yang melakukan kecurangan harga dengan cara menjual barang
dagangannya dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas,
melakukan kebaikan harga dan mempermudah bagi pembeli yang
mau berhutang dan pembeli yang berhutang dianjurkan segera

76 W. Sahir, “Relevance of Al-Tsaman Al-‘adl on Modern Transaction,” dalam Jurnal
Al-Khardj: Journal of Islamic Economics and Business, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hal. 1-13.
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membayar dan tidak menyulitkan pemberi utang, penjual dapat
memperpanjang waktu bagi pembeli fakir miskin yang berhutang,
dan memberi kemudahan bagi pembeli yang membatalkan pembelian
barangnya.’”’

Aspek Efektif (perasaan) dapat meletakkan aspek kebutuhan terdapat
dalam tiga tingkatan yaitu dhariiri, hdjah dan tana’um. dhariri,
merupakan kebutuhan yang harus dan wajib dipenuhi dan jika
kebutuhan ini tidak dipenuhi maka kehidupan seseorang akan rusak,
kebutuhan dhariri meliputi din, nafs, nasl, mal dan ‘aql. Hdjah
merupakan kebutuhan prioritas kedua yang harus dipenuhi dan jika
tidak dapat dipenuhi maka kehidupan seseorang akan mengalami
kesulitan, seperti pengetahuan tentang hukum rukhshah dalam jamad *
qashar ketika menjadi musdfir. Tana’um merupakan kebutuhan
untuk memperbagus kehidupan seseorang dan untuk bersenang-
senang saja, menurut al-Ghazali seseorang dapat memenuhi
kebutuhan dhariri dan hdjah saja, sedangkan untuk tana’um
seseorang sebaiknya berhati-hati dan menjaga diri. Ketika sudah
mengetahui kebutuhan prioritas, manusia diharapkan untuk
mendahulukan hal-hal yang bersifat darurat daripada kesenangan saat
melakukan transaksi jual beli. Untuk motivasi eksternal dalam
mekasime pasar adalah yaitu terkait dengan sumber daya, al-Ghazali
membagi sumber daya alam menjadi tiga jenis yaitu: tumbuh-
tumbuhan, barang tambang dan hewan.”®

Aspek Psikomotorik (perbuatan), dalam menjunjung agama
pedagang seharusnya: a) Menjual barang-barang kebutuhan pokok
masyarakat yang dibutuhkan sehari-hari, b) Tetap melakukan ibadah
walaupun di pasar, c) Terus berdzikir, d) Tetap menunjukkan sikap
bersahaja di pasar, e) Selalu menghindari perbuatan yang syubhat dan
haram di pasar, f) Menjaga pergaulan supaya tidak melakukan hal-
hal yang dilarang dalam syariat. Sedangkan sikap pembeli atau
konsumen di pasar adalah menyesuaikan peradaban, tidak melakukan
isrdaf (berlebih-lebihan) dan menerima apa yang telah tersedia.”

7K. A Kusuma, “The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and

Reasons for Applying It in Islamic Market Operation,” dalam Proceeding of ICAF, Tahun
2019, hal. 88.

78 Ita Marianingsih and Lian Fawahan, “Konsep Tauhid Imam Al-Ghazali Tentang

Mekanisme Pasar dalam Islam,” dalam Jurnal Al-Khardj: Jurnal Ekonomi Keuanan dan
Bisnis Syari‘ah, Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, hal. 644-653.
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Menurut al-Ghazali orang yang melakukan transaksi di pasar
seharusnya mengetahui ilmu mu ‘dmalah supaya ketika bertransaksi
tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam syariat, akad-akad dan
transaksi pada masa al-Ghazali yaitu, jual beli, sewa menyewa,
salam, qiradh dan syirkah, dan al-Ghazali juga melarang segala
bentuk ribd, seperti yang dijaleskan dalam Strah al-Taubah (9) Ayat
105:
|
e ) (50 Oealls ‘U}»uj eﬁm W s 13k Ji3
5 sl 25K Ly a8 sulg 5 A
Katakanlah (Nabi Muhammad), Beker]alah! Maka, Allah, Rasul-
Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu
akan dikembalikan kepada (dzdt) yang mengetahui yang gaib dan
vang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang

selama ini kamu kerjakan. Adapun dalam QS. al-Shaff (61) Ayat 10-
11:

muu)uyemu\mwesdmwmuxegq\zw ARG RTY
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Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan
suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari ‘adzdb
vang pedih? (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian
itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Untuk mengawasi tindakan zhdlim al-Ghazali pada waktu itu
menetapkan Hisbah (pengawas pasar) untuk memberi pengawasan
terhadap perilaku-perilaku kecurangan seperti mengurangi timbangan,
transaksi haram, laba palsu, 7ibd, menyembunyikan cacat pada barang dan
transaksi curang lainnya.®® Kalau di Indonesia pengawas pasar terutama
dalam lembaga keuangan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan),
tindakan-tindakan korupsi diawasi oleh KPK (Komisi Pemberantas
Korupsi), pengawasan terhadap barang-barang haram ada BNN RI
(Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia), pengawasan terhadap
keamanan makanan dan obat ada BPOM (Badan Pengawas Obat dan
Makanan), sertifikasi halal oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia) dan

Journalism,”dalam Jurnal Communication and Management, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022, hal.
33-38.

80 An Ras Tri Astuti, “Islamic Economic Principles and Production Activities: Thought
of Imam Al-Ghazali from His Book Thya’ Ulum al-Din,” dalam Jurnal Dinasti: Journal of
Islamic Management Studies, Vol. 3 No. 3 Tahun 2022, hal. 438-456.
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sinergi pengawas-pengawas lain untuk menjamin keamanan konsumen
dan produsen. Badan dan pengawas-pengawas tersebut masih belum
menjangkau perdagangan dalam skala mikro, sehingga pasar-pasar kecil
yang menjual kebutuhan pokok di pasar pedesaan masih banyak terjadi
penipuan dan kecurangan lainnya.

e. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldtin

Nama lengkap Ibn Khaldin adalah Abi Zayd ‘Abd al-Rahmén ibn
Muhammad ibn KhaldGn al-Hadhrami, beliau lahir di Tunisia pada
tanggal 1 Ramadhan 732 H, yang bertepatan pada tanggal 27 Mei 1332
M.8 menurut silsilah beliau adalah keturunan dari Wa'il ibn Hujr yaitu
salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat terkenal, nenek moyang
Ibn Khaldlin berasal dari Hadramaut, di Tunisia keluarganya menetap
setelah pindah dari Spanyol, selama di Spanyol 4 tahun Ibn Khaldin
menyelesaikan Kitab al-Mugaddimah sebelum menetap di Tunisia untuk
menyelesaikan Kitdb Al-I‘bar. Ibn Khaldiin pindah ke Mesir dan
meninggal di Mesir pada tanggal 26 Ramadhan 808 H atau 16 Maret 1406
M, dalam perhitungan Masehi beliau wafat pada umur 74 tahun dan dalam
perhitungan Hijriyah 76 tahun, Ibn Khaldin dimakamkan di kawasan
makam Sufi.®?

Dalam Kitab Muqaddimah karangannya yang terdapat dalam Bab
“Harga-Harga di Kota” Ibn Khaldin berpendapat bahwa “Then, when a
city has a highly developed, aboundant civilization and is full of luxuries,
there is a very large demand for those conveniences and for having as
many of them as a personcan expect in view of his situation. This results
in avery great shortage of such things. Many will bid for them, but they
will be in short supply. They will be needed for many purposes, and
prosperous people used to luxuries will pay exorbitant prices for them,
because they need them more than others. Thus, as one can see, prices
come to be high.®

Mekanisme pasar menurut Ibn Khaldin termuat dalam karya
fenomenalnya Muqaddimah terutama masalah harga di perkotaan (price
in town), menurut Ibn Khaldin terdapat dua jenis barang yaitu barang
pokok dan barang mewah. Perkotaan merupakan wilayah yang dianggap

81 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Y ogyakarta: Rajawali
Pers, 2010, hal. 389-390.

82 Moh Arifkan, “Pemikiran Ibn Khaldiin Tentang Mekanisme Pasar,” dalam Jurnal
Fintech: Jounal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 1-23.

8 Indra Hidayatullah, “Pemikiran Ibn Khaldin Tentang Mekanisme Pasar dan
Penetapan Harga,” dalam Jurnal Profit, Vol. 01 No. 1 Tahun 2017, hal. 92—-129.
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maju di sebuah negara dan masyarakat yang tinggal lebih banyak daripada
di pedesaan akan mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran. Biji-
bijian hasil panen merupakan kebutuhan pokok yang setiap hari orang
membutuhkannya untuk keperluan pangan, di kota besar untuk barang
kebutuhan pokok akan lebih murah karena volume permintaan dan
penawaran akan lebih tinggi, sedangkan untuk barang mewah semakin
mahal karena permintaan akan barang mewah hanya untuk orang-orang
yang mampu secara financial serta untuk memenuhi gaya hidupnya.
Sedangkan di pedesaan, karena permintaan dan penawaran barang-barang
kebutuhan pokok sedikit, maka mereka biasa menyimpan hasil panennya
untuk memenuhi kebutuhannya dalam jangka waktu yang panjang sampai
musim panen kembali, sehingga apabila ada permintaan akan barang-
barang pokok maka petani akan menjualnya dengan harga yang mahal.?*

Pendapat Ibn Khaldin tentang jumlah permintaan dan penawaran
dapat menentukan sebuah harga barang dan jasa di pasar ini sama dengan
pendapat Amirul Mukminin ‘Umar ibn al-Khaththab tentang harga yaitu
“Sesungguhnya kami tidak memaksamu atas harga tertentu”. Terciptanya
harga yang alami di pasar dan keadaan harga yang berfluktuasi
menyebabkan harga naik jika barang langka dan harga turun jika barang
melimpah tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun karena
sesungguhnya keseimbangan harga itu tercipta ketika transaksi tersebut
saling ridha (‘antardadhin minkum). Seberapun harga yang tercipta tidak
ada paksaan untuk membeli maupun menjual barang dan jasanya.®

Ibn Khaldin adalah Ulama yang mengakui tentang adanya
mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, namun
istilah permintaan dan penawaran baru dikenal dalam literatur Bahasa
Inggris pada tahun 1776 yakni pada era Adam Smith. Menurut Ibn
Khaldtin faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan dan
penawaran adalah: 1) Klasifikasi jenis kebutuhan masyarakat, yaitu
kebutuhan primer, skunder dan tersier, 2) Jumlah penduduk juga
mempengaruhi jumlah permintaan, di kota yang jumlah penduduknya
lebih banyak dari pada di desa dapat mempengaruhi jumlah permintaan
dan juga mempengaruhi tinggi rendahnya harga barang, 3) Perbedaan

8 Khoirun Nisak, “The Relevance of Ibn Khaldin’s Economic Thought on the Price
Mechanism in the Modern Economy,” dalam Jurnal Invest: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.
2 No. 2, hal. 92-109.
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dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam,” dalam Jurnal Kordinat, Vol. 17 No. 2
Tahun 2016, hal. 195-216.



147

kondisi pasar, letak posisi dan kondisi pasar juga mempengaruhi jumlah
permintaan, pasar yang terletak di pedalaman dan pelosok akan
membutuhkan biaya distibusi yang lebih sehingga barang-barang yang
dijual di pasar pedalaman lebih mahal daripada pasar yang ada di
perkotaan yang tidak membutuhkan biaya banyak untuk proses
distribusinya.®

Dalam istilah perekonomian disebut sebagai disposable income dari
penduduk perkotaan sehingga meningkatkan MPC (Marginal Propencity
to Consume) terhadap barang-barang mewah, hal ini menyebabkan
naiknya harga barang-barang mewah karena semakin tinggi jumlah
permintaan yang disebabkan karena disposable income. Sedangkan
faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibn Khaldin
adalah jumlah permintaan, tingkat keuntungan yang relatif, usaha
manusia, ski// dan ketrampilan yang dimiliki para buruh, keamanan dan
ketenangan, serta perkembangan masyarakat. Sedangkan faktor-faktor
yang mempengaruhi jumlah permintaan adalah pendapatan masyarakat,
jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.®” Kesejahteraan suatu
negara tidak ditentukan dari banyaknya uang yang beredar, melainkan
banyaknya tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif di dalam
negara tersebut karena perputaran uang yang produktif akan
mensejahterakan masyarakat sehingga pendapatan negara juga bertambah
karena pembayaran pajak dari para pengusaha. Pajak adalah salah satu
faktor yang mempengaruhi harga pada barang, peraturan tentang
perpajakan disebut sebagai “Kebijakan Fiskal” yakni pungutan yang
dibebankan kepada pedagang atau produsen atas barang yang dijualnya,
selain pajak ada bea cukai yang dibebankan kepada barang impor, oleh
karena itu barang impor atau barang-barang yang dikenakan pajak lebih
mahal karena terdapat beban biaya produksi.®

Sama halnya dengan pendapat al-Ghazali, harga tercipta karena
kesinambungan antara permintaan dan penawaran, namun harga akan
naik menyesuaikan dengan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan

8 Abdul Aziz, Achmad Dasuki Aly, and Nila Afifah, “Mekanisme Pasar Produk Usaha
Kreatif Home Industri di Desa Bodelor dalam Teori Ibn Khaldin,” dalam Jurnal Al-
Moustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 199-214.
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Desa Bodelor dalam Teori Ibn Khalddn.” hal. 200-210.
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produsen, seperti pengeluaran pajak dan pungutan lainnya. Dalam
bukunya Ibn Khaldin mengatakan bahwa jika barang sedikit maka harga
akan mahal begitupula sebaliknya, namun jika terdapat kemudahan untuk
barang masuk ke dalam negeri, maka akan memudahkan produsen luar
negeri mengekspor barangnya sehingga persaingan di pasar semakin
banyak sehingga menyebabkan harga menjadi murah.®

Tentang keuntungan menuut Ibn Khaldin ada kebijakan yang
diambil, dan ada konsekuensi yang akan diterima. Ketika produsen
mengambil keuntungan yang rendah maka akan menyebabkan produsen
merasa lesu karena motivasi dalam berdagang adalah keuntungan, tetapi
jika produsen mengambil keuntungan yang tinggi maka akan
menyebabkan menurunnya volume permintaan karena mahalnya sebuah
harga. Ibn Khaldln tidak konsen pada intervensi pemerintah terhadap
harga pasar melainkan bagaimana pasar bebas itu menciptakan sebuah
harga dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi naik atau turunnya harga
barang, serta peristiwa-peristiwa yang lebik aktual dalam menyikapi
permasalahan. Keuntungan dapat diperoleh ketika harga dari tenaga kerja
sudah dibayarkan karena itu merupakan salah satu biaya produksi, Ibn
Khaldin menyebutnya dengan “Kasab” atau nilai dari tenaga manusia,
karena pendapatan yang diperoleh produsen adalah hasil dari tenaga
kerjanya.®

Secara umum Ibn Khaldiin menekankan pentingnya sistem pasar
bebas tanpa adanya campur tangan dari manapun termasuk pemerintah
maupun negara, karena jika pasar dipegang oleh pemerintah maka
kekuasaan penuh sebagai pemegang otoritas tunggal akan menguasai
segala aspek kehidupan terutama dalam perdagangan. Market
intervention harus dicegah karena kekuasaan pemerintah akan digunakan
untuk keperluan mereka sebagai pemagang pemegang puncak aristokrasi,
terlebih lagi jika pemerintah ikut dalam proses perdagangan, produksi,
maupun pertanian. Beliau juga mengatakan dalam kitabnya Mugaddimah
bahwa setiap negara mempunyai tahap-tahap pertumbuhan maupun
penurunan perekonomian. Jika suatu negara mempunyai pendapatan dan
pengeluaran yang seimbang berarti negara tersebut mampu mengelola

8 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia,
Ekonomi Islam, hal. 197-210.

% Abdullah Al Mamun, Bahadir Sinanoglu, and Muhammad Salah Uddin, “Ibn
Khaldun’s Economic Theories Revisited,” dalam Journal of Islamic Economics, Vol. 4 No. 2
Tahun 2022, hal. 28-47.
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anggaran dengan baik dan mempunyai pertumbuhan perekonomian yang
meningkat.?

Negara mempunyai tugas untuk mensejahterakan rakyat dan
menjaga kestabilan perekonomian, banyak cara yang dilakukan negara
atau pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu, membangun
infrastuktur jalan, pusat perdagangan, dan hal lain yang mendorong
jumlah produksi perdagangan karena roda jalannya perekonomian bisa
tidak bisa berputar tanpa adanya pengusaha yang mempunyai jiwa
entrepreneur yang menjalankan bisnis yang berisko dan menjanjikan
keuntungan yang tinggi. Seperti dalam Kitdb al-Mugaddimah Ibn
Khaldin menyakatan “Maka apabila manusia malas bekerja dan tidak
melakukan usaha maka pasar barang dan jasa akan rusak, tidak adanya
gairah pembangunan, masyarakatpun mencari tempat yang ramai
pekerjaan, pendudukpun jarang, daerah sepi, kota-kota mati,
kerajaanpun juga akan rusak, karena sesungguhnya kerajaan adalah
bagian dari sebuah pembangunan, jika unsur-unsurnya rusak maka
pembangunan dan perkembangannyapun juga akan rusak”.%

Dalam Kitdb al-Muqaddimah Bab 3 tentang bahayanya
perdagangan jika dilakukan oleh raja atau negara akan merusak
pendapatan masyarakat, karena pasar bebas akan tercipta jika
perdagangan bisa dilakukan oleh siapapun, dalam kondisi tersebut maka
price competition akan terjadi. tapi ketika raja atau pemerintah ikut andil
dalam perdagangan, maka normalitas terciptanya harga akan rusak,
karena pemerintah akan berusaha menguasai segalanya, dari proses
faktor-faktor produksi, proses produksi, distribusi, penjualan hingga
penentuan harga akan dilakukan sesuai dengan kehendaknya tanpa
memperdulikan keadilan harga dan keadaan yang ada di pasar. Jika raja
atau pemerintah berkuasa dalam perdagangan maka pedagang maupun
petani akan mengalami kesulitan walaupun sebenarnya mereka
menginginkan keadilan harga. Selain itu pajak-pajak pedagangan serta
devisa negara akan mengalami penurunan karena komoditi dan bahan-
bahan pokok yang biasa dibutuhkan masyarakat akan mengalami
kerugian dan gulung tikar.

%1 Nurdhin Baroroh, “Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn

Taymiyyah dan Ibn Khaldin),” dalam Jurnal Az-Zarga’, Vol. 10 No. 2 Tahun 2018, hal. 337—
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Pendapat Ibn Khaldan di atas dapat dipahami bahwa susungguhnya
negara atau pemerintah bukanlan wakil dari seluruh masyarakat tetapi
wakil dari kelompok aristokrasi yang minoritas seperti wakil dari
kerajaan, karena sesungguhnya penggerak perekonomian dari masyarakat
secara umum bukan dari golongan minoritas. Masalah ini tentu
berlawanan dengan prinsip keadilan, keselarasan, dan keterbukaan dalam
dunia usaha karena setiap pedagang atau pengusaha mempunyai hak
untuk memaksimumkan keuntungannya dengan tidak menzhalimi dan
mengambil hak-hak orang lain, semua dilakukan atas dasar saling ridhd,
keterbukaan dan tidak adanya paksaan, sehingga pasar Islami dengan
kebebasan persaingan sempurna dapat terlaksana dengan baik.

Tidak ada kebijakan negara yang menyebabkan rakyatnya
sengasara dan merugi, tujuan dari kebijakan sebuah negara adalah
kebaikan, kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan secara umum. Selain
al-Qur’an dan as-Sunnah Ibn Khaldin adalah cendekiawan penganut
Madzhab Maliki yaitu cara penyelesaian masalah dengan cara pendekatan
metode mashlahah mursalah. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Ibn
Khaldiin adalah tidak adanya intervensi dari pemerintah terkait dengan
penetapan harga pasar, karena tidak akan terjadinya keseimbangan harga
dan juga keadilan.*®

3. Mekanisme Pasar dan Intervensi Harga di Beberapa Negara
a. Intervensi Harga di Negara Indonesia

Pada dasarnya penetapan harga barang yang terjadi di Indonesia
terjadi karena mekanisme pasar yaitu tergantung dari jumlah permintaan
dan penawaran, jika permintaan barang naik sedangkan stok barang
jumlahnya tetap maka harga akan naik, begitupula sebaliknya jika stok
barang bertambah sedangkan jumlah permintaan barang tetap maka harga
barang akan turun. Tapi peristiwa ini tidak dapat di generalisasi terhadap
semua barang maupun peristiwa.** Selain terbentuknya sebuah harga
secara alami terdapat struktur pasar, di mana hanya beberapa pihak saja
yang dapat mempengaruhi dan menciptakan harga, seperti industri
telekomukasi dan semen di Indonesia cenderung oligopolistik,”> di mana
hanya pemain-pemain besar saja yang dapat mepengaruhi harga.

93 Baroroh, “Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taymiyyah dan Ibn
Khalddn).” hal. 76-92.

% Arifin B, “On the Competitiveness and Sustainability of the Indonesian Agricultural
Export Commodities,” dalam International Journal of Food and Agricultural Economics,
Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, hal. 55-74.

% Oligopolistik merupakan struktur pasar yang hanya beberapa perusahaan yang
menguasai produksi dan penjualan barang dan jasa yang cukup besar dan berpenghasilan
tinggi, seperti industri semen, telekomunikasi, otomotif, penerbangan. Perusahaan semacan
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Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, khususnya di Negara
Indonesia tidak ada satupun kegiatan perekonomian tanpa adanya campur
tangan dari pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal
33 ayat 2 menyatakan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting
bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
negara”. Secara umum terciptanya suatu harga itu karena mekanisme
penawaran dan permintaan, namun apabila terjadi tas ir terjadi suatu
kondisi di mana mengharuskan pemerintah menentukan kebijakan dalam
bentuk intervensi harga. Penetapan harga barang juga diatur oleh hukum
yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang
perdagangan serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Pasal 26 UU No.7 Tahun 2014 menyatakan: “Pemerintah
berwewenang dan berkewajiban menetapkan standarisasi harga pasar,
yvaitu dengan mekanisme melalui penerbitan peraturan Menteri
Perdagangan”. Dalam Pasal 29 menambahkan: “Pelaku usaha yang
menyimpan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting dalam
jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak
harga, dan/ atau hambatan lalu lintas perdagangan barang dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana
denda paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)”.
Pada Pasal 26 ketentuan tentang HET (Harga Eceran Tertinggi) yang
ditetapkan oleh pemerintah yang terdapat dalam regulasi Undang-Undang
yang memperkuat kebijakan pemerintah Indonesia dalam menentukan
harga pada produk tertentu yang sudah mempunyai kekuatan hukum.®
Sedangkan pada Pasal 29 Undang-undang yang mengatur tentang
larangan menimbun barang kebutuhan pokok yang mengakibatkan
terjadinya kelangkaan barang sehingga memicu tingginya harga barang
pokok, tidak hanya dalam Pasal 29 saja larangan menimbun juga terdapat
dalam Hadis Nabi Saw Bersabda:

ini cenderung mempunyai harga yang stabil tidak berfluktuasi dan persaingan sangat ketat,
selain itu perusahaan baru sulit masuk karena selain modal besar, berkaitan dengan regulasi
dan dominasi pemain lama. Y Nugroho and R.R Hidayat, “Analisis Struktur Pasar dan
Perilaku Penetapan Harga Industri Semen di Indonesia,” dalam Jurnal Ekonomi dan Studi
Pembangunan, Vol. 16 No. 1 Tahun 2015, hal. 13.

% Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7
Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HAL
Tahun 2014, hal. 1-56, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014.
Diakses pada 17 Maret 2025.



152

G g5 5 0o R 0 ke sl Uil a5 5 ) i
Ga O824 J 5 & s sl ) e ) yasa (e Al hass
(el..m D\j))97 NNV RSN

Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa. (HR. Muslim)

Dalam Hadis tersebut orang yang menimbun yaitu orang yang
sengaja menyimpan barang supaya terjadi kelangkaan dan menjualnya
kembali dengan harga yang mahal, orang tersebut disebut sebagai khathi’
karena perbuatannya dapat merugikan orang lain.

Peraturan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan
praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pasar monopoli
disebut sebagai pasar persaingan tidak sehat karena hanya terdapat posisi
penguasa yang mendominasi sebuah usaha yaitu pemerintah dan tidak ada
satupun orang, badan, maupun perusahaan yang menguasai pasar
tersebut. Jika monopoli hanya terdapat satu penguasa yang menguasai
100% suatu badan usaha, terdapat pasar oligopoli yang terdiri dari 2 atau
3 orang yang menguasai 75% pangsa pasar satu jenis barang tertentu.
Dalam hal penentuan harga, seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha
lainnya dilarang bersekongkol dalam menetapkan harga di pasar yang
menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam pasal 19 dinyatakan bahwa dilarang melakukan kegiatan
yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha
yang tidak sehat sehingga mereka menghalangi pelaku usaha lain
melakukan kegiatan usaha yang serupa karena faktor dominasi.”® Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 melupakan legal document tentang larangan
praktik monopoli, oligopoli dan pasar persaingan tidak sehat lainnya, ini
menunjukkan bahwa memberikan kebebasan perlindungan terhadap
pelaku usaha dapat bersaing di pasar yang sehat tanpa adanya pihak-pihak
tertentu yang mendomonasi pasar. Adapun bentuk campur tangan
pemerintah Indonesia dalam menentukan harga barang dilakukan dengan
cara:*

1) Secara langsung, yaitu dengan cara menetapkan langsung harga
BBM, menetapkan tarif PLN, air minum, harga patokan semen, dan
lain-lain. Disebut sebagai penetapan harga secara langsung karena

°7 Shahth Muslim, Kitdb al-Miisagah, Bab Hadhr al-Ihtikar. No. 1605
% UU RI Nomor 5 Tahun 1999, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” No. 1 Tahun
1999, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014. Diakses pada 17
Februari 2025

9 Muhammad Taufan Djafri Jamaluddin, Sofyan Nur, “Penetapan Harga dalam Jual

Beli Perspektif Fikih Mu‘amalah (Studi Komparasi Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’),”
dalam Jurnal Al-Khiyar: Jurnal Bidang Mu ‘amalah dan Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1 Tahun
2023, hal. 18-40.
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pemerintah memberikan harga tersebut secara menyeluruh
diberlakukan kepada warga negaranya, keculi apabila pendistribusian
barang tersebut memerlukan biaya lebih karena lokasi jarak tempubh,
seperti harga BBM di Papua berbeda dengan harga BBM di jawa
karena biaya pendistribusian BBM ke papua lebih sulit dan
membutuhkan biaya lebih untuk akses jalan tersebut. Perusahaan-
perusahaan yang ditetapkan harganya secara langsung oleh
pemerintah merupakan perusahaan negara, sehingga dalam
menetapkan harga secara langsung pemerintah melalui analisis dan
perhitungan yang mendalam terkait biaya-biaya yang dikeluarkan
dalam proses produksi, dalam hal ini peran negara adalah mengatur
distribusi dan harga barang-barang kebutuhan pokok melalui
kebijakan subsidi dan juga BUMN.

2) Secara tidak langsung yang artinya mengubah permintaan dan
penawaran, seperti contoh: pemerintah menetapkan Harga Eceran
Tertinggi (HET) untuk harga beras premium, dan untuk barang-
barang kebutuhan pokok lainnya seperti, minyak telur, gula pasir,
meskipun tidak secara ekplisit berbasis figh fas7r namun pada
prinsipnya, kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk perlindungan
konsumen dan juga kestabilan pasar.!® Saat ini lembaga seperti
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan DSN-MUI (Dewan
Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia) mengeluarkan panduan
ekonomi syariah terkait kebijakan harga.

b. Intervensi Harga di Negara Qatar

Sebagai negara Islam terkaya di dunia, sistem pasar di Qatar tidak
dibiarkan bebas 100% dari intervensi pemerintah dalam penetapan harga
barang, terutama barang kebutuhan dasar. Di Negara Qatar, intervensi
harga (price intervention) terutama muncul lewat kebijakan terhadap
barang subsidi (subsidised goods), regulasi pendistribusian makanan
pokok, dan regulasi harga obat.

Pemerintah Qatar menggunakan sistem regulasi dan subsidi untuk
memastikan barang-barang kebutuhan dasar bisa terdistribusi secara
merata ke seluruh penjuru secara adil, sehingga harga barang bisa
terkontrol dan stabil.!”! Salah satu langkah penting adalah ditetapkannya
peraturan “Law No. 5 of 2017” tentang “dealing in subsidised

100 Kahf Monzer, Islamic Economics: Analitical Study of the Functioning of the Islamic
Economic System, ed. Plainfield, Islamic Teaching Center, 1980, hal. 369.

10I'N. Abdel Rida, M. I. Mohamed Ibrahim, and Z. U.D. Babar, “Relationship Between
Pharmaceutical Pricing Strategies With Price, Availability, and Affordability of
Cardiovascular Disease Medicines: Surveys in Qatar and Lebanon,” dalam Jurnal BMC
Health Services Research, Vol. 19 No. 1 Tahun 2019, hal. 1-14.
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commodities”, yaitu merupakan Undang-Undang yang mengatur siapa
saja yang boleh menjual barang-barang yang disubsidi, menetapkan harga
maksimum, menentukan siapa penerima manfaat (beneficiaries), serta
mewajibkan izin bagi siapa saja yang ingin menjual atau mendistribusikan
barang subsidi.'®? Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut
mencakup: Larangan menjual barang subsidi tanpa izin, karena
merupakan tindakan ilegal trading; Larangan menjual dengan
mengurangi atau melebihkan barang dari spesifikasi, karena merupakan
tindakan penipuan; Larangan mengganti barang subsidi dengan barang
berkualitas lebih rendah, karena merupakan salah satu bentuk manipulasi;
Serta larangan mengekspor barang subsidi atau menjualnya ke pihak non-
penerima manfaat, karena akan menyebabkan distribusi yang tidak merata
yang menyebabkan kelangkaan suatu barang.

Untuk menjamin kepatuhan terhadap Undang-Undang, pemerintah
Qatar menetapkan sanksi yang cukup berat, yaitu denda hingga 500.000
Riyal Qatar dan hukuman penjara hingga satu tahun bagi siapa saja yang
melakukan pelanggaran, seperti menjual kembali barang subsidi (resale)
atau melakukan barter barang subsidi secara ilegal. Selain regulasi
distribusi barang subsidi, pemerintah juga menerapkan mekanisme kuota
dan berbagai jenis makanan pokok bagi warga penerima selama periode
tertentu. Seperti kejadian terbaru pada bulan Ramadan 2025, pemerintah
Qatar mendistribusikan sejumlah jenis kebutuhan pokok, seperti beras,
gula, minyak dan susu yang di subsidi untuk warga yang membutuhkan
dengan menggunakan “Kartu Ransum” sebagai bagian dari upaya sosial
dan stabilitas biaya hidup di bulan suci Ramadhan.

Intervensi harga di Qatar menunjukkan keseimbangan antara fungsi
subsidi dan regulasi agar barang-barang esensial tetap mampu dijangkau
oleh masyarakat, dengan menjaga agar distribusi dan penggunaan barang
subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Regulasi izin serta
pengawasan distribusi bertujuan meminimalkan perilaku
penyalahgunaan, seperti menjual barang subsidi ke luar negeri atau
mencampur dengan barang berkualitas lebih rendah. Namun, banyak
kejadian yang terjadi seperti di negara lain, serta beberapa tantangan yang
muncul, yaitu: Pertama, keterbatasan pengawasan pasar obat ketika pasar
diliberalisasi oleh perusahaan swasta. Meskipun ada upaya promosi obat

102 Nada Abdel Rida, Mohamed Izham Mohamed Ibrahim, and Zaheer Ud Din Babar,
“Pharmaceutical Pricing Policies in Qatar and Lebanon: Narrative Review and Document
Analysis,” dalam Journal of Pharmaceutical Health Services Research, Vol. 10 No. 3 Tahun
2019, hal. 277-287.
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generik, preferensi terhadap obat bermerek, harga impor dan regulasi
yang berubah-ubah membuat harga obat generik tetap tinggi, ini yang
menyebabkan masyarakat enggan memilih obat generik yang
produksinya dikawal oleh pemerintah Qatar.!®® Kedua, beban finansial
pemerintah banyak, dari subsidi dan distribusi Ransum Makanan,
terutama jika ada lonjakan permintaan yang terjadi pada bulan Ramadan.
Pendistribusian Rasum Makanan adalah contoh intervensi yang baik,
namun cadangan keuangan negara juga perlu diperhatikan. Ketiga,
penegakan hukum dan pengawasan terhadap izin distribusi barang subsidi
perlu kuat, agar Undang-Undang seperti “Law No. 5 of 2017 dapat
berjalan dengan efektif.

Pelanggaran seperti penjualan barang subsidi tanpa izin atau
menjual di harga lebih tinggi dari yang ditetapkan diharuskan
mendapatkan sanksi. Ketentuan izin (/icensing) dan pemegang izin. Izin
(license) hanya diberikan kepada individu atau perusahaan yang
memenuhi syarat: asli warga Negara Qatar (natural persons), umur
minimal 18 tahun, reputasi baik. Sedangkan untuk badan hukum harus
dimiliki sepenuhnya oleh warga Qatar. Izin tersebut berlaku untuk satu
tahun dan dapat diperpanjang. Pembatasan dan larangan-larangan
pemegang izin dilarang melakukan sejumlah aktivitas yang dianggap
merugikan sistem subsidi, seperti:'® Menjual barang subsidi dengan
harga di atas harga maksimum yang telah ditetapkan; Menjual barang
palsu atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dilihat oleh
pembeli; Mengganti barang subsidi dengan barang kualitas lebih rendah,
atau mencampur barang subsidi dengan barang lain untuk mencari
keuntungan; Menyimpan dan menutup toko, atau menolak menjual
barang subsidi dengan tujuan mengganggu distribusi; Menjual barang
subsidi kepada mereka yang bukan penerima manfaat (non-beneficiaries)
kecuali jika memiliki izin khusus; Serta mengekspor barang subsidi
keluar negara tanpa izin.

Tujuan dan motivasi utama regulasi ini adalah untuk menjamin
barang subsidi sampai ke penerima manfaat yang tepat (beneficiaries) dan

103 Sa’d Shannak et al., “Powering Qatar’s Agricultural Growth: Examining the Link
Between Electricity Prices and Development,” dalam Jurnal Frontiers in Environmental
Science, Vol. 11 No. 1 Tahun 2023, hal. 1-13.

104 Abdulkarem Amhamed et al., “Food Security Strategy to Enhance Food Self-
Sufficiency and Overcome International Food Supply Chain Crisis: The State of Qatar as a
Case Study,” dalam Jurnal Green Technology, Resilience, and Sustainability, Vol. 3 No. 1
Tahun 2023, hal. 1-18.
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mencegah penyalahgunaan, seperti pasar gelap (black market),
penyelundupan, atau penjualan kembali yang tidak sah. Selain itu juga
menjaga kualitas barang subsidi agar tidak diganti dengan barang
berkualitas rendah. Barang subsidi juga ditetapkan harga maksimumnya
(maximum price) agar barang subsidi tetap terjangkau.

Dalam sektor farmasi, ada penelitian yang menunjukkan bahwa
ketika pemerintah memberikan keringanan terhadap harga obat yang
sebagai bagian dari liberalisasi pasar. Hal ini berdampak pada harga obat
yang tinggi, terutama untuk obat bermerek yang diproduksi oleh
perusahaan swasta. Survei lapangan terhadap obat penyakit jantung di
Qatar dan Lebanon ditemukan bahwa obat generik kurang diminati, dan
obat yang berkualitas tinggi mendominasi minat konsumen, yang
menyebabkan biaya kesehatan lebih tinggi dan tantangan aksesibilitas
bagi sebagian warga yang berpendapatan rendah. Ada perbedaan harga
antara obat di sektor publik dan sektor swasta di Qatar. Di sektor publik,
obat-obatan tertentu tersedia gratis dan mempunyai harga yang relatif
terjangkau bagi warga Qatar. Namun di sektor swasta harga sering lebih
tinggi dibanding harga acuan internasional (international reference
prices).

Ketersediaan obat lebih baik di sektor publik untuk obat-obatan
penyakit cardiovaskular (CVD) dibanding sektor swasta. Hanya sektor
publik di Qatar yang memenuhi target WHO untuk ketersediaan obat
CVD. Obat umum di sektor publik disediakan gratis untuk warga Qatar
dalam program “National Chronic Drugs Program”, dan bagi selain
warga, pada fasilitas kesehatan primer, obat-obatan tetap relatif
terjangkau.'®® Dampak dari kebijakan perubahan regulasi, terdapat
catatan bahwa Qatar sempat melonggarkan beberapa kontrol harga obat
dengan membuka lebih banyak agen impor dan pemasok, serta
mengurangi intervensi pemerintah dalam beberapa aspek distribusi obat.
Langkah-langkah ini berpotensi meningkatkan harga di beberapa fasilitas
ritel karena persaingan, biaya impor, dan preferensi terhadap obat
bermerek.

Namun pemerintah tetap mempertahankan regulasi dalam
menyediakan obat gratis bagi warga dalam sektor publik, dan memiliki
mekanisme pengawasan margin harga pada berbagai proses distribusi
(wholesaler dan retailer). Kebijakan juga menekankan promosi obat

105" Abdulfatah Mohamed et al., “From Crisis to Resilience: Food Security Policy
Development in Qatar,” dalam Jurnal Frontiers in Sustainable Food Systems, Vol. 9 No. 1
Tahun 2025, hal. 1-10.
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generik dengan berbagai varian yang lebih terjangkau dapat digunakan
oleh pasien. Analisis implikasi dan tantangan keadilan akses dan efisiensi
regulasi barang subsidi dan obat di Qatar menunjukkan upaya yang kuat
untuk memastikan akses yang adil (equity). Dengan sistem Kartu
Ransum/ smart cards bagi penerima manfaat, pemerintah berusaha
menyalurkan barang subsidi hanya kepada yang benar-benar berhak.!%
Pengaturan izin (licensing), pengawasan toko-toko subsidi, dan larangan
penjualan ulang atau ekspor barang subsidi bertujuan menghindari
penyalahgunaan. Namun mekanisme ini butuh kapasitas administratif
yang memadai agar pengawasan efektif dan tidak terjadi kebocoran
(leakage).

Tekanan finansial dan anggaran subsidi menyebabkan pemerintah
memikul beban anggaran yang tidak kecil untuk subsidi barang pokok.
Menyediakan barang subsidi pada harga di bawah harga pasar dan
mengelola  distribusi memerlukan biaya logistik, pembelian,
penyimpanan, dan pengawasan. Jika harga pasar barang pokok
internasional naik, maka tekanan anggarannya juga meningkat. Distorsi
pasar dan preferensi konsumen menyebabkan kebijakan subsidi dan
regulasi yang dapat menciptakan ketidaknormalan harga barang di pasar,
misalnya produksi barang subsidi mungkin tidak mencapai skala yang
menguntungkan, atau pengusaha mungkin kurang termotivasi jika margin
keuntungan dibatasi. Apalagi di sektor obat, apabila harga terpantau
sangan murah atau regulasi liberalisasi terlalu cepat, harga obat bermerek
bisa naik tinggi, sedangkan obat generik tidak terlalu dipasarkan atau
dipercaya oleh konsumen dan tenaga medis. Transparansi dan keputusan
memasarkan obat generic, menunjukkan bahwa penggunaan obat generic
masih di bawah potensi, karena preferensi terhadap obat bermerek yang
berkualitas lebih tinggi menarik keparcayaan masyarakat.'%’

Penegakan Hukum dan Pengawasan. Undang-Undang barang
subsidi Law No. 5/2017, memperkuat sanksi hukum terhadap
pelanggaran, termasuk denda dan hukuman penjara. Namun, tantangan
praktis meliputi pengawasan distribusi, verifikasi penerima manfaat, dan
kemampuan petugas untuk menelusuri pasar gelap. Kasus-kasus

106 Esmat Zaidan, Sa’d Shannak, and Logan Cochrane, “The Effect of Subsidies,
Climate, and Technology on Residential Electricity Consumption in Qatar,” dalam Jurnal
Utilities Policy, Vol. 96 No. 1 Tahun 2025, hal. 1-15.

107 Nada Abdel Rida, Manal Zaidan, and Mohamed Izham M. Ibrahim Ibrahim, “An
Exploratory Insight on Pharmaceutical Sector and Pricing Policies in Qatar,” dalam Global
Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, Vol. 1 No. 4 Tahun 2017, hal. 1-6.



158

penjualan kembali (resale) barang subsidi oleh pihak yang tidak berhak
tetap muncul sebagai masalah dalam pemerintahan Negara Qatar.
c. Intervensi Harga di Negara Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang mayoritas
penduduknya beragama Muslim, yang juga mempunyai kebijakan
penetapan atau intervensi harga barang yang dilakukan oleh pemerintah
Malaysia dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Intervensi
harga di Malaysia merupakan salah satu instrumen penting pemerintah
dalam menjaga kestabilan ekonomi serta melindungi kepentingan
masyarakat, khususnya golongan berpendapatan rendah, hal ini terdapat
beberapa jenis intervensi harga di Negara Malaysia yaitu:

Pertama, “Akta Kawalan Harga dan Anti Pencut” (Price Control
dan Anti-Profiteering Act 2011), yaitu melalui cara ini pemerintah
Malaysia memiliki wewenang untuk menetapkan ceiling price bagi
barang kebutuhan pokok serta mencegah praktik pengambilan
keuntungan secara berlebihan yang dilakukan oleh pedagang.'®®
Kebijakan ini sering dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya
Imlek, dan perayaan lainnya, dengan penetapan harga maksimum pada
komoditi penting seperti ayam, telur, dan minyak goreng, supaya
melonjaknya jumlah permintaan yang dilakukan oleh konsumen tidak
mempengaruhi melonjaknya harga barang.

Kedua, “Subsidi dan Mazru‘at Harga”, yaitu terdapat barang
tertentu yang disubsidi oleh pemerintah untuk sejumlah barang yang
sering dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tepung gandum
(GP flour) dan bahan bakar, sehingga harga yang tinggi tetap bisa
terjangkau meski biaya produksi meningkat. Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) sering
mengumumkan bahwa harga maksimum ayam, telur, bawang, dan
minyak goreng tidak boleh mengalami kenaikan harga yang dapat
memberatkan konsumen.

Ketiga, “Harga Sokongan Bagi Padi/ Beras”, yaitu garansi harga
murah (Guaranteed Minimum Price). Kerajaan pernah memberikan
garansi harga terhadap barang kebutuhan pokok khususnya harga beras,
karena beras yang merupakan makanan pokok rakyat Malaysia. Dalam
sebuah penelitian menjelaskan bahwa Guaranteed Minimum Price
melalui analisis kesejahteraan menemukan bahwa kebijakan harga beras

108 Fatimah Binti Kari, Muhammad Mehedi Masud, Md. Khaled Saifullah, “Subsidy
Rationalisation for General Purpose Flour: Market and Economics Implications,” dalam The
Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, hal. 25-36.
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menghasilkan manfaat besar bagi konsumen berupa harga beras yang
murah berdampak pada meningkatnya consumer surplus, tapi sebaliknya
yaitu menurunkan kesejahteraan petani yang menyebabkan producer
devisit.'” Dengan kata lain, kebijakan ini berpihak pada konsumen tetapi
memiliki dampak negatif terhadap produsen, sehingga memunculkan
dilema kebijakan.

Dalam sektor pertanian, intervensi diwujudkan melalui bantuan
terhadap harga beras atau padi yang menjamin petani dari harga yang
yang terlalu murah, sehingga dapat merugikan petani dan harga yang
ditetapkan pemerintah bertujuan untuk kestabilan harga dan mengurangi
fluktuasi pasar. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
ini meningkatkan kesejahteraan konsumen karena harga beras lebih
terkendali, meskipun di sisi lain menekan surplus produsen dan
menimbulkan beban fiskal bagi negara. Intervensi harga juga dilakukan
di sektor lain, misalnya dalam pengendalian harga obat-obatan, di mana
pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan industri farmasi
dengan aksesibilitas masyarakat terhadap obat murah. Walaupun
kebijakan ini membawa manfaat berupa perlindungan konsumen dan
stabilitas pasar, tantangan tetap ada, yaitu berupa potensi distorsi pasar,
kekurangan pasokan ketika harga ditetapkan terlalu rendah, serta beban
subsidi yang tinggi bagi anggaran negara.!'® Dengan demikian, intervensi
harga di Malaysia bukan hanya langkah ekonomi, tetapi juga cerminan
nilai etis untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan
prinsip kemaslahatan umum.

Intervensi harga di Malaysia merupakan salah satu ciri khas
kebijakan ekonomi negara yang bertujuan menjaga keseimbangan antara
stabilitas pasar, perlindungan konsumen, serta kesejahteraan produsen.
Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Malaysia menyadari pentingnya
menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok, seperti beras, tepung,
minyak goreng, dan bahan bakar sebagai komoditas strategis yang dapat
mempengaruhi kestabilan politik dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah
tidak menyerahkan mekanisme harga sepenuhnya pada pasar, tetapi
menerapkan berbagai bentuk intervensi, baik berupa pengawasan harga
(price control), subsidi, maupun dukungan harga (support price).

19 Sabariyah Din, “Price Support and Stabilization Measures For Padi/ Rice in
Peninsular Malaysia” dalam Disertasi, Australian National University, 1977, hal. 11.

10 Muhamad Nazri Borhan, Nurul Aishah Abd. Rahman, and Riza Atiq Abdullah O.K.
Rahmat, “Kesan Kenaikan Harga Bahan Bakar Terhadap Penggunaan Pengangkutan Awam,”
dalam Jurnal Teknologi: Sciences and Enginering, Vol. 65 No. 2 Tahun 2013, hal. 129-133.
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Selain intervensi harga, subsidi merupakan pilar utama kebijakan
harga di Malaysia. Pemerintah menyalurkan subsidi terhadap barang-
barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng dalam paket bersubsidi,
tepung gandum umum (GP flour), serta bahan bakar seperti petrol dan
diesel. Terdapat dalam sebuah kajian penelitian yang berjudul “Subsidy
Rationalisation for General Purpose Flour” tahun 2017, menunjukkan
bahwa mekanisme subsidi memastikan harga tepung tetap rendah untuk
konsumen, tetapi sekaligus menimbulkan beban fiskal yang besar serta
menimbulkan risiko salah sasaran jika kuota distribusi tidak dijaga dan
dikawal secara ketat.!'! Subsidi ini bukan hanya instrumen ekonomi,
melainkan juga bentuk jaringan pengaman sosial (social safety net) untuk
memastikan akses masyarakat luas terhadap kebutuhan dasar.

Sementara itu, penelitian Suleiman, Abdullah, Shamsudin, dan
Mohamed pada tahun 2013, menggunakan pendekatan ekonometrika
masa yang digunakan untuk mengukur dampak jika tidak terjadi
intervensi terhadap harga padi. Hasilnya menunjukkan bahwa tanpa
adanya itervensi harga, sektor padi akan mengalami penurunan produksi,
penurunan pendapatan petani, dan berpotensi melemahkan ketahanan
pangan nasional. Hal ini menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan
intervensi harga di sektor pertanian, meskipun harus diimbangi dengan
reformasi agar lebih efisien dan tidak membebani fiskal secara berlebihan.

Selain sektor makanan, intervensi harga juga berlaku di sektor
kesehatan, khususnya obat-obatan. Malaysia menghadapi isu harga obat
yang dianggap tinggi sehingga menyulitkan akses masyarakat
berpendapatan rendah. Studi Ashraf & Ong pada tahun 2021, dalam
International Journal of Health Governance menemukan bahwa terdapat
dukungan publik dan politik yang kuat terhadap intervensi harga obat,
meskipun implementasinya harus hati-hati agar tidak menimbulkan
resistensi dari industri farmasi.''? Analisis stakeholder dalam penelitian
tersebut menekankan perlunya kebijakan yang seimbang agar akses
masyarakat terhadap obat murah dapat dijamin tanpa menghambat inovasi
dan distribusi obat oleh pihak swasta.

"l Umar Haruna Suleiman et al., “Effects of Paddy Price Support Withdrawal on
Malaysian Rice Sector: Time Series Econometric Approach,” dalam Asian Jounal of
Agriculture and Rural Development, Vol. 4 No. 7 Tahun 2014, hal. 401-413.

12 Nik Hashim Mustapha, “Welfare Gains and Losses Under the Malaysian Rice
Pricing Policy and Their Relationships to the Self-Sufficiency Level,” dalam Jurnal Ekonomi
Malaysia, Vol. 32 No. 1 Tahun 1998, hal. 75-96.
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Meskipun intervensi harga membawa banyak manfaat, sejumlah
tantangan tetap mengemuka. Pertama, kebijakan ini menimbulkan beban
fiskal yang besar karena pemerintah harus menyediakan dana subsidi
dalam jumlah signifikan. Kedua, ceiling price yang terlalu rendah dapat
menimbulkan kekurangan pasokan (shortage) karena produsen enggan
memproduksi atau menjual dengan margin keuntungan yang sedikit.
Ketiga, terdapat masalah kekuasaan (enforcement), terutama ketika
muncul kartel atau monopoli dalam rantai distribusi, seperti yang pernah
terjadi pada industri ayam, sehingga intervensi harga menjadi sulit
dilaksanakan dengan efektif.

Secara keseluruhan, intervensi harga di Malaysia mencerminkan
keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan etika. Dari perspektif
ekonomi, kebijakan ini menjaga stabilitas harga dan melindungi
konsumen dari inflasi barang keperluan asas.!'® Dari sisi sosial, subsidi
dan intervensi harga membantu kelompok rentan tetap mendapatkan
akses pada kebutuhan dasar. Sedangkan dari sisi etika, kebijakan ini
selaras dengan prinsip tas 7r dalam Islam, yakni pengaturan harga demi
mencegah ketidakadilan, eksploitasi dan menjaga kemaslahatan umum
(al-mashlahah al- ‘dmmah). Dengan demikian, intervensi harga di
Malaysia tidak hanya menjadi strategi teknis dalam pengelolaan ekonomi,
tetapi juga mencerminkan nilai moral untuk menyeimbangkan
kepentingan konsumen, produsen, dan pemerintah dalam kerangka
keadilan sosial.

d. Intervensi Harga di Negara Arab Saudi

Sama halnya dengan Negara Indonesia, Arab Saudi merupakan
salah satu negara yang mengatut sistem perekonomian campuran, di mana
masyarakat dan pemerintah sama-sama ikut andil dan bekerjasama dalam
mecipatakan perekonomian yang stabil, adil, jujur menuju sistem
perekonomian yang Islami. Negara Arab Saudi yang dikenal sebagai
negara yang menganut sistem ekonomi syariah, negara yang disebut
sebagai Negara Islam Monarki ini mepunyai dua dasar hukum yaitu:
Hukum Islam (figh mu ‘dmaldh) serta kebijakan dari kerajaan yang harus
dipatuhi oleh setiap warga negaranya. Untuk komoditas tertentu yang
harganya dibatasi atau ditentukan yaitu roti, air, dan bahan-bahan bakar
serta pengawasan ketat terhadap pelaku usaha yang menaikkan harga
secara tidak wajar. Dalam konsep sistem ekonomi syariah yang dipakai

113 Alias Azhar et al., “Kuatkuasa Kawalan Harga Barang dan Rantaian Bekalan dalam
Kerangka Perundangan di Malaysia,” dalam International Journal of Law, Government and
Communication (IJLGC), Vol. 2 No. 4 Tahun 2017, hal. 13-23.
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saat ini yaitu larangan terhadap ihtikdar (penimbunan), gharar

(ketidakpastian) dan ribd.

Peran pemerintah dalam menangani dan menetapkan harga terhadap
sektor-sektor strategis seperti energi, makanan pokok dan kesehatan yang
bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik penetapan
harga dari produsen yang tidak adil, menjaga stabilitas sosial dan juga
mengendalikan laju inflasi terutama terhadap sektor pangan.*** Terdapat 3
regulasi pemerintah Arab Saudi dalam intervensi harga di Sektor Energi,
Sektor Pangan dan juga Sektor Kesehatan:

1) Kementerian Perdagangan/ Ministry of Commerce (MoC), yaitu
pemerintah Arab Saudi yang menangani dan mengawasi praktik
perdagangan yang tidak adil, penimbunan dan manipulasi pasar,
MoC juga menetapkan harga maksimum untuk beberapa produk
untuk mencegah terjadinya tingginya harga barang dan melindungi
konsumen. MoC juga mempunyai tugas menarapkan persaingan
usaha dan mencegah monopoli, penimbunan serta manipulasi harga.

2) Saudi Food and Drug Authority (SFDA), yaitu regulasi Pemerintah
Arab Saudi yang menangani dan mengatur harga obat-obatan dan
produk-produk medis, SFDA juga menentukan harga tertinggi
(maximum price) untuk produk-produk kesehatan.'*

3) Saudi Energy Ministry dan Saudy Aramco, yaitu pemerintah Arab
Saudi yang bertanggungjawab atas penetapan harga bahan bakar dan
energi domestik, di Arab Saudi harga BBM berubah-ubah karena
menyesuaikan harga minyak dunia dan subsidi dari pemerintah.

Intervensi pemerintah dalam hal penetapan harga-harga barang di
Sektor Energi, Sektor Pangan dan Sektor Kesehatan merupakan kebijakan
pemerintah yang Dbertujuan untuk melindungi konsumen dari
ketidakadilan harga yang ditetapkan oleh produsen dan pemerintah Arab
Saudi memberikan subsidi supaya tidak mengurangi minat konsumsi
masyarakat akan barang-barang kebutuhan pokok tersebut, namun dalam
rangka mendiversifikasi ekonomi dan pengurangan devisit anggaran
pemerintah sengaja memotong anggaran subsidi dan dialihkan untuk
bantuan langsung tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat.
Seperti contoh kebijakan intervensi pemerintah yaitu: Pada tahun 2020
ketika terjadi pandemi Covid-19 pemerintah menetapkan dan membatasi
harga maksimum produk hand sanitizer dan masker, ini bertujuan untuk

14 International Monetary Fund (IMF), “Saudi Arabia: Selected Issues,” 2021,
https://www.imf.org. Diakses pada 03 Mei 2025.

115 Jessica Claudia Mawikere, “Implikasi Kuota Produksi Minyak Organization of the
Petroleum Exporting Countries (OPEC) dengan Kebijakan Keanggotaan dan Harga Bahan
Bakar Minyak Pemerintah Indonesia Tahun 2008,” dalam Jurnal Analisis Hubungan
Internasional, Vol. 5 No. 3 Tahun 2008, hal. 126-137.
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menghindari lonjakan harga yang terjadi pada barang yang permintaannya
sangat tinggi waktu itu, selain itu intervensi pemerintah dalam penetapan
harga yang terjadi di Arab Saudi yaitu penetapan harga pada “Roti” dan
memastikan ketersediaannya karena roti merupakan kebutuhan primer
dan juga makanan pokok warga Arab Saudi.

e. Peretapan Harga di Negara Iran

Pada Tahun 1979 Iran memproklamirkan dirinya menjadi Negara
Republik Islam lewat gerakan revolusi yang dipimpin oleh Ayatullah
Agung Ruhollah Khomeini yang awalnya merupakan Negara Monarki
yang sebelumnya dipimpin oleh Raja Shah Mohammad Reza Pahlavi,
perubahan bentuk negara dari Monarki menjadi Republik Islam membuat
kebijakan perekonomian juga berubah. Di bawah kepemerintahan
Republik Islam Iran juga merubah kebijakan besar dalam hal moneter,
yaitu bank-bank semua yang ada di Negara Iran harus terbebas dari ribd
dan transaksi-transaksi lainnya harus sesuai dengan prinsip syariah serta
transaksi-transaksi yang dilarang dalam syariah harus dihapuskan.
Gebrakan baru yang terjadi di Iran yang mengubah bank-bank yang
semulanya berbasis bunga diganti dengan bagi hasil ini berbeda dengan
negara-negara Islam lainnya seperti Indonesia dan Malaysia yang
sebagian besar lembaga keuangan masih berbasis bunga.'*

Iran mempunyai organaisasi perlindungan produsen dan konsumen
yang disebut dengan CPPO (Consumer and Producer Protection
Organization) yang bertanggungjawab atas penatapan harga barang-
barang esensial, yaitu ketika harga-harga barang yang ditetapkan itu di
bawah harga pasar dan harga produsen maka selisih dari harga tersebut
akan ditanggung oleh anggaran pemerintah. Selain itu Iran juga
mempunyai Undang-Undang Reformsi Subsidi yang ditargetkan yang
disebut sebagai TSRL (Targeted Subsidy Reform Law) yang disahkan
pada tahun 2012. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengurangi
subsidi langsung pada energi dan makanan dan menggantinya dengan
bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. TSRL
menetapkan target harga setelah reformasi untuk produk-produk yang
disubsidi dan mengatur redistribusi pendapatan setelah terjadi kenaikan
harga. Negara Islam ini juga melibatkan pemerintah sebagai penggerak
perekonomian  yaitu  melibatkan =~ Kementerian  Perindustrian,
Pertambangan dan Perdagangan yang mengatur harga secara efektif dan
menetapkan harga barang-barang pokok melalui sistem kuota dan subsidi

116 Riva Abdillah Aziz and Iwan Setiawan, “Kebijakan Moneter di Negara Islam dan
Negara Muslim: Iran, Pakistan, Saudi Arabia, dan Indonesia,” dalam Jurnal Tawazun:
Journal of Sharia Economic Law, Vol. 6 No. 2 Tahun 2023, hal. 203-217.
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besar terdapat pada bahan bakar dan makanan dan mengawasi barang-
barang tersebut di pasar domestik.'*’

Implementasi penetapan harga di Negara Iran hanya terdapat pada
sektor-sektor tertentu yaitu sektor energi dan sektor pangan. Pemerintah
Iran mengontrol harga energi termasuk minyak dan bahan bakar melalui
subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, untuk
mengurangi konsumsi energi dan mengurangi anggaran beban negara
terjadi reformasi yang signifikan pada harga energi pada tahun 2010.*8
Dalam sektor pangan, Iran memberikan subsidi pada 20 bahan pokok
makanan termasuk minyak dan tepung dengan penetapan harga oleh
pemerintah. Satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam sektor
pangan pada tahun 2022 yaitu perubahan dalam sistem subsidi yaitu
menghapus subsidi impor gandum yang menyebabkan lonjakan harga
pangan yang memicu protes besar dari masyarakat. Melihat kebijakan
penetapan harga yang dilakukan pemerintah Iran tidak selamanya
mengandung mashlahah yang bisa mensejahterakan masyarakat,
terkadang juga menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dan
menimbulkan konflik besar bagi kesejahteraan warga negaranya

B. Intervensi Harga dalam Mekanisme Pasar
1. Intervensi Harga dalam Sistem Pasar Bebas

Sistem pasar bebas sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis,
yaitu sebuah sistem di mana alat-alat produksi dimiliki oleh sektor swasta atau
individu, yang didorong oleh motif laba (profit motive).*® Pasar sebagai
penentu harga bisa disebut dengan istilah sistem ekonomi kapitalis, sistem
ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang segala sesuatu termasuk harga,
supply dan demand, diserahkan pada keadaan pasar, dalam hal ini negara,
pemerintah tidak ikut campur tangan dalam sistem ekonomi ini. Sistem
ekonomi kapitalis bisa disebut dengan sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi
pasar, bisa juga disebut sebagai sistem ekonomi pasar bebas.'*

Salah satu negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis adalah
Negara Amerika, negara super power yang menjadi kiblat perekonomian

17 Asep Dadang Hidayat, Yadi Janwari, and Sofyan Al-Hakim, “Analisis Komparatif
Kebijakan Moneter Negara Islam Iran dan Pakistan,” dalam Jurnal AL-AFKAR: Journal for
Islamic Studies, Vol. 7 No. 2 Tahun 2024, hal. 543-555.

118 Islamic Republic of Iran, “International Monetary Fund,” dalam IMF Staff Report,
Tahun 2014, hal. 301-310

19 Syamsul Effendi, “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi
Kapitalis dan Sosialis,” dalam Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol. 6 No. 2
Tahun 2019, hal. 147-158.

120 Gusnardi Gusnardi, “Penetapan Harga Transfer dalam Kajian Perpajakan,” dalam
Pekbis Jurnal, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, hal. 36-43.
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dunia ini menyerahkan sepenuhnya perekonomian dalam pasar bebas, semua
orang bebas memiliki usaha, berkreasi, bekerja, sehingga tidak ada campur
tangan pemerintah dalam hal ini, pemerintah perperan sangat pasif dalam
menenetukan besaran pajak yang harus dikeluarkan oleh produsen maupun
konsumen. Salah satu contohnya adalah, di Amerika penjualan BBM (Bahan
Bakar Minyak) di setiap stasiun mempunyai perbedaan harga, hal ini
menunjukkan bahwa pemilik stasiun BBM tidak hanya satu orang, sehingga
mereka mempunyai kebebasan dalam menentukan harga yang mereka
kehendaki, walapun sebenarnya perbedaan harga tidak terlalu signifikan di
setiap stasiun.

Penetapan harga suatu barang di pasar tidak hanya semata-mata karena
banyaknya permintaan dan penawaran saja, melainkan harus
mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana harga
bisa terbentuk, di antaranya yaitu:**

a. Berorientasi pada Laba

Setiap penjual pasti memiliki asumsi dimana produk yang dijual
dapat menghasilkan laba yang maksimal, laba merupakan keuntungan
yang diperoleh oleh penjual dari hasil penjualannya, laba juga bisa
dikatakan sebagai selisih dari pendapatan yang diperoleh oleh penjual
dikurangi biaya-biaya yang digunakan dalam operasional. Laba
merupakan salah satu tujuan utama pedagang untuk memperoleh
keuntungan dan merupakan motivasi produsen atau pedagang dalam
proses penjualan. Namun laba bukan satu-satunya tujuan utama pedagang
Muslim, melainkan mashlahah, karena dalam mashlahah, selain
keuntungan terdapat indikator keberkahan yang terdapat dalam transaksi
perdagangan.'??

Tidak ada batasan dalam pengambilan keuntungan dalam Islam,
namun etika bisnis dalam Islam mengatur bahwa dalam berbisnis atau
berdagang seseorang tidak hanya memikirkan kebaikan bagi dirinya
sendiri, melainkan juga harus memikirkan orang lain, apakah tindakan
yang diambil dapat merugikan orang laian, apakah keuntungan yang
ditetapkan penjual dapat memberatkan pembeli, karena dengan
mengambil keutungan yang secara tidak wajar dapat menzhalimi dan
memberatkan pembeli, terlebih ketika barang yang dijual adalah
kebutuhan pokok. Dalam Q.S al-Nisa’ (4) Ayat 29 Allah SWT berfirman:

121 Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga
dalam Perspektif Islam,” dalam Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Vol. 2 No. 1 Tahun
2020, hal. 1-11.

122 Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan dalam Perspektif Ekonomi Islam,”
dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol. V No. 1 Tahun 2013, hal. 1-22.
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang bdthil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Ayat tersebut merupakan larangan untuk orang-orang yang beriman
mengambil atau memanfaatkan harta orang lain secara bathil (tidak sah),
yang termasuk bdthil dalam pengambilan harta adalah ribd, korupsi,
penipuan, suap, judi, pencurian/ perampokan, manipulasi kontrak atau
kecurangan transaksi. Penekanan pada kalimat “amwalakum baynakum ™
(harta kalian di antara kalian) menunjukkan pentingnya menjaga hak
milik bersama dalam bermasyarakat, tidak hanya mementingkan
kepentingan individu, namun juga sosial kemasyarakatan dalam
bertransaksi. Pengecualian apabila transaksi terjadi karena saling ridha
atau kerelaan antara dua belah pihak tanpa adanya paksaan, tanpa adanya
penipuan, dan tidak merugikan salahsatu pihak, sehingga harta diperoleh
dengan cara yang halal dan keberkahan akan didapatkan.'??

Berorientasi pada Volume

Selain berorientasi pada laba, beberapa perusahaan tertentu
berorientasi pada volume untuk melihat seberapa besar keuntungan yang
diperoleh oleh produsen, ini berlaku pada usaha di bidang penerbangan,
pendidikan, perusahaan tour, bioskop, travel, dan lain sebagainya.
Perusahaan-perusahaan tersebut keuntungannya tergantung dari volume
costumer yang menggunakan jasa usaha. Semakin banyak konsumen
yang menggunakan jasa-jasa dari perusahaan tersebut, maka semakin
besar pula keuntungan yang diperoleh oleh produsen, begitupula
sebaliknya, jika konsumen mengalami jumlah penurunan, maka risiko
kerugian akan dihadapi oleh produsen, karena sedikit atau banyaknya
konsumen, produsen tetap membayar biaya-biaya produksi dari usahanya.
Stabilisasi pada Harga

Konsumen sangat sensitif dengan harga pasar, apabila salah satu
produsen menurunkan harga suatu barang homogen (sejenis), maka
produsen lain dengan barang yang sama juga akan ikut menurunkan
harga. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya stabilisasi pada
harga, harga suatu barang homogen mempunyai standar tertinggi dan
terendah, seperti contoh perusahaan minyak goreng, walaupun tetap
terdapat perbedaan dalam harga namun tidak siginifikan. Stabilisasi harga

123 Munandar and Hasan Ridwan, “Tafsir Sirah Al-Nisd' Ayat 29 Sebagai Landasan

Hukum Akad Ba’i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online.” hal. 98-110.
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ini dapat terbentuk untuk menjaga standar harga dari beberapa perusahaan
dengan harga perusahaan pimpinan (leader industry).***

2. Intervensi Harga dalam Sistem Pasar Terkontrol
Harga barang di pasar secara normal terjadi akibat hukum supply dan
demand, namun terdapat beberapa kebijakan pasar di suatu negara atau
pemerintahan dimana pemerintah atau penguasa sebagai penentu harga pasar.
Harga pasar yang ditentukan oleh pemerintah disebut dengan sistem ekonomi
sosialisme, yaitu sistem perekonomian terpusat, dimana harga suatu barang
ditentukan oleh pemerintah, begitupun supply dan demand juga dibatasi dan
tidak terdapat kebebasan, sistem ekonomi sosialisme ini biasa disebut dengan
sistem ekonomi komando, sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi
terikat.’> Disini pemerintah berperan aktif sebagai pemeran ekonomi utama,
sedangkan individu atau swasta tidak diberi kebebasan dalam berkreasi,
berinovasi, menciptakan usaha, karena semua semua dibatasi, ditentukan dan
dikendalikan oleh pemerintah. Dibanding dengan negara-negara yang
menggunakan sistem ekonomi kapitalisme, negara yang menggunkan sistem
ekonomi sosialisme sangat sedikit, di antaranya yaitu Negara Korea Utara,
Kuba dan China. Berbeda dengan negara yang menggunakan sistem ekonomi
kapitalisme yang membebaskan warga negaranya untuk berkreasi, berinovasi
dan menciptakan usaha sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Negara yang
menggunakan sistem ekonomi sosilisme mempunyai kelebihan yaitu tidak
terdapat kesenjangan perekonomian yang jauh sesama penduduknya, karena
negara sangat bertanggungjawab atas pekerjaan dan penghasilan warganya.'?
Karl Mark merupakan salah satu tokoh yang disebut sebagai bapak
ekonomi sosialis yang beranggapan bahwa, dalam sistem ekonomi kapitalis
terdapat dua golongan, yaitu golongan si kaya (borjuis) dan golongan si
miskin (proletar), golongan borjuis yang meguasai suatu sistem
perekonomian karena mereka mempunyai modal dan kekuasaan, sehingga
kekuatan kapitalisasi ada di golongan borjuis. Berbeda dengan golongan
borjuis, golongan proletar merupakan golongan yang tidak mempunyai
modal, kekuasaan, maupun alat-alat produksi, mereka hanya mengandalkan
tenaga dan otot yang dimilikinya untuk bertahan hidup, pada masa sistem
perekonomian kapitalis klasik, tenaga mereka dieksploitasi oleh golongan
proletar, dimanfaatkan dan dipekerjakan selama 19 jam per harinya, tetapi

124 Muslimin, Zainab, and Jafar, “Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam.”
hal. 32-35.

125 Ahmad Jalili, “Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan
Sosialisme,” dalam Jurnal Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 Tahun
2022, hal. 1-10.

126 Rahma Dewi Anggraeni, Rizqa Rahmaddina, and Rohmadatul Aisyah, “Kegagalan
Sistem Ekonomi Sosialis,” dalam Jurnal EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan
Pembelajarannya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022, hal. 172—-178.
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tidak diberi upah sesuai dengan kontribusi tenaga yang diberikan oleh kaum
proletar. Oleh karena itu Karl Mark beranggapan bahwa, dalam sistem
ekonomi kapitalis dianggap tidak adanya keadilan bagi kaum proletar
sehingga mencetuskan sistem ekonomi sosialis yang dianggap memberikan
keadilan bagi semua penduduk, karena tidak adanya kesenjangan dalam
perekonomian. Walaupun begitu, Karl Mark sangat mengakui kehebatan
dalam sistem ekonomi kapitalis karena tidak adanya pembatasan dalam
kreatifitas, inovasi, karena kebebasan milik semua orang, kekayaan milik
orang yang kuat secara modal dan juga alat-alat produksi.*?’

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem ekonomi
campuran, yaitu campuran antara sistem ekonomi kapitalisme, sistem
ekonomi sosialisme dan juga sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi
kapitalisme, Negara Indonesia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada
warga negaranya untuk memciptakan usaha, berkreasi, berinovasi, sehingga
siapapun bisa kaya karena siapapun bisa menciptakan usaha, seperti contoh
salah satu BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) PT. Gudang Garam merupakan
milik individu atau swasta. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme di
Indonesia merupakan produksi-produksi vital yang dikuasai oleh pemerintah
dan dianggap produksi tersebut tidak akan mampu jika dikuasai oleh swasta,
produksi-produksi yang dikuasai oleh pemerintah ini merupakan perusahaan
dalam skala besar, keuntungan dan risikonya juga besar, harga ditentukan oleh
negara/ pemerintah, sehingga pembeli atau konsumen tidak bisa bernegosiasi
atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti contoh BUMN (Badan
Usaha Milik Negara) adalah PT. PLN, PT. KAI PT. Pertamina, dan lain-lain.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam, masih
sangat minim sekali sistem perekonomian Islam yang digunakan, dan masih
terus berkembang seiring berkembangnya inovasi-inovasi yang ditawarkan
dalam lembaga keuangan Islam, dan juga kewajiban sertifikasi halal bagi
produk usaha UMKM, industri makanan minuman, kosmetik dan juga obat-
obatan yang harus terdapat kejelasan kehalalannya yang terakhir pengurusan
pada Bulan Oktober 2024, jika pemilik usaha tidak segera memproses
sertifikasi halal pada produk usahanya, maka akan dikenakan sangsi.

3. Intervensi Harga dalam Sistem Pasar Islam

Mekanisme pasar dalam Islam adalah proses interaksi antara kekuatan
permintaan dan penawaran yang terjadi secara adil, bebas dari unsur
manipulasi, penipuan, dan eksploitasi, dengan tetap berpegang pada prinsip-
prinsip syari‘ah. Islam mengakui pasar sebagai institusi penting dalam
distribusi barang dan jasa, namun dengan batasan moral dan etika. Islam

127 Ttang & Adib Daenuri, “Sistem Kapitalis, Sosialis dan Islam,” dalam Jurnal
TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 1 Tahun 2017,
hal. 67-91.
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membolehkan mekanisme pasar tetapi dengan prinsip-prinsip sebagai
berikut:*#®

a.

Kebebasan Berusaha (Freedom to Trade), kebebasan berusaha adalah
prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang memberikan hak kepada setiap
individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti berdagang, bertani,
atau berproduksi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syari‘ah. Islam memberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi,
termasuk jual beli, namun harus dijalankan secara halal dan thayyib, tidak
boleh ada paksaan atau monopoli yang merugikan. Islam memandang
perdagangan sebagai aktivitas yang mulia dan dianjurkan, sebagaimana
Nabi Muhammad Saw sendiri adalah seorang pedagang sebelum masa
kenabian. Dalam Hadis dari Rifa‘ah bin Rafi‘ r.a, ia bertanya kepada
Rasulullah Saw:
JRA g adl) Ge cua @‘wmfusﬂjuhawu\dewuuh
a_a...uﬁ\ \%@J\Jﬁ»a&\d HL s d\jg_a‘)stgduu;e\ds.d\uc
(M\ja\j‘))lw‘)‘}ﬂtﬂds‘}am.\d;)j\d:&b JGQM\
Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Sebaik-baik
pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan
jual beli yang mabrur. (HR. Ahmad)
Kebebasan dalam Islam senantiasa diiringi oleh tanggung jawab sosial
(al-mas uliyyah al-ijtima ‘iyyah). Seorang pedagang bebas, tapi harus
menjaga: amdnah, keadilan, transparansi dan kepatuhan terhadap syariah.
Larangan ribd, gharar, dan maysir, transaksi dalam pasar harus bebas dari
ribd (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/untung-
untungan).
Keadilan dan kejujuran, pasar dalam Islam menuntut kejujuran, tidak
boleh ada penipuan dalam takaran, timbangan, atau kualitas barang.
Larangan monopoli dan ihtikdar, Islam melarang ihtikdr (penimbunan)
untuk menaikkan harga secara tidak adil.
Peran negara (Hisbah), negara (dalam hal ini melalui lembaga Hisbah)
berperan mengawasi pasar, memastikan transaksi berjalan sesuai syariah,
dan mencegah praktik zhalim.'*°
Dalam Hadis riwayat Abti Dawid, Rasulullah Saw menolak melakukan

\ \\

*®

tas ‘ir saat tidak ada kecurangan, namun mengizinkan bila terjadi ketidakadilan
dalam pasar. Namun, para Ulama menafsirkan bahwa penolakan Nabi saat itu

128 Nurhayati and Sri Yuliani, “Mechanism of Islamic Market: The Role of Hisbah

Institution in Controlling Market Price,” dalam Infternational Journal of Islamic Business
FEthics, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017, hal. 18-30.

129 Musnad Ahmad 111/439, No. 16628.
130 Faizal Amir, “Market Mechanism in Islamic Perspective,” dalam International

Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 5 No. 1 Tahun 2019, hal. 90-104.
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kontekstual, karena pasar belum menunjukkan ketimpangan struktural. Dalam
kondisi kerusakan pasar (fasad al-siiq), intervensi dibolehkan, bahkan wajib.
Karena dalam etika pedagang Muslim harus menjaga amdnah, tidak
bersumpah palsu, tidak menyembunyikan cacat barang, dan tidak menipu atau
memanipulasi pasar. 13!
4. Realisasi Kemaslahatan dalam Sistem Pasar

Pasar yang bebas belum tentu terjadinya transaksi yang adil dan juga
efisien, karena di dalam pasar bebas terkadang menimbulkan monopoli,
oligopoly, eksternalisasi negatif, dan juga kegagalan pasar, dalam hal ini
intervensi pemerintah hadir dan bertindak atas nama kepentingan umum untuk
memperbaiki distribusi atau lokasi sumber daya. Selain itu barang-barang
seperti pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, dan infrastuktur disediakan
oleh negara, karena pasar tidak akan bisa menyediakan barang-barang tersebut
secara adil dan efisien. Prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari public
interest yaitu: Pareto Optimality, Equity, Utilitarianism, dan Social Contract.

Pertama, Pareto Optimality (efisiensi pareto) merupakan situasi dalam
alokasi sumber daya di mana tidak mungkin membuat seseorang lebih baik
keadaannya tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk “An allocation is
pareto efficient if no further pareto improvements can be made”. Pareto
optimality mempunyai karakteristik efisien tapi tidak berarti adil dalam
distribusi, banyak alokasi yang pareto optimalkan karena ketimpangan sangat
tinggi, dan digunakan untuk standar efisiensi ekonomi mikro dan kebijakan
publik. Seperti dalam contoh: Masyarakat A mempunyai 10 SDA yang sangat
produktif, dan Masyarakat B mempunyai 2 SDA, jika terjadi redistribusi
kekayaan berupa 1 SDA dari Masyarakat A yang diberikan kepada Masyarakat
B dan tidak mengurangi kualitas hidup Masyarakat A, maka redistibusi
tersebut disebut sebagai “pareto improvement” maka jika Masyarakat A
merasa dirugikan maka bukan disebut sebagai pareto improvement.*>

Kedua, Equity (keadilan distribusi), mengacu pada keadilan distribusi
sumberdaya, pendapatan, dan kesejahteraan. Berbeda dengan efisiensi, equity
memperhatikan siapa mendapatkan apa, bukan hanya apakah sumberdaya
dapat digunakan secara optimal. Ada da jenis equity, yaitu vertical equity dan
horizontal equity. Vertikal equity adalah bentuk perlakuan yang berbeda
terhadap individu, misalnya pemungutan pajak progresif yang dikhususkan
untuk individu yang kaya, sedangkan horizontal equity adalah bentuk
perlakuan yang sama kepada setiap individu terlepas apapun kondisi dari
masing-masing individu. Fokus dari keadilian distribusi ini adalah

3 Cahya Wulandari and Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam Terhadap

Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya,” dalam Journal of Islamic Economics and
Finance Studies, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 82.

132 Joseph E. Stiglitz and Jay K. Rosengard, dalam Jurnal Economics of the Public
Sector, W.W. Norton, Tahun 2015, hal. 542.
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menciptakan peluang yang setara, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan, serta memperhatikan kelompok yang rentan dan marjinal. Suatu
kebijakan yang berbentuk pareto optimality (efisiensi) tidak akan bisa menjadi
equity (adil), begitu pula sebaliknya equity bisa terjadi jika mengorbankan
efisiensi. Seperti contoh jika redistribusi kekayaan dari orang kaya akan
mengganggu jumlah insentif kerja maupun investasi, namun meningkatkan
keadilan sosial.’*

Ketiga, Utilitarianism adalah kebijakan paling baik yang bisa
menghasilkan kesejahteraan terbesar bagi sebagian besar masyarakat, dalam
teori yang dikemukaan oleh Jeremi Bentham dan John Stuart Mill (1863)
dalam bukunya “Utilitarianism” disebut sebagai “the greatest happiness for
the greatest number”, teori ini menjadi landasan moral dalam penilaian
kebijakan publik terutama dalam kesejahteraan ekonomi. Utilitas dalam
ekonomi dianggap baik apabila kebahagiaan, kepuasan dan kesejahteraan
individu meningkat, begitupula sebaliknya jika kebahagiaan, kepuasan dan
kesejahteraan masyarakat menurun, maka utilitas ekonomi masyarakat
dianggap buruk. Dalam konsep utilitarianism juga mengenal redistribusi
pedapatan, misalkan 1 dolar untuk orang miskin lebih berniai daripada 1 dolar
untuk orang kaya, karena marginal utility of income menurun, maka
redistribusi pajak dari orang kaya kepada orang miskin bisa meningkatkan
utilitas total masyarakat.’* Kritik pada teori utilitarianism adalah terfokus
pada mayoritas dan bisa mengorbankan minoritas, selain itu wutilitarianism
juga bersifat subjektif dan tidak dapat diukur secara objektif dan komparatif,
serta total utilitas bisa sangat tinggi meskipun distribusinya sangat timpang.
Contoh dari utilitarianism adalah subsidi pendidikan bagi masyarakat miskin
sehingga dapat meningkat kesejahteraan, contoh lain yaitu asuransi kesehatan
yang mempunyai manfaat secara kolektif. Contoh lain dari utilitarianism yang
bersifat negatif yaitu pemaksaan relokasi masyarakat miskin demi proyek
infrastuktur yang menguntungkan mayoritas, dianggap sah secara utilitarian
dan dianggap tidak etis secara moral.

Keempat, Social Contract adalah masyarakat secara implisit
menyepakati untuk menyerahkan sebagian hak individu kepada negara demi
memperoleh ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bersama. Tokoh yang
pelopori teori social contract adalah Thomas Hobbes, John Locke, Jean-
Jacques Rousseau dan yang lebih kontemporer John Rawls®*>. Social contract

133 Domas M. Hantke, “The Public Interest Theory of Regulation: Non-existence or
Misinterpretation?,” dalam European Journal of Law and Economics, Vol. 15 No. 2 Tahun
2003, hal. 165-194.

134 Bentham Jeremi, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,
Oxford University Press, 1789, hal. 278-290.

135 Dalam teorinya “A Theory of Justice” (1971) yang mengembangkan teori social
contract dalam konteks keadilan ekonomi yang mempunyai dua prinsip utama, yaitu: 1) Equal
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berfungsi sebagai landasan moral dan filosofis bagi peran negara yang
mengatur perekonomian demi kepentingan bersama. Social contract
mempunyai dasar legitimasi intervensi negara yaitu: negara atau pemerintah
dibolehkan mengatur pasar dan menetapkan regulasi yang dijadikan pijakan
dalam transaksi jual beli, selain itu pemerintah juga menetapkan pajak dan
redistribusi kekayaan, serta menyediakan layanan publik. Social contract juga
dikatakan sebagai hubungan antara negara dengan individu, di mana individu
mengorbankan sebagian kesenangannya untuk diberikan kepada negara yaitu
pajak. Sebagai imbal balik yang diperoleh individu adalah negara
menyediakan jaminan sosial dan perlindungan hak ekonomi. Social contract
dalam ekonomi menjadi dasar filosofis dan moral bagi intervensi pemerintah
dalam mengatur pasar dan mendistribusikan sumber daya. Meskipun bersifat
teoritis, konsep ini menguatkan legitimasi negara dalam menjamin keadilan
sosial dan kesejahteraan kolektif melalui kebijakan ekonomi.**

Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan
materinya di dunia sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawanya
kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah). Tujuan dari prinsip-prinsip
ekonomi adalah pemerintah mampu membawa kesejahteraan bagi
masyarakatnya, yaitu kesejahteraan holistic dan seimbang, mencakup materi
yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu
dan sosial. Kesejahteraan holistic yang dimaksud adalah kesejahteraan dunia
dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja melainkan
juga hidup di alam setelah kematian/ kemusnahan dunia, yaitu akhirat.
Kecukupan materi di dunia ditujukan untuk memperoleh kecukupan di akhirat
yang sesuai dengan magqdshid al-syari ‘ah, jika kondisi yang ideal ini tidak bisa
dicapai, maka kesejahteraan akhirat lebih diutamakan sebab merupakan suatu
kehidupan yang abadi dan bernilai (valuable) dibandingkan kehidupan
dunia.*®’

Untuk menuju pada faldh (kesejahteraan dunia dan akhirat) yaitu
tercukupinya kebutuhan seseorang yang akan memberikan dampak yang
disebut sebagai mashlahah. Mashlahah adalah segala sesuatu bentuk keadaan,
baik material, maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan
manusia sebagai makhluk yang paling mulia. 5 mashlahah dasar kebutuhan

Liberty, yaitu semua orang memiliki hak yang sama atas dasar kebebasan dasar. 2) Difference
Principle, yaitu ketimpangan ekonomi dianggap sah jika menguntungkan pihak yang lemah.
Social contract merupakan kebijakan ekonomi yang harus dibenarkan seolah-olah dipilih dari
“veil of ignorance”, yaitu kondisi di mana individu tidak tahu posisi sosialnya. Rawls John,
A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971, hal. 459-461.

136 Stiglitz Joseph E. and Rosengard Jay K., Economics of the Public Sector, W.W.
Norton, 2015, hal. 201.

137 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia,
Ekonomi Islam, hal. 4-5.
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manusia menurut Asy-Syathibi yaitu:**® agama (din), jiwa (nafs), intelektual

(‘aql), keluarga (nasl), dan material (mal). Dalam mewujudkan faldh
seringkali seseorang dihadapkan dalam permasalahan yang kompleks, salah
satunya adalah kelangkaan sumberdaya (resources), kelangkaan yang
sesungguhnya hanyalah “kelangkaan relative” yaitu kelangkaan yang hanya
terjadi pada waktu dan tempat tertentu, dan kelangkaan relatif ini disebabkan
oleh 3 faktor yaitu: ketidakmerataan distribusi sumberdaya, keterbatasan
manusia dan konflik antartujuan hidup.

Konflik antartujuan hidup jangka pendek (kebahagiaan dunia) dengan
tujuan hidup jangka panjang (dunia akhirat) atau berbenturan dengan
kepantingan antar individu. Adakalanya kebahagiaan dunia hanya bisa diraih
dengan mengorbankan kebahagiaan akhirat, begitupula sebaliknya, misalnya
mengambil harta orang lain secara tidak sah dapat meningkatkan kesenangan
dan kesejahteraan dunia namun mengorbankan kesejahteraan akhirat, jika hal
ini terus dilakukan maka akan menimbulkan kelangkaan sumber daya bagi
golongan atau kelompok tertentu.’** Peran ilmu disini untuk mengatasi
kelangkaan relatif sehingga faldh dapat tercapai yang dikur dari mashlahah,
karena kelangkaan tidak mesti terjadi dengan sendirinya melaikan karena
perilaku dan campur tangan manusia. Untuk mewujudkan mashlahah dilihat
dari seseorang atau beberapa orang dalam menentukan perilakunya, yaitu
konsumsi, produksi dan distribusi.

Masyarakat harus bisa memutuskan komoditas apa yang diperlukan
dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga mashlahah dapat
terwujud. Pada dasarnya sumber daya dapat digunakan untuk memenuhi
keinginan dan kebutuhan manusia, jadi terdapat pilihan-pilihan alternatif
dalam memanfaatkan sumber daya. I[lmu ekonomi mempunyai keajaiban
untuk memilih pemanfaatan sumber daya untuk berbagai komoditas yang
benar-benar dibutuhkan sehingga mencapai falah. Sedangkan produksi
menciptakan komoditas yang dibutuhkan sehingga menghasilkan mashlahah.
Masyarakat harus memutuskan siapa yang harus memproduksi komoditas,
bagaimana teknologi yang digunakan dalam produksi, dan bagaimana
memproduksi sumber daya sehingga mashlahah yang menjadi tujuan dapat
terwujud dengan baik.

Untuk distribusi komoditas yang sudah diproduksi harus dipastikan
komoditas dapat terdistribusi dengan baik sehingga menghasilkan mashlahah.
Masyarakat harus memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang dan
jasa dan dengan cara bagaimana mereka memperolehnya, karena setiap

138 Mohammad Habibi, “Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Perspektif
Ekonomi Syari‘ah,” dalam Jurnal. JPSDa: Jurnal Perbankan Syari‘ah Darussalam, Vol. 2
No. 1 Tahun 2022, hal. 88—104.

139 Ayi Nurbaeti, “Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam,” dalam Jurnal Azmina:
Jurnal Perbankan Syari‘ah, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hal. 15-27.
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masyarakat memiliki kesempatan untuk medapatkan mashlahah. Distribusi
sumber daya dan pemanfaatannya harus dilakukan dengan adil dan baik
sehingga setiap individu berhak mendapatkan kesejahteraan yang hakiki. Jika
manusia menyadari pentingnya falah, maka merea akan selalu berusaha
mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai falah tersebut.**

Konsep mashlahah dalam transaksi mu ‘amalah adalah ketika suatu
kegiatan yang mengandung manfaat dan juga berkah (M = F + B), M adalah
Mashlahah, F adalah manfaat, dan B adalah berkah. Mashlahah ‘dmmah yang
disebutkan di atas merupakan kemaslahatan (sesuatu yang mengandung
manfaat dan berkah) yang terjadi bagi masyarakat yang mengkonsumsi barang
dan jasa (konsumen), masyarakat yang menjual atau memproduksi barang dan
jasa (produsen), dan masyarakat yang mendistribusikan barang dan jasa
sampai ke tangan konsumen dengan baik (distributor). Sedangkan dalam
penelitian ini mashlahah ‘Gmmah yang dimaksud adalah kemaslahatan yang
terjadi pada konsumen, produsen dan pemerintah, karena tas ‘ir (penetapan
harga) tidak bisa terjadi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

C. Realisasi Mashlahah bagi Pelaku Ekonomi

Untuk menciptakan mashlahah ‘Gmmah dalam transaksi jual beli yang
melibatkan pemerintah ikut intervensi harga adalah terciptanya mashlahah
khashshah terhadap tiga pelaku ekonomi, yaitu penjual, pembeli, dan
pemerintah. Jadi realisasi mashlahah khdashshah bagi pelaku ekonomi akan
dijelaskan sebagai berikut:
1.  Mashlahah Khdshshah Bagi Konsumen

Konsumen atau pembeli berhak mendapatkan perlindungan dari
transaksi yang dilakukan secara sah dan adil. Keadilan dalam transaksi berhak
diperoleh konsumen atau pembeli ketika bertransaksi dalam bentuk nilai yang
dibayar atas barang tanpa adanya penipuan (gharar), spekulasi (maysir),
bunga (riba), dan eksploitasi (ihtikdr). Selain keadilan, konsumen juga berhak
memperoleh keamanan dari barang dan jasa yang dibelinya dalam bentuk
kehalalan barang, sehingga ketika dikonsumsi tidak akan mengganggu jiwa
(nafs) dan juga akal (‘ag/). Transparansi informasi mengenai barang,
komposisinya, nilai gizinya, produksinya, dan informasi lainnya juga salah
satu bentuk dari perlindungan konsumen secara finansial maupun moral.**

140 Munawwarah Sahib, Muh. Fitrah Anugrah, and Nurfaidah Syam, “Implementasi
Etika Ekonomi Islam dalam Kegiatan Produksi, Distribusi dan Konsumsi,” dalam Jurnal El-
Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 16—
27.

141 J. L. Short, “In Search of the Public Interest,” dalam Yale Journal on Regulation,
Vol. 40 No. 5 Tahun 2023, hal. 759-800.
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Dalam perekonomian Islam mendorong produsen atau pemerintah untuk
menyediakan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dasar
(kebutuhan primer) masyarakat dan tidak berorientasi pada keuntungan.
Perlindungan dalam bertransaksi melalui regulasi halal, standarisasi produk,
dan pengawasan harga adalah hak yang wajib diperoleh oleh konsumen,
sedangkan tujuan dari mengkonsumsi suatu barang/ jasa adalah konsumen
Muslim mendapatkan manfaat dan juga keberkahan.*? Setiap transaksi
termasuk aktifitas jual beli harus mengarah pada pemenuhan dan perlindungan
5 aspek (din, nafs, ‘aql, nasl, dan mal). Mashlahah khdashshah bagi konsumen
merupakan mashlahah yang dikhususkan untuk konsumen atau bisa dikatakan
sebagai kebaikan untuk konsumen. Dalam dunia bisnis Islam, mashlahah
diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat dan juga
keberkahan.

Mashlahah dalam konteks transaksi ini bukan hanya sekedar normatif,
tetapi merupakan prinsip operasional yang menjamin bahwa kegiatan
ekonomi, termasuk jual beli memberikan perlindungan dan manfaat bagi
pembeli. ini menempatkan kepentingan dan kesejahteraan konsumen sebagai
bagian integral dari keadilan dan etika dalam ber-mu ‘dmalah.**® Mashlahah
khashshah bagi pembeli atau konsumen dalam ekonomi modern merupakan
suatu penggunaan barang dan jasa yang mengandung manfaat juga
keberkahan, dua indikator manfaat dan berkah yang diperoleh oleh konsumen
yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Konsumen
Manfaat dapat dartikan sebagai utility*** (kepuasan), adalah tingkat
kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh seseorang setelah
mengkonsumsi barang/ jasa, karena tujuan utama dari konsumen dalam
mengkonsumsi  barang adalah memaksimalkan kepuasan dari

142 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari‘ah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani,
2001, hal. 67-69.

143 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 99-
102.

144 Terdapat dua jenis utility, yaitu utility total dan utility marginal. Utility total
merupakan jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi
barang atau jasa tertentu. Utility marginal merupakan tambahan kepuasan yang diperoleh
konsumen dari mengkonsumsi satu unit tambahan dari suatu barang dan jasa tertentu. Dalam
hal ini ada hukum manfaat marginal yang menurun (Law of Deminishing Marginal Utility),
yaitu semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan dari setiap unit
berikutnya akan semakin menurun, dengan asumsi faktor lainnya tetap. Sebagai contoh jika
seseorang makan nasi satu porsi maka orang tersebut akan memperoleh utilizy yang maksimal,
tapi saat makan porsi kedua dan ketiga, kepuasan yang diperoleh akan semakin menurun. Paul
A. Samuelson and William D. Nordhaus, Economics, McGraw: Hill Education, 2010, hal.
507.
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pengeluaran yang mereka keluarkan terhadap barang dan jasa tersebut.
Menurut Alfred Marshall, manfaat yang dapat mendatangkan kepuasan
dapat dikuantitatifkan dengan angka, misalkan ketika makan di Cafe
Robusta seorang konsumen mendapatkan tingkat kepuasan 8,5/10.
Terdapat pendekatan ordinal yang dikemukakan oleh J.R. Hicks dan
R.G.D. Allen yang mengasumsikan bahwa kepuasan tidak bisa diukur
dengan angka tetapi dapat dibandingkan, misalnya seseorang lebih suka
barang A daripada barang B.**

Untuk mendapatkan manfaat yang menghasilkan utility seseorang
dapat mengalokasikan pendapatannya, dan berhenti mengkonsumsi
barang tersebut ketika harga barang naik dan wtility tidak sebanding
dengan biaya yang dikeluarkan. Utility dalam penggunaan barang dan jasa
lebih tertuju pada kepuasan secara individu dan tidak telalu menghiraukan
halal haram, karena yang menjadi tujuan utama adalah preferensi (selera)
dan efisiensi. Dalam Islam konsumsi memiliki tujuan yang berbeda,
karena selain tentang manfaat duniawi, konsumsi harus menyangkut nilai-
nilai spiritual dan moral. Konsumsi dianggap bermanfaat jika sesuai
dengan prinsip syariah yaitu memilih yang halal, thayyib, tidak israf/
berlebihan, selain itu konsumsi diarahkan untuk menjaga keseimbangan
hidup, bukan hanya pemenuhan nafsu.®

Dalam skala makro, mashlahah menjadi dasar dalam penyusunan
kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,
termasuk perlindungan konsumen melalui regulasi halal certificate,
standarisasi produk, larangan monopoli dan pengawasan harga.
Mashlahah dalam ekonomi Islam kontemporer yaitu segala sesuatu yang
mengandung manfaat dan berkah. Manfaat merupakan hal konkret yang
bisa dirasakan oleh seseorang yang mendapatkan manfaat. Manfaat bagi
konsumen yang mengkonsumsi barang adalah merasakan kepuasan
setelah menggunakan barang atau jasa, misalnya orang yang lapar lalu
makan nasi bungkus, orang tersebut akan memperoleh manfaat berupa
kenyang. Contoh lain yaitu seseorang yang sakit dan minum obat, orang
tersebut akan memperoleh manfaat sembuh dari penyakitnya. Konsumsi
tidak hanya diartikan sebagai makanan, tetapi konsumsi merupakan
penggunaan barang dan jasa untuk diambil manfaatnya, sebagai imbalan
atas hal itu kita sebagai konsumen membayar atas barang atau jasa yang
kita gunakan. Seperti menggunakan jasa asisten rumah tangga untuk
membersihkan rumah, menggunakan jasa tukang bangunan untuk

145 Sukirno Sadono, Pengantar Teori Mikroekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2010, hal. 186-188.

146 M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester: The
Islamic Foundation, 2010, hal. 563-566.
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memperbaiki rumah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan
barang dan jasa.*¥’

Manfaat terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi seseorang
bersifat subjektif, karena setiap orang mempunyai kebutuhan, keadaan
dan kondisi yang berbeda. Misalnya seseorang terindikasi mempunyai
penyakit anemia (kurang darah), mengkonsumsi sate mempunyai manfaat
yang besar bagi kondisi tubuhnya, sedangkan bagi orang yang
mempunyai penyakit hipertensi (darah tinggi), mengkonsumsi sate akan
menyebabkan penyakitnya kambuh dan kesehatannya terancam yang
menyebabkan hifzh al-nafs dipertaruhkan. Sesuatu yang bermanfaat bagi
seseorang, bisa jadi mengandung mafshadah bagi orang lain, karena
sesungguhnya manfaat itu adalah sesuatu yang bersifat konkret, bisa
dirasakan, dan mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan
seseorang terutama dalam menjaga kesehatan akal ( ‘ag/) dan jiwa (nafs)
dalam memenuhi magashid al-syari‘ah.

b. Berkah bagi Konsumen

Secara Bahasa barakah (berkah) berasal dari Bahasa Arab 483L
yang mempunyai arti kebaikan yang tetap dan bertambah. Dalam konteks
Islam, barakah adalah kebaikan I1ahi yang bertahan lama dan mempunyai
manfaat yang luas, meskipun tidak terlihat secara bentuk fisik secara
materi. Imam Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa berkah adalah
“Tetapnya kebaikan dari Allah Swt. dalam sesuatu”.**® Dalam ilmu
konvensional kebaikan suatu hal dapat dibuktikan dari jumlah atau nilai
yang didapat (output) yang diperoleh, sedangkan dalam Islam sesuatu
dikatakan mendapat keberkahan jika memberikan dampak manfaat yang
luas, tahan lama, mendatangkan ketenangan batin walaupun nilai secara
materi terlihat sedikit. Keberkahan dalam hidup dapat diperoleh ketika
seseorang patuh terhadap syariat Allah, mencari natkah dengan cara yang

147 Asyraf Wajdi Dasuki, “The Application of Mashlahah and Maqashid Al-Syari‘ah
in Islamic Banking Practices: An Analysis,” dalam Jurnal Malaysian Accounting Review, Vol.
6 No. 1 Tahun 2007, hal. 1-18.

148 Dalam menjelaskan konsep “barakah”, Imam Al-Raghib Al-Ashfahani terdapat 4
poin: 1) Kebaikan Ilahi yang tetap, yang diberikan oleh Allah Swt dan melekat secara terus
menerus pada sesuatu, kebaikan ini bentuknya tidak hanya sementara melainkan tetap ada dan
memberikan pengaruh yang positif. 2) Dampak positif, barakah memberikan dampak positif
terhadap sesuatu yang diberkahi baik dalam bentuk material maupun spiritual, yang dapat
dilihat dari bertambahnya kebaikan, bertambahnya rizeki atau meningkatnya nilai terhadap
sesuatu yang diberkahi. 3) Penegasan kebaikan, berkah merupakan penegasan kebaikan I1ahi
terhadap sesuatu yang tetap melekat pada hal yang diberkahi. 4) Pengertian yang lebih luas,
Al-Réghib juga menjelaskan bahwa berkah dalam konteks al-Qur’an dan Hadith memiliki
makna yang lebih luas, yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu kesehatan,
pengetahuan, rizki, keluarga, dan keberkahan hidup secara umum. Al-Raghib Al-Ashfahani,
Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’dn, Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d., hal. 398-399.
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halal, menjauhi ribd, penipuan dan ketiadakadilan, menggunakan harta
untuk tujuan yang baik (nafkah, zakat, sedekah), serta selalu bersyukur
dan tawakal dalam mencari rizeki.’*® Keberkahan terdapat dalam al-
Qur’an Stirah al-A'raf (7) Ayat 96 Allah Swt berﬁrman 150
ﬂ}&)&\j;w\wd”é@l&m\ﬁd\j\ \LE‘)AMJ;\U\JJJ

O3 1 318 Ly 2333806 ) 5
Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami
akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan
bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para Rasul dan ayat-ayat Kami).
Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka
kerjakan.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dari “berkah dari langit
dan bumi” adalah segala jenis rezeki kebaikan, dari langit berupa hujan
yang membawa manfaat dan dari bumi berupa hasil tanaman, buah-
buahan dengan kehidupan yang baik, tapi mereka mendustakan
Rasulullah sehingga Allah membalas perbuatan mereka. Ibnu Katsir juga
menyebutkan bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada manusia
terkait dengan iman dan takwa bukan hanya membawa pahala ukhrawi,
namun juga keberkahan duniawi.’® M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya
juga menekankan terhadap ayat ini yang mengandung pelajaran sosial
yang penting, bahwa iman dan takwa membawa implikasi sosial dan
ekonomi yang positif, karena menjadi dasar pembangunan masyarakat
yang harmonis dan sejahtera yang akan menumbuhkan kejujuran,
keadilan dan tanggung jawab sosial.'*?

Indikator keberkahan dari kegiatan ekonomi dan konsumsi yaitu:
ketika harta yang dimiliki itu sedikit namun cukup untuk memenuhi
segala kebutuhannya, usaha yang dijalankan membawa manfaat bagi
orang lain, melakukan transaksi yang jujur dan adil, rizqi yang diperoleh
selalu membawa ketenangan dan rasa syukur bukan keresahan dengan

1499 Yisuf al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 1995,
hal. 338.

130 pesan moral yang terkandung dalam ayat ini adalah: 1) Iman dan takwa adalah
pundi dari keberkahan hidup secara material maupun spiritual. 2) Mendustakan kebenaran
dapat menyebabkan kehancuran sosial dan mendatangkan adzab. 3) Ayat ini juga menegaskan
tentang keterkaitan antara spiritualitas dengan kesejahteraan sosial. 4) Allah memberikan
keadilan, Dia memberikan karunia bagi yang taat dan menghukum bagi yang zhalim. Al-
Muyassar, Tafsir Al-Muyassar, Riyadh: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba‘at al-Mushhaf asy-
Syarif, n.d., hal. 640.

! Tbnu Katsir, Tafsir Al-Qur’dn Al-'Azhim (Tafsir Ibnu Katsir), Beirut: Dar al-Fikr,
2000, hal. 675.

152 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbéh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’dn
Volume 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 432-437.
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tetap mengeluh, dan terdindar dari efek negative harta yaitu sifat
sombong, tamak, sehingga tejerumus dalam kemaksiatan. Selain memilih
barang yang halal dan juga thayyib, konsumen dalam mengkonsumsi
barang dan jasa harus menghindari kemubadziran, yang terdapat dalam
QS. al-Isra’ (17) Ayat 27 Allah Swt Berfirman:**3 o

1958 4350 il A& 5 i) 5540 158 5 kel &)
Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan
setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya..

Penghambur yang dimaksud dalam Tafsir al-Muyassar adalah
orang-orang yang memboroskan harta di jalan yang dilarang oleh syariat,
seperti digunakan untuk maksiat atau suatu hal yang sia-sia. Dalam Tafsir
Ibnu Katsir yang dimaksud pemborosan adalah bentuk ketidaksyukuran
terhadap nikmat Allah karena menggunakan harta untuk mengkonsumsi
suatu barang dan jasa secara berlebihan, baik untuk perkara yang halal
maupun yang haram.™ M. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini
meberikan pesan moralitas ekonomi yang sangat penting dalam Islam,
tidak hanya pemborosan, Islam juga menolak kebakhilan, pemboros
disebut  berperilaku  seperti setan karena mempunyai sikap
ketidaktanggungjawaban secara sosial, kemubadziran terhadap sumber
daya dan ketidakpedulian terhadap kebutuhan orang lain. Beliau juga
menekankan bahwa pemborosan itu tidak hanya sekedar tentang soal
jumlah, melainkan konteks dan penggunaannya. Pembelanjaan dalam
jumlah banyak namun bermanfaat tidak disebut sebagai mubddhir,
sedangkan belanja sedikit namun sia-sia dan tidak mempunyai manfaat
itu yang dikatan mubddhir yang sesungguhnya. Selain mubddhir (boros),
dalam etika konsumsi seseorang dilarang isrdf (berlebihan) dalam
mengkonsumsi barang dan jasa. Larangan tersebut terdapat dalam al-
Qur’an Strah al-A’raf (7) Ayat 31 Allah Swt Berﬁrman

5 M\«_\MYM\ \ﬁ)wY)\}y\}\)EJ
Tetapi janganlah berlebzhan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-
orang yang berlebihan.

153 Pesan moral yang terkadung dari Strah al-Isrd> Ayat 27 adalah: 1) Pemborosan

dilarang dalam Islam, meskipun itu berasal dari hartanya sendiri. 2) Pemborosan dapat
menghantarkan seseorang tersesat pada jalan setan, baik dalam pola hidup maupun nilai. 3)
Prinsip keseimbangan dan tanggungjawab dalam menggunakah harta untuk konsumsi. 4)
Pengelolaan harta yang benar adalah bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah, dan
pengelolaan harta yang salah (mubddhir) merupakan bentuk kufur nikmat Allah Swt. 5) Ayat
ini merupakan penekanan terhadap etika konsumsi dan pengelolaan keuangan dengan baik
dan benar. M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbdh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
Volume 6, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 341-342.

154 Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’dn Al-'"Azhim, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, hal. 302.
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Larangan makan dan minum secara berlebihan dalam ayat tersebut
terdapat pada kalimat “wald tusrifii” untuk makan dan minum
secukupnya dan melarang berlebihan, larangan berlebihan yang dimkasud
mencakup: kuantitas/ jumlah makanan atau minuman yang terlalu banyak
sehingga menimbulkan penyakit, jenis makanan yang mewah dan sangat
mahal atau makanan yang haram dikonsumsi, serta gaya hidup yang
konsumtif yang tidak memperdulikan manfaat dan kebutuhannya.*
Dalam Tafsir al-Mishbah menekankan bahwa Islam tidak melarang
kenikmatan duniawi, seperti makan enak, pakaian yang bagus namun
harus disesuaikan dengan etika dan keseimbangan, keseimbangan antara
pendapatan dan pengeluaran, keseimbangan antara manfaat dan
madharrahnya, material dan spiritualnya. Kecukupan makanan bagi
seseorang mempunyai porsi yang berbeda, bisa jadi kecukupan bagi si A
tapi berlebihan bagi si B, dan ayat tersebut memerintahkan untuk selalu
bersikap secara proporsional.”**Dalam konteks isrdf (berlebihan)
ditemukan pesan dalam Hadis Nabi Saw

‘_,,_Aa\)«.;ud h“@iia.u\dyj duu)sdmu;e\mmg
‘\j\&.’o‘}[u\&utﬁ:\_/ﬂﬂa '“}&)\S\ed\u.i\k_iumuhu,o\‘)u;\.ij
(2l g ol 5)157a0di] Ei 5 4y 5] Ei 5 aslalal Gl
Tidak ada wadah yang dipenuhkan manusia lebih buruk dari perut.
Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang menegakkan
tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhkan perut), hendaknya sepertiga
untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk
pernafasan. (HR. Ahmad)

Ditemukan juga pesan yang mengatakan bahwa ‘“Termasuk
berlebihan apabila makan apa yang selera tetapi tidak tertuju padanya”.
Ibn ‘Abbas berkata: “Makanlah dan minumlah sesukamu selama tidak
berbuat dua hal, yaitu berlebihan dan sombong.” Karena sesungguhya
Allah Swt tidak menyukai orang yang berlebihan (isrdf).

Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir al-Munir mengartikan bahwa israf’
merupakan melebihi batas segala sesuatu, oleh karena itu tidak boleh
melebihi batas kewajaran seperti lapar, haus, kenyang, dan puas minum,
serta tidak pula material, yaitu mengatur anggaran belanja berapa
presentase tertentu tidak digunakan untuk belanja, tidak pula terlalu
syari. oleh karena itu tidak boleh makan yang diharamkan oleh Allah
seperti darah, bangkai, daging babi, binatang yang disembelih bukan atas
nama Allah, dan khamr kecuali dalam keadaan darurat. Selain itu tidak

155 Katsir, Tafsir AlI-Qur’an Al-'Azhim (Tafsir Ibnu Katsir), hal. 236.

156 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbdh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’dn,
Volume 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 6-88.

157 Sunan Ibn M4jah, Kitab AI-Ath ‘Imah. No. 3349.
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boleh makan dan minum dalam wadah emas dan perak, tidak boleh
memakai pakaian yang berbahan dari sutra asli. Orang bakhil dan
bermegah-megahan juga termasuk golongan isrdf. Ibnu Majah
meriwaatkan dalam Kitdb Sunan dari Anas bin Malik dari Nabi
Muhammad Saw bersabda: “Termasuk berlebih-lebihan kamu makan
semua apa yang kamu inginkan”.*® Selain larangan isrdf, keberkahan
konsumen dapat diperoleh dari perilaku mengkonsumsi makanan
minuman yang halal dan thayyib, yang terdapat dalam al-Qur’an tentang
perintah untuk memakan makanan yang halal dan thayyib dalam QS. al-
Baqgarah (2) Ayat 168: o . \ ) i

Lk SlA (Y1 L 13 G
Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi
baik.

Pada ayat ini merupakan seruan langsung dari Allah yang tidak
hanya dltu_]ukan untuk orang Muslim saja, melainkan kepada seluruh
umat manusia. Dalam kalimat Sia yang mempunyai arti diperbolehkan
secara syariat dan tidak termasuk yang yang diharamkan (bangkai, darah,
daging babi, diperoleh dari hasil curian, ribd, atau didapat secara bdthil).
Kalimat &k yang mempunyai arti baik, bersih, dan layak konsumsi secara
akal dan fitrah manusia dapat diartikan sebagai makanan dan minuman
yang tidak menjijikkan, tidak berbahaya bagi tubuh, bernutrisi dan
bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan. Karena menyeru kepada semua
manusia untuk memperhatikan sumber dan jenis makanan, karena
berkaitan dengan akhlaq, ibadah dan keberkahan dalam hidup.™®

Ayat ini merupakan perintah untuk memakan makanan yang halal
dan baik, bukan hanya halal secara hukum saja namun juga tidak
mebahayakan kesehatan. Sumber rizeki dan makanan yang haram akan
merusak hati dan amal, bahkan dengan bentuk dan jumlah yang terlihat
wajar. Halal bentuknya adalah objektif yang dapat dilihat dari sumber dan
jenis makanan dan minuman yang mau dikonsumsi, sedangkan thayyib
sifatnya subjektif yang dapat dilihat dari siapa yang mengkonsumsinya,
kondisi tubuh, kesehatan, serta apa yang dibutuhkan tubuhnya. Karena
pemilihan makanan minuman dapat memelihara maqdshid al-syari‘ah
yang dapat memenuhi kesehatan hifzh al-nafs (menjaga jiwa) dan hifzh
al-‘aql (menjaga akal).'® Perintah untuk memakan makanan yang halal
dan baik juga terdapat dalam al-Qur’an Stirah al-Maidah (5) Ayat 88:

Or3he3a 45 a0 2ol a1 580 57k Sla 2 28655 s 155

158 Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir (‘Aqidah Syari‘ah Manhaj), hal. 436-439.

159 Katsir, Tafsir AI-Qur’an Al-Azim.

160 Shihab, Tafsir Al-Mishbdh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’dn (Shrah Al-
Fadtihah, Surah Al-Baqarah), hal. 456-457.




182

2.

Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki
vang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-
Nya kamu beriman.

“Keberkahan” yang diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai
nilai tambah secara terus menerus mempunyai perbedaan dengan
“Keberlimpahan”. 1) Keberkahan mempunyai kualitas spiritual dan
manfaat jangka panjang sedangkan keberlimpahan mempunyai kuantitas
fisik semata. 2) Keberkahan muncul dari cara yang halal dan syar
sedangkan keberlimpahan bisa muncul dari cara apapun termasuk yang
haram. 3) Perbedaan lain yaitu keberkahan membawa ketenangan dan
kepuasan batin sedangkan keberlimpahan bisa membawa kegelisahan dan
kerakusan. 4) Keberkahan cenderung memberikan kecukupan sedangkan
keberlimpahan bisa tidak cukup meskipun jumlahnya banyak.
Keberkahan yang membawa kebaikan yang terus melekat, berkembang
dan membawa manfaat yang sangat luas serta jangka panjang baik dalam
aspek harta, waktu, usaha, keluarga, pendidikan, kesehatan maupun
konsumsi. Kalau dalam ekonomi yang dijadikan patokan standar itu
adalah angka, sedangkan keberkahan adalah nilai spiritual dan sosial yang
mendalam, karena keberkahan merupakan salah satu indikator yang
menjadi olak ukur keberhasilan yang hakiki dibanding hanya sekedar
profit material dan kepuasan.'®*

Berkah sering diatikan sebagai ziyddah al-khayr (bertambahnya
kebaikan), berkah merupakan suatu yang abstrak dan tidak nyata sehingga
tidak semua orang mempercayai akan keberkahan suatu hal. Berkah bagi
konsumen dapat diartikan sebagai bertambahnya kebaikan bagi seseorang
yang telah mengkonsumsi barang atau jasa, seperti contoh ketika
seseorang makan tidak hanya untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi
mepunyai tujuan baik atas konsumsinya terhadap barang tersebut itulah
letak keberkahan daripada seorang konsumen.*

Mashlahah Khdashshah Bagi Penjual

Produsen adalah seseorang atau badan hukum yang memproduksi suatu

barang maupun jasa untuk dibeli atau dimanfaatkan oleh konsumen. Produsen
dan penjual mempunyai persamaan maupun perbedaan, persamaannya adalah
sama-sama mencari keuntungan dan sama-masa menjual barang, sedangkan
perbedaannya adalah, tidak semua penjual memproduksi suatu barang dan
jasa, bisa jadi penjual adalah perantara antara produsen atau konsumen atau
bisa disebut dengan distributor, makelar, marketing dan lainnya. Mashlahah

161 Sahnan Rangkuti, “Konsumsi dalam Ekonomi Islam,” dalam Jurnal Bisnis Net, Vol.

1 No. 2 Tahun 2018, hal. 76-82.

162 Imam Barokah, “Faktor Berkah dalam Pola Konsumsi dan Tingkat Kepuasan Untuk

Pemenuhan Kebutuhan,” dalam Jurnal Al-Muqayyad, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hal. 114-125.
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khdshshah (khusus) bagi produsen juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu
memelihara dari salah satu magdashid al-syari ‘ah. Islam memberikan pedoman
yang jelas dalam memproduksi barang dan jasa, mulai dari kehalalan bahan
baku (input produksi), tidk mencemari lingkungan dan juga tidak merugikan
orang lain, hal ini bisa memberikan mashlahah bagi produsen berupa rasa
aman dan tanggungjawab moral dalam menjalankan usaha.®*

Mashlahah bagi produsen juga dapat dibuktikan dengan meningkatnya
reputasi dan loyalitas konsumen yang berdampak pada keuntungan jangka
panjang, hal ini dapat diperoleh ketika produsen memproduksi produk yang
halal dan thayyib yang akan menciptakan kepercayaan yang tinggi di pasar.
Mashlahah juga dapat dilihat dari keberkahan harta dan usaha yang dilakukan
dengan cara yang halal dan jujur, yang meskipun secara nominal kelihatan
sedikit, karena mashlahah bersifat spiritual dan material. Selain mendukung
tujuan maqgdshid al-syari ‘ah, produsen tidak boleh mementingkan keuntungan
semata, mereka juga harus memperhatikan dampak sosial seperti kelestarian
lingkungan, kesejahteraan pekerja dan keadilan dalam perdagangan yang
dapat menjaga kelangsungan usaha jangka panjang dan dukungan dari
masyarakat. Output (produk) hasil produksi dapat dilihat kemaslahatannya
ketika: produk diterima luas oleh pasar Muslim, reputasinya baik dan terbebas
dari sanksi hukum, konsumen percaya dan kembali membeli, produk lebih
unggul dan kompetitif, serta hubungan kerja stabil dan produktifitas tinggi.***

Mashlahah khdashshah bagi konsumen maupun produsen mempunyai
komponen yang sama, yaitu suatu kegiatan yang mengandung manfaat dan
juga berkah, tetapi manfaat dan berkah yang diperoleh oleh konsumen maupun
produsen mempunyai kriteria atau substansi yang berbeda. Manfaat bagi
produsen atau penjual adalah ketika mereka mendapatkan keuntungan'®,
dalam menjalankan bisnis usaha, seseorang atau perusahaan mempunyai tiga
kemungkinan, yaitu untung, rugi, dan Break Even Poin (BEP)**¢. Sedangkan

163 Antonio, Bank Syari‘ah: Dari Teori ke Praktik, hal. 124-125.

164 Asyraf Wajdi Dusuki, “Understanding the Objectives of Islamic Banking: A
Review of Priorities and Preferences,” dalam Jurnal Humanomics, Vol. 24 No. 3 Tahun 2008,
hal. 23-25.

165 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia,
Ekonomi Islam, hal. 6.

166 BEP (Break Even Point) merupakan suatu keadaan di mana perusahaan tidak
mengalami keuntungan maupun kerugian, yang dibuktikan dengan total pendapatan (7otal
Revenue/ TR) sama dengan total biaya (Total Cost/ TC) yang dikeluarkan perusahaan, dengan
kata lain BEP adalah jumlah minimum penjualan yang harus dicapai perusahaan supaya tidak
mengalami kerugian, dengan formulasi sebagai berikut: BEP = TR = TC. Misalnya, dari hasil
panenannya petani padi mampu menghasilkan pendapatan 50 juta untuk 1 Hektar sawahnya,
tetapi biaya yang dikeluarkan selama memproduksi padi dari mulai menanam sampai panen
(pupuk, benih, pestisida, tenag kerja, perawatan, dll) yang dihabiskan adalah 50 juta, keadaan
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bagi produsen yaitu ketika produsen atau penjual mentasyarufan sebagian
keuntungannya untuk ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf).
Mashlahah khdashshah disini merupakan mashlahah yang sifatnya khusus
untuk produsen atau penjual, apabila komponen manfaat dan berkah yang
terkandung dalam mashlahah terpenuhi maka produsen atau penjual tersebut
memperoleh masalahah khdshshah yang sempurna.'®” Karena dalam ekonomi
modern mashlahah (M) mempunyai indikator: manfaat (F) dan juga berkah
(B), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Manfaat bagi Produsen
Manfaat bagi produsen Muslim tidak hanya sekedar keuntungan
atau laba rugi yang bersifat meteri saja, melainkan juga mencakup nilai
spiritual, sosial dan moral yang selaras dengan tujuan syari‘ah, karena
dalam ber-mu ‘dmalah harus membawa kebaikan (manfaat) terutama bagi
produsen. Ketika produsen menjual barangnya dengan cara yang halal,
jujur, amanah, maka ia akan memperoleh ketenangan batin selain
keuntungan duniawi. Penjual atau produsen yang menjaga kejujuran dan
amanah akan digolongkan bersama dengan Nabi Muhammad Saw dan
orang-orang shaleh, hal ini sesuai dengan Hadis dari sahabat Ab(i Sa‘id
al-Khudri r.a, dari Ibnu ‘Umar r.a. Nabi Muhammad Saw Bersabda:'%®
)J;j\m‘_,’_\\uswuhu))\& uhw‘f\&:)&y\uh

Cazal’s Al ga (el allall # 30 055 J6 06 e 4 ey
(LSJM\ o\jJ)169uAAjLaj\j g\lé_:ﬁ\j

Orang yang jujur dan amdanah maka akan bersama dengan Nabi, orang-
orang yang sangat jujur (shddiqin), syuhada’, dan orang-orang shaleh.
(HR. Bukhari)

Manfaat secara nyata yang dapat dilihat oleh produsen dan bisa
dirasakan adalah apabila produsen mendapatkan kepuasan atas apa yang
dilakukan, seperti halnya konsumen mendapatkan manfaat kenyang
setelah makan, produsen atau penjual mendapatkan manfaat keuntungan
setelah berhasil menjual barang hasil produksinya. Keuntungan adalah
apabila hasil penjualan lebih besar daripada biaya produksi. Begitupun

ini yang disebut dengan BEP. Ray H. Garrison and Eric Noreen, Managerial Accounting, New
York: McGraw-Hill Education, 2014, hal. 89-90.

167 Misalnya Ahmad menjual hasil produksi tanaman padinya seharga Rp. 25 Juta,
biaya produksi yang dikeluarkan oleh Ahmad adalah Rp. 13 Juta, maka keuntungan Ahmad
dapat dihitung sebagai berikut Rp. 25 Juta — Rp. 13 Juta = Rp. 12. Juta, maka keuntungan
Ahmad yang diperoleh adalah sebesar Rp. 12 juta. Keuntungan terjadi ketika TR > TC,
sedangkan kerugian terjadi ketika TR < TC, dan BEP terjadi ketika TR = TC. Ahmad Qorib
and Isnaini Harahap, “Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” dalam Jurnal
Analytica Islamica, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016, hal. 55-80.

168 Shahth al-Bukari, Kitdb al-Amdndt, Hadis No. 6814.

169 Sunan al-Tirmidzi, Kitdb al-Buyii ‘, Bab Md Jé’a fi al-Tdjir al-Shadiiq. No. 1209.
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sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan dalam produksi lebih besar
daripada hasil penjualan, maka kondisi tersebut disebut sebagai produsen
atau penjual yang mengalami kerugian. Keuntungan (profit) merupakan
selisih dari biaya modal dan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh
produsen.

Keuntungan (al-ribh) diakui sebagai sesuatu yang halal dan sah
apabila dalam mengambil keuntungan dilakukan dengan cara yang halal,
adil, terbebas dari ribd, judi, tidak memanipulasi pasar, tidak boleh
diperoleh dari transaksi yang tidak jelas (gharar) atau menyembunyikan
cacat barang, dan tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang diperoleh
produsen atau penjual tidak hanya bertujuan untuk memperkaya diri
sendiri, tetapi harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti
membuka lapangan pekerjaan, menjaga kualitas produk, dan
mengedepankan etika. Cara mengambil keuntungan dibolehkan selama
tidak mendzalimi pembeli, para Ulama menyatakan bahwa: selama tidak
ada penipuan dan konsumen rela, maka besaran keuntungan diserahkan
kepada mekanisme pasar yang adil. Karena keuntungan hanya dapat
diperoleh dari transaksi jual beli, Allah berfirman dalam al-Qur’an Strah

al-Baqarah (2) Ayat 275:
...... \j{)j\eﬁj@.ﬂ\ﬂ\d;\j

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam Tafsir al-Mishbah menyatakan bahwa jual beli dapat
memperkuat produktifitas, sedangkan ribd merusak keadilan dan
menekan yang lemah.'’® Segala bentuk perdagangan atau jual beli itu
diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang
agama. Jual beli atau dagang merupakan kepemilikan suatu harta dengan
imbalan harta disertai dengan adanya ijab gabiil, atau serah terima dengan
dasar saling ridhd’ antara penjual dan pembeli. Hadis dari al-Miqdam bin
Ma‘di Karib r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

&\wjﬁw\&@uwﬂuuhpy\uh@g ”“”L’a}q;
(LS‘)IA-‘M o\jj)ﬂlad.ld.«; u.AdSb u\S J}\J ‘N‘L;”U‘}/,..

170 Shihab, Tafsir Al-Mishbdh: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Sirah 'Al-
‘Imran, Stirah Al-Nisa’), hal. 50.

17! Dari al-Layth bin Sa‘d, dari Yazid bin Abi Habib, dari Sa‘id bin Abi Hilal, dari
‘Umarah bin Ghaziyyah, dari al-Qasim bin Muhammad, dari al-Miqdam. Shahih al-Bukhari,
Kitab al-Buyi‘, Bab Kasb al-Rajul wa ‘Amal Yadih. No. 2072. dalam Wahbah al-Zuhayli,
Tafsir al-Munir fi al-‘Agidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998,
hal. 123.
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Tidak ada seorang pun yang memakan makanan yang lebih baik dari
hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah (Dawud) pun
makan dari hasil tangannya sendiri. (HR. Bukhar?)

Manfaat yang konkret dalam perdagangan dan usaha bagi produsen
adalah “Keuntungan”. Keuntungan diperbolehkan sebagai bagian dari
ikhtiyar menjalani kehidupan, namun keuntungan bukan satu-satunya
tujuan, melainkan bagian yang harus membawa transaksi dengan prinsip
keadilan, keterbukaan/ transparansi, tidak merugikan, dan membawa
manfaat bagi masyarakat secara luas. Manfaat bagi produsen yang berupa
keuntungan mencerminkan magdshid al-syari‘ah yang berupa hifzh al-
mal (menjaga kekayaan)

b. Berkah bagi Produsen

Kalau manfaat bagi produsen adalah sebuah “Keuntungan” dan bisa
dilihat serta dirasakan olehnya, sedangkan berkah bagi produsen adalah
sesuatu yang bersifat abstrak, tidak terlihat, namun bisa dirasakan bagi
sebagian orang yang mempercayai keberkahan dalam perdagangan.
Berbisnis sesuai dengan ketentuan syariat, tidak merugikan pembeli
merupakan tujuan dari produsen Muslim, Hadis Nabi Saw Bersabda:

ujhﬂbuw\db%&\d}uju\w&\wjﬂu.\A)J\J.K;u.c
A8 it S5 L ) 5 Lagadi 8 Lagd &) 58 Wy i (3 555 53
(o o) 5 y)172lagans

Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (meneruskan atau
membatalkan jual beli) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya
bersikap jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka
akan diberkahi. Namun jika mereka menyembunyikan kecacatan barang
dan berdusta, maka keberkahan dalam jual beli itu akan dihapuskan.
(HR. Bukhari)

Hadis ini menekankan betapa pentingnya kejujuran dan
transparansi (keterbukaan) dalam bertransaksi, karena keberkahan dalam
berbisnis tidak hanya ditentukan dari laba dan rugi secara materi saja,
melainkan nilai moral, kejujuran dan tanggungjawab. Sesuai Hadis di
atas, Allah akan mengambil keberkahan hasil usaha yang dibangun atas
dasar kebohongan dan penipuan, karena sesungguhnya jual beli yang
diberkahi adalah yang dilakukan secara jujur dan terbuka.

Berkah'”? bagi produsen atau penjual adalah apabila mereka mau
mentasyarufkan sebagian keuntungannya untuk orang atau kelompok

172 Hadis dengan sanad dari Malik, Nafi‘, Ibn ‘Umar, dari ‘Abdullah bin ‘Umar ibn
al-Khaththab r.a. Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Buyu‘: Hadist No. 2079.

173 Berkah dalam berbisnis adalah salah satu indikator mashlahah, yaitu manfaat dan
berkah. Berkah bagi produsen mempunyai konsep yang berbeda dengan berkah bagi
konsumen. Dalam ilmu ekonomi Islam, berkah bagi produsen dapat diperoleh ketika produsen
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yang membutuhkan berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf).
Sebagian orang dalam menjalankan usaha yang dicari adalah kepuasan,
kepuasan yang dimaksud adalah ketika produsen atau penjual
mendapatkan keuntungan yang tinggi, keuntungan yang bisa jadi
memberatkan bagi pembeli ataupun tidak. Berkah bagi produsen sering
disebut sebagai berkah cost (biaya berkah) yang diberikan produsen atas
keuntungan yang diperolehnya, semakin tinggi tingkat keimanan
seseorang, maka prosentase berkah cost yang diberikan juga semakin
tinggi, karena mereka meyakini bahwa pentasyrufan harta yang diberikan
produsen tidak akan mengurangi kekayaan yang dia punya, bahkan rizqi
yang diproleh dipercaya semakin lancar dan berkah, walaupun secara riil,
harta akan berkurang.
3. Mashlahah Khashshah bagi Pemerintah

Mashlahah khashshah bagi pemerintah adalah mashlahah secara
khusus yang terdiri dari komponen manfaat dan juga berkah. Salah satu peran
pemerintah dalam perekonomian adalah menstabilkan harga-harga pasar.
Tas ‘ir (u=dl) adalah intervensi pemerintah terhadap harga barang/ jasa di
pasar, untuk menjaga mashlahah ‘dmmah, dan mencegah kerusakan
(mafshadah) tas‘ir tidak dilarang secara mutlak, dalam Hadis yang
diriwayatkan oleh Abli Daw(d, ketika terjadi kelonjakan harga di pasar, para
sahabat datang kepada Nabi dan berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah
harga bagi kami, dan Nabi Saw menjawab: Sesungguhnya hanya Allah lah
yang menetukan harga, yang menyempitkan, yang melapangkan dan yang
memberi rizqi. Aku tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ada
seseorang menuntutku karena kedzhdliman dalam darah dan harta.”
Rasulullah tidak menetapkan harga di pasar karena keadaan di pasar sedang
normal, dalam artian tidak terjadi penimbunan, dan praktik zhdlim lainnya,
namun para Ulama menegaskan bahwa jika keadaan darurat (terjadi
kedzhaliman di pasar) maka intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menjaga
kemaslaatan umum.*’*

Tujuan utama pemerintah dalam intervensi fas 7r ini adalah untuk
kebaikan bersama (mashlahah), mashlahah dapat dicapai apabila pemerintah
mampu: 1) Menjaga keadilan pasar (‘addlah), dalam artian pemerintah
bertugas menjaga agar harga tidak dimonopoli oleh pihak tertentu dan

mengeluarkan sebagian hartanya untuk ditasyarufkan kepada pihak yang membutuhkan
berupa ZISWAF. Karena mashlahah bagi produsen dapat dirumuskan: M = F + B. M adalah
mashlahah, F adalah manfaat yaitu berupa keuntungan yang diperoleh produsen, dan B adalah
berkah cost (biaya berkah) yang dikeluarkan ketika produsen mendapatkan keuntungan
berupa ZISWAF. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) and Indonesia,
Ekonomi Islam, hal. 243-247.

174 Al-Ghazali , al-Mustasfé min ‘Ilm al-Ushil, Kairo: Al-Maktabah al-Tijarlyyah al-
Kubra, n.d., hal. 251.
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masyarakat tidak terdzhalimi karena tingginya harga yang disebabkan oleh
manipulasi. 2) Menghindari penimbunan dan spekulasi (iitikdr dan tadlis)
yang bisa dilakukan dengan pengawasan dari pemerintah. 3) Menjaga
kebutuhan pokok masyarakat, apabila terjadi kenaikan harga pada kebutuhan
pokok intervensi pemerintah dibutuhkan supaya kebutuhan dasar tetap
terjangkau demi kemaslahatan masyarakat secara luas. 4) Dalam skala makro,
intervensi pemerintah dalam penetapan harga pasar dapat mengendalikan
inflasi, sehingga harga tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga. 5)
intervensi pemerintah juga dapat mewujudkan prinsip magdshid al-syari‘ah
yang berupa: agama (al-din) dengan tetap menjaga keadilan dalam
bertransaksi, harta (a/-madl) agar harta tidak habis karena eksploitasi harga
yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dan jwa (al-nafs) karena harga yang
tinggi akan membuat kaum lemah semakin berat dalam menjalani
kehidupan.*”®

Dalam penetapan harga pasar, tujuan pemerintah adalah menstabilkan
harga barang-barang di pasar khususnya barang-barang kebutuhan pokok
supaya harga tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, sehingga tidak
memberatkan produsen maupun konsumen. Apabila target dan tujuan
pemerintah dapat dipenuhi, maka pemerintah memperoleh manfaat dari
penetapan harga pasar secara sempurna. Strategi lain yang dilakukan oleh
pemarintah dalam menetapkan harga pasar adalah mengimpor barang apabila
terdapat kelangkaan suatu barang, sebagai contoh ketika Bulan Ramadhan
menjelang Hari Raya Idul Fitri banyak sekali permintaan terhadap daging,
karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, harga daging
melambung tinggi karena terdapat kelangkaan di pasar, dalam hal ini
pemerintah melakukan kebijakan mengimpor daging untuk memenuhi
permintaan konsumen dan supaya harga daging di pasar menjadi normal
kembali.'”®

Dalam Hadis riwayat Abli Dawld tentang ketika terjadi kelonjakan
harga di pasar Madinah, salah satu sahabat meminta Nabi untuk menetapkan
harga, Nabi menolaknya dengan alasan bahwa mahal atau murahnya harga
dipasar terjadi karena ketetapan Allah, apabila Nabi menetapkan harga maka
akan mendzalimi salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli. Peristiwa
mahalnya harga ini terjadi karena keeadaan alamiah yang terjadi di suatu
pasar, namun apabila keadaan tersebut karena adanya zhulm yang
mengakibatkan distorsi pasar, peran pemerintah disini sangat diperlukan,
terutama kelangkaan barang terjadi karena penimbunan, rishwdh, penipuan

175 M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester:
Islamic Foundation, 2000, hal. 87-89.
176 Muhammad, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta: UIII Press, 2005, hal. 261-262.
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atau hal lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab.

Islam sangat konsen dalam kestabilan harga di pasar, terutama
bagaimana pemerintah atau negara dalam mewujudkan hal ini. Sebagian
Ulama berpendapat bahwa pemerintah secara mutlak tidak boleh menentukan
harga barang di pasar, dan sebagian Ulama berpendapat bahwa pemerintah
boleh menentukan harga di pasar ketika terjadi zhulm yang menyebabkan
distorsi pasar. Kestabilan harga adalah tujuan yang harus dijaga oleh negara,
jadi berkah bagi pemerintah yang menetapkan harga pasar adalah ketika suatu
negara tidak terjadi inflasi.’”” Peran pemerintah dalam penetapan harga (tas ‘ir)
sangat strategis untuk memastikan keadilan dan keseimbangan pasar terutama
pada barang-barang kebutuhan pokok.

Kebijakan tas‘ir harus dilakukan secara adil, proporsional dan
transparan supaya tidak merugikan penjual dan tetap melindungi pembeli.
Mashlahah  khdshshah bagi pemerintah ketika pemerintah mampu
mendatangkan manfaat dan berkah dalam kebijakannya, manfaat yang
diperoleh oleh pemerintah ketika melakukan tas‘?r adalah kondisi
perekonomian yang membaik, masyarakat sejahtera yang dibuktikan dengan
produktifitas, daya beli masyarakat di negara tinggi, sehingga dapat
mempengaruhi pendapatan negara yang juga semakin tinggi. Sedangkan
berkah pemerintah dapat diperoleh dari terhindarnya masyarakat dari
transaksi-transaksi yang dilarang dalam syariat, menciptakan keadilan dan
menghilangkan kezhaliman.'”®

D. Pemerintah sebagai Hamil AlI-Mashlahah

Secara etimologi, sdmil (J<=) berarti “pembawa” atau “penanggung”,
al-mashlahah (Asl=d)) berarti kemaslahatan, yaitu segala hal yang membawa
kebaikan, manfaat, atau menghindarkan dari kerusakan (mafsadah) baik di
dunia maupun di akhirat. Jadi Aamil al-mashlahah secara sederhana diartikan
sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memikul, menjaga, dan
merealisasikan kemaslahatan umum dalam kehidupan masyarakat. Dalam
Islam, konsep pemerintahan sangat erat dengan prinsip mashlahah ‘Gmmah

177 Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum di pasar, atau menurunnya
nilai tukar mata uang, naik atau turunnya nilai tukar mata uang disamakan atau disetarakan
dengan dolar Amerika, karena Amerika merupakan negara kiblat perekonomian dunia. Inflasi
adalah salah satu masalah besar yang harus dihadapi oleh pemerintah, karena dinilai negara
tidak bisa menjaga kestabilan perekonomian, dan penetapan harga pasar dalam hal ini sangat
mempengaruhi inflasi di suatu negara. Anisah Luthpi Adawiyah et al.,, “Konsep
Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif
Islam,” dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 6 Tahun 2022, hal. 3309-3316.

178 M. Maksum, “Implementation of Al-Ghdzali Mashlahah Concept in Islamic
Economic Activities,” dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar't, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022, hal.
481-490.
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(kemaslahatan umum) sebagai tujuan utama dari kebijakan publik. Pemerintah
sebagai hamil al-mashlahah berarti bahwa pemerintah berkewajiban menjaga
lima pokok magqdshid al-syari‘ah: hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql,
hifzh al-nasl, hifzh al-mal. Pemerintah memiliki wilayah (otoritas sah) untuk
melakukan kebijakan yang menurutnya perlu untuk menjaga kemaslahatan
tersebut.'”®

Beberapa ulama yang mengembangkan teori hdmil al-mashlahah
adalah: al-Ghazali mempunyai pendapat tentang hamil al-mashlahah, yaitu
pemerintah adalah pengatur urusan umat (siydsah), tugasnya yaitu menutup
pintu kerusakan dan membuka pintu kebaikan bagi rakyat. Al-Mawardi dalam
Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, mempunyai pendapat bahwa Negara adalah
penjaga agama dan pengatur dunia, untuk menggapai mashlahah di dunia dan
akhirat. Ibnu Taymiyyah mempunyai pendapat tentang hamil al-mashlahah
yaitu kekuasaan pemerintahan diperlukan untuk menegakkan keadilan, karena
manusia tidak bisa hidup tanpa adanya otoritas yang mengatur kemaslahatan
bersama. Asy-Syathibi dalam Kitadb al-Muwafaqat berpendapat bahwa,
seluruh tujuan syariat (magdshid) tidak akan terwujud kecuali dengan adanya
otoritas pemerintah sebagai hdamil al-mashlahah.**

Dalam konsep umum, pemerintah memiliki peran utama sebagai aktor
yang bertanggung jawab dalam menciptakan, menjaga, dan mengembangkan
kesejahteraan umum (public welfare), mengatur keteraturan sosial dan
menghindarkan masyarakat dari konflik serta kerusakan (disorder). Jika
pemerintah sebagai hdmil al-mashlahah, maka pemerintah berwenang untuk:
1) Membuat kebijakan publik meski tidak ada nash spesifik selama untuk
kemaslahatan umum (berdasarkan prinsip mashlahah mursalah). 2)
Melakukan intervensi ekonomi (misalnya pengaturan harga/ tas 7r) demi
stabilitas sosial. 3) Menetapkan sanksi dan hukum administrasi untuk menjaga
keteraturan sosial. 4) Mengatur distribusi kekayaan untuk mengurangi
kesenjangan sosial.

1. Hisbah dan Fungsinya

Hisbah (4s=sl)) berasal dari kata hasaba («=~~), yang berarti menghitung,
memperhitungkan, atau menilai. Secara istilah, Hisbah adalah mekanisme
pengawasan sosial dan moral dalam masyarakat Islam untuk memerintahkan
yang ma ‘rif dan mencegah yang munkar (al-amr bi al-ma ‘ruf wa al-nahy ‘an
al-munkar), terutama dalam ranah publik, ekonomi dan akhlak. Definisi

179 Zakiah and Amsari, “Al-Mashlahah Al-Mursalah and Istishlah in Sharia Economic
Practice,” dalam International Seminar on Islamic Studies Proceedings, Vol. 4 No. 1 Tahun
2023, hal. 1067-1075.

180 M. N. Alias, “A Review of Mashlahah Mursalah and Magashid Al-Syari‘ah As
Methods of Determining Islamic Legal Ruling,” dalam Jurnal TURCOMAT, Vol. 12 No. 3
Tahun 2021, hal. 2994-3001.
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populer al-Mawardi: “Hisbah adalah mengajak kepada kebaikan jika tampak
ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika tampak dilakukan.” Dalam al-
Ahkam al-Sulthaniyyah, Hisbah bukan hanya sekadar kewajiban individu,
tetapi juga institusi yang secara historis pernah diterapkan oleh negara Islam
untuk memastikan keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap syariat dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam,
namun intinya mengarah pada, al-Mawardi: Hisbah adalah menyuruh kepada
kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan melarang dari kemungkaran
jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Ini dilakukan oleh seseorang yang
ditunjuk (Mubhtasib) yang memiliki wewenang untuk itu. Menurut Ibnu
Taymiyyah, Hisbah adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk
menegakkan amr ma ‘rif nahy munkar yang bukan termasuk wewenang
penguasa (umara’), peradilan (gadha’), dan pengawas keluhan (wildyah al-
mazhalim), artinya, Hisbah mengisi celah pengawasan yang tidak tercakup
oleh lembaga lain.*®* Secara umum Hisbah adalah suatu lembaga pengawasan
publik atau fungsi kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang,
khususnya dalam ruang lingkup moral, agama, dan ekonomi, serta pada area
kepentingan bersama atau kehidupan publik secara umum, untuk mencapai
keadilan dan kebajikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Landasan Syariat,
al- Qur an Strah ‘Al Imran (3) Ayat 104, Allah Berfirman: . ]
S 515* R e 3 s omally 65585 Al 6 5e A i CRI

BEENCALRN
Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma rif*®, dan mencegah dari yang
munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dalam Hadis dari sahabat Abli Sa‘id al-Khudri r.a, dari sanad utama al-
A‘mash, dari Abti W2’il, dari Abi Sa‘id, Nabi Muhammad Saw Bersabda:
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181 Tengku Nurul Saadah et al., “The Roles of Muhtashib in Islamic Medieval Urban
Management,” dalam Environment-Behaviour Proceedings Journal, Vol. 15 No. 6 Tahun
2021, hal. 181-193.

182 Ma ‘rif adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat
untuk kebaikan individu dan masyarakat. Munkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh
agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. Shihab, Tafsir AI-Misbdh: Pesan,
Kesan dan Keserasian Al-Qur’dn, hal. 76.
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(e o5y 20y
Dari Abu Sa‘id al-Khudri r.a, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw.
bersabda: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia
mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya,
Jjika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-
lemahnya iman. (HR. Muslim)

Tujuan utama dari Hisbah adalah, menegakkan nilai-nilai Islam di ruang
publik, menjaga tata tertib sosial dan akhlak masyarakat, melindungi hak-hak
individu dan umum, dan mengawasi praktik ekonomi agar sesuai dengan
prinsip syari’ah.®
a. Fungsi Hisbah

1) Pengawasan Pasar dan Kegiatan Ekonomi

Ini adalah salah satu fungsi paling menonjol dari Hisbah, yaitu
Muhtasib (petugas Hisbah) bertugas mengawasi kejujuran dalam
transaksi, memastikan tidak ada kecurangan dalam takaran, timbangan,
kualitas barang, atau penipuan lainnya. Hal ini sangat ditekankan sejak
zaman Nabi Muhammad. Dalam hal ketersediaan dan kualitas barang,
memastikan pasokan barang kebutuhan pokok mencukupi dan
kualitasnya sesuai standar, serta aman untuk dikonsumsi. Dalam hal
keadilan harga, tugasnya adalah mengawasi praktik penimbunan (iAtikar),
monopoli, atau penetapan harga yang tidak wajar (ghabn) yang
merugikan masyarakat. Meskipun Islam tidak menetapkan harga secara
kaku, Hisbah berperan menjaga pasar agar tetap sehat dan adil. Muhtasib
juga memastikan kepatuhan syari’ah dalam produk, yaitu memastikan
produk yang diperdagangkan halal dan sesuai syariat Islam, seperti tidak
menjual minuman keras, daging babi, atau barang haram lainnya.
Mubhtasib juga mencegah perilaku curang yang dilakukan oleh pedagang,
sumpah palsu, atau praktik yang merusak persaingan sehat di pasar.
Dalam pengaturan lalu lintas pasar, memastikan pasar tertata rapi, tidak
ada halangan yang mengganggu pembeli atau penjual.
2) Penegakan Etika dan Moral Sosial

Penegakan etika dan moral sosial dapat dilakukan dengan cara: 1)
Mencegah kemungkaran publik, yaitu mengatasi perilaku-perilaku yang
melanggar norma agama dan etika di ruang publik, seperti perbuatan
asusila, mabuk-mabukan, atau perilaku yang mengganggu ketertiban
umum. 2) Menyeru kepada kebaikan, yaitu mendorong masyarakat untuk
menjalankan kewajiban agama, seperti salat berjamaah, menunaikan

183 Shahth Muslim, Kitdb al-Iman. No. 49.
184 S E. Bikha, “The Hisbah Principle in Islam,” dalam International Journal of
Innovation, Creativity and Change, Vol. 15 No. 10 Tahun 2021, hal. 1-20.
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zakat, atau berbuat baik kepada sesama. 3) Pengawasan kualitas layanan
umum, yaitu memastikan penyedia layanan publik (seperti tukang roti,
dokter, atau pengrajin) menjalankan tugasnya dengan baik dan
profesional. 4) Menjaga ketertiban umum, yaitu dengan cara mengawasi
kebersihan jalan, keamanan lingkungan, dan memastikan tidak ada
bangunan yang membahayakan publik.
3) Resolusi Konflik Sederhana

Muhtasib juga dapat bertindak sebagai mediator atau wasit dalam
perselisihan sederhana antara individu, terutama yang berkaitan dengan
transaksi ekonomi atau hak-hak umum, yang tidak memerlukan proses
peradilan yang kompleks.
4) Edukasi dan Sosialisasi Syariat

Selain pengawasan, Hisbah juga memiliki fungsi edukatif, yaitu
Muhtasib sering kali memberikan nasihat, peringatan, dan bimbingan
kepada masyarakat tentang pentingnya menjalankan syariat dalam
kehidupan sehari-hari.*®®

Pejabat Hisbah (Muhtasib) adalah pejabat negara yang ditugaskan
menjalankan fungsi Hisbah. Di zaman kekhilafahan Muhtasib memiliki
otoritas, yaitu memberi teguran, peringatan, hingga hukuman ringan
(ta ‘zir). Selain itu Muhtasib juga menginspeksi pasar, toko, kantor, dan
tempat umum lainnya, juga mengatur ketertiban lalu lintas manusia di
pasar atau tempat ibadah.

b. Contoh Aplikasi Hisbah dalam Sejarah Islam dan Kontemporer

Nabi Muhammad Saw, mengawasi pasar Madinah dan menegur
penjual yang menipu dengan menyembunyikan gandum basah di bawah.
Khilafah ‘Umar bin Khaththdb, membentuk pengawas pasar, menyelidiki
kecurangan dan menetapkan sanksi. Khilafah Abbasiyah dan Utsmaniyah
Menunjuk pejabat Muhtasib resmi untuk mengatur pasar, transportasi,
sanitasi publik, dll. Praktik Hisbah sudah ada sejak masa Nabi
Muhammad Saw, di mana beliau menunjuk beberapa sahabat untuk
mengawasi pasar. Pada masa kekhalifahan setelahnya, lembaga Hisbah
menjadi lebih terstruktur dengan adanya jabatan Muhtasib. Muhtasib
adalah pejabat yang ditunjuk oleh penguasa untuk menjalankan fungsi
Hisbah, lembaga ini berkembang pesat pada masa Dinasti Abbasiyah dan

185 Ontris Widya, “Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection
in Indonesia,” dalam International Journal of Islamic Economics, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022,
hal. 121-135.
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Fatimiyah dan menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Islam
yang bertujuan menjaga keadilan dan kesejahteraan umat.*®
Relevansi Hisbah di era modern, meskipun lembaga Hisbah klasik
mungkin tidak lagi eksis dalam bentuk aslinya di banyak negara modern,
prinsip-prinsip dan fungsinya tetap relevan. Banyak fungsi Hisbah kini
diemban oleh lembaga-lembaga modern, seperti: 1) Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) yang menjamin keamanan dan kehalalan
produk makanan dan obat-obatan. 2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) yang mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. 3)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu bertugas mengawasi standar
takaran, timbangan, dan kualitas barang. 4) Lembaga Perlindungan
Konsumen, yaitu melindungi hak-hak konsumen. 5) Badan Zakat
Nasional (BAZNAS) atau amil zakat lainnya, yaitu bertugas mengelola
dan mendistribusikan zakat. 6) Lembaga Kebersihan dan Ketertiban
Umum, yaitu bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.
Hisbah adalah sistem pengawasan sosial dan moral dalam Islam yang
dijalankan oleh negara melalui pejabatnya (Muhtasib) untuk memastikan
kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam aspek sosial, ekonomi, dan
publik. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga keteraturan masyarakat dan
integritas kehidupan publik dalam kerangka syari‘ah. Dengan demikian,
Hisbah adalah konsep yang komprehensif dalam Islam untuk memastikan
terwujudnya masyarakat yang adil, bermoral, dan sejahtera melalui
pengawasan aktif terhadap perbuatan baik dan pencegahan kemungkaran.®’
2. Negara Sebagai Regulator Ekonomi
Negara sebagai regulator ekonomi berperan mengatur, mengawasi, dan
mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menciptakan keseimbangan,
stabilitas, keadilan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Negara tidak
selalu ikut dalam aktivitas produksi atau konsumsi langsung, tetapi mengatur
aturan mainnya agar kegiatan ekonomi berjalan dengan sehat dan adil.
a. Fungsi Utama Negara sebagai Regulator Ekonomi
1) Menciptakan Kerangka Hukum dan Kelembagaan
Negara menetapkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang
mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi. Ini termasuk: Hukum bisnis
yang mengatur pendirian perusahaan, kontrak, kepailitan, dan praktik

186 S, Bzzerouali, “Expanding the Authority of Muhtasib to Protect Consumers: A
Comparison between Moroccan Law and Islamic Qanun of Aceh,” dalam TLR: The Law
Review, Vol. 7 No. 2 Tahun 2025, hal. 165-181.

187 Ates, “A Pioneering Institution for Ombudsman: Hisbah,” dalam Ombudsman
Akademi, 2017, hal. 30-47.
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bisnis yang sehat. Hukum ketenagakerjaan yang menentukan upah
minimum, jam kerja, hak-hak pekerja, dan standar keselamatan kerja.
Hukum perlindungan konsumen yang melindungi hak-hak konsumen dari
praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan atau produk berbahaya.
Hukum lingkungan yang mengatur dampak aktivitas ekonomi terhadap
lingkungan, misalnya standar emisi atau pengelolaan limbah. Sistem
peradilan yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi
secara adil dan efisien.

2) Menjaga Stabilitas Makroekonomi

Pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk
menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan, antara lain: 1) Kebijakan
Fiskal, yaitu melalui pengaturan pendapatan (pajak) dan pengeluaran
pemerintah (belanja negara), kebijakan fiskal juga bertujuan untuk
mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan
mengurangi pengangguran. 2) Kebijakan Moneter yaitu dilakukan oleh
bank sentral (Bank Indonesia) untuk mengendalikan jumlah uang beredar,
suku bunga, dan nilai tukar mata uang, kebijakan moneter mempunyai
tujuan menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan. 3) Kebijakan Ekonomi Internasional yaitu mengatur
perdagangan internasional (ekspor-impor), investasi asing, dan kurs
valuta asing untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan daya
saing ekonomi nasional.®®
3) Mengatasi Kegagalan Pasar (Market Failure)

Negara berperan mengatasi situasi di mana pasar tidak dapat
berfungsi secara efisien atau menghasilkan hasil yang merugikan
masyarakat. Contohnya: 1) Monopoli dan Oligopoli, Negara
mengeluarkan undang-undang antimonopoli dan mengawasi praktik
bisnis untuk mencegah konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan,
memastikan persaingan yang sehat dan melindungi konsumen. 2)
Eksternalitas, yaitu mengatasi dampak negatif (misalnya polusi) atau
mendorong dampak positif (misalnya inovasi) dari kegiatan ekonomi
melalui pajak, subsidi, atau regulasi langsung. 3) Barang publik, yaitu
menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara
efisien oleh pasar swasta karena sifatnya non-rival dan non-eksklusif
(misalnya pertahanan, jalan raya, pendidikan dasar, dan layanan
kesehatan publik). 4) Asimetri Informasi, yaitu mengatur standar

188 R. A. Peltz, “The Theory of Economic Regulation,” dalam JSTOR/ Journal of
Political Economy, Tahun 1973, hal. 765.
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informasi dan transparansi untuk melindungi pihak yang kurang informasi
(misalnya konsumen dalam pembelian produk atau investor di pasar
modal).®
4) Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan

Negara berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pajak progresif, yaitu dengan
cara memungut pajak lebih tinggi dari kelompok berpenghasilan tinggi
untuk didistribusikan kembali. Selain itu distribusi pendapatan dan
kesejahteraan dapat berupa subsidi dan bantuan sosial, yaitu memberikan
bantuan kepada kelompok rentan atau sektor-sektor tertentu yang
membutuhkan. Kesejahteraan juga bisa berupa penyediaan jaring
pengaman sosial, seperti program jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan
bantuan pengangguran. Kesejahteraan yang sangat diharapkan oleh
pegawai buruh adalah adanya regulasi upah minimum, yaitu menetapkan
standar upah untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang
layak.'*
5) Mengatur Industri dan Sektor Tertentu

Beberapa sektor ekonomi memerlukan regulasi khusus karena
karakteristiknya, seperti sektor keuangan, yaitu mengatur bank, lembaga
keuangan non-bank, dan pasar modal untuk menjaga stabilitas sistem
keuangan dan melindungi nasabah/investor. Selain itu juga terdapat
pengaturan sektor energi dan sumber daya alam, yaitu mengatur
eksplorasi, produksi dan distribusi sumber daya alam untuk memastikan
keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatannya. Mengatur sektor
telekomunikasi, yaitu mengatur penggunaan frekuensi, tarif, dan kualitas
layanan untuk menjamin akses yang merata dan kompetisi yang sehat.**

Mekanisme regulasi oleh negara yaitu mekanisme yang digunakan
negara untuk menjalankan fungsi regulasinya meliputi: 1) Penyusunan
dan penegakan peraturan, yaitu dengan cara membuat undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. 2)
Lisensi dan perizinan, yaitu dengan cara mengatur kegiatan usaha melalui
sistem perizinan. 3) Inspeksi dan pengawasan, yaitu dengan cara
melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap

18 Hertog Den, “Review of Economic Theories of Regulation,” dalam Working Paper,

Utrecht School of Economics, Utrecht University, Tahun 2010, hal. 340-351.

1908, Cowan, “Price-Cap Regulation,” Swedish Economic Policy Review, Vol. 9 No. 1

Tahun 2002, hal. 167-188.

91 D. Baron and D. Besanko, “Recent Developments in the Theory of Regulation,”

dalam Handbook of Regulation and Administrative Law, Tahun 2006, hal. 76-80.
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regulasi. 4) Pemberian sanksi, yaitu dengan cara memberlakukan denda,
pencabutan izin, atau sanksi pidana bagi pelanggaran regulasi. 5) Pajak
dan subsidi, yaitu menggunakan instrumen fiskal untuk mempengaruhi
perilaku ekonomi. 6) Kepemilikan dan operasi BUMN/BUMD, yaitu
melalui badan usaha milik negara/daerah, negara bisa terlibat langsung
dalam sektor-sektor strategis. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini,
negara berupaya menciptakan tatanan ekonomi yang efisien, adil dan
stabil yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan seluruh
warga negara.
b. Regulasi Harga Pasar oleh Pemerintah

Regulasi harga pasar dilakukan oleh pemerintah untuk
mengembalikan harga yang tidak normal menjadi normal kembali demi
menjaga kemaslahatan antara penjual dan pembeli. Penentuan harga pasar
oleh pemerintah bisa jadi karena ada pihak-pihak yang melanggar etika
dan moral dalam berbisnis, seperti ketidakjujuran penjual, fadlis
(penipuan), pengambilan ribd, penimbunan, judi, zhalim, bahkan
rekayasa permintaan maupun penawaran. Harga yang tidak seimbang
menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, sehingga pemirintah
turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada dasarnya tidak ada
yang menentukan harga di pasar, melainkan harga tercipta sendiri karena
banyak atau sedikitnya jumlah penawaran dan permintaan, jika
ketersediaan barang di pasar sedikit biasanya harga barang mahal, namun
apabila ketersediaan barang di pasar banyak maka harga barang tersebut
menjadi murah.

Banyak atau sedikitnya barang yang tersedia di pasar pasti ada hal-
hal yang ditebus oleh penjual, misalnya harga cabai di pasar sangat mahal
dan barang yang tersedia sangat terbatas, hal tersebut dikarenakan cabai
di sawah diserang hama sehingga petani mengalami penurunan jumlah
panen bahkan banyak yang menghadapi kerugian.’®® Regulasi pasar
merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan harga-harga barang
di pasar, intervensi ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan
menetapkan harga tertinggi (ceiling price) dan harga terendah (floor
price) dengan tujuan untuk melindungi pembeli maupun penjual dari

192 Sarwo Edi, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, “Mekanisme Pasar dalam Konteks
Islam,” dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT), Vol. 6 No. 1 Tahun 2022,
hal. 1-6.
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harga yang kemungkinan akan memberatkan salah satu pihak serta
meminimalisir terjadinya monopoli maupun oligopoli.**?

Ada beberapa hal yang harus dihadapi ketika ada regulasi
pemerintah dalam menetapkan harga di pasar, ketika ceiling price
pemerintah mempunyai tujuan untuk melindungi pembeli/ konsumen
supaya pedagang tidak menentukan harga sesuai dengan kemauan mereka
karena terjadinya kelangkaan barang di pasar, tetapi hal ini menyebabkan
menurunnya keinginan penjual untuk memproduksi barang dagangannya,
karena bisa jadi kenaikan harga-harga barang disebabkan karena naiknya
bahan-bahan baku (faktor produksi). Floor price atau harga terendah yang
ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen atau
penjual ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan maupun
penawaran, kejadian ini dapat menyebabkan surplus barang di pasar
karena tetap atau menurunnya jumlah permintaan namun naiknya jumlah
penawaran secara terus-menerus.'*

Regulasi harga pasar juga terjadi di Indonesia ketika di seluruh
dunia sedang mengalami pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Pandemi
ini menyebabkan banyak orang yang sakit, meninggal, Pemberhentian
Hak Kerja (PHK), mengurangi interaksi, karena pada waktu itu yang
dibutuhkan seseorang adalah imun yang kuat dan kesehatan yang prima,
sehingga bisa mengatasi virus apabila sedang terjangkit. Keadaan tersebut
dimanfaatkan oleh pelaku usaha/ produsen untuk mencari peluang,
barang-barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu sehingga
mereka bisa menjualnya dengan harga di atas rata-rata, dan barang-barang
yang sering dibutuhkan oleh konsumen untuk melindungi kesehatannya
adalah vitamin, madu, masker, hand sanitizer, obat-obatan dan lain-lain.
Dengan naiknya barang-barang kebutuhan covid-19 menyebabkan
konsumen keberatan akan harga yang ditetapkan produsen sangat tinggi.
Peristiwa ini menyebabkan pemerintah ikut campur tangan dalam
menentukan harga terendah dan harga tertingi suatu barang biar terjadi
keseimbangan antara permintaan yang dilakukan oleh konsumen maupun
penawaran yang dilakukan oleh produsen.®

193 G. Hodge and C. Grave, “Regulatory Developments in the Gig Economy,” dalam 4
Literature Review The Winners, Vol. 21 No. 2 Tahun 2020, hal. 141-153.

194 Pindyck R. S and Rubinfeld D. L, Microeconomics, 9 Edition, Pearson, 2018, hal.
23-25.

195 Achmad Fajaruddin et al., “Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Mekanisme Pasar
dan Regulasi Harga di Indonesia Masa Pandemi Covid-19,” dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi
Islam, Vol. 9 No. 02 Tahun 2023, hal. 2356-2363.
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Terdapat regulasi pemerintah yang secara tidak langsung yaitu
fatwa DSN-MUI (Dewan Syari‘ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia)
kepada pelaku di instrument dan lembaga keuangan syari‘ah. Dalam
regulasinya DSN-MUI tidak secara langsung mengintervensi harga
barang di pasar, melainkan melaui fawa-fatwanya untuk transaksi di pasar
modal syari‘ah, pasar uang syari‘ah dan juga perbankan syari‘ah harus
menggunakan akad-akad yang ditetapkan dalam fatwa, tidak boleh
adanya unsur-unsur yang mengandung dharar, grarar, tadlis, maysir, riba,
bay najasy, dan lian-lain. Jumhur Ulama termasuk fatwa DSN-MUI
berpendapat bahawa bunga bank adalah ribd dan hukumnya adalah
haram. Oleh karena itu instrument maupun lembaga keuangan syari‘ah
memberikan secercah harapan untuk masyarakat yang hanya ingin
bertransaksi di lembaga keuangan yang menjual jasa non-ribawi.

Jika pasar berjalan sempurna dengan tidak adanya regulasi dari
pihak manapun, keadaan pasar tersebut sesuai dengan harapan konsumen
maupun produsen, tetapi apabila terdapat suatu keadaan dimana beberapa
jenis barang di pasar mengalami kelangkaan maka keadaan-keadaan yang
tidak diharapkan mulai terjadi, ada pihak yang melakukan penimbunan,
penipuan, bay’ najasy, gharar. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh
beberapa pihak untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya walaupun
di sisi lain dapat merugikan orang lain. Terdapat filosofi Adam Smith
yang mengatakan bahwa, seseorang bisa mempertahankan kelangsungan
hidupnya dengan cara mensejahterakan dirinya sendiri dan memikirkan
dirinya sendiri ketika dalam keadaan buruk itu lebih baik daripada
memikirkan kesejahteraan semua orang. Filosofi Adam Smith tersebut
menunjukkan bahwa sistem pasar kapitalis itu lebih baik daripada pasar
sosialis, karena dalam sistem pasar kapitalis memberikan kebebasan bagi
siapapun yang ingin mempunyai usaha dalam bidang apapun tidak ada
batasan dalam hal itu, begitupun keputusan penentuan harga ditentukan
oleh pemilik usaha atas dasar biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh
pemilik usaha.'®

Terdapat dua jenis penetapan harga oleh pemerintah yaitu penetapan
harga tetap (fixed prices)'®’ dan penetapan harga tidak tetap (variable

196 Edi, Saputra, and Husna, “Mekanisme Pasar dalam Konteks Islam.” hal. 90-98.

197 Fixed prices adalah penetapan harga barang secara langsung oleh pemerintah pusat,
penetapan harga ini berlaku untuk seluruh masyarakat dan harga yang sudah ditetapkan adalah
harga yang sudah final dan masyarakat sebagai konsumen tidak bisa menawarnya, seperti
contoh penetapan harga barang atau jasa dari perusahaan BUMN seperti PLN, PT. Pertamina,
PT. KAI dan lain sebagainya. Mabarroh Azizah, “Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar
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prices)*®. Pematokan harga oleh pemerintah juga dapat menyebabkan
timbulnya masalah baru yaitu adanya pasar gelap. Pasar gelap terjadi
ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi secara diam-diam dengan
yang tidak sesuai yang ditapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan
berkurangnya pasokan barang di pasar normal sehingga pasar gelap
(black market) menyebabakan naiknya harga suatu barang di pasar
normal. Sedangkan naiknya harga barang yang dikarenakan kondisi alami
yang terjadi di pasar, pemerintah bisa melakukan startegi dengan
mengimpor (mendatangkan barang dari luar negeri) untuk mengatasi
kelangkaan dan memenuhi permintaan masyarakat. Hal yang sama terjadi
pada masa pemerintahan ‘Umar bin Khaththdb saat terjadi kelangkaan
barang di Hijaz karena paceklik, ‘Umar mendatangkan bahan makanan
dari Mesir dan Syiria untuk memenuhi permintaan umatnya sehingga
harga barang kembali normal kembali.'*°

Ibnu Taimiyyah seorang pemikir yang berkontribusi banyak dalam
perekonomian Islam dalam Kitab Al-Hisbah fi al-Islamiyah yang
menyatakan bahwa “Penguasa (pemerintah) harus melakukan
musyawarah ketika menetapkan harga di pasar kepada pelaku usaha yaitu
penjual dan pembeli atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan analisis
yang mendalam supaya harga tersebut terdapat keadilan antara penjual
dan pembeli sehingga tidak ada yang mereasa terzhalimi, harga suatu
barang dipasar tidak boleh ditetapkan tanpa adanya persetujuan dari
mereka”. Pernyataan Ibnu Taimiyyah tersebut menyatakan bahwa
pemerintah tidak boleh menentukan harga sesuai dengan keinginannya
tanpa melibatkan pelaku usaha, regulasi harga yang ditetapkan
pemerintahpun ketika terjadi ketidaksempurnaan dalam pasar, sehingga
harga barang-barang di pasar tidak normal.>®

dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal Unisia, Vol. 34 No. 76 Tahun
2012, hal. 74-85.

18 Variable prices merupakan penetapan harga secara tidak tetap, terdapat dua harga
yaitu harga tertinggi dan harga terendah suatu barang yang bertujuan untuk menghindari
pelonjakan harga yang secara drastis dan penurunan harga secara terus menerus. Regulasi
harga seperti ini biasanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan standar
harga untuk barang-barang kebutuhan pokok. Marhamah Saleh, “Pasar Syari‘ah dan
Keseimbangan Harga,” dalam Jurnal Media Syari‘ah, Vol. XIII No. 1 Tahun 2011, hal. 21—
35.

19 Yussi Septa Prasetia, “Implementasi Regulasi Pasar Modal Syari‘ah pada Sharia
Online Trading System (SOTS),” dalam Jurnal Al-Tijary, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hal. 133.

200 Eka Sri Apriliana and Ariyadi, “Kenaikan Harga Ayam pada Masa Covid-19 di
Kota Palangkaraya (Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Regulasi Harga),” dalam
Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 7 No. I Tahun 2020, hal. 15-19.
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Regulasi harga oleh pemerintah setidaknya mempunyai tiga fungsi
dasar, yaitu: 1) Fungsi ekonomi harus meningkatkan produktifitas barang
dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah melalui
alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi karena regulasi harga. 2)
Fungsi sosial harus memelihara keseimbangan dan kerukunan antara
masyarakat miskin dengan masyarakat kaya serta tidak adanya
kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. 3) Fungsi moral harus
menunjukkan nilai-nilai keislaman dalam berbisnis dan bertransaksi,
seperti memelihara kejujuran dan keadilan, tidak ribd, menghindari
penipuan serta menjual barang untuk menebar kemanfaatan (mutual
goodwill) supaya bisa mendatangkan kemaslahatan.

Regulasi terhadap harga pasar melihat beberapa aspek yang
meliputi, jenis penyebab yang berakibat terhadap naiknya harga-harga
barang di pasar,®® serta urgensi harga pasar terhadap kebutuhan
masyarakat apakah pemerintah benar-benar harus mengintervensi harga
pasar. Tugas pemerintah adalah memelihara kemaslahatan bersama baik
masyarakat kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat biasa, pedagang
maupun pembeli, produsen maupun konsumen. Ketika diketahui terdapat
penimbunan yang menyebabkan harga di pasar naik, maka tugas
pemerintah adalah memaksa pedang-pedagang yang melakukan
penimbunan untuk mengeluarkan dan menjual barangnya kembali
sehingga harga barang kembali normal. Pemerintah dapat mengajukan
pembiayaan kepada negara apabila terjadi hal seperti ini, apabila negara
sedang terkena krisis pemerintah bisa meminta anggaran tambahan
kepada orang kaya untuk menanggulangi permaslahan ini, karena regulasi
pemerintah dalam hal kenaikan harga barang, yang paling keberatan
adalah masyarakat miskin, masyarakat miskin dapat memenuhi
kebutuhannya walaupun harga barang di pasar melonjak dari bantuan
pendistribusian kekayaan dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat
miskin, karena tujuan dari kesejahteraan perekonomian adalah
kemaslahatan dan kebaikan untuk menuju kesejahteraan yang hakiki

(faldh).

201 Penyebab regulasi oleh pemerintah terdapat 2 jenis yaitu genuine factor dan non

genuine factor. Genuine factor (faktor alami) bahwa naiknya harga barang di pasar karena
suatu keadaan lamiah yang ada di pasar, yaitu terjadinya kelangkan barang serta naiknya
jumlah permintaan. Sedangkan non genuine factor adalah naiknya harga barang di pasar
disebabkan adanya tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab untuk mengacaukan sebuah
pasar, seperti penimbunan, penipuan, dan lain sebagainya. Mabarroh Azizah, “Harga yang
Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal
Unisia, Vol. 34 No. 76 Tahun 2012, hal. 74-85.



202

3. Magdshid al-Syari ‘ah dalam Tata Kelola Publik

Magashid al-syari‘ah dalam tata kelola publik merupakan pendekatan
normatif yang menggunakan prinsip-prinsip dasar syariat Islam untuk
merancang, menilai, dan mengelola kebijakan publik demi kemaslahatan
masyarakat secara luas. Pendekatan ini telah banyak dikembangkan dalam
konteks modern sebagai bagian dari integrasi nilai-nilai Islam dalam good
governance, kebijakan publik, dan manajemen pemerintahan. Lima magdshid
al-syari‘ah al-Ghazali (hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh al-mal,
hifzh al-nasl). Perkembangan modern menambahkan dimensi lain, seperti:
hifzh al-bi'ah (menjaga lingkungan) hifzh al-huqiiq (menjaga hak asasi), dan
good governance (partisipasi, dan keadilan sosial).?*
a. Good Governance (Pemerintahan yang Baik)

Good governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang
menekankan pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi
masyarakat, supremasi hukum, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber
daya publik. Menurut UNDP (1997): “Good governance is the exercise
of economic, political and administrative authority to manage a country's
affairs at all levels”. Good governance mempunyai prinsip-prinsip yang
ditegakkan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, adapun prinsip
good governance adalah: 1) Partisipasi (participation), yaitu ikut terlibat
aktif warga dalam mengambil suatu keputusan. 2) Transparansi
(transparency), yaitu informasi apapun yang ada campur tangan
pemerintah, baik regulasi, kebijakan, atau informasi lainnya tersedia dan
dapat diakses secara bebas. 3) Akuntabilitas (accountability), yaitu
pemerintah sebagai pihak yang mengambil keputusan harus
bertanggungjawab secara publik. 4) Efektivitas dan efisiensi
(effectiveness and efficiency), yaitu menggunakan sumber daya secera
efektif dan efisien. 5) Penegakan hukum (rule of law), karena pada
hakikatnya hukum bisa ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. 6)
Responsif (responsiveness), yaitu pemerintah harus tanggap terhadap
kebutuhan masyarakatnya. 7) Keadilan dan inklusivitas (equity and
inclusiveness), yaitu dimana semua kelompok masyarakat terlibat dalam
mendapatkan manfaat, seperti subsidi, bantuan langsung, dan lain
sebagainya. 8) Konsensus orientasi, yaitu keputusan dibuat dengan
memperhatikan berbagai kepentingan.”®

202 Dwidja Priyatno, Figh Tata Kelola Pemerintahan, Yogyakarta: UIII Press, 2021,
hal. 78.
203 World Bank, Governance and Development, Washington, DC, 1992.
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Islam sebagai sistem nilai spiritual dan sosial menawarkan prinsip-
prinsip tata kelola yang sejalan (bahkan melampaui secara moral) prinsip
good governance modern. Jika nilai-nilai Islam diterapkan dalam tata
kelola good governance adalah: Syura (participation), Amanah
(accountability), ‘Adalah (equity and rule of law), Ihsdn (efisiensi dan
etika kerja), Masiliyyah (responsiveness dan integritas pribadi),
Mashlahah ‘dmmah (public interest/ common good), Nahy al-munkar
(transparansi dan pengawasan publik). Contoh implementasi yang
terdapat di Negara Malaysia, yaitu adanya Islamic Governance
Framework oleh Bank Negara Malaysia (menggabungkan magashid,
syari‘ah compliance, dan prinsip efisiensi). Contoh lain yaitu di Negara
Indoesia yang sedang menerapkan nilai magdshid dalam perda syari‘ah
atau tata kelola zakat dan wakaf berbasis digital.?*

Islam memberikan legitimasi moral yang kuat terhadap tata kelola,
dan nilai-nilai spiritual memperkuat motivasi etik aparatur negara. Dalam
hal ini magqdshid al-syari‘ah menyediakan framework normatif yang
kompatibel dengan prinsip good governance modern. Good governance
mempunyai beberapa tantangan jika diterapkan di Negara Muslim, yaitu
dualisme sistem hukum dan politik di Negara Muslim, politik identitas
yang bisa mereduksi nilai-nilai Islam hanya sebagai alat kekuasaan, dan
kurangnya kapasitas kelembagaan dalam mengintegrasikan nilai-nilai
spiritual secara sistemik.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah segala keputusan dan tindakan pemerintah
yang dirancang untuk mengatasi persoalan publik. Menurut Thomas R.
Dye (2002): “Public policy is whatever governments choose to do or not
to do.” Terdapat empat kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah,
yaitu kebijakan distributif, kebijakan regulatif, kebijakan redistributif dan
kebijakan konstituensi. Dalam hal intervensi harga oleh pemerintah,
kebijakan publik yang dilakukan adalah kebijakan regulatif berupa
peraturan dan Undang-Undang yang menyangkut hak dan kewajiban dari
penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi, dan peraturan tersebut
harus dilaksanakan karena sudah tertuang dalam regulasi dan disahkan
oleh pemerintah.?®

204 MLN. Siddiqi, Role of State in Islamic Economic System, Leicester: Islamic

Foundation, 1996, hal. 98-101.

2058, Ortynsky, M. Farag, and H. Mou, “Factors Facilitating the Adoption of Wellbeing
Budgets in New Zealand: A Case Study with Budget Actors,” dalam Journal of Public Policy,
Tahun 2024, hal. 290-300.
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Hak merupakan sesuatu yang berhak diterima, bisa berupa barang,
perlakukan, perlindungan dan juga tuntutan, sedangkan kewajiban adalah
sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak orang lain, hak
dan kewajiban diibaratkan dua sisi koin yang mempunyai keterikatan
karena untuk memperoleh hak-haknya, seseorang harus melakukan
kewajiban-kewajibannya. Hak dan kewajiban tidak hanya diperuntukkan
oleh konsumen saja, melainkan produsen juga berhak menerima hak dan
melakukan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,
karena mashlahah ‘ammah tidak bisa diperoleh ketika hanya
mempertimbangkan kebaikan salah satu pihak saja. Undang Undang
Perlindungan Konsumen merumuskan hak-hak dan kewajiban konsumen
yang terdapat dalam BAB III bagian kedua dari pasal 4 dan 5 adalah
sebagai berikut.?*®
1) Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak yang wajib diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi
barang dan jasa adalah sebagai berikut:

a) Konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

b) Hak untuk Fkhiyar atau memperoleh, mendapatkan, serta
menukar barang dan jasa sesuai dengan perjanjian dan jaminan
yang diberikan oleh produsen.

c) Hak atas informasi yang benar, transparan, dan jujur mengenai
kondisi barang atau jasa yang ditransaksikan.

d) Konsumen juga berhak didengar terkait keluhan-keluhan atas
barang atau jasa yang dikonsumsi.

e) Konsumen juga barhak memperoleh advokasi yang benar dan
jujur ketika terjadi perselisihan dan persengketaan antara
konsumen dengan produsen.

f) Hak untuk mendapatkan pembinaan pendidikan sebagai
konsumen.

g) Hak untuk memperoleh pelayanan yang jujur dan ramah, serta
tidak adanya diskriminasi.

h) Hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi bilamana barang
yang diterima tidak seseuai dengan apa yang ditransaksikan.

1) Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-
undangan lainnya.

206 Sofwan Ahmad Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghish Atau Tadlis Kualitas.”
hal. 39.
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Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan
konsumen kepada produsen adalah sebaga berikut:

a) Membaca atau mengetahui produk yang dibeli supaya tau
informasi tentang produk dan prosedur cara penggunaan dan
pemanfaatannya sehingga barang dan jasa aman dikonsumsi atau
digunakan.

b) Mempunyai tujuan yang baik dalam membeli barang dan jasa.

¢) Membayar sesuai dengan jumlah nilai tukar yang telah
disepakati kedua belah pihak.

d) Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.?”’

2) Hak dan Kewajiban Produsen atau Penjual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen Bagian Kedua Hak dan Kewajiban
Pelaku Usaha atau produsen adalah sebagai berikut:

a) Pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan
nilai tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang
diperdagangkan.

b) Produsen juga berhak mendapakan perlindungan dari konsumen
yang mempunyai 7 tigad tidak baik.

c¢) Hak mendapatkan pembelaan yang sepatutkan ketika terjadi
persengketaan dengan konsumen.

d) Hak memperoleh rehabilitasi nama baik yang disebabkan
kesalahpahaman atas kerugian yang tidak disebabkan olehnya.

e) Serta hak-hak yang terdapat dalam peraturan peundang-
undangan lainnya.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pelaku usaha/ produsen yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun
1999 adalah sebagai berikut:**®
a) Bertujuan baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b) Memberikan informasi yang detail, jujur dan transparan
mengenai kondisi barang atau jasa, dan memberitahu bagaimana
cara melakukan perawatan, penggunaan dan perbaikan.

¢) Memperlakukan dan melayani konsumen dengan baik dan tidak
melakukan diskrimisasi.

207 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen,” Pasal 8-17, Tahun 1999..

208 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen,” Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 6, Tahun 1999.



206

d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
dengan standar mutu jaminan yang berlaku.

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang
atau jasa dan memberikan jaminan atau garansi atas barang atau
jasa yang diperdagangkan.

f) Memberi kompensasi atau ganti rugi atas barang atau jasa akibat
dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan.

g) Memberi kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
di awal akad.

Dalam Pasal 36, anggota Badan Perlindungan Konsumen terdiri
atas unsur: pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat, akademis dan tenga ahli. Dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tidak hanya mencari keadilan dan kewajiban
bagi konsumen saja melainkan pelaku usaha atau produsen juga
mempunyai kedudukan yang sama dalam hal memperoleh keadilan
maupun memberikan kewajiban kepada konsumen. Konsumen, produsen
maupun pemerintah mempunyai andil yang sangat penting dalam
kegiatan ber-mu’dmalah, mereka semua adalah manusia yang harus
dimanusiakan, juga berhak memperoleh hak dan keadilan dalam
bertransaksi. Di Amerika Serikat gerakan perlindungan konsumen hanya
ditujukan untuk golongan tertentu, yaitu untuk masyarakat miskin (low
income consumers) dan masyarakat yang berpendidikan rendah.>*

Transaksi jual beli lewat e-commerce, yang tidak ada pada masa
Nabi Muhammad Saw ataupun sahabat merupakan salah satu jenis
mu ‘dmalah di era modern yang menggunakan kecanggihan teknologi
informasi untuk mempermudah pembeli maupun penjual dalam
melaksanakan transaksi, namun risiko yang dihadapi pembeli lebih besar
karena dari awal transaksi, pembelian dan pembayaran semuanya
dilakukan secara virtual sehingga ada peluang pembeli mengalami
penipuan, barang yang dibeli dengan yang dikirim tidak sesuai, cacat pada
barang yang disembunyikan oleh penjual, dalam hal ini konsumen
memerlukan perlindungan lebih untuk menghadapi risiko-risiko akibat
transaksi lewat e-commerce.

Di Indonesia salah satu cara untuk mengetahui suatu produk dengan
kualitas yang sudah terstandar keamanannya adalah dengan cara melihat

209 Abdul Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam
Transaksi di E-Commerce,” dalam Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 2 Tahun 2007, hal. 247-270.



207

dengan teliti apakah produk sudah bertuliskan SNI (Standar Nasional
Indonesia) atau belum, jika produk yang dibeli sudah ber SNI
kemungkinan keamanannya sudah terjamin karena sudah teruji, selain
terstandar SNI produk yang dijual harus tertera kejelasan tentang
kehalalan produk, jika produk tidak halal maka harus diberi petunjuk yang
menjelaskan bahwa produk mengandung salah satu barang yang
diharamkan dalam Islam, apalagi Negara Indonesia merupakan negara
dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.?’® Dalam al-Qur’an
Strah al-Bagarah (2) Ayat 279 Allah Berfirman:

e O3AlE Y5 Rl Y
Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak didzhalimi (dirugikan).

Penggalan ayat tersebut merupakan suatu keadilan yang terdapat
dalam dua orang yang sedang bertransaksi, baik sebagai penjual maupun
pembeli berhak mendapatkan value dari hasil transaksinya dan
berkewajiban untuk memberikan value yang terbaik bagi partner
mu ‘dmalah-nya. Value yang dimaksud adalah kejujuran, keuntungan,
keterbukaan dan hal-hal lain yang dapat memberikan manfaat bagi
partner bisnisnya.

Dalam Islam, setiap kebijakan seharusnya diarahkan untuk
mencapai mashlahah dan menjaga maqgashid al-syari‘ah. Prinsip Islam
menuntut bahwa: Setiap kebijakan harus adil, transparan, dan berorientasi
pada kesejahteraan umat, dan tujuan kebijakan tidak hanya duniawi tetapi
juga ukhrawi (akhirat).?**

c. Manajemen Pemerintahan

Manajemen  pemerintahan  adalah  proses  perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atas fungsi-fungsi
pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara secara efisien dan
efektif. Menurut Henry Fayol (klasik): “7o manage is to forecast and
plan, to organize, to command, to coordinate and to control.” Dalam
konteks pemerintahan, manajemen digunakan wuntuk, menyusun
kebijakan publik, mengelola sumber daya (manusia, anggaran,
informasi), memberikan pelayanan publik, dan menjalankan fungsi
administrasi negara. Dalam Islam, pemerintahan adalah amanah (trust)

210 Ali Mansyur and Irsan Rahman, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen
Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional,” dalam Jurnal Pembaharuan Hukum,
Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hal. 1-10.

21 M. H. Kamali, “Siyasah Syar’iyyah or the Policies of Islamic Government,” dalam
American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 6 No. 1 Tahun 1989, hal. 59-80.
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yang harus dijalankan dengan adil (al/- ‘adl), transparan, dan bertanggung
jawab kepada Allah dan rakyat.

Nilai-nilai Islam menuntut bahwa manajemen pemerintah tidak
hanya untuk efektivitas administratif, tetapi juga untuk mewujudkan
mashlahah ‘ammah (kemaslahatan umum), menjaga magqdshid al-
syari‘ah, dan menegakkan keadilan sosial dan moral. Contoh praktik
Islami dalam manajemen pemerintahan Khalifah ‘Umar bin Khaththab
yaitu mengembangkan sistem audit pejabat (Hisbah), pengaduan
masyarakat (diwan al-shakwa), dan pengawasan pasar (Muhtasib),
penerapan sistem zakat dan wakaf sebagai bagian dari manajemen
keuangan sosial, dan pelayanan publik yang ditekankan sebagai bentuk
ibadah dan pelayanan kepada makhluk Allah.?*?

Terdapat beberapa model manajemen pemerintah berbasis Islam
(Islamic Public Management), yaitu: 1) Perencanaan (al-takhtith), harus
berdasar pada mashlahah dan istikharah/ijtihad  kolektif, 2)
Pengorganisasian (al/-tanzim), pengelolaan lembaga berdasarkan syura
dan struktur amdnah, 3) Pelaksanaan (al-tanfidh), dilaksanakan secara
profesional dan akuntabel, 4) Pengawasan (al-rigdbah) yaitu mencakup
Hisbah, pengawasan internal dan eksternal, serta evaluasi spiritual.
Integrasi epistemologi dalam teori Barat berfokus pada efisiensi, hukum
positif dan respons publik, sedangkan dalam teori Islam ditambah nilai
ukhrawi, keadilan spiritual, serta amdnah Ilahiah.**?

Manajemen pemerintahan dalam Islam tidak hanya soal tata kelola
administratif, tapi juga mengandung dimensi etika, spiritual, dan sosial.
Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam teori manajemen pemerintah
menciptakan pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya efektif secara
administratif, tetapi juga adil secara moral dan mashlahah bagi umat.

d. Tanggung Jawab Negara Menurut Siyasah Syar ‘iyyah

Siydsah syar ‘iyyah adalah kebijakan atau tindakan pemerintahan
yang dilakukan untuk mengatur urusan rakyat, dengan tujuan
merealisasikan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah mafsadah
(kerusakan), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari‘ah.

212 Haris Maiza Putra, H. Ahyani, and N. Naisabur, “Reconstruction of the Practice of
Siyasa Syar‘iyyah During the Islamic Empire’s Relevance to CWLS Sukuk Regulation,”
dalam Journal Al-Istinbath: Hukum Islam, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, hal. 65-79.

213 Arsyad Dzimar and E Ghazlan, “The Urgency of Implementing Siyasah Syar’iyyah
Values in National Law-Making: Harmonizing Islamic Governance Principles with
Constitutional Democracy,” dalam Jurnal Syariat: Jurnal Hukum Islam, Tahun 2024, hal.
540-551.
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Dengan kata lain pemerintah boleh membuat kebijakan yang tidak secara
eksplisit dijelaskan dalam nash (al-Qur’an & Hadis), selama kebijakan itu
bertujuan menjaga mashlahah rakyat, yaitu sesuai dengan tujuan syariat
(magdshid al-syari‘ah), dan juga tidak melanggar prinsip-prinsip
syari‘ah. Tanggung jawab negara (siydsah syar ‘iyyah) adalah mengatur
sistem ekonomi yang adil, selain itu juga melindungi hak kepemilikan,
memberantas korupsi, penipuan dan kejahatan ekonomi.?**

Ruang lingkup tanggung jawab negara dalam siydsah syar ‘iyyah
dalam bidang ekonomi adalah, menegakkan hukum pidana, perdata,
administrasi, dan ekonomi sesuai syari‘ah. Selain itu juga mengatur
perdagangan, distribusi kekayaan, zakat, wakaf, pajak. Ruang lingkup
tanggung jawab negara juga mengatur kekuasaan negara sesuai prinsip
keadilan, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi hak milik
individu, mengatur ekonomi agar adil dan produktif, mencegah
eksploitasi ekonomi (seperti 7ibd), serta memastikan distribusi kekayaan
yang merata melalui sistem zakat, infaq, dan sedekah.

Negara, melalui aparaturnya, wajib melakukan pengawasan
terhadap berbagai kegiatan di masyarakat (seperti Hisbah dalam ekonomi)
untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariat dan terwujudnya
kemaslahatan. Selain itu, pemimpin juga harus akuntabel kepada Allah
dan kepada rakyatnya, karena rakyat memiliki hak untuk mengkritik dan
menasihati penguasa jika terjadi penyimpangan. Negara juga bertanggung
jawab dalam mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan prinsip-
prinsip Islam, yaitu perdamaian, keadilan, dan kerja sama, serta kesiapan
untuk membela diri jika diserang.

Contoh kasus yang terjadi di Negara Malaysia (Wilayah
Persekutuan dan Negeri-Negeri Muslim), yaitu adanya Sistem Hukum
Ganda (hukum syari‘ah berjalan beriringan dengan hukum sipil).”** Di
Malaysia juga terdapat Pengadilan Syari‘ah, yaitu menangani urusan
keluarga Islam, pernikahan, waris, zakat, dan juga terdapat Majelis
Agama Islam Negeri yaitu mengatur wakaf, zakat dan pendidikan Islam.
Penerapan ekonomi syari‘ah yaitu Perbankan Syariah, Asuransi (takaful),
sukuk, dsb. Terdapat juga yang berkaitan dengan siydasah syar iyyah, yaitu
pemerintah menjadi penanggung jawab kemaslahatan (hdmil al-

214 «Al-Siyasah Al-Syar’iyyah: Good Governance in Islam,” Research Gate
Publication, 2016, hal. 65-67.

215 A. A. M Robbi and M. S. Ishak, “Al-Siyasah Al-Syar ‘iyyah’s Consideration and Its
Approach among the Governors in Islamic Financial Institutions: A Malaysian’s Experience,”
dalam Journal of Islamic Marketing, Tahun 2014, hal. 301-310.
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mashlahah) bagi kaum muslimin dalam aspek-aspek tertentu. Karena taat
kepada pemimpin terdapat dalam kaidah: “Tasharruf al-imam mantithun
bi al-mashlahah”, yaitu kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus
berdasarkan kemaslahatan.

Setiap negara mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya
termasuk Negara Indonesia. Pemerintah yang mereprentasikan tugas
negara harus memastikan bahwa warga negaranya tidak mengalami
kezhaliman atau ketidakadilan dengan tidak melakukan korupsi,
monopoli dan penindasan, hal ini sesuai dengan pancasila sila kelima
yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu
pemerintah harus bisa menjamin keamanan setiap warganya, baik
keamanan jiwa, harta, maupun agama, ini sesuai dengan Pasal 29 UUD
1945 tentang perlindungan HAM dan kebebasan beragama yang berbunyi
“Ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Ayat (2):
Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya
masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Sebagai penyumbang pendapatan tertinggi negara yang berupa
pajak (82%), masyarakat juga berhak memperoleh kesejahteraan sosial
yang berupa pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan
masyarakat, memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta
memberdayakan perekonomian dan mencegah kesenjangan. Ini juga
sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 terkait dengan kesejahteraan rakyat
melalui program pembangunan, distribusi ekonomi, dan pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA) yang berbunyi “Ayat (1): Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, Ayat (2): Cabang
produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara, Ayat (3): Bumi,air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” *'®

Sebagai rakyat dan pemerintah yang baik harus sama-sama saling
menjaga kedaulatan dengan tetap berpegang teguh pada masing-masing
hak dan kewajiban. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melayani
dan menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, sedangkan masyarakat
mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan juga berhak
memperoleh alokasi anggaran pajak berupa pendidikan, kesehatan,
layanan publik lainnya. Jika masyarakat saling menjaga kejujuran maka
negara Indonesia akan berkembang maju menuju Indonesia emas.

216 MKRI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” UUD RI 1945,
Vol. 105 No. 3 Tahun 1945, hal. 129-133.



BAB IV
TELAAH Al-QUR’AN DAN HADIS TENTANG KEADILAN DALAM
PASAR

A. Penafsiran Tematik (al-Tafsir al-Mawdhii ‘1) Ayat-ayat Ekonomi
1. Ayat-Ayat Tentang Keadilan dalam Mu ‘amalah

Pada dasarnya terjadi ketidakadilan dalam penentuan harga karena
terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran yang
menyebabkan munculnya distorsi seperti penimbunan sehingga pemerintah
terpaksa harus turun tangan untuk penentuan harga yang disebabkan oleh
manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dengan cara ceiling price dan
floor price.! Peranan pemerintah dalam mengawasi pasar ketika terjadi
ketidakadilan harga barang adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah sebagai
pengawas pasar harus menjamin bahwa harga-harga perjalan dengan normal
karena pasar telah terjaga kebebasannya, yang disebut sebagai pasar
persaingan sempurna, menghapus monopoli, membongkar penimbunan,
melarang kartel yang merugikan, dan memberikan informasi dengan jelas. 2)
Meningkatkan daya konsumsi untuk produsen kecil dan konsumen miskin dan
melindungi hak-hak mereka.> 3) Menggunakan berbagai kebijakan untuk

! Sabrina Farah Fuadia et al., “The Concept of The State in Islam: A Study of
Mawdh‘?’s Interpretation,” dalam Bulletin of Islamic Research, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024,
hal. 163—180.

2 Nanang Ardiansyah Lubis and Milhan Milhan, “Analysis of Mawdh(‘i’s Tafsir
Method: A Thematic Approach in Interpreting the Qur’an,” dalam Jurnl Syahadat: Journal
of Islamic Studies, Vol. 1 No. 3 Tahun 2024, hal. 81-87.
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mendapatkan harga yang adil dengan cara menghapus monopoli, karena
monopoli dianggap hanya bisa merusak pasar persaingan sempurna, yang
mana mereka adalah satu-satunya pemain atau pedagang yang bisa
menentukan besarnya harga barang sesuai keinginan mereka karena tidak ada
pesaingnya.’

Pasar monopoli yang merupakan pasar persaingan tidak sempurna
karena hanya terdapat satu penjual dalam pasar sehingga keputusan harga
langsung diambil alih oleh perusahaan sebagai penguasa pasar, tidak
selamanya mempunyai citra yang negatif dalam hal keadilan harga bagi
konsumen maupun produsen, kalau dalam pasar tersebut tidak ada kezhaliman
antara konsumen maupun produsen, maka penetapan harga pada pasar
monopoli dianggap adil, karena keduabelah pihak saling meridhai ( ‘an tardha
minkum). Pasar monopoli yang ada di Indonesia yang kebanyakan dikuasai
oleh pemerintah, seperti PT. Pertamina, PT. PLN merupakan pasar monopoli
skala nasional karena tidak ada individu maupun swasta yang bisa bersaing
untuk menciptakan produk tersebut, namun pasar tersebut tidak selalu
menzhalimi masyarakat atau konsumen pengguna, bahkan pemerintah sebagai
produsen juga memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk
meringankan pada produk-produk monopoli.

Harga yang adil (justum pretium) pertama kali muncul pertama
dilaksanakan di Roma dengan latar belakang ditempatkannya kasus-kasus
yang dihadapi oleh hakim bahwa keadilan itu terjadi jika sebuah nilai itu
seimbang dengan barang atau jasa. Sedangkan dalam konsep Yunani harga
yang adil bila mereka memperoleh pertukaran barang atau atau jasa sama
dengan sebelumnya yang mereka miliki sejak awal, jadi tidak kurang ataupun
tidak lebih, jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Dalam konsep Yunani
transaksi seperti ini lebih mengedepankan etika dan moral daripada
keuntungan dan kerugian.* Sedangkan Islam memandang harga yang adil
dilihat dari berbagai aspek, karena harga yang normal terjadi ketika terjadi
keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar dan tidak ada
pengaruh dari manapun yang menciptakan harga menjadi naik atau turun.
Selain saling ridhd dan tidak saling menzhalimi, dalam Isam tidak ada yang
boleh menentukan harga di pasar baik penjual, pembeli bahkan pemerintah
karena harga tercipta atas keadaan alamiah di suatu pasar, harga keseimbangan
pasar dapat terbentuk karena beberapa hal sebagai berikut: 1) Pasar kompetitif
sehingga saling terbuka antara penjual dan pembeli dan tidak ada yang
disembunyikan dari keadaan barang dan jasa yang diperjualbelikan. 2)

3 Lily Astrin Agustiana and Amin Wahyudi, “Intervensi Pemerintah Terhadap Harga
Gabah,” dalam Jurnal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 6 No. 3
Tahun 2024, hal. 210-222.

4 Azizah, “Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam
Perspektif Islam.” hal. 65-66.
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Produsen tidak menghadang pemasok barang di jalan sebelum sampai pasar
yang belum tau harga barang tersebut di pasar. 3) Pasar monopoli maupun
oligopoli tetap diperbolehkan asal produsen memberi harga dalam batas
koridor yang normal yang tidak memberatkan pembeli. 4) Tidak
menyembunyikan cacat barang hanya untuk mendapatkan keuntungan yang
lebih tinggi. 5) Tidak melakukan penipuan dalam bentuk apapun. 6) Tidak
menimbun barang hanya untuk mencari keuntungan karena barang dijual
dengan harga yang lebih mahal.

Pemerintah yang aktif dalam sistem perekonomian ikut campur tangan
dalam mentukan harga skaligus menjadi pelaku ekonomi yang aktif,
sedangkan pemerintah yang pasif dalam sitem pasar hanya sebagai pengawas
dan penentuan kebijakan pajak yang dibebankan kepada produk yang dijual.
Keadilan dalam pasar besifat objektif berlaku untuk semua pihak, tidak hanya
diperuntukkan untuk pihak-pihak tertentu. Seperti yang terdaat dalam al-
Qur’an Sarah al-Nahl (16) Ayat 90 Allah Berfirman:

Ry Ll ce 4G5 ol 3 s ghaYls gl sl d &

538 el 2y A5
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan
memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu
selalu ingat.
Dalam penggalan ayat inna Alldha ya’muru bil-‘adl, dikatakan oleh
Ibnu Mas’ud ra, yang merupakan ayat al-Qur’an yang komprehensif
menyangkut akhlak yang baik dan buruk pada masa jahiliyah, Qatadah
menuturkan bahwa tidak adanya akhlak yang baik dan luhur yang dipraktikan
pada masa jahiliyah, dan tidak adanya cibiran bagi yang melakukan
keburukan.’ Terdapat Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ab(i Na’im,
Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dari Sahl Ibnu Sa’d r.a Nabi Muhammad Saw
Bersabda:

ugﬂ)s\@'\ugumuh&\mwmuhw@\wﬁymh

(plose o 5)

Sesungguhnya Allah Swt. menyukai akhlak yang luhur dan membenci akhlak
vang buruk (HR. Muslim)

Al-Baihaqi dalam Kitab Syu‘abul Iman meriwayatkan dari Hasan r.a
dalam Strah al-Nahl Ayat 90 di atas, bahwa Allah menghimpun kebaikan dan

> Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir; ‘Aqidah Syari‘ah Manhaj (Yisuf al-Nahl) Juz
13 dan 14, 7th ed. Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 532-536.
6 Shahth Muslim, Kitdb al-Birr wa al-Silah, Hadis No. 2595.
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keburukan dalam satu ayat yang merupakan perintah untuk berbuat kebaikan

dan larangan dalam berbuat keburukan dan keji.

Ayat tersebut menjelaskan tentang berbuat adil bagi siapapun, karena
adil mempunyai sifat objektif dan tidak pandang bulu. Dalam Tafsir Li
Yaddabbaru Ayatih atau markas Tadabbur di bawah pengawasan Umr bin
Abdullah Al-Mugbil, Profesor Fakultas Syari‘ah Universitas Qashim Saudi
Arabia, yang dimaksud ‘adl dalam ayat tersebut adalah memberikan sesuatu
yang menjadi hak orang lain, dan juga mengambil sesuatu yang seharusnya
menjadi milik kita. Sedangkan iksdn adalah memberikan sesuatu melebihi dari
hak yang seharusnya diterima oleh orang lain, dan mengambil sesuatu lebih
sedikit sesuatu yang seharusnya menjadi hak kita, oleh karena itu menegakkan
keadilan adalah suatu kewajiban sedangkan berbuat baik (i4sdn) adalah suatu
anjuran, dan Allah memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang
mau berbuat kebaikan.”

Pemerintah secara umum mempunyai peran yang sangat penting dalam
mengatur sistem kenegaraan, baik tentang politik maupun ekonomi yang
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan tatanan kepemerintahan
yang kondusif. Terdapat dua jenis peran pemerintah yaitu pemerintah bisa
berperan aktif dan pemerintah bisa berperan pasif. Khususnya dalam sistem
perekonomian, pemerintah yang berperan aktif ikut campur tangan dalam
pengelolaan produksi, distribusi maupun konsumsi suatu barang dan jasa,
sedangkan pemerintah yang berperan pasif dalam sistem perekonomian adalah
sebagai pengawas pasar (al-Hisbah), penentuan pajak, dan penetapan harga
apabila terjadi distorsi di pasar yang harus melibatkan pemerintah dalam
menentukan harga barang dan jasa dalam keadaan yang darurat. Dalam sistem
pasar dan perekonomian terdapat implementasi nilai dan moral yang
diterapkan di pasar, dan implementasi teknis operasional di pasar.
Implementasi nilai dan moral yang harus diterapkan di pasar adalah sebagai
berikut:®
a. Mengimplementasikan nilai-nilai etika dan moral benar-benar diterapkan

di pasar.

b. Memastikan barang dan jasa yang dipasarkan adalah barang dan jasa yang
haldlan thayyiban, dan melarang barang-barang yang haram dan makruh
baik secara produksi, distribusi hingga konsumsi.

c. Pemerintah sebagai muhtasib (pengawas pasar) akan menyelesaikan
kasus-kasus yang menyimpang sehingga hanya terjadi persaingan yang

7 Umar bin Abdullah Al-Mugbil, “Tafsir Al-Qur’an Strah Al-Nahl Ayat 90,”
Tafsirweb.Com, last modified 2024, https://tafsirweb.com/4438-Siirah-an-Nahl-ayat-90.html.
Diakses pada 20 Februari 2025.

8 Dy Siti Jumiati and Sisi Amalia, “Penetapan Harga Oleh Pemerintah dan Mekanisme
Pasar dalam Perspektif Islam,” dalam Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi
Islam, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023, hal. 256-262.
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sehat (fair pay), saling keterbukaan antara penjual dan pembeli, keadilan,
saling ridha, karena Nabi Muhammad dulu juga terjun langsung ke pasar
untuk menyelesiakan suatu permaslahan di pasar.

d. Membatasi barang-barang mewah dan memprioritaskan barang dan jasa
yang bersifat primer, pemerintah sebagai muhtasib harus mengontrol para
produsen untuk menyediakan barang dan jasa kebutuhan pokok yang
dibutuhkan oleh Masyarakat secara keseluruhan.

Istilah harga yang adil dalam Islam terdapat beberapa terminologi antara
lain si'r al-mitsl, tsaman al-mits! (harga yang setara), dan gimah al-‘adl.
Istilah gimah al-‘adl (harga yang adil) pernah digunakan untuk peristiwa
pembebasan budak, yang mana Nabi Muhammad memberikan kompensasi
kebebasan budak, tetapi majikan tetap memperoleh ganti rugi atau kompensasi
yang adil atau gimah al-‘adl, ini terdapat dalam Shahih Muslim. Penggunaan
qimah al-‘adl juga pernah digunakan pada masa pemerintahan ‘Umar ibn al-
Khaththab dan “Ali ibn Abi Thélib yang menetapkan nilai baru atas diyah
(denda) setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.’

Dalam Islam istilah penetapan harga oleh pemerintah disebut dengan al-
tas ‘ir al-jabari, tas ‘ir yang artinya penetapan harga dan jabdri yang artinya
secara paksa. Menurut Ulama Hambeali fas ‘ir jabari adalah: Upaya pemerintah
dalam menetukan harga suatu komoditas dan memberlakukannya untuk
seluruh warganya dalam bertransaksi. Menurut Asy-Syaukani yaitu himbauan
kepada seluruh warganya untuk tidak menjual komoditasnya kecuali dengan
harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.
Pakar Figh Maliki yaitu ‘Urfah al-Malik mendefinisikan tas ‘ir jabdri adalah:
Penetapan harga barang oleh pemerintah untuk barang-barang yang bersifat
konsumtif. Dari beberapa istilah yang dikemukakan oleh Ulama, Ahli Figh
dan juga Mujtahid penetapan harga yang dianggap paksaan dari penguasa
yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama untuk penjual maupun pembeli
belum tentu bisa menciptakan mashlahah ‘aGmmah yang sesuai dengan
ekspektasi pemerintah, karena sesungguhnya harga yang adil merupakan
harga yang ditetapkan oleh Allah, yaitu terciptanya harga karena banyaknya
jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Terkadang tujuan pemerintah
untuk kemaslahatan orang banyak, ada penjual atau produsen yang terdzhalimi
dikarenakan keputusan pemerintah yang memberi batasan tingginya harga
barang, bisa jadi banyak biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk biaya
produksinya yang menyebabkan barang menjadi mahal dan langka.

Pasar mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan ber-
mu’amlah, transaksi jual beli, adanya permintaan dan penawaran sehingga

 Yenti Afrida, “Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM
Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam,” dalam Jurnal FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu
Keislaman, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, hal. 71-88.
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pasar merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi orang untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya terutama untuk memenuhi kebutuhan
konsumtlfnya Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad Saw Bersabda:

ujgmuyex“}u; A a0 05 dudummsmﬂfﬁb_(\
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Sungguh seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar di punggungnya
lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang
itu memberinya atau menolaknya. (HR. Bukhari)

Dari Hadis di atas menjelaskan bahwa pintu rizqi terbanyak itu ada
dalam perdangangan, kalau dalam suatu perdangan banyak terjadi
ketidakjujuran, penipuan, pemimbunan sehingga menyebabkan pemerintah
turun tangan dan ikut campur tangan dalam pasar, terutama dalam penetapan
harga maka esensial pasar yang sesungguhnya telah hilang dan hilang
keberkahan yang ada di dalamnya, seperti yang terdapat dalam Hadis Nabi
Muhammad Saw Bersabda:
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Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk melanjutkan atau

membatalkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya

jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka akan

diberkahi. Sebaliknya, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (cacat
barang), maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus. (HR. Bukhar?)

Hadis Ibnu Hizam di atas menjelaskan bahwa terdapat keberkahan yang
nyata ketika transaksi jual beli yang disertai dengan kejujuran dan keterbukaan
antara penjual dan pembeli, ketika kedua belah pihak saling tidak jujur atau
menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan dagangannya, maka akan
hilang keberkahan yang ada di dalamnya. Keberkahan merupakan salah satu
komponen yang terdapat dalam kemaslahatan, jika keberkahan hilang dari
kegiatan mu ‘dmalah maka kemaslahatan dalam bertransaksi tidak ada, yang
ada hanyalah keuntungan materi karena hasil penipuan, utility atau kepuasan
bagi pihak yang menipu karena mendapatkan keuntungan yang melebihi
ekpektasi.

10 Shahih al-Bukhari, Kitab Zakat, Bab Menjaga Diri dari Meminta-Minta, No. 1470.

11 Shahih al-Bukhari, Kitdb al-Buyii‘, No. 2079, dalam Idris Parakkasi and Kamiruddin
Kamiruddin, “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal
Laa Maysir, Vol. 5 No. 1 Tahun 2018, hal. 107-120.
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2. Ayat-Ayat yang Menyebabkan Distorsi Pasar
Distorsi pasar merupakan keadaan dimana suatu kondisi pasar terjadi
kesalahan atau ketidaknormalan, seperti terjadinya monopoli, ketidakadilan
dalam distribusi barang, penimbunan, ribd, penipuan, sehingga menyebabkan
harga barang tidak stabil, karena pihak-pihak tertentu yang melakukan
kecurangan. Suatu pasar yang normal itu terjadi ketika transparansi dalam
bertransaksi, adil, dan juga saling ridhd antara penjual dan pembeli, di antara
ayat-ayat yang menyebabkan distorsi pasar adalah sebagai berikut:
a. Ayat Tentang Larangan Penimbunan (Zhtikar)
Rekayasa permintaan (ihtikdr) merupakan penimbunan barang
supaya terjadi kelangkaaan dengan tujuan spekulasi, dan dijual di
kemudian hari dengan harga yang lebih tinggi, atau di atas harga standar
pada umumnya. Sebenarnya tidak ada larangan ketika seseorang
menyimpan barang dalam jumlah yang banyak untuk keperluannya
sendiri, tetapi yang menjadi pernasalahan adalah ketika penyimpanan atau
penimbunan itu bertujuan untuk menjadikan kelangkaan barang di pasar,
sehingga barang langka yang ia simpan bisa dijual dengan harga sesuai
dengan keinginannya, dalam istilah ekonomi disebut dengan “Monopoly s
Rent Seeking”.'” Dalam dunia bisnis, semua orang diberikan kebebasan
untuk melakukan usaha tetapi tetap dalam penjagaan koridor yang sesuai
dengan etika dan moral dalam berbisnis. Tidak semua kegiatan
menyimpan dan memonopoli barang adalah kegiatan iAtikdr, penimbunan
barang/ ihtikar yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan harga di
pasar dan menyebabkan kelangkaan barang di pasar apabila memenuhi
kriteria-kriteria sebagai berikut:
1) Mengupayakan dengan niat yang menyebabkan barang langka di
pasar, baik dengan cara menimbun atau dengan cara entri barriers."

12 Wulandari and Zulgah, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan
Penanganan Distorsinya.” hal. 202-203.

13 Entri barriers merupakan hambatan-hambatan yang dilakukan pihak tertentu untuk
menghalangi pedagang atau penjual untuk masuk dalam pasar, hambatan-hambatan itu bisa
berupa biaya masuk pasar yang terlalu tinggi yang meliputi: 1) Membebankan pajak khusus
bagi peserta baru untuk perusahaan yang sudah ada di pasar, 2) Biaya perlindungan paten, 3)
Identitas merek yang kuat, 4) Biaya peralihan pelanggan yang sangat tinggi, 5) Biaya loyalitas
pelanggan, 5) Biaya administrasi lain bagi perusahaan yang baru untuk kepentingan lisensi
atau izin regulasi sebelum perusahaan beroprasi. Hambatan-hambatan masuk pasar ini
disebabkan karena persaingan dan biaya yang tinggi, sedangkan masuk pasar yang tidak
terdapat persaingan yang tinggi maka tidak memerlukan biaya, tetapi rasio penjualan di pasar
sangat rendah. Anisah Luthpi Adawiyah et al., “Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap
Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal Pendidikan
dan Konseling, Vol. 4 No. 6 Tahun 2022, hal. 3309-3316.
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2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga
barang sebelum munculnya kelangkaan barang di pasar.

3) Mengambil keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan
keuntungan sebelum penimbunan maupun entry barriers. Dalam al-
Qur’an Sarah al-Hasyr (59) Ayat 7 Allah Swt Berfirman:

...... e 2 ) G A Y oS

(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang

kaya saja di antara kamu.

Ayat tersebut tentang larangan penumpukan harta hanya pada
pihak-pihak tertentu, seperti halnya penimbunan yang menyebabkan
ketidakmerataan kekayaan, baik kekayaan negara maupun kekayaan
individu. Salah satu hal yang menyebabkan ketidakmerataan dalam
distribusi adalah rendahnya mobilitas sosial, rendahnya mobilitas sosial
disebabkan karena ketidakmerataan jumlah penduduk yang ada di kota
dan di desa. Sehingga masyarakat yang tinggal di desa atau pedalaman
lebih sulit mendapatkan akses dan mengakibatkan tidak meratanya
distribusi. Dalam hal ini pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam
tidak hanya penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen
saja, atau dari kota ke desa, melainkan penyaluran pendapatan dari orang-
orang yang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagai prinsip
untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan penolakan sistem
ekonomi kapitalis yang mana harta dan faktor produksi hanya dikuasai
oleh kelompok-kelompok kapitalis.'*

Dalam Tafsir al-Munir kata distribusi dalam kata daulah pada
penggalan ayat tersebut yang berarti harus berputar atau perpindahan
sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan dalam
terminologi daulah berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang
bersifat konstan dan tidak ada hambatan. Menurut penjelasan al-Qarni
dalam Tafsir al-Muyassar, bahwa harta yang dimkasud dalam Strah al-
Hasyr Ayat 7 adalah harta fay 'yang diperoleh dari hasil rampasan perang
melawan orang musyrik yang belum sampai terjadi peperangan, maka
harta itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya dan akan didistribusikan untuk
kemaslahatan umatnya, untuk para kerabat Nabi Muhammad yaitu Bani
Hasyim dan Bani Al-Muththalib, untuk anak yatim, orang miskin, ibnu
sabil, musafir yang kehabisan bekal, dan orang-orang yang

14 Faiha Fikriyyah, “Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Qur’an Strah Al-Hasyr

Ayat 7,” dalam Jurnal Ulumul Qur’an: Jurnal llmu al-Qur’dn dan Tafsir, Vol. 2 No. 1 Tahun
2020, hal. 5.



219

membutuhkannya, supaya harta tersebut tidak hanya tertuju pada
segelintir orang saja.'’

Larangan menumpuk kekayaan hanya pada kelompok tertentu,
mengajarkan pentingnya distribusi pendapatan kepada pihak-pihak yang
membutuhkan untuk menumbuhkembangkan kesejahteraan yang
berkelanjutan, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia,
supaya semua orang dan masyarakat kecil dapat berkontribusi dalam
memberdayakan perekonomian. Bentuk pemberdayaan perekonomian
berupa distribusi pendapatan, supaya harta tidak hanya terkumpul pada
pihak-pihak tertentu saja dapat berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah,
dan Wakaf). Distribusi pendapatan berupa ZISWAF dapat memberikan
pelajaran kepada setiap orang bahwa, harta yang sesungguhnya kita miliki
hanyalah berupa titipan, dan terdapat hak-hak orang lain yang harus
ditunaikan supaya harta yang dimiliki selelu mendapat keberkahan.
Sepertl yang terdapat dalam al-Qur’an Strah al-Bagarah (2) Ayat 265:
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Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk
mencari ridhad Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah
kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu)
menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak
menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai).’s Allah Maha Melihat apa
yvang kamu kerjakan.

Ayat tersebut merupakan ayat perumpamaan (amtsal) dalam al-
Qur’an, amtsdl al-Qur’an merupakan ayat perumpamaan yang berusaha
menjelaskan sesutu dengan diumpamakan terhadap suatu perkara. Dalam
ayat tersebut apabila seseorang mau berinfaq di jalan Allah, maka
diumpamakan seperti sebuah kebun yang di tanam di dataran yang tinggi

15 Dedi Mardianto, Ahmad Mujahid, and Muhsin Mahfud, “Konsep Pertumbuhan
Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur’an Sirah Al-Hasyr Ayat 7,” dalam Jurnal Al-Ghaaziy:
Jurnal llmu Al-Qur’dn dan Tafsir, Vol. 1 No. 1 Tahun 2025, hal. 40-55.

' Diumpamakan dengan dataran tinggi karena dataran tinggi yang lebih dingin
berpotensi mendapatkan awan hujan lebih banyak daripada dataran rendah sehingga
tanamannya lebih subur. Kalaupun tidak ada hujan lebat, gerimis pun cukup untuk membasahi
tanahnya. Sofi Faiqotul Hikmah, “The Mashlahah Values in the Matsal Musharrah Economic
Verse in Q.S. Al-Baqarah Verse 265,” dalam Proceeding of International Conference: on
Multidisciplinary Sciences for Humanity in The Society 5.0 Era, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022,
hal. 115-125.
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yang selalu di aliri dengan air hujan secara terus menerus sehingga
menghasilkan buah yang sangat lebat. Dapat diartikan bahwa orang yang
mau berinfaq di jalan Allah, secara materi akan berkurang nilainya tetapi
keberkahan yang terus mengalir atas rezeki yang diterima akan berlipat-
lipat dari apa yang sudah dikeluarkannya, itu merupakan bentuk distribusi
kekayaan supaya kekayaan tidak bertumpuk hanya pada beberapa
golongan saja.

Dalam konsep ekonomi distribusi kekayaan itu tidak hanya
bagaimana cara menyalurkan kekayaan dari si kaya kepada si miskin saja,
melainkan bagaimana si miskin dapat memperoleh akses yang sama untuk
mengembangkan perekonomian berupa pendirian UMKM, sehingga si
miskin tidak hanya berpangku tangan pada si kaya berupa pemberian
ZISWAF yang konsumtif, dan kekayaan bisa terdistribusi dengan rata.
Larangan menimbun juga terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan dari
Abl Hurairah, Muslim meriwayatkan melalui jalur Ma‘mar, dari
Hammam bin Munabbih, dari AbG Hurairah, Nabi Muhammad Saw
Bersabda:
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Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. (HR. Muslim)
Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim, Kitab
al-Musaqat, Bab al-Hikr, dalam kata khdthi’ yang mempunyai arti “pelaku
dosa” atau orang yang mempunyai salah secara moral. Hadis ini menjadi
dasar larangan dalam praktik penimbunan barang-barang kebutuhan
pokok yang bertujuan untuk mencari keuntungan saat terjadi kelangkaan
dan membuat banyak orang kesusahan.'® Dalam Hadis yang bersanad
mauguf dan termasuk dalam katagori Hadis mursal atau atsar, yaitu Hadis
yang bukan marfii' atau langsung dari Nabi, melainkan dari
sahabat/tabi’in. Riwayat tambahan tentang perkataan Sa‘id bin al-
Musayyib terdapat dalam sebagian jalur periwayatan, disebut oleh Ibn Abi

Shaybah, al-Mushshannaf 6/11.

17 Shahih Muslim, Kitdb al-Musagqat, No. 1605.

18 Rizqa Ananda, Akh. Fauzi Aseri, and Anwar Hafidzi, “Keadilan Distributif dalam
Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan
Ekonomi di Indonesia,” dalam Journal of Islamic and Law Studies, Vol. 9 No. 1 Tahun 2025,
hal. 91-103.
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Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa’id ditanya,
“Kenapa engkau lakukan ihtikar? Sa’id menjawab, Sesungguhnya
Ma'mar yang meriwayatkan Hadis ini telah melakukan ihtikar. (HR.
Muslim).

Yang dilarang ihtikdr hanyalah bahan makanan saja, karena Sa’id
bin Musayyab dan Ma’mar (perawi Hadis) menimbun minyak, karena
minyak bukan merupakan bahan makanan dan boleh melakukan ihtikar
barang-barang selain bahan makanan. Terdapat dalam suatu Riwayat yang
mengatakan bahwa ihtikar boleh dilakukan kecuali di kota Makah dan
Madinah, karena jika melakukan ihtikar jenis barang apapun di dua kota
ini, maka akan menghambat perekonomian masyarakat sekitar, berbeda
dengan melakukan ihtikar selain di kota Makah dan Madinah,
perekonomian mereka tidak terhambat karena wilayah yang luas tidak
seperti di kota Makah dan Madinah. Terdapat juga Hadis yang
dlrlwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar r.a:
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Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Aku melihat orang-orang yang
membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman
Rasulullah  Saw  mereka dilarang menjualnya kecuali harus
mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu. (HR. Bukhari)

Dapat dikatakan sebagai ihtikar yang dapat menzhalimi orang lain
apabila: 1) Seseorang membeli barang dengan niat untuk ditimbun, 2)
Menyimpan barang tersebut supaya terjadi kelangkaan di pasar, 3)
Kurangnya persediaan barang di pasar sehingga menyebabkan
ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar, 4) Orang yang
telah melakukan ihtikar mengeluarkan dan menjual barang timbunannya
ketika harga melonjak sangat tinggi, 5) Hal ini yang dapat merusak

19 Shahih Muslim, Kitdb al-Misdqat, Bab Hurmat Al-Ihtikdr. No. 1605.
20 Shahih al-Bukhari, No. 1987.
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harga.?! Kejadian seperti ini pernah terjadi di Indonesia pada awal tahun
2022 sangat langka minyak goreng di pasaran, bahkan supermarket.

Masyarakat sangat mengalami kebingungan karena minyak goreng
adalah salah satu bahan masakan yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat
Indonesia, sampai sekarangpun tidak tahu siapa yang bertanggungjawab
atas kejadian waktu itu, karena pada waktu itu harga minyak goreng naik
100% dari harga normal biasanya, hal ini terjadi karena banyaknya
permintaan dari masyarakat sedangkan barang yang tersedia di pasar
sangat sedikit. Selain harganya sangat mahal, minyak goreng olahan dari
minyak bekas, dan juga minyak goreng kualitas rendah beredar di pasaran
untuk memenuhi permintaan masyarakat. Walaupun berkualitas rendah,
masyarakat menengah ke bawah lebih memilih minyak olahan yang
berkualitas rendah daripada minyak kemasan yang harganya sangat
tinggi, walaupun minyak yang dibeli itu diketahui akan menyebabkan
penyakit jika dikonsumsi. Terdapat kaidah yang berkaitan dengan ihtikdr
yang dapat membahayakan seseorang dan keadaan hngkungan sekltar

B CCEN YT PWRES u,ul_d\ AR K
Setiap penyimpanan atau penahanan yang sekiranya bisa menyulitkan
manusia maka dikatakan sebagai ihtikar.

Kaidah terebut diperkuat dengan Hadis Nabi Muhammad tentang
tindakan salah yang dilakukan orang demi mendapatkan keuntungan
dengan mengabaikan kepentingan dan kebutuhan orang lain, yaitu iktikar,
Nabi Muhammad Saw Bersabda:
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Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga

pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah.
(HR. Ibnu Méjah dari Ab Hurayrah).

Berkaitan dengan penimbungan (ihtikar), juga terdapat dalam al-

Qur’an Sdrah al-Nisd’ (4) Ayat 29 Allah Swt Berﬁrman
w\}&ajmujs;gi‘y\dkuues;:;&\ﬁ\ \}SSD\J\}\A\UJJ\L@_M
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa

2! Shahih al-Bukhari, Kitdb al-Buyi‘, No. 2135.

22 Silviana Chairunnisa, “Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Thtikar,” dalam Jurnal Al-
Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022 hal. 1-21.

23 Sunan Ibnu Majah, Hadis No. 2331 dan 2332.
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perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

Larangan untuk memakan harta secara bdthil dalam ayat ini
merupakan larangan yang jelas memakan harta sendiri atau mengambil
harta orang lain (amwdlakum) dengan cara-cara yang dilarang oleh
syariat. Mengambil harta orang lain secara bdthil dilakukan dengan cara
menipu dalam transaksi perdagangan, ribd, melakukan ihtikar, judi, dan
transaksi-transaksi lain yang dapat menzhalimi pelaku mu ‘dmalah
lainnya, sedangkan memakan harta sendiri dengan cara yang bdthil
merupakan menggunakan harta sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang
tidak bermanfaat, bahkan sangat merugikan pemilik harta, seperti
digunakan untuk membeli minuman keras, menjual atau membeli babi,
lalat bangkai, atlat-alat musik, bahkan upah menangisi orang mati.?*
Harta-harta yang diperoleh dengan cara yang bdthil harus dikembalikan
kepada yang berhak, karena kita mendapatkan atau memakan harta harus
sesuai dengan koridor Islam, salah satunya dengan cara perniagaan yang
baik, jujur, saling ridhd dan tidak menzhalimi orang lain, karena
melakukan penipuan secara kasat mata akan menghasilkan keuntungan
yang banyak, namun sejatinya kebinasaan di hadapannya sudah
menantinya.

Kalimat amwdalakum dalam ayat di atas adalah merupakan harta
umat, maksudnya adalah harta atau kepemilikan individu merupakan
harta umat yang memilikinya adalah nisbi, dan merupakan cara Allah
untuk menitipkan harta tersebut supaya tidak dimilikinya secara mutlak,
karena ada hak-hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut dan bisa
diberikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sedangkan harta
umat juga merupakan salah satu harta pribadi dan sebagai individu yang
harus bisa menjaga harga umat sebagaimana menjaga harta pribadi,
dengan seperti itu dapat menyebabkan ketentraman bagi masyarakat dan
kemaslahatan harta individu maupun harta umat bersama.

Penimbunan barang (ihtikar) merupakan salah satu bentuk transaksi
mu ‘dmalah yang satu sisi diperbolehkan dalam syariat bila kegiatan
tersebut tidak merugikan orang lain, sisi yang lain tidak memperbolehkan
transaksi tersebut karena dapat menyebabkan langkanya barang di pasar
dan tidak seimbangnya jumlah penawaran dan permintaan sehingga harga

24 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir: ‘Agidah, Syari‘ah, Manhaj (Al-Nisd’, Al-
Ma’idah), Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 30-39.
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barang tersebut bisa menjulang tinggi.?> Karena dalam ber-mu dmalah
selain saling ridha dan tidak menzhalimi yang lain, kita juga
diperintahkan untuk saling tolong menolong, seperti yang terdapat dalam
al Qur an Surah al- M idah (5) Ayat 2 Allah Swt berﬁrman

u\s.d\ KYRWe
Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-
Nya.

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban manusia untuk saling tolong
menolong dalam kebaikan, bersinergi dalam kebajikan dan takwa, saling
bahu membahu, gotong royong untuk keperluan umum serta menjauhi apa
yang dilarang oleh Allah Swt, karena dalam ayat tersebut juga terdapat
larangan dalam tolong menolong terhadap keburukan, dosa dan
kemaksiatan, hal seperti ini dipertegaas dalam Hadis yang diriwayatkan
oleh At-Thabrani Nabi Muhammad Saw bersabda:

é‘;ddwd\ﬁ%ﬂ\ d).mju\‘\.cam\u.mjdjbaa\]\ J):u.uu_}\uc

(?L.ma\jj) 264&;\3);\ d.\.odﬂ).\;

Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan adalah seperti orang
vang melakukan kebaikan itu sendiri. (HR. Muslim)

Adapun Hadis Riwayat Ibnu Méijah tentang larangan menimbun
(ihtikar) karena menyebabkan kerusakan harga di pasar, diriwayatkan
‘Umar bin al-Khaththdb Nabi Muhammad Saw Bersabda:

d‘j‘)‘)nd\aj\%&\d)u)du JUMQAU\GAAJ&_\M\L)JJAQL)Q

(Anla el o) 5) 27 &y sada sl 5
Orang yang membawa barang (ke pasar) akan diberi rezeki, sedangkan
orang yang menimbun barang dilaknat. (HR. Ibnu Majah).

Betapa penimbunan ini sangat merugikan orang lain sehingga
dalam Hadis yang diriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khaththab Nabi
Muhammad Saw Bersabda:

Crealladl) e AN (ya ) 5 06 6 Legle dll o) e () 08
(4ale 0l o) 5) 28 SV 5 23410 A 45 Glaa

25 M. Nur Rianto Al Arif, “Monopoly and Ihtikér in Islamic Economic,” dalam Jurnal
Shirkah: Journal of Economics and Business, Vol. 1 No. 3 Tahun 2016, hal. 299-310.

26 Shahih Muslim, Kitdb al-Imdrah, No. 1893.

27 Sunan Ibnu Ma4jah, Hadis No. 215.

28 Ibn Majah, Sunan Kitdb at-Tijdrah, Bab al-Hikr, No. 2155.
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Barang siapa menimbun makanan untuk (merugikan) kaum Muslimin,
maka Allah akan menimpanya dengan penyakit kusta dan kefakiran. (HR.
Ibnu Majah)

Walaupun dalam al-Qur’an secara langsung tidak ada larangan
penimbunan (ihtikdr) namun dalam al-Qur’an terdapat larangan
mengambil harta secara bdthil, larangan menumpuk harta hanya pada
kelompok tertentu, dan itu merupakan representasi dari larangan
penimbunan, tetapi banyak Hadis tentang larangan penimbunan.?’ Dalam
Islam, ihtikar yang dimaksud adalah penimbunan barang pokok untuk
keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat yang merupakan tindakan
yang diharamkan. Meskipun tidak disebutkan eksplisit dalam al-Qur’an,
prinsip-prinsip keadilan, distribusi merata, dan larangan eksploitasi
ekonomi sangat mendukung pelarangan tersebut. Hadis-Hadis Nabi
Muhammad Saw dengan tegas mengutuk praktik penimbunan ini.

b. Ayat Tentang Larangan Penipuan (7adlis)

Tadlis (u+1¥S) dalam istilah Hadis juga berarti menyembunyikan
cacat riwayat atau menyamarkan informasi. Tapi dalam konteks
mu ‘dmalah, tadlis berarti penipuan tersembunyi, seperti memoles barang
rusak agar tampak bagus, menyembunyikan kerusakan, atau memberikan
informasi yang menyesatkan. Dalam Strah al-Mutaffifin (83) Ayat 1-3
Allah Berﬁrfnan: . e o L .

3355 31 A SIS 135 & 38 5l (el e 1 SIES 1) Gaall Csaladll g
Q30w
Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).
(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari
orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar
atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah bahwa dalam
Strah al-Muthaffifin Ayat 1-3 tentang pengurangan timbangan dalam
berdagagang merupakan bentuk ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam
ber-mu ‘amalah. Ayat ini ditujukan untuk para “Muthaffifin” (orang yang
curang dalam hal timbangan), yaitu tindakan tidak bermoral seseorang
ketika menimbang untuk dirinya takaran selalu dilebihkan dan ketika
menimbang untuk orang lain takaran akan dikurangi. Ini merupakan
bentuk penipuan yang menunjukkan sikap yang tidak adil dalam berbisnis
yang sangat dicela dalam Islam. M. Quraish Shihab juga menjelaskan

2 Nuril Laila Maghfuroh et al., “An Overview of Islamic Business Ethics Perspectives
and The Role of The Government in Preventing Ihtikar,” dalam Jurnal Dinar: Jurnal Ekonomi
dan Keuangan Islam, Vol. 11 No. 2 Tahun 2024, hal. 203-208.
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dalam kata jg (kecelakaan besar) yang merupakan lambang kebinasaan

bagi seseorang yang melakukan penipuan atau sebuah lembah di neraka
yang sangat curam. Sedangkan kata al-muthaffifin berasal dari kata thaffa
yang mempunyai arti melompati atau berbuat curang, yang diartikan
sebagai mengisi takaran timbangan yang tidak penuh namun terkesan
berisi penuh, ini merupakan bentuk penipuan yang dapat mempengaruhi
interaksi sosial dalam berbisnis dan ber-mu ‘dmalah.>

Dalam Tafsir al-Mishbah mencurangi orang lain merupakan sikap
yang mengakibatkan runtuhnya kepercayaan dari rekan-rekan bisnisnya,
dan akan membuat hancur bisnis dan usahanya. Secara materi seseorang
yang melakukan kecurangan akan mendapatkan keuntungan yang lebih,
namun di balik itu semua keberkahan dalam berdagang akan sirna dan
kehancuran akan menimpa di depan mata.>! Kejujuran dalam berbisnis
harus dibangun untuk menciptakan keparcayaan dari pelanggan, karena
usaha tidak hanya tentang keuntungan dan kebutuhan saja melainkan
tentang etika dan moral dalam berbisnis harus diterapkan sebagai sebuah
prinsip. Dari perspektif akhirat, seseorang yang dicurangi atau dikurangi
haknya akan menuntut haknya di akhirat dan meminta ganti rugi, bahkan
ia meminta pahala amal baik dari pelaku curang sebagai balasan atas
kerugian yang diterima ketika di dunia.

Ayat kedua dari Strah al-Muthaffifin tentang menerima takaran
atau timbangan yang dilebihkan, dan ayat ketiga tentang pengukuran
takaran dan penimbangan untuk orang lain yang dikurangi bagi pelaku
kecurangan. Perilaku seperti ini sering terjadi dalam transaksi bisnis,
terlebih apabila proses penakaran atau penimbangan tidak diketahui oleh
mitra bisnis dan tidak ada saksi dalam proses itu. Oleh karena itu ayat ini
mengingatkan tentang prinsip jujur dalam setiap interaksi, transaksi baik
dalam takaran, timbangan, harga, dan jenis barang yang dijual.
Kecurangan bukan hanya tentang ketidakjujuran dan pencurian hak milik
orang lain, namun tentang keburukan hati dan moral dalam berbisnis
dapat menghacurkan seseorang baik di dunia dan akhirat, tidak hanya
menghancurkan kepercayaan mitra dagang, tapi juga bentuk penghianatan
terhadap Tuhan. Ayat ini secara tegas mencela pelaku penipuan dalam jual
beli, baik dengan cara mengurangi takaran maupun timbangan. Tadlis

30 Wahyudi Zulfa Hariki et al., “Menerapkan Pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran di

dalam Berbisnis: Studi Analisis Q.S. Al-Muthaffifin 1-3 Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah,”
dalam Jurnal EI-Mu jam: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadis, Vol. 5 No. 1 Tahun 2025,
hal. 44-132.

31 Mohd Khairulazman, Ab( Bakar, and Mohd Fariz bin Abdul Azziz, “Penafsiran

Strah Al-Muthaffifin, Al-Humazah dan Al-Masad: Satu Analisa Terhadap Tafsir Ibn Katsir,”
dalam e Proceedings 10th National Conference in Education Technical & Vocational
Education Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Vol. 10 No. 1 Tahun 2020, hal. 1-9.
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(Penipuan) juga terdapat dalam Strah al-Bagarah (2) Ayat 42 Allah

Berfirman: L, . L .

szl;j(m\jésj\ | oaiSiy Jhalally Ggadl ) sluli Vg
Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebathilan dan
(jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu
mengetahuinya.

Dalam Tafsir Al-Muyassar, ayat tersebut merupakan larangan
mencampuradukkan antara kebanaran dengan kebathilan atau
menyembunyikan kebenaran sehingga menyebabkan kesesatan, dan
memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu dengan jujur. Implikasi dari
ayat ini adalah larangan terhadap penipuan yang dapat menyesatkan,
sehingga yang diperbolehkan hanyalah kebenaran, kejujuran, dan
transparansi. Tidak melakukan penipuan dalam berbisnis seperti contoh:
menjual barang yang cacat namun disembunyikan agar tampak baru,
memberikan informasi yang palsu terhadap produk, karena selain saling
ridha (al-taradhin) sebuah transaksi harus didasari dengan keterbukaan/
transparansi produk yang diperjualbelikan (‘adam  al-gharar).*
Kebathilan yang dimaksud ayat di atas adalah kesalahan, kejahatan,
kemungkaran, dan sebagainya yang dapat mendzalimi orang lain. Selain
itu larangan fadlis juga terdapat dalam Strah al-A’raf (7) Ayat 85 Allah

Swt Berfirman: ) . .

_____ ah Ll O 1 LA Y 5 () el s ORI 15856
Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah
merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun.

Dalam Tafsir Kementerian Agama RI, ayat ini menceritakan tentang
kaumnya Nabi Syu’aib yaitu Kaum Madyan yang menyekutukan Allah
dan tidak pernah bersukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya.
Moralitas yang buruk sehingga mereka melakukan penipuan dalam hal
timbangan dan takaran, sampai pada urusan tukar menukar uang. Menurut
suatu riwayat, apabila ada orang asing yang datang ke wilayah itu,
mereka bekerjasama untuk menipu orang tersebut dengan mengatakan
bahwa uang yang dibawa adalah uang palsu dan uang yang dibawa diberi
harga (kurs) yang sangat rendah. Bentuk-bentuk penipuan dalam
pengurangan timbangan dan takaran, serta penipuan dalam bentuk nilai
tukar mata uang (kurs) merupakan bentuk kezhaliman dalam transaksi
dagang karena melanggar aturan dalam etika dan moralitas dalam

32 Cinta Rohaini Munthe et al., “Etika Akademis dalam Perspektif Stirah Al-Baqarah
Ayat 42 dan Kaitannya dengan Asbabiin Nuzul (Larangan Mencampuradukkan Kebenaran
dan Kebathilan),” dalam Jurnal Sulawesi Tenggara Educational Journal, Vol. 4 No. 3 Tahun
2024, hal. 203-207.
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berbisnis. Selain ayat-ayat al-Qur’an, dasar larangan penipuan juga
terdapat dalam Hadls Nabi Muhammad Saw Bersabda:

33@.4@ w%m\d}ujdu d\ﬁw&\@a‘)b}ﬁ@\&

(plose o) 5)

Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku. (HR. Muslim)

Hadis ini sangat terkenal dan menunjukkan betapa besar dosa
penipuan dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad tidak akan mengakui
sebagai umatnya jika orang itu melakukan penipuan, mengambil hak-hak
orang lain, atau menyembunyikan informasi terhadap barang yang
diperjualbelikan.** Selain itu juga terdapat Hadis tentang penipuan dalam
jual beli kurma basah dan kering yang terdapat dalam Hadis dari Abu
Hurairah r.a, Nabi Muhammad Saw, melewati seorang penjual kurma,
beliau masukkan tangannya ke dalam tumpukan dan jari beliau
menyentuh bagian yang basah, lalu beliau bersabda:

eLxH\c_\;La\_a\Mu%?&\d d\ﬁd\jmﬂ\@a‘)o}ﬁ@\
uauhu.u.cw wu\a\}éew\d)&uu)\&\ dtﬁcw\‘\_uha\ dtﬁ

(plose o) 5 )35 e

Apa ini wahai penjual? ia menjawab, terkena hujan. Nabi berkata:
mengapa tidak kau letakkan di atas agar orang bisa melihatnya? Siapa
vang menipu, bukan dari golonganku. (HR. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pentingnya keterbukaan
(transparansi) dalam berjualan, seperti yang dilakukan oleh penjual kurma
pada masa Nabi Muhammad, yang berusaha menutupi kurma basahnya
dengan kurma yang kering supaya yang dilihat oleh pembeli adalah kurma
yang kering, karena kurma yang kering mempunyai kualitas yang bagus
daripada kurma yang basah, yang otomatis harga kurma kering lebih
mahal daripada kurma yang basah. Nabi mengetahui bahwa di bawah
tumpukan kurma yang kering terdapat timbunan kurma yang basah dan
Nabi memberikan ultimatum yang tegas suruh menampakkan kurma
basahnya supaya pembeli tidak tertipu dengan jenis kurma yang
dijualnya, bahkan Nabi tidak akan mengakui sebagai umatnya jika hal itu
tetap dilakukan oleh pedagang kurma. Penipuan merupakan bentuk
ketidakjujuran dalam bertransaksi, dan Allah akan memberkahi orang-
orang yang jujur seperti dalam Hadis tentang kejujuran dalam jual beli
yang terdapat sabda Nabi Muhammad Saw:

33 Hadis Shahih Muslim, No. 102.

3% Muhammad Nawaz, “Understanding Tadlis: A Key Concept in the Science of Hadis
Criticism Understanding Tadlis: A Key Concept in the Science of Hadis Criticism,” dalam
Jurnal Al-Marjan Research Journal, Vol. 2 No. 3 Tahun 2024, hal. 50-58.

35 Shahih Muslim, No. 102
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Lo‘)h;lbubdﬂ\duﬁwdy‘)u\u@sw@a‘)pu.uu.!\q.;cus:
R85 it K5 L ) 5 Lagat 8 el &) 5 5 B (6 1855 (J
(ol ol 5 ) Flagans
Penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah. Jika
keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka diberkahi jual belinya. Jika
keduanya menyembunyikan cacat dan berdusta, maka keberkahan jual
beli itu akan dihapus. (HR. Bukhari)

Etika dalam berdagang tidak hanya mengutamakan keuntungan dan
kepuasan semata, melainkan juga harus mengutamakan keberkahan,
karena berkah merupakan komponen yang bisa menyelamatkan seseorang
di dunia dan akhirat.’” Dalam Hadis tersebut, untuk mendapatkan
keberkahan dalam berbisnis harus jujur dan tidak menyembunyikan
kecacatan dalam barang, karena jika penjual menyembunyikan kecacatan
barang dan berdusta kepada pembeli maka Allah akan mencabut
keberkahannya, kejujuran tidak hanya berlaku bagi penjual saja,
melainkan pembeli juga harus transparansi tentang alat tukar yang
digunakan untuk membeli, juga tidak menipu penjual dengan
memanipulasi transaksi dengan melakukan pembayaran palsu, atau
menggunakan uang palsu yang tidak diketahui oleh penjual.

Transaksi yang mengandung penipuan (tadlis) merupakan salah
satu distorsi pasar yang meyebabkan salah satu pihak yang bertransaksi
mengalami kerugian, dan transaksi ini menzhalimi yang lain, fad/is adalah
salah satu kegiatan menyembunyikan informasi (asymmetric information)
dari orang lain, seperti penjual menyembunyikan cacat yang terdapat
dalam barang yang dijual, sehingga pembeli membelinya dengan harga
kualitas bagus. Terdapat 4 jenis tadlis, yaitu:*3
1) Tadlis Kuantitas

Tadlis kuantitas (jumlah barang yang dijual) merupakan penipuan
jumlah barang yang dijual dan tidak diketahui oleh salah satu pihak,
seperti contoh penjual menjual pakaian satu container sebanyak 100 kodi
dengan harga 1 Miliar, suatu hari penjual ingin menipu pembeli dengan
mengurangi jumlah barang barang yang dijual dengan mengirim 98 kodi
dengan harga yang tetap, yaitu 1 Miliar, pembeli tidak tau hal itu, dan

36 Shahih al-Bukhari, No. 2079.

37 Putroe Salsabila Mauza, “Analysis of the Existence of Elements of Gharar and Tadlis
in Member Card Operationsin Buying and Selling,” dalam Jurnal Jurista: Jurnal Hukum dan
Keadilan, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, hal. 24-56.

38 Syafika Handayani and Fatimah Zahara, “Legal Consequences of Product Quality
Tadlis on Shopee E-Commerce from the Perspective of DSN MUI Fatwa Number 146 of 2021
on Online Shops Based on Sharia Principles,” dalam Journal Equity of Law and Governance,
Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 294-299.
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pembeli mengira jumlah barang yang dikirim tetap sebanyak 100 kodi,
transaksi seperti ini dapat menyebabkan pembeli mengalami kerugian
akibat ketidaktahuan jumlah barang yang dikirim karena kerjasama
tersebut sudah terjalin lama, sehingga kepercayaan lebih yang diberikan
pembeli kepada penjual. 7adlis semacam ini tidak hanya bisa dilakukan
oleh penjual kepada pembeli, hal yang sama bisa dilakukan oleh pembeli
dengan mengurangi jumlah lembaran uang yang dibayarkan pembeli
kepada penjual, karena kerjasama sudah terjalin lama, penjual tidak
menghitung kembali uang yang diberikan pembeli untuk membayar
dagangannya.®

2) Tadlis Kualitas (Ghisy)

Merupakan jenis tadlis yang sering terjadi di pasar karena jarang
diketahui pembeli ketika terjadi transaksi, penipuan ini dilakukan dengan
cara menjual barang kualitas rendah (cacat) dan menjualnya kepada
pembeli seharga dengan barang yang berkualitas tinggi, sehingga pembeli
membeli barang tersebut dengan harga barang yang berkualitas tinggi.
Tadlis ghisy juga bisa dilakukan dengan cara mecampurkan barang yang
berkualitas rendah dengan barang yang berkualitas tinggi, misalnya
mencampurkan beras murah dengan beras mahal dan menjualnya seharga
dengan beras mahal. Praktik seperti ini sering sekali terjadi di pasar
tradisional bahkan sampai pasar internasional.*’

3) Tadlis Harga

Tadlis harga biasanya memanfaatkan pembeli karena ketidaktahuan
harga pasar sehingga penjual bisa menetapkan harga semaunya tanpa
adanya protes dari pembeli, sebagai contoh penjual menjual souvenir
oleh-oleh kepada wisatawan dengan harga tinggi karena wisatawan pasti
akan membeli souvenir tersebut walaupun harganya mahal, contoh lain
tukang becak menjual jasanya untuk wisatawan asing dengan harga 10
kali lipat, karena berapapun harga yang ditetapkan oleh tukang becak,
pasti wisatawan asing membayarnya, selain tidak mengetahui harga pada
umumnya, wisatawan asing membutuhkan transportasi untuk menuju
destinasi.

4) Tadlis Waktu

Penipuan waktu dapat dilihat dalam contoh, ketika terjadi transaksi
jual beli, penjual menyepakati akan mengirim barang yang dijual esok
hari walaupun sesungguhnya pada hari itu penjual tidak bisa mengirim
barangnya  karena  suatu  hal, penjual = menyembunyikan

39 Alawi, “Aspek Tadlis pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa
Listrik (Token) Prabayar.” hal. 97-100.

40 Syifa Un Nafsi, Chairul Fahmi, and Azmil Umur, “The Validity of Used Goods
Auction Practices on Facebook Platform: A Study of Gharar and Tadlis Theory,” dalam Jurnal
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2 Tahun 2024, hal. 626-647.
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ketidaksanggupannya dalam mengirim barang esok hari dan pembeli
mengharapkan barang tersebut datang pada esok hari.*!

Terdapat dalam al-Qur’an Siarah al-Nisa’ Ayat 29 seperti yang
dijelaskan di atas bahwa kita sebagai orang beriman dilarang memakan
harta sesama dengan cara yang bdthil, karena sesunggunya perdagangan
yang saling meridhai itu akan membawa keberkahan, dalam transaksi
tadlis yang biasanya tidak diketahui oleh pembeli, selain akan merugikan
pembeli, jika transaksi tersebut dilakukan oleh penjual secara sengaja dan
diketahui oleh pembeli maka transaksi perdagangan itu tidak akan
diridhai oleh pembeli. terjadi fadlis jika informasi yang diberikan oleh
penjual terkait dengan barang yang dijual tidak lengkap, pembeli
menerima barang yang telah ditransaksikan, namun keadaan barang
berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penjual, baik dari segi
kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan barang.

Pada dasarnya manusia memiliki rasa ketidakpuasan terhadap apa
yang dimiliki, sehingga keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang
lebih merupakan faktor utama dalam memicu seseorang melakukan
penipuan. Salah satu cara untuk meminimaisir penipuan terhadap barang
karena asymmetric information, pembeli dapat melakukan kesepakatan
dengan penjual jika suatu hari barang yang dibeli terdapat cacat, maka
pembeli boleh mengembalikan atau menukar barangnya kepada penjual,
transaksi seperti ini disebut dengan khiyar ‘ayb. Keinginan manusia yang
tidak pernah mencapai kepuasan menyebabkan seseorang melakukan
transaksi berbisnis dengan menorbanakan etika dan moral, seperti dalam
teori Adam Smith yang mengatakan bahwa “Carilah keuntungan yang
sebesar-besarnya dengan pengeluaran modal yang sekecil-kecilnya”.

Teori berbisnis tersebut memberikan gambaran bahwa dalam
berbisnis tujuan utamanya adalah keuntungan, walaupun keuntungan
tersebut diperoleh dengan menindas pihak lain, karena tidak ada
keuntungan yang besar tanpa berhadapan dengan risiko yang besar juga
atau dalam istilah ekonomi disebut dengan “high risk high return & low
risk low return”, karena risiko dan keuntungan ibarat satu koin yang
memiliki dua sisi, suatu saat orang yang berbisnis mengalami keuntungan,
suatu saat juga mengalami kerugian, karena dalam berbisnis selalu
berhadapan dengan ketidakpastian. Seperti yang terdapat dalam Hadis
Nabi Muhammad bersabda:

abaled A ) V502 A 5 06 06 e B (a3 5506 A (e

41 Alawi, “Aspek Tadlis pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa
Listrik (Token) Prabayar.” hal. 103.

4 Al-Tirmidzi, Sunan, No. 1234, dalam Taufiq, “Tadlis Merusak Prinsip ’Antaradhin
dalam Transaksi.” hal. 32.
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(JJ\J j.ii b\}‘))
Tidak boleh mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian.
(HR. AbG Dawud).

Seorang pembisnis atau pengusaha yang menginginkan keuntungan
yang besar, pasti mereka juga mengeluarkan modal dengan jumlah yang
besar, selain itu mereka juga berhadapan dengan kerugian yang besar
pula. Seorang pembisnis harus pintar mencari peluang yang ada di pasar,
produktif, progresif dan inovatif sehingga mereka tetap eksis dan mampu
bersaing di pasar modern yang kebanyakan kaum Gen Z yang menguasai
komunitas.** Dalam al-Qur’an Stirah al-An’3 am (6) Ayat 152

MSL}U\‘)MMJM\ ‘ﬁj\j
Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.

Timbangan yang adil yang dimaksud ayat di atas adalah melakukan
kejujuaran apabila menimbang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang
lain, karena dalam Siarah al- Muthaffifin Ayat 1-3 juga dijelaskan bahwa
seseorang akan celaka apabila minta kepada orang lain untuk dicukupkan
takarannya, tetapi mengurangi takaran jika menakar untuk orang lain.
Allah mengancam akan memberikan hukuman yang pedih bagi seseorang
yang melakukan kecurangan seperti mengurangi timbangan atau takaran,
seperti yang terjadi pada penduduk Madyan yaitu kaum Nabi Syu’aib
yang terdapat dalam al-Qur’an Sarah Had (11) Ayat 85 Allah Berﬁrman

2 ) sl ‘Y;c&cl.w\ u.u\_d\ \WY}ML\U\)&A&\}JM\ \)ej\ e)s.u

Chdih g 5Y)

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil!

Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah
kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.

Perintah untuk tidak boleh mengurangi takaran maupun timbangan
karena penduduk kota Madyan sudah makmur, kaya dan sejahtera. Karena
sesungguhnya ketidakjujuran dalam menakar atau menimbang akan
menyebabkan kehancuran dan hukuman yang pedih seperti yang terjadi
pada Kaum Nabi Nuh yang tenggelam akibat banjir yang tak kunjung
usai, kaum Nabi Hud yang diberi kebinasaan oleh Allah SWT berupa
angin topan, kaum Nabi Shalih yang ditimpa gempa yang sangat dahsyat,
serta kaum Nabi Lith yang diberi adzab di dunia yang sangat pedih.**
Dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi harus bisa mengambil ibrah
sebagai pelajaran supaya kitab bisa bersikap jujur, baik ketika melakukan

43 Sofwan Ahmad Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy Atau Tadlis Kualitas,”
dalam Jurnal MIZAN: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, hal. 143-154.

4 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir: ‘Aqidah, Syari‘ah, Manhaj (At-Taubah &
Yiisuf), Jilid 6, 2013, hal. 510-511.
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mu ‘dmalah maupun dalam bermasyarakat. Beberapa hal yang dapat
mengurangi transaksi yang mengandung fadlis dalam bentuk apapun,
yaitu:

Pertama, menyadari bahwa tujuan utama dari berbisnis adalah
bukan hanya keuntungan namun kemaslahatan, kemaslahatan dalam ilmu
Ekonomi Islam diartikan sebagai sesuatu yang mengandung manfaat dan
juga berkah. Manfaat bagi produsen merupakan keuntungan yang
diperoleh dari hasil produksi atau hasil penjualannya, penjual yang
mengalami kerugian tidak mendapatkan manfaat dari hasil jualannya.
Sedangkan berkah bagi produsen merupakan distribusi dari sebagian
keuntungannya untuk disalurkan kepada seseorang yang membutuhkan
dalam bentuk ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf).* Karena harta
atau rezeki yang diperoleh dari hasil kerja maupun berdagang, sejatinya
hanyalah titipan dari Tuhan untuk digunakan dengan baik, dan sebagian
dari keuntungan yang diperoleh terdapat hak-hak orang lain dan
seseorang yang dititipi hanyalah kepemilikan secara nisbi bukan secara
mutlak.

Kedua, mewaspadai adanya madharrah yang diterima pedagang
apabila pembeli tau pedagang telah melakukan kecurangan bisa
berdampak pada pertikaian bahkan sampai pada jalur hukum, selain
madharrah, mewaspadai juga bahawa transaksi yang mengandung tadlis
terdapat kezhaliman yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian,
kekecewaan, dan hilangnya kepercayaan kepada penjual walaupun sudah
menjalin kerjasama yang cukup lama. Hilangnya kepercayaan kepada
penjual menyebabkan hilangnya salah satu pelanggan, sehingga omset
penjual juga akan menurun bersamaan dengan menurunnya tingkat
kepercayaan pembeli yang menyebabkan penjual juga mengalami
kerugian. Jika mampu berpikir secara rasional, maka penjual maupun
pembeli tidak akan melakukan tadlis dalam bentuk apapun.

Ketiga, adanya transparansi antara penjual dengan pembeli, penjual
harus transparansi tentang kualitas dan kuantitas barang yang dijual
secara detail dan jujur, begitu juga pembeli juga harus transparansi terkait
dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada
yang mengecewakan dan tidak ada yang merasa dikecewakan.

Keempat, adanya kesepakan antara penjual dan pembeli terkait
barang yang dibelinya. Apabila barang yang dibeli terdapat kecacatan
yang menyebabkan nilai dari kualitas barang menurun, pembeli bisa
mengembalikan barang tersebut kepada penjual sesuai kesepakatan di

45 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Ekonomi Islam (P3EI) and Bank Indonesia, Ekonomi Islam, 8th ed. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2019, hal. 238-239.
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awal, yang disebut dengan khiydr 'aib. Khiydar 'aib adalah hak yang
diberikan penjual kepada pembeli apabila terdapat cacat terhadap barang
yang dibeli, maka pembeli bisa mengembalikan barang cacat yang sudah
dibeli. Pengembalian barang bisa ditukar dengan uang sebesar yang telah
diberikan pembeli kepada penjual, atau menukarnya dengan barang sama
yang tidak terdapat cacat di dalamnya.*®

Kelima, pembeli harus benar-benar teliti terhadap barang yang
dibeli, sehingga ketidaktahuan barang yang cacat akibat kurang telitinya
pembeli tidak menyalahkan penjual yang kemungkinan tidak tahu
terhadap barang cacat yang dijualnya. Bagaimana kualitasnya, bagaimana
kuantitasnya, kesepakatan harga yang ditapkan oleh kedua belah pihak
sesuai dengan barang yang diinginkan atau tidak.

Keenam, mengadukan tindakan penipuan kepada Lembaga
Perlindungan Konsumen (Consumers Aware), sehingga penjual atau
pembeli yang melakukan penipuan dapat ditindak dan di evaluasi.
Consumers aware juga menganalisis kejadian yang terjadi di lapangan,
serta penyebab yang menyebabkan seseorang melakukan transaksi
tersebut, mengetahui motiv dan menindaklanjuti perkara dengan seadil-
adilnya merupakan salah satu tindakan untuk mengurangi transaksi fadlis
yang akan menyebakan ketidakseimbangan di pasar. *’

Ayat- Ayat Tentang Larangan Ribd

Filosofi diharamkannya ribd dikarenakan terjadinya ketidakadilan
dari salah satu pihak yang bertransaksi. Ribd yang secara bahasa diartikan
sebagai ziyddah merupakan tambahan atau kelebihan dari suatu pokok
pinjaman, dampak yang terjadi karena ribd adalah terhambatnya
pertumbuhan ekonomi, karena ribd hanya mensejahterakan orang yang
mempunyai modal yaitu pihak kreditur, seperti konsep dalam ekonomi
kapitalis yaitu “Orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin
semakin miskin”, pthak yang kaya adalah orang yang mempunyai modal
sehingga mereka mampu meminjamkan uangnya kepada yang
membutuhkan, sedangkan orang yang miskin adalah pihak peminjam atau
debitur yang sangat membutuhkan uang, baik digunakan untuk keperluan
konsumtif maupun produktif.

Keperluan konsumtif adalah yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhannya sehari-hari, seperti makan, bayar sekolah, bayar Istrik, dan

46 Sofwan Ahmad Fauzi, “Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas.”

hal. 94-99.

47 Muhammad Reza Palevy, Hafas Furqani, and Nevi Hasnita, “Sistem Transaksi dan

Pertanggungan Risiko dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam,”
dalam Journal of Sharia Economics, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 99—-119.
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lain-lain.*® Sedangkan pinjaman yang bersifat untuk keperluan produktif
adalah digunakan untuk mengembangkan usaha, membuka usaha baru,
membeli keperluan untuk membudidayakan persawahan atau peternakan,
dan lain-lain. Perbedaan dari pinjaman yang bersifat konsumtif dan
produktif yaitu terletak pada hasil yang diperolehnya, kalau pinjaman
yang bersifat konsumtif akan habis untuk memenuhi kebutuhan
konsumsinya (sandang, pangan dan papan), sedangkan pinjaman yang
bersifat produktif akan menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan apa
yang diharapkan. Kejelasan tentang haramnya ribd terdapat dalam al-

Qur an Strah al Baqarah (2) Ayat 275

dhjmnwum\u;z Al e)musm u}o)s_! Y5250 ujssu u.ml\

&cﬁaghw\}j\eﬁj’éﬂ\m\d}\)\yj\du’clﬂ\l.u\ \)lu“ La

r"&’ Ld\“° \d.\j}lﬁ.ﬂl.cwj AJJ\LA\ \}uluué\hu.@_ulémjw

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) ribd tldak dapat

berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena

kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual
beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya
peringatan dari Tuhannya (menyangkut ribad), lalu dia berhenti sehingga
apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi ribd), mereka

itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dalam terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2, di al-Qur’an terdapat
penjelasan tentang pengharaman ribd persis sama dengan pengharaman
minuman keras, yaitu letak pertama terdapat dalam Makiyyah dan tiga di
antaranya terletak di Madaniyyah, sehingga letak pengharamana ribad di
dalam al-Qur’4n mempunyai 4 fase:*’

1) di Makkah Allah menurunkan Strah al-Rim Ayat 39 yang artinya:
“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain,
tidaklah berkembang dalam pandangan Allah”. Hal ini sama dengan
diturunkannya Strah al-Nahl Ayat 67 yang artinya “Dari buah kurma
dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizqi

4 Ummi Kalsum, “Ribd dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan
Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat),” dalam Jurnal Al-’Adl, Vol. 7 No. 2 Tahun 2014,
hal. 67-83.

4 Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah Tafsir al-Munir Jilid 2 Juz 3 Dan 4 (Al-Bagarah, Al
Imran, Al-Nisa’), 2013th ed. Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 120-121.
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2)

3)

vang baik”. Kedua jenis ayat Makkiyyah tersebut sama-sama
sindiran terhadap transaksi 7ibd dan khamr yang sama-sama dilarang
oleh Allah SWT, dan menjauhi perkara tersebut merupakan suatu
keharusan.
Sedangkan di Madinah, al-Qur’an mengisahkan tentang kaum
Yahudi yang tetap mengambil 7ibd padahal Allah telah melarangnya,
sehingga Allah menurunkan Sdrah al-Nisa’ (4) Ayat 161 Allah
Berfirman:
Sl e 5 dkubwu\d\y\?@s\jm \}@_msj\yjl\egh\j
Ll Glae ?@.e
Melakukan ribd, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya;,
dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (bdthil). Kami
sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adzab yang
sangat pedih.
Persamaan dengan ayat tentang hukuman bagi orang yang minum
khamr yang terdapat dalam Sirah al-Baqarah (2) Ayat 219:

Jﬁ‘uéﬁ‘;whﬂ@&’ﬁﬁ\ue—ﬁdﬁWUM‘uﬂddP
..... EV R

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan
judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa
manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada
manfaatnya.

Kedua ayat Madaniyyah ini merupakan konsekuensi bagi seseorang
yang membangkang larangan Allah dengan tetap melakukan
transaksi 7ibd dan minum khamr, yaitu berupa dosa dan adzab yang
pedih, ketegasan dalam hukum ribd dan khamr ini benar-benar tidak
adanya keraguan (gath 7). >°

Pada fase ketiga di Madinah tentang larangan riba fahish yaitu riba
yang berlipat lipat karena peminjam tidak mampu mengembalikan
pokok pinjaman ketika sudah jatuh tempo, yang terdapat dalam al-

ur’ an Strah ‘Ali Imran (3) Ayat 130:

AL & a1 588 SR Bl 1550 1 Y 1kl sl G

30 Al-Qurthubi berkata, bahwa yang dimaksud harta yang haram tidak hanya ribd saja,
melainkan harta-harta yang diambil dengan cara yang tidak baik, seperti yang dilakukan oleh
kaum Yahudi pada waktu itu yang terdapat dalam al-Qur’an Strah al-Ma’idah Ayat 42
“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak
memakan makanan yang haram”. Az-Zuhaili, Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Juz 3 dan 4
(al-Bagarah, Ali Imrdn, al-Nisa’), hal. 122.
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda®' dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung.
Fase ketiga tentang pengharaman ribd ini sama persis dengan fase
ketiga ketika khamr diharamkan, yang terdapat dalam al-Qur’an
Strah ’al;Nisé’ (4/) Ayat 43 o ‘ a ‘ .
G e V30 e s 255 150 Y 13l i) AL
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat,
sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan
apa yang kamu ucapkan.
Kedua ayat tentang larangan ini masih sebagian belum sepenuhnya,
larangan untuk tidak memakan ribd yang berlipat-lipat karena jenis
ribd fdhish atau ribd nashi’ah ini merupakan ribd yang paling jelek
yang terjadi pada masa jahiliyah, sedangkan untuk larangan minum
khamr merupkan larangan ketika mau menunaikan shalat, karena
dengan meminum khamr orang akan mabuk dan tidak melakukan
shalat dengan benar.>?

4) Pada fase keempat madaniyyah penegasan tentang ribd dan khamr
benar-benara diharamkan dari segala bentuk dan jenis ribd dan
khamr, segala bentuk dan jenis tambahan akibat utang piutang yang
dilarang oleh Allah Swt, seperti yang terdapat dalam al-Qur’an Stirah
al-Baqarah (2) Ayat 278:

Gt 58 01330 (om0 L 153505 40 1801l il 3G
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
yvang beriman.
Sedangkan pada fase keempat Allah melarang segala bentuk jenis
khamr beserta dengan perbuatan-perbuatan tercela lainnya, seperti
judi, berqurban untuk berhala, mengudi nasib dengan anak panah,

5! Berlipata ganda di sini merupakan tambahan hutang yang diberikan peminjam atas
konsekuensi waktu karena peminjam tidak bisa mengembalikan uang ketika jatuh tempo, ini
disebut sebagai ribd ndshi’ah yang hukumnya haram walaupun tambahan uang yang
diberikan oleh peminjam atas permintaan orang yang meminjami tidak berlipat ganda. Al-
Qur’an Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2015,
hal. 431.

52 Moh Mauluddin, “Critical Criticism of the Interpretation of Usury by Al-Jashshash
in Tafsir Ahkam Al-Qur’an,” daam Jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’dn dan al-
Hadis, Vol. 18 No. 2 Tahun 2024, hal. 251-268.
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karena semua itu merupakan perbuatan setan seperti dalam al-Qur’an
Strah al-Ma’idah (5) Ayat 90:

dnsunu-u‘)e‘ﬁ)\lbc_abm\l\)w\))@\bu\ ‘;A‘ u.ml\l.@u
O Julm eSLd Al u.LL\.uJ‘
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan
anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan,
maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.
Tidak ada yang memperdebatkan tentang keharaman ribd, karena
ribd yang terjadi pada zaman jahiliyah benar-benar sangat mendzhalimi
orang yang berhutang, tetapi transaksi dan kegiatan mu ‘dmalah yang
transaksinya menyerupai dengan ribd pada saat ini dan tidak ada pada
masa Nabi Muhammad, adalah “Bunga Bank”. Bunga bank yang
dianggap oleh beberapa Mujtahid sebagai ribd, dikarenakan transaksi
simpan pinjam uang di lembaga keuangan atau perbankan disertai dengan
tambahan yang disepakati di awal kontrak yang disetujui oleh kedua belah
pihak. Terdapat dua jenis suku bunga di perbankan, yaitu interest dan
usury. Interest adalah jenis suku bunga yang wajar dan tidak tinggi,
biasanya suku bunga ini sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
diterapkan oleh Bank Umum, khususnya bank-bank di bawah BUMN
(Badan Usaha Milik Negara) **> Sedangkan usury adalah suku bunga yang
tinggi yang ditetapkan oleh lembaga keuangan atau perbankan sehingga
suku bunga jenis ini dapat memberatkan peminjam. Dari kedua jenis suku
bunga bank ini, para Ulama mempunyai pendapat yang berbeda tentang
bunga bank, walaupun jumhur Ulama berpendapat bahwa bunga bank
adalah ribd, tetapi Abdullah Yasuf Ali dan Muhammad Asad berpendapat
bahwa bunga bank dengan jenis “Inferst” bukan merupakan ribad, karena
yang disebut dengan ribd adalah bunga bank dengan jenis usury yang
berlipat ganda yang terdapat dalam al-Qur’an Strah ‘Ali Imréan (3) Ayat
130:

O3l A& a1 8 St Bl 1350 1RG5l ol gl
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribd
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung.

33 Sofi Faiqotul Hikmah, “Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsir (Telaah Kritis Terhadap
Bunga Simpanan dan Bunga Pinjaman pada Bank Konvensional),” dalam Jurnal Ekonomi
Syari‘ah Darussalam, Vol. 5 No. 1 Tahun 2024, hal. 102—-122.
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Allah tidak serta merta mengharamkan ribd tanpa adanya sebab,
karena Islam menjaga nilai-nilai luhur dan moralitas, sedangkan riba
mengandung banyak perkara negatif, maka disebabkannya ribd haram
karena beberapa hal sebagai berikut:>*

1) Ribd menyebabkan orang mendapatkan keuntungan tanpa bekerja,
berdagang, menjadi dokter, pengacara, dan profesi lainnya, mereka
hanya sebagai vampire (lintah darat) yang hanya bisa mengambil
keuntungan dari kinerja orang lain.

2) Riba menyebabkan seseorang meraup keuntungan tanpa adanya
biaya pengganti, agama Islam melarang seseorang menzhalimi yang
lain, dengan mengambil ribd seseorang menjadi tidak adil terhadap
orang lain dan merupakan penindasan terhadap orang yang lemah
karena suatu pinjaman.

3) Ribd menyebabkan rasa iri dan dengki serta kebencian terhadap kaum
kapitalis yang semena-mena meraup keuntungan dan penindasan
terhadap yang lemah, ribd menyebabkan seseorang menjadi budak
harta, dan pihak kapitalis menjadi srigala yang meraup pundi-pundi
keuntungan dari jiwa-jiwa yang miskin.

4) Ribad menyebabkan putusnya tali persaudaraan, mengamputasi rasa
untuk saling membantu meminjamkan uang tanpa adanya
keuntungan, serta merampas harta orang-orang yang miskin untuk
memperkaya para pemilik modal.>

Riba menyebabkan hancurnya nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang
dijelaskn dalam ayat sebelumnya bahwa Allah SWT menghancurkan ribd
dan menyuburkan sedekah. Perlu diketahui bahwa kehancuran ribd tidak
hanya terjadi pada orang yang mengambil keuntungan dengan cara ribd,
tetapi pihak yang membayar ribd, yang mencatat dan yang menjadi saksi
transaksi yang mengandung riba. Seperti contoh yang sering terjadi dalam
lingkungan kita saat ini, seorang petani yang meminjam pada seseorang
atau lembaga yang mengandung ribd, yang terjadi petani tersebut menjual
lahan pertaniannya untuk melunasi hutang-hutang yang tidak bisa dibayar
dengan hasil panenannya karena tingginya prosentase ribd yang

>4 Muhammad Nur Ishak and Robiatul Adawia, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam
Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pada PT Bangun Prima Lestari Kencana
Bekasi),” dalam Jurnal DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 30—
38.

55 Achmad Munajib, “Usury in the Study of Mawdhii‘ Interpretaion,” dalam Prosiding
ICoSLaw 2022: International Conference on Sharia and Law, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal.
148-159.



240

ditetapkan oleh pihak yang meminjamkan uang.’® Sfirah al-Bagarah (2)
Ayat 276 Allah Swt Berfirman:

2eEAl 55 ) sl A (5As
Allah menghilangkan (keberkahan dari) ribd dan menyuburkan sedekah.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang kehancuran dari
pelaku ribd, baik musnah segala hartanya akibat prilakunya ataupun tidak
ada keberkahan dari harta yang terdapat ribd, begitu harta diperoleh tidak
ada kemanfaatan yang terdapat di dalamnya dan hilang begitu saja. Ini
berbanding terbalik dengan sedekah, yaitu terdapat keberkahan harta bagi
orang yang mau bersedekah. Allah memberikan keberkahan kepada
seseorang yang tidak hanya mencari kekayaan materi, namun terdapat
dalam hal-hal lain seperti, ketentraman dalam keluarga, kesehatan yang
paripurna, pendidikan yang diberikan kelancaran, karir yang baik, dan
juga anak-anak yang solih solihah.>” Tidak hanya dalam al-Qur’4n, dalam
Hadis Nabi Muhammad Saw, terdapat enam barang ribawi Hadis
Mu’ aw1yah dap Ubadah bin Shamit Nabi Muhammad Saw Bersabda:

k_utﬂh ﬂ\ﬁzdﬂ\d)‘n‘)dtﬁ d\jwdﬂ\@ajua\aal\udoﬁh\uc

Médhéd\}ﬂhﬂ\})@hw‘jﬂb ﬂ\j&éﬂbu‘j

(?L.mob‘)) 58@)\3&33\‘)&»\‘5\ J\JUASJ.\.\\JJ

(Tukar-menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum keras
dengan gandum keras, gandum halus dengan gandum halus, kurma
dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan tunai. Siapa yang
menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. (HR.
Muslim)

Ibnu Qudamah mengtakan bahwa 6 barang riba tersebut jika di
qiyaskan dengan zaman sekarang yang mempunyai kegunaan dan fungsi
yang sama itu disebut sebagai barang ribd, kualitas dan kuantitasnya
harus sama karena mempunyai %llah yang sama, seperti menukar mata
uang (karena dulu emas dan perak merupakan jenis uang yang disebut
sebagai dinar dan dirham).’® Selain itu gandum, kurma dan garam

56 Az-Zuhaili, Terjemah Tafsir al-Munir Jilid 2 Juz 3 Dan 4 (Al-Bagarah, Ali Imran,
Al-Nisd’), hal. 431-432.

7 Eja Armaz Hardi, “Etika Produksi Islami: Mashlahah dan Maksimalisasi
Keuntungan,” dalam Jurnal El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020, hal.
98-119.

>8 Shahih Muslim, Kitdb al-Mushdqdt No. 1587.

% Rudiger Lohlker, Krueger Tumiwa, and Telsi Fratama Dewi Samad, “The Discourse
of Usury in the Views of Islam and Christianity,” dalam Jurnal Tasharruf: Journal Economics
and Business of Islam, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, hal. 185-197.
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merupakan jenis kebutuhan pokok yang setiap orang mengkonsumsinya,
jika terjadi pertukaran harus dengan kuantitas dan kualitas yang sama, jika
di giyaskan dengan kondisi saat ini, kebutuhan pokok khususnya di
Negara Indonesia adalah beras. Hadis ini menjadi dasar utama untuk ribd
fadhl (tambahan dalam pertukaran barang ribawi, seperti 1 kg emas,
dengan 1,2 kg emas) dan ribd nasi’ah (penundaan penyerahan terhadap
barang ribawi, meskipun mempunyai jumlah yang sama). Begitu vitalnya
masalah ribd, dan Nabi juga bersbda dalam Hadis:
JASN Aaai Salg U, JE 2 Al (e die il oy dllis o) e e
(ea g ol 5)0085 5 (piDlE 5 Cams (ya

Satu dirham ribd yang dimakan seseorang, lebih berat dosanya daripada
tiga puluh enam kali zina. (HR. Ahmad)

Riba merupakan dosa besar bahkan melebihi perbuatan zina, karena
dalam Hadis dikatakan orang yang makan ribd sekali lebih besar dosanya
daripada orang yang melakukan zina 36 kali. Riba mempunyai dampak
sosial yang begitu besar yaitu: menzhalimi pihak lain secara ekonomi,
menjadikan utang sebagai alat penindas, memeras harta orang miskin, dan
merusak konsep distribusi kekayaaan. Karena ribd sangat merusak tataan
sosial, sehingga dosanya lebih besar daripada melakukan zina berkali-
kali. Angka 36 kali zina tidak semata-mata dimaknai secara literal, tapi
lebih ke pelajaran yang dimbil dan betapa besar dosa yang diterima dari
perbuatan riba tersebut, bahkan beberapa riwayat mengatakan bahwa
orang yang melakukan ribd “seperti zina dengan ibunya sendiri”.®!
Konsep ribd dalam ekonomi modern seperti dalam transaksi pengambilan
bunga dari kredit konsumtif, bunga bank, dan juga pinjaman online yang
berbunga tinggi, karena itu semua merusak prinsip keadilan dalam
ekonomi. Selain itu terdapat dalam Hadis tentang pelaku ribd semuanya
dilaknat yang terdapat dalam Shahih Muslim Nabi Muhammad Bersabda:
45055 A8 5 AIS 545 Lol JST A0 sy Gl JB ade il o s (e

(e o) 55) 6231 30 28 J
Dari jabir r.a berkata: Rasulullah Saw melaknat pemakan ribd, pemberi
ribd, penulis transaksi riba, dan dua saksinya. (HR. Muslim)

60" Al-Haytsami dalam Majma‘ al-Zawd ’id mengatakan bahwa perawi Hadis adalah

tsigah, dan Al-Bani juga menilai bahwa Hadis ini Hasan. Al-Albani, Shahih al-Jami‘ al-
Shaghir wa Ziyddatuh, Hadis No. 3375.

1 Dedeng Sehabudin et al., “Perspectives of Quraish Shihab and Ysuf al-Qardhawi

on Usury and Interest in the Context of Islamic Finance,” dalam Jurnal JISEL: Journal of
Islamic Economic Laws, Vol. 7 No. 1 Tahun 2024, hal. 18-35.

62 Shahth Muslim, Kitdb al-Mushdqdt, No. 1598.
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Rasulullah melaknat yang artinya orang itu tidak akan memperoleh
Rahmat Allah bagi seluruh pelaku riba dan para pendukungnya, jadi tidak
hanya pelaku utama yang mendapatkan dosa ribd, namun semua pihak
yang terlibat di dalamnya.®® Pihak pihak tersebut adalah: akila-al-ribd,
yaitu pemakan ribd, atau orang yang mendapatkan keuntungan dari
pinjaman yang diberikannya, maukilahu yaitu orang yang membayar
ribd/ bunga atau orang yang meminjam uang dan mengembalikannya
disertai dengan bunga, katibatuhu yaitu orang yang mencatat
transaksinya, dalam dunia perbankan disebut sebagai sekretaris atau yang
mebuat akad perjanjian yang disertai dengan pembayaran ribd yang
disepakatinya, dan syahidaihi yaitu orang-orang yang menjadi saksi atas
transaksi pinjaman yang disertai dengan riba tersebut. Hum sawa 'un yaitu
segala sesuatu yang terlibat dan menyerupainya, baik yang secara aktif
maupun yang secara pasif, semua yang terlibat tidak akan pernah
mendapatkan Rahmat Allah, ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya
mengharamkan ribd, tapi juga semua sistem, proses manajemen, dan
institusi yang menopangnya.

d. Ayat Tentang Larangan Gharar

Gharar merupakan suatu ketidakpastian dalam transaksi, baik
ketidakjelasan dalam jenis dan kualitas barang, waktu, tempat, maupun
harga suatu barang yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak, yaitu
penjual dan pembeli. Ketidakjelasan dalam bertransaksi ini seperti,
seseorang menjual burung yang masih terbang di udara, menjual ikan
yang masih ada di laut. Walaupun transaksi terlihat jelas barangnya,
namun apabila barang masih belum di tangan penjual maka transaksi ini
masih dikatakan sebagai transaksi jual beli yang mengandung gharar.
Contoh lain yang sering kita lihat di lingkungan kita yaitu seseorang
menjual buah yang belum masak dan masih ada di pohon, transaksi ini
dikatakan gharar karena buah yang belum masak itu apakah bisa tumbuh
dan masak dengan baik atau tidak, sedangkan harga dan waktu
bertransaksi sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak, baik
mengenai harga, waktu dan jenis barang yang ditransaksikan.® Dalam
Strah al-Nisa’ (4) Ayat 29 Allah Swt Berfirman:

8 M Anton Athoillah and Sofyan Al-Hakim, “Reinterpreting the Ratio Legis of the
Prohibition of Usury,” dalam Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 14 No. 10
Tahun 2013, hal. 1390-1400.

% Hadis Shahih and Ro’fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik
Gharar dalam Transaksi Perbankan Syari‘ah,” dalam Jurnal Dialogia luridica: Jurnal Hukum
Bisnis dan Investasi, Vol. 12 No. 2 Tahun 2021, hal. 69-82.
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang badthil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dijelaskan dalam Tafsir al-Mukhtasyar di bawah pengawasan
Syaikh Salih bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram,
menjelaskan bahwa larangan memakan harta secara bdthil (ilegal), seperti
prilaku mencuri, merampok, merampas, korupsi, suap menyuap dan
prilaku-prilaku lain yang tidak dibenarkan dalam syariat, kecuali dengan
perdagangan atas dasar saling ridha. Saling ridha antara penjual dan
pembeli jika keduabelah pihak melakukan trnsaksi dengan jujur,
transparan masalah kualitas dan kuantitas barang, serta dengan
pembayaran yang disepakati. Jika salah satu pihak melakukan gharar
(ketidakjelasan) dalam transaksi maka jual beli tidak bisa dibenarkan.
Larangan jual beli secara bdthil juga terdapat dalam Stirah al-Bagarah (2)

Ayat 188: ) L,
- Sl &0 A& 5al 13806 Y g
Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bdthil.

Selain dalam ayat-ayat tersebut, terdapat dalam Hadis-Hadis yang
merupakan landasan langsung larangan jual beli yang mengandung
gharar,@ Nabi Muhamr@nad Saw Bersabda dalam Hadis: )

b iy il 4 Jlia i (1305 6 QB aie ) um 850k o 2

(plose 01 50)%% p0al)

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah Saw melarang jual beli yang
mengandung gharar (ketidakjelasan). (HR. Muslim)

Ini adalah dalil utama dalam fikih mu ‘dmalah yang dijadikan
landasan oleh seluruh madzhab. Contoh jual beli yang mengandung
gharar adalah: jual beli ikan yang masih ada di dalam air laut, jual beli
burung yang masih terbang di udara, jual beli buah yang belum diketahui
kematangannya, dan lain sebagainya.® Bay‘ al-gharar adalah segala
bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian tentang objek barang,

%5 Shahih Muslim, Kitdb al-Buyii‘, No. 1513.

% Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury, “Why Islamic Finance is Differen? A
Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation About Usury, Ambiguity (Gharar),
Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqqil al-Rukban),” dalam
Journal of Emerging Economies and Islamic Research, Vol. 3 No. 3 Tahun 2015, hal. 70-83.
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jumlah/ ukuran, waktu penyerahan, atau hasil dari transaksi tersebut.
Hadis lain tentang bay * al-gharar yaitu tentang larangan menjual barang
yang belum dimiliki, Nabi Muhammad Saw Bersabda:

@m@)\ﬁuwd l_u_ded\_é”’ "\@AJ(,\PUJE;;U;
(L;AAJJ\ a\jJ)67dL9 Oalls c\.\‘ﬁ Ja Q}J\ %) AARYSEnt] gg.u; u.n.d tul\
Rasulullah Saw melarang menjual sesuatu yang belum kamu miliki. (HR.

Tirmidzi)

Gharar juga terjadi ketika objek jual beli belum ada, belum bisa
diserahkan, atau belum diketahui keberadaannya.’® Contoh transaksi
gharar perspektif transaksi modern yaitu: 1) Menjual barang yang belum
dimiliki atau belum jelas spesifikasinya. 2) Asuransi konvensional
(mengandung gharar dan maysir menurut jumhur Ulama). 3) Investasi
bodong: tidak jelas sumber keuntungan dan risiko. 4) Jual beli lewat
gambar palsu atau deskripsi menipu di platform marketplace.

Pada transaksi yang mengandung gharar pasti terjadi ketidakrelaan
salah satu pihak, selain itu pada transaski gharar terlihat begitu
menyenangkan, tetapi kenyataannya begitu sangat menyakitkan, karena
kenyataan tidak sesuai dengan apa yang terlihat oleh mata. Terdapat
beberapa transaksi jual beli yang inheren dengan gharar, yaitu:

1) Jual beli hashah (batu kecil) merupakan jual beli tanah pada masa
jahiliyah yang tidak jelas ukuran luas tanah yang diperjualbelikan,
jual beli ini dilakukan dengan melempar batu kecil di tanah, di mana
jatuhnya batu kecil tersebut menjadi tanah yang diperlualbelikan.
Nabi Muhammad Saw Bersabda:

ur_}a\.m;l\eauc%m\dyjsydbm&\wjo}ﬁ@\

(plowe o)) 080 i

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah Saw melarang jual beli dengan
melempar kerikil (bay " al-hashdh) dan jual beli yang mengandung
gharar (ketidakjelasan). (HR. Muslim)

67 Sunan al-Tirmidzi No. 1232

68 Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan,” dalam Jurnal
Tsaqafah, Vol. 6 No. 2 (n.d.), hal. 312-334.

8 Shahih Muslim, Kitdb al-Buyi‘ No. 1513, dalam Muhammad Taufan Djafri
Jamaluddin, Sofyan Nur, “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih mu ‘dmalah
(Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Madzhab Syafi’1),” dalam Jurnal Al-Khiyar: Jurnal
Bidang Mu'amalah dan Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023, hal. 18—40.
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2) Jual beli mulamasah yaitu jual beli pada masa jahiliyah ini dikatakan
sempurna jika pembeli menyentuh barang yang diperjualbelikan tanpa
melihat barang tersebut, seperti membeli baju tetapi baju itu
dibungkus plastik dan berada di kegelapan sehingga pembeli hanya
diperbolehkan untuk meraba barangnya saja, apabila pembeli
mendesak untuk tetap melihat barangnya, maka jual beli itu tidak bisa
dibatalkan.”

3) Jual beli nitaj adalah jual beli hasil peternakan tetapi masih belum
kelihatan hasilnya, misalnya jual beli susu kambing yang masih
berada di mammae (kantong susu) yang belum diperah. !

4) Jual beli muzabanah adalah jual beli ini merupakan jual beli dengan
menukar buah belum di panen yang belum diketahui kualitas dan
kuantitasnya dengan buah yang sudah di panen atau buah kering yang
sudah diketahui kualitas dan kuantitasnya. Misalnya, menukar kurma
yang masih ada di pohon dengan kurma kering yang sudah di panen.’

5) Jual beli muhdqgalah adalah hampir sama dengan jual beli muzabanah,
contoh dari transaksi jual beli muhagalah adalah menukar gandum
dengan gandum yang masih ada bulirnya, jual beli ini hanya
menggunakan sistem terkaan atau perkiraan, karena jumlah dan
kualitas dari barang yang ditukar tidak jelas.”

6) Jual beli mukhddharah adalah Jual beli buah yang masih mentah dan
belum kelihatan kualitasnya, seperti jual beli kurma hijau yang belum
tau kualitasnya.”

7) Jual beli bulu domba yang masih ada di badan domba dan belum di
potong.

8) Jual beli susu padat yang masih berada di kantong susunya.

"OIshak and Adawia, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar
Tradisional (Studi Pada PT Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi).” hal. 31.

"I'M Tholib Alawi, “Aspek Tadlis pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual
Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar,” dalam Jurnal Bdbu Al-limi Ekonomi dan Perbankan
Syari‘ah, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 129-138.

2 Cahya Wulandari and Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam Terhadap
Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya,” dalam Journal of Islamic Economics and
Finance Studies, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 82.

3 Ar Royyan Ramly, “Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga
Keuangan Islam,” dalam Jurnal Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies
and Social Sciences, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 62-82.

74 Shohih and Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam
Transaksi Perbankan Syari‘ah.”, hal. 32-34.
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9) Jual beli habal al-habalah adalah, seperti contoh jual beli anak unta
yang masih ada di dalam perut induknya.”

Transaksi mu ‘amalah modern yang terjadi saat ini yang
kemungkinan mengandung unsur gharar adalah asuransi, dalam kontrak
asuransi melibatkan beberapa pihak, di ataranya pemegang polish,
perusahaan asuransi, dan pihak ketiga yang ditunjuk perusahaan asuransi
untuk mengelola dana dari peserta asuransi. 1) Dalam perjanjian asuransi,
pemegang polish atau peserta asuransi diharuskan membayar premi setiap
bulan atau setiap tahun sesuai dengan kesepakatan untuk jangka waktu
yang tak terbatas. 2) Pembayaran premi asuransi setiap anggota tidak
sama jumlahnya, tergantung risiko yang ada dalam peserta asuransi,
semakin tua peserta asuransi maka premi yang dibayarkan juga semakin
tinggi, karena risiko sakit dan meninggal dunia pada peserta asuransi yang
sudah tua juga semakin besar. 3) Peserta asuransi yang tidak mengalami
sakit, kecelakaan, atau meninggal tidak akan bisa klaim asuransi
walaupun sudah membayar premi yang cukup lama, kalaupun bisa klaim
asuransi atas dana premi yang dibayarkan, maka peserta asuransi
mengalami kerugian yang sangat besar. 4) Dalam kasus asuransi ini
terdapat peserta yang sangat dirugikan, terdapat juga peserta yang
memperoleh klaim yang berlipat-lipat karena mengalami risiko.”®

Gharar tidak terjadi akibat ketidakpastian dalam mendapatkan
keuntungan, seseorang yang melakukan usaha pasti akan menghadapi tiga
kemungkinan, untung, rugi dan tidak untung/rugi. Dalam berinfestasi di
sektor rii/ maupun di pasar modal (saham, obligasi dan reksadana),
investor tidak hanya siap menerima keuntungan, tetapi juga harus siap
menghadapi kerugian yang menyebakan investasi yang diberikan akan
mengalami gulung tikar’’.

Gharar terjadi karena unclomplete information yang diberikan oleh
penjual kepada pembeli sehingga menyebakan ketidakjelasan dalam
bertransaksi. Jika dalam dunia perbankan, gharar terjadi ketika
ketidakjelasan dalam akad, apabila terjadi ketidakpastian dari return
(pengembalian) akibat dari investasi, hal tersebut bukan disebut dengan
gharar, melainkan konsekuensi yang didapat investor karena
investasinya, karena keuntungan investasi tidak bisa dipastikan dalam

73 Taufiq, “Tadlis Merusak Prinsip ’Antaradhin dalam Transaksi,” dalam Jurnal Ilmiah
Syari‘ah, Vol. 15 No. 1 Tahun 2016, hal. 1-10.

76 Arifin, “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan.” hal. 103.

77 Ramly, “Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan
Islam.” hal. 32-35.
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sebuah usaha, bisa jadi usaha mengalami keuntungan, kerugian, bahkan
Break Even Point (BEP)/ keadaan dimana tidak mengalami keuntungan
maupun kerugian. Sedangkan apabila memperoleh fixed income
(pendapatan tetap) itu merupakan suatu bunga yang ditetapkan di awal
kontrak sesuai kesepakatan dua belah pihak.”® Dalam al-Qur’4an Sirah al-
An’am (6) Ayat 152 Allah SWT berfirman: . ] ]

Ll &) 3l SN2
Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.

Dalam Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili takaran dan
timbangan yang adil adalah tidak boleh mengurangi timbangan jika kita
menimbang untuk orang lain, dan tidak boleh melebihkan timbangan jika
menimbang atau menakar untuk diri sendiri, jadi bersikap adil untuk
orang lain maupun untuk diri sendiri. Seperti dalam al-Qur’an Sdrah al-
Muthafﬁf“ in (83) Ayat 1 3 yang artmya

3 AN (1) SRl L Jeisiany ol () UM &3

(7) O3mad 3A 5855
Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)
(1). Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari
orang lain, mereka minta dipenuhi (2). Sebaliknya, apabila mereka
menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (3)”.”°
Dalam al-Qur’an Stirah Hid Ayat 85 juga perintah untuk berbuat
adil dengan menimbang dan memberi takaran yang benar, baik ketika
menimbang harus dilakukan dengan adil dengan tidak mengambil hak
orang lain dengan cara mengurangi timbangannya, maupun ketika
mendapatkan takaran timbangan tidak melebih-lebihkan, karena itu
merupakan bukan haknya dan akan merugikan penjual, perkara ini
menyebabakan ketidakadilan dan menzhalimi salah satu pihak, dan Allah
berjanji akan memberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang
masih mengurangi timbangan atau takaran untuk orang lain dan
menambah takaran atau timbangan untuk dirinya sendiri.
e. Ayat Tentang Larangan Bay’Najasy
Al-Qur’an tidak menyebutkan secara langsung tentang larangan
jual beli najasy (bay’ an-najasy), namun secara umum al-Qur’an
melarang seseorang melakukan penipuan (al-Bagarah Ayat 22),
melakukan kecurangan (al-Muthaffifin Ayat 1-3), mengambil harta

8 Wulandari and Zulqah, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan
Penanganan Distorsinya.” hal. 167.
7 Kementrian Agama RI, AI-Qur’dn dan Terjemahannya.
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seseorang secara bdthil (al-Bagarah Ayat 188), yang maknanya sama
dengan larangan dalam melakukan bay’ najasy. Bay’ najasy dilakukan
oleh rang lain yang bekerjasama dengan penjual untuk mengelabuhi calon
pembeli, orang yang pura-pura menawar barang dengan harga yang tinggi
akan mempengaruhi calon pembeli, padahal sebenarnya penawar tersebut
tidak benar-benar ingin membeli barang yang dijual. Rekayasa
permintaan ini biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang
direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menaikkan harga barang
seolah-orang barang yang dijual mempunyai kualitas yang bagus.
Walaupun secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur’an, larangan bay
najasy terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad Saw Bersabda:

(ohoon o5 )0 AT R ey a5 Lngle dl um 500 G (2
Dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi Muhammad melarang jual beli najasy.
(HR. Muslim)

Dalam jual beli najasy, penjual menyuruh orang lain untuk memuji
barang dagangannya dengan pura-pura membelinya dengan harga di atas
standar dengan tujuan orang lain mau membeli dengan harga di atasnya,
padahal orang yang berpura-pura tersebut sudah disuruh oleh penjual dan
tidak ingin membeli barangnya. %!

Kasus seperti ini sering ditemui saat ini di terminal umum ketika
baru naik bis, tiba-tiba ada orang yang pura-pura salah jalur untuk jurusan
bisnya, sedangkan barang-barang bawaannya sudah berada di bis lainnya,
tidak ada harta benda, hanya jam tangan yang ia punya, dan diniatkan
untuk dijual kepada penumpang bis lain dan berpura-pura bersedih karena
ketinggalan bis yang sebenarnya ingin ia naiki, orang lain yang
bekerjasama dengannya pura-pura menawar jam tangannya dengan harga
yang tinggi, karena jam tangan tersebut original dan buatan luar negeri,
penumpang yang kasihan dengan orang tersebut akhirnya membeli jam
tangan dengan harga yang tinggi karena pengaruh dari beberapa orang
yang melakukan rekayasa permintaan, padahal jam tangan tersebut
sebenarnya bukan barang original dan bukan buatan luar negeri. Penipuan
semacam ini terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidhi, Nabi
Muhammad Saw Bersabda:

S 8] fala ¥ JE &

’
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80 Shahth Bukhari, Kitdb al-Buyii‘ No. 2142, dan Muslim No. 1515
81 Shahih Bukhari, Kitdb al-Buyii ‘, No. 2140.
82 H.R. Tirmidhi No. 1292
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Dari Abu Hurairah ra., Rasuullah Saw Bersabda: Janganlah salah
seorang di antara kalian menawar atas tawaran saudaranya. (H.R.
Tirmidhi)

Transaksi tersebut mengandung unsur penipuan karena pembeli
terprovokasi oleh seseorang yang pura-pura melakukan permintaan,
selain itu transaksi ini dapat menzhalimi pembeli yang tidak mengetahui
kondisi yang sebenarnya barang yang dibeli dengan harga yang tinggi.
Kejadian seperti ini menyebabkan pelaku bay’najasy akan mendapatkan
profit lebih karena rekayasa yang dilakukannya oleh beberapa pihak,
sedangkan pembeli yang tidak mengetahui akan persekongkolan yang
dilakukan oleh penjual dan penawar palsu mendapatkan perlakuan zhdlim
dan juga mendapatkan kerugian.®® Karena sesungguhnya jual beli yang
sesuai dengan etika moral dalam berbisnis adalah jual beli yang
mengandung kejujuran, keadilan, transparansi, cash (berwujud), jelas,
bersaing secara sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam Hadis Nabi
Muhammad Saw Bersabda:

wﬁu@&u\wﬁwd duduu@sm@@wug UJ\

(Lg‘)\a_d\ a\jj)g“&i;:\j\ Claa.\ ‘}[ d\ﬂ &_\JJAM‘MLUL

Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi Saw Bersabda: Siapa yang membeli makanan,
maka jangan ia jual lagi sebelum ia menerimanya. Rabi' (perawi) tidak
melihat najasy sebagai masalah, tetapi Ma’mar (perawi lainnya)
berkata: Najasy itu tidak boleh. (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan perbedaan pendapat Ulama tentang bay
najasy, namun pendapat yang rajih (kuat) bahwa bay najasy tidak
diperbolehkan dalam syariat. Bay’ najasy merupakan jual beli dengan
bentuk penipuan yang mengelabuhi orang lain dan bersifat gharar dengan
cara manipulasi harga (ghubn), jika hal ini diketahui oleh pembeli maka
jual beli ini dapat dikatakan fasid (rusak) dan pembeli boleh membatalkan
transaksinya. Karena pada dasarnya segala macam transaksi (mu ‘amalah)
harus disertai dengan prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, sehingga
menghasilkan keberkahan yang dapat diterima di dunia dan akhirat.

’

83 Fachrounissa Zein Vitadiar and Tika Widiastuti, “Analisis Faktor Penyebab Distorsi
Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal
Masharif Al-Syari‘ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari‘ah, Vol. 8 No. 1 Tahun 2023,
hal. 256-274.

8 Shahih Bukhari, No. 2136, 2137. Abl Dawiid No. 3386
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B. Aktualisasi Harga yang Adil dalam Al-Qur’an

Harga merupakan nilai dari suatu barang yang diperjualbelikan, baik
dari sisi kualitas maupun kuantitas barang. Ketika di dalam pasar proses tawar
menawar antara penjual dan pembeli menghasilkan pembentukan harga, yang
mana harga mencapai titik kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga
menghasilkan keseimbangan dan menciptakan transaksi saling rela (ridha).®

Terciptanya harga karena kekuatan dari permintaan dan penawaran yang
dilakukan oleh penjual dan pembeli, sedangkan penawaran dan permintaan
dipengaruhi oleh gaya hidup, jumlah pendapatan, kebutuhan, dan kondisi
pasar.®® Harga yang tercipta oleh hukum pasar dan jumlah permintaan dan
penawaran biasanya harga pada barang-barang kebutuhan pokok manusia,
seperti beras, tomat, cabai, bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, buah
buahan, dan lainnya, tetapi untuk barang-barang olahan pabrik, buatan
Perusahaan, harga yang menentukan adalah produsen/ perusahaan yang tidak
bisa di tawar oleh pembeli, seperti harga skincare, makanan olehah sosis,
sepatu, handphone, dengan memperhatikan biaya-biaya produksinya.

Pembahasan keadilan yang terdapat dalam al-Qur’an biasanya tidak
bersifat material, sehingga pembahasan konsep harga yang adil kecara tekstual
tidak terdapat dalam al-Qur’an, namun indikator dan prinsip dalam
menciptakan harga yang adil, serta aturan-aturan yang sesuai dengan syariah
itu dijelaskan dalam al-Qur’an maupun Hadis Nabi. Konsep harga yang adil
dalam al-Qur’an ketika: 1) Tidak melakukan kecurangan dalam takaran atau
timbangan (al-Muthaffifin Ayat 1-3). 2) Tidak memanipulasi harga dengan
cara bay’ najasy (al-Baqarah Ayat 188). 3) Tidak melakukan ihtikdar atau
informasi yang palsu (al-Hasyr Ayat 7). 4) Transparansi yaitu harga
mencerminkan kualitas dan kuantitas barang (al-Baqarah Ayat 282). 5) Saling
ridha antara penjual dan pembeli (al-Nisd’ Ayat 29). 6) Tidak mengambil
keuntungan yang berlipat ganda (#ibd) (‘Ali Imran Ayat 130). 7) Tidak adanya
intervensi dalam penentuan harga pasar kecuali ada tindakan-tindakan yang
dapan menzhalimi pihak lain (HR. Abl Dawtd No. 3451).

Harga tidak hanya tercipta karena keadaan dan hukum pasar, tetapi
terdapat andil yang utama yaitu produsen yang memproduksi barang yang

85 Zaenuddin Mansyur, “Relevance of the Concept of Fair Prices and Profits for the
Community, (Study of Ibn Taymiyyah Thoughts on Justice in Trade),” dalam Jurnal
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 1-18.

8 Kumara Adji Kusuma, “The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of
Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation,” dalam Proceeding of
ICAF: 5th International Conference of Accounting and Finance (ICAF 2019), Vol. 102 No. 1
Tahun 2019, hal. 116-123.
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lebih mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga suatu harga bisa

tercipta. Produsen dalam skala produksi besar biasanya menggunakan analisis

biaya produksi untuk menciptakan sebuah harga, adapun analisis jenis-jenis
biaya yang dikeluarkan produsen adalah sebagai berikut:®’

1. Terciptanya Harga dari Analisis Biaya Produksi

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan produsen dalam
memproduksi barang dan jasa, baik yang bersifat tetap (fixed) maupun tidak
tetap (variable). Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang dikeluarkan
perusahaan yang sifatnya tetap tiap bulannya, seperti biaya asuransi, biaya gaji
satpam, dll, sedangkan biaya tidak tetap (variabel cost) adalah biaya yang
tidak tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannnya seperti biaya
listrik, gaji pegawai, biaya pembelian bahan baku, biaya perawatan alat-alat
kantor, dll. Jika dilihat dari jenis pengeluarannya terdapat dua jenis biaya
yaitu: Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan
bahan baku atau faktor produksi dari luar, dan biaya implisit yaitu biaya yang
dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh
perusahaan itu sendiri.®

Untuk menganalisis sebuah harga barang, biaya produksi yang
dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh produsen, terdapat beberapa jenis
biaya, yaitu:

a. Biaya Total (Total Cost/ TC), yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh
perusahaan yang bersumber dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Total
Cost dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TC =
TFC + TVC.

b. Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost/ TFC) merupakan total biaya yang
tidak berubah mengikuti tingkat produksi yang dilakukan oleh
perusahaan. Seperti contoh: biaya pemeliharaan pabrik/ perusahaan dan
asuransi, biaya abonemen telepon bulanan. Total Fixed Cost dapat
dihitung dengan rumus: TFC = AFC x Q

c. Biaya Variabel Total (Total Variabel Cost/ TVC) adalah total biaya yang
berubah secara linier sesuai dengan volume oufput operasi perusahaan.
Sebagai contoh: biaya pulsa telepon bulanan, biaya pengeluaran untuk
upah dan bahan baku, biaya listrik, biaya bahan baku, dll. Total Variabel
Cost dapat dihitung dari penurunan rumus menghitung biaya total, yaitu:
TVC=AVCx Q

87 Savika Alvani and Galuh Widitya Qomaro, “Islamic Perspective on Fair Pricing in
The Religious Tourism Area,” dalam Jurnal Ekonomi dan dan Bisnis, Vol. 13 No. 1 Tahun
2025, hal. 15-28.

88 Shahim Ahmad Siddiqui, “Factors of Production and Factor Returns Under Political
Economy of Islam,” dalam Jurnal J. KAU: Islamic Econ, Vol. 8 No. 1 Tahun 1996, hal. 3-28.
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d. Biaya Tetap Rata-Rata (Average Fixed Cost/ AFC) adalah biaya tetap rata-
rata yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah
barang tertentu (Q).* Average Fixed Cost dapat dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut: AFC = TFC / Q

e. Biaya Variabel Rata-Rata (Average Variabel Cost/ AVC) merupakan total
biaya variabel yang dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi oleh
perusahaan/ output perusahaan. Average Variabel Cost dapat dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu: AVC =TVC/Q

f. Biaya Total Rata-Rata (Average Total Cost/ ATC) adalah total biaya
keseluruhan dibagi dengan jumlah ouput yang diproduksi oleh
perusahaan. Average Total Cost dapat dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut, yaitu: ATC =TC/ Q

g. Biaya Marginal (Marginal Cost/ MC) dapat dikatakan sebagai biaya
pertambahan (incremental cost) atau biaya marginal yang dikeluarkan
oleh perusahaan karena penambahan terhadap faktor-faktor produksi.
Marginal Cost dapat dihitung dengan menggunakan rumus: MC = ATC /

AQ

Keterangan :

Q = Jumlah barang yang diproduksi/ output
TR = Total pendapatan

P = Harga barang

Sebagai contoh aplikasi tentang analisis biaya dalam menetukan sebuah
harga barang sebagai berikut: Sebuah pabrik Sandal dengan Merk “Swallow”
mempunyai biaya tetap total (TFC) = 1.575.000; biaya untuk membuat sebuah
sandal (AVC) Rp 575; apabila sandal tersebut dijual dengan harga Rp 1.100,
maka yang ditanya:”°
a. Fungsi biaya total (TC), fungsi pendapatan total (TR) dan Variable Cost

(TVQC)?
b. Pada saat kapan pabrik sandal mencapai BEP?
c. Untung atau rugikah apabila memproduksi 9.000 unit?
d. Berapa maslahah yang diterima produsen saat BC = 200.000?

Dari beberapa permasalahan yang dipertanyakan, maka analisis biaya

dapat dijawab sebagai berikut:*!

8 M. Kabir Hasan, “The Cost, Profit and X-Efficiency of Islamic Banks,” 12th ERF
Conference Paper, Department of Economics and Finance, Vol. 12 No. 1 Tahun 2013, hal.
1-34.

% Md Shajedur Rahman, “A Cost Efficiency Analysis of Boro Rice Production in
Dinajpur District of Bangladesh,” dalam Jurnal Econstor: Fundamental and Applied
Agriculture, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021, hal. 67-77.

1 Syful Islam et al., “Financial Analysis of Sesame Production in Selected Areas of
Bangladesh,” dalam Jurnal Farm Economy: The Journal of the Bangladesh Agricultural
Economists Association June, Vol. XVII No. 1 Tahun 2022, hal. 139-146.
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a. FC=Rp 1.000.000 VC=Rp 500.
Fungsi biaya variabel VC =500 Q.................. (1)
Fungsi biaya total TC=FC +VC = ----- >TC =1.000.000 + 500 Q...(2)
Fungsi penerimaan total TR = P.Q ----- >TR =1.000 Q....(3)
b. Break Even Point terjadi pada saat TR = TC/ (tidak untung tidak rugi)
1.000 Q =Rp 1.000.000 + 500 Q
1.000 Q - 500 Q =1.000.000
500 Q =1.000.000
Q =2.000 unit
Pabrik sandal akan mengalami BEP pada saat Q = 2.000 unit
Pada biaya total TC = 1.000.000 + 500 ( 2.000)
TC =2.000.000
c. Pada saat memproduksi Q = 9000 unit
TR=PxQ
=1.000 X 9.000
=9.000.000
TC =1.000.000 + 500 (Q)
=1.000.000 + 500 (9.000)
=1.000.000 + 4500.000
=5.500.000
Bila TR > TC, maka keadaan laba / untung.
Laba =TR-TC
=9.000.00 - 5.500.000
=3.500.000
d. Maslahah bagi produsen dalam ilmu ekonomi dirumuskan sebagai
berikut:*?
M=TR-TC-BC
=9.000.000 — 5.500.000 — 200.000 = 3.300.000
Harga yang adil, selain tidak menzhalimi pembeli yaitu tidak merugikan
penjual. Dalam ekonomi modern penciptaan harga dapat dilakukan dengan
menganalisis bagaimana harga dapat tercipta dengan menghitung biaya-biaya
produksi yang dikeluarkan, sehingga produsen dapat menciptakan harga
dengan tidak memberatan pembeli dan tidak merugikan penjual. Selain itu
dalam menciptakan harga tujuan utama produsen adalah keuntungan, jika
pencapaian utama seorang produsen adalah mashlahah, maka terdapat biaya
berkah yang harus dikeluarkan produsen atas keuntungan yang diperolehnya,

92 Sahidul Islam and Tapan Kumar Roy, “A Fuzzy EPQ Model With Flexibility and
Reliability Consideration and Demand Dependent Unit Production Cost Under a Space
Constraint: A Fuzzy Geometric Programming Approach,” dalam Jurnal Applied Mathematics
and Computation, Vol. 176 No. 2 Tahun 2006, hal. 531-544.
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biaya berkah (Berkah Cost/ BC) tersebut berupa ZISWAF (Zakat, Infaq,
Sedekah, dan Wakaf).”?
2. Jenis-Jenis Laba dalam Menciptakan Harga

Penentuan posisi laba dalam Islam, perilaku rasional dalam
maksimalisasi laba pada dasarnya dikondisikan oleh tiga faktor, yaitu;
pandangan Islam tentang bisnis, perlindungan kepada konsumen, dan bagi
hasil di antara faktor yang mendukung.
a. Laba dalam Pandangan Islam

Terdapat dua jenis pengambilan laba dalam Islam, yaitu profit
sharing (bagi hasil) dan revenue sharing (bagi pendapatan). Dalam profit
sharing yaitu bagi keuntungan, akad yang digunakan adalah mudhdrabah
dengan perincian biaya produksi ditanggung oleh pelaksana (mudharib).
Jumlah produk yang dihasilkan pada saat profit sharing paling kecil jika
dibandingkan pada saat menggunakan sistem revenue sharing. Dalam
revenue sharing (bagi pendapatan) yaitu akad mudhdrabah yang
digunakan dengan perincian biaya produksi ditanggung oleh pemodal.
Sistem yang paling mendorong produktivitas adalah saat menggunakan
revenue sharing karena jumlah produk (Q) yang harus dihasilkan untuk
mencapai BEP lebih tinggi daripada sistem lainnya.”*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shdhib
al-mal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi
menurut kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik modal selama
bukan karena kelalaian mudharib. Musydrakah adalah akad kerja sama
antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menggabungkan modal
(uang, aset, atau keahlian), kemudian berbagi keuntungan dan risiko
sesuai kontribusi dan kesepakatan. Meskipun tidak disebut secara
eksplisit dengan istilah mudharabah dan musyarakah, konsep dasarnya
sangat kuat diisyaratkan dalam al-Qur’an Strah al-Muzammil (73) Ayat
20 Allah Swt Berfirman:

v, o, % 8 1 odne- . ok} o ed oL - 7 ooaiL
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Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.

Ayat ini menjadi indikasi bolehnya usaha bersama, termasuk kerja
sama bisnis (mudhdrabah dan musydrakah) untuk mencari rezeki Allah.”

% Imroatus Sholiha, “Teori Produksi dalam Islam,” dalam Jurnal Iqtishodiyah: Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, hal. 1-19.

% Aulia Fitria Yustiardhi et al.,, “Issues and Challenges of the Application of
Mudharabah and Musyéarakah in Islamic Bank Financing Products,” dalam Journal of Islamic
Finance, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hal. 26-41.

% Hechem Ajmi et al., “Adverse Selection Analysis for Profit and Loss Sharing
Contracts,” dalam International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and
Management, Vol. 12 No. 4 Tahun 2019, hal. 532-552.
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Akad mudharabah dan musyarakah juga sering digunakan dalam
lembaga keuangan syari‘ah yang menerapkan prinsip-prinsip syari‘ah
yang non-bunga, dalam Strah al-Nur (24) Ayat 37 Allah Swt Berfirman:

AR G Y3500 el Y 01a
Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari
mengingat Allah.

Tentang kerjasama mudhdrabah dan musydrakah juga terdapat

dalam Hadis Qudsi:
u&ﬂ\uﬁbb\d;j‘)b \dudbﬁiwj\upmw@a‘)a}ﬁb_}\
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Allah ‘azza wa jalla berfirman: Aku adalah pzhak ketiga dari dua orang
yvang berserikat (bermitra), selama salah satu dari mereka tidak
mengkhianati yang lain. Namun jika salah satu mengkhianatinya, maka
Aku keluar dari antara mereka (tidak lagi memberkahi kerja sama itu).
(HR. Abt Dawid)

Riwayat tentang praktik para sahabat Nabi seperti Abbas bin Abdul
Muththalib dan Abdurrahman bin Auf melakukan akad mudharabah.
Nabi mengetahuinya dan tidak melarangnya, yang berarti ada taqrir
(persetujuan diam-diam) dari Nabi Muhammad Saw. [jma’ Ulama sepakat
bahwa akad mudhdrabah dan musydrakah boleh dilakukan, dengan
syarat: Akadnya jelas, nisbah keuntungan disepakati keduabelah pihak,
dan tidak mengandung ribd, gharar, atau unsur haram lainnya. Qiyas
dalam Kaidah Figh: wsfll S35 3824 yaitu “kesulitan yang membawa
kemudahan”. Mudhdrabah dan musydrakah adalah dua sistem keuangan
syari‘ah yang sangat dianjurkan sebagai alternatif sistem ribdwi dan
menjadi dasar utama perbankan syari‘ah modern (misalnya: pembiayaan
modal usaha, pembiayaan proyek, dll.

Islam mengakui laba adalah sebagai hasil dari modal yang tak
berbunga, Umat Islam hendaknya memperhatikan soal keadilan dalam
menentukan keuntungan/ laba/ profit. Ibnu Taimiyyah (661-728 H/1263-
1328 M) di dalam Kitdb Majmu’ Fatawa, mengartikan bahwa laba ialah
“Kompensasi (keuntungan) yang setara akan diukur dan ditaksir dengan
hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan”, sehingga menurutnya,
bagian penting dalam menentukan harga yang adil adalah keuntungan
yang adil, sebab biaya produksi relative bisa diukur sedangkan
keuntungan (laba) dasar penentuannya tidak ada standasrisasi. Dengan
pengertian bahwa laba yang adil adalah laba yang normal tanpa adanya
unsur merugikan (dzulm) dan eksploitatif (ghaban fahiys) serta tidak

% Sunan Abi Dawid, Kitdb al-Buyi ‘, No. 2936.
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mengambil keuntungan yang tidak lazim dengan memanfaatkan
ketidaktahuan pembeli terhadap kondisi pasar.®’
b. Laba dalam Pandangan Skuler

Teori ekonomi sekuler dalam hal ini biasanya menggunakan
pendekatan impersonal dalam kaitan dengan masalah distribusi.
Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar,
sebagaimana yang telah diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu
pembagian adil bagi produk faktor-faktor produksi. Bagian pekerja
biasannya masuk dalam biaya-biaya produksi, sehingga dapat
mengurangi bagian pekerja tersebut.

Maksimalisasi laba bukan untuk kelangsungan hidup perusahaan
tetapi memberi dampak terhadap pengisapan dan perlakuan sewenang-
wenang perusahaan terhadap karyawannya. Sebaliknya, Islam
menggunakan pendekatan instruksional dalam masalah distribusi. Pada
dasarnya, Islam lebih suka memperlakukan nilai produk keseluruhan
dikurangi dengan depresiasi dan gaji minimum sebagai laba yang dibagi
antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan.’® Dengan demikian,
teori maksimalisasi laba juga dibutuhkan dalam teori ekonomi dalam
kerangka Islam. Ilmu ekonomi sekuler mempertahankan asumsi
maksimalisasi laba meskipun karakaternya tidak realistis dan bahkan
terkadang menyesatkan, terutama karena dua alasan: 1) Teori harga,
merupakan inti teori dari ilmu ekonomi, tidak dapat berdiri tegak setelah
asumsi tersebut dihapuskan. 2) Para kritikus tersebut selama ini tidak
dapat mengajukan suatu kaidah perilaku alternatif yang dapat memiliki
nilai yang sama, jika tidak lebih baik, prediktif dan mengarah pada
kesimpulan-kesimpulan yang dapat diuji secara empirik.

c. Maksimalisasi Laba dan Efek Sosialnya

Mudah untuk melihat bahwa dalam sistem Islam, keseimbangan
output adalah lebih besar, harga lebih rendah dan profit lebih besar
daripada kerangka sekuler. Di dalam keadaan kompetisi monopolistik,
maksimasi laba mungkin mengarahkan pada sistem Islami, yang
bertujuan untuk memberikan harga komoditas paling rendah, volume
hasil yang lebih besar, dan keuntungan netfo yang lebih besar,
dibandingkan dengan model perusahaan sekuler.

Perusahaan yang menerapkan prinsip syari‘ah akan beroperasi
dengan menggunakan mekanisme bagi hasil, dalam kerangka bagi hasil

97 Marizah Minhat and Nazam Dzolkarnaini, “Islamic Corporate Financing: Does It
Promote Profit and Loss Sharing?,” dalam Jurnal Business Ethics the Environment &
Responsibility, Vol. 25 No. 4 Tahun 2016, hal. 482-497.

% Rosyid Arifin and Ayudia Sokarina, “Towards the Concept of Divine Justice
Income: An Imaginary Dialogue,” dalam Jurnal IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manjemen, dan
Akuntansi Islam, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal. 14-22.
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maka akan terjadi pembagian hasil dan risiko. Penghapusan mekanisme
bunga dalam perusahaan yang berkoridor Islam, akan melakukan
penyebaran risiko atas investasi keseluruhan secara adil. Hubungan antara
profit dengan risiko dalam praktek perusahaan Islam yang dapat dicapai
biasanya masuk di dalam biaya-biaya produksi, sehingga dapat
mengurangi bagian pekerja. Dengan demikian untuk memaksimumkan
profitnya, perusahaan akan menentukan tingkat input dan output
optimalnya.”

Untuk memperoleh profit yang maksimal, perusahaan berupaya
memperbesar perbedaan antara pendapatan dengan biayanya. Semakin
besar perbedaan maka akan semakin besar tingkat keuntungan
perusahaan. Pada pasar persaingan sempurna, dimana perusahaan sebagai
price taker, maka upaya untuk memaksimalisasi profit dapat dilakukan
dengan mengefisienkan penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan
produksinya. Para ekonom Islam memberikan saran alternatif yaitu
dengan pembatasan maksimalisasi laba, dan pelaku usaha dianjurkan
untuk memperhatikan faktor lain selain maksimalisasi keuntungan, yaitu
keberkahan yang terdapat dalam usaha yang dijalani.'®

C. Analisis Kritis Terhadap Makna Normatif Teks
1. Strah al-Muthaffifin Ayat 1-3

Dalam al-Qur’an Strah al-Muthaffifin Ayat 1-3 tentang larangan keras
terhadap kecurangan dalam transaksi yaitu karena Islam melarang keras
kecurangan dalam takaran dan timbangan. Ayat ini menjelaskan ketimpangan
moral, di mana seseorang ingin haknya dipenuhi secara utuh, tapi justru
mengurangi hak orang lain. Peringatan dan ancaman bagi pelaku kecurangan
adalah: 1) Kata 35 (kecelakaan/ celaka) menunjukkan bentuk ancaman keras
yang berupa siksaan, baik sikasaan di dunia maupun akhirat. 2) Pelaku
kecurangan dianggap sebagai orang yang merusak keadilan sosial dan
ekonomi, karena hal tersebut dapat merugikan orang lain tanpa sepengetahuan
dari orang yang dicurangi.

Menegaskan prinsip timbal balik dan keadilan, yaitu bahwa ajaran Islam
menunjukkan bahwa keadilan adalah asas utama mu ‘dmalah dalam Islam,
selain itu juga menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban adalah bentuk
kezhaliman. Dalam etika ekonomi Islam terdapat prinsip yang harus dijaga

9 Marianne Bowes, “Profit-Maximizing vs. Optimal Behavior in a Spatial Setting:
Summary and Extensions,” dalam Southern Economic Journal, Vol. 50 No. 3 Tahun 1984,
hal. 680-689.

100 Robert White, “Profit Maximization Does Not Necessitate Profit Prioritization,”
dalam The Journal of Ayn Rand Studies, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, hal. 201-226.
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yaitu: transparansi, amdnah, dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa

keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara manipulatif, serta timbangan

dan takaran yang benar adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.

Adapun analisis kritis Sfirah al-Muthaffifin Ayat 1-3 ini adalah:'%!

a. Konteks historis (asbab al-nuziill) menurut riwayat, ayat ini diturunkan di
Madinah, di mana praktik kecurangan dalam takaran dan timbangan
merajalela di pasar. Para pedagang meminta haknya secara penuh, namun
saat menjual mereka mengurangi hak orang lain. Sedangkan kritik historis
dalam Strah al-Muthaffifin Ayat 1-3 ini mengoreksi struktur pasar yang
timpang dan menunjukkan bahwa syariat Islam hadir sebagai reformasi
sosial-ekonomi, bukan hanya ritual agama.

b. Dimensi sosial dan ekonomi, ayat ini relevan dalam pengawasan pasar
dan konsumen. Dalam praktik modern, manipulasi harga, pengemasan,
takaran palsu, hingga digital fraud dalam e-commerce bisa termasuk
dalam kategori ini. Kritik kontekstualnya adalah, kecurangan kini bukan
hanya soal timbangan fisik, tapi juga data, kualitas, dan layanan, maka
ayat ini perlu dibaca dengan kacamata kontemporer, termasuk regulasi
konsumen dan audit keuangan.

c. Kiritik moral yang terdapat dalam Ayat 1-3 Sdrah al-Muthaffifin ini
mengecam kemunafikan moral, yaitu bersikap adil hanya saat menerima,
tapi tidak saat memberi. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang
ditoleransi oleh budaya bisnis licik. Analisis dalam perspektif ekonomi
Islam adalah menginginkan ekonomi yang bermoral, adil, dan saling
menguntungkan. Ayat ini relevan untuk etika korporasi, tanggung jawab
sosial perusahaan, dan integritas profesional.'*?

d. Relevansi dalam tatanan hukum Islam ayat ini menjadi dasar normatif
dalam  hukum-hukum  mu ‘dmalah, termasuk larangan gharar
(ketidakjelasan dalam transaksi), larangan tadlis (penipuan), kewajiban
akad yang shahih dan adil, dan juga bisa menjadi basis intervensi negara
(Hisbah) dalam pengawasan pasar.

Kesimpulan dari analisis kritis, Ayat 1-3 dari Strah al-Muthaffifin
adalah, secara normatif mengandung larangan keras atas praktik kecurangan
dalam takaran dan timbangan. Sedangkan secara sosial-ekonomi, menjadi
kritik terhadap budaya bisnis curang yang merusak tatanan masyarakat. Dalam

101 Hariki et al., “Menerapkan Pentingnya Nilai-Nilai Kejujuran di Dalam Berbisnis:

Studi Analisis Q.S. Al-Muthaffifin 1-3 Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah.” hal. 44-60.

102 Fathin Fadhlullah, “Celaan Bagi Pelaku Curang dalam Jual Beli: Pelajaran QS. Al-
Muthaffifin Ayat 1-3,” dalam Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi, Vol. I No. 4 Tahun 2023, hal.
62-68.



259

konteks modern, berlaku luas pada kecurangan transaksi digital, bisnis

korporasi, bahkan manipulasi data dan layanan, dan ini menjadi landasan etika

ekonomi Islam yang mendorong kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab
sosial.

2. Sdrah Al-Bagarah Ayat 188

Ayat ini memuat larangan eksplisit terhadap praktik korupsi, suap dan

perampasan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Berikut nilai-nilai
normatif yang terkandung di dalamnya:'®* 1) Larangan memakan harta secara
bathil, karena harta dianggap amdnah yang suci, dan memakan
(mengambil/manfaat) harta dengan cara yang bdthil artinya tanpa adanya hak
syar’i, seperti: penipuan, kecurangan, perampokan, manipulasi, korupsi. 2)
Larangan suap (3s<)) untuk membelokkan keadilan, dalam kalimat “fudlu
biha ilal hukkdm” menunjukkan tindakan menyuap hakim atau aparat hukum
untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan secara tidak adil. Ini
adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi hukum, tidak hanya
dalam kasus hukum, risywah juga terjadi dalam dunia kerja, pendidikan,
jabatan, dll. 3) Tanggung jawab moral dan pengetahuan, dalam kalimat “wa
antum ta ‘lamiin”’ menyatakan bahwa perbuatan ini dilakukan dalam keadaan
sadar dan tahu, bukan karena kelalaian, maka pertanggungjawabannya lebih
berat di sisi Allah karena dilakukan atas dasar sengaja. Adapun analisis kritis
yang terdapat dalam al-Qur’an Sdrah al-Bagarah Ayat 188 adalah:

a. Konteks historis dalam tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan al-Qurthubi,
ayat ini turun berkaitan dengan, kaum muslimin yang memperkarakan
harta secara tidak sah ke penguasa, bahkan menggunakan sistem hukum
untuk membenarkan perampasan terhadap orang lain. Adapun analisis
historis yang terdapat dalam ayat ini adalah mereformasi praktik hukum
jahiliyah yang membolehkan manipulasi, dan Islam datang untuk
menegakkan keadilan substantif, bukan hanya legal formal.

b. Kritik terhadap sistem peradilan, Ayat 188 dalam Strah al-Baqgarah ini
mengkritik sistem hukum yang bisa dibelokkan melalui kekayaan, jabatan
atau yang dapat mempengaruhinya. Keadaan yang relevan dengan situasi
di mana penguasa hukum bisa dikendalikan oleh elife atau pemodal,
sebagai contoh modern yaitu: mafia peradilan, praktik suap dalam sistem
hukum, tender proyek, birokrasi, dll.

c. Relevansi etika ekonomi dan politik yaitu, dalam ayat ini menjadi
landasan etis dalam penegakan integritas ekonomi dan pemerintahan,

103 Ismi Wakhidatul Hikmah, “Suap Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 188 (Studi Analisis
Ma’na-Cum-Maghza),” dalam Jurnal Pappasanf: Jurnal Studi Al-Qur’an-Hadis dan
Pemikiran Islam, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022, hal. 90.
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serta menekankan terhadap larangan korupsi dan nepotisme, keadilan
dalam distribusi harta, dan transparansi dalam pengambilan keputusan
hukum.

d. Implikasi hukum Islam dalam figh al-mu ‘dmalah dan siyasah syar’iyyah,
yaitu didasarkan pada larangan ghasb (perampasan), risywah (suap).
Pengambilan harta tanpa hak merupakan kejahatan sosial ekonomi, dan
negara wajib menerapkan sanksi terhadap pelanggar ekonomi dan
penguasa korupsi, hal ini didasarkan pada konsep Hisbah dan pengawasan
kekuasaan (accountability).'**

Kesimpulan analisis kritis dalam ayat ini adalah penegasan tentang
larangan keras atas korupsi, suap, dan manipulasi hukum. Islam mendorong
ekonomi dan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. Nilai-nilai
keadilan dalam ayat ini transenden dan relevan sepanjang zaman, dari sistem
hukum tradisional hingga tata kelola modern. Ayat ini menjadi fondasi utama
dalam pembangunan etika bisnis, integritas birokrasi yang anti korupsi. Dalam
Islam, prinsip keadilan bersifat substantif dalam figh dan hukum Islam
kontemporer.

3. Siarah Al-Hasyr Ayat 7

Makna normatif yang terdapat dalam Ayat 7 Strah al-Hasyr adalah, ayat
ini memuat nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, khususnya terkait
pendistribusian kekayaan, keadilan sosial, dan peran negara. Makna normatif
dari ayat ini mencakup:'% 1) Kepemilikan negara atas harta fai’, harta fai’
adalah harta dari hasil tanpa peperangan sebelum peperangan terjadi, dan
bukan milik pribadi Nabi Muhammad Saw, tapi untuk dikelola dan
didistribusikan kepada kelompok yang berhak. Ini menunjukkan negara
memiliki hak atas sebagian kekayaan umat yang didapat dari sumber-sumber
publik. 2) Distribusi yang adil, Allah memerintahkan agar kekayaan tidak
hanya berputar di kalangan elite saja, seperti dalam penggalan kalimat “la
yvakuna dilatan baynal-aghniyd”, serta menolak sistem ekonomi yang
memusatkan kekayaan pada golongan tertentu dan marginalisasi masyarakat
miskin. 3) Perhatian terhadap kelompok rentan, yaitu berupa penyaluran
kekayaan yang ditujukan kepada: dzawil qurba (kerabat Rasul), yatim piatu,

104 Farhan Suhada and Anggun Puspita Ningrum, “Potensi dan Keterbatasan

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Penafsiran Al-Qur’an Stirah Al-Bagarah
Ayat 188,” dalam Jurnal Fikr: Jurnal Pemikiran Studi Islam, Vol. 1 No. 1 Tahun 2025, hal.
51-64.

105 Ananda, Aseri, and Hafidzi, “Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syari‘ah: Studi
QS. Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia.” hal.
91-103
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fakir miskin, ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal), ini merupakan model

sistem jaminan sosial (social safety net) dalam Islam, adapun analisis kritis

terhadap Ayat 7 Strah al-Hasyr adalah:

a. Kiritik terhadap ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam ayat ini
menjadi koreksi langsung terhadap sistem kapitalisme ekstrem, di mana
kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Secara tidak langsung, ayat
ini menolak: sistem oligarki ekonomi, korupsi aset negara, pengabaian
terhadap redistribusi kekayaan. Kritik sosial Islam sangat jelas, yaitu harta
bukan hanya milik individu, tapi juga amdnah sosial yang harus
didistribusikan dengan adil, amdnah dan transparan. '

b. Landasan sistem kebijakan fiskal dalam Islam, adalah Ayat ini menjadi
dasar teologis dan normatif bagi: kebijakan pajak (kharaj, jizyah, ‘ushr),
zakat sebagai redistribusi wajib, serta kepemilikan publik dan negara atas
sumber daya strategis. Negara dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai
penegak hukum, tapi juga sebagai pengelola distribusi ekonomi dan
pelindung keadilan sosial.

c. Relevansi dalam tata kelola kekuasaan modern dalam ayat ini adalah,
mewajibkan penguasa agar tidak menumpuk kekayaan hanya untuk elite
penguasa. Dalam konteks kontemporer, ayat ini menolak praktik
nepotisme, privatisasi berlebihan terhadap sumber daya strategis,
manipulasi hukum dan anggaran publik demi kepentingan elite, praktik
penimbunan kebutuhan pokok demi keuntungan, karena keadilan
ekonomi dalam Islam bersifat struktural, bukan hanya sekadar karitatif.'%’

Dalam Tafsir al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan bahwa kekayaan negara
tidak boleh dikuasai oleh orang kaya atau elite penguasa, dan harus disalurkan
kepada kelompok lemah dan yang membutuhkan. Tafsir al-Razi, lebih
menekankan pentingnya keadilan distribusi agar masyarakat tidak timpang
dan bermusuhan satu sama lain. Kesimpulan analisis kritis terdapat nilai
normatif yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa harta tidak boleh
berputar di kalangan orang-orang kaya saja/ kapitalis, disinilah peran dan
tanggungjawab negara yaitu menyalurkan kekayaan publik kepada kelompok
rentan. Kritik sosialnya yaitu menolak monopoli kekayaan, korupsi, dan
sistem ekonomi yang eksploitatif, dan relevansi modern terhadap distribusi

19 Tin Prasetyo, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan, “Kontekstualisasi
Ekonomi Syari‘ah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Perspektif Q.S. Al-Hasyr Ayat
7,” dalam Jurnal Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 6 No. 1 Tahun 2025, hal. 15—
28.

107 Mulyana Fitri, “Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan Telaah Strah Al-Hasyr
Ayat 7,” dalam Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1 Tahun 2024, hal. 68-77.
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saat ini adalah menjadi dasar untuk kebijakan fiskal, pengelolaan SDA,

jaminan sosial, dan regulasi ekonomi negara.

4. Sarah Al-Bagarah Ayat 282

Makna normatif yang terkandung dalam Ayat 282 Sirah al-Baqarah ini
memuat pedoman normatif yang sangat penting dalam mu ‘dmalah, khususnya
yang berkaitan dengan transaksi utang-piutang, administrasi keuangan, dan
prinsip keadilan dalam akad, yaitu sebagai berikut:!%® 1) Perintah pencatatan
transaksi (al-kitabah). “‘fa’ktubuh” (maka catatlah), merupakan bentuk
perintah (amr). Islam mewajibkan pencatatan utang piutang untuk
menghindari sengketa, hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan
transparansi ekonomi. 2) Keadilan dalam dokumentasi pencatatan harus
dilakukan oleh penulis yang adil, dan tidak boleh berpihak, meskipun yang
berhutang adalah kerabat atau orang lemah. Ini merupakan sikap dan prinsip
dalam menjunjung tinggi keadilan formal dan substantif. 3) Peran saksi dalam
transaksi harus disaksikan oleh dua orang laki-laki, atau satu laki-laki dan dua
perempuan, bila laki-laki tidak tersedia, hal ini mencerminkan mekanisme
perlindungan hukum dan kekuatan bukti syar’i. 4) Pengakuan hak dan
kewajiban, dalam Ayat 282 Sdirah al-Baqarah ini menunjukkan bahwa setiap
transaksi dalam Islam harus dilakukan dengan kesadaran, sukarela dan
berdasarkan akad yang jelas, serta menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab
kedua belah pihak. Adapun kritik terhadap analisis Ayat 282 Siirah al-Baqarah
adalah sebagai berikut:!'%

a. Relevansi terhadap administrasi dan hukum modern dalam ayat ini adalah
landasan syariat tertulis (dokumen hukum) dalam transaksi keuangan, dan
secara normatif mengharuskan bagi pihak yang bertransaksi harus
menuliskan kontrak tertulis (akad), dokumentasi hukum, dan administrasi
yang rapi. Dalam konteks modern, ayat ini mendasari adanya sistem
pembukuan, kontrak hukum, notaris, perbankan syari‘ah, bahkan sistem
audit.

b. Prinsip preventif dalam sengketa ekonomi, yaitu pencatatan dan saksi
adalah langkah preventif dan bukan reaktif. Islam mengatur sistem
pembuktian yang adil untuk melindungi kedua belah pihak, terutama yang
lemah (debitur).

108 Natasya Nuzulia Rahma, “Keabsahan Akta Otentik Notaris Beserta Ketentuannya
dalam Al-Qur’an Strah Al-Baqarah Ayat 282,” dalam Jurnal Nihaiyyat: Journal of Islamic
Interdisciplinary Studies, Vol. 2 No. 3 Tahun 2023, hal. 251-260,

1 Tkmal Mumtahaen, “Tinjauan Analisis Tafsir Ahkam Tentang Utang Piutang (Al-
Qur’an Sarah Al-Baqarah Ayat 282),” dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh, Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, hal. 198-214.
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c. Kiritis terhadap budaya ekonomi tanpa dokumentasi, ternyata masih
banyak praktik bisnis tradisional yang mengabaikan pencatatan utang,
padahal Islam justru sangat rinci soal ini, dan ayat ini mengoreksi budaya
transaksional lisan yang rentan konflik dan wanprestasi.

d. Sensitivitas terhadap gender dan peran sosial sebagian pihak mengkritik
ayat ini karena menyebutkan dua perempuan setara dengan satu laki-laki
sebagai saksi, namun menurut al-Razi dan Ibn ‘Asyir, ini bukan soal
kapasitas intelektual, tapi soal konteks sosial saat itu, di mana laki-laki
lebih dominan dalam urusan ekonomi. Dalam konteks kontemporer,
banyak Fugaha modern membolehkan perempuan menjadi saksi tunggal
dalam hal yang sesuai keahliannya.

e. Kekuatan regulasi dalam Islam terhadap sistem keuangan yang terdapat
dalam ayat ini tidak hanya mengatur moral personal, tetapi menjadi
fondasi bagi hukum keuangan Islam, hal ini didasarkan untuk menjadikan
standar kontrak syari‘ah, pengelolaan utang piutang, sistem nota riil dan
bukti tertulis, serta etika profesi penulis dan saksi.'!”

Tafsir Ibn Katsir dalam Ayat 282 Shrah al-Bagarah ini menunjukkan
perhatian Islam yang besar terhadap keadilan dan keteraturan dalam transaksi,
selain itu juga menganjurkan agar pihak yang menulis dan menjadi saksi harus
jujur dan tidak menzhalimi salah satu pihak.!'!! Tafsir al-Qurthubi dalam ayat
ini menjadi landasan wajibnya dokumentasi transaksi yang bernilai ekonomi,
dan juga dalil untuk pengakuan hukum tertulis dalam Islam. Kesimpulan
terhadap analisis kritis yaitu etika dan hukum transaksi utang-piutang, nilai
normatif yang terdapat di dalamnya yaitu: transparansi, keadilan, tanggung
jawab, dan perlindungan hak, hal ini mempunyai tujuan untuk mencegah
sengketa, menjaga kepercayaan, melindungi pihak lemah. Adapun relevansi
modern yang terjadi dalam transaksi keuangan yaitu, adanya dokumentasi
keuangan, audit, hukum perdata syari‘ah. Sedangkan kritik sosialnya adalah
menolak praktik informal dan transaksional yang tidak terdokumentasi, ini
dimensi figh-nya menjadi basis hukum tertulis (‘aqd maktiib), saksi, dan
kontrak di Perbankan Syariah.

10 Taufik Taufik and Sofian Muhlisin, “Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq
Ditinjau dari Perspektif Al-Qur’an Sirah Al-Baqarah Ayat 282, dalam Jurnal Syarikah:
Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, hal. 35-42.

U1 Nur Dalilah Harahap, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan, “Studi
Kontekstual Akuntansi Syari‘ah: Perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282,” dalam Jurnal
INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 5 No. 1 Tahun 2025, hal. 4301—
4313.
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5. Sarah Al-Nisa’ Ayat 29

Strah al-Nisd” Ayat 29 ini mengandung prinsip dasar dalam ber-
mu ‘dmalah, khususnya mengenai kepemilikan, transaksi, dan etika ekonomi,
berikut adalah nilai-nilai normatif yang terkandung di dalamnya: 1) Larangan
memakan harta dengan cara bdthil, terdapat dalam kalimat “/d ta’kuli
amwdalakum bainakum bil-bdthil”, contohnya seperti penipuan, ribd,
kecurangan, korupsi, monopoli, gharar (ketidakjelasan), karena harta dalam
konsep Islam bukan hanya milik pribadi, tapi juga amdnah sosial, dan
kepemilikan bagi manusia hanyalah nisbi dan tidak mutlak. 2) Syarat sahnya
transaksi yaitu, kerelaan (‘an taradhin minkum), kerelaan tidak cukup secara
lisan saja, tapi harus tetapi harus terbebas dari paksaan dan tidak adanya unsur
penipuan. Selain kerelaan juga harus adanya kejelasan akad, hal ini
menunjukkan penghargaan terhadap hak-hak ekonomi dan persetujuan bebas
dalam Islam. 3) Larangan membunuh diri sendiri, yang terdapat dalam kalimat

“wa ld taqtulii anfusakum” juga bisa bermakna: jangan saling membunuh

dikarenakan konflik sosial akibat ekonomi, dan jangan merusak diri sendiri

secara ekonomi dan moral dengan cara bunuh diri karena hutang, beban

hidup.''> Adapun analisis kritis yang terdapat dalam Strah al-Nisa’ Ayat 29

adalah sebagai beriku:

a. Etika ekonomi dalam Islam, ayat ini adalah basis moral Islam dalam
seluruh bentuk transaksi ekonomi yang mengandung prinsip: keadilan
(‘adl), kerelaan (ridhd), transparansi (bayan), amdnah dan larangan tipu
daya, karena Islam tidak hanya menilai hasil, tapi bagaimana cara
mendapatkan harta juga harus halal dan etis.

b. Kiritik terhadap sistem kapitalisme yaitu, ayat ini menolak pengambilan
keuntungan yang eksploitatif, meskipun secara legal dalam hukum
sekuler. Dalam kapitalisme modern yang memanipulasi pasar, mendorong
konsumerisme berlebih, dan mengabaikan etika sosial berseberangan
dengan makna ayat ini, karena etika dalam transaksi lebih penting
daripada hanya profit atau keuntungan belaka.

c. Relevansi dalam ekonomi kontemporer dalam ayat larangan “memakan
harta dengan cara bdthil” dapat diterapkan pada: praktik risywah, mark-
up proyek, money game, skema ponzi, pemasaran menyesatkan
(misleading marketing), monopoli dan kartel pasar

d. Prinsip tarddhin dan perlindungan konsumen, yaitu ayat ini sangat
relevan untuk kontrak digital modern, yang sering kali memuat syarat

112 Nanda Kartika Putri, “Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur’an:
Analisis Q.S. Al-Bagarah Ayat 275 dan Q.S. Al-Nisa' Ayat 29,” dalam Jurnal Sahmiyya, Vol.
3 No. 2 Tahun 2024, hal. 349-355.
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tidak adil secara sepihak (terms dan conditions yang tersembunyi), Islam
menuntut kerelaan yang setara dan saling paham, bukan sekadar klik atau
tanda tangan formal.

e. Kaitannya dengan kesejahteraan dan hak hidup, dalam ayat ini
mengaitkan harta dengan nyawa, yaitu merampas harta dengan cara bdthil
dan merusak nyawa orang lain. Hal ini menyiratkan bahwa ketimpangan
ekonomi, eksploitasi dan kezhaliman finansial bisa memicu krisis sosial
yang merenggut nyawa.'!?

Dalam Tafsir Ibn Katsir, Stirah al-Nisa’ Ayat 29 melarang pengambilan
harta tanpa hak, seperti penipuan, perjudian, ribd, dan segala bentuk
kecurangan dalam akad, ini menunjukkan bahwa Allah melarang
membinasakan diri dengan melakukan dosa besar dalam ekonomi. Sedangkan
Tafsir al-Qurthubi dalam memaknai ayat ini adalah, harta harus diperoleh
dengan jalan yang syar’i dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Kata “bil-bdthil” mencakup semua jalan yang tidak dibenarkan secara
syariat.!1*

Analisis kritis menyimpulkan ayat tentang Larangan mengambil harta
secara bdthil dan pentingnya persetujuan dalam transaksi ini, secara nilai
normative dalam etika mu ‘dmalah adalah: keadilan, amdnah, kerelaan, dan
larangan kezhaliman. Tujuan hukumnya yaitu menjaga harta (hifzh al-mal)
dan nyawa (hifzh al-nafs), sedangkan relevansi terhadap situasi modern yaitu
kritik terhadap kapitalisme bebas, ketimpangan sosial, dan praktik ekonomi
eksploitatif, dan Implikasi hukum Islam yaitu, perlindungan konsumen, anti
ribd, dan larangan penipuan. Al-Qur’an Siarah al-Nisd’ ayat 29 menegaskan
bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah ibadah yang harus dijalankan
dengan keadilan, kejujuran, dan saling ridha, serta menghindari semua bentuk
kecurangan dan penindasan ekonomi.

6. Sarah ‘Ali Imrén Ayat 130

Makna normatif yang terkandung dalam Sarah ‘Ali Imrén Ayat 130
adalah: 1) Larangan keras terhadap ribd, secara eksplisit ayat ini melarang
praktik riba, terutama riba yang berlipat ganda (riba mudhd ‘afah), riba dalam
konteks ini adalah tambahan yang diambil atas pinjaman, baik dalam bentuk

13 Lena Ishelmiani Ziarahah and Rosihon Anwar, “Akad Mudharabah dan
Relevansinya dengan Tafsir Qur’an Sirah Al-Nisd' Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta
dengan Cara yang Bathil,” dalam Jurnal Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), Vol. 1 No.
1 Tahun 2023, hal. 26-38.

114 Mega Arfia and Hery Sasono, “QS. Al-Nisd' Ayat 29: Strategi Pemasaran dengan
Media Sosial,” dalam Jurnal JAHE: Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi, Vol. 2 No. 2 Tahun
2023, hal. 26-35.
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bunga maupun denda keterlambatan. Islam menolak pengambilan keuntungan
atas dasar eksploitasi kebutuhan dan kelemahan orang lain, karena dianggap
tidak adil. 2) Anjuran bertakwa sebagai landasan etika ekonomi, terdapat
dalam kalimat “wa-ttaqullah” menunjukkan bahwa larangan ini bukan
sekadar hukum ekonomi, melainkan bagian dari ketakwaan, karena keadilan
dalam berekonomi bukan hanya soal aturan, tapi ibadah dan tanggung jawab
moral kepada Allah. 3) Motif ekonomi dan spiritual, yaitu menuju
kebahagiaan yang hakiki (al-falah), larangan ini diakhiri dengan motivasi
transenden yang terdapat dalam kalimat “la‘allakum tuflihin” (agar kamu
beruntung), karena kesuksesan dalam Islam tidak hanya diukur dari kekayaan
materi semata, tapi juga keberkahan dan keadilan. Sedangkan analisis kritis
terhadap Ayat 130 Sirah Ali Imran adalah sebagai berikut:''?

a. Kiritik terhadap sistem bunga dan ekonomi kapitalistik, yaitu ayat ini
secara prinsip menolak sistem bunga, yang menjadi fondasi dalam
kapitalisme konvensional, adapun ribd yang berlipat ganda dapat
menyebabkan ketimpangan ekonomi, eksploitasi kaum miskin, dan
akumulasi kekayaan hanya pada pemilik modal. Dalam sistem ribd, uang
melahirkan uang tanpa produktivitas, hal ini sangat bertentangan dengan
prinsip kerja dan risiko dalam Islam.!'®

b. Makna “adh‘dfan mudhd‘afah” yang mempunyai arti tambahan yang
terus berlipat-lipat, bisa 2x, 3x, dan bahkan lebih, dalam hal ini Ulama
berbeda pandangan, tapi mayoritas Ulama menyiratkan larangan semua
bentuk ribd, bukan hanya yang berlipat ganda, dan sebagian Ulama hanya
mengharamkan ribd yang ekstrem, namun pandangan ini lemah, karena
dikuatkan oleh QS. al-Bagarah 275-279. Ayat ini merupakan pintu
masuknya menuju pengharaman total ribd, yang kemudian ditegaskan
dalam Strah al-Baqarah.

c. Relevansi sosial-ekonomi terhadap ayat ini sangat relevan dengan: kritik
terhadap bank konvensional yang berbasis bunga, sistem pinjaman online
(pinjol) dengan bunga mencekik dan berlipat-lipat, rentenir modern dan
sistem keuangan predatorik. Sesungguhnya tujuan ekonomi dalam Islam
ingin mencegah krisis hutang dan kemiskinan sistemik akibat ribd.

115 Raoda Boga, “Transaksi Riba dengan Pendekatan Tafsir Al- Qur’an Strah Ali
Imran (3) Ayat 130,” dalam Jurnal JAHE: Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi, Vol. I No. 3
Tahun 2023, hal. 41-48.

116 Fauzan Ashar, Nur Huda, and Muhammad Sapil, “Larangan Riba dalam Al- Qur’an:
Analisis Strah Ali Imran Ayat 130 dalam Praktik Pinjaman Online,” dalam Jurnal Al-
Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur’dn dan Tafsir, Vol. 3 No. 1 Tahun 2025, hal. 79-93.



267

d. Tujuan syariah (magqdshid al-syari‘ah) adalah, larangan ribd bertujuan
untuk melindungi harta (hifzh al-mal), melindungi jiwa dan moral (hifzh
al-nafs wa al-‘ird), dan menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam
transaksi.

Tafsiran Ibn Katsir yaitu, ribd yang berlipat ganda dahulu umum
dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah, mereka memberikan tenggang waktu
dengan syarat bunga semakin meningkat, ini diharamkan karena zhalim dan
merusak tatanan sosial. Sedangkan dalam Tafsir al-Qurthubi adalah, meskipun
ayat menyebut “berlipat ganda”, semua bentuk ribd tetap haram, baik sedikit
maupun banyak, kalimat itu digunakan karena itulah bentuk yang umum saat
itu.!!” Kesimpulan dari analisis kritis tentang ayat larangan ribd dan seruan
keadilan ekonomi yaitu terletak pada: nilai normatif, etika mu ‘dmalah,
larangan eksploitasi, dan tanggung jawab moral, sedangkan kritik sosialnya
yaitu menolak bunga pinjaman, sistem ekonomi predatorik. Relevansi
terhadap sistem keuangan modern adalah, kritik terhadap bank konvensional,
pinjol, dan ketimpangan ekonomi, sedangkan magqdashid syari‘ah nya adalah
menjaga harta, keadilan, dan mencegah kemiskinan secara sistemik. QS. Ali
‘Imran Ayat 130 tidak hanya melarang ribd secara teknis, tapi juga membawa
pesan sosial dan spiritual, bahwa ekonomi dalam Islam harus berlandaskan
keadilan, saling tolong-menolong, dan bebas dari eksploitasi.

7. HR. Muslim No. 1513

Makna normatif yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan dari AbQ
Hurairah r.a. dalam HR. Muslim No. 1513 adalah:''® Larangan jual beli gharar
yaitu “Rasulullah Saw. melarang jual beli gharar”. Gharar secara bahasa
berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, spekulasi, dalam istilah fikih, jual beli
gharar adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan terkait: objek
akad (barang belum jelas atau belum ada), harga, waktu penyerahan, syarat
dan risiko yang tidak transparan, sebagai contoh transaksi gharar adalah,
menjual ikan di dalam air sebelum ditangkap, menjual janin hewan dalam
kandungan, menjual barang yang belum dimiliki atau tidak dijelaskan
spesifikasinya. Adapun analisis kritis terhadap Hadis ini adalah:

117 Deni Lubis, Siti Maryam, and Qoriatul Hasanah, “The Relation Between Islamic
Business Ethics and The Performance of Traders in The Traditional Market of Cipanas,”
dalam Jurnal BECOS: Business, Communication, and Social Sciences, Vol. 5 No. 2 Tahun
2023, hal. 147-158.

18 Ainiah Abdullah, “Mashlahah dalam Pelegalan Tas’ir Menurut Ibnu Qayyim Al-
Jauziyyah,” dalam Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syari ‘ah, Vol. 4 No. 1 Tahun
2019, hal. 70-73.
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a. Prinsip perlindungan konsumen, Hadis ini menunjukkan bahwa Islam
sangat menekankan kejelasan dan kejujuran dalam transaksi, agar tidak
ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan, selain itu juga mencegah
eksploitasi informasi dan spekulasi, ini sejalan dengan magdshid al-
syari‘ah dalam hifzh al-mal dan mencegah konflik.!'"”

b. Landasan etika bisnis Islam yaitu, larangan gharar menjadi prinsip
penting dalam hukum ekonomi Islam, termasuk akad harus jelas
(transparansi objek, waktu, dan harga), dilarang menjual sesuatu yang
belum dimiliki atau belum jelas keberadaannya, karena hal ini dapat
melindungi kepercayaan dan keadilan dalam transaksi

c. Kiritik terhadap praktik ekonomi spekulatif, H.R. Abli Dawid ini dapat
dikembangkan menjadi kritik terhadap sistem ekonomi modern yang
berbasis pada spekulasi berlebihan (gharar fahisy) seperti perdagangan
derivatif ekstrem, transaksi forex harian yang sangat spekulatif, opsi
saham tanpa underlying asset, asuransi konvensional yang dinilai oleh
sebagian ulama mengandung gharar karena tidak jelas nilai manfaat dan
premi sebenarnya

d. Batas gharar yang dimaafkan yaitu, menurut mayoritas Ulama tidak
semua gharar dilarang, ada gharar yang dianggap ringan dan dimaafkan
yaitu gharar yasir, misalnya ketidakpastian kecil dalam akad beli rumah
(seperti jumlah genteng), ketidaktahuan minor dalam belanja kebutuhan
sehari-hari, Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh
Taqi Usmani mengembangkan parameter gharar untuk digunakan dalam
konteks ekonomi modern. '

Pandangan Imam Nawawi, larangan gharar adalah kaidah besar dalam
fikih mu ‘dmalah yaitu, banyak cabang transaksi bdthil yang dikembalikan
kepada Hadis ini. Sedangkan Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa jual beli
gharar dilarang karena melibatkan ketidakjelasan yang membuka celah
sengketa dan ketidakadilan. Kesimpulan dan analisis kritis terhadap Hadis ini
adalah, nilai utamanya yaitu transparansi, keadilan, dan perlindungan dalam
transaksi. Jenis larangan jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan
objek, waktu, dan hak). Hadis ini mempunyai tujuan hukum yaitu menjaga

19 Waeibrorheem Waemustafa and Suriani Sukri, “Theory of Gharar and Its
Interpretation of Risk and Uncertainty from the Perspectives of Authentic Hadis and the Holy
Qur’an: Review of Literatures,” dalam International Journal of Economic Perspectives, Vol.
10 No. 1 Tahun 2016, hal. 1307-1637.

120 A Nehad and A Khanfar, “A Critical Analysis of the Concept of Gharar in Islamic
Financial Contracts: Different Perspective,” dalam Journal of Economic Cooperation &
Development, Vol. 37 No. 1 Tahun 2016, hal. 220-230.
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kejelasan akad, mencegah perselisihan dan eksploitasi, sedangkan kritik sosial
yaitu menolak praktik spekulatif dan manipulatif dalam ekonomi Relevansi
kontemporer dilandaskan pada penolakan terhadap: asuransi konvensional,
derivatif ekstrem, judi online, dan skema ponzi, HR. Muslim No. 1513
merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam, dan Hadis ini
mendasari  larangan transaksi yang berpotensi merugikan karena
ketidakjelasan, dan menjadi dasar bagi etika bisnis yang adil dan
berkelanjutan.

D. Relevansi Makna Normatif Teks dengan Ekonomi Kontemporer
1. Sdarah Al-Muthaffifin Ayat 1-3

Stirah al-Muthaffifin ayat 1-3 merupakan ayat memberi ancaman keras
kepada pelaku curang, baik curang dalam harga, kualitas, dan juga kuantitas.
Kecurangan-kecurangan dalam transaksi dapat berupa larangan gharar,
larangan dalam ihtikar, dan kewajiban atas bertransaksi dengan transparan.
Larangan gharar dalam konteks kontemporer dapat dicontohkan sebagai
transaksi yang mengandung spekulasi di pasar saham atau kripto tanpa
kejelasan dasar aset (bubble economy).'?! Praktik keadilan lain yaitu terjadi
pada transaksi imsider trading, yaitu perdagangan saham berdasarkan
informasi rahasia, manipulasi harga oleh kartel perusahaan atau ketidakjelasan
dalam kontrak jual beli seperti investasi bodong.!??> Agar mudah dipahami,
penulis akan menjelaskan terkait skema bubble economy yang mengandung
spekulasi, serta mengandung risiko kerugian yang sangat besar. Adapun skema
bubble economy dapat dilihat dalam bagan berikut:

121 Secara Bahasa bubble adalah gelembung, jadi bubble economy adalah “ekonomi
gelembung” yaitu suatu keadaan ketika harga suatu aset naik secara terus-menerus karena
adanya spekulasi dan fomo, dan investor terus menuerus membeli aset tanpa disertai dengan
pengetahuan fundamental ekonomi yang kuat, dan ketika aset sudah menggelembung besar
maka akan pecah seperti halnya gelembung balon ketika semakin ditiup semakin membesar,
dan akan pecah setelah udara yang di dalamnya semakin kuat. Ilma Aurelly Anior, Nur
Kholillah, and Ana Rahmawati, “Konsep Kejujuran dan Keadilan dalam Al-Qur’an (Studi
Tafsir Tematik),” dalam Jurnal Al-Qadim: Journal Tafsir dan lImu Tafsir (JTIT), Vol. 1 No.
2 Tahun 2024, hal. 1-10.

122 Ermiannur Ermiannur et al., “Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran
Ibnu Taimiyah: Relevansi Terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer,” dalam Jurnal Riset
Rumpun Ilmu Ekonomi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2025, hal. 387—401.
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Investor a Aset

A 4

Penurunan aset

Bagan IV.1: Skema Bubble Economy yang Mengandung Spekulasi

Bubble economy sering terjadi dunia pasar modal, terutama pada
instrumen saham. Beberapa hal terjadi dan menyebabkan krisis ekonomi,
salah satunya yaitu bubble economy, dalam skema tersebut transaksi yang
mengandung spekulasi sehingga menyebabkan bubble economy dapat
dijelaskan sebagai berikut:

a. Investor ramai dan berbondong-bondong menginvestasikan sebagian
besar kekayaan untuk membeli aset tertentu yang sedang naik daun
dengan harganya yang setiap hari melambung tinggi, bahkan banyak yang
memutuskan untuk mengambil pinjaman demi membeli aset dengan
tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat.

b. Ketika harga sudah melambung tinggi dan para invistor akan menjual aset
yang mereka miliki secara bersamaan, harga dan nilai aset langsung turun
drastis sebagai bentuk banyaknya investor yang ingin menjual asetnya
secara bersamaan. Anjloknya harga secara drastis menyebabkan investor
yang mengikuti fomo dan trend mengalami kerugian berat, terlebih jika
mereka membeli aset dari modal pinjaman.

Transaksi bubble economy dimanfaatkan investor untuk berspekulasi
dan ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dalam waktu yang singkat,
di sini letak gharar atau transaksi yang mengandung ketidakjelasan terjadi.
Contoh kejadian yang mengandung bubble economy terjadi di Negara Belanda
yang dikenal sebagai Negara Tulip, saat itu herga bunga tulip melambung
tinggi 20x lipat, tingginya harga bunga tulip disebabkan banyaknya
permintaan.'? Hal tersebut menyebabkab banyak orang ingin memiliki umbi
tulip untuk berinvestasi, dan hargapun turun drastis sehingga banyak investor
bunga tulip mengalami kerugian yang sangat besar bahkan jatuh miskin.

123 Jozef Maria Ruszar, “The Bitter Smell of Tulips (The Speculative Bubble in
Literature),” dalam Jurnal Konteksty Kultury, Vol. 12 No. 3 Tahun 2015, hal. 341-353.
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2. Sdrah Al-Bagarah Ayat 188

Ayat ini menjelaskan tentang larangan mengambil harta secara bdthil
karena akan menzhalimi pihak lain. Pengambilan harta secara bdthil bisa
berbentuk ribd, gharar, maysir, spekulasi dan lain-lain. Dalam praktik
ekonomi modern pengambilan harta secara bdthil dapat dicontohkan dalam
transaksi short selling saham (menjual saham dalam waktu singkat).!** Agar
mudah dipahami, bagaimana cara trader memperoleh keuntungan dalam
waktu yang singkat dengan memanfaatkan ketidaktauhan para investor dan
pasar. Adapun transaksi yang mengandung spekulasi ini, penulis
menggambarkan skema short selling saham dalam sebuah bagan agar mudah
dipahami, dapat dilihat sebagai berikut:

Broker/
Lembaga
Kustodian

Investor

Bagan IV.2: Skema Short Selling Saham

Transaksi yang mengandung short selling saham melibatkan 3 pelaku,
yaitu: broker/ lembaga kustodian yang disebut sebagai pemilik saham, trader
yaitu pelaku dagang dengan sistem short selling, dan investor yaitu pemilik
modal yang membeli saham dari trader.'*> Adapun penjelasan dari skema
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Trader meminjam saham dari broker/ lembaga kustodian dengan
perjanjian, saham akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang
telah dijanjikan.

b. Trader menjual saham kepada investor dengan tujuan harga saham akan
turun dengan jangka waktu yang singkat.

c. Setelah harga saham turun frader akan membeli saham kembali dengan
harga yang lebih rendah (buy fo cover), pada tahap inilah trader

124 Reinan Syah, Budianto Chai, and Astika Nurul Hidayah, “Dilema Short Selling
Terhadap Saham Syariah: Tinjauan Kepastian Hukum di Bursa Efek Indonesia,” dalam
Pagaruyuang Law Jurnal, Vol. 8 No. 2 Tahun 2025, hal. 57-80.

125 Pocut Ainiah, “Kajian Trading Saham Syari‘ah di Bursa Efek Indonesia,” dalam
Jurnal JIEI: Jurnal llmiah Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 01 Tahun 2023, hal. 1322—-1328.
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mengharapkan keuntungan dari transaksi short selling-nya. Namun jika

harga saham lebih mahal dari harga jual di awal, maka trader tetap harus

membelinya karena kewaiban trader harus mengembalikan saham kepada

broker, dan disinilah letak gharar (ketidakpastian) dalam transaksi

terjadi.
d. Trader akan mengembalikan saham kepada broker karena broker hanya

meminjamkan saham kepada trader dan tidak menjualnya

Short selling saham merupakan salah satu transaksi yang dilarang oleh
Nabi Muhammad Saw, dengan alasan barang yang diperjualbelikan adalah
bukan barang yang dimiliki oleh penjual, dalam HR. Abl Dawad “Janganlah
engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu”, ini merupakan transaksi yang
mengandung gharar yang dapat merugikan penjual maupun pembeli.
3. Sdrah Al-Hasyr Ayat 7
Dalam Stirah al-Hasyr Ayat 7 berbicara tentang distribusi kekayaan tidak

hanya berputar pada orang-orang yang kaya saja, hal ini bertujuan untuk
menghindari kesenjangan kelas supaya tidak terlalu mencolok antara si kaya
dengan si miskin. Dalam hal ini dapat dicontohkan sebagai pendistribusian
zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), atau
lembaga lain yang bertugas dalam pentasyarufan dana zakat,infaq, sedekah,
dan wakaf.'?® Adapun dalam praktik ekonomi modern dapat dicontohkan
dalam pemberian CSR (Corporate Social Responsibility), merupakan
pengalokasian dana dari perusahaan untuk kebaikan atau kepentingan orang
banyak, baik berupa pendidikan, kesehatan, infrasturkur, dll. Supaya mudah
dipahami, implementasi skema CSR yang sesuai dengan penafsiran
kontemporer dalam Strah al-Hasyr Ayat 7 adalah sebagai berikut:

(b) Perencanaan

/ program CSR (c) Implementasi

() Analisis dampak (e) Pelaporan & |, (d) Monitoring &
& kebutuhan perbaikan evaluasi

v

Bagan IV.3: Skema CSR Perusahaan Tambang Untuk Infrastuktur
Masyarakat Sekitar

126 Jihan Humaira and Cupian Cupian, “Implementasi Program Corporate Social
Responsibility dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (Studi Kasus
pada Program CSR PT Bio Farma Persero),” dalam JIS: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 3
Tahun 2023, hal. 343-358.



273

Skema tersebut menjelaskan tentang tahapan-tahapan perusahaan dalam

pengalokasian CSR untuk kebutuhan masyarakat. Prioritas utama penerima
CSR adalah masyarakat yang terkena dampak dari pabrik atau perusahaan
tempat operasional produksi, biasanya adalah masyarakat yang berada di
wilayah sekitar perusahaan. Skema tersebut merupakan pemberian CSR
perusahaan tambang kepada masyarakat berupa infrastruktur jalan, dengan
penjelasan sebagai berikut:'?’

a.

Analisis dampak tambang dilakukan dengan cara mengkaji dampak sosial
ekonomi dan lingkungan dari aktifitas pertambangan, serta
mengidentifikasi masyarakat sekitar, pemerintah LSM, dan pihak yang
terkena dampak tambang. Selain itu menganalisis apa kebutuhan
masyarakat (need assessment) dilakukan dengan cara survey lapangan
untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat yang bisa direalisasikan
oleh perusahan, apakah kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau
infrastruktur.

Hal yang dilakukan selanjutnya adalah perencanaan program CSR.
Setelah analisis dan dampak kebutuhan ditemukan dari hasil analisis,
yaitu dampak yang terjadi jalanan mengalami kerusakan akibat
pengangkutan barang-barang muatan berat perusahaan, dan hal yang
dibutuhkan adalah perbaikan infrastuktur jalan raya. Perencanaan
program dilakukan dengan cara menyusun program sesuai dengan
kebutuhan perbaikan infrastruktur dan menentukan prosentase alokasi
anggaran dari pendapatan perusahaan, serta menetapkan indikator
keberhasilan program (output dan outcome).'*

Implementasi dan pelaksanaan program dilakukan dengan cara sosialisasi
ke masyarakat dan menjelaskan tujuan dan manfaat program perbaikan
infrastruktur jalan dan berkolaborasi dengan LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat), BUMDes, untuk memperlancar berjalannya program
perbaikan infrastruktur jalan raya.

Setelah implementasi program, yang dilakukan selanjutnya adalah
monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk melihat bagaimana
progres program pembangunan infrastruktur, dan evaluasi dilakukan
untuk mengukur dampak pembangunan infrastuktur jalan raya terhadap

127 Risman Hambali and Nurul Huda, “Realisasi Corporate Social Responsibility:

Sebuah Tinjauan Distribusi Pendapatan dalam Islam (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero)
RU II Dumai),” dalam Jurnal Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1 Tahun
2019, hal. 62-74.

128 Yuni Mayanti, “Corporate Social Responsibility in Islamic Business,” dalam

Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Vol. 1 No. 3 Tahun 2021, hal. 651-660.
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lingkungan dan masyarakat, serta mengevaluasi perbaikan program untuk
periode selanjutnya.

e. Selanjutnya adalah pelaporan dan perbaikan, dilakukan dengan cara
membuat laporan CSR yang sesuai dengan standar dan mempublikasikan
kepada pemegang saham perusahaan tambang, masyarakat, dan juga
pemerintah, hal ini dilakukan untuk menunjukkan transparansi dan
akuntabilitas yang dimiliki oleh perusahaan.

Program CSR yang dicontohkan dalam skema di atas dicontohkan
sebagai perusahaan tambang yang sedang mengalokasikan dana dan sebagian
keuntungannya untuk membangun jalan dan infrastruktur di sekitar
perusahaan tambang, dan desa di wilayah operasionalnya. Ini dilakukan
supaya harta atau keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak hanya berputar
pada pemilik modal, melainkan masyarakat sekitar bisa menikmati dan
mendapatkan manfaatnya yang sesuai dengan Strah al-Hasyr Ayat 7.

4. Sarah Al-Baqarah Ayat 282

Strah al-Baqarah ayat 282 menekankan tentang pentingnya prinsip
pencatatan yang terdokumentasi, transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan
yang menjadi fondasi utama dalam ekonomi modern berbasis syariah. Supaya
mudah dipahami, implementasi ekonomi kontemporet dengan Sdrah al-
Bagarah Ayat 282, yang dapat dicontohkan sebagai pencatatan dalam transaksi
mudhdrabah, yang dapat dilihat dalam skema berikut:'?

Shahibul mal/ Bank/ Mudharib/ Pengusaha/

Investor UMKM

Bagan IV.4: Skema Mudhdrabah dalam Perbankan Syariah

Mudhdrabah merupakan kerjasama antara pemilik modal/ shahibul mal
dengan mudhdrib/ pengusaha yang mana mereka menggunakan prinsip bagi

129 Muyjahidin Mujahidin, “The Concept of Profit Sharing in The Industrial Field in
Islamic Economic,” dalam Jurnal Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, Vol.
3 No. 1 Tahun 2021, hal. 171-177.
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hasil yang telah disepakati oleh keduabelah pihak.!*® Adapun jika dalam
kerjasama tersebut mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh
shahibul mal selagi tidak disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha/ mudharib.
Skema pencatatan dalam transaksi mudharabah yang harus transparan, adil
akuntabel sesuai dengan al-Baqarah Ayat 282 dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1) Shahibul mal memberikan dana kepada mudhdrib untuk mengelola usaha
sesuai dengan kesepakatan, yang dapat diaplikasikan dalam kasus:
Bank Syari‘ah memberikan modal Rp. 100 juta
UMKM toko kelontong sebagai pengelola usaha
Jangka waktu kerjasama 12 bulan
Nisbah bagi hasil Bank Syari‘ah 40 % dan UMKM 60 %
Laba bersih bulanan Rp. 10 juta
2) Mudhdarib memberikan nisbah bagi hasil kepada shdhibul mal sesuai
dengan persentase yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian
yang bukan disebabkan oleh mudharib, maka kerugian akan ditanggung
oleh shahibul mal, namun mudhdrib menanggung kerugian waktu dan
tenaga yang sudah dihabiskan dalam menjalankan wusaha, dalam
perhitungan bagi hasil:!!
Laba bulanan Rp. 10 juta (Bank 40 % =4 juta, dan UMKM 60 % = 6 juta)
Total laba setahun (Bank Rp. 48 Juta, dan UMKM Rp. 72 Juta)

Tidak boleh ada jaminan laba tetap untuk bank karena bertentangan
dengan prinsip syariah, akad tersebut harus tertulis dan disepakati oleh
shahibul mal dan mudhdrib sebelum kerjasama dimulai biar sejajan dengan
Stirah al-Baqarah Ayat 282.

5. Strah Al-Nisa’ Ayat 29 dan ‘Ali Imran Ayat 130

Larangan mengambil harta secara bdthil yang terdapat dalam Strah al-
Nisa’ Ayat 29, dapat diartikan sebagai larangan terhadap tindakan korupsi,
monopoli, sesuatu yang mengandung unsur penipuan, kolusi, suap dan
eksploitasi ekonomi. Dalam ekonomi kontemporer mengambil harta secara
bathil dapat dicontohkan dalam transaksi pengambilan ribd dalam sistem
keuangan, yaitu kedit konsumtif dengan pengambilan bunga yang tinggi,
seperti pinjol (pinjaman online) yang menetapkan bunganya sebesar 1-2% per

130 Rizal Yaya et al., “Governance of Profit and Loss Sharing Financing in Achieving
Socio-Economic Justice Available to Purchase,” dalam Journal of Islamic Accounting and
Business Research, Vol. 12 No. 6 Tahun 2021, hal. 814-830.

131 Fatemah A. Al Madalah, “Islamic Finance and the Concept of Profit and Risk
Sharing,” dalam Midde East Journal of Entrepreneurship, Leadership and Sustainable
Development, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal. 89.
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hari.'*? Dianggap bdthil karena mengambil bunga yang tinggi tanpa adanya
usaha yang produktif, selain itu bunga (ribd) secara tegas dilarang dalam
banyak ayat yang terdapat dalam al-Qur’an. Adapun contoh dari transaksi
mu’dmalah yang sesuai dengan Sirah al-Nisa’ Ayat 29 dan ‘Ali Imran Ayat
130, yaitu transaksi yang mengandung kebdthilan dicontohkan dalam skema
pengambilan bunga konsumtif oleh pinjol yang dapat menzhalimi peminjam.
Supaya mudah dipahami, penulis mengilustrasikan transaksi pinjol (pinjaman
online) yang mengandung ribd adalag sebagai berikut:

C
Nasabah b | Aplikasi Pinjol

\: L

Bagan IV.5: Skema Pinjol Ilegal

Pinjol ilegal merupakan kejahatan teknologi yang sudah banyak
menelan korban, terdapat 2.930 kasus pinjol di tahun 2024 yang merupakan
kasus terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya.'** Masyarakat yang terjerat
pinjol akan mengalami kerugian secara financial dan juga mental, adapun
penjelasan dari skema transaksi pinjol tersebut adalah:

1. Nasabah mengunduh aplikasi pinjol dan mengisi data pribadi dan
permohonan pinjaman dengan menyebutkan jumlah pinjaman dan jangka
waktu. Sebeum disetujui, aplikasi pinjol akan mengevaluasi KTP, kontak
darurat, rekening bank, dan akses HP (galeri, kontak dan map).

2. Jika disetujui maka dana akan dicairkan ke rekening nasabah, tapi dana
akan dipotong di awal pinjaman (diskonto), dan nasabah akan
menggunakan dana pinjaman tersebut untuk kebutuhan konsumtif, usaha,
atau kebutuhan yang mendesak lainnya.

3. Nasabah akan membayar cicilan disertai dengan bunga sesuai dengan
tanggal jatuh tempo.

132 Mark Y. Tampuri, “Digital Lending in Emerging Economies: The Nexus Between
Financial Innovation and Consumer Protection,” dalam American Journal of Finance and
Accounting, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hal. 145-168.

133 Kevin Lang et al., “Lending the Unbanked: Relational Contracting in Singapore’s
Unlicensed Moneylending Market,” dalam Jurnal Nayang Technology University, Vol. 21
No. 5 Tahun 2018, hal. 1-30.
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4. Jika nasabah telat membayar maka akan dilakukan teror penagihan lewat
telepon, pesan, kontak darurat, dan pinjol ilegal akan mengancam disertai
dengan pelecehan di media sosial. Apabila selesai pelunasan maka akan
selesai kontrak pinjaman, namun apabila gagal membayar maka nasabah
akan masuk dalam katagori daftar SLIK OJK dalam pinjol legal, dan akan
mengalami teror psikologis dalam pinjol ilegal.'**

Banyak kasus bunuh diri yang terjadi akibat terjerat pinjol, karena
mereka tidak bisa tahan dengan teror psikologis melalui sosial media.
Tingginya bunga yang ditatapkan oleh pinjol merupakan bentuk kezhaliman
terhadap orang yang lemah, serta pengambilan harta secara bdthil seperti yang
terdapat dalam Stirah al-Nisa’ Ayat 29 dan Strah Ali Imran Ayat 130 tentang
pelarangan ribd (bunga). Seharusnya Negara-negara dengan mayoritas
Muslim termasuk Indonesia, telah menyusun kebijakan penguatan ekonomi
dan keuangan syari‘ah, seperti pengembangan sukuk negara, bank syari‘ah,
lembaga zakat dan wakaf produktif, semua ini bertujuan menghindari ribad dan
menerapkan prinsip keberkahan dan keadilan yang sejalan dengan Strah Ali
Imran Ayat 130. Sistem keuangan global yang berbasis bunga telah berkali-
kali menyebabkan krisis ekonomi. Ayat ini menjadi dasar untuk mendorong
kebijakan yang berbasis pada ekonomi riil, bukan spekulasi dan /everage
tinggi demi stabilitas ekonomi jangka panjang, ayat ini juga mendorong
negara untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan ekosistem ekonomi
yang berkeadilan dan bertakwa. '3’

6. H.R. Bukhari No. 2142

Salah satu transaksi yang dilarang dalam H.R. Bukhari No. 2142 yang
dapat menyebakan harga suatu barang naik adalah bay’najasy. Larangan bay’
najasy juga terdapat dalam HR. Bukhari No. 2142 dan Muslim No. 1516.
Transaksi yang mengandung bay najasy tidak bisa dilakukan oleh seseorang
atau secara individu, karena ini merupakan sindikat kejahatan yang dapat
mengelabuhi calon pembeli dengan pura-pura menawar barang dengan harga
yang tinggi.'*® Bay’ najasy merupakan penipuan penjualan yang menciptakan
ilusi, seolah-olah barang yang jual mempunyai kualitas yang bagus, harga

134 Ang Chong Han Jansen, “Unveiling Unlicensed Money Lending Syndicates in
Singapore” Bond University, 2024, hal. 65-66.

135 Tetty Handayani Siregar, Isnaini Harahap, and Muhammad Ridwan, “The Role of
Islamic Financial Institutions: Maintaining Market Integration and Preventing Distortion,”
dalam Jurnal Danadyaksa: Post Modern Economy Journal, Vol. 2 No. 2 Tahun 2025, hal.
154-166.

136 Farida Arianti, Tezi Asmadia, and Maisarah Leli, “Fruit Sale Strategy with The
Lowest Price Sorakan (Cheering) in The View of Figh Mu'damalah,” dalam Jurnal Legality:
Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 30 No. 2 Tahun 2022, hal. 243-254.
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yang tinggi, dan banyak konsumen yang ingin membelinya. Penipuan lain
yang banyak sekali kasus dalam ekonomi kontemporer saat ini yang
mengandung unsur najasy, seperti lelang online palsu, menciptakan ulasan
fiktif dalam platform online marketplace, dengan target konsumen yang mau
membli HP nya agen properti menipu soal minat pembeli yang tinggi. Penulis
membuat bagan transaksi yang mengandung bay’najasy dalam kasus lelang
online dengan melibatkan pembeli asli dengan pembeli palsu (ghost bidder),
yang dapat dilihat dalam skema berikut:

Ghost bidder
1

a

Penjual b
melelang Pembeli asli

iPhone 13 bekas
c
d

Pembeli asli GhOStzbldder

Bagan IV.6: Skema Lelang Online yang Mengandung Bay’ Najasy

Skema di atas dicontohkan penjual yang melakukan lelang produk
iPhone 13 bekas melalui platform lelang online eBay. Harga awal dibuat
rendah untuk menarik banyak peserta lelang, dan penjual menggunakan akun
bayangan (ghost bidder), biasanya teman atau keluarganya sebagai ghost
bidder. Adapun skema lelang iPhone online dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Transaksi dimulai penjual melelang iPhone 13 bekas dengan harga Rp. 4

juta, dan ghosh bidder 1 melakukan penawaran palsu dengan harga Rp.
4,5 juta.

b. Pembeli asli melakukan penawaran di atasnya yaitu Rp. 5 juta, karena
memang pembeli asli ingin membeli iPhone 13 bekas dengan sungguh-
sungguh.

c. Dan akun ghost bidder 2 menawar di atasnya dengan harga Rp. 5,5 juta,
ini menciptakan kesan bahwa barang sangat diminati dan memicu peserta
asli menaikkan tawaran karena takut kalah yang disebut sebagai Psikologi
Scarcity/ Fomo.
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d. Pembeli asli mulai tertekan dan menawarnya dengan harga lebih tinggi
lagi yaitu Rp. 6 juta, dan ghost bidder pun berhenti.'?’

Setelah penjual mendapatkan harga yang tinggi, akun ghost bidder pun
berhenti menawar, dan pembeli asli tidak tau telah tertipu oleh aktifitas fiktif
yang dibuat oleh penjual. Padahal harga iPhone 13 bekas di pasaran bisa
dihargai Rp. 4,5 juta, karena hasil tindakan penipuan sistemik yang termasuk
dalam bay’ najasy dan mengandung gharar (ketidakjelasan) dan tadlis
(penipuan), sehingga pembeli mengalami kerugian financial sebesar Rp. 1,5
juta.

137 Wulandari and Zulgah, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan
Penanganan Distorsinya.”, hal. 82.
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BABV
PENDEKATAN INTEGRATIF TEKS NORMATIF DENGAN PRINSIP
MASHLAHAH ‘AMMAH DALAM TAS ‘IR

A. Urgensi Pendekatan Integratif Nash dengan Mashlahah dalam Tas ‘ir

Dalam konteks ekonomi modern permasalahan tas 7r merupakan isu
yang dianggap strategis, terutama dalam menghadapi pasar dan tantangan
global, serta pratik monopoli yang semakin kompleks. Satu sisi terdapat teks
normatif al-Qur’an dan Hadis tentang prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan,
dan etika dalam ber-mu ‘dmalah, tapi di sisi lain terdapat realitas ekonomi yang
menuntut respon secara cepat dan adaptif supaya kesejahteraan masyarakat
tetap terjaga. Oleh karena itu terdapat beberapa alasan yang menyebabkan
bahwa pendekatan integratif nash dengan mashlahah dalam tas ‘ir itu sangat
urgen, yaitu:'
1. Keterbatasan Pendekatan Tekstual Literal dalam Menghadapi Masalah

Kontemporer

Teks-teks normatif dalam al-Qur’an dan Hadis memang menjadikan
landasan moral dalam kegiatan ekonomi, seperti larangan ribd, maysir,
manipulasi, penipuan, gharar, zhalim, namun dalam hal permasalahan tas 7r
(penetapan harga) tidak ada aturan secara eksplisit yang memberikan aturan
teks secara final. Terdapat Hadis menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw

! Firdaus Firdaus and Zainal Azwar, “The Role of Substantive Understanding
Approach in the Changes of Figh,” dalam Jurnal Al-’Adalah, Vol. 17 No. 1 Tahun 2020, hal.
71-96.
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tidak menenetukan harga di pasar, melainkan Allah lah yang menentukan
harga di pasar, Allah yang mengatur harga, memberikan keberkahan,
melapangkan dan menyempitkan rizki pada umatnya (HR. Abt Dawiid No.
3451). Jika hanya berpegang pada teks literal maka kebijakan perekonomian
modern dapat terhambat, padahal fluktuasi harga yang tidak wajar dapat
menyebabkan ketimpangan, kerusakan sosial dan ekonomi secara nyata.

Realitas ekonomi modern saat ini tidak sama dengan pasar pada masa
Nabi Muhammad, seperti kondisi pasar sekarang tidak hanya bersifat lokal
melainkan pasar global yang rentang terjadi penipuan dan manipulasi harga.
Selain itu ruh kapitalisme minoritas yang dapat menguasai pasar sehingga
menyebabkan praktik monopoli karena adanya dominasi korporasi yang dapat
merusak harga barang di pasar secara alami. Manusia juga mempunyai
permintaan akan kebutuhan pokok (need basic) yang harus dipenuhinya setiap
hari, jika harga akan barang kebutuhan sangat tinggi maka mereka tidak akan
mampu membelinya, sehingga akan berdampak membahayakan jiwa dan
kehidupannya, disinilah intervensi harga diperlukan.>

Perubahan ini memunculkan kebutuhan akan fleksibilitas ijtihdd
ekonomi dalam mengambil kebijakan fas 7r yang tetap responsif terhadap
mashlahah ‘dmmah (kebaikan publik). Hal ini menuntut penyusunan
kebijakan tidak hanya berlandaskan pada pemahaman tekstual tetapi juga
harus mengakomodasi dinamika kepentingan umum melalui pendekatan
mashlahah sebagai prinsip dari maqdshid al-syari ‘ah.’
2. Potensi Mashlahah ‘Ammah sebagai Instrumen Dinamis dalam Ijtihdd

Ekonomi

Pentingnya peran Ulama, praktisi ekonomi dan pemerintah sebagai
pembuat kebijakan untuk bersama-sama mengkaji dan merumuskan strategi
yang sejalan dengan magdshid al-syari‘ah. Dengan kolaborasi antar displin
diharapkan mampu merumuskan kebijakan intervensi pasar dapat dirancang
dengan sebaik mungkin untuk memberikan perlindungan secara adil kepada
masyarakat, dan tetap mempertahankan nilai-nilai etika dalam koridor Islam.
Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan syari‘ah bergantung pada kemampuan
untuk terus melakukan pembaruan dan penyesuaian terhadap perkembangan
zaman, bukan hanya sekedar berpacu pada teks belaka.* Seperti teori
mashlahah menurut menurut al-Ghazali yaitu terdapat tiga jenis mashlahah,
yaitu mashlahah ‘dmmah (umum), mashlahah ghalibah (kelompok

2 Misbahul Munir, Studi Tentang Hadis-Hadis Nabi dalam Ilmu Ekonomi: Analisis
Tematik Perspektif Integratif, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, hal. 65.

3 Hayatullah Laluddin, “Mashlahah’s Role as an Instrument for Revival of Ijtihad,”
dalam International Journal of Islamic Thought, Vol. 8 No. 1 Tahun 2015, hal. 27-34.

4 Chamim Tohari, Hudzaifah Fawwaz, and Isma Swadjaja, “The IjtihAd Construction
of Islamic Law Based on The Magqashid al-Syari‘ah Approach in the Indonesian Context,”
dalam Jurnal Prophetic Law Review, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hal. 195-221.
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mayoritas), dan mashlahah khashshah nddhirah (khusus). Sebagai upaya

ijtihdd mencapai magdshid al-syari‘ah, penentuan mashlahah oleh Ulama

harus berdasarkan kebaikan bersama (mashlahah ‘dmmah). Dalam kebijakan
tas ir kebaikan tersebut harus menyangkut kebaikan terhadap semua pihak,
yaitu pembeli, penjual, dan pemerintah sebagai pembuat regulasi.

Mashlahah ‘ammah merupakan prinsip penting dalam magdshid al-
syari‘ah yang berfungsi untuk menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika
zaman yang sudah banyak mengalami perubahan tanpa mengabaikan nilai-
nilai syar’i. Seperti dalam tas ‘7, mashlahah dianggap sebagai bentuk
penerapan untuk melindungi masyarakat dari prkatik-praktik ilegal yang
spekulatif dan merugikan sehingga tas 7r bisa diterapkan lebih komprehensif
dan berprinsip keadilan. Sebagai instrumen magdshid al-syari‘ah yang
dinamis, mashlahah ‘Gmmah sebagai landasan dalam pengembilan kebijakan
dalam penetapan harga (tas ‘ir) yang mempunyai beberapa alasan, yaitu:®
a. Kebijakan fas 7r dilakukan untuk menghindari mafsadah (kerusakan) dan

mewujudkan mashlahah (kebaikan). Seperti yang terdapat dalam kaidah
fighiyah “Jalb al-mashdlih wa dar’ al-mafdsid” yaitu mengambil
kemaslahatan dan mencegah kemadharatan. Jika penetapan fas 7r oleh
pemerintah dapat menjaga kemaslahatan secara umum dapat menghindari
kemadharatan yang dapat mebahayakan dan mengancam keselamatan
jiwa (nafs) dan harta (mal) karena tidak bisa memenuhi atau membeli
barang-barang kebutuhan dasar, maka ijtihdd dan kebijakan fas ir oleh
pemerintah dapat memenuhi mashlahah dhariiriyyat masyarakat secara
umum.

b. Negara bertindak sebagai wakil pemimpin yang mempunyai tujuan untuk
menjaga keadilan di pasar. Disebut sebagai pasar yang adil ketika pasar
berjalan normal sesuai dengan keadaaan dan jumlah permintaan dan
penawaran di pasar, sehingga harga tercipta secara alami akibat
berlakuknya hukum permintaan dan penawarana di pasar. Namun apabila
kondisi pasar sedang tidak normal karena adanya tindakan penimbunan,
penipuan, dan transaksi lain yang merugikan yang menyebabkan
rusaknya harga barang di pasar, disinilah peran pemerintah sebagai
penyeimbang harga barang di pasar dibutuhkan untuk mengatasi
kekacauan di pasar. Adapun terdapat beberapa sektor dan pengawas pasar
oleh pemerintah sebagai peran pasif dan pembuat regulasi yang harus
dipatuhi di Indonesia adalah: 1) Sektor pasar modal dengan lembaga

> Rr. Hesti Setyodyah Lestari, Andia Kusuma Damayanti, and Mowafg Abrahem
Masuwd, “Optimising Societal Welfare: The Strategic Role of Maqashid al-Syari‘ah and
Mashlahah in Contemporary Islamic Economics and Business,” dalam Jurnal Al-Insyiroh:
Jurnal Studi Keislaman, Vol. 11 No. 1 Tahun 2025, hal. 20-40.
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pengawas OJK yang dahulu disebut sebagai Bapepam-LK® dengan dasar
hukum UU No. 8 Tahun 1995. 2) Sektor barang dan jasa (konsumen)
dengan lembaga pengawas Kementerian Perdagangan/ INAMS’ dengan
regulasi atau dasar hukum UU No. 8 Tahun 1999 + Permendag No.
69/2018. 3) Sektor jasa keuangan (bank, asuransi, kripto) dengan lembaga
pengawas OJK dan mempunyai dasar hukum dan regulasi UU No. 21
Tahun 2011 dan UU No. 4 Tahun 2023.

c. Kebijakan tas ir tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap Hadis
melainkan reinterpretasi berdasarkan magashid al-syari‘ah. Salah satu
bukti kekuatan hukum Islam adalah kemampuannya untuk bersikap
dinamis dan kontekstual. Integrasi antara teks dengan mashlahah dalam
tas ‘ir memberikan contoh nyata bahwa syari‘ah tidak bersifat statis.
Meskipun teks normatif mempunyai kedudukan tinggi dalam penentuan
hukum, tetapi prinsip mashlahah dalam maqgdshid al-syari‘ah
memungkinkan adanya penyesuaian dengan perubahan zaman di era
global dan semakin kompleks ini. Dengan begitu kebijakan tas 7r tidak
dianggap sebagai kebijakan yang menyalahi aturan dan norma hukum,
melainkan sebagai manifestasi adaptasi hukum Islam terhadap tantangan
kontemporer. Namun di sisi lain kebijakan fas ‘ir sering dikaitkan dengan
Hadis Nabi yang diriwayatkan dalam beberapa Kitdb Hadis, ketika Nabi
menolak diminta menetapkan harga, dengan alasan bahwa Allah yang
menentukan dan mengatur harga. Tapi tidak semua Ulama memahami
kebijakan tas ‘ir seperti itu, karena dalam kerangka maqdshid al-syari‘ah
Hadis tersebut merupakan reinterpretasi sebagai larangan tas 7r yang
dapat menzhalimi atau hanya menguntungkan beberapa pihak, sehingga
kebijakan yang diambil dianggap sebagai kebijakan yang tidak adil.
Tokoh utama dalam kebijakan fas ir yang dilakukan oleh pemerintah
adalah penjual dan pembeli, jika hanya salah satu dari mereka yang

¢ OJK merupakan singkatan dari Otoritas jasa Keuangan yang bertugas sebagai
pengawas akifitas pasar modal, mulai dari emiten (perusahaan yang menawarkan saham,
obligasi), perusahaan efek, hingga transasi dan penyelaiannya. UU ini mencakup tentang
ketentuan penyidikan, sanksi, pelaporan, dan larangan seperti manipulasi pasar dan insider
trading. Sebelum OJK dulu tugas ini diamanahkan kepada Bapepam-LK (Badan Pengawas
Pasar Modal-Lembaga Keuangan). Aulia Anjani Nurdin, Rezky Fabyo Darussalam, and Muh
Rozi Asri, “The Role of The Financial Services Authority in Supervision and Regulation of
Financial Institutions in Indonesia,” dalam Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2 No.
4 Tahun 2024, hal. 816-821.

7 INAMS (Indonesian Market Surveillance) merupakan sistem pengawasan pasar
secara digital yang dikembangkan oleh kementerian perdagangan. INAMS digunakan untuk
memantau, melaporkan, dan mengelola pengawasan barang dan jasa yang berada di pasar
Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi proses
pengawasan. Rohmatun Rohmatun, Restu Argarinjani, and Endang Kartini Panggiarti, “Peran
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Pencegahan Investasi Ilegal di
Indonesia,” dalam Jurnal Maneksi, Vol. 12 No. 2 Tahun 2023, hal. 362-368.
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mendapat keuntungan maka salah satu indikator dari mashlahah ‘ammah
tidak terpenuhi.

3. Relevansi Integrasi Antara Teks dan Mashlahah untuk Menyelesaikan
Konflik Antara Nash dan Realitas

Tantangan utama dalam kebijakan tas 7r ini adalah kesenjangan antara
norma yang tertuang dalam teks dengan kondisi sosial dan ekonomi
konteporer. Pendekatan teks yang terkesan kaku berpotensi mengabaikan
realitas ekonomi, dimana fluktuasi harga, inflasi dan ketidakpastian sering
terjadi di pasar dan bersifat dinamis, di sinilah pendekatan integratif dengan
menadukan unsur teks dengan mashlahah dalam tas 7r tidak lagi dipandang
kontradiksi antara prinsip syari‘ah yang tertuang dalam teks dengan kebutuhan
aplikatif, melainkan sebagai upaya harmonisasi antara keduanya. Melalui
integrasi ini teks sebagai pijakan moral dan etika sedangkan mashlahah
memberikan ruang dan reinterpretasi kontekstual guna menangani
permasalahan ekonomi kontemporer. Proses ini memungkinkan para
pengambil kebijakan melakukan ijtihdd yang responsif, sehingga intervensi
harga yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan aturan literal tetapi juga
mengakomodasi kondisi sosial ekonomi sehingga mendatangkan mashlahah
‘ammah.®

Pendekatan integratif memungkinkan adanya jembatan antara teks
normatif yang tetap berpegang pada nilai Ilahiah dan prinsip keadilan dalam
al-Qur’an, sedangkan mashlahah kontemporer yang mengacu pada kondisi
sosial dan ekonomi secara nyata. Dengan pendekatan ini fas 7r tidak dianggap
sebagai kebijakan yang keluar dari koridor nash, melainkan penyesuaian
terhadap prinsip magqdshid al-syari‘ah, yaitu: perlindungan terhadap jiwa
(hifzh al-nafs), perlindungan terhaap harta (hifzh al-mdl), dan menjaga
keterjangkauan masyarakat akan kebutuhan pokok.’

Integrasi ini bersifat urgensi karena untuk menunjukkan bahwa syari‘ah
itu bersifat dinamis dan kontekstual, karena hukum Islam mampu
menghadirkan solusi yang adil dan aplikatif bagi tantangan sosial dan ekonomi
kontemporer. Integrasi ini juga menunjukkan bahwa intervensi harga (fas ir)
yang sesuai dengan prinsip syari‘ah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai
spiritual dan sosial yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Integrasi ini
tidak hanya memastikan bahwa bahwa kebijakan tas 7r sesuai dengan prinsip
syari‘ah, tetapi juga efektif mencegah ketimpangan ekonomi dengan
menyelaraskan kepentingan umum dengan hukum Islam.

& Mohammad Mufid, “Nalar Figh Realitas Al-Qardhdwi (Mendudukkan Relasi Teks
dan Realitas Sosial),” dalam Jurnal Syari‘ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 14 No. 1
Tahun 1996, hal. 1-11.

® Tb. Abdul Hanan Muhajir, Febryan Reza Yusuf, and Nurul Ma’rifah, “Analisis
Qowaidul Fighiyyah: Solusi Terhadap Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif,” dalam
Jurnal Studi Hukum Modern, Vol. 7 No. 3 Tahun 2025, hal. 74-92.
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B. Model Pendekatan Integratif Teks Al-Qur’an dan Mashlahah dalam
Tas ‘ir
Dalam dinamika ekonomi kontemporer jika pendekatan hukum Islam
hanya bertumpu pada teks literal (nash) sering kali belum mencukup tantangan
dalam penyelesaian permasalahan yang semakin kompleks, seperti krisis
pangan, fluktuasi harga, dan juga intervensi pemerintah dalam penetapan
harga di pasar bebas (tas ir). Tas ir merupakan isu penting dalam kegiatan
mu’amdlah yang berada di persimpangan antara nilai-nilai normatif dengan
kenyataan pragmatis. Karena itu diperlukannya model pendekatan integratif
yang tidak memperlakukan teks literal dengan mashlahah sebagai dua kutub
yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua sumber hukum yang saling
melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan prinsip
magqdshid al-syari ‘ah. Model ini menjadi jalan tengah untuk menjaga otoritas
dari nilai normatif teks literal sekaligus merespon realitas. '
1. Prinsip-Prinsip Dasar Model Integratif
Model pendekatan integratif teks normatif dengan mashlahah dalam
tas ‘ir ini dibangun atas dasar beberapa prinsip utama, yaitu:
a. Keseimbangan Antara Teks dengan Konteks

Teks (Hadis) memberikan landasan normatif yang bersifat
transenden yang melarang fas ir secara langsung oleh Nabi, sedangkan
konteks (wdgi ") merupakan realitas sosial ekonomi sebagai faktor penting
dalam penetapan hukum atas dasar mashlahah ‘dmmah. Keseimbangan
disini diartikan tidak memahami teks secara terpisah dari realitas tetapi
juga tidak mengabaikan teks demi alasan pragmatis. Cara memelihara
kemurnian teks Hadis tentang fas ir dengan cara mengakui bahwa
larangan tas ir dalam Hadis Nabi adalah prinsip penting untuk mencegah
intervensi pemerintah ketika pasar dalam keadaan normal, dan
menghindari tafsir yang dapat mengubah makna teks tanpa adanya alasan
syar T yang kuat.

Selain memahami teks, konteks dan tujuan Hadis larangan
penetapan tas ir adalah, ketika harga barang kebutuhan pokok di Madinah
harganya semakin tinggi, kenaikan tersebut disebabkan oleh suatu
keadaan alamiah hukum pasar yaitu banyaknya supply dan demand oleh
pembeli dan penjual, sehingga terjadinya harga mahal waktu itu karena
tingginya permintaan dan rendahnya penawaran, sehingga
ketidakseimbangan barang yang menyebakan harga mahal terjadi.
Adapun dalam konteks modern, kestabilan pasar akan terganggu karena

10 Mokhamad Sukron et al., “Reassessing Women’s Obligation in Friday Prayer on
Figh Al-Hadis and Maqgashid Al-Syari‘ah in the Perspective of Majelis Tafsir Al-Qur’an
(MTA),” dalam Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 19 No. 1 Tahun 2025,
hal. 65-80.



287

adanya monopoli, kartel'!, penimbunan, sehingga menyulitkan
masyarakat untuk mendapatkan barang dan terjadi kelonjakan harga yang
tinggi.

b. Keterbukaan Terhadap Perubahan (al-Tathawwur)

Mashlahah memungkinkan syariat untuk menjawab perubahan
zaman tanpa meninggalkan nilai dan norma pokok agama.'? Keterbukaan
terhadap perubahan (al-tathawwur) merupakan kemampuan Ulama,
pembuat kebijakan (pemerintah) dan masyarakat untuk menyesuaikan
pemahaman dan penerapan hukum yang sesuai dengan perkembangan
kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa keluar dari koridor prinsip-
prinsip syari‘ah. Al-tathawwur adalah sikap menerima dinamika zaman,
mamahami bahwa hukum figh bersifat ta 7ili (berdasarkan alasan) dan
dapat berubah jika 9%llat dan konteksnya berubah. Dalam tas ir
merupakan kebijakan penetapan harga yang dapat dipahami bukan
sebagai aturan yang statis melainkan dapat menyesuaikan dengan kondisi.
Penyesuaian suatu kondisi dikarenakan prubahan pola perdagangan saat
ini ada yang offline yaitu berupa pasar fisik dan ada yang online yaitu
berupa e-commerce, selain itu perubahan instrumen harga menjadi
algoritma penetapan harga, dan kondisi ekonomi makro seperti inflasi,
resesi, krisis pangan, yang dapat memicu perubahan kondisi pasar saat
sangat berbeda jauh dengan kondisi pasar pada zaman dahulu.

Dalam konteks al-tathawwur terdapat kaidah figh “La yunkaru
taghayyur al-ahkdam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal”
yaitu: tidak diingkari bahwa hukum bisa berubah karena perubahan
waktu, tempat dan kondisi. Kaidah tersebut didasarkan pada
kemashlahatan dan mencegah kemudharatan dan melindungi masyarakat
dari praktik-praktik yang mengandung kezhaliman. Implementasi
keterbukaan dalam perubahan (al-tathawwur) dalam tas ‘ir dapat muncul
dalam beberapa bentuk: 1) Metode penetapan harga, dulu intervensi harga
langsung dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan harga-harga
barang kebutuhan pokok, sekarang intervensi bersifat adaptif, yaitu

! Kartel Adalah perjanjian atau kesepakatan antara beberapa perusahaan besar sebagai
pelaku usaha dalam suatu pasar untuk membatasi persaingan. Tujuan kartel adalah
mengendalikan harga, produksi, atau pembagian pasar demi keuntungan bersama. Kartel
dianggap praktik yang ilegal karena hanya menguntungkan beberapa pihak dan merugikan
konsumen, dan ini disebut sebagai salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna,
karena tidak semua orang bisa bersaing menjadi produsen, sehingga dapat menciptakan
persaingan usaha yang tidak sempurna. Lunita Jawani, “Prinsip Rule of Reason Terhadap
Praktik Dugaan Kartel di Indonesia,” dalam Jurnal Renaissance, Vol. 7 No. 1 Tahun 2022,
hal. 31-40.

12 Edi Kurniawan and Ahmad Mustaniruddin, “The Unity of Qur’anic Themes:
Historical Discourse and Contemporary Implications for Tafsir Al-Mawdhii’1 Methodology,”
dalam Jurnal Tajdid, Vol. 23 No. 2 Tahun 2024, hal. 674-698.
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berbasis data pasar real time, subsidi silang'’, atau pengendalian
distribusi. 2) Ruang lingkup intervensi dulu terbatas pada kebutuhan
pokok di pasar lokal, saat ini meliputi barang dan jasa digital, seperti
internet, transportasi online, sedangkan teknologi pengawasan
menggunakan jasa digital, dan Al (Artificial Intelegent).

c. Berorientasi pada Magqdashid al-Syari ‘ah

Berorientasi pada magqdshid al-syari‘ah yang merupakan menjaga
kesetiaan terhadap nash sambil mengoptimalkan pada kemaslahatan
publik (mashlahah ‘dmmah). Model ini tidak hanya mencari solusi legal-
formal saja, tetapi juga solusi substantif, yaitu mashlahah ‘ammah,
keadilan, dan perlindungan kebutuhan dasar manusia, dalam konteks
tas ‘ir yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, dan harta. Teks literal (a!/-
nash al-harfi) memberikan batasan normatif dan menghindarkan dari
kebijakan yang menimpang dari nilai-nilai syari‘ah. Adapun mashlahah
‘ammah memberikan fleksibilitas untuk mengatasi masalah harga sesuai
konteks dan kondisi zaman. Sedangkan magdshid al-syari‘ah menjadi
arah utama sehingga kebijakan intervensi harga tidak hanya sah secara
hukum, tapi juga mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pencegahan
kerusakan.'*

Integrasi ini menetapkan titik temu antara larangan dalam Hadis
tas ‘ir dalam konteks pasar normal dengan ayat dan prinsip umum syari‘ah
yang menuntut keadilan dan menghapus praktik zhalim yang digunakan
untuk membolehkan fas ‘ir saat terjadi distorsi pasar. Integrasi ini
digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan fas 7r adalah berdasarkan
‘illah (alasan hukum) yang relevan untuk menghindari ihtikar (monopoli)
dan mencegah eksploitasi harga yang tidak wajar. Maqdshid al-syari‘ah
merupakan filter dari beberapa mashlahah dhariiriyydt yang berupa: hifzh
al-nafs yaitu mencegah dari kelaparan akibat harga barang kebutuhan
pokok yang tinggi, hifzh al-mal yaitu melindungi harta masyarakat dari
inflasi dan penipuan harga, serta hifzh al-din yaitu memastikan bahwa
transaski harus tetap sesuai dengan prinsip halal.'> Adapun model langkah

13 Subsidi silang adalah sebagian konsumen atau kelompok yang dikenakan pajak atas

pembelian barang dan jasa, atas pajak tersebut dialokasikan untuk pemberian subsidi kepada
kelompok, produk, atau layanan lain yang kurang menguntungkan. Sederhanya dapat
dikatakan “membantu yang kurang mampu” dalam satu sistem yang sama. Riska Syafitri et
al., “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis ‘Subsidi Silang” pada SDIT Imam Asy-
Syafii JI. Delima Pekanbaru,” dalam Jurnal Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 11 No. 2
Tahun 2022, hal. 274-284.

14 Didin Baharuddin, “Tas‘ir (Price Fixing) dalam Perspektif Magéshid al-Syari‘ah,”

dalam Jurnal Tahkim, Vol. 13 No. 2 Tahun 2017, hal. 138-156.

15 Ma’rifah Yuliani, “Analisis Maqgashid al-Syari‘ah dalam Setoran Awal Dana Haji di

Indonesia,” dalam Jurnal Istinbath, Vol. 21 No. 2 Tahun 2023, hal. 374-390.
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penerapan model integrasi dalam prinsip berorientasi pada magdashid al-
syari ‘ah adalah sebagai berikut:

Tabel V.1: Tahapan Analisis Integrasi Teks dengan Mashlahah dalam

Tas ir
Tahap Fokus Teks Fokus Orientasi
Literal Mashlahah Magdshid
Identiikasi Melihat  pasar | Analisis data | Mencegah praktik
masalah harga apakah  sesuai | pasar dan | zhalim
dengan larangan | dampaknya (ketidakadilan)
tas ‘ir pada Hadis | terhadap sosial- | dan kerusakan
Nabi, atau terjadi | ekonomi ekonomi
distorsi pasar
Penetapan ‘illah | Menggunakan Menggali Menjaga hak
kaidah figh untuk | kemaslahatan dasar masyarakat
melihat relevansi | (aksesibilitas
sebab hukum harga dan
kestabilan pasar)
Perumusan Menetapkan Memilih metode | Menyeimbangkan
kebijakan harga | mekanisme yang paling | keadilan penjual
sesuali  batasan | mashlahah dan pembeli
syariah  (tidak | (subsidi, batas | (produsen dan
menzhalimi harga, distribusi | konsumen)
penjual logistik)
Evaluasi  dan | Memastikan Menyesuaikan Memastikan
adaptasi kebijakan tetap | kebijakan sesuai | kemaslahatan
dalam  koridor | dengan dinamika | yang
teks pasar berkelanjutan

Sumber: Sukron, 2025

Filter ‘illah didasarkan pada teks literal kenapa tas ir dilarang sama
Nabi Muhammad karena pasar sedang dalam keadaan normal dan tidak
ada yang berbuat kecurangan begitupula iktikar. Pertimbangan
mashlahah ketika pasar dalam keadaan yang tidak normal sehingga filter
‘illah dalam konteks tas ir diperbolehkan karena kondisi dan kedaan
pasar sedang mengalami distorsi.'® Kebijakan tersebut juga berdasarkan
pemenuhan magqdshid al-syari‘ah dengan prinsip menjaga keadilan dan
mashlahah yang relevan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan
berikut:

16 Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu’ad, “Peran Mashlahah Mursalah dalam Legislasi
Islam Kontemporer: Analisis Maijtihddab dan Implikasi Kebijakan,” Equality: Journal of
Islamic Law (EJIL), Vol. 3 No. 2 Tahun 2025, hal. 31-46.
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Teks literal (al- Filter ‘illah dan Pertimbangan
nash al-harfi) konteks mashlahah
A
Uji dengan

maqdshid syari‘ah

A

Kebijakan tas’ir
(adil, mashlahah,
relevan)

Bagan V.1: Model Integratif Teks Literal dengan Mashlahah dalam
Tas ir yang Berorienstasi pada Magqdshid al-Syari‘ah

d. Validitas Metodologis Mashlahah
Validitas metodologis mashlahah dalam model integrasi teks literal
dengan mashldhah dalam tas 7r merupakan jaminan bahwa penggunaan
konsep kemaslahatan benar-benar sah secara ilmiah (ushiil figh) dan tidak
menyimpang dari koridor nash, yaitu bukan mashlahah yang liar dan
spekulatif, mengikuti standar penalaran hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan, dan selaras dengan magqdshid al-syari‘ah.
Mashlahah yang dijadikan dasar pijakan harus memenuhi syarat
mashlahah mutabarah, yaitu nyata, umum, dan tidak bertentangan
dengan dalil gath’i. Menurut al-Ghazali, al-Syathibi berdasarkan kaidah
ushul figh, mashlahah dapat dikatakan valid apabila memenuhi kriteria
sebagai berikut:!’
1) Mashlahah haqiqgiyyah yaitu nyata, terukur, dan bukan karena dugaan
spekulatif.
2) Mashlahah ‘dGmmah yaitu memberikan dampak manfaatnya untuk
kepentingan publik, bukan untuk individu atau kelompok tertentu.
3) Tidak bertentangan dengan nash gath’i, yaitu tidak menabrak teks
dan makna al-Qur’an dan Hadis.
4) Relevan dengan magdshid al-syari ‘ah (agama, jiwa, harta).

17 Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum,”
dalam Jurnal Al-’Adalah, Vol. XII No. 1 Tahun 2014, hal. 63-74.
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5) Memiliki ‘illah rasional, yaitu terdapat sebab
menghubungkan kebijakan dengan tujuan kemaslahatan.
Contoh penerapan validitas metodologis mashlahah dalam konteks
kebijakan fas ‘ir yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.2: Integrasi Kondisi Pasar, Teks, dan Validitas Mashlahah

logis
18

yang

Kondisi Teks Literal | Mashlahah Validitas
harga beras | Hadis Menjaga 1. Mashlahah nyata
melonjak larangan akes (kelangkaan dan harga
akibat ihtikar (HR. | pangan tinggi)
terjadinya Muslim  No. | masyarakat | 2. Bersifat umum
penimbunan | 1605)  dan | miskin (berdampak pada seluruh
(ihtikar) prinsip masyarakat)
keadilan . Tidak bertentangan dengan
harga (al- nash
Bagarah ayat . Sejalan dengan magdshid
279) (jiwa & harta)
5. Ada llah yang jelas:
penimbunan yang merusak
harga pasar

Sumber: Bahsoan, 2011

Bagan Validitas Mashlahah dalam Model Integratif Kebijakan
Tas ‘ir adalah sebagai berikut:

(" )
Identifikasi masalah harga
(fakta empiris)
x J
A
( h

Analisis nash dan ‘illah
(teks literal)

v

Uji kesesuaian dengan maqgdshid
(al-din, al-nafs dan al-mal)

-
\ 4
( h
Keutusan kebijakan tas ‘ir
(adil & Mashlahah)
" J

Bagan V.2: Uji Mashlahah Sampai pada Keputusan 7as’ir yang Adil

8 Agil Bahsoan, “Mashlahah Sebagai Magashid Al-Syari‘ah (Tinjauan dalam
Perspektif Ekonomi Islam),” dalam Jurnal INOVASI, Vol. 8 No. 1 Tahun 2011, hal. 113-132.
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2. Tahapan Struktur Model Pendekatan Integratif
Terdapat empat tahapan dalam struktur model pendektan integratif,
yaitu: identifikasi dan pemaknaan teks (nash), analisis realitas sosial ekonomi
(tasykhish al-wdqi*), penilaian mashlahah, dan formulasi hukum integratif,
yang dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut: '’
a. Identifikasi dan Pemaknaan Teks (Nash)

Identifikasi dan pemaknaan teks dalam struktur model pendekatan
integratif dalam kebijakan intervensi harga (tas 7r) adalah tahapan awal
yang sangat menetukan, karena di sinilah dasar normatif diambil dari al-
Qur’an, Hadis, kaidah, figh, untuk kemudian disinergikan dengan analisis
mashlahah.

Dalam tahap awal yaitu menelaah ayat-ayat al-Qur’an yang
berkaitan dengan etika ekonomi, keadilan, dan pengendalian pasar. al-
Nabhl Ayat 90 tentang keadilan, ihtikdr dalam Surah al-Hasyr Ayat 7, QS.
al-Mutaffifin Ayat 1-3 tentang penipuan atau kecurangan dalam takaran,
larangan riba dalam QS. al-Bagarah Ayat 275, dan QS. al-Nisa’ Ayat 29
tentang larangan gharar atau memakan harta dengan cara bathil.
Larangan bay 'najasy yang tertuang dalam Hadis Shahih Riwayat Bukhari
(2142) Muslim (1515), larangan iktikar (HR. Muslim No. 1605), dan
larangan fas ir (HR AblG Dawid No. 3451, Tirmidzi No. 1314). Dalam
hal ini menggunakan pendekatan tafsir tematik dan magqdshid dapat
digunakan untuk menggali semangat dan tujuan ayat.’’ Setelah itu
mengklasifikasikan teks-teks tersebut, yaitu bersifat gat 7 atau zhanni,
serta membedakan katagori hukum apakah teks tersebut bersifat tasyri 7
(pembentukan hukum langsung) atau irsyddi (bimbingan etis).

Tahapan selanjutnya adalah pemaknaan teks agar relevan untuk
integrasi dengan mashlahah. Kontekstualisasi historis memahami bahwa
larangan fas ir yang terjadi di Madinah ketika pasar berjalan dalam
keadaan normal dan tidak adanya gangguan distribusi (iktikar), sehingga
terdapat tiga kata kunci penafsiran teks, yaitu tas ir, ‘adl, dan ihtikar.
Tas ‘ir dipahami dalam rangka untuk menjaga keadilan harga, ‘adl
dipahami untuk melindungi konsumen dan produsen, dan ihtikar
dipahami untuk mencegah kerusakan ekonomi. ‘7/lah hukum terhadap
harangan tas ‘ir dalam Hadis disebabkan oleh kekhawatiran berbuat

1 Faiz Abdillah Junedi, “Tinjauan Magashid al-Syari‘ah dalam Pengharaman Jual Beli
dengan Cara Talaqqi al-Rukban,” dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara
(JPkMN), Vol. 4 No. 1 Tahun 2023, hal. 557-565.

20 B Bernardlauwers et al., “Islamic Business Ethics and Political Economy: A Study
of Government Policies in Handling the Food Crisis,” dalam Demak Universal Journal of

Islam and Sharia, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hal. 91-110.
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zhalim terhadap penjual, bukan larangan absulut di segala kondisi.
Berikut identifikasi dan pemaknaan teks dalam model integratif tas 7r:>!

1. M tukan t
enefl u. ap Aema 2. Mengumpulk'flfl 3. Kalsifikasi nash
(tas ‘ir, ihtikar, nash (al-Qur’an (qath’i/ zhanni)
keadilan harga) dan Hadis) 4
2
4. Kontekstualisasi 6. Penentuan Gllah

5. Analisis linguistik

historis (kondisi (makna kata kunci)

saat nash turun)

I

(sebab hukum)

v

7. Korelasi dengan
magqdshid (keadilan,
hifzh mal, hifzh nafs)

Bagan V.3: Identifikasi dan Pemaknaan Teks dalam Model Integratif

Bagan di atas adalah tahap identifikasi dan pemaknaan teks dalam
model integratif kebijakan fas 77, yang menunjukkan alur dari mulai
penentuan tema dan pengumpulan nash, lalu menganalisinya dengan
konteks dan makna hingga mengaitkannya dengan magqdshid al-syari ‘ah
sebelum masuk ke tahap integrasi dengan mashlahah.

b. Analisis Realitas Sosial-Ekonomi (Tasykhish al-Waqi )

Analisis realitas ekonomi dalam kebijakan fas 7r merupakan proses
mendiagnosa kondisi nyata pasar, masyarakat, dan faktor-faktor ekonomi
yang dapat mempengaruhi harga sebelum memutuskan suatu kebijakan.
Hal ini dilakukan supaya hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara
syar’i, tetapi juga tepat sasaran secara kontekstual. Tahapan ini mengkaji
kondisi faktual terkait harga barang, kekuatan pasar, peran pemerintah,
praktik penimbunan, atau distorsi pasar, pada tahap ini harus melibatkan

2l Dedi Dedi, Ibnu Rusydi, and Nursyamsi Nursyamsi, “Aplikasi Mashlahat dalam
Transaksi Ekonomi Syari‘ah Kontemporer di Indonesia Perspektif Legislasi,” Al-Afkar,
Journal For Islamic Studies, Vol. 5 No. 4 Tahun 2022, hal. 190-206.
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data ekonomi dan sosial yang objektif. Kajian ini menunjukkan urgensi
untuk intervensi dalam bentuk fas 7 demi melindungi masyarakat.??
Tasykhish al-wdqi ‘ memastikan bahwa data lapangan cocok dengan
‘illah hukum dan magashid al-syari‘ah, baik data kualitatif maupun data
kuantitatif. Terdapat beberapa komponen yang menjelaskan tentang

kondisi realitas sosial ekonomi yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.3: Kondisi Realitas Sosial Ekonomi yang Mengharuskan

Adanya Intervensi

Komponen

Kunci

Realitas Sosial-Ekonomi

Kondisi pasar

Apakah pasar bekerja
normal atau distorsi

Volume  perdagangan,
distribusi, rantai pasok

Kestabilan harga Apakah kenaikan harga | Indeks Harga Konsumen
wajar  atau  akibat | (IHK), tren harga historis
manipulasi

Perilaku pelaku pasar | Apakah ada monopoli | Laporan  pengawasan,
kartel atau ihtikar pola distribusi

Dampak sosial Siapa  yang  paling | Daya beli, persentase
berdampak kemiskinan, dan beban

rumah tangga

Kapasitas pemerintah

Apakah ada instrumen
yang  efektif  untuk
intervensi harga

Anggaran subsidi, stok
pangan, regulasi
perdagangan

Sumber: Fathoni, 2022

Prinsip dasar tasykhish al-waqi‘ adalah data baik data kualitatif
maupun data kuantitatif, bukan berdasarkan asumsi belaka. Selain itu
bersifat objektif, yaitu menghindari bias politik dan kepentingan
kelompok, serta terukur yaitu menggunakan indikator yang jelas untuk
menilai mashlahah atau mafsadah. Selain itu prinsip tasykhish al-waqi
juga terhubung dengan ‘llah hukum, yaitu hasil analisis harus
menunjukkan keterkaitan dengan alasan syar’i dengan kebijakan fas r.
Contoh penerapan fasykhish al-wdqi  dalam konteks ketika harga minyak
goreng pada tahun 2022 naik tajam, hasil fasykhish diketahui bahwa
kejadian tersebut dikarenakan distribusi minyak hanya dikuasai oleh 5
perusahaan besar yang mengindikasikan terjadi pasar oligopoli, produksi
dalam jumlah yang cukup namun stok di tahan untuk mempengaruhi
harga karena terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan

22 Siti Nur Fatoni, “Abl Ydsuf’s Economic Thought: Principles, Methodologies, and

Relevance To Modern Islamic Economics,” dalam Jurnal Al-Mu'amdlat: Jurnal Ekonomi
Syari‘ah, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022, hal. 117-123.
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permintaan, sehingga berdampak kepada menurunnya daya beli
masyarakat miskin terhadap minyak goreng.?

Teks dalam kasus tersebut mengacu pada larangan ihtikdr dan
perintah untuk menjaga keadilan harga di pasar. Kondisi tersebut dapat
mempengaruhi ‘illah tas ir, yaitu pemerintah dapat menetapkan harga
tertinggi yang disebut dengan kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi)
dan mengatur distribusi minyak goreng yang adil dan merata di setiap
wilayah.?* Jika digambarkan dalam diagram alur tasykhish al-waqi
(diagnosis realitas sosial) adalah sebagai berikut:

4 )

Identifikasi & Tasykhish al-wdqi* Analisis mashlahah
pemaknaan teks (Realitas harga (hifzh al-nasl, hifzh
(larangan ihtikar) minyak 2022) al-mal, hifz al-din)

v

Uji magdshid dan
penerapan
kebijakan (HET)
\ /

Bagan V.4: Tasykhish al-Wigqi‘ dalam Penerapan HET di Indonesia
Diagram tersebut menggambarkan tasykhish al-wdqi‘ di tengah
proses, yaitu sebagai jembatan antara pemaknan teks normatif dan analisis
mashlahah.
c. Penilaian Mashlahah
Tahapan selanjutnya adalah penilaian mashlahah, yaitu menilai
apakah intervensi harga tersebut membawa mashlahah ‘ammah
(kemaslahatan publik) dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Penilaian mashlahah dapat digunakan ketika harus memenubhi kriteria: 1)
Hagqgiqiyyah yaitu bersifat nyata, spekulatif dan hanya memenuhi
kepentingan pemangku kebijakan, 2) ‘Ammah yaitu bersifat umum dan
bukan hanya untuk kebaikan idividu atau kelompok tertentu, 3)

2 Mayadina Rohmi Musfiroh, Fatma Mohamed Mansour Sagr, and Alfa Syahriar, “The
Urgency of Mashlahah in the Formulation of Fatwa and Legislation in Indonesia: An
Analytical Study,” dalam Jurnal Ulil Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol.
8 No. 1 Tahun 2024, hal. 80-92.

24 Ali Murtadho, Siti Mujibatun, and Maizatul Saadiah Mohamad, “Reconstructing
Integrative Islamic Economics: Imam Malik’s Substantive Legal-Economic Framework in Al-
Muwaththa’ and Its Relevance for Contemporary Plural Legal System,” dalam Jurnal
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society, Vol. 4 No. 1 Tahun 2025, hal. 141-182.
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Mu ‘tabarah yaitu diakui oleh syara‘ dan tidak bertentangan dengan nash
qgath’i, 4) Menimbang mafsadah, jika madharat lebih besar maka
kebijakan tidak boleh diteruskan. Metode penilaian dapat dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut:?’

1) Menetukan katagori manfaat apakah termasuk dhaririyyat, hajiyyat,
atau fahsiniyyat. Jika kebijakan tas ir adalah menetapkan harga beras
supaya terjangkau karena beras merupakan kebutuhan pokok
masyarakat, maka katagori manfaat adalah dharuriyydt (hifzh al-nafs).

2) Menentukan distribusi manfaat, yaitu memastikan kemerataan
distribusi supaya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dapat
dicontohkan dalam pemerataan distribusi gas elpiji 3 kg yang sudah
subsidi berdampak juga pada rumah tangga miskin, tidak hanya pada
industri saja.?¢

3) Uji kelayakan dan keberlanjutan, yaitu mengukur kemampuan fiskal
dan daya tahan kebijakan dalam jangka panjang, dapat dicontohkan
dalam kebijakan penetapan harga minyak goreng dengan tetap
ekonomis tanpa membebani APBN (Anggaran Pendapatan Belanja
Negara).

4) Penilaian dampak yaitu mengantisipasi efek negatif terhadap pasar,
hal ini dapat dilakukan dengan menghindari kelangkaan barang akibat
harga yang terlalu murah.

Kebijakan fas ir untuk memenuhi mashlahah ‘aGmmah tidak bersifat
statis, melainkan bisa diteruskan, diubah, atau dibatalkan dengan alasan
syar’l dan empiris supaya kebijakan tetap transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

d. Formulasi Hukum Integratif

Dalam tahap terahir ini dilakukan ijtihdd sintesis dengan cara: 1)
Menggunakan teks sebagai rujukan nilai dan prinsip, 2) Menjadikan
mashlahah sebagai faktor kontekstual penentu kebijakan hukum, 3)
Mengembangkan bentuk fas 7r yang sesuai harga batas atas, harga eceran
tertinggi, harga eceran terendah, subsidi, dan regulasi distribusi. Hukum
yang dihasilkan adalah kebijakan fas 7r yang tetap memegang nilai-nilai
Qur’ani tetapi adaptif terhadap kebutuhan zaman.

25 Rachmat Azra’l Perangin Angin and Cahaya Permata, “Protecting Traders at the Fish
Market in Medan City in Relation to Subscription-Based Parking: An Analysis from the
Perspective of Mashlahah Mursalah,” dalam Jurnal Law and Economics, Vol. 19 No. 3 Tahun
2025, hal. 197-206.

26 Abdullaah Jalil, “The Concept of Mashlahah and Doctrine of Magashid (Objectives)
Al-Syari‘ah in Project Eveluation,” dalam The Journal of Mu'amdlat and Islamic Finance
Research (JMIFR), Vol. 3 No. 1 Tahun 2006, hal. 171-202.
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Jika tasykhish al-wdqi‘ merupakan realitas sosial ekonomi yang
terjadi dalam kebijakan fas iy, maka tahqiq al-manath merupakan
penentuan ‘illat (alasan hukum) yang terdapat dalam teks masih relevan
atau perlu reinterpretasi. Pendekatan teks dalam Hadis mengidentifikasi
bahwa larangan tas ir pada masa Nabi didasarkan pada mekanisme pasar
normal dan sehat tanpa adanya distorsi. Adapun pendekatan mashlahah,
mengidentifikasi jika pasar sudah dalam keadaan yang tidak sehat (iktikar,
monopoli, dan kartel) maka kebijakan tas7r sebagai alat untuk
mengembalikan keadilan dan tidak menghasilkan mafsadah baru.?’
Penerapan Model Integratif

Studi dalam penerapan model integratif yaitu ketika terjadi kenaikan

harga beras di pasar tradisional dengan tahapan sebagai berikut:

a.

Identifikasi masalah (fakyif al-mas’alah), yaitu melihat teks Hadis Nabi
HR. Abta Dawid No. 3451 tentang larangan tas ir ketika keadaan pasar
sedang normal. Tetapi mashlahah menuntut untuk penentuan kebijakan
tas ‘ir karena kondisi yang terjadi harga beras naik tajam 50% dalam kurun
waktu satu bulan yang diakibatkan oleh penimbunan oleh distributor
besar, dan jika terus dibiarkan akan menyulitkan masyarakat miskin untuk
membeli beras dan berakibat membahayakan nyawa mereka.

Analisis realitas sosial ekonomi (fasykhish al-wdgqi®), ketika fakta di
lapangan terlihat bahwa produksi beras nasional dalam keadaan stabil.
Namun pasokan beras ke pasar menurun akibat penimbunan atau
monopoli dalam distribusi sehingga menyebabkan inflasi dan bahan
pangan meningkat hingga 12 %, maka dapat dipastikan bahwa keadaan
pasar sedang tidak sehat karena adanya distorsi akibat praktik ihtikar
(penimbunan).

Penerapan ‘illat hukum (tahqiq al-mandth), ‘illat teks menunjukkan
bahwa larangan tas ir karena naiknya harga di Madinah waktu itu karena
pasar dalam keadaan sehat, dan naiknya harga secara alami karena
kelangkaan pasokan barang sehingga terjadi ketidakseimbangan antara
barang yang dijual dengan barang yang dibeli oleh masyarakat.
Sedangkan konteks yang terjadi karena kenaikan beras karena
pelanggaran terhadap pasar sehat, sehingga ‘%llat hukum larangan tas ‘ir
tidak terpenuhi, sehingga penetapan harga dilakukan untuk menegakkan
keadilan.?®

27 Abbas Arfan, Iklil Athroz Arfan, and Abdulrahman Alkoli, “The Implementation of

Magqashid Sharia: Heterogeneity of Scholars’ Fatwas Towards Islamic Banking Contracts,”
dalam Jurnal Legality: Jurnal llmiah Hukum, Vol. 32 No. 1 Tahun 2024, hal. 105-128.

28 Muhammad Salman Al Farisi et al., “Consumer Behavior PT Muslim Minorities in

Purchasing Halal Products: A Mashlahah Perspective,” dalam Julnal llmiah Al-Syari’ah, Vol.
22 No. 2 Tahun 2024, hal. 221-232.
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d. Penetapan hukum (istinbdth hukmi), yaitu dengan melihat teks dengan
mashlahah. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok
(ihtikar) terdapat dalam HR. Muslim No. 1605, dan perintah untuk
menegakkan keadilan dalam ber-mu’amdlah terdapat dalam QS. al-Nahl
Ayat 90. Adapun pertimbangan mashlahah yaitu menjaga kestabilan
harga, melindungi daya beli masyarakat miskin, dan mencegah kerusakan
dalam sosial ekonomi.

e. Formulasi hukum integratif (shiydghah al-hukm), yaitu pemerintah
mengambil kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yaitu Rp.
12.500, karena dari harga Rp. 12.100/kg mencapai Rp. 15.350/kg pada
tahun 2024 di seluruh pasar tradisional. Distributor akan dikenakan sanksi
apabila ketahuan melakukan penimbunan dengan sengaja dan menjual
harga beras di atas HET yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan
pasar ini dilakukan oleh satgas pangan dan Dinas Perdagangan.

f.  Implementasi dan evaluasi (fanfidh wa murdja ‘ah), kebijakan tersebut
diimplementasikan dalam jangka waktu 6 bulan, apabila stok kembali
normal dan harga stabil maka HET dicabut untuk mengembalikan
mekanisme pasar secara normal.?’

Kajian teks tidak berlaku saat kondisi pasar sedang rusak dan berlaku
saat kondisi pasar sedang normal, karena mashlahah menjamin akses
masyarakat terhadap kemudahan masyarakat dalam mendapatkan bahan
makanan pokok, mencegah eksploitasi dan menjaga stabilitas ekonomi.
Integrasi tas 7r dalam kebijakan HET dapat dilihat dalam bagan berikut:

Teks Mashlahah
(Hadis larangan tas ‘ir & (stabilkan harga & lindungi
ihtikar) masyarakat)

— ==

Analisis Integratif
(pasar rusak, dan fas ir
dibolehkan)

Keputusan hukum zas ‘ir
(penetapan HET beras dan
sanksi penimbunan)

Bagan V.5: Model Integrasi Kebijakan 7as ir Penetapan HET pada Beras

2 Adi Santoso and Yuyun Kristinawati, “Strategic Innovation Isn Islamic
Organizations: Exploring the Gold Ocean Strategy Framework,” dalam Jurnal JEMASI:
Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, Vol. 21 No. 1 Tahun 2025, hal. 100-117.
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Ini merupakan bagan alur itegratif untuk kasus kenaikan beras yang
terjadi pada tahun 2024, bagaimana dalil, teks dan pertimbangan mashlahah
bertemu dalam analisis integratif, lalu menghasilkan keputusan tas ir berupa
penetapan HET dan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan penimbunan.

4. Keunggulan Model Integratif Teks Literal dengan Mashlahah dalam
Tas ‘ir

Terdapat bebeapa keunggulan model integratif antara teks dengan
mashlahah dalam tas ‘ir, ini dapat dilihat dari berbagai sisi normatif, praktis,
dan kontekstual, di antaranya yaitu:

a. Komprehensif

Komprehensif yang dimaksud adalah mampu menggabungkan dan
menyelaraskan antara nash dengan realitas sosial. Nash memberikan
fondasi secara normative-transenden yang bersumber dari wahyu (al-
Qur’an dan Hadis), sedangkan mashlahah bersifat kontekstual dan
rasional. Pendekatan integratif dapat mengharmonikan idealitas syariat
dengan tuntutan realitas sosial ekonomi, khususnya dalam menghadapi
dinamika harga pasar yang semakin kompleks.>* Dalam kebijakan fas ‘ir
oleh pemerintah penggabungan dan penyelarasan nash dengan realitas
sosial menghasilkan kebijakan yang lebih diterima oleh masyarakat
karena bersifat adil dan mempunyai kejelasan dasar hukumnya.
b. Responsif

Mempunyai sifat responsif yaitu mampu menjawab persoalan
kontemporer tanpa meninggalkan teks. Teks syariat yang berkaitan
dengan fas ir tidak bersifat melarang atau memerintah secara mutlak,
melainkan bersifat kondisional, yaitu bergantung situasi yang sedang
terjadi. Dengan mempertingbangkan kemaslahatan, kebijakan fas 7r tidak
terjebak pada pemahaman literal semata, tetapi dapat dievaluasi secara
kotekstual dan mashlahah oriented. Seperti kebijakan pemerintah dalam
penentuan HET yang bersifat responsif pada beras karena mengalami
kenaikan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan masyarakat miskin
kesulitan dalam membeli bahan makanan pokok tersebut. Kebijakan atas
HET terhadap harga beras bertujuan untuk menghindari manipulasi dan
penimbunan demi keuntungan kelompok tertentu.
c. Kontekstual

Dalam hal ini mampu menyentuh realitas hidup masyarakat dan
berorientasi keadilan sesuai yang tertuang dalam literal secara tekstual.

30 Kiki Hardiansyah and Fitranty Adirestuty, “Islamic Business Ethics: The Key to
Success in Family Business (Case Study at Green Hotel Ciamis),” dalam Jurnal Upu: Review
of Islamic Economics and Finance, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 81-98.
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Mashlahah sebagai pendekatan ushiil figh sangat relevan dalam merespon
perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dengan pendekatan integratif
hukum tas ir secara kontekstual dapat beradaptasi dengan berbagai
kondisi zaman tanpa kehilangan akar syariat. Dalam teks Hadis Nabi
melarang tas ir karena kenaikan harga di Madinah terjadi secara normal
tanpa adanya spekulasi dan juga ihtikdr, namun kebijakan tidak hanya
secara teks, tetapi juga harus berkontribusi pada tujuan besar syariat
dengan melihat secara kontekstual kondisi sosial ekonomi yang terjadi di
pasar.’!
d. Berbasis Magdshid

Pendekatan ini mendukung tercapainya tujuan-tujuan luhur syari‘ah
(magqashid al-syari‘ah) terutama dalam: hifzh al-mal karena terjadi
kezhaliman dalam ekonomi, Aifzh al-nafs untuk mencegah dan
melindungi dari rasa kelaparan karena tidak mampu untuk membeli
kebutuhan pokok, dan hifzh al-din untuk melindungi seseorang
melakukan praktik-praktik yang dilarang dalam syari‘ah, seperti iktikar,
monopoli, spekulasi, dan tetap berada pada transaski yang tidak keluar
dari koridor halal. 7as ‘ir dilakukan demi untuk mencegah kerugian masal
atau kerusakan pasar adalah bentuk perlindungan terhadap kepentingan
umum (mashlahah ‘Gmmah) yang sejalan dengan magqdshid al-syari ‘ah.
e. Mendukung Peran Negara dalam Perlindungan Publik

Salah satu peran negara atau pemerintah yaitu menjaga kestabilan
perekonomian dengan cara mengontrol harga yang tetap stabil yang dapat
melindungi konsumen maupun produsen. Model integratif ini
membolehkan tas ir jika terdapat kerusakan harga di pasar yang
disebabkan inflasi, ihtikdr, dan juga ketidakadilan dalam distribusi, karena
terdapat dasar mashlahdh ‘dmmah yang didukung oleh teks-teks syariat.
Negara atau pemerintah mempunyai kuasa untuk melindungi
masyarakatnya secara publik, karena salah satu tugas pemerintah dalam
ekonomi kenegaraan adalah mengurangi kemiskinan. Kebijakan dalam
pemberian subsidi produk tertentu, penetapan HET, alokasi dan distribusi
barang merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menjaga
stabilitas, menjaga daya beli masyarakat, dan juga menghindari

31 vuli Utami, “An Islamic Jurisprudence Approach to the Contemporary Islamic
Economics, Banking and Financial Issues: Introduce Al- Qardhawi Approaches,” Proceding
International Conference on Islamic Economics and Financial Inclusion (ICIEFI), Vol. 1 No.
1 Tahun 2015, hal. 100-117.
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ketimpangan sosial pendapatan antara kehidupan yang ada di kota dan
desa jika kebijakan-kebijakan dilakukan secara adil dan jujur.*?
f.  Memberi Ruang [jtihad yang Kolektif

Model integratif ini membuka ruang untuk ijtihdd jama’i (kolektif)
yang melibatkan ahli syari‘ah/ Ulama, ahli ekonomi, dan pemerintah
untuk merumuskan kebijakan tas 7r yang komprehensif dan legitimete. Ini
mendorong kebijakan publik berbasis syari‘ah yang inklusif dan semata-
mata tidak hanya berbasis teks literal saja. Ketiga pihak tersebut masing-
masing mempunyai peran dalam penentuan kebijakan yang adil dan
berdasarkan  mashlahah. Ulama berperan untuk memberikan
pertimbangan fatwa yang dikutip secara tekstual dari al-Qur’an, Hadis,
dan ijtihad kontekstual yang berprinsip pada magqdshid al-syari‘ah.
Sedangkan ahli ekonomi berperan dalam menganalisis keadaan ekonomi
dan pasar dengan terjun langsung di masyarakat dan mendengarkan
keluhan-keluhan dan kebutuhan mereka, data ini bisa berupa data angka
maupun data dokumen, data-data tersebut juga digunakan pertimbangan
dalam membuat keputusan. Adapun pemerintah yang memberikan
kebijakan atas pertimbangan-pertimbangan dari fatwa Ulama dan analisis
dari ahli ekonomi untuk kebijakan tas ir yang dapat berbentuk regulasi
dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat.
g.  Menunjukkan Bahwa Islam adalah Agama Rahmatan Lil-‘Alamin

Dengan mempertimbangkan mashlahah, menunjukkan bahwa
agama Islam adalah agama yang responsif, solutif, adil, dan bukan agama
yang kaku dan menyulitkan. 7as ir dilakukan hanya untuk memenuhi
kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.
Seperti dalam QS. Al-Anbiya’ Ayat 107: “Dan tidaklah kami mengutus
engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam”.
Tas ir merupakan rahmat ketika digunakan untuk menghapus praktik
ihtikar, monopoli, manipulasi, dan spekulasi yang dapat merugikan
masyarakat serta melindungi kelompok rentan dari penindasan dan
ketidakadilan.

32 Sholikul Hadi, “Implikasi Kebijakan Ekonomi 'Umar Ibn Khaththab Kebijakan
Ekonomi Masa Kini,” dalam Jurnal Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal,
Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hal. 31-51.
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C. Tantangan Implementasi Model Integrasi

1. Tantangan dalam Menentukan Mashlahah yang Objektif dan
Menghindari Bias Kepentingan

Penggunaan mashlahah dalam otoritas publik sebagai legitimasi
intervensi harga (fas ‘ir) dapat membuka ruang ijtihad yang dinamis, tapi tanpa
adanya standar objektif dan mekanisme kontrol mashlahah bisa
disalahgunakan untuk kepentingan tetentu tanpa memandang kepentingan
umum. Mashlahah sering ditentukan oleh jjtihdd manusia yang sangat
mungkin dipengaruhi oleh latar belakang ideologis, ekonomi, politik, atau
bahkan emosi, dan tidak ada ketentuan secara eksplisit dalam teks syari‘ah
yang menjadi tolak ukur kemaslahatan. Sebagai contoh apakah pemberian
subsidi pupuk terhadap petani merupakan kemaslahatan atau justru merupakan
distorsi pasar, ini dianggap multi tafsir >3

Dengan tujuan obektivitas dapat menyebabkan pertentangan

mashlahah jangka pendek dengan jangka panjang. Misalkan sesuatu bisa
nampak mashlahah untuk jangka pendek dalam pembekuan harga bahan
pokok, namun jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang maka akan
merugikan penjual/ produsen dan merusak harga pasar. Ini tampak terlihat
demi menjaga kemaslahatan kelompok mayoritas (konsumen), bisa jadi
mengorbankan kemaslahatan kelompok minoritas (produsen). Intervensi pasar
(tas ‘ir) juga menjadi sasaran bagi kepentingan atau intervensi politik ekonomi,
untuk menjaga kepentingan pemilu pemerintah yang mempunyai hak
intervensi akan menjaga stabilitas harga menjelang pemilu sebagai bentuk
menjaga citra pemerintah. Sulitnya menjaga objektivitas keaslahatan juga
disebabkan karena kurangnya ahli yang telibat, seperti pakar ekonomi,
statistik, kebijakan publik yang menyebabkan keputusan bersifat bias karena
tidak berbasis data. Cara untuk menghindari bias dan menjamin objektivitas
mashlahah dalam tas ‘ir adalah:

a. Menggunakan pendekatan magqdshid al-syari‘ah sebagai parameter
objektifitas transaksi, dalam transaski fas 7r terdapat tiga perlindungan,
yaitu hifzh al-nafs, hifzh al-madl, dan hifzh al-din. Jika tas ir dapat
mencegah lerugian masal maka disebut sebagai mashlahah syar iyyah.

b. Mebentuk dewan ijtihdd kolektif yang terdiri dari: Ulama fikih/ ushiil,
Ekonom Muslim, akademisi, perwakilan masyarakat sipil, supaya ijtihdad

3 Asnawati Patuti and Afia Hafizah, “Kedudukan Al-Tas‘ir Al-Jabari dalam Tinjauan
Kaidah Yutahammal Al-Dharar Al-Khash Li Daf* Al-Dharar Al-‘Am,” dalam Jurnal Al-
Khiyar: Jurnal Bidang Mu'amdlah dan Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, hal. 114—
129.
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kolektif dapat menekan ego sektoral dan memberikan hasil yang lebh adil
dan rasional.>*

c. Menggunakan data analisis ekonomi yang transparan dan didasarkan pada
data inflasi, distribusi, dan harga pasar, serta kajian suplay-demand dan
daya beli masyarakat, ini bertujuan untuk memberi dasar rasional bagi
kemaslahatan dan dapat di audit secara publik.

d. Jika memang tasir harus dilakukan maka harus dievaluasi secara
periodik, dan dapat disesuaikan jika sudah tidak terdapat mashlahah lagi.
Evaluasi harus melibatkan masyarakat dan stakeholder untuk
menghindari dominasi kaum elite.

e. Mempunyai kejelasan tujuan dan batas waku, karena tas 7r harus bersifat
situalisional dan tidak permanen. Tujuan yang jelas dimaksudkan untuk
menjaga kestabilan harga saat krisis dan mampu membantu kelompok
rentan, semua ini harus tertulis dengan jelas dan diumumkan secara
terbuka.®

2. Perbedaan [jtihad Ulama dan Kebijakan Negara dalam 7as ‘ir

Perbedaan ijtihdd Ulama dengan kebijakan negara dalam konteks fas 7r
yaitu terletak pada ranah metode dan sifat keputusan, keduanya saling
melengkapi tetapi memilih fokus dan mekanisme yang berbeda, dan
perbedaan jjtihdd Ulama dan kebijakan negara itu terletak pada:

a. Dasar kewenangan, berdasarkan otoritas keilmuan ijtihad ulama berfokus
pada bidang syari‘ah (fikih, wushiul fikih, dan magdshid al-syari‘ah).
[jtihdd ulama tidak mepunyai kekuatan eksekusi secara langsung terhadap
suatu kebijakan, melainkan dapat memberikan panduan normatif yang
menjadi acuan dan pengambilan keputusan. Adapun kebijakan negara
berdasarkan otoritas politik dan administratif yang diberikan oleh undang-
undang dan konstitusi, berbeda dengang ijtihdad Ulama, kebijakan negara
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat memaksa
masyarakat untuk patuh terhadap hukum dan memberikan hukuman
terhadap masyarakat yang melanggarnya.*¢

b. Tujuan utama ijtihad Ulama adalah menentukan hukum syar’i yang terdiri
dari wajib, sunah, makruh, mubah, halal, haram, syubhat, serta menjaga
kesesuaian kebijakan dengan prinsip syari‘ah. Sedangkan kebijakan
negara menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara

3% Aisyatul Azizah, Nu’'man Moch, and M. Syam’un Rosyadi, “Nalar Maqashid
Syari‘ah di Era Sahabat dan Tabi’in,” dalam Jurnal Fakta, Vol. 2 No. 2 Tahun 2024, hal. 124—
129.

35 Ahmad Zaky Md Ali Tahir, Mohamad Sabri Haron, and Rosli Mokhtar, “Hukum
Penetapan Harga (Tas ‘ir) dalam Perbandingan Ijtihad Sebagai Asas Kepada Hukum Tambatan
Mata Uang dalam Islam,” dalam Jurnal Al-Ummah, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 171-187.

36 Evra Willya, “Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tasir al-Jabari,” dalam Jurnal
Islam Al-Syir’ah, Vol. 11 No. 3 Tahun 2013, hal. 1-42.
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mengatur mekanisme pasar supaya tetap adil dan tidak merugikan
kelompok yang rentan.

c. Metode yang digunakan dalam ijtihdd Ulama mengguanakn dalil nagli
(nash a-Qur’an dan Hadis) dan dalil ‘aqli (qiyas, istihsan, mashlahah
mursalah, dan magqgdshid al-syari‘ah) dan ditekankan pada keshahihan
argumentasi secara syar’i. Sedangkan metode yang digunakan dalam
kebijakan negara yaitu menganalisis dengan menggunakan data empiris
tentang ststistik harga, inflasi, supply-demand, distribusi, dan laporan
perdagangan, adapun penekanannya pada efektivitas kebijakan dalam
menyelesaikan masalah yang riil. ¥’

d. Sifat keputusan dalam ijtihdd Ulama adalah fatwa (rekomendasi hukum)
yang tidak mengikat hukum negara, kecuali diadopsi dalam regulasi, serta
mempunyai sifat fleksibel karena pasti terdapat perbedaan antar madzhab/
Ulama. Sedangkan kebijakan negara bersifat regulasi/ UU yang mengikat
semua warga negara, walaupun bersifat mengikat tetap tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi dan hukum positif, meskipun kadang
mempertimbangkan fatwa Ulama.

e. Ruang lingkup ijtihdd Ulama berfokus pada hukum syar’1 dan etika dalam
pasar, seperti ulama memberikan fakta kapan fas ir diperbolehkan dan
tidak diperbolehkan berdasarkan Hadis Nabi tentang penolakan tas ‘ir.
Adapun kebijakan negara berfokus pada mekanisme teknis dan
implementasi, seperti kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi
(HET), pajak ekspor impor, dan subsidi.

f.  Hubungan jjtihdd Ulama dengan kebijakan negara yaitu, jjtihdd Ulama
menjadi rujukan normatif bagi kebijakan negara, dan negara
mengadaptasi hasil jjtihdd ke dalam kebijakan publik dengan
pertimbangan teknis dan administratif. Konflik dapat terjadi jika
kebijakan negara mengklaim mashlahah tetapi tidak sesuai dengan
standar syar’1.

Adapun tabel tentang perbedaan [jtihad Ulama dengan Kebijakan

Negara terkait dengan intervensi pemerintah terhadap harga pasar (tas ir)

terdapat dalam tabel berikut:

37 MA Sofwan Hadi, “Tinjauan Fikih Tas‘ir Menurut Sayyid Sabiq Terhadap Penetapan
Tarif Air Minum Perumdam Tirta Mukti,” dalam Jurnal Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi
Syari‘ah, Vol. 3 No. 2 Tahun 2024, hal. 107-120.
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Tabel V.4: Aspek [jtihdd Ulama dan Kebijakan Negara dalam Pennetuan

Hukum
No Aspek Ijtihad Ulama Kebijakan Negara
1 Dasar Kewenangan | Keilmuan syari‘ah Otoritas  politik dan
hukum
2 Tujuan Kepatuhan pada syariat Stabilitas dan
kesejahteraan publik
3 Metode Dalil naqli dan ‘aqli Data  empiris  dan
analisis ekonomi
4 Sifat Keputusan Fatwa (tidak mengikat | Regulasi (mengikat
secara hukum negara) secara hukum)
5 Ruang Lingkup Etika dan hukum pasar | Mekanisme teknis dan
menurut syariat administratif
6 Hubungan Ideal Panduan normatif Implementasi kebijakan

Sumber: Lukman Arake, 2019

3.

1.
2.
3.

Ijtihdad Ulama
Dalil ‘aqli & naqli 1.
Status Hukum Syar’i 2.
Etika Pasar 3.

Kebijakan Negara
Data Empiris
Stabilitas ekonomi
Implementasi Teknis

\/

Proses Integrasi

1. Sinkronisasi Norma &

Teknis

2. Pertimbangan mashlahah

3. ljtihad Kolektif

Bagan V.6: Hubungan Jjtihdd Ulama dengan Kebijakan Negara

dalam Penetapan 7as ir

Kecenderungan Sebagian Kelompok terhadap Literalisme Tekstual

Kecenderungan sebagian kelompok terhadap literalisme tekstual dalam
konteks fas ‘ir biasanya muncul karena mereka memahami dalil secara apa
adanya (literal) tanpa mempertimbangkan konteks historis (asbdab al-wuriid)
maupun magqdshid al-syari‘ah.®® Adapun permasalahan tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:

3 Basri Na’ali, “Tipologi Metode IjtihdAd Fikih Kontemporer,” dalam Jurnal
ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, hal. 245-262.
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a. Ciri-ciri Literalisme Tekstual dalam 7as ir

Terdapat beberapa ciri-ciri literalisme tekstual dalam fas 7r adalah:
1) Berpegang pada makna teks literal tanpa analisis kontekstual, ini
didasarkan pada sebagian kelompok yang mengacu pada Hadis Nabi
Muhammad yang menolak menetapkan harga saat terjadi kelonjakan
harga bahan kebutuhan pokok di Madinah “Sesungguhnya allah-lah yang
menetapkan harga, menahan, melapangkan, dan memberi rizki...”. Dari
Hadis ini secara mutlak melarang intervensi harga oleh negara tanpa
membedakan ketika kondisi pasar sedang normal atau rusak. 2)
Mengabaikan dimensi mashlahah dan realitas ekonomi, karena mereka
menganggap bahwa campur tangan manusia dalam harga sama saja
dengan melawan takdir Allah, padahal yang dimaksud Hadis itu ketika
pasar dalam keadaan normal. 3) Menolak ijtihdd yang berbasis magashid,
ini dianggap bahwa penambahan analisis mashlahah sebagai bentuk tahrif
(penyimpangan)  hanyalah mengada-ngada hukum baru. 4)
menyeragamkan konteks sejarah, mereka menganggap bahwa situasi
pasar di Madinah waktu itu sama dengan pasar modern saat ini, sehingga
solusi dianggap sama. *
b. Motivasi atau Latar Belakang Kecenderungan

Motivasi atau latar belakang kecenderungan sebagian kelompok
yang mengartikan dalil hanya pada teks literal belaka adalah: 1) Kehati-
hatian dalam menjaga kemurnian nash dan takut menyimpang dari
perintah Nabi. 2) Kritik terhadap intervensi pemerintah yang dianggap
sering disalahgunakan. 3) Minimnya pemahaman ekonomi modern
sehingga sulit memahami efek jangka panjang dari kebijakan harga. 4)
Preferensi 1deologis, yaitu untuk membatasi peran negara dan
menguatkan mekanisme pasar bebas.*’
c. Dampak Pendekatan Literalisme Tekstual

Terdapat dua dampak pendekatan literalisme tekstual bagi sebagian
kelompok yang cenderung mengartikan dalil secara tekstual yaitu dampak
positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu menjaga kemurnian teks
dan menghindari penafsiran secara liar, selain itu dapat meningkatkan
agar kebijakan tidak mudah mengklaim “mashlahah™ tanpa adanya dasar
syar’l. Adapun dampak negatif yaitu: berpotensi menghambat solusi
syari‘ah terhadap masalah pasar modern (inflasi, iAtikar, kartel), selain itu

39 Asep Muharam, “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ab{i Yisuf dan Ibn
Taimiyyah Tentang Perubahan dan Intervensi Harga” Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu, 2016, hal. 68.

40 Ahmad Syaripudin, Muhammad Ikhsan, and Mujahid Al-Islam, “Menjual Murah
Barang Dagang yang Menyelisihi Harga Pasar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus
di Pasar Tramo Kabupaten Maros),” dalam Jurnal AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Mu'amalah
dan Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1 Tahun 2024, hal. 96-123.
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juga menutup peluang jjtihdd dinamis yang relevan dengan
perkembangan zaman modern saat ini, selain itu juga bisa membuat
masyarakat salah paham bahwa Islam tidak punya solusi untuk problem
ekonomi kontemporer. 4!

d. Tanggapan Model Integratif

Pendekatan integratif teks, dengan mashlahah dalam kebijakan
tas ‘ir menjawab literalisme tekstual dengan: 1) Memahami Hadis secara
tematik (mawdhii 7) dan mengaitkan dengan Hadis-Hadis yang
membolehkan kebijakan fas‘ir dalam konteks dhdrurat. 2)
Mempertimbangkan magqgdshid al-syari‘ah sebagai panduan agar
kebijakan harga tidak hanya sah seecara teks literal, tetapi juga efektif dan
adil. 3) Dapat membedakan antara larangan tas 7r di pasar sehat dan
bolehnya fas ir di pasar yang rusak (ihtikdr, manipulasi).

Tanggapan model integratif ini menjelaskan bahwa dalam
memaknai Hadis, tidak hanya bersifat tekstual dan melihat konteks
keadaan pasar yang terjadi pada masa Nabi, apa yang menjadi alasan Nabi
sehingga Nabi melarang fas ir karena dianggap sebagai ketidakadilan
terhadap penjual. Tidak ada yang melakukan ihtikdr dan tidak ada yang
melakukan penipuan, pasar terjadi dengan normal sesuai dengan jumlah
permintaan dan penawaran yang menyebabkan harga menjadi mahal.
Mahalnya harga bahan makanan pokok pada masa Nabi dikarenakan ada
harga yang harus dibayar oleh produsen yaitu kelangkaan faktor produksi,
mahalnya biaya produksi, atau kegagalan dalam proses produksi,
sehingga kelangkaan tersebut yang menyebabkan berkurangnya jumlah
barang yang dijual dan mengalami ketimpangan terhadap jumlah barang
yang dibeli.

Sahabat Nabi ‘Umar bin Khaththab tidak menentukan harga barang
makanan pokok ketika terjadi kenaikan, tetapi ikut campur tangan dalam
mengambil tindakan dan kebijakan yang menyebabkan harga kembali
stabil yaitu dengan melakukan impor barang. Strategi ini dilakukan ‘Umar
bin Khaththab supaya tidak terjadi kelangkaan barang secara alami, dan
kebutuhan masyarakat akan bahan pokok makanan dapat terpenuhi
dengan harga yang stabil. Pemerintah Indonesia juga sering melakukan
intervensi harga dengan mengimpor sejumlah barang kebutuhan pokok
terutama ketika Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Permintaaan akan barang-barang konsumtif saat menjelang hari raya
mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan semua harga barang naik
dan pasokan barang yang ada tidak bisa memenuhi jumlah permintaan

41 Moh. Asep Zakaria Ansori et al., “Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam
Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar,” dalam Economic Reviews Jurnal, Vol. 3 No. 1
Tahun 2024, hal. 146-160.
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yang diinginkan, seperti permintaan daging sapi saat menjelang hari raya.
Dalam hal ini pemerintah mengatur strategi supaya harga daging sapi di
pasar tidak mengalami kenaikan harga, dengan cara mendatangkan atau
mengimpor daging sapi untuk memenuhi permintaan konsumen dan
menjaga harga supaya tetap stabil.*?

Tas ir hanya dilakukan untuk menjaga kemashlahatan ketika
kondisi pasar sedang tidak normal dan terjadi distorsi pasar, karena pasar
yang normal itu ketika harga tercipta karena ketentuan dari Allah dan
tidak siapapun boleh mengintervensi harga pasar, baik penjual, pembeli,
maupun pemerintah, karena tas 7r dapat menyebakan kezhaliman bagi
salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

4 Lukman Arake, “Otoritas Kepala Negara dalam Menentukan Suatu Kebijakan
Perspektif Siyasah Syar’iyah,” Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol.
3 No. 2 Tahun 2019, hal. 166—-189.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Disertasi ini menghasilkan mashlahah ‘dmmah yang membenarkan
intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Jika intervensi tersebut secara
nyata melindungi kepentingan publik (keamanan pangan, kestabilan ekonomi,
keadilan distribusi), serta mencegah kemudaratan besar (penimbunan/ ihtikar,
spekulasi, penipuan). Kebijakan intervensi harga (fas 7r) yang mendatangkan
mashlahah ‘dmmah serta berdasarkan prinsip-prinsip magqdshid al-syari‘ah
yang berupa: hifzh al-mal (perlindungan harta), hifzh al-nafs (perlindungan
kehidupan, ketahanan pangan, dan keadilan), dan Aifzh al-din (perlindungan
terhadap praktik transaksi yang dilarang dalam syariat). Intervensi harga
dibenarkan bila memenuhi syarat-syarat mashlahah yaitu: bersifat ‘dmmah,
tidak kontradiksi dengan nash syar’i eksplisit, proporsional. Intervensi harga
merupakan kebijakan yang diambil dengan jalan terakhir (subsidiarity) untuk
meraih kemaslahatan yang bersifat transparan, dan diukur berdasar manfaat
nyata bagi masyarakat, dan berdasarkan kaidah figh “Jalb al-mashalih wa dar’
al-mafasid”. Kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa temuan sebagai
berikut:

1. Diskursus tentang mashlahah ‘ammah dalam kebijakan umum dan
intervensi harga memperlihatkan interaksi antara teori hukum Islam,
prinsip magqgdshid al-syari‘ah, dan praktik kebijakan ekonomi
kontemporer. Dalam tradisi ushul figh, mashlahah ‘Gmmah diposisikan
sebagai landasan ijtihad untuk memastikan tercapainya tujuan syariah,
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khususnya keadilan distribusi dan perlindungan masyarakat dari kerugian
kezhaliman yang besar. Diskursus klasik menekankan batasan agar
mashlahah tidak bertentangan dengan nash, sedangkan diskursus modern
mengaitkannya dengan peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat secara ‘dmmah. Dalam konteks kebijakan
harga, mashlahah ‘dmmah digunakan sebagai justifikasi normatif
sekaligus kerangka etis untuk menentukan kapan intervensi diperlukan,
bagaimana proporsionalitasnya dijaga, dan sejauh mana kebijakan itu
benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

Realisasi intervensi harga pasar dalam kebijakan publik dapat berbentuk
regulasi harga, kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi)/ ceiling price,
subsidi, impor, floor price (harga terendah), cadangan pangan, maupun
kebijakan anti penimbunan. Agar intervensi tersebut benar-benar
menghasilkan mashlahah ‘dmmah, ia harus memenuhi prinsip-prinsip
magqdshid al-syari ‘ah: menjamin ketersediaan barang pokok, melindungi
daya beli masyarakat, menegakkan keadilan distribusi, dan menghindari
kemudaratan baru bagi produsen maupun negara. Dengan demikian,
mashlahah tercapai bukan hanya dari niat intervensi, tetapi dari
bagaimana kebijakan itu dirancang, diimplementasikan, serta dievaluasi
secara transparan dan berkeadilan.

Telaah al-Qur’an dan Hadis menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam
pasar (Strah al-Hasyr Ayat 7), kejujuran (Strah al-Baqarah Ayat 188),
larangan 7ibd (Strah Ali Imran Ayat 130), larangan penimbunan (Stirah
al-Nisa’ Ayat 29), serta kewajiban menyempurnakan takaran dan
timbangan (Strah al-Muthaffifin Ayat 1-3) sebagai fondasi moral dalam
aktivitas pasar. Prinsip-prinsip tersebut membentuk kerangka etika
ekonomi Islam yang menolak eksploitasi dan ketidakadilan seperti,
ihtikar, najasy, gharar, dan kecurangan dalam takaran. Dalam ekonomi
kontemporer, prinsip-prinsip tersebut terealisasi melalui kebijakan publik
seperti regulasi anti-monopoli, perlindungan konsumen, standar takaran,
serta lembaga pengawasan pasar. Dengan demikian, nilai keadilan yang
diajarkan al-Qur’an dan Hadis tidak hanya relevan secara normatif, tetapi
juga aplikatif dalam sistem ekonomi modern sebagai pedoman untuk
menciptakan pasar yang sehat, seimbang, dan berorientasi pada
kemaslahatan umum.

Pendekatan integratif antara teks normatif al-Qur’dn dan prinsip
mashlahah ‘dmmah dalam intervensi harga (fas‘ir) dapat dibangun
dengan menjadikan nash sebagai landasan nilai yang mengikat, sementara
mashlahah berfungsi sebagai perangkat analisis kontekstual untuk
menentukan kebijakan yang relevan dengan kondisi pasar modern.
Dengan demikian, intervensi harga yang semula diperdebatkan dapat
ditempatkan dalam kerangka magashid al-syari‘ah, sehingga setiap
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kebijakan fas ir tidak hanya sah secara syar’i, tetapi juga terukur
kontribusinya terhadap kemaslahatan publik dan keadilan ekonomi.

B. Saran

Terdapat dua saran dalam disertasi ini, yaitu saran secara praktis dan
saran secara teoritis. Saran secara praktis ditujukan untuk 3 pelaku ekonomi,
yaitu pedagang, masyarakat dan pemerintah, dan saran secara teoritis untuk
pengembangan riset dan penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait
dengan al-Qur’an dan kebijakan umum: mashlahah ‘dmmah dalam intervensi
pemerintah terhadap harga pasar. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Saran Praktis
a. Pemerintah:

1) Menjadikan nilai al-Qur’an (keadilan, larangan kezhaliman,
pemerataan distribusi) dan prinsip mashlahah ‘Gmmah sebagai dasar
kebijakan harga.

2) Melakukan intervensi harga secara selektif pada komoditas pokok
untuk mencegah monopoli, penimbunan, dan spekulasi.

3) Menguatkan pengawasan pasar agar kebijakan harga efektif dan
berpihak pada masyarakat luas.

b. Pedagang/ Pelaku Ekonomi:

1) Mengedepankan etika bisnis Islami (jujur, adil, tanpa riba dan
ihtikar).

2) Mendukung regulasi harga pemerintah yang jelas berpihak pada
maslahat umum.

c. Masyarakat

1) Bersikap kritis sekaligus kooperatif dalam mendukung kebijakan
harga yang adil.

2) Aktif mengawasi praktik pasar yang merugikan kepentingan publik.

2. Saran Teoritis
a. Pengembangan Konsep:

1) Memperluas model integratif teks al-Qur’an dan mashlahah ‘dmmah
dalam kerangka magdshid al-syari‘ah kontemporer.

2) Menyusun metodologi ijtihdd baru yang memadukan otoritas teks
dengan analisis mashlahah berbasis data empiris.

b. Pendekatan Interdisipliner:

1) Mengintegrasikan kajian hukum Islam dengan ilmu ekonomi dan
kebijakan publik agar hasilnya komprehensif.

2) Melakukan studi komparatif antarnegara Muslim terkait
implementasi tas ir.
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c. Kontribusi Akademik:

1) Menjadikan hasil penelitian ini sebagai pijakan awal teori kebijakan
ekonomi Islam berbasis maslahat, dengan melakukan penelitian
secara langsung dan pengambilan data di lapangan terkait indikator
yang terdapat formulasi mashlahah, yaitu M (mashlahah) = F
(manfaat) + B (berkah).

2) Melakukan riset empiris lanjutan pada sektor strategis (pangan,
energi, kesehatan) untuk mengukur efektivitas intervensi harga.
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